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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Buku ini berisi proceeding selected paper yang dipresentasikan pada 
AICIS ke-16 pada tanggal 1-4 November 2016 di IAIN Raden Intan 
Lampung. Berdasarkan catatan panitia bahwa jumlah submitted paper pada 
AICIS tahun ini sebanyak 1345, kemudian dilakukan seleksi oleh Tim SC 
dan diputuskan sebanyak 350 makalah yang dapat dipresentasikan dalam 
forum ini. Dari tiga ratus lima puluh dibagi menjadi dua kategori, yaitu 
pertama, kategori A (selected presenter) terdapat 120 makalah yang wajib 
dipresentasikan dalam forum paralel AICIS 2016 yang ditanggung oleh 
panitia. Kedua, kategori B terdapat 230 yang diberi kesempatan untuk 
mempresentasikan papernya pada forum paralel namun atas tanggungan 
atau biaya pribadi atau lembaga. 
Sebagimana lazimnya dalam sebuah konferensi, biasanya panitia 
selalu menerbitkan buku proceeding yang berisi kumpulan makalah yang 
dipresentasikan dalam forum tersebut. Begitu juga pada AICIS ke-16 kali 
ini, seluruh makalah kategori A sebanyak 120 diterbitkan menjadi buku ini.  
Buku ini terdiri dari 4 buku, yaitu Buku 1 yang berisi gabungan 
makalah sub tema 1 (The dynamics of Islamic Thought) dan 5 (Islam, Science and 
Tchnology); Buku 2 berisi kumpulan makalah sub tema 2 (The Dynamics of 
Islamic Institution); Buku 3 berisi gabungan makalah sub tema 3 (The Heritage 
of Islamic Traditions) dan 6 (Area Studies); dan Buku 4 berisi kumpulan 
makalah sub tema 4 (The Interface between Islam and Globalization). Selain itu. 
panitia juga akan menerbitkan pada jurnal ilmiah yang terindek scopus setelah 
melalui penyempurnaan dan perbaikan supaya spektrumnya lebih besar dan 
dapat dibaca oleh masyarakat dunia. 
Untuk itu, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada 
seluruh presenter yang telah melengkapi tulisannya sesuai yang telah 
ditentukan oleh panitia dan juga kepada Tim SC yang telah dengan sabar 
dan teliti membaca satu per satu makalah yang masuk kemudian memilih 
dan memutuskan berdasarkan kategori A dan B. Terima kasih juga kami 
sampikan kepada Bapak Rektor IAIN Raden Intan Lampung yang terus 
mensupport dan memback-up panitia untuk bekerja semaksimal mungkin 
demi suksesnya AICIS ke-16 ini. Tak lupa kepada Bapak Dirjen Pendis, 
Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA dan Bapak Direktur Diktis, Prof. 
Dr. H. Amsal Bachtiar, MA yang telah mempercayakan penyelenggaraan 
AICIS ke-16 di IAIN Raden Intan Lampung. 
Saya atas nama seluruh panitia mengucapkan selamat datang di 
“Green Campus” IAIN Raden Intan Lampung dan selamat berkonferensi. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Bandar Lampung, Oktober 2016 
Ketua Panitia, 
 




Kepala Sub Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan 
 
Assalamu Alaikum Wr. Wb. 
Pelaksanaan AICIS ke-16 tahun 2016 kali ini yang bertempat di 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung merupakan 
momentum dalam menjaga kesinambungan dan komitmen pengelolaan 
pendidikan Islam di tingkat perguruan tinggi. Sebagai salah satu wahana 
dalam pengembangan jaringan dan juga penguatan wacana untuk 
mendukung riset dan publikasi, maka pelaksanaan AICIS merupakan 
kegiatan yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan perguruan tinggi 
yang berdaya saing. 
Pendidikan tinggi saat ini menghadapi tantangan yang berbeda sama 
sekali dengan di zaman sebelumnya. Untuk menghadapi itu semua, maka 
hanya dengan kolaborasi dan kerjasama antara semua lembaga yang ada 
sehingga mampu mewujudkan sebuah capaian akademik yang 
memungkinkan. Direktorat Pedidikan Tinggi Islam menjadi salah satu pilar 
untuk mewujudkan amanah yang diemban Kementerian Agama RI. Salah 
satu usaha yang berkesinambungan adalah pelaksanaan AICIS dari tahun 
ketahun. Tema tahun ini, Panitia Pengarah (Steering Committee) telah 
merumuskan tentang sumbangsih Islam Indonesia terhadap peradaban 
dunia. 
Pendidikan tinggi Islam walau belum berstatus sebagai universitas 
riset, tetapi prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pengelolaan 
perguruan tinggi mulai mengarah kepada pengembangan atmosfir riset. 
Untuk itu, forum AICIS dimaksudkan juga sebuah wahana untuk menjadi 
salah satu sarana dalam mengkomunikasikan hasil-hasil riset yang selama ini 
sudah dilaksanakan oleh setiap dosen di seluruh perguruan tinggi 
keagamaan Islam. 
Terima kasih juga kepda segenap panitia yang sudah bekerja untuk 
kesuksesan kegiatan ini sehingga bisa menjadi sebuah kegiatan yang 
berkesinambungan dari waktu ke waktu. Untuk itu, semoga kesempatan ini 
menjadi salah satu kesempatan terbaik untuk senantiasa menjadi ikhtiar bagi 
pengembangan pendidikan tinggi Islam.  
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
 
Jakarta, Oktober 2016 
 









Rektor IAIN Raden Intan Lampung 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah memberikan kesempatan berharga kepada IAIN Raden 
Intan Lampung untuk menjadi penyelenggara AICIS ke-16 tahun 2016 ini. 
Kami dan seluruh civitas akademika IAIN Raden Intan Lampung 
menyambut baik dan gembira hal itu serta berkomitmen untuk 
menyukseskannya dengan seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada. 
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami telah mempersiapkan dengan 
baik seluruh kebutuhan sarana dan prasarana demi suksesnya acara tersebut.  
Pada AICIS tahun ini mungkin akan dirasakan kesan yang berbeda 
karena penyelenggaraan kegiatan AICIS tidak seluruhnya di hotel melainkan 
di area kampus IAIN Raden Intan Lampung mulai dari plennary session 
maupun paralel session kecuali upacara pembukaan. Oleh karena itu, seluruh 
peserta AICIS ke-16 mulai dari pagi sampai sore akan beraktivitas di area 
kampus kami untuk mengikuti setiap kegiatan yang ada sambil menikmati 
suasana hijau kampus (“green kampus”) kami.  
Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terim kasih kepada 
Bapak Dirjen Pendis, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA dan 
Direktur Diktis, Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA yang telah 
mempercayakan kepada kami sebagai tuan rumah AICIS ke-16 ini. Kepada 
Gubernur Lampung Bapak Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi, M.Si yang 
telah memberi dukungan penuh demi terselenggaranya AICIS ini. 
Penghargaan juga saya sampaikan kepada seluruh panitia baik pusat 
maupun lokal yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dimana telah 
saling bekerjasama dalam menyukseskan acara ini.  
Namun saya juga ingin memohon maaf kepada seluruh peserta 
konferensi, jika selama dalam penyelenggaraan AICIS ada hal-hal yang 
kurang berkenan baik mulai dari fasilitas, sarana dan prasarana maupun 
layanan. Mudah-mudahan dengan fasilitas yang ada seluruh peserta dapat 
menikmati dan memanfaatkannya sekalipun sangat terbatas. 
Terakhir, saya sangat menyambut baik terbitnya proceeding ini yang 
tidak hanya sebagai dokumen penting seluruh kumpulan makalah yang 
dipresentasikan juga bisa menjadi buku referensi bagi perkembangan dan 
dinamika kajian islam di Indonesia. Selamat membaca.. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Bandar Lampung, Oktober 2016 








Direktur Pendidikan Tinggi Islam 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) tanpa disadari 
telah memasuki tahun yang ke-16. Artinya tanpa disadari pula para peminat 
kajian Islam telah banyak memberikan kontribusi pemikirannya melalui 
forum ini. Dalam kurun waktu tersebut telah banyak rumusan-rumusan 
yang dihasilkan selain juga presentasi paper hasil penelitian maupun 
pemikiran dari para peminat dan pengkaji kajian Islam. Maka tak salah jika 
kita harus berbangga hati bahwa AICIS telah menjadi arena akademis PTKI 
yang mempertemukan berbagai latar belakang disiplin ilmu, pemikiran dan 
keahlian, selain juga menjadi arena yang representatif dalam 
mensosialisasikan gagasan, penyebaran ide dan positioning PTKI dalam 
kancah global. 
Mengingat forum semacam AICIS telah menjadi icon bagi 
Kementerian Agama RI terutama Pendidikan Tinggi Islam, maka dalam 
setiap penyelenggaraan AICIS selalu ada dinamika yang terjadi sesuai 
dengan keberadaan PTKIN yang menjadi tuan rumah penyelenggaraannya. 
Dan hal yang patut disyukuri adalah dalam setiap penyelenggaraan AICIS 
jumlah paper yang masuk selalui melampaui target. Ini menunjukkan gairah 
para peminat kajian keislaman yang ingin turut serta dalam meramaikan 
forum ini setiap tahunnya sangat tinggi. Tahun ini saja menurut catatan 
panitia terdapat 1345 submitted paper, namun setelah dilakukan seleksi 
diputuskan ada 350 makalah yang akan dipresentasikan dalam forum ini. 
Sebagai salah satu sarana mempublikasikan makalah-makalah yang 
terpilih tersebut, maka panitia membuatkan proceeding ini selain sebagai 
bahan referensi juga menjadi bahan dokumetasi makalah-makalah yang 
dipresentasikan dalam AICIS.  
Saya menyambut baik diterbitkannya buku proceeding ini oleh 
panitia AICIS ke-16 IAIN Raden Intan Lampung. Mudah-mudahan selain 
membantu para peserta AICIS dalam mediskusikan beragam topik baik 
plenari maupun paralel juga sebagi media diseminasi ide maupun gagasan 
para pengkaji kajian keIslaman kepada publik secara luas.. 
Wassalamua’alaikum Wr. Wb. 
 
 
Jakarta,  Oktober 2016 












Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Sebagai event yang bergengsi di lingkungan Direktorat Pendidikan 
Islam, AICIS (Annual International Conference on Islamic Studies) telah 
membuktikan bahwa para dosen, peneliti dan pengkaji Islam terutama di 
lingkungan PTKI mampu menelorkan gagasan, pikiran dan temuan yang 
brilian dengan topik dan tema yang relevan dengan perkembangan situasi 
sekarang ini dalam perspektif keislaman. Dalam setiap event AICIS selalu 
ada hal-hal terbaru yang terungkap dalam kajiannya sehingga selalu menarik 
untuk diikuti oleh peserta yang hadir dalam setiap sesionnya.  
AICIS selain memang merupakan pertemuan tahunan dalam 
mendialogkan hasil-hasil research terbaru untuk bisa dibaca, dikritisi dan diuji 
oleh sesama pengkaji dan pemerhati kajian keislaman, juga telah menjadi 
media membangun intellectual networking baik lokal maupun internasional. Di 
sinilah urgensi kenapa AICIS tetap dipertahankan keberadaannya sampai 
sekarang karena AICIS telah mampu membuktikan sebagai wadah yang 
representatif bagi diseminasi hasil-hasil kajian Islam kepada publik. 
Tren yang selalu menggembirakan dalam setiap AICIS adalah 
kuantitas submitted paper selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ini 
membuktikan bahwa AICIS telah mempunyai tempat tersendiri di kalangan 
pengkaji kajian Islam di PTKI bahkan tak jarang ada peserta dari perguruan 
tinggi umum yang ikut ambil bagian dalam forum ini.  
Saya selalu mengharapkan kepada panitia penyelenggara supaya paper 
yang akan dipresentasikan bisa dicetak, diterbitkan dan  di-onlinekan supaya 
dapat dinikmati oleh komunitas akademik yang lebih luas tidak hanya oleh 
komunitas internal kita saja melainkan komunitas internasional.  
Dan syukur alhamdulilah pada AICIS ke-16 ini, IAIN Raden Intan 
Lampung telah bersedia menerbitkan menjadi proceeding ini. Mudah-
mudahan dapat memberi kemudahan para peserta AICIS ke-16 dalam 
menyimak setiap tulisan yang dipresentasikan dalam forum ini. 
Tak lupa pada kesempatan ini, ijinkanlah saya ingin mengucapkan 
terima kasih kepada Menteri Agama RI yang selalu antusias dan 
memberikan perhatian serius pada setiap penyelenggaraan AICIS. Juga 
kepada Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi, M.Si yang 
telah memberi dukungan atas terselenggaranya AICIS di IAIN Raden Intan 
Lampung. Dan tak lupa Rektor IAIN Raden Intan Lampung, Prof. Dr. H. 
Moh. Mukri, M.Ag beserta seluruh jajarannya yang tak kenal lelah dalam 
menyiapkan perhelatan besar ini dengan baik. Kepada seluruh panitia pusat 
dan daerah tak lupa saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya baik 
demi suksesnya acara ini. Terakhir kepada seluruh narasumber baik dalam 
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maupun luar negeri, partisipan dan peminat kajian keislaman yang hadir 
untuk menyemarakkan AICIS ke-16 ini, saya ucapkan terima kasih atas 






Jakarta, Oktober 2016 
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REVIEW OF QUR‟ANIC TRANSLATION OF THE MINISTRY 
OF RELIGIOUS AFFAIRS OF REPUBLIC OF INDONESIA 




Abstract:  This paper aims at reviewing Qur‟anic translation of the Ministry of 
Religious Affairs on the key Qur‟anic terms of gender equality. The 
Qur‟an appreciates gender equality as shows in many verses which 
become general Qur‟anic view on woman. However, Qur‟anic 
translation of the Ministry on these key Qur‟anic terms do not reflect 
this appreciation. Those key terms are  nafsun wâḥida, qawwâmûn, 
nushûz,  aḍribû and azwȃj which the translator team translated as a 
single person, protectors, leaving duties, beat, and wives respectively. 
These translations bring up problems, they are gender biased, 
discriminative, and lack of gender sensibility. This study offers 
alternative translations: stem cell, guardian, marital disloyalty, leave 
them and spouse. The study also offers solutions for improvement: 1. 
Consulting research results on Qur‟anic translation in gender‟s 
perspectives, Qur‟anic translations that have gender sensitivity. 2. 
Adopting hermeneutics in the process of translation. 3. Involving experts 
of gender in the translator team. 






Translation the Qur‘an in gender‘s perspective is an opportunity as 
well as a challenge. It is an opportunity because gender awareness 
becomes international concern along as the development of gender 
studies. Muslim youths, particularly students are interested in the new 
horizon of understanding the Qur‘an, especially in gender equality. It is 
also a challenge because people have been accustomed with classical  
Qur‘anic translations and to some extent tends to be resistant. Some 
scholars do not easily accept any new translation, especially in gender‘s 
perspective which they claim comes from the West. Qur‘anic translation 
of the Ministry of Religious Affairs like other Qur‘anic translations 
experienced the case.    
Qur‘anic Translation of the Ministry of Religious Affairs plays an 
important role in religious life in Indonesia. This translation, among 
others,  is an official translation from the government. Besides, it is also 
used in South East Asian, especially: Malaysia, Brunei Darussalam, and 
Proceeding of the 16
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Singapore.  The Minister of Religious Affairs established translator team 
whose responsibility to conduct translation activity. They are chosen from 
authorised people and acknowledged as scholars („ulamâ'), especially  those 
who are experts the study of the Qur'an. It becomes  a reference for all 
religious affairs, such as: text books, da„wa activities, law formulation, and 
fatwa decision.  
The Ministry of Religious Affairs of Republic of Indonesia has just 
launched a news revised edition of its Qur‘anic translation. This revised 
edition was published in 2014 and becomes the object of this study. 
However, the translator team did not specify the focus of revision 
whether its language or its contents. Previously revision was done to 
improve  its language quality according to the advancement of Indonesian 
Language. The writer believes that the revision was partly a response of 
the review and criticism posted by researchers, especially Muhammad 
Thalib from Indonesian Mujahidin Council. However, as far as the writer 
concerned there was no a comprehensive  research has been done on 
Qur‘anic translation of the Ministry in gender‘s perspective. The writer has 
conducted preliminary research on Qur‘anic translation of the Ministry on 
Qur‘anic terms of gender in 2012. Research result shows that the 
translation lacked of gender sensitivity, and it was firmly influenced by 
Arabic classical exegeses which are patriarchal. 
Even though the Ministry has published new revised edition of its 
Qur‘anic translation, revision is still being held by revision team. Religious 
Minister hoped the revision would be   finished at the end of 2018 or at 
the beginning of 2019. This review will be focused on this latest revised 
edition. Based on the aforementioned description the writer would like to 
review Qur‘anic Translation of the Ministry of Religious Affairs of 
Republic of Indonesia, especially the translation of key terms of gender 
equality. The writer will show some problems of the translation of some 
Qur‘anic key terms of gender equality. Besides,  the writer also will offer 
alternative translation and some solution to improve the quality of 
translation.  
This paper hopefully will contribute to the improvement of the quality of 
translation. In the view of Nasaruddin Umar, Vise Minister of the Ministry 
of Religious Affairs, revision of translation is an ongoing process. 
Moreover Quraish Shihab sees that revision is really needed because there 
is still certain inappropriate translation. Religious Minister, Lukman Hakim 
Saifuddin encouraged translator team to finish their work quickly, so that 
it will be published and used by the community. (Pinmas, 2016 July 18). 
Retrieved from  http://www.kemenag.go.id.  Discussion of the paper runs 
as follows: Introduction, problem of translating key Qur‘anic term of 
gender equality, solution to improve the quality of translation on gender‘s 
perspective, and final remarks. 
 




Problem of translating the key Qur‟anic terms of gender equality 
In gender‘s perspective problem of translation of Qur‘anic 
translation of the Ministry can be traced on some key Qur‘anic terms of 
gender equality,  as follows: 
 
1. Nafsun wâḥida 
This term is mentioned in Sȗra al-An‘ȃm (6): 98, al-Nisȃ‘ (4): 1, al-
A‗rȃf (7): 189 and al-Zumar (39): 6. In Sȗra al-An‘am (6): 98, ―nafsun 
wȃhida‖ was translated by translator team of the Ministry of Religious 
Affairs as ―single person‖. In the footnote translator team give 
explanation that ―single person‖ is Adam as. In Sȗra al-Nisȃ‘ (4): 1, ―nafsun 
wȃḥida‖ was translated as ―oneself‖ while ―minhȃ‖ as ―from him‖. It is 
mentioned in the footnote that ―from him‖ is part of his body (his rib) 
Adam as. This translation based on ḥadȋth narrated by Bukhȃrȋ and 
Muslim. The translator also offers another interpretation of ―minhȃ‖ that 
is ―the same elemen‖ i.e. earth in which Adam was created. In Sȗra al-
A‗rȃf (7): 189, translator team translated ―zawjahȃ‖ as ―his wife‖. In Sȗra 
al-Zumar (39): 6, there is word ―tsumma‖ between  ―nafsun‖ and ―zawjahȃ‖. 
The word ―nafsun‖  uses  khalaqa, while ―zawjahȃ‖ conveys ―ja„ala‖.  
Feminist Muslims as well those who are concerned to gender 
equality, questioned this kind of translation because it posits woman as a 
second creation or subordinated creation. Such understanding affects 
people in the way they treat women in society, job, education etc. 
Moreover, women become target of sexual harassment, they are waged 
less than that of men, and education opportunity for certain family is 
given more on men than women. They based their view on grammatical 
consideration of the verse, relation between verse on the same issue and 
egalitarian teaching of the Qur‘an. Besides, hermeneutics especially the 
way to grasp the intended meaning of the verse should be considered. In 
addition, to a certain extent,  scientific exegesis (tafsȋr al-„ilmȋ) may 
contribute in understanding Qur‘anic verses on gender equality. 
The phrase ―created you from one single entity‖ itself is mentioned 
six times in the Qur‘an. The Arabic term translated here as ―living entity‖ 
is ―nafs‖. This word can be translated in a number of ways including 
―soul‖, spirit, mind, animate being, human beings, person, humankind, life 
essences, vital principle etc. Most of the traditional interpreters simply 
assumed that by nafs God meant Adam, the first man. However, it is a fact 
that in the Qur‘an there is no indication of that. Moreover, the phrase 
translated as ―its mate‖, in Arabic zawjahȃ, can be used for the male as well 
as female component of a pair. Besides the Qur‘anic emphasis on the 
common source of all humanity from one nafs the creation of pairs is also 
a recursive motive. One of the most significant Qur‘anic verse 
emphasizing the common origin of all human beings while as the same 
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time suggesting a peaceful co-existence is Q.49:13. This verse places piety 
as the criterion of the noblest person in God‘s sight, not on gender or any 
other category. (Mezit, 2011, p. 66). 
According to some Muslim scholars, like Muhammad ‗Abdu,  
Muhammad Asad and Muslim feminists, Q.49:13 is a solid proof of the 
Qur‘anic egalitarian paradigm. Among the around thirty passages dealing 
with the criterion of humanity in the Qur‘an, there is no indication that 
man was created prior to woman, that she was created from him or he is 
superior to her in any respect. Humanity is always designated by generic 
terms such as al-nȃs, al-insȃn or bashar. (Mezit, 2011, p. 66). 
Having been studied related verses, Mustofa underlines that those 
verses do not discuss Adam and Eve. Sȗra al-A‗rȃf (7): 189 itself might be 
understood as Adam and Eve, however the next verse (190) states that 
after God bestowed both with a pious son they practised polytheism.  
Mustofa highlights that the term does not necessarily indicate Adam 
because  there is no specific explanation which points to Adam. The term 
may mean the same origin or the same community, or universal creature 
that becomes the origin of man or woman. (Mustofa, 2013, p. 28). Nafs 
refers to a single cell that becomes the origin of human both man and 
women, which the verse informed stem from the backbone or  spinal 
cord. Mustofa supports his point with recent research of Germanic 
scientist, Prof. Karim Nayernia and his team which successfully created a 
primitive sperm from backbone. The discovery that has been tested on 
mice 2006 can also be made on human,  and it was published in 2010-
2011. (Mustofa, 2013, p. 30). 
Regardless ethical issue, as Mustofa believes, the discovery credits 
an interesting argument on Qur‘anic information that is previously 
doubted.  One of these information is  the origin of sperm which stem 
from spinal cord. Biology previously concluded that sperm was formed in 
testicles, recent discovery, however in fact found new proof that 
spermatagonial which in testicles come from stem cell of spinal cord. 
(Mustofa, 2013, p. 31). Understanding of Qur‘anic verses on biology 
should be related with new development of biology as a part of correlation 
of verse (munȃsaba al-ȃya). This discovery enhanced scientific miracle of 
the Qur‘an (i„jȃz al-„ilmȋ) and scientific exegesis (tafsȋr al-„ilmȋ).  
2. Qawwâmûn  
The translator team of the Ministry of Religious Affairs translated 
―qawwâmûn‖ in Q.4:34 as ―protectors.‖ It is a new translation that the team 
offered in its revised edition (2014), previously it was translated as 
―leaders.‖  However this translation brings up two problems: 1. The word 
―protector‖ does not fully denote the exact meaning of ―qawwȃmȗn.‖ In 
Asad‘s view, the grammatical form of qawwȃm is more comprehensive 
than qȃ‟im and combine the concepts of physical maintenance and 




protection as well  as of moral responsibility (1980, p. 109). He further 
wrote that the expression of qawwȃm is an intensive form of qȃ‟im which 
means ―one who is responsible for‖ or ―takes care of‖ a thing or a person. 
Thus qȃma „alȃ al-mar‟a signifies he undertook the maintenance of the 
women or he ―maintained her.‖ Asad, for his part translates ―qawwȃmȗn‖ 
as ―Men shall take full care of women.‖ (1980, p. 109). However,  Qur‘an 
is not stating a fixed rule, i.e. that all men are the maintainers/supporters 
of women, they are only so if they fulfill the criteria and it is referring to 
the wider duty of care/responsibility men have as mentioned above. It is 
conditional. 2. This translation is inadequate because it only conveys the 
first part of the verse that is ―bima faḍḍala Allahu „alȃ ba‟ḍ‖ (Allah given 
the one more (strength) than the other).  It does not cover the second part 
of the verse that is ―bimȃ anfaqȗ min amwȃlihim‖ (they support them from 
their means).  
On the ground of the first part the translation of team does not 
specify bounties that Allah bestowed to man  as commonly seen in the 
classical Qur‘anic translation. The implication of this translation among 
others, man intrinsically has intellectual capacity, rational potential, and 
leadership more than women have (al-Mahallȋ, 2007, p. 76). Certain 
contemporary translators especially those whose gender awareness and 
sensitivity try to add specification like ―strength‖ or ―physical strength‖  as 
an explanation that put in the bracket. Protector signifies physical strength 
that mostly men have, ―their physical strength makes men in general and 
husbands in particular the better candidates to be of service to women and 
family‖. (Bazargan, 2008, p. 33) 
The verse ―bimȃ anfaqȗ min amwȃlihim‖ portrays man‘s function as a 
financial provider. Provider conveys, among others income producers and 
jobholder. This mean that husbands will generally be responsible for the 
economic needs of women and this responsibility also makes them 
qawwȃmȗn. (Shafaat, 2016 May 27). Retrieved from 
http://www.islamicperspective.com There are two reasons behind the use 
of  qawwȃm in the verse. The first reason is  a man as protector due to 
their physical ability to protect women. The second is that men spend out 
of their wealth. A good translation should manifest these two distinctive 
parts of the verse. Yusuf Ali (2004) translated qawwȃmȗn as ―protectors 
and maintainers‖ (p. 107) which reflects the two parts of the verse. 
However, the word ―guardians‖ as a translation of qawwȃmȗn is more 
appropriate  than ―protectors.‖  
Farida Bennani, as quoted by Dahlia, argues that qawwȃmȗn refers 
to a duty, and not leadership or control. She argues that is derived from 
the root q-w-m which means ―to stand,‖ ―to take care,‖ or ―to guard.‖ 
Therefore, a husband is a servant to his family, and not the leader of his 
family. Wadud Muhsin and Sayyid Qutb argue that qiwȃmah is the 
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responsibility of a man during the time his wife bears a child. Wadud 
Muhsin argues that a woman deserves qiwȃmah in mutually dependent 
relationship where she chooses  child-bearing as her primary 
responsibility. She deserves physical protection and material sustenance; 
otherwise, ‖it would be a serious oppression against the women.‖ The 
verse therefore refers to the responsibilities where marital partners decide 
to undertake different roles within the marriage. (Dahlia, 2013, p. 38). 
Hence, whenever a husband is unable to support his wife, he is no 
longer her caretaker. Salmȃn al-Qȃdah, a contemporary Islamic law 
scholar summarizes the legal implications of qawwȃmȗn as: Men are held 
liable for handling the affairs of women and are responsible for the 
women  under their care. A husband, therefore, has the responsibility of 
taking care of his wife, protecting her, defending her  honor, and fulfilling 
her needs regarding her religious and her worldly life. It does not mean as 
all too many people have falsely assumed that he has the right to behave 
obstinately towards her, subject her to his will, suppress her individuality, 
and thus heinously negate her identity (al-Qȃdah, n.d, p. 16).  
3. Nushûz 
3.1  Nushȗz of wife (Q. 4: 34) 
In the Qur‘an the word ―nushûz‖ and its derivation is mentioned 
five times in three context, those are standing to give others space 
(Q.58:11), commit an act of rebellion in the household life (Q.4:34), and 
lifting or arranging something ruined and scattered (Q.2:259). The 
translation team of the Ministry of Religious Affairs did not give directly 
translation of  nushûz in Q.4:34. However, the translator team put an 
explanation in the footnote ― leaving their duties as wife like leaving the 
house without her husband‘s permission. (Kemenag. RI., 2014, p. 83). 
This shows inconsistency in translation issue compare to other Qur‘anic 
terms, such as ―qawwȃmȗn‖ in the beginning of the verse in which was 
translated as ―protectors.‖ Some direct translation of term can be 
considered: 1, Picktall translated as rebellion, 2. Shakir Ali translated as 
desertion, and The Presidency of Islamic Researches, IFTA, Call and 
Guidance (1410 H., p. 220) translated as disloyalty. 
3.2  Nushȗz of husband (Q. 4: 128) 
Like the verse 4: 34 in the case of women‘s nushȗz, translator team 
did not put directly any translations to  ―nushȗz‖ in Q.4:128. Regarding the 
approach of translation, the translator team is consistent in treating the 
term.  The problem arises if the readers try to look carefully explanations 
that are put in the footnote. In the footnote number 230 it says   
husband‘s nushȗz is obstinate against his wife, does not share bed with his 
wife, and does not want to give her rights. Footnote number 231 
regarding reconciliation (iṣlȃh) between husband and wife, it says: such as 
wife is ready to accept if some of her rights are being reduced in order that 




her husband returns to him. In addition, footnote number 232 says that 
the intrinsic nature of human beings does not want to sincerely release  
some of their rights to others, but if their wives release some of them, 
their husbands are allowed to accept them. (Kemenag., 2014, p. 99)    
The aforementioned explanation of the term under discussion is 
unfair. In the case of women‘s nushȗz, women should be beaten to achieve 
the aim. While in the same case for husband‘s nushȗz  there is no husband-
beating. Furthermore, to reach reconciliation wives are asked to release 
some of their rights which do not happen in the case of husband‘s nushȗz. 
These kinds of explanation did not appear in the previous editions. 
Additionally, the word nushȗz, which is generally translated as 
―opposition‖ or ―rebellion‖ in 4:34, has another meaning. If we study 4:34 
carefully we will find a clue that leads us to translate that word as 
embracing a range of related ideas, from ―flirting‖ to ―engaging in an 
extramarital affairs,‖ indeed any words that reflect the range of disloyalty 
in marriage, the clue is the phrase before nushȗz, wich reads: ―… they 
honor them according to God‘s commandments, even when alone in their 
primary.‖ This phrase emphasizes the importancy of loyalty in marriage 
life, and helps us to make better sense of what follows. Interestingly, the 
same word, nushȗz, is used later in the same sȗra, in 4:128 but it is used to 
describe the misbehavior of husbands, not wives, as it was I  4:34. In our 
view, the translation of nushȗz, that is ―opposition‖ will not fit in both 
contexts. However, the nushȗz as marital disloyalty, in a variety of forms, is 
clearly appropriate for both 4:34 and 4:128. (Yuskel, 2007, p. 20)  
4. Idribû 
The other term included in Sȗra al-Nisȃ‘ (4): 34, is ―adribûhunna‖ 
which the translator team of the Ministry of Religious Affairs rendered as 
―beat them‖.  Two problems emerged from this translation: first, extra 
explanation ―if it is necessary‖ that translators put in the bracket preceded 
the imperative word ―beat them‖ (Kemenag. 2014, p. 84). This 
explanation did not appear in the previous editions. Such explanation is 
not needed because the expression can be understood clearly based on 
logical sequence of three-step solution for nushȗz. If the second step 
―leave her in beds‖ is not effective then the third step ―beat them‖ 
become a choice. There two explanations that should be considered in the 
translation, namely: 1. Sign for chronological order, such as first, next and 
the last. 2. ―With no pain‖ put in the bracket following the imperative 
word ―beat them‖. If these explanations are considered, the translation of 
the verse will be ―If you fear of your wives‘ nushȗz remind them (first), 
(next) leave them alone in beds, and (the last) beat them (with no pain).   
Second, ―beat them‖ which is crucial problem because it  implies 
that husbands may beat their wives if they do not show loyalty.  This 
understanding  may lead to  violent actions in the household, because 
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husbands have the right to beat their wives.  According to Yuksel, Many 
of us have heard this criticism from Christians, Atheists, Agnostics, and 
others that  ―verse 4:34 of the Qur‘an orders Muslim to beat their wives; 
therefore, Islam is a male-dominant religion.‖ Though wife-beating is not 
a Muslim specially, and domestic violence is an endemic problem in the 
West as well as the East, the issue nevertheless is whether it is justified by 
God. Most people reading conventional translation of 4:34 feel that 
something is deeply wrong. How could God the Most Wise order us to 
beat our women? (Yuskel, 2007, p. 17)  
The writer reflects  the phrase ―beat them‖ by raising four 
distinctive points. First, the translation does not support universal and 
egalitarian message of the Qur‘an. The verse under discussion was  a 
direct divine intervention into the lives of the young Muslim community, 
which still very much under the influence of pre-Islamic practices. This 
alleged authorization of husbands to hit their wives has either to be 
understood as a limitation of marital abuse in a tribal and brutal society of 
the seventh century and hence cannot be characterized as universal. 
Muhsin claims that ―Qur‘an is universal in intent, but not in its contextual 
epistemology. According to her, such a practice is ―unjust in the ways that 
human beings have come to experience and understand justice, and hence 
unacceptable to universal notions of human dignity.‖ She also said ― I 
could not believe that God would sanction harming another human being 
except in war‖. (Muhsin, 1999, p. 21). 
According to Arlandson, (2016 July 04) textual reality of the Qur‘an 
matches up with historical reality of seventh century Arabia. Gender 
inequalities and oppression in the Qur;an reflect the culture of seventh 
century desert nomads. He mentioned certain cases such as wife beating, 
polygamous marriage, witness, heritage and leadership. Retrieved from  
http://www.americanthinkers.com Khaled Abou El-Faḍl, Egyptian-born 
law profession and Islamic scholar at the University of California, Los 
Angeles, said: ―The verse became an issue of debate and controversy 
because of the ethics of the modern age, the universal notion of human 
rights‖. El-Faḍl highlights that the practice refers to a rare public legal 
procedure that ended before 10th century.  
The verse 4: 34 with three-step program, is often called a reform 
over the violent practices of seven century Arabia, when the Qur‘an was 
revealed. There was not a license for battery. Scholars said that other 
interpretation defining the heaviest instrument a man might employ as a 
twig commonly used as a toothbrush. Sheykh Ali Gomaa, the Islamic 
scholar who serves as Egyptian grand mufti, said that the Qur‘anic verses 
must be viewed through the prism of the era. The advice ‗is always broad 
in order to be relevant to different culture and in different time‖. He said 
that in our modern context, hitting one‘s wife is totally in appropriate as 




society deems it hateful and it will only serve to sow more discord. In the 
view of more liberal commentators, particularly women, the usual 
interpretation reflects the patriarchal practices of the Arabian Peninsula. 
This school holds that the sacred texts have been encrusted with medieval 
traditions that need to be scraped off like a layer of barnacles.  
Second, ―beat them‖ is one of a number of possible meanings of 
adribȗhunna in a variety of context. The word ―aḍribû‖ derived from 
―ḍaraba‖ which is in the form of verb and noun is mentioned 58 times.  In 
Yuskel‘s survey, the word ―ḍaraba‖ has a variety of meaning, such as: 1) 
To travel, to get out (Q.3:156, 4:101) 2) To strike (Q.2:60), 3) To beat 
(Q.8:50, 47:27), 4) To set up (Q.43:58, 57:13), 5) To give (example), 
(Q.14:24, 16:75), 6) To take away, to ignore (Q.43:5), 7) To condemn 
(2:61)  8) To seal, to draw over (Q.18:11), 9) To cover (Q.24:31), and 10) 
To explain (Q.13:17). (Yuskell, 2007, p. 19). In her study on the word 
ḍaraba, Affan (2007) underlines that this word is used more in the sense of 
giving an example or allegory that is 28 times, to travel and to beat 10 
times. That is only a few used in the sense of  ―to cut‖, ―to cover‖, and 
―to kill‖. (2007, pp. 171-172). Haddad indicates that the verse 4:34 does 
not imply physical beating, since the  Arabic root word of the verb 
wadribȗhunna is also used to indicate washing the face with water and to 
travel the earth. (Ibrahim, 2013, p. 18) 
Whenever the imperative verb ‗idrib‘ is used in the Qur‘an to denote 
‗strike‘, whether idiomatically or otherwise, the Qur‘an always qualifies it 
by making it clear by either one or both of the following: 1. What object 
to use to strike?, and 2. What part of the body or ‗object‘ to strike?.  Some 
examples can be seen in the following verses: Strike the rock with your 
staff (Q.2:60; Q.7:160), strike him with a part of it (helter), (Q.2:73), strike 
of their heads (Q.8:12), strike off every fingertip of them (Q.8:12), strike 
out for them a dry path  through the sea (Q.20:77), strike the sea with 
your staff (Q.2663), Take in your hand a bundle of rushes, and strike 
therewith. (Q.38:44). 
However, only in verse 4:34 do we notice that the imperative verb 
„idrib‟ neither tells us (1) what object to use to strike with nor (2) what part 
of the body to strike. Without qualification, it would difficult to conclude 
that the intention of the verb was ever to ‗strike‘. If „idribȗhunna‟ was 
translated in the traditional manner to ‗strike them‘, then such an isolated, 
unqualified rendition would leave it wide open for any aggressed husband 
to beat his wife in any manner, whenever he wanted, with any amount of 
given force. Therefore, verse 4:34 does not fit the Qur‘an‘s qualification of 
‗idrib‘ when rendered to ‗beat‘. (Islam, 2016 May 27). Retrieved from 
http://quranmessage.com Moreover, for physical punishment the Qur‘an 
conveys, for instance, ―jalada‖ in the case of adultery (Q.24:2), accusation 
(Q.24:4) and ―qaṭa„a‖ in the case of theft (Q.5:38).. 
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Third, the translation will cause internal conflicts with the meaning 
of other Qur‘anic verses, and ḥadȋths. Q.30:21, for example, portrays men 
may dwell in tranquility with their spouses because God put love and 
mercy between them. We should also consider Q.24:2 which stresses that 
equal actions lead to equal punishment between men and women. By 
basing herself on these two verses, Bogaert insists that surely there is no 
reason why men and women should be treated differently for any lesser 
marital problem. (2016 May 27). Retrieved from 
http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert4.htm  Mezit, for her part 
argues that the verse has been traditionally understood that its injunction 
refers only to extreme cases of adultery of disregard of Divine regulations. 
Even though the way of hitting one‘s wife was limited by the prophet to a 
non-violent, non-humiliating tap, in my view, it is hard to accept any 
physical chastisement as a way to solve problems among human beings. It   
contrasts to the basis in which Qur‘an stands  for an egalitarian and 
respectful relationship between the sexes. (Mezit, 2011, p. 72)  
Furthermore, Allah says in the Holy Qur‘an that one must meet bad 
behavior with something that is better, not something that is worse, in 
order to turn a hostile situation into a friendly one: ―Nor can goodness 
and evil be equal, repel (evil) with what is better: Then will he between 
whom and thee was hatred become as it were thy friend and intimate‖ (Q. 
41: 13). Therefore, the word adribȗ cannot really have meant ―to beat.‖ It 
must mean something that is better than causing problems, and avoiding 
the problem certainly is exactly that. (Bogaert, 2016 May 27). Retrieved 
from http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert4.htm    
In addition, beating a wife, would contradict ḥadȋths of the Prophet who 
repeatedly said: ―do not beat believing women!‖. The Prophet also said: 
―(How odd it is that) one of you should whip his wife as a slave is 
whipped and then sleep with her at the end of the day‖. (Ḥadȋth narrated 
by Bukhȃrȋ and Muslim, on the authority of ‗Abd Allȃh ibn Zam‘a). Abu 
Hurayra narrated the Prophet said: ‖The most perfect of the believers in 
their belief are those with the best manners, and the nest of you are those 
who are best with their wives.‖ The verse was revealed as an answer 
followed by Muhammad‘s words: ―Do not hit, only the evil ones hit‖. 
Furthermore, in a ḥadȋth reported by ‗Ȃ‘isha, one of Muḥammad‘s wives, it 
is stated that he never hit any of his wives or any other persons indeed‖. 
(Muslim, Book of Virtues, no. 4296).  
Fourth, looking at the aim of the verse is to make wives aware of their 
faults and make them cool down. This problem can be resolved in many 
ways as long as it is directed to  the goal. Severe sanction might be 
conveyed such as curtailing or reducing financial support, divorce 
threatening and leave them. Idribȗ does not necessarily understood as 
physical action, but it could be in allegorical meaning, such as imposing 




severe sanction. Moreover, physical chastisement may even cause worst 
situation. In line with this thought there are some translations, among 
others can be considered: ―scourge them‖ (Picthall),  separate from them‖ 
(Yuskell), and ―leave them‖ (Bakhtiar).  In Bakhtiar‘s view (2016 May 27), 
the Prophet never beat anyone, much less his wives. When there were 
issues between husband and wife, he :went away.‖ It is interesting that the 
word idrib may also means ―to go away.‖ She stresses that we follow the 
behaviour of the Prophet as well as the fairest of sayings of the Qur‘an as 
Muslims are asked to do. Retrieved from 
http://www.themosqueinmorgatown.com   
 
5. Azwȃj 
5.1. “Wives” Q.S. al-Taghȃbun (64): 14 
When translating Q.64:14, for example, the translator team of the 
Ministry of Religious Affairs translated ―azwȃj‖  as ―wives‖.  The 
translator team translated the first part of the verse as ―O those who 
believe! Indeed amongst your wives and children there are some will be 
your enemies, so that, you should be aware of them.‖ In the footnote 
number 844, translators comment that wives and children can sometimes 
lead their husbands or fathers to perform deeds which are religiously 
unacceptable.  
There are three problems emerge from translation of this verse. 
First, is translating ―azwȃj‘ as ―wives.‖ ―Wives‖ is one of various meaning 
that can be derived from ―azwȃj.  In his Mu‗jam Mufradȃt al-Fȃẓ al-
Qur‘ȃn, al-Rȃghib al-Isfahȃnȋ explains that zawj means couple that can be 
used for things like a pair of shoos, animals,  and for human (husbands 
and wive). (al-Isfahȃnȋ, n. d., p. 220). John Penrice, in his Dictionary and 
Glossary of the Qur‟an states that ―zawj‖ denotes and individual when 
consorting with another; that in which individuals are united, as a kind, 
species, class, sex. It also covers a pairs and a couple. (Penrice, 1990, p. 63)  
In addition, Muhsin, as quoted by Hassen (2012) argues that 
grammatically zawj is masculine. While, conceptually, it  is neither 
masculine nor feminine, and is used in the Qur‘an for plants (Q.55:52) and 
animals (Q.11: 40) in addition to humans. (p. 20)   
Besides, the word ―amanȗ‖ in this verse and in the verse such as 
Q.2: 153 meant ―those who believed‖  which refers to believing men and 
believing women. Based on these two considerations the writer highlights 
that ―azwȃj‖ in this verse should not be limited to mean ―wives‖ as 
translator team did. The Qur‘an usually refers to ―wives‖ by means of a 
possessive construction (iḍȃfa) which containing one of the Arabic words 
for wife, imra‟a (women), nisȃ‟ (women), or zawj (spouses or mate) plural 
azwȃj and the name of particular male; for example, the imra‟a of ‗Imrȃn or 
the zawj of Adam, the wife of Noah, the wife of Lot, and the wife of 
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Paraoh. (Muhsin, 1999, pp.32-33). Some recommended translations that 
should be considered are: companion, mate, spouse, couple, and spouse. 
(Penrice, 1990, p. 63)  The writer realizes that in Indonesia those words 
are not familiar to use for official religious relation for marital status. 
However, we should try to choose appropriate meanings in terms of 
logical coherence, gender sensibility that are internationally accepted.   
Second, is translating ―aduwwun lakum‖ as ―your enemies,‖ which is 
a lexical translation of the word. This word does not necessarily to 
translate lexically, because it seems to be metaphorical. Members of  
family is one small integral unit part of community, they are tied together 
in a firm bound. It is not suitable to label or consider one of them as an 
enemy that should be aware of. Therefore, wives are not the enemies of 
their husbands and vice versa. Furthermore, ―aduwwun‖ usually used for 
Satan (Q.2:208), and hypocrites (Q.63:4) both are the real enemies whom 
we should be aware of.  It is highly recommended to convey exegetical 
translation (tarjama tafsȋriyya) which is proper and wiser than that of lexical 
translation (tarjama lafẓiyya).  As a comparison the writer quotes 
Mujahidin‘s direct translation of the first part of 64: 14, ―O those who 
believe! Indeed, among your wives and children there are some will 
interfere you in the struggle for the sake of God‘s religion.‖ (Thalib, 2011, 
p. 558).  Third, is considering wives as enemies which lead their husbands 
to commit wrong things. Gender group disagreed with this translation 
because in fact, husbands also may cause wives to do something wrong. 
Dariyati (2012 March 13) argues that in reality husbands also might be an 
enemy and may lead their wives to do something wrong. She takes an 
example husband forbids his wife to wear veil  which is commended in 
Islam. We found also husbands lead his wives to practice prostitution. 
Retrieved from (p. 1) Having been criticised the translation by basing 
herself on al-Rȃghib al-Isfahȃnȋ‘s view of zawj, Daryati suggests ―couple‖ 
as an ideal meaning of the zawj in this verse.  
 
5.2. “Companionship” Q.S. Ȃli „Imrȃn (3): 15 
. . . For those pious men, with their Lord are gardens underneath 
rivers and pure azwȃj and contentment from Allah (Q.3:15). Translator 
team of the Ministry of Religious Affairs translated the word ―azwȃj‖ in 
this verse as ―wives.‖ The translation implied that only pious men will 
have Hȗr al-In in Paradise while pious women will not have such kind of 
companions. It can also be implied that Qur‘an not only gives a special 
facilities to men by more than one wife in the world but also in the 
Hereafter. Men will be accompanied by many pure azwȃj in Paradise. 
Some commentators use the Qur‘anic statements that there will be pure 
azwȃj (i.e. plural) as an indication that  pious men will go to Paradise and 
will have multiple Hȗr for his pleasure. Indeed, it is a contradiction of 




terms that a pious man who practices self constraint should have multiple 
erotic pleasures as his objective. The use of plural azwȃj corresponds to 
the use of plural form preceding it: for ―pious men.‖ The usage is meant 
to indicate that companionship awaits those pious people (men and 
women) in their attainment of Paradise, not that each man will get 
multiple wives. (Rehman, 2016 June 15) Retrieved from 
http://themuslimstime.info/2013/06/29   
The term Hȗr al-Ayn, in the eyes of Muhsin ( ) meant something 
specific to the Arabs patriarch, the primary audience of the Mekkan 
period. She was a sensual virgin youth female with large dark eyes, white 
skin, and a pliant character. The specific depiction of the companions of 
Paradise demonstrates the Qur‘an‘s familiarity with the dreams and desires 
of those Arabs. The Qur‘an offers the Hȗr as an incentive  to aspire after 
truth. Muhsin insists that it is impossible to believe that the Qur‘an 
intends white women with large eyes to represent a single universal 
description of beauty for all mankind. (p. 55).  It is notable that after the 
Makkan period, the Qur‘an does not use the term Hȗr again but it used 
zawj to describe the companions of the Paradise. At least three verse 
support this point namely Q.2:25, Q.3: 15, and Q.4: 57. In these verses 
pious people do not exclusively refer to only specific gender but to both 
male and female. The word zawj  itself should be translated as ―pairs‖ 
rather than ―wives‖ because it is a gender neutral term. The highest 
pleasures are the same for female inhabitants of Paradise as for males. 
With regard to eternal, both women and men equal in their potential to 
experience this highest transcendence.  
 
Some solution to improve the quality of translation in gender‟s 
perspective 
Reconstruction of translation should start from deconstruction on 
the root of problem that emerges in understanding. After that we 
reformulate translation by doing reinterpretation on Qur‘anic verses and 
prophetic tradition which deal with gender equality by applying contextual, 
interdiscipliner and comprehensive approach.   In so doing we will have a 
new translation which is really coherent with Qur‘anic principles that 
shows the existence of gender equality. In relation to this case, the writer 
recommends some solutions to improve the quality of Qur‘anic 
translation in gender‘s perspective, as follows:  
 
Consulting Arabic dictionaries, dictionary of the Qur‟an, and 
encyclopedia of the Qur‟an 
Arabic dictionaries helps translators of the Qur‘an to find out the  
derivation of word, their various meaning and the practical use. Some 
Arabic dictionaries are: 1. Edward William Lane‟s Arabic-English Lexicon, 
2..A Dictionary of Modern Written Arabic, by Hans Wehr. Dictionary of the 
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Qur‘an contributes to  analyze the use of the words in the same sȗra or in 
the other sȗra.  Dictionary of the Qur‘an can be consulted such as: 1. 
Mufradȃt al-Qur‟ȃn, by al-Rȃghib al-Isfahȃnȋ, 2. Dictionary and Glossary of the 
Qur‟ȃn, by John Penrice, and 3. Dictionay of the Qur‟an: Arabic Words-English 
Meaning, by Abd Mannan Omar. Encyclopedia of the Qur‘an contributes 
in  understanding the meaning of  verses under certain topics.  
Encyclopedia of the Qur‘an that can be used includes: 1. Encyclopedia of the 
Qur‟an, by Jane McAuliff (ed.), 2. The Qur‟an: an Encyclopedia, by Oliver 
Leaman, 3. Ensiklopedia Al-Qur‟an, by M. Quraish Shihab (ed.).   
 
Consulting Qur‟anic translations which have gender sensitivity  
To produce a good Qur‘anic translation in Indonesian language the 
translator should consult other Qur‘anic translation of other languages, 
especially English. There are many Qur‘anic translations are written in 
English with their certain excellence and short coming.  In Robinson‘s 
view, unfortunately none of those translations is entirely satisfactory. 
Those by Yusuf Ali and Marmaducke Pickthall, for example,  are the most 
popular with Muslims.  The former is the more accurate of the two, but 
both are generally reliable. (Robinson, 1996, p. 4). As a cross reference, 
the following English Qur‘anic Translations is recommended to consult: 
1. The Message of the Qur‟an, by Muhammad Asad, 2. The Glorious Qur‟an, by 
Muhammad Ali, 3. The Holy Qur‟an: English Translation of the Meanings and 
Commentary, by The Presidency of Islamic Researches. 4. Sublim Qur‟an, by 
Laleh Bakhtiar, 5. Qur‟an: A Modern Reformist Translation, by Yuskel et al. 6. 
The Qur‘an Study: A New Translation and Commentary, by Seyyed 
Hossein Nasr.  
 
Consulting research results of Qur‟anic translation on gender  
equality 
Research is commonly a careful and a serious study by experts in 
certain field or discipline. Research results on the concept of gender 
relation in the  Qur‘an can contribute in the development and 
improvement of the quality of translation. Some research results are 
recommended to consult: 1. English Translation of the Qur‘an by 
Women: Different or Derived? Dr. Phill. Thesis By Rim Hassen, University 
of Warwick. 2. The Socio-Political Implications of Translating the Qur‟an by 
Seyed Muhammad Alawi. University of Ottawa,  Canada. 2. A Critical 
Examination of Qur‟an 4:34 and its Relevance to Intimate Partner Violence in 
Muslim Families by Nada Ibrahim and Mohamad Abdalla. Griffith 
University, Brisbane, Australia. Qur‘an and Women: Rereading Holy Text 
in Women‘s Perspective, by Amina Wadud Muhsin. 
 
Involving experts of gender, and gender practitioner in translator 
team 




To create a more innovative and comprehensive translation it is 
recommended to  involve related expert, especially in gender studies.  
Therefore, Muslim feminists, gender activists, those whose gender 
awareness and gender practitioners should be actively involved in 
translation activities. The Ministry of Religious Affairs usually translates 
the Qur‘an by involving only those scholars with religious knowledge 
beackground, particularly Qur‘an and Exegetical studies. Based on this 
background the translation they produced mostly grasped a religious and 
spiritual aspec of the verse. Meanwhile, as a matter of fact Qur‘an 
encompass  various concepts of any disciplines. 
 
Adopting hermeneutics in the translation 
In certain cases the meaning of the verse cannot be grasped by 
adopting lexical translation (tarjama lafẓiyya), meanwhile exegetical 
translation (tarjama tafsȋriyya) is also inadequate to represent the meaning. 
In such situation the meaning of the verse can be gained through 
analyzing the intended meaning of the verse (maqȃṣid al-ma„na).  Qur‘anic 
prescription of marital disloyalty in 4:34 can be  properly treated with this 
method. The intended meaning of the verse is to make wives aware of 
their faults and quit from their resistance. This aim can be achieved by 
implementing certain approaches without beating wives, such as curtailing 
financial support or  leaving them for certain period. 
 
Final remarks 
Translation of sacred texts is an unending activity, especially the 
Qur‘an as a universal holy scripture. Qur‘an will always contribute in all 
aspect of life, all disciplines include gender studies if it is continually 
translated in a new horizon. Qur‘anic translation on gender equality 
should always be reviewed according to the current issues. Regarding 
Qur‘anic terms on gender equality, Muhammad Abdel Haleem proposes 
three criteria namely: linguistic analysis of the text of the Qur‘an; what the 
Prophet said and did; and what the Qur‘an says elsewhere about dealing 
with wives in difficult situations. (2016 May 26).  Retrieved from 
http://nour-dv.org.uk/tafseer-surah-434-     
In approaching the issue translators should turn to the fundamental 
rule of Qur‘anic exegesis: 1. ―Al-Qur‟ȃn yufassiru ba„ḍuhu ba„ḍa‖ (different 
parts of the Qur‘an explain another) and ―yuḥmal al-muṭlaq „alȃ al-
muqayyad‖ (unqualified statements should be interpreted in the light of 
qualified ones). In addition, translators should not only base on a good 
philological analisis, adopting hermeneutical approach but also the real life 
of women in the midst of society. Therefore, besides involving experts in 
gender in the process of translation, translator team should also involve 
gender practitioners.  
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يمصىًا ٓنبصلٌَ سًسخ سيفه يرسفث ونح 
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ٓنبصلًا موَـً ةـمالدا كامذ- ىعسوًا ىواخ- اَ سُهوسهٕا ةًزوِجم 
aniq_imam@yahoo.com 
 
طرَلـا :             لوظٔب في مِفً نٔب صح ابمزو ذصًا تثرن لىؿ قَيخ لا ةاخن َٔهبت يمصىًا ٓنبصلًا فظو
مالدا فظوًا اشُ شماُ لىؿ يرسفخًا ام ٍسايخناو يمصىًا طيًا ةهوصم ذوسح غاسجا ؽ
 ةكصفذم ةهاوحو تذسـذم خاوه نم زجـم ٓنبصلًا نٕا .اـم ةكولذاو لةلالصا نم زوعخً لا
 ذالخؾالا صُاؼم نؾ ةَ سفه سؿاوك ىؾاز سك يمصىًا ٓنبصلًاف .سيفيًا ةهالدا اِمطٔب نم
 و َخحج َت سًٔب ام اشُ زثأبو ، يرٔزبخًا حىاوهو لاـفهالا ةزاسمو في و ُو ،َثوؾذ صِػٔب
 ًََٕا سخيه لؾ امذ ابهىاوحو ابهاـص في يلَلخ ًو ةَهاسوٕلاا سفيًا نوئ ص نم صٍاسٌ لعر
 سفيًا في ام لىؿ زاخ و ُو لإا ةَتصـًا ةًَاسٔب نم ةوَسٔب نم ام .اثًسح لإا لؿـًا
.ة ًولٌَا ةًاولًا لغث برؿ ةَ سفيًا نياـلـا ٍشُ ايً يليً ايحظايخ ينح ٓنبصلًاو ،ةَهاسوٕلاا 
 نياـلـا ءوض في لػ ةاخن مِف في صؼيًا سَـث ثاسازذ لىٕا ةخالذا ؽكاو نم اكلاعهاو
 ةكزوًا ٍشُ للاذ نم رحاحًا نٕاف ،تاَلذا ؽكاو في ةََمـًا ةفَػوٌَ كاازذٕاو ،ةَ سفيًا
 في ةَ سفه حملام لىؿ فضىٍو يمصىًا ٓنبصلٌَ  اسًسخ اَ سفه ايرسفث لواٌدً فوس
نٍسرفلـا جاصح.  
 فلـا ثلٌكلًاةِحاذ : نٍسرفلـا جاصح ؛ ةَ سفيًا نياـلـا ؛ ةَهاسوٕلاا سفيًا  ؛سيفه يرسفث 
 
 
Abstract:    The Quran is described a book not created with frequent response. 
Perhaps true to understand the origins of interpretation On the sidelines of this inclusive 
description widening the limits of the flexibility of the holy text. The Quran is 
miraculous in many ways and sporadic aspects, the most important is psychological 
aspect. Quran has taken into account the psychological bases for the manifestations of 
belief and emotion lanes and the areas of influence. As such, it kept pace with the 
human psyche affairs and penetrates  in the coral and aspects which have not guided to 
science until recently. Based on the reality of the need to reconsider studies in 
understanding the book of God in the light of the psychological meanings and aware of 
the job process in real life. The researcher through  this paper will address a new 
psychological interpretation for Quran And reveals the psychological features of the 
legacy of the interpretators.  
Keywords: The Quran;; psychological interpretation; human psyche; 
psychological meanings; legacy of the interpretators 
 
 





ما من ٔبسَوة من ٔبساًَة اًـصتَة ٕالا ُو و خاز ؿلى ما في اًيفس إلاوساهَة، واًلصبٓن حين يخاظحيا ًيلي ًيا 
ُشٍ الــاني اًيفس َة ؿبر ثلغ اًلواًة اٌَلًو ة. واهعلاكا من واكؽ الذاخة ٕالى ذزاساث ثـَس اًيؼص في فِم 
سوف ًدٌاول اًحاحر اًخفسير اًيفسي ٌَلصبٓن نخاة لػ في ضوء الــاني اًيفس َة، من ذلال ُشٍ اًوزكة 
 .اًىصيم ٍوىضف ؾن ملامح هفس َة في تـغ بٓياث اًلصبٓن اًىصيم
ثيعَق الصزاسة من ملاحؼة اًحـس اًواكـى ًلٓياث، وتحٍصص اًيعوض اًلصبٓهَة من كِوذ اًزمان والـكان، 
 الداهة اًيفسي ًٔلًفاع اًلصبٓهَة، وٕاذزاك الــاني وألتـاذ اًتي خاءث بها ألًفاع اًلصبٓهَة، فِيي حصنّز ؿلى
وجسَّط اًضوء ؿلى ألتـاذ اًيفس َة من ذلال الرعاة اًلصبٓني الطي ٌضّرط الٔحساج، ًو عّوِ زُا ٌَلازئ 
 .ٔبيمّا ثعٍو ص، فكل ًفؼة ثـّبر ؾن مسًول هفسي
ألًفاع نلٌ تحاول الصزاسة ٔبن ثلسم ٔبنمورخًا حلِلًِا ٌَىضف ؾن حلِلة اًيفس إلاوساهَة من ذلال ُشٍ 
اًلصبٓهَة فلس كان ٌَيفس إلاوساهَة حغ هحير من الذسًر جصس ثضكل واضح في بٓياث اًلصبٓن اًىصيم، ولـّا كاهت 
اًنمارح اًتي ًلسمرا اًلصبٓن لا يحسُا سمان ٔبو مكان، ثـسذث اًضرعَاث وثيوؾت الـواكف وادذَفت ألسمٌة 
ة، فما من هفس كائية ٔبو حىون ٕالا ًوِا في اًلصبٓن َمثَي واًـعوز، وكاهت اًيدِجة ٔبن ٔبتى اًلصبٓن بمَثَي ًكل هفس َّ 
وهؼير، كل رلع تـَسًا ؾن ٕاسلاظاث ؿلؿ اًيفس الــاصر. حِر حصض ؿلى إلاتلاء ؿلى حـي اًيعوض 
 .اًلصبٓهَة مع الـيعَق والـصحىز ٌلضزاسة
 اُتمام اًلصبٓن بالدواهة اًيفس َة-1 
َ، وٕالى ذزاس تها ومـصفة ٔبسزاُز ا: ( َوِفي اْلَْزِط بَٓياٌث حّر اًلصبٓن اًىصيم إلاوسان ٕالى اًخفىُّص في هفس
] وفي ُشا الــنى خاء في ألثص: (من ؾصف هفسَ 20-20ٌَُِْموِك ٌَِين. َوِفي َبهُْفِسُكنْ َبفََلا ثُْحِصُِ وَن) [الطازياث: 
فلس ؾصف زتَ)
1
ٍتها من .  وفضًلا ؾن رلع، فٕان مـصفة إلاوسان ًيفسَ جساؿسٍ ؿلى ضحط ٔبُوائها ووكا 
الانحصاف وثوحيهِا ٕالى ظًصق إلايمان واًـمي اًعالح واًسَوك اًسَيم، مذا يهّيِّ ًٕلاوسان الذَات الٓمٌة 
 .الـعمئية، ويحلّق له اًسـاذت في الصهَا والٓدصت
وكس ثضمن اًلصبٓن اًىصيم نثيرًا من الٓياث اًتي ثـصضت ًوظف ٔبحوال اًيفس الكخَفة، وتًَّت ٔبس حاة 
ضِا، وظصق تهشٍبها وحصتُتها وؿلاجها. ٕان الذصوة وألسماث ونثرت ألمصاط واًخفىم ألسزي انحصافِا ومص 
والانحلال ألذلاقي وكُير ا من اًخحسياث اًتي تهسذ معير ألّمة ٔبذث ٕالى ثفشي ألمصاط اًيفس َة كاًلَق 
 .والانخئاة والروف وكُير ا تين كاًحَة اًياش وٕان حاول نثيرون ٕادفاءُا
 مكون الرعص في هَان إلاوسان، ُواُه ا ص ى  بٓفاتها نثيرت جسـى وزاء كل مذيوغ وثـصط ؾن ٕان اًيفس مع
كل مذحوغ من اًـلي واًـلي ٍىدح حلٌحها ًو لعؽ ؿَيها سخِي اًضِواث. اًِواحس والرواظص اًى  ثًذلي 
الرواظص ٕالى  بإلاوسان من حال ٕالى حال محصكاث ًٕلازاذت، وإلازاذت تسوزُا محصنة ًٔلؾضاء، وكس تهسى ُشٍ
 .الرير وكس تهسى نشلع ٕالى اًضلال
الراظص والرواظص ًفؼة تحخوى ؿلى مـنى اًحَحلة والاُتزاس ومنها الكاظصت ٔبو الفاسفة. والرواظص في اٌَلة مع 
الـِتزت كاًصماخ الرواظص تين إلاكسام وإلاحجام. اًيفس صسًس اًلصة من اًض َعان تـَست ؾن مٌعق وٕازاذت 
عمَ اٌلضوذ وؿسٍو اًثاني ؿلى ظول الصزة ومٌـعفاث اًيواسل لٔنها كًصحة من اًض َعان. كال اًـلي تي مع د
                                                 
  من حسًر ٔبم الـؤمٌين ؿائضة زضي لػ ؾنها. 68رهٍص الـاوزذي فى ٔبذة الصًيا والصٍن، ض  1
61 eht fo gnideecorP
ht
 )SICIA( seidutS cimalsI no ecnerefnoC lanoitanretnI launnA 
 
 12
اًصسول صلى الله عليه وسلم : (ٕان اًض َعان يجصى من اجن بٓذم مجصى الصم)
2
.  فاًض َعان صسًس اًلصة من إلاوسان وفي  
وجكل حوازخ الذَات ٕار ٔبن ذم وظف حصياهَ بمجصى الصم ذًَي كوي مضيرا ٕالى ٔبهَ مذعي جكل حزئَاث اًزمن 
إلاوسان ُو ٔبظي تلائَ وحِاثَ، ومن ثم فاًض َعان كٍصن ًٕلاوسان في كل ٔبظواٍز لطلع كاهت مجاُسثَ من 
ٔبصق ؤبؾصى ٔبهواغ الفاُساث، وظوبى لـن تحصز من زتلذَ وذاًفَ وؾعاٍ ولار بجية لػ فلا يمىن الاهخعاز 
  .ٔبكوى مٌَؿَََ ٔبو اًيَي مٌَ ٕالا بالاس خـاهة بمن ُو 
َلى َزت ِِّم َزاض ِ
ّ
ًََة واًلصبٓن اًىصيم كسم اًيفس ٕالى ٔبهواغ : اًيفس الـعمئية  (َيا َبٍَُّتهَا اًيَّْفُس اًُْمْعَمِئيَُّة. اْزِح ِـ ي ا
   ] وألهفس اًضح0] واًيفس اٌَوامة (َوَلا ُبْكِسُم ِباًيَّْفِس اٌََّوَّ اَمِة) [اًلِامة :60-50َمْصِضًََّة) [اًفجص :
]. ولػ س ححاهَ وثـالى ذَق اًيفس وحـَِا مرَبٔت ٌَشر وإلايمان 602َوُبْحِضَِ ِث اْلَهُْفُس اًضُّ حَّ ) [اًًساء :(
ؤبوضح ًِا ظًصلى الرير واًشر وحصك ًِا حًصة الادذَاز (َوهَْفٍس َوَما َسوَّ ا َُ ا . فَبًَََِْمَِا فُُجوَز َُ ا َوثَْلَوا َُ ا) 
]. 622، (َوَما َػََْميَاُمضْ َوًَِىْن َكاهُوا َبهُْفَسُِْم ًَْؼ َُِموَن) [ اًيحي : 22ْجَس ٍِْن) اًحلض :]، (َو َُ َسًْيَا ٍُ اًيَّ 5[اًضمس : 
وجضير اًيفس في مواظن ٔبدصى في اًلصبٓن اًىصيم ٕالى مـنى الطاث من كدَي الفاس في كوله ثـالى: (َوِمْن ب َٓ َياِث َِ 
ٍَْيهَا َوَح َـ َي تٌََُُْكنْ َمَوذَّ ًت َوَزْحَْ ًة)  [اًصوم : َبْن َذَََق ًَُكنْ ِمْن َبهُْفِسُكنْ َبْسَواًخا
ّ
 ]20ًِدَْسُىٌُوا ا
ًو دٌاسغ اًيفس كوى زلازة: كوت اًفىص وفضََتها الذكوة، كوت اًلضة وفضََتها اًضجاؿة، كوت اًضِوت وفضََتها 
 : (زحـيا من الدِاذ ألظلص اًـفة. من ُشٍ اًفضائي مجتمـة ثخحلق فضَلة اًـسالة واحزان اًضرعَة. وكال صلى الله عليه وسلم
ٕالى الدِاذ الٔنبر، كِي وما ُو الدِاذ الٔنبر يا زسول لػ؟ كال جهاذ اًيفس)
3
. رلع ٔلن جهاذ اًيفس ٔبصق  
ؤبؾصى مذا سواٍ لٔهَ هحح ٌَضِواث اًثائصت الـضمصت. ًُس ُياك ٔبجمي ؤبزوغ ولا ٔبذق من اًفَسفة اًلصبٓهَة ٕارا 
فاث ألدصى في مفِوم اًيفس وماَُتهاما كازناُا باًفَس
4
 .  
كان وضف اٌَثام ؾن اًيفس اًخشرًة يمثي ًلزا محيرا فلؿ ىىن هسزك اًوػائف الذلِلِة ًِا ٔبو ماَُتها وهَفِة 
ٔبذائها ًخلغ ألموز الــلست من اًياحِة اًـَمَة. ومؽ اًخلسم الطى صِسثَ الصزاساث اًيفس َة تسٔبنا هخـصف ؿلى 
وػائفِا وذوزُا الذَوي. اُتمت الصزاساث اًيفس َة تساًة تسوز اًيفس في فِم ؿلاكاث  اًيفس ٔبنثر وؿلى
اًضـوز والاس خجاتة نحو الـؤثصاث الرازحِة وكان اًسؤال الـيعلي الطى تلصط هفسَ : ُي ًتم إلاحساش مؽ 
ص الرازجي فلسان اًضـولا؟ ُو ي ًخساذي اًضـوز مؽ إلاحساش؟ ومن الـس ئول ؾن ادذَاز اًخـامي مؽ الـؤث
 اًيفسى ٔبم الدِاس اًـعبي؟
وتخلسم الصزاساث اثضح اًـسًس من هواحى اًلموط وزخت تماما ٔبن اًخحكن في ألذاء اًضـوزي والادذَاز 
اًخـاملى مؽ الـؤثصاث اًحَئِة والصاذََة ٍىون معسٍز اًيفس. ورلع من ذلال مـَوماث موحوذت تحؤزت 
ألذساج وتخخَف اًلسزت ؿلى اتخار ُشا اًلصاز من سرط لٓدص ظحلا اًضـوز ًتم ؿلى ٔبثُص ا اتخار موكف تجاٍ 
ًكوَة الــَوماث الـوحوذت تحؤزت اًضـوز وسزؿة اًصتط تين الـؤثص والــَوماث الـوحوذت ٔبظلا ًو سذي ضمن 
 .الاؾخحازاث اًِامة فى ُشٍ اٌَحؼة مسى نفاءت الدِاس اًـعبي
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ًيفس َة تبٔذاء الدِاس اًـعبي والذواش الكخَفة من ذلال ويمىٌيا من ذلال رلع ٔبن ىصتط ؿلاكة اًيواحى ا
ألذاء اًخكاملً اًحسًؽ، فالرلايا اًـعحَة مس ئولة ؾن هلي الـؤثص وثوظَله وفِمَ وٕاذزانَ والاس خجاتة له تياء 
 .ؿلى الــَوماث اًيفس َة القفوزت في تؤزت اًضـوز
ثياًوت اًيفس حِر ًلول لػ ثـالى : (َوهَْفٍس َوَما  ُو شا ما ٔبذبر تَ اًلصبٓن اًىصيم في اًـسًس من الٓياث اًى 
] فالًٓة اًىصيمة ثـعى مؤشرا ؿلى ٔبن ٌَيفس اًلسزت ؿلى 6-5َسوَّ ا َُ ا . فَبًَََِْمَِا فُُجوَز َُ ا َوثَْلَوا َُ ا) [اًضمس :
زت الادذَاز تين اًـسًس من تسائي اًعواة والرعب،ٔ ُو شا من مٌعَق إلاًِام الطى مٌحَ ًِا لػ في ظو 
مـَوماث تمىن إلاوسان من الذكن ؿلى ظحَـة ألموز. وفى الًٓة هفسِا ًشهص الذق ٔبن اًيفس ًِا عمََة جسًو ة. 
واًدسًو ة في ُشٍ الذالة ثـنى اؾعاءُا اًلسزت ؿلى الادذَاز وؿسم ٕاحداُز ا في رلع. ومع تشلع حصت في 
نَّ اًيَّْفَس َلَمَّ از َ
ّ
] ثشهص توضوخ تحكن اًيفس فى 53ٌت ِباًسُّ وِء) [ًوسف :ادذَاز ما حًصس. وفي كوله ثـالى : (ا
الادذَاز من ذلال ٔبمُص ا باًسوء ومع ٕاحسى اًعفاث ألساس َة ٌَيفس واًى  رهصث في موضؽ بٓدص في كوله 
تسائي ] فَوم اًيفس يمثي ٔبحس مؼاُص اًخحكن في الادذَاز تين 0ثـالى : (َوَلا ُبْكِسُم ِباًيَّْفِس اٌََّوَّ اَمِة) [اًلِامة :
مذـسذت تي ٕان اًلصبٓن ًحين مس ئًو َة اًيفس ؾن ازحكاة الدصائم حِر ًلول لػ ثـالى حاهَا ؾن اتنى بٓذم 
] فاًيفس مظ اًى  زقحت في ثيفِش حصيمة اًلذي تي وكاذث 25كاتَي : (فََعوَّ َؾْت َلهُ هَْفُس َُ كَْذَي َبِدِ َِ ) [الـائست: 
ة اًخوحَِ الادذَازي من اًيفس ًسائص ٔبؾضاء الدسم اًى  الدوازخ ًخيفِش الدصيمة. وفى رلع ًؼِص خاه
ثخـامي مؽ الـؤثصاث الرازحِة وهـنى تشلع الذواش ٔبؾضاء الذس. وهفس الــنى نجسٍ فى ؾخة ًـلوة ؿَََ 
اًسلام ؿلى تًَِ حِنما خاءٍو ؾضاء ًحىون ومض يخبروهَ تبٔكل الطئة ٔلديهم ًوسف ؤكن ًـلوة ٔبحس 
تَْي َسوَّ ًَْت ًَُكنْ َبهُْفُسُكنْ َبْمًصا فََعْبرٌ َجمِ ٌَي َوالؽَّ ُ اًُْمس ْ َخ َـ اُن ؿََلى َما ثَِعُفوَن [ًوسف:  جىشبهم فلال لهم : كَال َ
] ًشهص الذق مس ئًوَة اًيفس الذَة362]. وفى كوله ثـالى : ُكلُّ هَْفٍس َرائَِلُة اًَْمْوِث [ب ل عمصان : 62
5
 .  
 اظحينالرعاة اًلصبٓني ًخلائم مؽ هفس َ ة الك -2
ٕان من دعائط ٔبسَوة اًلصبٓن ٔبن في دعاتَ ٕاكٌاغ اًـلي وٕامذاغ اًـاظفة: ٕان فى اًيفس إلاوساهَة كوتان : 
كوت ثفىير وكوت وخسان، وحاخة كل واحست منهلٌ كير حاخة ٔبدتها فبٔما ٕاحساُلٌ فذيلة ؾن الذق لــصفذَ وؾن 
من لطت ؤبلؾ، واًحَان اًخام ُو الطي ًوفي لع  الرير ٌَـمي تَ. ؤبما ألدصى فدسجي ٕاحساسِا بما في ألص َاء
ُاثين الذاحذين ًو عير ٕالى هفسم بهشٍن الدياحين فِؤحيهلٌ حؼِلٌ من اًفائست اًـلََة والـخـة اًوخساهَة مـا. 
فِي زٔبًت ُشا اًتمام في كلام اًياش؟ ًلس ؾصفٌا كلام اًـَلٌء والذىلٌء وؾصفٌا كلام الاذبائ واًضـصاء فما 
ؤلاء ولا ُؤلاه ٕالا كَوا في خاهة وكعوزا في خاهة. فبٔما الذىلٌء فٕانما ًؤذون ٕاًَم ثماز ؾلولهم وخسنا من ُ
كساء ًـللغ ولا ثخوخَ هفوسِم ٕالى اس تهواء هفسم وادذلاة ؿاظفم فترامض حين ًلسمون ٕاًَم حلائق اًـَوم 
ن ٕالى اسدثازت وخساهم فلا لا ًبٔبهون لـا فيها من حفاف وؾصي وهحو ؾن اًعحاغ. ؤبما اًضـصاء فٕانما ٌسـو
ًحاًون بما ظوزٍ لع قَا ٔبو زصسا ؤبن ٍىون حلِلة ٔبو تخَلا فترامض خاذٍن ومض ُاًسون ٌسددىون وٕان كاهوا 
نهَّ ُْم وَن . َوب َلا ًحىون ًو عصتون وٕان كاهوا لا ًعصتون. َواًضُّ َـ َصاُء ًَد َِّد ُـ ُُِم اًْلَاُووَن. َبًَْم حََص َبنهَّ ُْم ِفي ُكلِّ َواٍذ َيهِ يُ 
] . وكل امصئ حين ًفىص فٕانما ُو فَِسوف ظلير وكل امصئ 400-200ًَُلًو ُوَن َما َلا ًَْف َـ َُوَن [اًضـصاء : 
حين يحس ٌوضـص فٕانما ُو صاؾص ظلير فسي ؿَلٌء اًيفس ُي زٔبًتم ٔبحسا ثخكافبٔ فَِ كوت اًخفىير وكوت 
ى ٕالى شيء من اًخـاذل ؾيس كََي من اًياش اًوخسان وسائص اًلوت اًيفس َة ؿلى سواء؟ ًوو ماًت ُشٍ اًلو 
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فِي حصونها ثـمي في اًيفس ذفـة وتًس حة واحست؟ يجَحوهم تَسان واحس كلا تي لا ثـمي ٕالا مٌاوتة في حال 
تـس حال وكللٌ جسَعت واحست منهن اضمحَت ألدصى وكان ٍنمحى ٔبثُص ا فالطى ٍنهمم في اًخلىير ثخلَط كوت 
لطت ٔبو ٔبلؾ ًضـف ثفىٍير . ُو ىشا لا ثلعس اًيفس إلاوساهَة ٕالى ُاثين اًلاًخين  وخساهَ والطى ًلؽ تحت ثبٔزير
 ]2كعسا واحس وظسق لػ اًـؼيم حِر ًلول : (َما َح َـ َي الؽَّ ُ  ًَِصُخٍي ِمْن كَََْحْينِ ِفي َحْوِف َِ )  [ألحزاة :
هفسَ ؿلى سواء. وما كلام فىِف ثعمؽ من ٕاوسان ٔبن يهة لع ُاثين اًعَحخين ؿلى سواء ُو و لؾ يجمـِلٌ في 
الـخكلم ٕالا ظوزت الذال اًلاًحة ؿَََ من تين ألحوال، ُو شا ملِاش جس خعَؽ ٔبن ثخخين تَ في كل ًسان وكلؿ 
ٔبي اًلواهين كان ذاضـا ًِا حين كال ٔبو نخة فٕارا زٔبًخَ ًخجَ ٕالى ثلٍصص حلِلة هؼًصة ٔبو وظف ظًصق ؿَمَة 
لى تحًصغ اًيفس ٔبو ثيفُير ا وكدضِا ٔبو ثسعِا واسدثازت هوامن لطتها ٔبو كَت ُشا ثمصت اًفىصت وٕارا زٔبًخَ ًـمس ا ٕ
 .ٔبلـِا كَت ُشا ثمصت اًـاظفة
ؤبما ٔبسَوبا واحس ًخجَ اتجاُا واحسا ويجمؽ فى ًسًم ُشٍن اًعصفين مـا نلٌ يحمي اًلعن اًواحس من اًضجصت 
اًـوذ ألدضِ فشلع لا ثؼفص في كلام ثشر ٔبوزاكا ؤبُس ازا ؤبثمازا مـا ٔبو نلٌ ٌسرى اًصوخ في الدسس والـاء في 
ولا مطو من سنن لػ في اًيفس إلاوساهَة. فمن لع ٕارن بهشا اًكلام اًواحس الطى يجئ من الذلِلة اًُبر اهَة 
اًعازمة لـا ٍصضى حى  ٔبًوئم اًفلاسفة الـخـملين ومن الـخـة اًوخساهَة اًعَحة بما ٍصضى حى  ُؤلاء اًضـصاء 
 الـصحين؟
زة اًـالـين فِو الطي لا ثضلله صبٔن ؾن صبٔن ُو و اًلاذز ؿلى ٔبن يخاظة اًـلي واًلَة مـا  رلع لػ
تَسان ؤبن يمزح الذق والزال مـا ًَخلِان ولا ًحلَان ؤبن يخصح من تُنهلٌ شرابا ذاًعا سائلا ٌَضازتين. ُو شا 
ذبي في اًلصبٓن اًىصيم ٔبلا حصاٍ ُو ما تجسٍ في نخاتَ اًىصيم حِثما ثوجهت ُو شا مؼِص من مؼاُص إلاتساغ  الٔ 
في فسحة كععَ ؤبدداٍز لا ًًسى حق اًـلي من حكوة وؿبرت. ٕاهم حصاٍ في مـمـة جصاَُيَ ؤبحكامَ لا ًًسى 
حغ اًلَة من جضًو ق وحصكِق وتحشٍص وثيفير وتهًو ي وثـجة وثحىِت وثبٔهُة ًخر رلع في معاًؽ بٓياثَ 
َن اًَْحِسًِر ِنَخاًبا ُمدََضاِبهًا َمثَاِنيَ ثَْلَض ِـ صُّ ِمٌْ َُ ُخَُوُذ الطَّ ِ ٍَن َيخْ َضْوَن َزبهَّ ُْم ُثمَّ وملاظـِا ثضاؾَفِا. (الؽَّ ُ ىَزَّ َل َبْحس َ
َلى ِرْنِص الؽَّ ِ َرِلعَ  ُ َسى الؽَّ ِ َيهِْسي ِت َِ َمْن ٌََضاُء َوَمْن ًُْض َِِي الؽَّ  ُ
ّ
)  فََما َلهُ ِمْن  َُ اذ ٍ ثَ َُِين ُخَُوُذُمضْ َوكَُُوُبهُْم ا
ه َّ َُ ًََلْوٌل فَْعٌي . َوَما  ُ َو ِباًَِْْزِل) [اًعازق :50[اًزمص :
ّ
لاَّ الؽَّ ُ ًََفَسَسَتا 22-52]. (ا
ّ
] (ًَْو َكاَن ِفِيهَما ب َٓ ًٌَِِة ا
 ] 00فَس ُ ْحَحاَن الؽَّ ِ َزّةِ اًْ َـ ْصِص َعمَّا ًَِعُفوَن) [ألهخِاء : 
في فعاحة من اًيؼم لا ًحازى ٔلهَ في ظَاقخَ ًدٌاسة ٕان اًلصبٓن كلَ معوػ في ٔبسَوة تلاقي لا ًضازغ و
مؽ موضوغ الرعاة ًو خلاءم مؽ هفس َة الكاظحين مذسزخا مؽ ألحساج مذعاتلا مؽ ألحوال الاحتماؾَة 
واًس َاس َة اًدشرًـَة. فمن هؼص في اًلصبٓن هؼصت صاملة خامـة وخسٍ مصبٓت ظاذكة ًٔلحساج اًى  مصث ؿلى 
سماث اًى  ظاذفِا اًصسول صلى الله عليه وسلم في وشر ذؾوثَ وثحََف زساًخَ، وظوزت ذكِلة إلاسلام وسجلا محفوػا ًل ٔ
ٌَمنهج اًلويم الطى سَىَ في ُساًخَ، لطلع كان ؿلى من ًٍصس ثفسير اًلصبٓن وذزاس خَ ذزاسة عمَلة ٔبن ًنزل 
بهشٍ اًيؼصت ٔبن ًسزك ٔبسزاز  ٕالى الـنزل ؿَََ اًلصبٓن وٕالى الكاظة تَ وٕالى الـوضوغ الطى ًدٌاوله حى  ٌس خعَؽ
 .ٔبسَوتَ ًو لف ؿلى دعائط ثـحٍير ٍوىضف ؾن سمٍو ٔبُسافَ
لطلع نجس في اًلصبٓن ٔبن الكاظحين في الـسًية يخخَفون ؾن الكاظحين في مىة فعاحة وؾلََة وهفس َة وتُئة، 
لـىِة، ؤبن هفس َة ؤبن الـوضوؿاث اًى  ثياًو ِا اًسوز الـسهَة تخخَف ؾن الـوضوؿاث اًى  ثياًوخَ اًسوز ا




اًصسول صلى الله عليه وسلم في الـسًية كُير ا في مىة. ًِشا كلَ كان ٌَلصبٓن الـسني ٔبسَوة له دعائعَ ومذيزاثَ ؾن اًلصبٓن 
  .الـكي الطى له ٔبسَوتَ ودعائعَ ومذيزاثَ، وفي كل ٕاعجاس وسحص تَان وحلٌل هؼم
 اًخفسير اًيفسي ٌَلصبٓن اًىصيم-3
ز من هواخ مذـسذت وحواهة مذفصكة من ٔبمطِا الداهة اًيفسي، فِو من حِر ُو ٕان اًلصبٓن اًىصيم  مـج
نخاة ُساًة وتَان ًن ًساز ألمص فَِ ٕالا ؿلى س َاسة اًيفوش ومخاظحة اًلَوة ومٌاخات اًصوخ. فاًيؼص 
 اًعائة ٕاًََ واًفِم اًعحَح له ٔبو تـحازت ٔبنثر صراحة : ثفسٍير لا ًلوم ٕالا ؿلى ٕاذزاك ما اس خزسمَ من
ػواُص هفس َة ٔبذاز ؿَيها تَاهَ مس خسلا ُو اذيا وملٌـا ومجاذلا ومثيرا ومرسذا. ؤبظحح ما ًخني ؿَََ ُشا اًخفسير 
ُو الذالاث اًيفس َة فيها تين سز ثـاتٍير ؤبنماظ ٔبساًَحَ من ٕايجاس وٕاظياة وثوهَس وٕاصازت وحىصاز وٕاظالة 
 .وثلسيم وثبٔذير وزمز وثفعَي
ؿس هفس َة ؾن مؼاُص الاؾخلاذ ومسازة الاهفـال وهواحى اًخبٔزير ، ؤبثاز ُشا ما فاًلصبٓن اًىصيم كس زاؾى كوا
ٔبًس تَ حجخَ ؤبػِص ذؾوثَ، ُو و في رلع ٌساٍص من ص ئون اًيفس إلاوساهَة ًو خلَلي في صـابها وحواىبها مذا لؾ 
 .ًلوى واًلسزيهخس ٕاًََ اًـلؿ ٕالا حسًثا، فوق ٔبن يهخسي ٕاًََ رلع اًيبي ألمس ًولا ٔبهَ من ظيؽ ذاًق ا
ٕان اًخفسير اًيفسى يمىن تحسًس ذائصثَ في الذسًر ؾن مىٌوناث اًيفس ودفاياُا ومواكف اًياش ومضاؾصمض 
اًؼاُصت واًحاظية وثعٍو ص اًيفس َاث ثعٍو صا ذكِلا ٌضرعِا ويجسس ما ًـتمي فيها من مـيوياث في ظوزت 
 ثعَـيا ظوزت ألصـة اًعحلِة ؿلى دفايا محسة مضرعة حكاذ ثَمس حواىبها بحواسم ؤكنها ظوزت ماذًة، نلٌ
 .الدسم في ٔبجهزثَ الكخَفة ؤبحزائَ الصكِلة، فٕان الًٓة من اًلصبٓن ثـمي وِشا اًـمي في دفايا اًيفس
وفى اًلصبٓن اًىصيم اٌَمحة اًيفس َة في الــنى اًلصبٓني فلس اس خلص ٔبن ُياك ظلة كًو ة تين اًحلاكة وؿلؿ اًيفس. 
ا في ثفسير كوله ثـالى : (ىََزَل ِت َِ اًصُّ وُخ اْلَِمُين . ؿََلى كََِْحَم  ًَِخُىوَن ِمَن اًُْمْيِشِزٍَن . وهضِة مثالا ؿلى رلع م
]  فلس ثاز حول ُشٍ الٓياث ذلاف مس ألظول اًحـَست 372-072ِت ََِساٍن َؾَصِبيٍّ ُمِدٍين) [اًضـصاء: 
 ٔبن ىزول اًلصبٓن بالــنى لا باٌَفغ ؤبن اٌَفغ من وألسس اًلائصت من اًحياء اًلصبٓني، فِشا فًصق يحخج بها ؿلى
ؾيس اًصسول صلى الله عليه وسلم ٕار لا ًنزل ؿلى اًلَة ٕالا الــاني ُو شٍ مًزلة ٕالى ٕاىكاز ٔبن ٍىون ًفغ اًلصبٓن مـجزا. ومٌىص 
ما ُشا اًنزول الــيوي ًضعص ٕالى ثياول اًنزول ؿلى اًلَة ًَحين مـسن اًـلي ُو اًلَة ٔبو الصماػ. ُو و 
ًـصط له اًفرص اًصاسي في ثفسٍير
6
ًو وزذٍ في رلع بٓزاء اًلسماء والاس خسلال ًكل زٔبي. ٕالا ٔبن اًزمخشري  
ًسزنَ اًخوفِق فِفعن من رلع ٕالى ذاظصت هفس َة  ذكِلة ٍىضف بها قحاز الـوكف ٕار ًـَق كوله ثـالى : ( 
الــنى ُىشا ىزله باٌَسان اًـصبي ًخيشز تَ، ٔلهَ ] باًفـي ىزل ويجـي  372ِت ََِساٍن َؾَصِبيٍّ ُمِدٍين ) [اًضـصاء : 
ًو ىزله باٌَسان ألعجمي ًخجافوا ؾيَ ٔبظلا ًولاًوا ما هعيؽ بما لا هفِمَ ؟ فِخـشز إلاهشاز تَ. وفي ُشا اًوخَ 
ٔبن ثًنزله باًـصتَة اًى  مع ًساهم ًوسان كومم ثًنزي ؿلى كَحم، ٔلهم ثفِم ًو فِم كومم، ًوو كان ٔبعجمَا 
سلا ؿلى سمـم ذون كَحم لٔهم جسمؽ ٔبحصاش حصوف لا ثفِم مـاىيها ولا ثـيها، فلس ٍىون اًصخي ًكان نا
ؿازفا تـست ًلاث فٕارا كلم اٌَلة اًى  ًلنها ٔبولا  وضبٔ ؿَيها وثعحؽ بها لؾ ًخـَق كَحَ ٕالا بمـاني اًكلام ًخَلاُا ولا 
كان هؼٍص ٔبولا في ٔبًفاػِا  -ماُصابمـصفتهاوٕان كان  –ٍكاذ ًفعن ًٔلًفاع هَف حصث وٕان كلم تلير ثلغ اٌَلة 
ثم في مـاىيها فِشا ثلٍصص ٔبهَ ىزل ؿلى كَحَ ًنزوله تَسان ؾصبي مدين
7
 . 
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فدشلع الـنهج اًيفسي في فِم حال الـخكلم تَلة ألم وحال الـخكلم تلُير ا وضف اًزمخشري قحاز الـوكف ُو ون 
ذون اٌَفغ ًحسو واُيا ضـَفا. ًوُس يحخاح ٕالى ألمص حى  حـي الاحذجاح بالًٓة ؿلى اًنزول بالــنى 
الدواهة اًيفس َة ٕباساء الٓياث اًى  ًثوز حًو ِا مثي ُشا الادذلاف فلط، تي في الًٓة اًى  لا ذلاف فيها 
معَلا كس حصفؽ الـلاحؼة اًيفس َة ٕالى ٔبفق باُص اًس ياء ذََق تشلع إلاعجاس الطى تحسى له الدن وإلاوس ًوو 
  .اكان تـضِم ًحـغ ػِير 
نَّ الطَّ ِ ٍَن َنَفُصوا َسَواٌء ؿَََْيهِ ْم َبَبهَْشْزَتهُْم َبْم ًَْم ثُْيِشْزُمضْ 
ّ
َلا ًُْؤِمٌُوَن . وهخلي ٕالى ثفسير هفسى بٓدص ًلوله ثـالى : ( ا
 ]5-4) [اًحلصت :َدَتمَ الؽَّ ُ ؿََلى كَُُوِبهِ ْم َوؿََلى َسمْ ِـ ِْم َوؿََلى َبتَْعاِزِمضْ ِقَضاَوتٌ َوًَُِْم ؿََشاٌة َؾِؼيم ٌ
ثوضح ُاتان ألًخان تـغ ألتـاذ اًيفس َة اًى  تحكن ثصِفاث الطجن اس تمصهوا اًىفص وفي ما ًلى تـغ ُشٍ 
ألتـاذ
8
 :   
ما كان اًىفص في اٌَلة اًخلعَة كان من اًعحَـى ٔبن ٌسمى الداحس في اًشرغ كافصا، ٔلهَ ًلعى   .1
هٍتها حِاثَ ًوىن من ٔبخي ٔبن لا ٍصاُا الٓدصون ولا الذلِلة ٌو سُتر ا. لا من ٔبخي ٔبن ثيلط ؿَََ ز 
ًددـُو ا. وؿلى رلع فاًىفص ٕاساءت راثَة يجترحها اًكافص بحق هفسَ وؿسوان ؿلى الٓدٍصن وٕاُاهة ًـلولهم 
ومعاذزت لذًصة ادذَازمض. فالرعب ٔحس يم ومصهة ًوُس دعب ٌٔسيرا في راثَ. ومن ُيا كان حصة إلاسلام 
ًو كان اًكافص ًـُش في ٔبزط نائَة لا يخاًط فيها ٔبحسا ولا يخاًعَ فيها ٔبحس ؿلى اًىفص حصبا ضاًزة. و 
ًـس إلاسلام دعَئذَ راثَة ٔلهَ ٌستر الذق ؾن هفسَ فلط. ًوىن إلاوسان لا ًـُش مٌـزلا فِو ًعَق 
بالٓدٍصن في كل صؤون حِاتهم، وهوهَ ٌستر الذق ؾن هفسَ ًـنى ٔبن ثصِفاثَ س خىون من مٌعَق 
ص. ُو شا ًؤثص في اًياش ًو يلي ٕاٍيهم اًـسوى فكان ُشا مٌَ ؿسوانا ؿلى هفسَ وؿلى الٓدٍصن. ادذَاٍز ٌَىف
واًىفص تساًخَ فى اًيفس فِو ُصوة بها من مواجهة الذلِلة، والطى يهصة من مواجهة الذلِلة مًصغ 
ًىفص مصط هفس َا جكل مواٍسن اًيفس اًخشرًة. ولطلع كان في ؾحئَ ؿلى الفتمؽ هحيرا. ُو شا ًـنى ٔبن ا
  .هفسي واحتماؾي
 
اًكافص الطى اس تمصٔب اًىفص مضحون تبٔفكاز مس حلة ؾن الذق فلا ُو ًلدي ذؾوت ٕالى الذق ولا  ُو  .2 
ًترك ًيفسَ مجالا ٌَمصاحـة، فِىون صبٔهَ نلٌ وظفذَ الًٓة : (َسَواٌء ؿَََْيهِ ْم َبَبهَْشْزَتهُْم َبْم ًَْم ثُْيِشْزُمضْ َلا 
ست واًصِامة في زفغ ملولاث الذق  تجـلان ظاحبهلٌ يحصم هفسَ من اًيؼص واًخفىير ًُْؤِمٌُوَن) ُو شٍ الذ
واًخحََي  والاؾخحاز ووضؽ الاحتمالاث اًى  ثياكغ فىٍص موضؽ الـصاحـة. وؿلى رلع فااًًس َج اًفىصى 
 .فىصٌَكافص لا ًٍزس ؿلى هوهَ ملولاث مس حلة ٌسلؿ بها ذون مٌاكضة. واًكافص بهشا الاؾخحاز محسوذ اً
اًكافص الطى اس تمصٔب اًىفص ًلامص جكل ثساظة بما لا ًلدي الـلامصت. فالٓدصت لا مجال ٌَملامصت بها ٔلهَ لا   .3
مجال لصًَ ٔبن ًـوذ تـس موثَ ًَعَح ما ٔبدعبٔث فَِ حساباثَ. فِو تشلع ٔبصس سفِا من ملامص الـال لٔن 
بما لا يحتمي ٔبن ًـوذ فيَىَ. ٔبًوُس اًىفص بهشا ملامص الـال ًلامص بما يحتمي ٔبن ًـوذ فيَىَ. ُو شا ًلامص 
الاؾخحاز مصضا يحي تعاحدَ ؟ حال اًكافص والـلامص حال واحست من اًياحِة اًيفس َة، فلس اس تمصٔب كل 
واحس منهلٌ ؿَخَ. ولطلع سواء ؿََم ٔبوؾؼت الـلامص ٔبم لؾ ثـؼَ لا ٌسمؽ لع. وسواء ؿََم ٔبذؾوث 
 .َ مصط ًخحكن جكل منها وما من سخِي ٕالى الرلاض مٌَاًكافص ٔبم لؾ ثسؿَ لا ٌسمؽ لع. ٕاه
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كساوت اًلَة وكَغ اًعحاغ وفساذ إلاذزاك وانهَاز اًوخسان كلِا نائج مداشرت ٌَىفص بالذق ُو شٍ  .4 
 )اًيائج مذا ُو واضح وخلً في كوله ثـالى :( َدَتمَ الؽَّ ُ ؿََلى كَُُوِبهِ م ْ
بٔؾًٌَا وؿشاة الٓدصت ٔبؾؼم مٌَ وبٔنبر. ٕارا ٔبزذث ٔبن ثـصف وؿشاة اًكافص في الصهَا ؾؼيم وضِسٍ ت .5  
تـغ ؿشاة لػ ٌَكافٍصن في الصهَا فاهؼص ٕالى ألمصاط اًيفس َة والاحتماؾَة اًى  ثـم مجتمـاث اًكافٍصن: 
اًسركة والاقخعاة واًسعو والاهخحاز والدصي الصائة وزاء الـاذت والزاؿاث الـاحٌة واًـعاباث 
 .)وألوتئة الـس خـعَة ؿلى اًضفاء. وظسق لػ في كوله : (َوًَُِْم ؿََشاٌة َؾِؼيم ٌ اًفاحصت والكسزاث
ومن الدواهة اًيفس َة اًى  ًيىضف بها سز إلاعجاس اًيفسي في اًلصبٓن اًىصيم خاهة الاس تهواء  
ن كير ٔبو نلٌ ٌسمََ تـغ ؿَلٌء اًيفس بإلايحاء.  فالاس تهواء ُو ٕاًلاء فىصت ما في هفس امصئ فِخلدَِا م
مـازضة ٔبو هلس ثم ًـخلسُا ًو ـمي كل رلع تلا ٕازاذت فَِ ولا ادذَاز. فالاس تهواء ُو ثبٔزير امصئ في مـخلساث 
بٓدص وسَونَ ٔبو فى مـخلساثَ وسَونَ ُو ُو شا ُو إلايحاء الطاتي. والاس تهواء الطاتي نافؽ ٔبحِانا ومضِ ٔبحِانا 
سـَسا ٔبو باًضفاء من مصط فدضفى من رلع ٔبدصى. فِو نافؽ كٔن ثوحى ٕالى هفسم باًسـاذت فذىون 
الـصط. فالاؾخلاذ باًسـاذت ذير سخِي ًؤذى ٕاٍيها نلٌ ٔبن إلاؾخلاذ باًضفاء من ذاء نثيرا ما ٌساؿس ؿلى اًيجات 
مٌَ. ًوىن ٕالى خاهة ُشا اًيفؽ ًوخس ضرز تََف من الاس تهواء، فلس ثوحى ٕالى هفسم باًضلاء فذعير صلِا 
ط فذعحح مًصضا. ُشا الاس تهواء الطاتى ؿلى ضوئَ وس خعَؽ ٔبن هخخين سز ثـحير ٔبو ثوحى ٕالى هفسم بالـص 
نهَّ ُْم ُمضُ اًُْمْفِسُسوَن َوًَِىْن َلا ٌَْض ُـ ُصوَن) [اًحلصت: 
ّ
نهَّ ُْم ُمضُ 02اًلصبٓن اًىصيم في وظف الـيافلين: (َبَلا ا
ّ
] (َبَلا ا
مسرت ضلٌئصمض وضـفت ؾلولهم وجمسث ؾلائسمض فبٔظححوا لا  ]، فلس52اًسُّ َفَِاُء َوًَِىْن َلا ً َ ْـ ََُموَن) [اًحلصت :
ٌضـصون باًحاظي تي ًـخلسون ٔبهَ حق لٔن هفوسِم كس مصذث ؿلى اًيفاق واس خـشتت حِات اًخشتشة 
 .واسدٌامت ٕالى إلايحاء الطاتي فبٔػلؿ باظنهم ؤبؾتم وخسانهم
تحصك تـغ مِوله وزقحاثَ ًٕلاكسام ؿلى  من ذلال ُشٍ الًٓة هفِم ٔبن نثيرا ما ٌضـص إلاوسان تسوافؽ مثيرت كس
ٔبموز لا ٍصثضيها ؾلله، فِـمي تخوحَِ ُشا اًـلي مسددـسا ثلغ ألموز من حِاثَ مذا ًؤذى ٕالى هحت مضاؾٍص 
حِاًِا ٔبو ظصذ الصوافؽ القصنة ًِا فذكون في اًحاظن. ًوىن كس ثلوى الصوافؽ اًيفس َة في ٔبحِان نثيرت بحَر لا 
ِا ٔبو اًخحكن فيها، وؾيسُا لا تس ٔبن ًؼِص ثبٔزير الصوافؽ تعًصلة كير ملعوذت  ثـحيرا ؾلٌ ًلسز إلاوسان ؿلى ضحع 
يجُش في اًيفس. ومن كدَي رلع ما ًؼِص في فَخاث اٌَسان، نلٌ في كوله ثـالى : (َبْم َحِسَة الطَّ ِ ٍَن ِفي 
اُء َلََزًْيَاَنُِْم فََ َ َـ َصفَْتهُْم ِثس ِ يَاُمضْ َوًََخ ْـ صِفَنهَّ ُْم ِفي ًَْحِن اًَْلْوِل َوالؽَّ ُ كَُُوِبهِ ْم َمَصٌط َبْن ًَْن ُيخْصَِح الؽَّ ُ َبْضلَاَنهُْم. َوًَْو وَض َ
] وكوله ثـالى واضح ًسل ؿلى اهفـالاث اًيفس اًى  ثؼِص ؿلى وحٍو تـغ اًياش 25 -70ً َ ْـ َلؿُ َبْعمَ اًَُكنْ) [محمد :
  .ة ًلوت الصوافؽ اًكامٌة في هفوسِمٔبو ثؼِص في ٔبكوالهم ورلع تعوزت كير ٕازاذًة هدِج
كال زسول لػ صلى الله عليه وسلم : (ما ٔبسز ٔبحس سزٍصت ٕالا هساٍ لػ خَحابها ٕان ذيرا فخير وٕان شرا فشر)
9
. وزوي ؾن  
ؾثمان زضى لػ ٔبهَ كال : (ما ٔبسز ٔبحس سزٍصت ٕالا ٔبتساُا لػ ؿلى ظفحاث وجهَ وفَخاث ًساهَ)
01
. نثيرا   
وسان تصِاغ هفسى تجاٍ ٔبمص مـين، ًو ًذج ُشا اًصِاغ من ثـازط الصوافؽ لصًَ ٕار تـضِا يجشتَ ما ٌضـص الا ٕ
ًِشا ألمص تُنما ًسفـَ تـضِا الٓدص ؾيَ. ًو خبٔتى ؾن رلع صـوز باًـجز واًلَق والذيرت فلا ًلسز إلاوسان 
 .حِاله ؿلى اتخار كصاز ٔبو موكف حاسم
                                                 
  من حسًر حٌسة جن سفِان اًحجلى. 6097زقم الذسًر: 34/8ٔبدصخَ اًعبراني في الــجم الٔوسط  9
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اغ، فلس ٌض تهيى ٔبحسمض امصٔبت تلير ظًصلة شرؾَة ًوىن ذوافـَ وفى حِات إلاوسان ٔبمثلة حِة ؿلى ُشا اًصِ 
الصًًِة وألذلاكِة والفتمـَة ثلف له بالـصظاذ مذا ًوكـَ في أللؾ والذيرت. وكس ٍصقة في اكذياء ٔبو تملغ شيء 
كير مـين ًوىن ٕامكاهَاثَ الـاًَة لا ثدِح له رلع، فدسول له هفسَ الذعول ؿلى الـال تعًصلة كير شرؾَة ٔبو 
كاهوهَة. ًو ًضبٔ اًصِاغ في ذاذله تين الذعول ؿلى الـال الذصام لاكذياء راك اًشيء الطى ٍصقة فَِ وتين 
اًلزوف ؾيَ. ًو عوز اًلصبٓن اًىصيم حالة اًصِاغ اًيفسى لصى نثير من اًياش الطٍن ثخجاربهم ذؾواث 
من ناحِة ثاهَة. ًعوزمض هَف اًض َاظين  ٌَىفص وإلالذاذ من ناحِة وذؾواث اًياش الـؤمٌين ٕالى اًِسى 
ؿََلى َبْؾَلاِتيَا  ًلـون في الذيرت واًترذذ، ًلول لػ ثـالى : ( كُْي َبهَْسُؾو ِمْن ُذوِن الؽَّ ِ َما َلا ًَْيَف ُـ يَا َوَلا ًَُضُِّ َنا َوىَُصذُّ 
ْر  َُ َساَنا الؽَّ ُ َكالطَّ ِ ي اس ْ َتهَْوثْ َُ اًض َّ ََاِظُين ِفي اْلَْزِط َحْير َ
ّ
نَّ ت َ ْـ َس ا
ّ
َلى اًَُِْسى ائِْدٌَا كُْي ا
ّ
اَن َلهُ َبْحََ اٌة ًَْسُؾوه َ َُ ا
] ٕانها ظوزت حِة ًٕلاوسان الذائص الـترذذ. 25ُ َسى الؽَّ ِ  ُ َو اًَُِْسى َوُبِمْصَنا  ًًُِْسِلؿَ  ًَِصّةِ اًْ َـ اًَِمَين ) [ألهـام :
حَاة مؤمٌون ًسؾوهَ ٕالى إلايمان، ُو و فاًض َاظين ؿلى ٔبصكان مخخَفة جس تهًو َ وثسؾٍو ٕالى اًضلال تُنما ب ٔ
  .ؿاحز لا ًلسز ؿلى  اتخار كصاز، حيران مضعصة ثخوسؿَ ألفكاز والـضاؾص فلا ًلسز ؿلى شيء
ه ََّما َبِؾُؼُكنْ ِتَواِحَسٍت بَْن  
ّ
من الًٓة اًى  يمىن ٔبن هفِمِا حِسا من ذلال ؿلؿ اًيفس كوله ثـالى : كُْي ا
لاَّ هَِشٌٍص ًَُكنْ تَْينَ ًََسْي ؿََشاٍة َصِسًٍس. [س ثَُلوُموا ِلؽَّ ِ َمثَْنى و َ
ّ
ْن  ُ َو ا
ّ
حب ٔفَُصاَذى ُثمَّ ثََخَفىَُّصوا َما ِتَعاِحِدُكنْ ِمْن ِحٌٍَّة ا
] ٕان مثي ُشٍ الًٓة لا ٍىضف سز تَانها ومٌاظ ٕاعجاُس ا وحكوة اًخـحير فيها (َمثَْنى َوفَُصاَذى) ٕالا اًصحوغ 42:
ؿلى اًـلي اًفصذى واًـلي الزاؾي ٕالى ؿلؿ اًيفس والاظلاغ
11
. ًلول ؿَلٌء اًيفس : اًـلي اًفصذى الطى  
ًفىص وحسٍ ًـمي تـَسا ؾن الفتمؽ نلٌ في حالة اًفَِسوف الطى ًيلمس في ٔبفكاٍز اًفَسفِة ًو لضى تـغ 
تماؾَة في هفسَ. سًو ـاث في اًخفىير اًـمَق تـَسا ؿَن الفتمؽ مـخىفا في ؾلص ذاٍز لا ٔبثص ٌَخلاًَس والٓزاء الاح
ؤبما اًـلي الزـى فلس تٌَُ ووظفَ اًفَِسوف الاحتماؾي حوس خاف ًوتون حِر كال: ٕاهَ مرلٌ كاهت منزلة 
ألفصاذ الطٍن ٍىوهون مجتمـا من الفتمـاث، ومرلٌ تَلوا من اًدضاتة تـضِم ًحـغ ومرلٌ ادذَفوا من حِر الـَول 
ؾِم مـا يميحِم ؾللا جمـَا يجـَِم ًفىصون ٌوضـصون ًو ـمَون وملساز الطكاء والـِية وهؼام الذَات فٕان احتما
تعًصلة مخاًفة ًعًصلة ثفىيرمض وصـوزمض وعمَِم ًو كان تـضِم بمـزل ؾن تـغ. وٕان ُياك ؾوال زلازة 
  : ٔبساس َة ثـمي ؿلى ػِوز ُشٍ اًصوخ الزـَة ٔبو اًـلي الزـي مع
هفسَ ًو خحصز ؾلٌ يميـَ ؿاذت من اًخـحير ؾن مِوله وزقحاثَ ٔبولا: ما ٌسمى باًضـوز تـسم الـسًؤَة ؿلى الزؽ 
وقصائٍز فِو يخخفي وزاء الزؽ ًو عَق اًـيان لـا ٍىدخَ في هفسَ من اًصقحاث. والزؽ جىثرت ؿسذٍ مضجؽ ًٔلفصاذ 
 .ؿلى اًخـحير ؾن ٕاحساساتهم في حلٌسة  ًو ولص ؾيسمض كوت ثسفـِم في اتجاٍ مـين
ًيفس َة ًو لعس بهشٍ اًـسوى ثلغ اًؼاُصت اًيفس َة اًى  جسرى من فصذ ٕالى فصذ ثاهَا : ما ٌسمى باًـسوى ا
فذجـَِم ٍصذذون اًشيء هفسَ وثضكل ب لي. ًوِشا ُو ًعفِا تبٔنها ؿامي من ؾوامي اًخزسٍص الاحتماؾى تَ 
ى ًًسى اًفصذ هفسَ في سخِي كاًة جمَـَ ًو ـمي ًو خحصك ًخحلِلِا. فالــخلساث س َاس َة كاهت ٔبو ذًًِة جسر 
تين الدامـاث باًـسوى ؿلى الرعوض وؿلى وس حة ٔبفصاذ الزاؿة ٍىون ثبٔزير اًـسوى صسًسا ولا ًَحر الــخلس 
 .اًضـَف ٔبن ًعحح كويا تـس ٔبن ٍىدسة ألفصاذ الطٍن ًـخيلوهَ ظفة الزاؿة
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ئصت اًلاصـوز فٕاَه والــخلس تـس ٔبن ًيدشر باًـسوى لا ًَخفت ٕالى كيخَ اًـلََة ٔلهَ لـا كاهت اًـسوى ثؤثص في ذا
لا صبٔن ٌَـلي فيها. وفي اًلاًة حىون اًـسوى راث ثبٔزير فين مض ٔبزفؽ من في الزاؿة. ولطلع يجة ٔبن لا 
 .هـجة من وحوذ ؿَلٌء ًسافـون ؾن بٔنثر الــخلساث صؤما ومخاًفة ٌَعواة
ر ًضـف وحوذٍ الطاتي ثاًثا: ُو ياك ؿامي إلايحاء ُو و حالة ًفلس فيها اًفصذ إلاحساش توحوذٍ اًضرصي بحَ
ًو عحح تاتـا لا س َسا ًخحصك حسة ما يملى ؿَََ ًو عَؽ ظاؿة عمَاء اًزؾيم الـس َعص ؿلى الزؽ الذاصس 
 .ًو عحح ٔبًـوتة في ًسٍ
ًوِشا ثعلى اًصوخ الزـَة ؾيس اًفصذ ؿلى سرعَخَ اًواؾَة وؿلى ٕازاذثَ وؿلى ٔبحكامَ ؤبفـاله وثصِفاثَ. 
 :تس منها مع من الـضرعاث  اًضِوًزة ٌَصوخ الزـَة ٔبو اًـلي الزـي ومعًو لاتي ُشٍ اًـوامي ظفاث لا 
 .ٔبولا : الاهسفاغ والاوس َاق تسون حصو ٔبو ثستير
 .ثاهَا : الـحاًلة في فِم الذلائق
 .ثاًثا : ؿسم اًثحاث وسزؿة اًخحول من زٔبي ًصٔبي ومن فـي ًفـي
كوة في اصتراظ الًٓة ٔبن ٍىون اًخفىير تين ازيين تـس كل ُشا اًشرخ اًيفسى ٌَـلي الزـى كس ثحين ًيا الذ
ازيين ٔبو واحسا واحسا. دوف اًلضاء ؿلى الذلِلة في اًزحام ودفاء وخَ ظواة اًصٔبي في الاحتماغ، فلال 
ه ََّما َبِؾُؼُكنْ ِتَواِحَسٍت) [س حبٔ :
ّ
) ] ٔبى ٕانما ٔبهعحكن ؤبزصسكم تفىصت واحست ومع : (َبْن ثَُلوُموا ِلؽَّ  ِ42ثـالى : (كُْي ا
ٔبى ٔبن تجتهسوا في ألمص ٕباذلاض ًوخَ لػ : (َمثَْنى َوفَُصاَذى) ٔبى مذفصكين ازيين ازيين وواحسا واحسا ًدسَموا 
من سَعان اًـلي الزـى وثيجوا من اًصوخ الزـَة فلا ثلـون في اٍتهٌوش واٍتهصيج وتخََط اًكلام فِضَؽ 
َخَفىَُّصوا) في ٔبمٍص صلى الله عليه وسلم وما خاء تَ فذـَموا :  (َما ِتَعاِحِدُكنْ الذق ًو شوة اًعواة في ضوضاء الزاؿاث. (ُثمَّ ثَ 
ِمْن ِحٌٍَّة) فِو جصئ من الديون ُو و ٔبزجح اًياش ؾللا ؤبظسكِم كولا ؤبركامض هفسا ؤبفضَِم ؿَلٌ ؤبجمـِم 
 .ٌَمكولاث اًخشرًة، فواحة ؿََكن ٔبن ثعسكٍو في ذؾواٍ
 . (ِتَعاِحِدُكنْ) ًٕلايماء ٕالى ٔبن حاله صلى الله عليه وسلم مضِوز تُنهم ٔلهَ وضب ٔتين ٔبػِصمض مـصوفا بما رهصناواًخـحير ؾيَ صلى الله عليه وسلم
ًلول ؿَلٌء اًيفس : ٕان كل قٍصزت يمىن ٔبن ثخوخَ ٕالى ناحِة اًشر فذعحح وبالا ؿلى اًفصذ ٔبوالفتمؽ  
ٕالى ٕاحسى اًياحِخين ُو و ما ٌسمى باًخحول واًخـََة  وفس ثخوخَ ٕالى الرير فذعحح مفِست لهلٌ، وثوحَِ اًلٍصزت
في اًلصائز. فذـََة اًلٍصزت ٕارن حصكِة صبٔنها وتهشٍبها وٕاتلاقِا ذزخة اًىلٌل واًسَوك بها مسَكا من صبٔهَ ٔبن ًيفؽ 
 :اًفصذ والفتمؽ ولا يجَة لهلٌ اًضِز. وظصق ثـََة اًلصائز ص ى  هشهص منها زلاثا
ؿلى قٍصزت من اًلصائز وٕاماحتها ًـسم موافلة ىزؿاتها ٌَحَات الاحتماؾَة ورلع باًضلط اًلمؽ : ومـياٍ اًلضاء .1
ؿَيها وهحح حلٌحها نلٌ ُو الذال في اًلٍصزت الدًس َة. ُو شٍ اًعًصلة ًُست مفِست في ثـََة اًلٍصزت تي ٕانها نثيرا 
حثَثا في فم ٔبسزُا فٕارا ٔبفَخت  ما ثضِ باًضرط ٔبو الفتمؽ ٔلن اًلٍصزت الـىدوثة تحاول ٔبن ثؼِص وجسـى سـَا
من ؾلاًِا تعصق كير مشروؿة فـَت فٕان لؾ جس خعؽ ُشا ٔبضرث باًضرط حسمَا ٔبو ؾلََا. ُو شٍ اًوس َلة 
 .اتخـس ؾنها اًلصبٓن اًىصيم ولؾ ًخزشُا ظًصلا من ظصق مـالدة اًلٍصزت وثـََتها
اغ ورلع نلٌ في اًلٍصزت الدًس َة اًى  الرضوغ ٌَلواهين اًشرؾَة والاحتماؾَة ُو و ما ٌسمى ٔبحِانا بإلاص ح.2
تحعي ؿلى زقحاتها وثـلى صبٔنها باًزواح الطى ًبرزٍ اًشرغ ًو ـضسُا اًلاهون الاحتماؾي ونلٌ في قٍصزت 
اًس َعصت وحة اًؼِوز حِر جس خزسم في حِاست ألص َاء الـشروؿة اًيافـة اتخـاذا بها ؾن مواظن اًضِز 
 . باًخحًويوالاس خللال. ُو شٍ اًعًصلة جسمى ٔبحِانا
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اًثواة واًـلاة : فإلاوسان ًلسم ؿلى اًـمي اًلٍصزى الطى ًترثة ؿَََ زواة ًو دداؿس ؾن رلع الطى ًًضب ٔ .3
ؾيَ ؾلاة. فاًثواة واًـلاة يحملان الـصء ؿلى ٔبن يجـي قٍصزثَ جسلغ سَوكا حس يا وتجخًة اًسَوك 
ـَِا ثؤثص في سَوك إلاوسان ؤبؾعاتَ ٔبثصا كير حَْس. اًلدَح. فمحاولة قمؽ اًلٍصزت وٕادلٌذا ونتمانها في اًلاصـوز يج 
 .وٕان ٕاتاحة اًفصظة ًؼِوزُا كس ًلَي من ٔبثُص ا اًسيء ويخضس من صونتها ًو عِص اًيفس منها
ويمىن ٔبن هعحق ُشٍ الـحاذئ اًيفس َة ؾيس ثفسيرنا ًلوله ثـالى: (ُسٍ َِّن  ٌَِيَّاِش ُحةُّ اًضَّ ََِواِث ِمَن اًً َِّساِء 
اُغ اًَْح ََاِت الصُّ ه ْ ََا َوالؽَّ ُ َواًَْلٌَاِظِير اًُْمَلٌَْعَصِت ِمَن الطَّ َُ ِة َواًِْفضَّ ِة َواًَْر َْ ِي اًُْمَسوَّ َمِة َواْلَ ه ْ َـ اِم َواًَْحْصِج َرِلعَ َمذَ  َواًَْحِيين َ
  ]22ِؾْيَس ٍُ ُحْسُن اًَْمبَِٓة)  [ ب ل عمصان : 
 :ٕان اًًتزين في ُشٍ الًٓة كائم ؿلى ٔبزتؽ قصائز
 .اًلٍصزت الدًس َة -1
 قٍصزت حة الاكذياء واٍتملغ -2
 .قٍصزت حة اًؼِوز واًس َعصت -3
 .قٍصزت القافؼة ؿلى اًًسي -4
وكس ادذَف الـفسرون في ٕاس ياذ اًًتزين في ُشا الـلام فبٔس يسٍ تـضِم ٕالى اًض َعان ًوىن اًصٔبي الطى ىصجحَ 
ٍتهَئة ًلاهخفاغ فبٔباخ اًًزية واًعَحاث من اًصسق ؤبىىص ونمَي ٕاًََ ُو ٕاس ياذ اًًتزين ٕالى لػ ثـالى بإلايجاذ وا
 َحصَّ َم ِسًيََة ؿلى من حصم رلع تلوله ( كُْي َمْن َحصَّ َم ِسًيََة الؽَّ ِ اً َِّتي َبْدَصَح  ًِ ِـ َحاِذ ٍِ َواًعَّ َِّ َحاِث ِمَن اًّصِ ْسِق كُْي َمن ْ
 ]05ّصِ ْسِق)  [ألؾصاف :الؽَّ ِ اً َِّتي َبْدَصَح  ًِ ِـ َحاِذ ٍِ َواًعَّ َِّ َحاِث ِمَن اً
ناَّ َح َـ َْيَا َما ؿََلى اْلَْزِط ِسًيًَة ًََِا 
ّ
فالـصاذ ٔبن لػ ثـالى ٔبوضبٔ اًياش وفعصمض ؿلى ُشٍ اًلصائز كال ثـالى: (ا
 ] . فبٔثت الًٓة تشهص اًضِواث لٍوؿة ؿلى سخِي إلاحلٌل ثم ٔبذش في5ًِيَْحََُوُمضْ َبيهُّ ُْم َبْحَسُن َعمَ ًلا) [اًىِف :
ثفسُير ا صِوت صِوت ٔبو قٍصزت قٍصزت ًَسل ؿلى ٔبن الـٍزن ما ُو ٕالا صِوت ذهًَو ة لا كير فِىون في رلع ثيفير 
 .ؾنها ورم ٌلظى يخخاُز ا ًو فضَِا ؿلى ما ؾيس لػ وتسٔب في ثفعََِا بألمض فالٔمض
كس ثضمن ُشا الـَي فِو ٔبظَي  وفي اًخـحير في كوله ثـالى : ٍسن باًحياء الفِول ٕانما ٍصاذ تَ ٔبن حصهَبهم اًفعصي
في فعصت اًياش. ُو شا ثلٍصص ٌَواكؽ من ٔبحس حواهحَ. ففى إلاوسان ُشا الـَي اًـمَق ُو و حزء قٍصزي من 
حىًو يَ ألظَي لا حاخة في ٕاىكاٍز فِو ضروزي ٌَحَات اًخشرًة كى ثخبٔظي وحنمو وثعصذ. ًوىن اًواكؽ ٌضِس 
ٌَدسامز تلصائٍز ، ُشا الاس خـساذ اًثاني يهشة الاس خـساذ ألول نشلع تبٔن فى فعصت إلاوسان اس خـساذا بٓدص 
ًو يلَِ من اًيوائة ويجـله في الذسوذ الـبٔموهة اًى  لا ًعلى فيها خاهة اٌلظت الذس َة وىزؿاتها اًلًصحة ؿلى 
اًلصائز اًصوخ إلاوساهَة ؤبصواكِا اًحـَست. والاتجاٍ ٕالى لػ وثلواٍ ُو دِط اًعـوذ واًدسامس واًخـََة ًخلغ 
 .إلاوساهَة
ُشٍ الًٓة اًىصيمة ثحين ٔبن اًترهَة اًخشرى ؾيس إلاوسان ًخضمن الـَي ٕالى اًًساء واًحيين والـال ؿلى ٔبهواؿَ 
مثي الطُة واًفضة والرَول وألهـام والـززوؿاث ، وتبٔهَ ًُس مِلا فحسة تي ُو ٔبًضا صِوت ًِشٍ ألموز 
ظَي لا حاخة ٕلاىكاُز ا ولا ٕالى اسدٌكاُز ا فى راثَ فِيي ضروًزة مجتمـة . ُو شٍ اًضِوت مع حزء من حىًو يَ ال ٔ
ٌَحَات اًخشرًة كي ثخبٔظي وحنمو وثعصذ. ًوئن كان ُشا الدزء من حىٍو ن إلاوسان ضروزيا ٌَحَات اًخشرًة ٕالا بٔن 
 اًواكؽ ٌضِس نشلع تبٔن فى فعصت إلاوسان حدا ًٌَساء بٓدص ًواسن رلع الـَي ويحول ذون إلاوسان والاهلِاذ
ٕالى صِواثَ، فِفلس كوت اًيفحة اًـًَو ة اًى  هفحَ لػ ثـالى بها. ُشا الداني الٓدص ُو خاهة الاس خـساذ 




ٌَدسامس والاس خـساذ ًضحط اًيفس ووكفِا ؾيس الذس اًسَيم من مزاولة ُشٍ اًضِواث، ٔبى ٔبهَ الذس اًحاني 
لٓدصت وجصضوان لػ ثـالى . واًخـحير اًلصبٓنى ٌَيفس ٌوَحَات والطى ٍصتط اًيفس اًخشرًة بالـٔل الاؿلى وبالصاز ا
لا ًسؾو ٕالى اس خلشاز ثلغ اًضِواث وهصاَُتها ٕانما ًسؾو ٕالى مـصفة ظحَـتها وتواؾثها ووضـِا فى مكان لا 
ثخـساٍ حى  لا ثعلى ؿلى ما ُو ٔبهصم فى الذَات ؤبؿلى . ُو يا يمخاس إلاسلام بمصاؿاثَ ٌَفعصت اًخشرًة وكدًوِا 
. ولة تهشٍبها وزفـِا لا هحتها وقمـِاتواكـِا ومحا
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وكل اًيؼصياث حول اًيفس اًى  جضير ٕالى اًـلس اًيفس َة حصى ٔبن اًسخة اًصئُس ًِشٍ اًـلس ُو اًىدت ٔبى 
هصاَُة ذوافؽ اًفعصت واسدٌكاُز ا من ألساش مذا ًوكؽ اًفصذ تحت ضلعين مذـازضين: ضلط من صـوزٍ هوهخَ 
صت كشزت ثوكؽ إلاوسان فى الرعَئة من اًض َعان، وضلط اًفعصت اًعحَـَة ؾوامي ؿسًست ، تبٔن ذوافؽ اًفع
راث اًوػَفة ألظََة في هَان الذَات اًخشرًة اًى  لا ثتم ٕالا بهشٍ اًفعصت واًى  لؾ يخَلِا لػ فيها ؾحثا. ًوو 
ـاذُا ؾن سَميا خسلا تعحة ُشٍ اًيؼصياث فٕان إلاسلام ًـالج اًيفس اًخشرًة تعًصلة مخخَفة، ورلع ٕبات
اًصِاغ تين ضلط الـضاؾص اًى  ثخولص من اًضِواث واًصكائة والـَول واًنزؿاث وما ٕالى رلع، وضلط اًفعصت 
ألظَلة اًى  ثفصط وحوذ اًعاكة الذًَو ة فى إلاوسان تلصائٍز وحاخاثَ اًـضًو ة. ًو تم ٕاتـاذ ُشا اًصِاغ تترك 
سذ الاؾخسال تلا ثفًصط ولا ٕافصاظ، ٔبى ما يمىن بٔن الصوافؽ ؿلى ادذلافِا تمازش وػائفِا  وضاظاتها ضمن ح
 .وسمََ عمَلة اًضحط لا اًىدت
ُو يا يمخاس إلاسلام بمصاؿاثَ ٌَفعصت وكدًو ِا تواكـِا ومحاولة تهشٍبها لا هحتها وقمـِا تجيحا لـا يحسزَ اًىدت من اًـلس 
ُغ اًَْح ََاِت الصُّ ه ْ ََا َوالؽَّ ُ ِؾْيَس ٍُ ُحْسُن اًَْمبَِٓة)  اًيفس َة واًصِؿاث اًحاظيَة. ثم دتمت الًٓة تلوله ثـالى: (َرِلعَ َمذَا
رلع كلَ الطى ؾصضَ اًس َاق من اٌلظائش القححة. رلع كلَ مذاغ الذَات الصهَا لا الذَات اًسامِة اًصفِـة ولا 
  .الٓفاق اًحـَست
اًيفس ًو عونها من فبٔما  من ٔبزاذ الطى ُو ذير من رلع كلَ ذير ٔلهَ ٔبزفؽ في راثَ وذير ٔلهَ ٍصفؽ 
الاس خلصاق في اًضِواث والاىىداة ؿلى الٔزط في ُشٍ الذَات، من ٔبزاذ الطى ُو ذير فـيس لػ حسن 
الـبٓة. ثم ٔبزذف ُشٍ الًٓة بما ًـلى ُشٍ اًلصائز ًو دسامز بها ًَضمن سلامة اًكائن إلاوساني من ُشا اًصِاغ 
ٔبصواق الازثفاغ واًدسامز فلال ثـالى :( كُْي َب ُ هَخ ِّئُُكنْ تين صعصي اًيفس اًخشرًة: تين هواسغ اًضِوت واٌلظت و 
َبْسَواٌح ُمَعََِّصٌت َوِزْضَواٌن ِمَن الؽَّ ِ ِبَِ ْيرٍ ِمْن َر ًُِكنْ  ٌِلظَّ ِ ٍَن اث ََّلْوا ِؾْيَس َزّبهِ ِ ْم َحٌَّاٌث َتجْ صِي ِمْن َتحْ ِتهَا اْلَْنهَاُز َذاِلصِ ٍَن ِفيهَا و َ
 ]32َحاذ) ِ [ب ل عمصان : َوالؽَّ ُ تَِعٌير ِباًْ  ِـ
ُو شا الـخاغ الطى ثشهٍص الًٓة ُيا ُو هـيم حسي في عمومَ ًوىن ُياك فازكا ٔبساس َا تٌَُ وتين مذاغ الصهَا. ٕاهَ 
مذاغ لا ًياله ٕالا الطٍن اثلوا. الطٍن كان دوف لػ ورهٍص في كَوبهم. وصـوز اًخلوى صـوز مرشة ٌَصوخ 
جس خلصكِا اًضِواث. فالطٍن اثلوا زبهم حين ًدٌاًوون ُشا الـخاغ الذسى  والذس جمَـا. صـوز ضاتط ٌَيفس ٔبن
 .ًدٌاًووهَ بحس اًخلي الـُص ف اًـفِف وفَِ ذفؽ ثـًوغ كامي ؾن مذاغ الصهَا وفَِ سياذت
فٕارا كان مذاؾِم في الصهَا حصثا مخعحا مـعَا ففي الٓدصت حٌاث كاملة تجصى من تحتها ألنهاز وفي فوق ُشا 
تي رلع الذصج اًزائي اًفاني. وٕارا كان مذاؾِم في الصهَا وساء وتيين ففى الٓدصت ٔبساح معِصت  وفي ذالصت ملا
ظِازتها فضي وميزت ؿلى صِواث الصهَا. فبٔما الرَي الـسومة وألهـام واًلٌاظير الـلٌعصت من الطُة واًفضة 
فلا حاخة ٕالى ُشٍ اًوسائي، لطا لؾ فلس كاهت في الصًيا وسائي ٌَخؼاُص وحة اٍتملغ، فبٔما في هـيم ألدصى 
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ٍصذ ًِا ُيا هلاتي. ثم اهخلَت الًٓة تـس رلع ٕالى ما ُو ٔبؾؼم ألص َاء وبٔنبر من كل لطت وفوق كل صِوت. 
ُياك زضوان من لػ زضوان ًـسل الذَات الصهَا والذَات ألدصى كليهلٌ ٌوضؽ جكل ما في اٌَفغ من هساوت وجكل 
 تَِعٌير ِباًْ ِـ َحاِذ  تعير بحلِلة فعصتهم وما زهة فيها من مِول وىزؿاث، تعير بما ما في مـياٍ من حٌان. َوالؽَّ  ُ
 .ًعَح ًِشٍ اًفعصت من ٕايحاءاث وثوحيهاث
وفي حسًر اًلصبٓن ؾن إلايمان جضير الٓياث اًلصبٓهَة ٕالى ٔبن إلايمان حتمصنز في مضاؾص ؤبحاسُس اًلَة ًوُس 
لا ًسزك فإلاذزاك مصحلة ٔبؿلى من إلاحساش ٔبى ٔبن إلاذزاك  اًسمؽ كهثير حسى فاًسمؽ كهثير حسى فلط
ُو ٕاحساش مضاف ٕاًََ مـنى واًلَة ُو الطى ًـعى الــنى ٌَسمؽ وثلغ اندضافاث ؿلؿ اًيفس فى اًلصن 
اًـشرٍن ومع الذلائق الطى رهُص ا اًلصبٓن اًىصيم مٌش ٔبزتـة ؾشر كصنا
31
نَّ ِفي  
ّ
، ولطلع كال لػ ثـالى :( ا
] والـلعوذ باًلَة ُيا اًلَة اًسَيم الطى  55ْنَصى  ًَِمْن َكاَن َلهُ كٌََْة َبْو َبًَْلى اًسَّ ْمَؽ َو ُ َو َص ٌَِس) [ق:َرِلعَ َلط ِ
لاَّ َمْن َبَتى الؽَّ َ ِتَلٍَْة َس ٍَِيم ) [اًضـصاء: 
ّ
] ٔبى 76ًيير ويهسى ٕالى اًصِاظ الـس خليم ًو لول الذق س ححاهَ : (ا
اُا سَيم من اًشرك واًيفاق. وفى رلع ًلول ثـالى :( َمْن َدِشيَ اًصَّ ْحََْن كَة هلي ظاُص وسَيم ُيا مـي
] ٔبى ذاف اًصحْن ؤبظاؿَ واثحؽ ٔبمٍص ذون ٔبن ٍصى زتَ ًلوت ٕايماهَ  55ِباًَْل َْ ِة َوَخاَء ِتَلٍَْة ُم ٌٍَِة ) [ق :
ن تلَة سَيم فإلايمان لا ًو لِيَ وخاء تلَة ظاُص كير مَوج باًىفص وإلالذاذ. ٕارا كان اًسمؽ لا يهسى ًٕلايما
ًؼِص ٔبًضا فى اًلول الــسول تي فى اًلَة وما تساذله من ظِص وهلاء وفى رلع ًلول الذق :( َوِمَن اًيَّاِش 
] ُو يا ٕاصازت  220لصت :َمْن ًُ ْـ ِجُحَم كَْوُلهُ ِفي اًَْح ََاِت الصُّ ه ْ ََا َوٌُْض ُِس الؽَّ َ ؿََلى َما ِفي كََِْح َِ َو ُ َو َبَلصُّ اًِْرَعاِم ) [اًح
ٔبن لا نهتم بما وسمـَ من ٔبكوال تي نهتم بما فى اًلَوة من ٕايمان. ًوىن ٕارا كاهت اًسًو ة اًيفس َة ثبٔتى من 
اًلَة اًسَيم، فمن ٔبٍن ًبٔتى الـصط اًيفسى؟ ًبٔتى من اًضلط اًيفسى ًو بٔتى اًضلط اًيفسى من اًلَة 
ؾة واًصقحة فى اًـسوان ؿلى الٓدٍصن. وفى رلع الـًصغ الـلًء باًيفاق وسًف اًلَة واًضـوز بالروف واًص 
] (ِفي كَُُوِبهِ ْم َمَصٌط فََزاَذُمضُ 05ًلول ثـالى :( فََلا َتخْ َض ْـ َن ِباًَْلْوِل فََِْعَمَؽ الطَّ ِ ي ِفي كََِْح َِ َمَصٌط )  [ألحزاة : 
 كَُُوِبهِ ْم فَبَْؾصِْط َؾْنهُْم َوِؾْؼُِْم َوكُْي ًَُِْم ِفي َبهُْفِس ِْم ] (ُبًو َِئَم الطَّ ِ ٍَن ً َ ْـ َلؿُ الؽَّ ُ َما ِفي  22الؽَّ ُ َمَصًضا ) [اًحلصت : 
] والـلعوذ  بالـصط ُيا ُو اًفساذ فى ؾلائسمض ٕاما صكا ٔبو هفاكا وٕاما جحسا ٔبو  54كَْوًلا ت َ ََِلًا ) [اًًساء :
لى : (َوَلا ثُِعْؽ َمْن َبْقَفَْيَا حىشًحا والـصط ُيا سىونهم فى الصهَا وقفَتهم ؾن الٓدصت، وفى رلع ًلول لػ ثـا
] ًو بٔتى اًضلط اًيفسى ٔبًضا من ًسف اًلَة ٔبى  60كَََْح َُ َؾْن ِرْنِصَنا َواث ََّحَؽ  َُ َوا ٍُ َوَكاَن َبْمُص ٍُ فُُصًظا) [اًىِف : 
ن اثحاغ اًلَة مِوله وصِواثَ فى الــعَة ٔبى س َعصت اًصقحاث اًلٍصًزة اًفعًصة مثي الدًس واًـسوان واًسَعا
َء اًِْفْذيَِة ؿلى سرعَة إلاوسان. وفى رلع ًلول الذق: (فَبَمَّ ا الطَّ ِ ٍَن ِفي كَُُوِبهِ ْم َسًٌْف فََِخَِّح ُـ وَن َما جََضات َ َ ِمٌْ َُ اتِْخَلا
] ٔبى فبٔما من كان فى كَحَ ؿسول ؾن الذق واثحاغ ٌَِوى وس َعصت ٌَضِواث 5َواتِْخَلاَء ثَبِِوًِلهِ ) [ب ل عمصان : 
سٔب اٌلظت ؿلى مدسٔب اًواكؽ فِخـَق بالـدضاتَ مٌَ، ظَحا ًفذية اًياش ؾن ذٍنهم وظَحا ًخفسٍير بما ًوافق وس َاذت مد
ُواٍ. وس َعصت مدسٔب اٌلظت ؿلى مدسٔب اًواكؽ واثحاؿَ ٌَضِواث ٔبحس اندضافاث اًخحََي اًيفسى واًى  س حق ٔبن 
وله : فمن زحْة لػ ٔبن ؿَميا هَف هسؾو رهُص ا اًلصبٓن فى ًسف اًلَوة. ثم ثبٔتى ثـَيماث الراًق ًـحاذٍ في ك
س ححاهَ وبمارا هسؾٍو فـَميا ٔبلا ًصِف كَوتيا ؾن هوز اًِساًة وإلايمان تـس ٔبن ُسانا ٕالى الصٍن اًلويم واًشرغ 
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  ذاتمة
ٕان اًلصبٓن اًىصيم زغم ٔبهَ معسز اًيؼًصة ٕالا ٔبهَ ًُس نخاة هؼصياث هفس َة ٔبو ؿَمَة ٔبو فىًصة، ًوىٌَ يحوي 
اًخوحيهاث اًكاملة اًكافِة ٕلاوضاء ُشٍ اًيؼصياث. ٕان الطي في اًلصبٓن مـَوماث ؾن اًيفس إلاوساهَة يمىن ٔبن 
فس ثـمي الـضاُست واًخجصتة في ثوضَحِا ووضؽ ثفعَلاتها نلٌ جس خوحى في اس خزلاض هؼًصة صاملة ؾن اًي
نَّ ِفي َذَِْق 
ّ
ثـمي في ثوضَح تلِة إلاصازاث اًىوهَة في اًلصبٓن. ًوضِة مثًلا ؿلى ُشا  كوله ثـالى: (ا
] ًو ـَق ؿلى ُشٍ الًٓة 272ان : اًسَّ َماَواِث َواْلَْزِط َواْدِذَلاِف اٌَ َّ َْ ِي َواٍنهَّ َاِز َل َٓ َياٍث ِلُوِلي اْلًََْحاِة) [ب ل عمص 
تبٔن لػ ؾز وخي لؾ ًلي هَف يخخَف اٍنهاز واٌََي، وهَف تجصي اًفلغ في اًححصوحصك ٌَمضاُست واًخجصتة ٔبن 
ًخحللا من سز ُشٍ الٓياث ًو ـصفا تلسز ما ًُسر لػ لهلٌ حلِلة اًيوامُس اًتي ثـمي بها اًلسزت إلاًَِة في 
 وخَ إلاوسان ٕالى اس خجلاء ٔبسزاز اًيفس ورهص ظفاتها وحالاتها ًوىٌَ حصك اًىون. ٕان لػ س ححاهَ وثـالى
ٌَمضاُست واًخجصتة ٔبن ًخحللا مذا وزاء رلع من اًيؼصياث واًخفعَلاث. لطلع كاهت الـضاُست واًخجصتة ؾلٌذا 
 .في اًححر ظًصق ٕاصازاث اًلصبٓن
ة ٔبو اًـعمة من الرعبٔ وٕانما مع مجصذ ٕان اًيؼًصة إلاسلامِة اًتي ًلسمرا ٔبي باحر ًُس ًِا ظفة اًلساس
احتهاذ في ثفسير تـغ إلاصازاث اًلصبٓهَة، وزبما كان ُشا اًخفسير ناكعًا يحخاح ٕالى حكوَي ٔبو حى  ذاظئًا 
فيرفغ ٍو صذ ؿلى ظاحدَ، واًفصق اًوحِس تين ُشٍ اًيؼًصة الـوسومة تــإلاسلامِة وكُير ا من اًيؼصياث ُو 
ٕالى اًىذاة واًس ية، فإلاظاز الطي ثيعَق مٌَ ٕاظاز ٕاسلامس وألظول اًتي تيُت ٔبنها جسدٌس فيما جسدٌس ٕاًََ 
  .ؿَيها اًيؼًصة ٔبظول ٕاسلامِة
  اًيخائج
 : من ذلال الصزاسة ؾن اًخفسير اًيفسى ٌَلصبٓن اًىصيم تم اًوظول ٕالى اًيخائج الٓثَة
  .ًدٌوغ بما ًخلائم وهفس َة الكاظحينمن ٔبجصس دعائط اًخيوغ في ٔبسَوة اًلصبٓن ٔبسزاز اًخـحير اًلصبٓني ٔبهَ   -2
وضفت  الصزاسة ؾن اًخفسيراًيفسي ٌَلصبٓن اًىصيم، مدَية في اًوكت هفسَ مسى الذاخة ٕالى ُشا اٌَون  -0
  .من ٔبًوان اًخفسير
 .وضفت الدواهة اًيفس َة ؾن وحست اًخـحير اًلصبٓني وتماسىَ واوسجامَ، وجصاءثَ من اًخياكغ واًخضازة  -5
 .اًتي كسمرا اًلصبٓن كاهت كافِة لصزاسة حواهة اًيفس إلاوساهَة في ٔبحواًِا جمَـا ً اًنمارح  -2
إلاوسان كاًة الرعاة اًلصبٓني، وخاء ًيؼم حِاثَ وخاء ًيؼم صؤوهَ وحِاثَ ُو و الطي ضمن ثوسًؽ   -3
  .الرعاة اًلصبٓني
 .وضفت ؾن واكـَة الـنهج اًلصبٓني في مـالدة ٔبحوال اًيفس إلاوساهَة  -4
وضفت ُشٍ الصزاسة ؾن ذوز الدواهة اًصوحِة في الذفاع ؿلى اًعحة اًيفس َة ومسى حلًٌة إلاوسان   -5
  .من ألمصاط اًيفس َة
 كائمة الـصاحؽ
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 .ًبروث 4772الٓذاة اًشرؾَة، لاجن مفَح الـلسسى، مؤسسة اًصسالة 
 .تيروث 2220اًخفسير اًىدير ٌَصاسي، ذاز اًىذة اًـَمَة، 
 .ذمضق 3672اًلصبٓن، الصنخوز اًس َس الزَلً، ذاز ٔبسامة   إلاعجاس اًفىصى في
إلاعجاس اًـَمى ٌَلصبٓن اًىصيم في ؿلؿ اًيفس واًخحََي اًيفسى، ذ. محمد زمضان، مىذحة اًشروق  
 .اًلاُصت 4220الصًوَة اًعحـة ألولى 
اًىذة  ثفسير في اًيؼم اًلصبٓني ونهجَ اًيفسي واًترتوي، الصنخوز سمير شرًف اس خُذَة، ؿالؾ 
 .ؾلٌن 3220الذسًر اًعحـة الٔولى 
تَان ٕاعجاس اًلصبٓن. ضمن زلاج زسائي في إلاعجاس، ٔبتو س ََلٌن حْس جن محمد جن ٕاجصاُيم الرعابي، ذاز  
 .الــازف، اًلاُصت
 .سنن اًترمشى، ذاز ٕاحِاء اًتراج اًـصبي، تيروث
 .، تيروث5672حََح اًحزازي، ذاز اجن نثير 
 . ، ًيروث2772اًٍزن،  ذاز اًىذاة اٌَحياني  ؿلؿ اًيفس، سمَح ؿاظف
 .اًلاُصت، 2220اًلصبٓن وؿلؿ اًيفس، ذنخوز محمد ؾثمان نجاتي ،  ذاز اًشروق اًعحـة اًساتـة  
ُؼ، 7022اًلصبٓن وؿلؿ اًيفس، ألس خار الصنخوز ؾحس اًُو اة حْوذت، ُسًة مجلة الُٔس ص صِص محصم 
 .اًلاُصت
 .شرى، ذاز ٕاحِاء اًتراج اًـصبياًىضاف ؾن حلائق اًخًنزي ٌَزمخ  
 .اًلاُصت 3222مـجم ألوسط ٌَعصاني، ذاز الذصمين 
موسوسوؿة إلاصازاث اًـَمَة في اًلصبٓن اًىصيم واًس ية اًيحًو ة، ذ. ؾحس اًحاسط الزي و ذو ذاًَا 
 .، مصِ2220ظسًق الزي، مىذحة ألسزت 
ٍن اًس َس، ُسًة مجلة الُٔس ص ًضِص هؼصاث في ألسَوة اًلصبٓني ًٔلس خار الصنخوز اًس َس ثلي الص



















“SHIFTING PARADIGM” DALAM DUNIA TAFSIR 








Abstrak:     Tafsir dari era klasik hingga modern-kontemporer mengalami pergeseran 
paradigma. Abdullah Saeed adalah satu di antara sekian sarjana 
muslim yang memberikan perhatian mendalam terhadap kajian al-
Qur‟an kontemporer. Di dalam bukunya Interpreting the Qur‟an 
Towards A Contemporary Approach, Abdullah Saeed menawarkan 
sebuah metodologi interpretasi konteksual, yang dia sebut sebagai 
contextual approach, secara lebih rinci dibandingkan para pengkaji 
Qur‟an kontemporer lainnya. Dalam buku tersebut, dia 
menawarkan sebuah hierarki nilai dalam rangka memahami ayat-
ayat ethico-legal. Penulis merasa adanya kebutuhan mendesak untuk 
mengenal lebih jauh tentang interpretasi kontekstual Abdullah Saeed 
sebagai counter atas maraknya interpretasi tekstual yang mewabah di 
kalangan umat Islam dewasa ini. Untuk itu, artikel ini akan 
mengkaji metodologi interpretasi kontekstual yang digagas oleh 
Abdullah Saeed secara umum, dan konsep hierarki nilai yang dia 
tawarkan secara khusus. Penulis melihat bahwa konsep hierarki 
nilai yang dia perkenalkan sebenarnya adalah kelanjutan dari 
„general principles‟ yang digagas oleh Fazlur Rahman. Dan 
sebagaimana diakui oleh Abdullah Saeed sendiri bahwa dia banyak 
terpengaruh oleh teori double movement-nya Fazlur Rahman dalam 
membangun kerangka metodologis interpretasi kontekstual. 




Berawal dari pandangan teologis umat Islam bahwa al-Qur‟an shalih 
li kulli zaman wa makan menyebabkan al-Qur‘an selalu dikaji. Kajian 
terhadap al-Qur‘an tidak akan pernah mati dilakukan dalam setiap konteks 
waktu dan ruang, dari era klasik sampai era modern-kontemporer. Salah 
satu bentuk kajian terhadap al-Qur‘an adalah penafsiran. Tafsir bisa 
dikatakan ilmu yang belum matang, sehingga selalu terbuka untuk selalu 
dikembangkan dari masa ke masa. Tercatat, ada puluhan bahkan ratusan 
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hingga ribuan karya bernuansa tafsir telah mewarnai dunia Islam dari era 
klasik hingga era modern-kontemporer.  
Namun, nuansa tafsir dari masa ke masa mengalami perubahan. 
Atau seperti yang dikatakan Thomas S. Kuhn dengan Shifting Paradigm 
dalam wilayah science (M. Yusron dkk., 2006). Di mulai dari periode klasik 
pada era nabi, berlanjut ke era sahabat, tabi‘in, dan terakhir era tabi‟ut 
tabi‟in. Tafsir pada periode ini belum mencakup keseluruhan ayat al-Qur‘an 
dan tidak bersifat sekretarian yang dimaksudkan untuk membela mazhab 
tertentu.  Berbeda dengan era klasik, tafsir periode pertengahan 
didominasi oleh kepentingan politik, mazhab atau ideologi tertentu, 
sehingga al-Qur‘an diperlakukan sebagai legitimasi dan afirmasi terhadap 
kepentingan-kepentingan tertentu.  
Di abad modern-kontemporer, paradigma dan nuansa kajian al-
Qur‘an mengalami pergeseran dari era klasik sesuai dengan problem dan 
tuntutan umat Islam saat ini. Namun, sangat disayangkan masih banyak 
umat muslim saat ini yang terjebak dan cenderung memaksakan makna 
literal ayat untuk diterapkan di zaman sekarang. Berangkat dari kegelisahan 
tersebut, muncul para pemikir muslim modern yang menekankan 
pentingnya mencari makna tersembunyi (hidden meaning) dari sebuah 
redaksi literal ayat al-Qur‘an sehingga pesan-pesan universal al-Qur‘an 
mampu ditangkap dan diimplementasikan sesuai ruh zaman yang selalu 
dinamis. 
Tercatat sekian nama pemikir muslim yang menekankan pentingnya 
mengungkap makna dibalik literal ayat, seperti Fazlur Rahman dengan 
ratio-legis-nya, M. Talbi dengan maqāṣid-nya (tujuan), Nasr Hamid Abu 
Zaid dengan maghza-nya (signifikansi ayat) dan tokoh-tokoh lainnya 
(Sahiron Syamsuddin, 2014). Salah satu tokoh kajian al-Qur‘an 
kontemporer yang saat ini sedang dan sudah naik daun adalah Abdullah 
Saeed yang dikenal luas dengan pendekatan kontekstualnya (contextual 
approach). Tokoh yang disebutkan terakhir ini unik karena menawarkan 
metodologi yang lebih detail daripada para pendahulunya dan sedikit 
banyaknya dia telah terpengaruh oleh pemikiran Fazlur Rahman. Dengan 
melihat background pendidikannya yang pernah dilalui di Arab dan di 
Barat, membuat kajian atas pemikiran tokoh ini menjadi sangat menarik, 
khususnya dalam rangka mencari sintesa kreatif yang dapat menjembatani 
dunia Barat dan Timur. 
Artikel ini akan memotret sosok Abdullah Saeed dan pemikirannya 
tentang al-Qur‘an khususnya, terutama di bidang penafsiran. Dengan 
menggunakan metode deskriptif-analisis, penulis akan menelaah 
metodologi penafsiran kontekstual Abdullah Saeed dari beberapa karyanya 
seperti Interpreting the Qur‟an Towards A Contemporary Aproach dan karya 
lainnya. Lebih jauh lagi, penulis juga akan menelaah konsep hierarki nilai 




yang dia tawarkan dan melihat relevansinya untuk menghadapi problem 
umat Islam saat ini. 
 
B. ―Shifting Paradigm” dalam Penafsiran 
Seiring dengan denyut nadi perkembangan zaman yang terus 
berubah, pada kenyataannya ilmu pengetahuan mengalami perkembangan 
dan pergeseran teori dalam penggal waktu tertentu. Sebab kontsruksi 
teoritis ilmu pengetahun yang merupakan produk zaman tertentu tidak 
secara universal berlaku dan cocok untuk zaman berikutnya yang nota 
bene memiliki karakteristik kesejarahan yang berbeda dengan waktu dan 
tempat di mana konstruksi itu pertama kali dibangun. Inilah yang 
dimaksudkan oleh Thomas S. Kuhn dengan Shifting Paradigm dalam wilayah 
science (Muhammad Yusron dkk, 2006). 
Kajian terhadap al-Qur‘an dewasa ini juga mengalami apa yang 
disebut Kuhn sebagai ―pergeseran paradigma‖. Dalam buku Dinamika 
Sejarah Tafsir al-Qur‘an, Abdul Mustaqim menggambarkan perkembangan 
dan pergeseran paradigma, teori, dan pendekatan yang digunakan dalam 
memahami al-Qur‘an sejak era klasik sampai era modern. Lebih jauh, 
Mustaqim membagi sejarah penafsiran ke dalam tiga periode: mażāhib al-
tafsīr periode klasik (abad I-II H/ 6-7 M), mażāhib al-tafsīr periode 
pertengahan (abad III-IX H/ 9-15 M), dan mażāhib al-tafsīr periode 
modern-kontemporer (abad XII-XIV H/ 18-21 M) yang masing-masing 
periode memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda.  
Di mulai dari periode klasik pada era nabi, berlanjut ke era sahabat, 
tabi‘in, dan terakhir era tabi‘ut tabi‘in. Tafsir pada periode ini belum 
mencakup keseluruhan ayat al-Qur‘an dan tidak bersifat sekretarian yang 
dimaksudkan untuk membela mazhab tertentu.   
Periode kedua adalah periode pertengahan sekitar abad 3-9 H/9-15 
M. Berbeda dengan era klasik, tafsir periode ini didominasi oleh 
kepentingan politik, mazhab atau ideologi tertentu, sehingga al-Qur‘an 
diperlakukan sebagai legitimasi dan afirmasi terhadap kepentingan-
kepentingan tertentu. Tafsir yang lahir di periode ini seperti tafsir al-
Kasysyaf karya al-Zamakhsyari yang bermazhab Mu‘azilah. 
Berlanjut ke periode modern-kontemporer abad 9-14 H/ 18-21 M. 
Jika periode klasik cenderung menganggap bahwa tafsir terbaik adalah bi 
al-riwayah, sementara pada periode pertengahan penafsiran dan produk 
tafsir telah menjadi ideologi mazhab dan aliran, maka tidak demikian 
halnya dengan paradigma tafsir era modern yang cenderung 
mengemukakan ide-ide rasional kritis dalam memandang penafsiran al-
Qur‘an. Tafsir-tafsir lebih didorong untuk lebih bersifat fungsional untuk 
menyelesaikan dan menjawab tantangan modernitas. 
Tidak seperti karakteristik tafsir periode sebelumnya yang 
cenderung bersifat ideologis, repititif, dan parsial, karakteristik penafsiran 
modern-kontemporer lebih bernuansa hermeneutis, ilmiah, kritis, non-
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sektarian, kontekstual, dan berorientasi pada spirit al-Qur‘an. 
Mengungkapkan makna kontekstual dan berorientasi pada semangat al-
Qur‘an, merupakan karakteristik yang menonjol di era modern-
kontemporer ini (Abdul Mustaqim, 2014). 
Abdullah Saeed menyebutkan bahwa munculnya karakteristik 
penafsiran kontemporer yang cenderung berbeda dengan masa 
sebelumnya merupakan respon terhadap perkembangan global dalam 
banyak sektor, seperti perpolitikan, lingkungan, dan etika, yang mendesak 
umat Muslim untuk mencari keseimbangan antara kehidupan mereka 
dengan nilai-nilai modernitas (Abdullah Saeed, 2008). 
 
C. Abdullah Saeed: Tokoh Tafsir Kontemporer 
 
C.1. Biografi Intelektual Abdullah Saeed 
Abdullah Saeed adalah seorang professor Studi Arab dan Islam di 
Universitas Melbourne, Australia. Sekarang ini dia menjabat sebagai 
Direktur Pusat Studi Islam Kontemporer di universitas tersebut. Saeed 
lahir di Maldives, keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di 
pulau Maldives. Pada tahun 1977, dia hijrah ke Arab Saudi untuk 
menuntut ilmu di sana. Di Arab Saudi, dia belajar bahasa Arab dan 
memasuki beberapa lembaga pendidikan formal, di antaranya Institut 
Bahasa Arab Dasar (1977-1979) dan Institut Bahasa Arab Menengah 
(1979-1982) serta Universitas Islam Saudi Arabia di Madinah (1982-1986). 
Tahun berikutnya, Saeed meninggalkan Arab Saudi untuk belajar di 
Australia. Di Negara Kangguru ini, Saeed memperoleh beberapa gelar 
akademik, bahkan sampai sekarang tetap mengajar pada salah satu 
universitas terkenal dan terkemuka di dunia. Di tahun 2010, dia dipilih 
menjadi anggota Akademi Kemanusiaan Australia. Berkat keuletannya, 
Saeed berhasil meraih gelar professor dalam bidang Studi Arab dan Islam 
pada tahun 2003.  
Saeed dinilai sebagai seorang yang berwawasan luas, professional, 
dan konsisten terhadap keilmuan. Dia banyak diikutsertakan dalam 
pertemuan dan seminar-seminar internasional. Saeed juga terlibat dalam 
berbagai kelompok dialog lintas kepercayaan, antara Kristen dan Islam, 
dan antara Yahudi dan Islam. Selain itu, Saeed tergabung dalam Asosiasi 
Professor Asia Institut Universitas Melbourne dan Akademi Agama 
Amerika. Saeed juga menjadi anggota editorial jurnal skala internasional 
seperti Jurnal Studi al-Qur‘an di Inggris, Jurnal Studi Islam Pakistan, dan 
Jurnal Studi Arab, Islam, dan Timur Tengah Australia. 
Di tengah kesibukannya tersebut, dia masih menyempatkan waktu 
untuk menulis. Di antara karyanya yang berbentuk buku adalah The Qur‟an: 
An Introduction (London dan New York: Routledge, 2008), Islamic Thought: 
An Introduction (London dan New York: Routledge, 2006), Interpreting the 
Qur‟an: Towards a Contemporary Approach (London dan New York: 
Routledge, 2006), Contemporary Approaches to Qur‟an in Indonesia sebagai 




editor (Oxford: Oxford University Press, 2005), Freedom of Religion, 
Apostasy and Islam (Hampshire: Ashgate Publishing, 2004), Muslim 
Australians: Their Beliefs, Practices and Institutions (Canberra: Commonwealth 
Government, 2004), Islam and Political Legitimacy sebagai editor (London 
dan New York: Curzon, 2003), Muslim Communities in Autralia sebagai 
editor (Sydney: University of New South Wales Press, 2002), dan buku-
buku lainnya. 
Selain dalam bentuk buku, tulisan Saeed juga sering dimuat dalam 
jurnal, ensiklopedia, dan bab dalam buku, seperti ―Muslim in the West and 
Their Attitudes to Full Participating in Western Societies: Some Reflection‖ dalam 
buku Religion and Multicultural Citizenship diterbitkan di Cambridge oleh 
Cambridge University Press, ―Trends in Contemporary Islam: A Preliminary 
Attempt at a Classification‖ dalam The Muslim World (vol. 97) Juli 2007, 
―Women, Gender and Islamic Banks” dalam Encyclopedia of Women and Islamic 
Cultures (vol. 4) diterbitkan oleh Brill Publishing tahun 2006, 
―Contextualizing‖ dalam The Blackwell Companion to the Qur‘an oleh 
Fethi Mansouri (ed.) diterbitkan oleh Oxford University Publishing tahun 
2006, ―Fazlur Rahman: A Framework for Interpreting the Ethico-Legal Content of 
the Qur‟an” dalam Modern Muslim Intellectuals and the Qur‟an oleh Suha Taji-
Farouki (ed.) diterbitkan tahun 2004 oleh Oxford University Press, 
―Nurcholish Madjid and the Interpretation of the Qur‟an: Religious Pluralism and 
Tolerance‖ ditulis bersama A.H. John dalam Modern Muslim Intellectuals and 
the Qur‟an oleh Suha Taji-Farouki (ed.) diterbitkan tahun 2004 oleh Oxford 
University Press, dan tulisan-tulisan lainnya yang tidak mungkin 
dicantumkan semua di sini. (Suherman, 2010). 
 
C.2. Model Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed 
Secara etimologi, kata kontekstual berasal dari kata benda bahasa 
Inggris yaitu context yang menjadi istilah dalam bahasa Indonesia dengan 
kata ‖konteks‖ yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ini 
setidaknya memiliki dua arti, 1) Bagian suatu uraian atau kalimat yang 
dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, 2) Situasi yang ada 
hubungannya dengan suatu kejadian (Tim Penyusun Kamus Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989). 
Para kontekstualis, sebagaimana dijelaskan Saeed, adalah para 
sarjana muslim yang percaya bahwa ajaran-ajaran yang tertuang dalam al-
Qur‘an harus diaplikasikan dalam cara yang berbeda sesuai dengan konteks 
yang mengitarinya. Mereka cenderung memandang al-Qur‘an sebagai 
sumber pedoman praktis yang harus diimplentasikan secara berbeda dalam 
kondisi dan situasi yang berbeda pula, bukan seperangkat hukum yang 
kaku. Sarjana muslim yang menggunakan pendekatan kontekstual ini 
berargumen bahwa seorang penafsir harus mengetahui konteks sosial, 
politik, dan budaya saat wahyu al-Qur‘an diturunkan dan juga konteks 
yang terjadi saat ini (Abdullah Saeed, 2008). 
Proceeding of the 16
th
 Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 
 
39 
Berbeda dengan kelompok tekstualis yang mendasarkan penafsiran 
mereka dengan analisis bahasa semata (Abdullah Saeed, 2014), kelompok 
kontekstualis melakukan eksplorasi yang lebih jauh lagi dengan merangkul 
disiplin keilmuan modern, seperti hermeneutika dan teori sastra, serta 
disiplin ilmu yang lain. Salah seorang tokoh kontekstualis – walaupun tidak 
menyebut dirinya secara eksplisit sebagai kontekstualis – adalah Fazlur 
Rahman (Abdullah Saeed, 2006). Saeed sendiri terlihat sangat mengagumi 
sosok Rahman, ini dapat dilihat dari pujian Saeed terhadap pemikiran 
Fazlur Raman dalam buku Interpreting the Qur‘an Towards a 
Contemporary Approach. 
Bagi Saeed, Rahman merupakan salah seorang tokoh muslim 
modern yang sangat berjasa dalam mengembangkan pendekatan 
kontemporer atas al-Qur‘an. Teori double movement Rahman telah 
banyak memberikan warna baru dalam pemikiran Saeed yang kemudian ia 
kembangkan sendiri. Double movement adalah proses penafsiran yang 
melihat realitas yang terjadi sekarang lalu melihat masa pewahyuan al-
Qur‘an untuk mengambil pesan-pesannya, kemudian menerapkan pesan 
tersebut dalam kehidupan sekarang (from the present situation to Qur‘anic 
times, then back to the present) (Fazlur Rahman, 1982). 














Saeed yang cenderung mengikuti pola penafsiran Rahman yang 
mempertimbangkan konteks dulu dan sekarang tidak hanya meniru 
pendekatan tersebut, tetapi mengembangkannya. Dengan ilmu yang 
diperoleh dari Rahman melalui berbagai karyanya akan pentingnya 
menyelidiki konteks masa pewahyuan, Saeed merumuskan langkah 






Generalisasi Hal-Hal Khusus 
Menentukan Tujuan Moral al-Qur‘an 
Nilai-Nilai al-Qur‘an Situasi Masa Kini 
Masyarakat Islami 















Makna untuk para penerima Pertama 
Konteks sosio-historis 
Pandangan dunia 
Sifat pesan: legal, teologi, etika 
Pesan: kontekstual versus universal 
Hubungan antara pesan tersebut dengan pesan  
al-Qur‘an secara keseluruhan 
 
Tingkatan IV 
Makna untuk saat ini 
Analisa konteks sekarang 
Konteks saat ini versus konteks sosio-historis 
Makna dari penerima pertama sampai saat ini 
Pesan: kontekstual versus universal 
Aplikasi untuk saat ini 
 
 
Berikut ini akan diuraikan penjelasan terhadap masing-masing tahap di 
atas (Abdullah Saeed, 2006) (Suherman, 2010): 
Tingkatan I 
Mengetahui secara umum dan luas tentang teks dan ‗dunianya‘. 
Tingkatan II 
Pada tingkatan ini, pembaca (penafsir) mengkaji apa yang dikatakan teks 
tentang diri teks sendiri tanpa menghubungkannya baik kepada komunitas 
penerima pertama atau masyarakat sekarang melalui eksplorasi atas 
beberapa aspek berikut: Pertama, analisis linguistik: aspek ini berkaitan 
dengan bahasa yang digunakan teks, makna kata dan frase, sintaksis ayat, 
dan secara umum semua persoalan linguistik dan grammatikal yang terkait 
dengan teks. Aspek ini juga mencakup qiraat (varian dalam membaca teks). 
Kedua, analisis konteks sastra: analisis konteks sastra ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana suatu teks berfungsi dalam surat tertentu atau, 
lebih luas lagi, dalam al-Qur‘an. Misalnya, apa saja ayat yang datang 
sebelum dan sesudah ayat yang dibicarakan, bagaimana komposisi dan 
struktur teks, dan juga gaya retorikanya. Ketiga, analisis bentuk sastra: 
yaitu untuk mengidentifikasi apakah ayat yang dimaksud merupakan ayat 
kisah, ibadah, peribahasa, perumpamaan, atau hukum. Bentuk sastra ayat 
ini dan maknanya lalu dihubungkan. Keempat, analisis teks-teks yang 
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paralel (mirip): yaitu dengan mengeksplorasi apakah ada teks lain yang 
serupa atau senada dengan ayat yang dikaji. Jika ada, kemudian dikaji 
tingkat persamaan dan perbedaannya. Kelima, analisis preseden: yaitu 
mengidentifikasi teks-teks yang memiliki kesamaan content maupun 
maknanya, kemudian dianalisis apakah teks ini turun sebelum atau sesudah 
teks. 
Tingkatan III 
Tingkatan ini berkaitan dengan komunitas penerima al-Qur‘an pertama. 
Langkah yang dilakukan adalah: Pertama, analisis kontekstual yaitu dengan 
menelusuri informasi historis dan sosial yang memberikan keterangan 
tentang teks yang dimaksud: analisis pandangan dunia, budaya, kebiasaan, 
kepercayaan, norma, nilai-nilai, dan pandangan-pandangan dari para 
penerima pertama al-Qur‘an di Hijaz. Kedua, menentukan sifat dari pesan 
yang disampaikan teks, apakah termasuk dia termasuk teks hukum, teologi, 
atau etika. Ketiga, mengeksplor pesan-pesan spesifik yang menjadi fokus 
teks dan mengidentifikasi apakah ayat tersebut bersifat universal atau 
partikular. Yang keempat, mempertimbangkan bagaimana pesan tersebut 
dihubungkan dengan objek al-Qur‘an yang lebih luas. Kelima, 
mengevaluasi bagaimana teks tersebut diterima oleh komunitas penerima 
pertama dan bagaimaan mereka menafsirkan, memahami dan 
menafsirkannya. 
Tingkatan IV 
Tingkatan ini berhubungan dengan konteks kekinian. Cara yang ditempuh 
adalah: Pertama, menetukan problem dan kebutuhan masa kini yang 
terlihat relevan dengan teks yang dimaksud. Kedua, mengeksplor lebih 
jauh lagi konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang relevan dengan 
teks. Ketiga, mengeksplor nilai-nilai, norma, dan pandangan-pandangan  
spesifik yang memiliki hubungan dengan pesan teks. Keempat, 
membandingkan konteks sekarang dengan konteks sosio-historis saat teks 
diturunkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan keduanya. 
Kelima, menghubungkan bagaimana makna teks tersebut dipahami, 
diinterpretasi, dan diamalkan penerima pertama dengan konteks sekarang, 
tentu hal ini dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan kedua 
konteks tersebut. Keenam, mengevaluasi universalitas atau kespesifikan 
pesan yang disampaiakan teks dan menelaah apakah pesan tersebut 
berhubungan atau tidak berhubungan dengan tujuan dan persoalan al-
Qur‘an yang lebih luas. 
Poin-poin di atas akan mengantarkan penafsir kepada aplikasi pesan teks 
yang dipertimbangkan dengan konteks masa kini dan memungkinkan 
untuk tingkat pengaplikasian yang lebih luas lagi terhadap lingkungan 
kontemporer (Abdullah Saeed, 2006). 
 
C.3. Hierarki Nilai: Tawaran Inovatif Memahami Ayat Ethico-Legal 




Tidak hanya dalam merumuskan langkah-langkah dalam 
menafsirkan al-Qur‘an saja Saeed mengikuti jejak Rahman, tetapi juga 
dalam menyusun hierarki nilai lagi-lagi Saeed terinspirasi oleh pemikiran 
Rahman. Walaupun Rahman tidak secara eksplisit menyebutkan esensi 
hierarki nilai dalam berbagai karyanya, tetapi Rahman seringkali 
menyinggung persoalan nilai ini atau apa yang dia sebut sebagai general 
principles (prinsip-prinsip umum). Rahman bahkan sering menunjuk 
beberapa nilai, seperti keadilan yang harus diprioritaskan khususnya terkait 
dengan ayat tentang poligami. Walaupun begitu, Rahman tidak 
memberikan perangkat spesifik untuk mengembangkan hierarki nilai ini 
(Abdullah Saeed, 2006). 
Kekosongan tingkatan nilai yang lebih spesifik ini mendorong 
Saeed untuk mengembangkan ide general principles Rahman dan 
kemudian merumuskannya menjadi sebuah bingkai kesatuan yang utuh 
yang dia sebut sebagai hierarki nilai. Di bawah ini merupakan hierarki nilai 
yang dibangun oleh Saeed (Abdullah Saeed, 2006): 
 
1. Obligatory Values (Nilai-nilai Kewajiban) 
Tingkat pertama adalah obligatory values, yakni ayat-ayat yang 
mengandung nilai-nilai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap 
individu umat Islam di manapun dan kapanpun, oleh karena itu nilai-nilai 
ini bersifat universal. Nilai-nilai dasar ini sangat ditekankan dalam al-
Qur‘an dan tidak tergantung dengan budaya tertentu, baik budaya Mekah 
maupun Madinah di mana ayat tersebut turun. Sejalan dengan itu, umat 
Islam secara keseluruhan mengakui kelompok nilai ini sebagai bagian yang 
sangat penting dalam Islam. Berikut ini tiga sub kategori dari nilai 
obligatory ini: 
a. Nilai-nilai yang berhubungan dengan sistem kepercayaan, seperti iman 
kepada Allah, para Nabi, kitab suci, hari pembalasan, pertanggung 
jawaban, dan kehidupan setelah kematian. Yakni, nilai-nilai yang secara 
tradisional dikenal sebagai rukun iman. 
b. Nilai-nilai yang berhubungan dengan praktik ibadah yang ditekankan 
dalam al-Qur‘an, seperti shalat, puasa, haji, dan mengingat Allah. 
Secara umum, ulama mengkategorikan mereka ke dalam ibadat. Nilai-
nilai ini dalam dunia Islam dikenal dengan rukun Islam. 
c. Sesuatu yang secara jelas dihalalkan atau diharamkan al-Qur‘an yang 
tidak akan pernah berubah. Artinya, apa yang digolongkan al-Qur‘an 
sebagai haram akan tetap haram atau apa yang dikategorikan al-Qur‘an 
sebagai halal akan tetap halal dalam kondisi apapun. 
Istilah-istilah seperti uhilla, uhillat (telah dihalalkan), ahalla (Dia telah 
menghalalkan), atau ahlalnā (Kami telah menghalalkan) menunjukkan 
bahwa sekali sesuatu ditetapkan sebagai halal, maka kehalalan tersebut 
akan berlaku selamanya, seperti contoh: 
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―dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari 
laut‖( QS. al-Maidah :96) 
Begitupun juga apa yang telah dikategorikan haram oleh al-Qur‘an 
akan tetap berlaku sampai kapanpun. Ada beberapa contoh di mana al-
Qur‘an menggunakan istilah harrama  dan derivasinya untuk menunjukkan 
larangan, seperti larangan makan bangkai, darah, daging babi, praktik riba, 
menikahi ibu kandung, anak perempuan, saudara perempuan, saudara 
perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-
laki atau anak perempuan saudara perempuan. 
Dalam contoh di atas, al-Qur‘an menggunakan istilah-istilah yang 
memberi kesan bahwa sesuatu tertentu secara tegas ‗diharamkan‘. Dalam 
menghadapi ayat-ayat semacam ini, umat Islam tidak memiliki pilihan lain 
selain mengikutinya secara literal. Namun, hanya sedikit sekali ayat-ayat 
yang secara tegas menyebutkan istilah halal dan haram. Pembahasan ini 
tidak sepatutnya dicampuradukkan dengan ‗daftar panjang‘ sesuatu yang 
halal dan haram dalam literatur fiqh, tafsir, qiyas, dan ijma. Yang kita 
bahas di sini adalah sesuatu yang secara spesifik disebutkan dalam al-
Qur‘an. 
 
2. Fundamental Values (Nilai-Nilai Fundamental) 
Kelompok kedua adalah ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai 
kemanusiaan, seperti keadilan, kemanusiaan, menjaga hak milik orang, dan 
lain-lain, sehingga harus diterapkan secara universal. Banyak ulama klasik 
yang telah memdiskusikan nilai ini, seperti al-Ghazali yang menekankan 
pentingnya melindungi nyawa, hak milik, kehormatan, keturunan, dan 
agama. Di kalangan ulama uṣūl, nilai-nilai ini disebut dengan maqāṣid al-
syari‘ah (tujuan utama syariah). 
Nilai fundamental merupakan nilai-nilai yang ditekankan berulang 
kali dalam al-Qur‘an di mana ada dalil tekstual yang secara kuat 
menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut termasuk dasar-dasar ajaran al-
Qur‘an. Harus diakui bahwa tidak ada teks yang spesifik menunjukkan 
bahwa nilai tersebut bersifat fundamental dan berlaku secara universal, 
namun para sarjana muslim klasik yang mengkajinya dengan metode 
induktif berkesimpulan bahwa kelima nilai di atas merupakan tujuan utama 
syariat Islam (Jasser Auda, 2008). 
Meskipun nilai universal tersebut dibatasi hanya lima oleh para ulama 
klasik, namun jumlah tersebut masih mungkin untuk dikembangkan sesuai 
dengan tuntutan saat ini, misalnya konsep ‗penjagaan agama‘ untuk saat ini 
diperluas menjadi ‗kebebasan beragama‘ sebagaimana pendapat Ibn Asyur, 
atau Rasyid Ridha yang memasukkan reformasi dan hak-hak perempuan 
dalam teori maqāṣidnya, atau semisal Yusuf al-Qardawi yang menambah 
harga diri dan hak asasi manusia (Jasser Auda, 2008). 
 
3. Protectional Values (Nilai-Nilai Proteksional) 




Protectional values merupakan ayat-ayat yang berisi tentang 
ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menjaga nilai-nilai fundamental 
di atas, seperti larangan berbuat aniaya, larangan mencuri, larangan 
mengurangi timbangan, larangan melakukan riba, dan lain-lain, sehingga 
nilai ini bersifat universal juga. 
 
4. Implementational Values (Nilai-Nilai Implemensional) 
Nilai implemensional merupakan tindakan dan langkah konkret 
yang harus diambil dalam rangka menjaga nilai-nilai fundamental dan 
proteksional. Nilai ini terdapat dalam ayat-ayat yang berisi penerapan 
hukuman. Misalnya larangan mencuri harus ditegakkan dalam masyarakat 
melalui tindakan tertentu untuk memberi hukuman bagi mereka yang 
melanggarnya. Dalam al-Qur‘an dikatakan: 
―pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya (sebagai) 
balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana‖ (Q.S. al-Maidah 38) 
Ketika al-Qur‘an menetapkan hukuman potong tangan ini, al-
Qur‘an telah mempertimbangkan dan menyesuaikan jenis hukuman ini 
dengan konteks budaya yang berlaku saat itu. Pada waktu itu, di Arab telah 
berlaku hukuman mati dan bentuk hukuman fisik lainnya, karena itu 
hukuman potong tangan merupakan bentuk hukuman yang paling efektif 
untuk kondisi saat itu. Yang perlu digarisbawahi adalah bentuk hukuman 
seperti ini bukanlah tujuan utama al-Qur‘an, tetapi hanyalah cara yang 
digunakan agar sampai kepada tujuan utama al-Qur‘an yaitu hifżu al-māl 
(penjagaan harta).  
Begitu juga bentuk-bentuk hukuman lain yang tertuang secara literal 
dalam al-Qur‘an, seperti hukuman qishah bagi pelaku pembunuhan, 
hukuman cambuk seratus kali bagi pezina dan delapan puluh kali bagi 
orang yang menuduh berzina, serta bentuk-bentuk hukuman lainnya 
sangat terkait dengan kondisi sosio-kultural yang berlaku di tengah 
masyarakat Arab pada masa pewahyuan sehingga bentuk hukuman ini 
bersifat lokal dan temporal serta ayat-ayatnya menjadi obyek penafsiran 
yang dinamis. 
 
5. Instructional Values (Nilai-Nilai Instruksional) 
Nilai instruksional adalah tindakan yang diambil al-Qur‘an ketika 
berhadapan dengan suatu problem spesifik pada masa pewahyuan. Nilai 
ini termaktub dalam ayat-ayat yang berisi perintah dan larangan dalam 
rangka mengatasi persoalan-persoalan tertentu pada masa Nabi 
Muhammad saw. Ayat-ayat ini tentunya terkait dengan kondisi saat 
pewahyuan al-Qur‘an, sehingga belum tentu berfungsi universal secara 
otomatis. 
Saeed mengaku bahwa nilai instruksional inilah yang paling sulit 
dipahami karena jumlah presentasinya dalam al-Qur‘an yang sangat banyak 
dan bentuknya juga sangat beragam. Ayat-ayat yang berisi nilai 
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instruksional ini menggunakan berbagai pilihan kata, seperti amr 
(perintah), nahy (larangan), terkait dengan ‗amal ṣalih, maṡal 
(perumpamaan), kisah atau peristiwa khusus. Berikut ini adalah di antara 
contoh ayat-ayat yang tergolong dalam kategori ini: 
a. Perintah poligami 
b. Perintah bahwa laki-laki adalah ‗pemimpin‘ bagi perempuan 
c. Perintah untuk tidak menjadikan orang kafir sebagai penolong 
Pada wilayah inilah para penafsir mengalami kesulitan untuk 
menghubungkan pesan al-Qur‘an tersebut dengan kehidupan modern saat 
ini. Disebabkan adanya ambiguitas dalam nilai ini, Saeed kemudian 
merumuskan suatu cara agar bisa mengeksplor dan mengetahui apakah 
nilai yang terdapat dalam ayat-ayat seperti di atas berlaku universal atau 
terbatas pada masa Nabi. Kriteria yang digunakan Saeed dalam hal ini 
adalah : 1) frekuensi, dalam artian berapa sering pesan tersebut 
disampaikan oleh al-Qur‘an, 2) penekanan pesan tersebut saat misi dakwah 
Nabi berlangsung, 3) relevansinya bagi budaya, masa, tempat, dan kondisi 
Nabi dan komunitas muslim awal. 
a. Frekuensi 
Frekuensi berkaitan dengan seberapa sering nilai tersebut disebutkan 
dalam al-Qur‘an dan bisa diukur melalui penelusuran tema-tema inti yang 
terkait dengan nilai tersebut. Melakukan penelusuran ini bukanlah 
pekerjaan yang mudah karena nilai tertentu, misalnya ‗menolong kaum 
miskin‘ disampaikan oleh al-Qur‘an melalui beberapa konsep seperti 
‗menolong mereka yang membutuhkan‘, ‗memberi makan fakir miskin‘, 
dan ‗merawat anak yatim‘. Oleh karena itu, seorang penafsir harus 
menelusuri tema atau konsep yang terkait untuk memberikan ‗perkiraan‘ 
yang paling akurat tentang frekuensi penyebutan nilai tertentu. Semakin 
sering tema tertentu diulang-ulang dalam al-Qur‘an, semakin penting nilai 
tersebut. 
b. Penekanan 
Konsep penekanan ini mempertanyakan apakah nilai tertentu benar-benar 
ditekankan selama dakwah Nabi. Prinsip yang dipegang adalah semakin 
besar penekanan nilai tertentu, semakin signifikan nilai tersebut dalam al-
Qur‘an. Misalnya, sejak awal masa dakwah Nabi ‗membantu orang yang 
terzalimi‘ merupakan nilai yang sangat ditekankan oleh Nabi baik saat 
berada di Mekah maupun Madinah. Namun, jika suatu nilai disebutkan 
sekali atau hanya beberapa kali kemudian ditinggalkan maka bisa 
diasumsikan bahwa nilai tersebut  tidak lagi relevan jika dikaitkan dengan 
al-Qur‘an secara keseluruhan. 
c. Relevansi 
Mengetahui konteks budaya pada masa pewahyuan memainkan peran yang 
sangat penting dalam rangka menentukan relevansi al-Qur‘an dengan 
zaman modern. Dalam hal ini, penafsir dituntut untuk melakukan 




penelusuran terhadap masa pewahyuan dan konteks yang mengitarinya, 
bagaimana adat masyarakat Arab, sosio-historis, dan konstruk budayanya. 
Selanjutnya penafsir membandingkannya dengan kondisi masyarakat 
sekarang ini. Contoh yang dikemukan oleh Saeed adalah perihal hukuman 
mati (capital punishment) yang sudah sangat lazim dilaksanakan pada masa 
pra-Islam. Ayat al-Qur‘an yang berbicara tentang hukuman mati tentu 
telah mempertimbangkan budaya pra-Islam tersebut agar terjadinya 
dialektika antara al-Qur‘an dan masyarakat penerimanya. Dalam hal ini, 
penafsir harus merenungkan relevansi nilai tersebut dan melihat apakah 
nilai tersebut merupakan tujuan, atau sebenarnya hanya sebagia ‗media‘ 




Nuansa tafsir dari masa ke masa mengalami perubahan, baik era 
klasik- pertengahan- modern kontemporer . Pendekatan kontekstual 
Abdullah Saeed adalah salah satu di antara sekian pendekatan 
kontemporer yang berusaha menangkap makna tersembunyi dari teks al-
Qur‘an sebagai counter atas maraknya pendekatan legalistik-literalistik 
yang digunakan mayoritas umat Islam selama ini. Dari segi metodologi 
penafsirannya, Saeed menekankan pentingnya mengetahui konteks saat 
pewahyuan al-Qur‘an dan begitu juga konteks saat ini agar pesan-pesan 
universal al-Qur‘an dapat diterapkan di kehidupan kontemporer yang 
dinamis. Dalam menyusun langkah penafsiran, Saeed mengembangkan 
teori doublemovement(gerakan ganda) Fazlur Rahman dan merumuskan 
metodologi sendiri. Selain itu, konsep hierarki nilai yang digagas Saeed 
juga merupakan kelanjutan dari general principles Rahman. Konsep 
hierarki nilai ini, penulis rasa, sangat penting untuk diketahui oleh pegiat 
kajian al-Qur‘an kontemporer karena hierarki nilai ini menawarkan cara 
pandang baru bagaimana seharusnya menyikapi ayat-ayat ethico-legal 
dalam al-Qur‘an. Dalam hierarki nilai, semakin sering suatu nilai 
disebutkan dalam al-Qur‘an dan ditekankan pada masa Nabi, semakin 
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Abstract :  This research mainly discusses the co-reference in the English 
interpretation of  the Quran by  Abdullah Yusuf Ali. Moreover,  the 
aims of the research are: to describe and explain the co-reference types 
found in the Quran, the  co-reference devices, and relationship types of 
the co-referential devices. The researcher applied a descriptive qualitative 
method as the research design. The population consisted 286 
interpretation texts of Surah Al-Baqarah with 112 samples taken as 
the data of the research chosen by using purposive sampling technique. 
In analyzing the data the researcher applied a distributional technique 
by dividing the texts into their linguistic units such as words, phrases, 
and clauses. The result of the research shows that the co-reference types 
found in the Quran are: repetition (6,55%), lexical change  (18,03%), 
substitution (50,81%) and ellipsis (24,59%). Meanwhile,  the co-
reference devices found are: repetition: words and phrases; lexical change: 
words to words, phrases to phrases, words to phrases, phrases to words 
and clauses to words; and  substitution with pronouns: it, them, they, 
he, you, we, him, her, this, and those. Finally,  the relationship types of 
the co-referential devices are anaphoric (88,52%) and cataphoric 
(11,48%) 





Language is used as a tool of communication. In practice, language 
is no longer seen as a tool of communication consisting of sounds, words, 
phrases, or sentences that stand alone separately, but a series of sentences 
that are interrelated. The series of sentences connecting one proposition 
with others that form a unity is called discourse (Moeliono  et al,  2008: 
419). This  description can be clarified in the following discourse. 
1. A: How are you Ahmad? 
 B: Fine, thanks. 
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Dialog  (1) is an example of a coherent discourse because of the 
compatibility between A‘s question with B‘s answer. A asks B and B 
answers with the news that means declaration of  good condition. In this 
discourse, communication is constructed through the expression of the 
informal nature of the conversation  of  two people who have already 
known for each other  before. 
In addition, a coherent discourse can also be established through 
cohesion, the affinity relationship of propositions expressed by 
grammatical and semantic elements in sentences that form discourse 
(Halliday & Hasan, 2005: 49). Take a look at the following dialog. 
2. A: What 's the matter with David? 
 B: He is rather sick. 
In example (2), utterance A is related to B because it is connected by  the 
pronoun He  referring to David. In this case, co-reference  occurs 
between noun David and pronoun He  because both  have the same 
referent. Thus the discourse (2) is said to be  cohesive and coherent. 
Co-reference  as an instrument of cohesion can be defined as words or 
phrases that express the bond of two or more things that refer to the same 
thing or referent (Saeed, 2009: 191). This can be interpreted that words or 
phrases having the same referent in a discourse are said to be the co-
referential device of the discourse. Such device can be  found in the 
English interpretation of the Qur'an  as shown in the Surah Albaqarah. 
3. This is the Book; in it is guidance sure, without doubt, to those who 
fear Allah.    (Ali, 1980). 
In example  (3), the unity of the discourse  is represented by pronoun it  
that refers to noun the Book and both  are co-referential because they  
refer to the same referent. The presence of co-referential devices makes 
the discourse coherent. 
Teaching discourses for higher education students should be chiefly 
suggested. This is because of  the lack of opportunity and teaching 
materials in the discourse study. For example, based on the researcher‘s 
experience, in teaching  Introduction to Linguistics, he  often finds 
students‘ difficulty to conduct  a discourse analysis of English texts. This 
happened since the  study of discourse had  only a small portion of 
Introduction to Linguistics. In addition, the students  got only few 
materials related to discourse analysis during the lectures. 
As an  effort to further  enhance students‘ role in  discourse 
analysis, the researcher  is highly motivated to  conduct the research on 
discourse analysis. This is to fulfill the students‘ need of discourse 
materials and their analysis. Therefore, the researcher is interested in 
investigating  the application of discourse analysis in the English text in a 
study  entitled Co-reference in  the Quran: A Study on the English 
Interpretation of  Surah Albaqarah by Abdullah Yusuf Ali.  
 




B. Research Questions 
In order to have a clear boundary, this study focuses on the 
description and explanation of co-reference  in the Quran. Based on the 
background of the problem, the research questions can be formulated  as 
follows. 
1. What are the types of co-reference in the Quran? 
2. What are the co-referential devices in the Quran? 
3. What are the relationship types of the co-referential devices in the 
Quran? 
 
C. Review Of Literature 
Discourse Analysis 
Discourse analysis can be defined as a study that examines the 
organization of discourse above clauses or sentences. Therefore, the study 
examines  larger units of language such as conversations and texts. In 
addition, discourse analysis also examines the use of language in a social 
context, including the interactions between speakers. 
Discourse is a complete unit of language  above clauses or 
sentences with cohesion and coherence, sustainability and a real beginning 
to  end, delivered in spoken  and written forms (Tarigan, 2006: 27). 
Discourse is characterized by cohesion of propositions built by units 
above clauses and sentences. Thus, it can be said that in a discourse, there 
is a full meaning of the relationship between elements of discourse. 
Furthermore, Cook (2007: 6) states that  discourse can be seen as a 
complete record of events of language both in spoken  and written 
communication. In a certain event, such communication can be 
distinguished between transactional discourse, if the emphasis is 
communication content, and interactional discourse if the emphasis is 
interaction among speakers. In any  form and nature, the discourse 
assumes the existence of speakers and listeners in the communication 
process. In terms of daily media, Kridalaksana (2011: 179) explains that 
the discourse can be  essays as in novels, books, encyclopedias or series, 
and can also be in paragraphs, sentences or words that carry a complete 
massage. Thus, in a discourse,  there  are concepts, ideas, and thoughts in 
the form of sentences, paragraphs, conversations and texts used in 
communication. 
Discourse is a series of sentences which link  the propositions to 
form  a single unit of information (Djajasudarma, 2000: 1). Therefore, the 
discourse can be realized in the form of sentences or paragraphs that are 
connected to one another cohesively in which lexical and semantic 
elements are explicitly stated. In addition, it is also a coherent discourse 
when there is a unity of ideas within the sentences. 
Furthermore, the discourse can be traced in terms of its existence, 
the communication media and types of users (Djajasudarma, 2000: 6). In 
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terms of discourse existence, there are verbal and non-verbal discourses, 
while in terms of communication media, discourse can be distinguished as 
spoken and written discourses. Furthermore, in terms of presentation, the 
discourse can be narrative, descriptive, procedural, expository, and 
hortatory, while in terms of  user types, it  can be either a monologue, 
dialogue, or polylogue. 
The discussion on discourse  above serves as the basis for the 
researcher to provide an assessment of the characteristics of discourse 
used as research data. Based on the previous explanation, connected to the 
kind of discourse examined in this study, it can be concluded that the 
discourse of English interpretation of the Quran is a kind of verbal, 
transactional, and expository monologue discourse. 
Reference 
Reference in the view of the traditional semantics is the relationship 
between words and things. In line with this argument,  Lyons (2006: 404) 
states that the relationship between the word with the object referred to as 
a reference. The word book  for example has a reference to the object in 
the form of a set of paper bound to be written or read. 
According Givon (2000: 296), based on the nature of the reference, the 
reference is divided into three types, namely definite reference,  indefinite 
reference, and generic reference. 
1. Definite reference:  
a. For things already known by the speaker and the listener. 
- He is in the garden. 
- She spoke to the boss yesterday. 
b. For things already mentioned. 
- There is a man out there. The man wants to meet you. 
- John bought a book. The book is about Sociology. 
c. For things modified by a  clause. 
- The man who is standing next door is her uncle. 
d. Syntactically, determiners that serve to mark definiteness of 
sentence elements, namely: 
- Article  : the 
- Demonstratives : this, these, that, those 
- Pronouns : I, you, we, etc. 
- Numbers : one, two 
- Proper Noun : Richard, Suzan 
- Address Title : Mr, Mrs, Ms 
2. Indefinite reference 
Reference to the entities in general or to something that has not been 
identified by the speaker. 
- He has a tea garden. 
- My family is looking for a housemaid. 
- He needs a book to write on it. 




3. Generic reference 
A class that includes all  elements or members. This is related to the 
meaning of the genus. Consider the following examples. 
- A Tiger is a wild animal. 
- Dogs like bones. 
The phrase  a tiger,  the words dogs and bones  respectively refers 
to a class of tigers, dogs, and bones, not specifically referring to one of the 
entities in the class. Therefore, a tiger, dogs, and bones  are categorized 
into  generic reference, which  have not been tied to space and time; it 
means that the reference is valid anywhere and anytime. 
According to Halliday and Hassan (2005: 33), based on the direction,  
reference can be  divided into three types: 
1. exospheric (   ) refers to things outside of text, for example: 
- Look at that. (That =         ).  That refers to the object 'the sun' 
2. endophoric (   ) refers  to things indicated in the text and divided into 
two types: 
a. anaphoric (    ) emphasizes  on the precedents or previous items. 
 - Look at the sun      . It 's going down quickly intervening. 
In this example, It refers to the sun. 
b. cataphoric (     ) is  a cross-reference to the antecedent or element 
afterwards. 
-       It 's going down quickly, the sun. 
In this example, the cataphoric word,  It refers to the sun. 
 
Co-reference 
Based on previous discussion, it is noted that the reference is the 
relationship between language and the world outside language. Meanwhile, 
co-reference  is the relationship of language expressions in different parts 
of the text (Brown and Yule, 2003: 204). Thus, it can be stated that the 
relationship of co-reference is just limited to the text concerned, or it is 
endophoric,  either cataphoric or  anaphoric. As the name implies, co-
reference means cross reference between two or more expressions  that 
refer to the same referent. (Quirk et al, 1998: 863). This view limits  the 
co-reference‘s occurrence within the text, and also suggests the existence 
of cross-reference between elements that have the same reference,  either 
anaphoric or cataphoric. 
Based on direction, co-reference can be anaphoric or cataphoric.  
Meanwhile its relationship can be distinguished on the shape of its 
elements interconnected (Brown and Yule, 2003: 193). This means that in 
co-reference, the forms of element that refer to the same referent can 
indicate the types of co-reference relationship as shown below. 
a. Repetition 
- The driver takes the students to the school. The driver also takes the 
students home. 
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b. Half repetition 
- Mrs Suzan Roberts chaired the morning meeting. In the meeting,  
Mrs Roberts exposed some future programs. 
c. Lexical replacement  
- Jokowi has Launched a mass rapid transport system throughout 
Jakarta. The Governer Also took a short ride on the bus after the 
launching. 
d. Pronoun 
- Riding his motorcycle cycle, Mr. Jones hurriedly went to his office. 
e. Substitution 
- The plenary session ran smoothly. That is our hope. 
f. Ellipsis 
We went to Jakarta yesterday and they did (went to Jakarta yesterday) 
too. 
 
D. Research Method 
This is a descriptive qualitative research in which it  aims to 
describe the characteristics,  properties,  and images of the data  accurately 
in accordance with the nature of the data themselves (Djadjasudarma, 
2000: 15).  In this case,  the captured data really exist without considering  
whether the language used in discourse grammatical or ungrammatical. 
Moreover,  qualitative study is naturalistic  in which  the data are stated  in 
the  forms of written or spoken words and people‘s behaviors that can be 
observed, not be changed in symbols and numbers (Sukidin & Mundir, 
2005: 23). In line with this argument, qualitative method emphasizes  on  
an inductive data analysis,  starting from the empirical facts on the ground 
which are then formed into the buildings of theory. 
Population and Sample 
The population of this research is all English interpreted  texts of 
Qur'an Surah Al Baqarah by Abdullah Yusuf Ali. The interpretation of 
Abdullah Yusuf Ali is selected because of its characteristics that stand out, 
i.e.  very elegant style, the choice of words that is closer to the meaning of 
the original text, and  the interpretation  accompanied by notes and 
scientific reviews (Sherif, 1994: 232 ).  Surat Al Baqarah is a surah with the 
most verses of the Quran . There are 286 verses in the texts of 
interpretation which  have various kinds of  co-reference with its types. 
Meanwhile, the  sample of the research was taken by using purposive 
sampling technique, that is, the selection of a group of subjects based on 
the criteria and research purposes (Sukidin & Mundir, 2005: 63). Thus, 
this study obtained 122 data of the interpreted texts containing co-
reference cases between elements. 
Data Collection Technique 
The data collection was done by observation with  note technique, 
namely (1) reading the data that have been determined, (2) signaling the 




elements of co-reference, (3) recording sentences in the data card to 
provide a serial number on each sentence, and (4) identifying the elements 
that are co-referential. 
Data Analysis  
In analyzing the data, the  researcher used a distributional method, 
namely by using the determined elements in the language studied 
(Djajasudarma, 1993: 60). The starting point began with the study of the 
data which had already been sorted through linguistic intuition. This study 
described the discourse into several elements, consisting of sentences, 
clauses, phrases and words containing co-referential elements. 
The steps taken in analyzing the data were as follows: 
1. Reading all the sentences and identifying each sentence by providing a 
number in    parentheses at the beginning of the sentence; 
2. Classifying data based on co-referential markers; 
3. Categorizing and analyzing the data based on categories of words, 
phrases, clauses,  and sentences which were co-referential; 
4. Sorting and analyzing the data to determine the elements that were co-
referential. 
 
E. Results And Discussion 
Co-reference  in the English interpretation of Surah Albaqarah is 
firstly characterized by types of co-reference. One element of the sentence 
is co-referential with others when both refer to the same referent. Based 
on the data classification, there are four types of  co-reference, i.e (1)  
repetition, (2) lexical replacement, (3) substitution, and (4) deletion. 
1. Types of  Co-reference in the Quran  
Repetition 
Repetition mentions back an element of the sentence. It is intended 
to give emphasis on the content or massage delivered. The repetition is 
one of co-referential efforts  to support the unity of the discourse. 
Repetition occurs  eight times or 6.55%. Consider the following example. 
 (1) 8. Of the people there are some who say: "We believe in Allah and the  
Last Day," but they do not (really) believe. 
In example  (1),  co-reference  is  shown by the word believe in the 
construction ... We believe in Allah and is repeated back in ... but they do 
not (really) believe. Both are coreferential because in addition to having 
the same word class of verb, they also refer to the same referent, i.e.  the 
meaning of 'trust / believe'. 
The repetition of elements in the following discourse shows the 
same pattern. 
(2) 15. Allah will throw their mockery back on them, and give them rope in 
their trespasses; so they will wander like blind ones  
3) 37. Then learned Adam from his Lord words of inspiration, and his Lord 
turned toward him; for He is Oft-Returning, Most Merciful. 
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From the above data, it can be seen that the repetition is  found in the 
word them  (2), and his Lord   (3). The repetition of them and his Lord 
makes the discourses co-referential because both refer to the same 
referent.  
Replacement 
Replacement is characterized by substituting sentence elements 
with others that are different but refer to the same referent. With the 
replacement, the  discourse becomes coherent. There are  22 data 
containing replacement  or 18.03%. Consider the following examples. 
(4) 9. Fain would they deceive Allah and those who believe, but they only 
deceive themselves and realize (it) not! 
In (4), replacement is seen by substituting pronoun they  with a different 
form of pronoun, i.e  themselves. Both are co-referential because they and 
themselves refer to the same referent.  The same pattern is  found in the 
following discourse.   
(5) 10. In their hearts is a disease; and Allah has ncreased their disease, and 
Grievous is the penalty they (incur), Because they are false (to Themselves). 
(6) 13. When it is said to them: "Believe as the others believe" they say: "Shall 
we believe as the fools believe?" nay, of a surety they are the fools but they do not 
know. 
From the above data,  it is found that the replacement occurs by 
substituting  a disease with  their disease in (5) and they with we in (6). 
Both are co-referential because of having the same referents. 
Substitution 
Substitution is characterized by the replacement of the elements of 
sentences with pronouns  that have the same referents. It is  found as 
many as 62 data of substitution or 50.81%. Consider the following 
examples. 
(7) 2. This is the Book; in it is guidance sure, without doubt, to those who fear 
Allah. 
In (7) substitution occurs as  the noun the  Book  is replaced by  pronoun 
it  that refer to the same thing. Substitution can  also be seen in the 
following data. 
(8) 21. O ye people! adore your Guardian-Lord, who created you and Reviews 
those who Came before you, that ye may Become righteous. 
(9) 30. Behold, thy Lord said to the angels: "I will create a vicegerent on 
earth." They said, "Wilt thou place Therein one who will Therein the make 
mischief and shed blood? Whilst we do celebrate Thy Praises and Glorify Thy 
holy ( name)? " He said: "I know what ye know not." 
From the above data,  substitution occurs with replacing the word 
people with you (8) and the angels with  they  (9). Both are respectively 
co-referential because of having the same referents.  
Deletion/ellipsis 




Deletion or ellipsis is a relationship marker between elements in 
sentences. it is  characterized by sentence elements that are not stated 
explicitly but its presence can be foreseen. Based on data classification, 
deletion is marked by disappearances of sentence‘s functions,  such as 
subject (S), Predicate (P), O (Object), Adv (Adverb), and Com. 
(Complement). With the deletion, the relationship between elements of 
sentences is  closely tight, that is by avoiding the use of the same words 
monotonously.  It is noted that there are 30 data containing deletion or 
24.59%. Consider the following examples. 
(10) 211. Ask the Children of Israel how many clear signs We have sent them. 
But   if anyone, after Allah's favor has come to him, substitutes (something 
else), Allah is strict in punishment. 
In (10) deletion occurs on a phrase something else that serves as O of 
verb substitutes. The presence of these phrases can be predicted with 
filling in parentheses. The phrase has the same referent with the phrase 
God's favor so that both  are co-referential. 
The following discourse shows the same pattern. 
(11) 143. Thus Spake have We made of you an Ummah justly balanced, that 
ye might be witnesses over the nations, and the Messenger a witness over   
yourselves; and We appointed the Qiblah to the which thou wast used, only to 
test those who Followed the Messenger from those who would turn on their heels 
(from the faith). Indeed it was(a change) momentous, except to those guided by 
Allah. And never would Allah Make your faith of no effect. For Allah is to 
all people most surely full of kindness, Most Merciful. 
(12) 19. Or (another Similitude) is that of a rain-laden cloud from the sky; in 
it are zones of darkness, and thunder and lightning, they press their fingers in 
their ears to keep out the stunning thunder-clap, the while they are in terror of 
death. But Allah is ever round the rejecters of Faith! 
In the two above discourses, deletion  is characterized by the removal of 
the elements of a sentence,  that is another similitude as Subject  in (11) 
and a change as Complement (12).  Nevertheless, the presence of 
elements which was removed can be foreseen with the filling  in 
parentheses. 
 
2. Coreferential Devices in the Qur‟an   
Co-referential devices refer to elements of sentences which signal 
the co-reference due to the same referents. Based on data classification, 
there are fourteen co-referential devices found in the Quran, i.e. 
repetitions of (1) words, (2)  phrases, replacements of (3) word by word, 
(4) word by phrase, (5) phrase by word, (6) phrase by phrase, (7) clause by 
word, substitutions (8) of  I by Me, (9) by They, Them, Themselves, (10) 
by He and Him, (11) by We, (12) by It, (13) by This, That, Those, and (14) 
by You. 
Repetition of words 
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Repetition of words occurs when a word as a discourse element is 
repeatedly mentioned to show the same meaning. 
(13) 9. Fain would they deceive Allah and those who believe, but they only 
deceive Themselves and realize (it) not! 
In (13),  the element repeated, the verb  deceive  is co-referential since 
both have the same referent of meaning.   
The same pattern occurs in the following discourse. 
(14) 74. Thenceforth were your hearts hardened; they Became like a rock and  
even worse in hardness. For Among rocks there are some from the which rivers 
gush forth; others there are the which when split asunder send forth water; and 
others roommates sink for fear of Allah. And Allah is not unmindful of what 
ye do. 
(15) 152. Then do ye remember Me; I will remember you. Be grateful to Me, 
and reject not faith. 
Repetition of words can be signaled by re-mentioning the word  Allah  in 
(14) and pronoun Me in (15). The repetition shows the co-reference due 
to the same referent. 
Repetition of phrases 
In this type, a discourse element, a phrase is wholly restated as can 
be seen in the following examples. 
(16) 37. Then learned Adam from his Lord words of inspiration, and his 
Lord turned toward him; for He is Oft-Returning, Most Merciful. 
(17) 59. But the transgressors changed the word from that the which had been 
given them; so We sent on the transgressors a plague from heaven, for that they 
infringed (our command) repeatedly. 
The repetition is signaled by the restatement of the phrase  his Lord in 
(16) and the transgressors in (17). The phrase repetition shows the co-
reference due to the same meaning both have respectively. 
Replacement of word by word 
This replacement occurs when a word as a discourse element is 
replaced by a different word but with  the same referent. 
(18) 13. When it is said to them: "Believe as the others believe" they say: 
"Shall we believe as the fools believe?" nay, of a surety they are the fools but 
they do not know. 
(19) 14. When they meet those who believe, they say: "We believe," but when 
they are alone with their evil ones, they say: "We are really with you, we (were) 
only jesting." 
(20) 85. After this it is ye, the same people, who slay Among yourselves, and 
banish a party of you from their homes; assist (their enemies) against them, in 
guilt and rancor; and if they come to you as Captives, ye ransom them, though it 
was not lawful for you to banish them. Then is it only a part of the Book that 
ye believe in, and do ye reject the rest? But what is the reward for you Among 
Reviews those who behave like this but disgrace in this life? and on the Day of 




Judgment they shall be consigned to the most Grievous penalty. For Allah is not 
unmindful of what ye do. 
In the three discourses  above, word to word replacement occurs as 
a word is substituted with different  words, but with the same referent.  
Here pronoun them is replaced by  we in (18), they by  we in (19) and a 
noun it by  the book in (20). 
Replacement of word by phrase 
Replacement of word to phrase occurs when a  word is replaced by  
a higher level element, namely a phrase that has the same referent. 
(21) 16. These are they who have bartered guidance for error: but their traffic is 
profitless, and they have lost true direction. 
(22) 26. Allah disdains not to use the Similitude of things, cancel as well as 
highest. Those who believe know that it is truth from their Lord; but those who 
reject Faith say: "What means Allah by this Similitude?" By it He causes 
many to stray, and many He leads into the right path, but He causes not to 
stray, except Reviews those who forsake (the path). 
(23) 62. Those who believe (in the Qur'an) and Reviews those who follow the 
Jewish (Scriptures), and the Christians and the Sabians, and who believe in 
Allah and the last day, and work righteousness, shall have their reward with 
their Lord ; on them shall be no fear, nor shall they grieve. 
The replacement of word to phrase is signaled by substituting a 
word by a phrase that has the same referent.  Here the word  guidance is 
substituted by the phrase true direction in (21), Allah by  their Lord in 
(22), and (23). This replacement is co-referential due to the same referent 
they have respectively. 
Replacement of phrase by  word 
In this type of replacement,  a  phrase is substituted by a  lower 
level, namely a word as can be seen on the examples below. 
(24) 35. We said: 
"O Adam! Dwell thou and thy wife in the Garden , and eat of the bountiful 
things Therein as (where and when) ye will, but approach not this tree, or ye run 
into harm and transgression." 
(25) 58. And remember We said:"Enter this town, and eat of the plenty 
Therein as ye wish; but enter the gate with humility, in posture and in words, 
and We shall forgive you your faults and increase of (the portion of) those who 
do good." 
(26) 74. Thenceforth were your hearts hardened; Became they like rock and 
even worse in hardness. For Among rocks there are some from the which rivers 
gush forth; others there are the which when split asunder send forth water; and 
others roommates sink for fear of Allah. And Allah is not unmindful of what 
ye do. 
The replacement occurs when the phrase the garden is substituted 
by the word Therein in (24), the phrase  this town by the word Therein in 
(25) and the phrases your hearts with the word rock in (26). The 
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replacement is co-referential due to the same referents they have 
respectively.  
Replacement of phrase by phrase 
In this type of  replacement,  a phrase is substituted by a different 
phrase, but with the same referent. Take a look at the following data. 
(27) 36. Then did Satan of the make them slip from the (garden), and get them 
out of the state (of felicity) in the which they had been. We said: "Get ye down, 
all (ye people), with enmity between yourselves. On earth will be your dwelling 
place and your means of livelihood for a time. " 
(28) 69. They said: "Beseech on our behalf thy Lord to the the make plain to 
us her color ." He said: "He says, a fawn-colored heifer , pure and rich in tone, 
the Admiration of beholders!" 
(29) 177. It is not righteousness that ye turn your faces toward the East or 
West; but it is righteousness to believe in Allah and the Last Day, and the 
Angels, and the Book, and the Messengers; to spend of your substance, out of 
love for Him, for your kin, for orphans, for the needy, for the wayfarer, for those 
who ask, and for the ransom of slaves; to Be Steadfast in prayer, and practice 
regular charity; to fulfill the contracts the which ye have made; and to be firm 
and patient, in pain (or Suffering) and adversity, and throughout all periods of 
panic. Such are the people of truth , the God-fearing. 
The replacement occurs when the phrase on earth is substituted by 
the phrase your dwelling place in (27) ,  the phrase her color by the phrase 
a fawn-colored heifer in (28) and the phrase the people of truth by the 
phrase the God-fearing in (29).  The replacements are  co-referential since 




Replacement of clause by word 
In this type of replacement,  a clause as a discourse element is 
substituted by a lower level element, namely a word  as can be seen on the 
following example. 
(30) 22. Who has made the earth your couch , and the heaven your canopy; 
and sent down rain from the heavens; and brought forth therewith fruits for your 
sustenance; then set not up rivals unto Allah when ye know (the truth). 
In data (30), the replacement is characterized by substituting the clause 
Who has made the earth your couch with the word  Allah  that has the 
same referent. Therefore, both are co-referential. 
Substitution of I by  Me 
This type of substitution is characterized by the replacement of 
pronoun I by pronoun me. Give a notice to the following example. 
(31) 41. And believe in what I reveal, confirming the revelation which is with 
you, and be not the first to reject faith Therein, nor sell My Signs for a small 
price: and fear Me , and Me alone. 




The substitution occurs when pronoun I is substituted by pronoun me. 
Both are co-referential due to the same referent they  have. 
Substitution by they, them, themselves 
This substitution is characterized by replacing elements of the 
discourse with  pronouns they, them, themselves as illustrated by the 
bottom line. 
(32) 155. Who believe in the Unseen , are Steadfast in prayer, and spend out 
of  what We have Provided for them . 
(33) 67. As to review those who reject Faith , it is the same to them Whether 
thou warn them or do not warn them; they will not believe. 
(34) 174. Those who conceal God's Revelations in the Book , and purchase for 
them a miserable profit, they swallow into Themselves naught but Fire; Allah 
will not address them on the Day of Resurrection, nor purify them; Grievous 
their penalty will be. 
The substitution is signaled by  replacing Who believe in the Unseen  with  
them in (32), those who reject Faith with   they  in (33), and Those who 
conceal God's Revelations in the Book  with Themselves in (34). The 
replacements make the discourses co-referential due to the same referents 
the elements have respectively.   
Substitution by He and Him 
This type of substitution is characterized by the replacement of the 
element of the sentence by the pronouns He and Him as shown on the 
following examples. 
(35) 20. The lightning all but snatches away their sight; every time the light 
(helps) them, they walk Therein, and when the darkness grows on them, they 
stand still. And if Allah willed, He could take away their faculty of hearing 
and seeing; for Allah hath power over all things. 
(36) 28. How can ye reject the faith in Allah ? Seeing that ye were without life, 
and He Gave you life; then will He cause you to die, and will again bring you 
to life; and again to Him will ye return. 
(37) 137. So if they believe as ye believe, they are indeed on the right path; but 
if they turn back, it is they who are in Schism; but Allah will suffice thee as 
against them, and He is the All-Hearing, the All-Knowing. 
The substitution is signaled by  replacing Allah with  He in (35), with   
Him  in (36), and  with He in (37). The replacement make the discourses 
co-referential due to the same referents the elements have respectively. 
Substitution by We 
This type of substitution is characterized by the replacement of the 
elements of the discourse by pronoun We as illustrated below. 
(38) 66. So We made it an example to their own time, and to reviews their 
posterity, and a lesson to review those who fear Allah. 
(39) 73. So We said: "Strike the (body) with a piece of the (heifer)." Thus 
Spake Allah bringeth the dead to life and showeth you His Signs, perchance ye 
may understand. 
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(40) 143. Thus Spake have We made of you an Ummah justly balanced, that 
ye might be witnesses over the nations, and the Messenger a witness over 
yourselves; and We appointed the Qiblah to the the which thou wast used, only 
to test those who Followed the Messenger from those who would turn on their 
heels (from the faith). Indeed it was (a change) momentous, except to those 
guided by Allah. And never would Allah Make your faith of no effect. For 
Allah is to all people most surely full of kindness, Most Merciful. 
The substitution is identified by  replacing Allah  with  We in (38-40). The 
replacements make the discourses co-referential due to the same referents 
the elements have respectively.   
Substitution by It 
This substitution is characterized by the replacement of the 
elements of the discourse by pronoun It as shown on the following 
examples. 
(41) 12. Of a surety, they are the ones who make mischief , but they realize it  
not. 
(42) 17. Their Similitude is that of a man who kindled a fire ; when it lighted 
all around him, Allah took away their light and left them in utter darkness, so 
they could not see. 
(43) 19. Or (another Similitude) is that of a rain-laden cloud from the sky; in 
it are zones of darkness, and thunder and lightning, they press their fingers in 
their ears to keep out the stunning thunder-clap, the while they are in terror of 
death. But Allah is ever round the rejecters of Faith! 
The substitution is signaled by  replacing mischief  with  It in (41), a fire  
with  it   in (42), and a rain-laden cloud  with it in (43). The replacements 
make the discourses co-referential due to the same referents the elements 
have respectively.   
Substitution by This , That and Those 
This substitution is characterized by the replacement of the 
elements of the discourse by the demonstrative pronouns this and that.  
(44) 79. Then Woe to those who write the Book with their own hands and then 
say: " This is from Allah," to traffic with it for a miserable price! Woe to them 
for what their hands do write, and for the gain they make thereby. 
(45) 215. They ask thee what they should spend (in charity). Say: Whatever ye 
spend that is good , is for parents and Kindred and orphans and those in want 
and for Wayfarers. And whatever ye do that , Allah knoweth it well. 
The substitution is signaled by  replacing the Book  with  this in (44), and 
Whatever ye spend that is good  with that in (45). The replacements make 
the discourses co-referential due to the same referents the elements have 
respectively.   
Substitution by You  
This substitution is characterized by the replacement of the 
elements of the discourse by pronoun You. Give notice to the following 
example. 




(46) 40. O children of Israel ! Call to mind the (special) favor which I bestowed 
upon you ,and fulfill your covenant with Me as I fulfill My covenant with you 
and fear none but Me. 
The substitution is signaled by  replacing O children of Israel   with  you  
in (46). The replacement makes the discourse co-referential due to the 
same referent the element has.   
 
3. Relationship types of Co-referential devices in the Quran 
Anaphoric Relationship 
Anaphoric relationship is the relationship between elements 
referring to antecedents. The latter element has  the same referent as the 
previous one. Data containing anaphoric relationship are 108 of 122 or 
88.52%. Here are the examples of anaphoric relationship in the Quran. 
(47) 17. Their Similitude is that of a man who kindled a fire ; when it lighted 
all around him, Allah took away review their light and left them in utter 
darkness, so they could not see. 
(48) 33. He said: "O Adam ! Tell Them their natures." When he had of tell 
them, Allah said: 
 "Did I not tell you that I know the secrets of heaven and earth, and I know 
what ye reveal and what ye conceal?" 
 (49) 198. It is no crime in you if ye seek of the bounty of your Lord (during 
Pilgrimage). Then when ye pour down from (Mount) Arafat, celebrate the 
Praises of Allah at the Sacred Monument, and celebrate His Praises as He has 
directed you, even though, before this, ye went astray. 
From the above data,  it is known that the anaphoric relationship occurs 
as pronoun It refers  to a fire in (47), he  to Adam in  (48) and He to Allah 
in (49). 
Cataphoric relationship 
Cataphoric relationship is the relationship between elements in the 
discourse referring to  the antecedent. The prior element has  the same 
referent as the latter element. There are 14 data containing cataphoric 
relationship of  122 research data or 11.47%. Here are the examples. 
(50)  5. They are on (true) guidance, from their Lord, and it is  these who will 
prosper . 
 (51) 23. And if ye are in doubt as to what We have revealed from time to time 
to Our servant, then produce a Sura like thereunto; and call your Witnesses or 
helpers (if there are any) besides Allah , if your (doubts) are true. 
(52)  137. So if they believe as ye believe, they are indeed on the right path; but 
if they turn back, it is they who are in Schism; but Allah will suffice thee as 
against them, and He is the All-Hearing, the All-Knowing. 
From the above data, it is known that the cataphoric relationship is 
indicated by the use of pronoun they referring to These who will prosper 
in (50), We to Allah  in (51) and He to  the All-Hearing, the All -Knowing 
in (52). 
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Based on data analysis, the  researcher can make conclusions  as 
follows. 
1. Co-reference types in the Quran  include repetition, replacement, 
substitution and deletion. Substitution places the highest  rank of 
occurrence  with 62 data (50.81%), then consecutively  deletion with 
30 data (24.59%), the replacement with 22 (18.03%), and the repetition 
with 8 data (6.55%). 
2. Co-referential devices found in the Quran are: repetition of words, 
phrases;  replacement of  word by word, phrase by phrase, word by 
phrase, phrase by word, and clauses by word. Substitution is marked 
with pronouns It, Them, they, we, he, you, him, I, me, we, her, thou, 
you, ye, this, that and those.  
3. The relationship types of co-referential devices in the Quran are 
anaphoric and cataphoric. There are 108  of 122 research data or 
88.52% categorized as anaphoric .  Meanwhile  the rest of the data,  
four of 122 data  or 11,47% categorized as cataphoric.  
 
Suggestion 
Things that need to be studied further in the future studies, 
especially related to the English interpretation of Quran are focusing on 
word class co-reference, displacement of word class in lexical replacement, 
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Abstract:    The advance technology of the internet and the social media are now a 
part of contemporary Muslims‟ life style, while the Qur‟an and its 
translation subsequently are becoming a common phenomenon in social 
media. The phenomena of the Qur‟an in the social media in this paper 
will not be studied as the social and liturgical practices, but as a study of 
exegesis. Within that perspective, the inquiry addresses two points: 
various ways people use Qur‟an related material in their Facebook 
accounts and the effect produced. The paper suggests that digital 
hermeneutics inherits the idea of historical awareness of modernist since 
Muhammad Abduh but reduces its aim to achieve a holistic meaning of 
the Qur‟an. Inspired from the interpretive classification of Abdullah 
Saeed (textualist, semi-textualist, and contextualist), the paper argues 
that the digital hermeneutics forms a new way of textualist which relies 
not on the Qur‟an itself but on the translation. The digital hermeneutics 
also marks the democratization of participation on commentaries and 
reveals the rise of semantic function of the Qur‟an, that people 
hermeneutically equalize translation to the Qur‟an.  
 





The integration of the Qur‘an with technology is axioms within its 
history. The Qur‘an is written, compiled, codified, published, recorded 
either in audio or video, and finally nowadays is uploaded and freely 
accessed through internet. It is fair enough to say that the Qur‘an has 
always been taken a step forward with every improvement of the 
technology. On the other hand, the Qur‘an also forms the way Muslim 
live. Both the Qur‘an and Muslims has the reciprocal relation. Every step 
of the development of the Qur‘an influences the way Muslims live. Brett 
Wilson (2014) reveals that Qur‘an printing put it into transition from the 
exclusive book to the ubiquitous one as well as created new intellectuals in 
the pre-modern Turkish history. Audio and video tapings change the 
pedagogy of the Qur‘an as Abu Zayd (2006) says, ―there is no need to 




attend the sessions of an expert shaykh or qāri‘ in order to learn tajwīd‖, 
and ―qur‘anic recitation may be experienced through listening to a tape or 
compact disk‖. An ethnographical research by Anna M. Gade (2004) 
reveals that through call-in radio broadcasts, Muslims can express their 
piety as well as enjoy pedagogy about recitation of the Qur‘an in beautiful 
melody. 
This paper talks about the phenomenon in which the Qur‘an is put 
in the social media technology along with the effect it makes to the 
Qur‘an. With reasons to be mentioned below, social media here is limited 
to Facebook. I argue that social media has taken the Qur‘an and its 
exegesis into a new distinctive fashion; it marks the rise of semantical 
function of the Qur‘an, the democratization of participation in 
commentary that everyone either man or woman can express their own 
understanding of the Qur‘an, and the new way of textualist readings 
relying their understandings on the translation. 
The relevancies of this enquiry are: firstly, the interactions of 
Muslim with the Qur‘an are mostly studied within anthropology or 
ethnology, such as Anna M. Gade (2004), Anne K. Rasmussen (2010), 
William Graham (2001), Ahmad Rafiq (2014), to mention some. The same 
happen with regard to Muslims interaction to the Qur‘an in social media. 
To my knowledge, Martin Slama, a researcher in Institute for Social 
Anthropology in Austrian Academy of Sciences is doing his research 
related to Qur‘an in social media and yet to publish it in January next year. 
While anthropology is one of the approaches in studying this phenomena, 
an exegesis approach is another relevant way because the basic interaction 
of Muslims with the Qur‘an in social media is mostly hermeneutical. They 
deliver their understanding about some part of the Qur‘an and relate it to 
their own experiences.  
On the other hand, studies on hermeneutical works of the Qur‘an 
so far have not yet taken the phenomena of social media and the Qur‘an 
into account. What interest most scholars in this field are to study 
theoretical and methodological problems in interpreting the Qur‘an in 
contemporary period or to examine some commentators; examples of 
both are vast, and it is going without saying. It is also worth mentioning, 
there are studies dealing with popular literatures such as Howard 
Federspiel, Islah Gusmian (2013), and M. Nurdin Zuhri (2014). While 
these studies work mostly in published commentaries, the social media 
proposes a different medium for the Qur‘an commentaries. There is the 
tendency that the current inquiries on exegesis boundaries will leave aside 
lay commentary because it based on the generic term of fassara (to 
explain) which implies to the unlimited material (Pink & Görke, 2014). In 
this paper, I argue that the Qur‘an, its translation and interpretation, have 
been the common phenomena in Muslims‘ social media accounts 
nowadays, for which it needs a scholarly attention. 
Proceeding of the 16
th
 Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 
 
67 
My approach on the matter is addressing two points. Firslty, how are the 
various ways of people using social media with the Qur‘an, its translation, 
and commentary involved? Through this first point, I describe the various 
forms of people in their social media with regard to the Qur‘an and its 
translation based on the possible classification. The outcome is the forms 
of digital hermeneutics. The second question will be what does that mean 
to contemporary Qur‘an and exegesis. Through this question, the paper 
takes those forms to see the current form of the Qur‘an commentaries. 
 
B. Source and Method 
Sahiron Syamsuddin (2009) explains that hermeneutics has four 
levels of meaning. The meaning used in this paper is hermeneutics as 
―activity‖ (hermeneuse), a similar meaning to fassara to some extent. 
Therefore, digital hermeneutics is a hermeneutical activity done by people 
in digital life. This paper assumes that what people write in their social 
media is what they are doing; social media is an activity. That is because 
what people is doing in social media is the transformation of what they are 
doing in real life. They write threads as they talk, people appreciate it with 
likes, and they have interaction with comments. We are now witnessing 
that people use their social media for various contents and topics, and 
Qur‘an related material is not an exception. As much as Muslims live with 
the Qur‘an, they are now live with social media as well. Unsurprisingly 
both, social media and the Qur‘an are now integrated. 
This paper only deals with the Qur‘an and its translation in 
Indonesian social media. As far as social media is concerned, the Qur‘anic 
exegesis in its broadest meanings will also be considered here; that is any 
hermeneutical reception to Qur‘anic verses. Even though defining the 
boundaries of exegesis is challenging (Pink & Görke, 2014), the existence 
of hermeneutical reception in social media is worth considering. This 
study will take reflections, captions, or commentaries social media users 
write down in their accounts in which the Qur‘an and/or its translations 
are concerned. By Qur‘an and its translation, I limit them to those which 
are in textual form. This includes original threads written by Facebook 
users, what they quote or share, and the pictures with textual Qur‘an and 
translation materials. Accordingly, this study will exclude all audio and 
video Fb postings. If a particular user posts or shares an audio or video 
containing Qur‘an and translation materials, I will only take his/her textual 
caption related to what he/she posts. The social media referred here, as 
the paper is a preliminary inquiry for researching Qur‘an-related-material 
in social media and as the consequences of the material limitation only to 
textual form, I limit it to Facebook. The reason for this preference is 
because Facebook gives more space for people to elaborate their thought 
in textual form. While other social media platforms may have different 
basic features, such as Instagram with pictures, twitter with the very short 




texts, YouTube with video‘s, etc. Another important limitation applies 
here is that I only look at the personal Facebook accounts. It excludes 
impersonal accounts such as official Facebook pages/accounts of certain 
mass organizations, online medias, communities, or other public pages. 
One issue rising here is how to judge whether one particular account uses 
a true identity or not. For that matter, I only look at the accounts with a 
relatively complete basic information about its users and has no indication 
of a fake identity such as the ‗to-be-sold‘ account. It is also worth 
clarifying that I can only access accounts of my friends and other non-
friends‘ accounts which is opened for public readers. 
I screen-captured all threads containing Qur‘an or/and its 
translation I randomly found. Afterwards, I analyzed text features and 
figured out its distinctions. Then I made a classification for the sake of 
description and analysis. The classification is based on three aspects. 
Firstly, it bases on who post the threads. Those referred to this 
classification are (1) Popular figures with religious education background 
and (2) lay Muslims; common people. The second classification bases on 
the way the threads were written. This includes (1) ‗original threads‘ which 
means that he/she quotes the Qur‘anic text and/or its translation, writes 
and posts his/her own personal impression, reflection, or interpretation, 
and/or (2) shares and comments of threads written by other users. The 
third classification relates to their hermeneutical form. The form would be 
one or more out of five possibilities: (1) Qur‘anic text, (2) its translation, 
(3) interpretation, (4) Qur‘anic text along with one or both translation and 
interpretation, and (5) translation along with interpretation. 
   
C. Translation, Tarjamah, Tafsīr 
C.J. Catford (1965) defines translation as ‗the replacement of textual 
material in one language (source language) by equivalent textual material in 
another language (target language)‘. In a relatively the same sense, Eugene 
A. Nida and Charles R. Taber (1982) define translation as ‗reproducing in 
the receptor language the closest natural equivalent of the source-language 
message, first in terms of meaning and secondly in terms of style‘.  Both 
definition emphasize equivalence as an important feature of translation. 
Another important feature, particularly for this study, is Catford‘s 
definition which regards the translation as the act of replacement. In this 
sense, equivalence does not only imply to a consideration that a translated 
text is an ‗other edition‘ of the text in different language, but as the edition 
which is as meaningful as the original, because of which it could be the 
replacement. 
The most common understood Arabic term for translation in 
English is tarjamah. In fact, tarjamah has broader meanings. It, first of all, 
means naql al-kalām min lughatin ilā ukhrā (transferring particular text 
from a language to different language). However, it also has the meaning 
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of interpreting, writing a biography, and explaining (Ali & Muhdlor, p. 
456) (al-Manzur, pp. 78-79). Tarjamah, then, has inter-related meaning to 
other terms in Arabic: sharaḥa (to explain) and fassara (to interpret). These 
inter-relation concepts raise problem in ‗Ulūm al-Qur‘ān (the science of 
the Qur‘an). First of all, because tafsīr has its own concept. Secondly, 
‗Ulūm al-Qur‘ān has a particular dogmatic concept, namely inimitability of 
the Qur‘an (I‘jāz al-Qur‘ān); one of the derivation of this concept is 
untranslatability of the Qur‘an. Historical fact makes it more complicated; 
despite there is such untranslatability concern, the Qur‘an has been 
translated throughout the history of the Qur‘an. 
Muslim‘s biggest concern about translation is the replacement 
feature. It is only a minority of jurists who allow Muslims to read 
translated Quran in their prayer. While the vast majority of them consider 
the translation will never be equal to the Qur‘an, and therefore the feature 
of replacement is not applied here. In its contemporary debate, Rashid 
Riḍa, insists that a translation is just the manifestation of a translator‘s 
understanding about the Qur‘an, not the Qur‘an itself (Ichwan, 2001). 
Riḍa‘s theory is not a peculiar one, as it has also been said by many 
scholars. Manna‘ Khalīl al-Qaṭṭān (1973), Abd al-‗Aẓīm al-Zarqāni (1996), 
and Muḥammad Ḥusain al-Dhahabi (2004), all are Aẓhar‘s scholars, have a 
relatively same theory about Qur‘an translation. It is from this theory that 
we can see the inter-relatedness of tarjamah (translation) and tafsīr 
(interpretation). In fact, after analyzing the potentiality of translation of 
committing mistakes, al-Qaṭṭān suggest to translate the interpretation 
(tafsīr) instead of the Qur‘an itself. 
  
D. Qur‟an and Its Translation in Facebook: Who and How 
The aim of this chapter is to describe the various ways people use 
their Facebook account with the Qur‘an, its interpretation, or commentary 
involved.  I use the aforementioned classification, and represent the 
examples of the classification. I will begin with an overview on Qur‘an 
materials used in popular figures‘ Facebook accounts and followed by lay 
Muslims. What obvious is that not many Qur‘anic commentary authors 
uses their Facebook, if they have any, to publish their commentaries on 
the Qur‘an. Quraish Shihab, for example, as one of the leading and most 
popular living Qur‘anic commentator in Indonesia, indeed has a Facebook 
or a Fan Page account, but these accounts does not directly write about 
the Qur‘an. For this reason, my selection will introduce the other popular 
names; each of them represents a distinctive attitude in taking the Qur‘an, 
translation, and commentary into their Facebook accounts. They are 
Salman Harun, Buya Gusrizal Gazahar, and Irena Handono. While for 
general lay Muslims, I present various examples from numbers Facebook 
users with different attitudes with regard to Qur‘an materials in social 
media. 




Salman Harun is one of the active Facebook users who writes 
threads in his Facebook with high quantity of Qur‘anic contents. He is a 
professor of Exegesis Studies in Syarif Hidayatullah State Islamic 
University Jakarta. He regularly writes his commentary of the Qur‘an; 
typically one thread daily. To keep his threads short, he only explains the 
meaning of one verse per thread and two or more verses when possible. 
The latest one, up to the time this paper is written, he explains Q.89 (al-
Fajr) since June 24th, 2016 separated in numbers of threads. He seems 
really devotes his Facebook account for Qur‘anic commentary. Back in 
August 1st, 2009, in his very first threads, he wrote ―Saya senang menafsir 
Al-Qur'an. Lihat Salman Harun Institute Geogle Blog Spot. Com (sic.). 
Dan saya suka ceramah. Dengar RRI Jakarta Pro 1 frekuensi 91.2 setiap 
pukul 5.15 pagi. Wasalam.‖ In the beginning, he did it in his web page, 
namely Salman Harun Institute (Harun, 2009). In this webpage, he has 
fifty-five articles. Until mid 2013, he used his Facebook to share what he 
has written in his webpage. He wrote very briefly on the chosen topic and 
suggested to refer directly to his webpage. His attention to webpage has 
shifted to Facebook since 2013, that he no longer posts articles in 
webpage but writes the whole things in his Facebook instead. He only 
posted two articles in 2013 in the webpage. 
Despite he started to use Facebook since August 2009, based on his 
first thread, Salman Harun was only an active Facebook user after May 
2013. He was just a regular Facebook user at that time; he would write 
about anything besides Qur‘an related material. He mostly wrote about 
proverbs, wise words, or life reflections. It was since June 2013, he 
appeared to intensify his writings with prophetic traditions and the Qur‘an 
commentaries. His selection of verses seems to be random at some cases 
and/or as the responses to actual issues at hand. For example, he wrote 
some examinations of sermons delivered in Jum‘ah prayer. In July 2013 he 
wrote many times about moon-sighting (ru‘yat al-hilāl) and the other 
Ramadhan-related verses. In this case, the compilation of his threads in 
this period seems to be the separated into several pieces of a thematic 
commentary of the Qur‘an. In September 2013, with help of his student, 
he created Fan Page account. He also upgraded his webpage to 
salmanharun.com. This Fan Page is likely managed by the same person as 
who operates his webpage. It works similarly with the earlier version of his 
Facebook account; to share what is new in his webpage. As his previous 
webpage, this new one is necessarily better yet not intensively updates its 
contents.  
The second user to present here is Buya Gusrizal Gazahar. He is 
the renowned ulama and the chief of Indonesian Ulama Council (Majelis 
Ulama Indonesia/MUI) of Sumatera Barat. The term of ‗Buya‘ is used to 
refer to an ulama, similar to Buya Hamka (the author of Tafsīr al-Azhar 
and the first chief of MUI) or Buya Syafi‘i Ma‘arif (the leading figure of 
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Muhammadiyah). He is an active preacher all around Sumatera Barat in 
daily basis. He built a surau in which he is the Imam and the teacher. With 
his surau, he campaigns for Gerakan Ulama Baliak Basurau (the ulama 
back to surau movement). It is the movement to reproduce the 
reformation of Islamic education in West Sumatera before the Paderi 
movement (XIX century), when a certain ulama was based on one 
particular surau. He is an active Facebook user as he regularly writes 
things, answers the comments, also shares some links captioned with his 
own thoughts. As he is an ulama, it is well understood that he often 
quotes, translates, and interprets the Qur‘an in his daily activity and in his 
Facebook account. He shares the audios of his sermons. He also writes his 
religious thoughts and advises. He quotes the Qur‘an, its translation, and 
gives some explanation for his followers. The topics mostly are about his 
concerns about people‘s socio-religious life. He is also responsive to many 
actual issues.  
The third figure selected here is Irena Handono. She was formerly a 
pastor who converted to Islam and now is a muballighah (woman 
preacher) and devotes herself to be the guide for the newly convert 
people. Her conversion was a big controversy and the story was spread 
widely in internet and is still republished until recently (Ningrum, 2016). 
She founded a pesantren and preaches regularly in several mosques. She is 
also an active Facebook user. She posts things on daily basis. As a 
preacher, she gives religious advice completed the Qur‘an and prophetic 
traditions involved. As a convert, she concerns much about inter-religious 
issues, particularly between Islam and Christianity. Her approach is an 
apologetic one. She is also responsive to much discussed discourse in 
Indonesia such as terrorism, woman and Islam, political Islam, etc. 
Her conversion story reveals that she learned Islam through Qur‘an 
translation. She admitted that she did not even know from which direction 
the Qur‘an is supposed to be read, left or right. Based on her experience, 
on her thread in July 9th, 2016, she wrote her opinion about how Muslim 
can learn from the Qur‘an. As the first ever command revealed to 
Muhammad is to read (iqra‘), the way to regain life under the light of 
Islam is then by reading the Qur‘an. She suggests Muslim to read the 
Qur‘an through three steps. The first step is to recite the Qur‘an. This 
necessarily refers to the act of reciting the Qur‘an as the expression of 
piety and devotion. The next step is to read its translation. It is interesting 
that she limits it to Qur‘an translation (artinya), not explanation or 
commentary (tafsirnya). Her final step is to practice the Qur‘an in daily 
experiences. In this particular thread, she expresses her concern about 
how people only recite the Qur‘an without further trying to understand its 
translation and to experience it in life. 
Our three figures have no other way except following the way 
Facebook works; write what is on their mind. They are the active and free 




actors here. Mostly they write what they are thinking and integrate it with 
the Qur‘an translation with or without its actual text. When they write 
about some social and political issues, they relate it to the Qur‘an. Often 
times, particularly for Irena Handono, that she only writes translation of 
the Qur‘an without any explanation. Their threads will get likes, shares, 
and comments. Facebook comment feature generates interaction. In this 
case, people are keen enough to be involved in the interaction. Many say 
thanks as they feel thankful for the valuable advices or religious reminders 
given, the others express their approval, or just ask permission to share 
the threads. Some others ask question, and generally our three figures 
reply it. The answer might appear in the reply following the comments, or 
in a new specific thread if they feel the question is relevant for broader 
readers. 
In its hermeneutical form, the three accounts highlight two 
common types of how Muslims use their social media with regards to the 
Qur‘an or its translation. Irene Handono provides the translation of the 
Qur‘an without its Arabic text. Following her Facebook posts, it is evident 
that this is her typical way to interact with the Qur‘an in social media. She 
does not indicate which translation she quotes. In many cases, she likely 
uses Al-Quran dan Terjemahnya of Kementrian Agama. In some cases, 
her translations are not identical to Al-Quran dan Terjemahnya with 
minor differences. Like in picture one, she seems to quote translation of 
Q7.178 from Al-Quran dan Terjemahnya of Kemenag, however the 
original translation does not have the brackets ―(dalam semua kebaikan 
dunia dan akhirat)‖ which she writes. I do not know where she refers to 
for the text in brackets as well as I have little information about her 
mastery in Arabic. 
Unlike the particular example illustrated in picture one, Irena 
Handono does quote a Qur‘an translation along with her own 
interpretation. They are the very brief commentaries. In her 
commentaries, she does not provide an analysis of particular words in the 
chosen verse. Nor does she quote to authoritative commentators 
(mufassirūn) in Islamic scholarship traditions. It seems that she is 
comfortable to independently gives her own opinion about the verse. 
Picture two shows how she advises people to come to the guidance of 
Allah and leave behind the belief of trinity. Here we see her concern about 
an inter-religious case determines her choices of verses to be quoted and 
commented.  
Unlike Irena Handono, our two other figures write the Arabic text 
of the Qur‘an along with its translation. Buya Gusrizal Gazahar, with his 
intellectual authority and mastery in Arabic, should have translated the 
verses by himself; somehow surprisingly he has not. Although he does not 
indicate it, the similarities between the translation written in his Facebook 
account and Al-Quran dan Terjemahnya of Ministry of Religions reveals 
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this fact. He consistently writes down the Arabic verse followed by its 
translation. On the other hand, Salman Harun experienced the evolution 
in the way he quotes the Qur‘an. At the early days of his digital activity, he 
wrote down his message and indicated the number of surahs and verses to 
inform that what he wrote was inspired by a particular verse of the 
Qur‘an. Here he did not write neither the actual Arabic text of the Qur‘an 
nor its translation. At some point, he then wrote its translation. He seems 
personally translate the Qur‘an verses as it does not resemble any 
translation available in Indonesia. There is a thread where he asked his 
friends how to install the Arabic typescript, and further typed the Arabic 
text of the Qur‘an. 
As social media is used freely by public, it is not just popular figures 
or intellectuals who use Facebook with the Qur‘anic contents in their 
posts. When it comes to lay Muslims, their digital activities with regard to 
the Qur‘an are even more interesting. The common forms of how people 
interact with the Qur‘an and its translation in social media are sharing, 
liking, and commenting. The most shared, liked, and commented threads 
usually come from public figures. Irena Handono‘s account, for example, 
typically get more than one thousand likes. Buya Gusrizal Gazahar‘s 
account might not get as many likes as Irena Handono‘s, but he has the 
actual interactions with his audiences; some random accounts ask him a 
question and he responses it. Different from Irena Handono and Buya 
Gusrizal Gazahar, Salman Harun does not have as much interaction as the 
previous figures. His likes, shares, and comments are by far below both 
accounts.  
As much as people are keen to like, share, or comment on public 
figure‘s post, they also give their own original commentary. Picture five is 
an example of how one random account post a picture of a Qur‘anic verse 
and its translation along with her reflection on it. We do not have a clue 
about anything else other than what is written in her thread; no indication 
of the context or why she chooses this verse as it might be personal. 
Picture six and seven show two users explicitly write down their motive of 
quoting a Qur‘anic verse in their Facebook account. They are it quite clear 
that he does it with particular purposes, that is to response to the actual 
discourses everybody is talking about. They believe that, quoting the 
Qur‘an and its translation can give provisions to people on how to deal 
with the social and political problem.  
One particular account represents the interesting phenomenon; the 
Qur‘an translation is used for self-branding. It is the account of a person 
who is in the middle of preaching TV competition, namely Akademi Sahur 
Indonesia. He is one step away from being nominated for the national 
level which will be held in Ramadhan in 2016. The way the competition 
works is similar to The Voice or Indonesian Idol; the winner will finally be 
selected by people, measured by their votes through sms votes. It is a 




common feature in this kind of competition, that participants attempt to 
persuade as many supporters as possible through social media campaigns. 
As this is a competition of so-called mastery in preaching in which 
people‘s perception of participants‘ knowledge on Islam and on the 
Qur‘an is the most important matter, they will represent themselves as 
knowledgeable through their social media content filled with Islamic or 
Qur‘anic-related materials. 
I would suggest these phenomena as the new forms of popularising 
commentary in term of the exegesis form and edification commentary in 
term of the aim of exegesis. Johanna Pink identifies popularising 
commentaries as the published commentaries in mass-media, from which 
the exegesis gains its journalistic form. The characteristics of this exegesis 
according to Pink is that they are intended to give a direct impression for a 
broader readership. ―They are‖, Pink (2010) says, ―closer to a sermon than 
to a detailed explanation of the meaning of particular aya. Pink‘s 
description perfectly matches to our three figures above. They chose a 
popular medium to deliver their explanation of the Qur‘an; the novelty is 
that now it takes a more popular medium than mass media. To do so, they 
provide commentaries in the simples and straightest forward language, 
without employing a sophisticated analysis on particular words or verses 
in order to make public understand the message. 
Description on their methods will provide another argument to 
classify them into the popularising commentary. Attention will be directed 
to their verse selection which are necessarily random. Their commentaries 
do not match to one of four classification presented by Abd al-Ḥayy al-
Farmawi; tafsīr taḥlīli (musalsal), mawḍū’i, muqāran, or ijmāli. What they 
do is seeing what happens in the real life, assess it, search in the Qur‘an 
the relevant verses, and post it on their Facebook accounts. For that 
matter, we could see them quoting some verses from different surah in 
one single thread. The hermeneutical direction is therefore coming from 
reality to the text; termed as ―subjective paradigm‖ by Islah Gusmian 
(2013). This method marks the continuation of the modern paradigm of 
Qur‘anic commentary in which the interpreters emphasize the relevance 
of the interpretation and the needs of Muslims‘ life. Here we are seeing 
the consistent influence of Muhammad Abduh who criticizes some of the 
approaches of traditional tafsīr which mostly are based on philological 
exercises which distances Muslim from God‘s guidance (Saeed, 2005). 
There is an exception. Buya Gusrizal Gazahar, on some occasions 
gives his commentary in a relatively more structured method. He picks 
one surah, or some part of it, and gives his explanation. In one of his 
posts, he explains six verses of al-Muṭaffifīn; 1,2,3,7,8,9. Even though this 
might be the classical way to interpret the Qur‘an, there is the clear 
indication that he does it with a subjective paradigm; he sees the social 
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problem in reality, choses al-Muṭaffifīn, and gives his explanation. While 
Salman Harun experiences an evolution in his methods. He was just like 
Irena Handono and Buya Gusrizal Gazahar in his early digital activity. In 
2014, he spent more than 4 months to write a full commentary of surah 
Yūsuf in 53 separated threads, from the end of February to early July. This 
is the first time he posted threads where he wrote explanations on a full 
surah of the Qur‘an in sequential framework. Apart from this, what he did 
until April 2015 was more or less providing wise words or life advices with 
the Qur‘anic materials involved; not giving the explanation to the meaning 
of the Qur‘an nor the endeavor to analyze the meaning of certain verses. 
In April 2015, he repeated what he did to surah Yusuf; giving 
commentaries to a full verse of the Qur‘an in the separated threads. Even 
though he begins with al-Ikhlāṣ, it is apparent that he intends to begin 
explaining the Qur‘an in his Facebook from the last surah. It was obvious 
that from then on, his verses choices shifted from random and/or 
relevant verses to actual issues, to musalsal tafsīr in a reverse direction. He 
is consistent with this method; unlike in 2014, in Ramadhan 2015 he did 
not chose Ramadhan-related verses in his explanatory posts. 
The edification commentary is a commentary where an author 
provides his/her reflection on the verse instead of elaborating the 
scholarly analysis on the meaning of the verse. Classical commentary is 
used to be the later; the authors could explain the meaning of a particular 
word or verse in lengthy manner. They operate some common steps 
found in qawā’id al-tafsīr or ulūm al-Qur‘ān in their commentary 
activities. It is very common that they provide several possible ways to 
understand the meaning of each verses without being bothered to judge or 
indicate which of those are the preferable. However, in some later 
generation commentaries, such as al-Sha‘arawi and Hamka as listed by 
Pink (2010), the authors reflect on a particular interpretation. Our three 
figures just do so. They do not explain the sophisticated analysis and 
discussions on terminologies or phrases, instead they directly arrive with 
reflections and religious advises in their exegesis threads. They rarely 
indicate their references as well. Buya Gusrizal Gazahar and Salman 
Harun indicate their references sometimes. In one of their posts, for 
examples, Buya Gusrizal Gazahar refers to al-Qurṭubi while Salman Harun 
to Ibn Katsir. On the other hand, I do not find such a method is 
employed by Irena Handono. 
Their method choices are feasible. As the popularising and 
edification commentary, digital hermeneutics is arguably the most read 
commentary in Indonesia. Indonesia is one of the countries with most 
Facebook users in the world. In 2013, Ministry of Communication and 
Information (Kominfo) released a statistic that internet users in Indonesia 
are 63 millions people, and 95% of them use it for social media (Kominfo, 




2013). At the same time, Indonesia is ironically one of the country with 
the lowest reading rates. An article in The Jakarta Post quotes a recent 
study conducted by John Miller, president of Central Connecticut State 
University in New Britain, placing Indonesia as the second-lowest rank 
out of 61 measurable countries despite the lower illiteracy rates (Ribka, 
2016). The comparison between these two statistics implies that 
Indonesians use their literacy proficiency for social media activities. As far 
as the Qur‘an commentary is concerned, it leads to an assumption that 
Indonesians do not read the published commentaries from famous 
authors like Quraish Shihab or Hamka, instead they read it in their social 
media. The great number of appreciations (likes, shares, or comments) 
given to either Irena Handono, Buya Gusrizal Gazahar, and Salman 
Harun, justify this conclusion. 
  
E. The Rise of Semantic Function 
Inquiries about the distinctive character of contemporary exegesis 
take two elements of novelty: its contents as well as methods (Wielandt, 
2006). Abdullah Saeed traces it back to the criticism and the awareness to 
re-asses the tradition of Shah Wali Allah of India (d. 1762), Sayyid Ahmad 
Khan (d. 1898), and Muhammad Abduh (d. 1905), as they bridge the gap 
between reality and the Qur‘an commentary, while Abduh dismisses the 
emphasis on philological and rhetorical features of the Qur‘an. The 
answer comes not only in the practical commentary such as Abduh and 
Riḍa‘s al-Manār, but also in theoretical discussions about the new feasible 
methods of interpretation of the Qur‘an. With the rising awareness of the 
historical context, the aim of the modern exegesis is to answer the political 
and social needs through the holistic meaning of the Qur‘an. Amin al-
Khuli (d. 1966) develops a thematic approach emphasizing the relation 
between the text and its historical context as well as the relation of one 
part of the Qur‘an to the other part. Some prominent names such as 
‗Aisyah Abd al-Rahman bint al-Syati‘ (d. 1998), Abd al-Hayy al-Farmawi, 
Muhammad al-Ghazali (d. 1996), Sayyid Qutb (d. 1966), and Muhammad 
Husayn al-Tabataba‘i adopt or are influenced by Amin al-Khuli‘s method. 
While Fazlur Rahman (d. 1988) emphasizes the importance of relation 
between the text and its historical context and the contemporary context 
where the text is now being read (Saeed, 2005, pp. 3-4). It is than fair 
enough to say that this approach is the antitheses of musalsal tafsīr or 
tafsīr tahlili. The author in musalsal tafsīr has an interest to explain the 
meaning of the text. They opened the muṣḥaf, see the text, then analyze 
and explain the meaning of the text. There is only a shallow awareness 
about its socio-historical context. That is why they always do it following 
the canonical order of the text, from the first page to the last. A different 
way applies to the modern thematic approach. As the aim of this approach 
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is to seek the answer for political and social questions from the text, the 
authors come in to the text after seeing what happens in reality.  
Digital hermeneutics works under the influence of modern exegesis 
in a way, but it also reduces an important aspect of it at the same time. 
Our three figures as well as samples from lay people show their aim of 
quoting the text or translation and writing commentary on their Facebook 
account, that is to provide religious answer to real life problems. They face 
the problems and contested discourses such as issues on non-Muslim 
leader for majority Muslims community, LGBT, interreligious or inter-
madhhab problems, or moral crisis as manifested in the high number of 
crimes and robbery, etc. They are aware that the Qur‘an have verses 
relevant to these issues either directly or indirectly, and therefore it can 
provide the Islamic problem-solving through their Facebook accounts. 
They pick those verse, copy, and give a straight and simple explanation 
about the verse as well how it works to solve the problem. Even though 
they have the same awareness with Syah Wali Allah (d. 1762), Sayyid 
Ahmad Khan (d. 1898), and Muhammad Abduh (d. 1905) that an exegesis 
has to answer the social problems, they fail to seek and to provide a 
holistic meaning of the Qur‘an. This is because they do not employ the 
thematic method of interpretation which is one important element in 
modern exegesis. Their commentary is then shallow and reactive. While 
Salman Harun is an exception, as he is doing a reversed musalsal 
commentary. His commentaries do not match to the modern 
commentary, whether in its aim to bridge the reality and commentary or 
to gain a holistic meaning of the Qur‘an on a particular topic. What he 
does is a representation of the classical tafsīr in a popular and modern 
medium. 
Irena Handono is not the only female Facebook users who often 
interact with the Qur‘an and/or its translation in their accounts. Our 
examples from lay Muslims are consisted of both men and women. The 
existence of, and appreciation for, Irena Handono marks the equality of 
participation on Qur‘an commentary for woman. Qur‘an commentaries 
have been dominated by men in Islamic intellectual history. This fact 
applies not only for the classical commentaries, but also to the 
contemporaries; it is a coincident that all commentators Johanna Pink 
(2010) has in her article about contemporary exegesis in Arab world, 
Turkey, and Indonesia are men. In Indonesia alone, works reviewing 
literatures related to the Qur‘an only mention men authors. Howard 
Federspiel studies sixty books from the beginning of twentieth century up 
to 1987; all are written by men (Syafruddin, 1995). While Federspiel‘s 
work does not deal specifically to commentaries books, Islah Gusmian 
(2013) does something similar with this particularity for literatures 
between 1960-1990, while M. Nurdin Zuhdi (2014) does the same study 
for the next two decades, 1990-2010, and the authors reviewed are all men 




except one; Islah Gusmian put one dissertation about the Qur‘an written 
by woman author. This history does not seem to burden the existence of 
Irena Handono in the digital hermeneutics. Compared to the above 
figures, she even gets the most appreciation with likes, comments, and 
shares. This might be because she delivers the straightest message among 
the three figures or because she often deals with sensitive interreligious 
polemics in the context of Indonesia. Somehow, her being a woman and 
explain the Qur‘an does not seem to bother her audiences.  
While our three figures reflect the popularising and edification 
commentary in digital world, the examples from lay Muslims represent the 
democratization of exegesis. Our three figures have an awareness of 
holding a responsibility as ulama/ teachers of the ummah. As today more 
people read commentaries in social media instead of coming to mosques 
or reading the published commentary, many ulamas deliver their religious 
advices in social media to educate the mass. They write on their Facebook 
and give explanations based on their interpretations. Their audience like, 
share, and give comment on it. Accordingly, this is the kind of exegesis 
people recognize. With a minimum knowledge on Arabic as well as 
Islamic intellectual history particularly on exegesis and Ulūm al-Qur‘ān, 
digital hermeneutics might be one of few examples of commentaries 
people know. Assuming that exegesis practice is simply quoting the 
Qur‘an translation, with or without its Arabic text, and giving straight and 
simple reflection, people enjoy their freedom to write down their own 
opinion. Even without recognizing which Arabic words are translated into 
Indonesian, they are keen to give their own reflection to the Qur‘an. Here 
we see a shift from the elite commentaries to the lay one; so ubiquitous 
that people also use it for their personal interest. Social media brings tafsīr 
to the democratization of participation, whether from a renowned ulama 
to some random social media users. 
As much as digital hermeneutics is so popular today, it marks a shift 
in the authority of who produce the Qur‘an commentary. In early 
twentieth century period, Federspiel proves his hypothesis that Indonesian 
Qur‘anic literatures were well-known in Southeast Asia because the 
authors are the well educated person in Islamic disciplines (Syafruddin, 
1995). The different character between written literatures and social media 
in which digital commentary is written is the determining point in this 
shift. Unlike posting threads in social media, writing books needs long 
procedures and a high commitment. It passes some steps from preparing 
sources and draft, writing, editing, and publishing the text. While writing a 
book is usually intended to establish authors‘ academic reputation, posting 
a status in social media has no such burden. Notwithstanding this 
significant difference, what the authors of Qur‘anic literatures and social 
media users with regard to the Qur‘an is the same: writing the text along 
with its translation and giving commentaries. 
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People‘s confidence to write down their own reflection and 
understanding about the Qur‘an in their social media might have to do 
with the high numbers of Qur‘an translation in Indonesia. Peter G. 
Riddell (2009) says that there has been an enthusiasm to translate the 
Qur‘an into Bahasa Indonesia since the early twentieth century, pioneered 
by several figures such as H.O.S. Tjokroaminoto, Ahmad Hasan, Mahmud 
Yunus, Hamidy and Fakhruddin, and even the government represented by 
Ministry of Religious Affairs with its Al-Quran dan Terjemahannya.  The 
latest might be the most important one as it is the official national 
translation of the Qur‘an, is consistently republished and distributed by 
the state (Ichwan, 2009). The official translation is also published by 
various private publishing houses in various models (Akbar, 2011), and is 
also transferred to several smartphones applications so much so the 
Ministry of Religious Affairs has an interest to create their official 
application (Islam, 2016). 
The need for Qur‘an translation has long been existed. It is said 
that Kartini once protested his teacher that it is impossible for her to 
understand the Qur‘an without its translation. In early 1920s, Najib 
Burhani (2015) says that the idea of translating the Qur‘an into Malay-
Indonesian language has its colonialism context; H.O.S Tjokroaminoto 
‗seemed to believe that translation could be used effectively to help 
Dutch-educated Muslims regain their confidence in Islam after it has been 
drained away in their school‘. While in the first edition of Al-Quräan dan 
Terdjemahnja (1965), Soekarno writes in his preface that the translation 
would be very useful for Muslims to understand the content of the 
Qur‘an, while in the cover of Tafsīr Qurän Karim Bahasa Indonesia of 
Mahmud Yunus, it is written a sentence implying that there was a high 
demand of Qur‘an translation in his era (Yunus, 1957). The need for the 
Qur‘an translation is the need for its semantical function. It is obvious that 
the demand has been there for decades, yet it is recently expressed 
intensively through social media. 
Digital hermeneutics is then could be considered as an indicator 
that the project of Qur‘anic translation in Indonesia is successful. The 
intensity of Muslims interactions with the Qur‘an in their social media 
accounts reflects their enthusiasm as non-Arabic speakers to learn the 
Qur‘an from its translation. They even rely their understanding of the 
Qur‘an on its translation as seen in the way they judge and discuss the 
Qur‘an in social media. Aside from our three main figures, some 
intellectuals provide a scholarly analysis on certain verses of the Qur‘an. 
Nadirsyah Hosen, for example, posts a thread questioning a campaign 
forbidding people from supporting non-Muslim leader in Muslim majority 
country. The discourse is on the possibility of Basuki Tjahya Purnama or 
Ahok to continue his governorship in Jakarta, where Q 5: 51 and Q 4: 144 
are often quoted. He begins his thread with a translation on the given 




verse, but chooses not to translate the word ‗awliyā’, which he assumes 
misleading. He quotes Ibn Kathīr who translate the word as the ‗allies‘ 
(Hosen translates it as sekutu) instead of ‗leader‘ (pemimpin). As it is the 
heated issue, his thread generated responses; pros and contras. In one of 
his answer to his fellow‘s comment, he even adds 10 more commentaries 
in the polyvalence way; Al-Baiḍāwi, Jalālayn, al-Khāzin, Muqātil ibn 
Sulaymān, to name some.  What interesting is that his scholarly 
approached is responded by people with their reliance on a translation. 
Given Nadirsyah Hosen promotes, whether in this particular thread and 
elsewhere, that the debate within certain verses of the Qur‘an are large and 
rich, beyond a mere translation can represent, people just dismiss Hosen‘s 
argument and base their knowledge on a translation. Here we see a debate 
between a person with his sophisticated academics resources and people 
with a translation. Those who use a translation seems confident to 
understand it literally.  
Abdullah Saeed in his Interpreting the Qur‘an classifies three 
approaches people read the Qur‘an; textualist, semi-textualist, and 
contextualist. Textualist adopts a literalistic approach to the text, 
contextualist emphasizes the socio-historical context of the Qur‘an and 
the subsequent interpretations, while semi-textualist essentially follows 
textualist with the modern idioms (Saeed, 2006). The debate within digital 
hermeneutics, as the above examples, displays a literalist approach people 
understand the Qur‘an. They rely on the literal meaning and leave aside 
the context. One of the comment even alleged Nadirsyah Hosen to ‗sell 
his religion‘ to a political order through his interpretation of the Qur‘an as 
he limits the universality of the text with sabab al-nuzūl.  Somehow, 
literalist approach in the digital hermeneutics phenomena does not fully 
resemble to what Abdullah Saeed might mean. In digital hermeneutics, 
people literally insisted on the translation of the Qur‘an instead of the 
Qur‘an itself. They seem to believe that the translation can fully represent 
the meaning of the Qur‘an; that the Qur‘an translation is quoted in many 
places without its Arabic text implies to the same thing.  
However, that people quote translations without its Arabic text 
does not mean that they believe the very translation is the Qur‘an itself. 
The Arabic the Quran plays a role in its liturgical function. Sociologically, 
it marks the symbolic function of the Qur‘an, by which Muslims express 
their piety and religiosity. They recite it in a beautiful tone and a respectful 
manner. Its sound is considered sacred; a reciter (qāri‘) who can 
beautifully deliver the Qur‘anic verses gains religious and social respects. 
On the other hand, its translation plays a role in its hermeneutical aspect. 
In the other words, a translation is by no means the replacement of the 
Arabic text. The Arabic text remains the sacred and the one recited in 
prayer and in any other religious rituals. Somehow, within the rise of 
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semantic function of the Qur‘an, though many theologians and theorists 
deny it, the digital hermeneutics show that hermeneutically people 
equalizes the translation with the Qur‘an. 
As hermeneutical activities in social media are intensively done by 
people in their digital world, the Qur‘an commentary is now getting more 
popular. This also means that there is a rise of semantical function of the 
Qur‘an other than its symbolic and performative function. The semantical 
aspect of the Qur‘an is used to be an exclusive right of the well-educated 
scholars. On the other hand, lay Muslims has its interaction in symbolic 
and performative aspect of the Qur‘an. They read it every day whether in 
daily prayer or routine tadarrusan. They are taught to recite the Qur‘an 
with the correct tajwīd and further with the beautiful melody (Gade, 2004) 
(Rasmussen, 2010). In term of its semantical function, it is the ulama who 
explain it to them. They are taught some popular verses in sermons setting 
in the mosques or radio/TV broadcasts. Somehow, in social media, 
people interacts with the semantic aspect of the Qur‘an. They can read 
and copy the translations of the Qur‘an, understand, and further give their 
own reflection or impression. Semantic meaning of the Qur‘an is no 
longer an exclusive authority of ulama. 
  
F. Conclusion 
This preliminary inquiry on the digital hermeneutics reveals some 
interesting points. Digital hermeneutics has the feature of modern exegesis 
which emphasize the importance of an idea that an exegesis should answer 
socio-political problems in life. However, it is reactive and fails to seek the 
holistic meaning of the Qur‘an. Digital hermeneutics also marks the 
democratization of participation in Qur‘an commentary both for woman 
and lay people, so popular that they can use it for personal purposes. 
Above all, digital hermeneutics indicates the rise of semantic function of 
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طرَلـا          : سًاتزث شايًا ذاسؿٔب نٔب نٍشرـًا نصلًا ثيااست في ةصلًا في ةظاذو نوصىفلـا ىٔبز
جـَ س لؾاـًا ٔنبت مِضـت ٔبدًث ،ثازاََلـبا نم كمو .،تسًاتزلـا ذاسؿٔلا ٍشًِ ءاشلًا يرفوث نؾ ز
 فَقز لىؿ لوعلذا يخٔب نم ةوـضًاو مدٔلا نم ا ُيرلً اتهايرذو اتهازسلم تمَس لةوذ
 ةَ ساسٔلا ثاخالذا يرفوث لىؿ ام لةوذ تزسك وُ :ئياشلًا نمٔلاف .يرعد سخ صمٔلاف .بزلرا
ِفم سنج ئياصلخ سا قًصعتو،ائهايتٔل ءالـاو ءاشلًا نم كزاحث لػ ةاخن في ئياشلًا نمٔلا مو
 َايهِف َز ََّسكَو َايهِف َكَزَباَو َاِِكَْوف ْنِم َِسِاَوَز َايهِف َي َـ َحَو { : تَعف تزوس في نابريخ لىاـثو
 : تَعف[ } َينَِ ِئا َّسٌَِ  ًءاَوَس ٍم َّياَب ِة َـ َ تْزَب ِفي اََتهاَوْكَب22 ةزوثدم معو ،تزسلم ذاحـًا ثاؤكبف.]
 ٔلا كل في سسجو ايهيناس يفىح توصث انهم ءزح كل يخو زؾ قًالرا طذدا سكو ،طز
 يييهسحًا نمو ةحاو صمٔب ةًافىًا نم نىذٔلا سلذ ئياشلًا نمٔلا قِلتح نا ارٕا ،متهاخاَذحا
 قَـذم صمٔلٔب اشُا نٔبو .اََمح ءاشلًا يَعتح في تيالطا ءافىخ سالا وُ َمساوً نم نا
سلشا ثيازوضًِبا  
ِحاذفلـا ثلٌكلًا :ة ةـًشرًا سظالم ,ءاشلًا ,نمٔلا 
Abstract   : Many experts expressed their opinion, especially in the West in the early 
twentieth century that the number of people growing billions, some 
predicted that the world will fall short of providing food for these growing 
numbers, How many state handed over its resources and capabilities of 
other nations and peoples in order to get a loaf of bread. It is very 
dangerous. Food security: is the ability of a state to provide the basic needs 
of food and water for their children, 
 And by way of inductive, we find the concept of food security in Quran in 
Surah Fushilat:  
{  ًَ َؼَظ َٚ َاٙ١ِف  َِٟعا َٚ َس  ْٓ ِ َاِٙل ْٛ َف  َنَسَات َٚ َاٙ١ِف  َسَّذَل َٚ َاٙ١ِف َاَٙذا َٛ ْلَأ ِٟف  َِحَؼتْسَأ   َ اَّ٠َأ 
  ءا َٛ َع  َٓ ١ٍِ ِثاَّغٌٍِ [ }دٍظف  :10 ] 
He set on the (earth), mountains standing firm, high above it, and 
bestowed blessings on the earth, and measure therein all things to give 
them nourishment in due proportion, in four Days, in accordance with 
(the needs of) those who seek (Sustenance). 
human food has been provided and spread on Earth. God has provided 
any element that could meet the needs of the entire population of the earth. 
thus meet the minimum needs for the population is a matter that must 
and all its consequences, including realizing food self-sufficiency. And that 
this is related to the five necessities 
Key word: Food, Security, Maqashed al-Syari'ah. 




  الـلسمة .ب ٔ
فِا ُو نخاة لػ ثحازك وثـالى يخبرنا في سوزت فعَت : { َوَح َـ َي ِفيهَا َزَواِسَِ ِمْن فَْوِكَِا َوَباَزَك ِفيهَا َوكَسَّ َز 
وزة في كل الٔزط، ].فبٔكواث اًـحاذ ملسزت، ومع مدث22ِفيهَا َبْكَواَتهَا ِفي َبْزت َ َـ ِة َبياَّ ٍم َسَواًء  ٌَِسَّ ائِ ََِين } [فعَت : 
وكس ادذط الراًق ؾز وخي كل حزء منها ثصوت حىفي سانييها وجسس احذَاخاتهم، ًوىن الطي يحسج ُو ٔبن 
تـغ اًخشر يجوز ؿلى اًحـغ، ًو حاذئَ باًـسوان، وٕان اًعلَان ومجاوست الذس جض َؽ تين اًياش فِؼِص تشلع 
 !! .... ( الـخرمون) .. و(الدائـون
لى مص اًـعوز تحسًيا ًٕلاوسان ًسفـَ ٕالى اًـمي واًىسخ واتخكاز وسائي خسًست من كس صكل هلط اًلشاء ؿ
ٔبخي إلافاذت من ُشٍ ألكواث الـلسزت اًتي جثها الراًق خي وؿلا، وكاهت اًيدِجة من هعُة إلاوسان ُو شا ُو 
الــاصر في ُشا  الذال اًَوم ٔبًضًا .. فسكان ألزط كس تسهوا بمواجهة تحس خسًس، والـلسز ٔبن ًيجح إلاوسان
الامذحان نلٌ نجح فَِ ساتلَ، ًوًس تمؽ ٕالى صِاذت ؿالؾ هحير ُو ( هوزمان توزًو) الطي نال خائزت هوتي لدِوذٍ 
في ذزاسة مسبٔلة هلط اًلشاء اًـالـي ... ًلس ٔبؿَن ُشا اًـالؾ : ( ٕان اًـالؾ ًًذج ما ٍىفي ٕلاظـام صـوتَ ثضكل 
ـاذل ًٕلاهخاح اًلشائي .. ).فألمص ( ٕارن) ًخـَق اًخوسًؽ .. ًوـي مضِس حِس، ًىن الـضكلة حكون في اًخوسًؽ اً
نلٌ ًفـَون  –ٌَمحافؼة ؿلى ٔبسـاُز ا  –الـزازؿين ألمٍصىِين وألوزتَين ومض ًلشفون تبٔظيان اًزتس ٕالى اًححص 
لدوغ في في ٔبنثر من موسم وفي بٔنثر مٌخج كشائي وسزاؾي، ملازهة بمضِس اًعفي الـيخفخ اًحعن من ٔبمصاط ا
من ٔبخي الـًزس من اًخبٔهَس تبٔن ُياك ادذلاًلا مًصـًا في اًخوسًؽ وفي  –ٕافًصلِا، ما ًَرط اًلضَة كلِا.. وهخبٔمي 
ٕالى زقم (الشسين مََاز ذولاز) الطي ثيفلَ اًولاياث الـخحست ألمٍصىِة وحسُا ؿلى ٔبذًو ة ٕاهلاض  –اًخلٌَة 
لشسون مََازًا كافِة ًخوفير الدصازاث والكعحاث ًكل كازت اًوسن وثلٌَاث ٕاراتة اًضحوم وكُير ا .. فِشٍ ا
ٕافًصلِا الدائـة اًتي لا ثيلعِا ألزط .. ولطلع فملولة ألزط اًتي ثـجز ؾن ٕاظـام سكانها دصافة وومض هحير، 
فألزط لؾ ثحزي، ًون ثحزي، ؿلى سكانها باًلشاء اًوفير. ًو خجلى من اس خلصاء اًيعوض اًشرؾي ٔبن: ألمن 
شائي ُو الـصثحة اًثاهَة من اًكلَاث الشس اًضِوًزة ٔبلا ومع حفغ اًيفس تي وله شرانة في اًكلَاث اًل
ألدصى كاًًسي والـال  وجضمي ؾياًة إلاسلام تلشاء إلاوسان في كافة مصاحي حِاثَ وفي مخخَف اًؼصوف 
ذاث اًتي تحغ ؿلى إلاهخاح ونشلع في ذؾوثَ ٌَحفاع ؿلى كوت الفتمؽ وحعاهخَ من ذلال اًخوحيهاث وإلازصا
تيوؾََ ( الذَواني واًززاؾي ) وثـسذ وسائي اًخوسًؽ اًتي ثدٌوغ في معاذُز ا ومٌافشُا.  لطلع ثبٔتي مسبٔلة ما 
ٕارا كان ُياك حي بٓدص كير حق اًخوسًؽ واؾتماذ ؿلى اس خيراذ من ذول ألحٌحَة، واًتي ثـعى من كدي 
  .َ اًـسًس من  اًحلضان الـسَمينإلاسلام في مضاكل ألمن اًلشائي اًتي ثواخ
 
 ة. الـححر
حََح ٔبن اًخًدؤ تبٔسمة ؿالـَة في اًلشاء كس نشتت،ولػ س ححاهَ وثـالى كس تين في نخاتَ اًـٍزز ٔبهَ كسز في 
َتهَا ِفي َبْزت َ َـ ِة َبياَّ ٍم َسَواًء ُشٍ الذَات ٔبكواتها كال ثـالى: (َوَح َـ َي ِفيهَا َزَواِسَِ ِمْن فَْوِكَِا َوَباَزَك ِفيهَا َوكَسَّ َز ِفيهَا َبْكَوا
]، فاًلشاء موحوذ ُو و بحاخة ٕالى إلاهخاح وٕالى اًخوسًؽ اًـاذل. واًلول ٕان اسذياذ ؿسذ 22ٌَِسَّ ائِ ََِين) [فعَت 
اًياش، وكلة الـاء، وكلة ألزط اًززاؾَة سخة في موث اًياش حوؿًا لا ٔبساش له من اًعحة،فلس تحسج 
اًسكان ولا تحسج في مٌاظق نثيرت اًسكان، فاًعين لا ثـاني مضكلة في اًلشاء وفيها  الفاؿة في ٔبماهن كََلة
ٔبنثر من مََاز وسمة، وذول ٔبفًصلِة ثـُش ؿلى ٔبنهاز ومع كََلة اًـسذ ومؽ رلع ٔبتياُه ا ًـُضون مجاؿة 
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ُو اًـيصِ .  فٕان ؿلاكة إلاوسان باًلشاء وزَلة خسًا مٌش ٔبن وخس ؿلى ػِص ُشٍ اًخس َعة فاًلشاء 
وَساَن ِفي َنَحس ٍ ( الطي ًحلَِ ؿلى كِس الذَات ًو ـخبر اًححر ؾيَ والذعول ؿَََ نسًا وجهاذاً 
ّ
 2اًحلض )ًََلْس َذََْلٌَا اْلا
ًو ـخبر ثوفير اًلشاء ٔبو ؿسمَ من ألموز اًتي ثؤثص في اًيفس إلاوساهَة فذوفٍص يحسج ٔبمًٌا واظمئياًنا وؿسمَ 
ٔبما باًًس حة ٌَمجتمؽ 2كٌصشالطَّ ِ ي َبْظ َـ َمُِم ّمِ ن ُحوغٍ َوبَٓمَنهُم ّمِ ْن َدْوٍف  ) الىيحسج دوفًا وفساذًا كال ثـ
فِـخبر اًلشاء ٔبحس اًـياصر ألساس َة ًحلاء الفتمؽ وكس ازثحط كسيمًا باس خلصاٍز وزحاثَ وثعوزٍ فلس كان إلاوسان 
واًَياتَؽ ُو ا ُو اًَوم يحاظ اًلشاء  ٍصحي من مكان ٕالى بٓدص بحثًا ؾن الـصاؾي والٔزاضي الرعحة وألنهاز
باًىثير من اًـياًة وحـي ثساوله يخضؽ ٌَـسًس من اًلواهين وألهؼمة فـلى ظـَس الصولة ًـخبر ألمن اًلشائي 
من اًلضايا اًِامة في تياء سرعَة الصولة وٕاستراثَجَتها ؤبحس ألس حاة ألساس َة في القافؼة ؿلى وحستها 
إلاسلام ألمن اًلشائي ؾياًة هحيرت فجـله في الـصثحة اًثاهَة من اًكلَاث الشس اًضِوًزة واس خللاًِا ًولس ٔبولى 
ٔبلا ومع حفغ اًيفس تي وله شرانة في اًكلَاث ألدصى كاًًسي والـال  وجضمي ؾياًة إلاسلام تلشاء 
ؽ وحعاهخَ من إلاوسان في كافة مصاحي حِاثَ وفي مخخَف اًؼصوف ونشلع في ذؾوثَ ٌَحفاع ؿلى كوت الفتم
ذلال اًخوحيهاث وإلازصاذاث اًتي تحغ ؿلى إلاهخاح تيوؾََ ( الذَواني واًززاؾي ) وثـسذ وسائي اًخوسًؽ 
 .اًتي ثدٌوغ في معاذُز ا ومٌافشُا
ًَلاِف  (:ًولس رهص اًلصبٓن نثيرًا من الٓياث اًتي ثخـصط لـسبٔلة ألمن اًلشائي هوزذ تـغ منها: كوله ثـالى
ّ
ِلا
ًَلاِف ِْم ِزْحَلةَ اًض ِّ َخاء َواًعَّ َِْف  - كَُصٌٍْش 
ّ
 الطَّ ِ ي َبْظ َـ َمُِم ّمِ ن ُحوغ ٍَوبَٓمَنهُم ّمِ ْن َدْوٍف  - فََْ ََ ْـ ُحُسوا َزةَّ  َُ َشا اًَْحُْت ِ - ا
َوَضرَ َة اّلؽُ َمثًَلا كَْصًًَة . فِشٍ اًسوزت جضكل اًـيوان اًـًصغ ًٔلمن اًلشائي ,كال ثـالى) 2-2كٌصش( –
 اًُْجوغِ َواًَْرْوِف ِتَما ِمًٌَة مُّ ْعَمِئيًَّة ًَبِِحيهَا ِزْسكَُِا َزكَساً ّمِ ن ُكلِّ َمَكاٍن فََىَفَصْث ِتبَه ْ ُـ ِم اّلؽِ فَبََراكََِا اّلؽُ  ًَِحاَش َكاهَْت ب ٓ 
 )022اًيحي( َكاهُوْا ًَْعيَ ُـ ون َ
وضؽ تخصًِفاثَ الكخَفة ذًَي ؿلى وبالزلة فلس وزذت عمََة إلاظـام بما تحمله من تشل وؾعاء في حوالي مائة م
اؾخياء اًشرغ الذيَف بهشٍ الـسبٔلة  ويمىن ٔبن وس خًذج اًىثير من اًيلاظ واًلواؿس الـخـَلة بألمن اًلشائي 
وذوزٍ وفـاًَخَ من ذلال الٓياث اًتي ثوضح ألمطَة اًتي يحخَِا ألمن اًلشائي من ذلال ازثحاظَ باًليم 
 :واًتي ثبرس في اًـياصر اًخاًَةوالٓذاة والـحاذئ إلاسلامِة 
: فلس كان ًوحوذ اًلشاء ٔبو فلساهَ ثبٔزٍير ؿلى تلاء اًـلِست ٔبو ادذلاًِا ورلع ٔبهَ لا الٔمن اًلشائي والصٍن  -2
يحصك اًيفوش ًو ثير الرواظص ًو ؤلؾ الـضاؾص شيء كاًضائلة الـاًَة ؾيس نثير من تني اًخشر فذحول تُنهم وتين 
لذَات فضلا ؾن نلًٌَاتها  ولا ٔبسمة ٔبؾيف في اًخبٔزير ؿلى اًخشرًة من كوتهم الذعول ؿلى ضروزياث ا
اًضِوزي ولا ؾضة ٔبكوى من ؾضة الدوغ والـسلحة وٕان ثوفص اًلشاء ًـخبر سخدًا في ٕاكامة هؼام الصٍن نلٌ 
حاذت ولا ًخوظي ٔبوضح إلامام اًلزالي تبٔن هؼام الصٍن لا يحعي ٕالا تيؼام الصهَا وهؼام الصٍن يحعي بالــصفة واً ـ
ٕاٍيهلٌ ٕالا تعحة اًحسن وتلاء الذَات وسلامة كسز الذاخاث من اًىسوت والـسىن وألكواث فلا ًًذؼم الصٍن ٕالا 
تخحلِق ألمن ؿلى ُشٍ الـِلٌث اًضِوًزة

 
                                                 
  ِيم جن ؾحس اًصص َس محمد ٔبحْس اًتركي,  ألمن اًلشائي في ضوء اًلصبٓن واًس ية, ظيـا, خامـة إلايمان ً 
  141، هللا ؾن سَيم، ألمن اًلشائي 12ض 451اًلصوضاوي، اٍتمًو ي واًخنمَة في ٕاظاز اكذعاذ ٕاسلامس، مجلة الاكذعاذ إلاسلامس، ؿسذ  




 الـاؾون ) غُّ ؿََلى َظ َـ اِم اًِْمْسِىين َِوَلا يح َُ - فََشِلعَ الطَّ ِ ي ًَُسغُّ اًْ ََِديم َ  (َبَزَبًَْت الطَّ ِ ي ٍَُىّشِ ُة ِباّلصِ ٍن ِ(:كال ثـالى
 5 - 2:
 :ثوفص اًلشاء شرظ ضروزي ًٕلايمان  - 0
ورلع ٕارا اوضلي إلاوسان في اًححر ؾن كشائَ فٕاهَ ًبٔذش حيزًا هحيرًا من وكذَ ًوصِف مـؼم جهسٍ في مـصنة 
ٌَياش اًىفاًة وألمن اظمبٔهوا الربز فلا ٍىون لصًَ مدسؽ ٌَخعَؽ ٕالى مـصفة لػ واًـمي ًلٓدصت فٕارا ما ثوفصث 





لػ ؾيَ يحمي ؿلى ؿاثلَ ظـامًا فلِي له ٔبثفـي ُشا ؤبهت ظاحة زسول لػ صلى الله عليه وسلم فلال: (ا
ْسكََِا اْظَمبَه َّْت، وثََفصَّ قَْت  ٌَِْ ِـ َحاَذِت، َوَب ٌَِس ِمْنهَا اًَْوْسَواُش)َبْحَصَسْث ز ِ

. فذوفص اًعـام ٌضكل مٌاد مٌاسة ٔلذاء  
ّنيِ َبْسَىٌُت ِمن ُرّزًِ َِّتي ِتَواٍذ كَْيرِ ِري َسْزغٍ ِؾيَس تَُِْذَم اًُْمَحصَّ ِم َزت َّيَا  ًِ َُ ِليُوا ْاًـحاذت كال ثـالى
ّ
اًعَّ َلاَت  زَّ ت َّيَا ا
ٍَْيهِ ْم َواْزُسْكُِم ّمِ َن اًثََّمَصاِث ً َ َـ َ َِّ ُْم ٌَْضُىُصون َ
ّ
.نشلع ثوفص اًعـام  55ٕاجصاُيم فَاْح َـ ْي َبفِْئَسًت ّمِ َن اًيَّاِش َتهِْوي ا
يجية إلاوسان مواظن الانحصاف اًتي ثفضي تَ ٕالى اًىفص ٔبو اًفجوز تحت ػصوف ٔبو ضلوظ اكذعاذًة ٔبو 
ٔبن الذَات لا ثلوم ٕالا باًلشاء مؽ الذًصة لطلع سبٔل ٕاجصاُيم ؿَََ اًسلام زتَ ٔبن يميح ٔبُي مىة  مـُض َة بمـنى





 )402 :اًحلصت -َلهُ ِمَن اًثََّمَصاِث َمْن بَٓمَن ِمْنهُم ِباّلؽِ َواًْ ََْوِم الِٓدص َِزّةِ اْح َـ ْي  َُ ـََشا تََلضًا بِٓمًٌا َواْزُسْق َب  ُْ
 إلايمان شرظ ٔبساش ًخحلق ألمن اًلشائي  -5
َنشَّ تُوْا فَبََذْشَناُمض ِتَما َوًَْو َبنَّ َب ُْ َي اًُْلَصى بَٓمٌُوْا َواث ََّلوْا ًََفذَْحيَا ؿَََْيهِم جََصَكاٍث ّمِ َن اًسَّ َماِء َوالَْزِط َوًَـِىن  (كال ثـالى
 )47 :ألؾصاف – َكاهُوْا ٍَْىس ِ ُحون َ
 ( ألمن اًلشائي واًىفازاث: ٔبو( اًخكافي الاحتماؾي الـخكامي  -2
فجـي إلاظـام وتشله لـس خحلَِ سخة ًخىفير الــاصي وألدعاء في اًـحاذاث ومع ؿلاكة تين اًـحس وزتَ كال 
َـ ِم َيحْ ُكنُ ِت َِ بَٓمٌُوْا َلا ثَْلُذَُوْا اًعَّ َْ َس َوَبهُتمْ ُحُصٌم َوَمن كَذََلهُ ِمٌُكن مُّ ذَ َـ ّمِ سًا فََجَزاء ّمِ ثُْي َما كَذََي ِمَن اًيَّ َيا َبيهُّ َا الطَّ ِ ٍَن (ثـالى
َى ْـ َحِة َبْو َنفَّاَزٌت َظ َـ اُم َمَساِنَين َبو ؿَْسُل َرِلعَ ِظ ََاما ً
ً ِّ ََُشوَق َوَباَل َبْمِص ٍِ َؾَفا اّلؽُ َعمَّا  َرَوا ؿَْسٍل ّمِ ٌُكنْ  َُ ْسًيا َبا ًَِف ا ًْ
َلا ًَُؤاِذُشُكمُ اّلؽُ ِباٌَ َّْلِو ِفي ( :وكال ثـالى) 37: الـائست -  َسََف َوَمْن ؿَاَذ فََِيَخِلُم اّلؽُ ِمٌْ َُ َواّلؽُ َؾزٌٍِز ُرو اهِْخَلام ٍ
ْظ َـ اُم َؾَشرَ ِت َمَساِنَين ِمْن َبْوَسطِ َما ثُْع ِـ ُموَن َب ُْ ََُِكن َْبًَْماِىُكنْ َوًَـِىن ًَُؤاِذُشُكم ِتَما َؾلَّستمُّ ُ اَلًْ 
ّ
 – َماَن فََىفَّاَزثُ َُ ا
فاًـلاكة الـخحاذلة تين اًىفازت إلاظـام ثوضح الـلساز اًواسؽ ًٕلاظـام ثسخة حىصاز ألدعاء  )76 الـائست
ٕلاسلامس والـتمثي تحشل اًزهواث والــاصي حى  ٔبظحح ٕاظـام اًعـام حزء ُامًا في اًخكافي الاحتماؾي ا
واًعسكاث وحق اًىفاًة وحق اًيفلة واًيشوز وألضاحي وإلاًثاز واًضَافة وٕاسـاف الدائؽ وٕاهفار اًوظَة 
 وكُير ا
  :ألمن اًلشائي واًليم ألذلاكِة  -3
ى فوظفِم فلس وزذث إلاصاذت واًتزهَة الرَلِة لـن ًحشًون اًعـام ٌَمسانين واًَخامز وروي اًلصبى وألسز 
نَّ اْلَْجَصاَز ٌَْشرَ تُوَن ِمن َكٍِش َكاَن ِمَزاُجهَ ا َكافُوزاً  (تبٔنهم ٔبجصاز معَـون  ٌس خحلون هـيم الدية كال ثـالى
ّ
َؾ َْ يًا  ا
                                                 
  331/5, اهؼص ظَس الراظص لاجن الدوسي 662/3وزواٍ اًحيهلي في صـة إلايمان  91/6, 4395زواٍ اًعبراني في الــجم اًىدير جصقم  
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َوًُْع ِـ ُموَن اًعَّ َـ اَم  - س ْ َخِعيرا ًًُوفُوَن ِباًيَّْشِز َوَيخَافُوَن ًَْومًا َكاَن َشرُّ ٍُ م ُ - ٌَْشرَ ُة ِبهَا ِؾَحاُذ الؽَّ ِ ًَُفّجِ ُصوَنهَا ثَْفِجيراً 
 .وس َ بٔتي مًزس ثفعَي ؾيس الذسًر ؾن اًيسزت )6-3إلاوسان  - ؿََلى ُحدِّ َِ ِمْسِىِيًا َوًَدِيما ًَوَبِسيراً 
ٔبن اًلشاء ًكل ٕاوسان: مسلؿ وكافص جٌص وفاحص ولا ثلف الــخلساث ٔبو ألفكاز والـحاذئ حاحزت ذون   -4
في ألزط ولطلع حين ذؿا ٕاجصاُيم ؿَََ اًسلام زتَ ٔبن يخط الـؤمٌين من سانني  الاهخفاغ تَ كهعسز ؿُش





خاء الدواة من زة اًـزت ) 402:  اًحلصت -َمَن ِمْنهُم ِباّلؽِ َواًْ ََْوِم الِٓدص ِتََلضًا بِٓمًٌا َواْزُسْق َب ُْ َلهُ ِمَن اًثََّمَصاِث َمْن ب ٓ 
 ٔبما في الٓدصت - فَبَُمذِّ ُـ َُ كَ ََِلا ً ( ًىن مؽ اًحَان ٔبن ُشا الامذاغ ٍىون فلط في الذَات الصهَا -َوَمن َنَفص َ ( :تلوله
َلى ؿََشاِة اًيَّاِز َوِتئَْس اًْم َ -
ّ
 ) 402 ًحلصتب ٔ -ِعير ُُثمَّ َبْضَعصُّ ٍُ ا
 :ثوفص اًلشاء ِمًٌَّة من لػ ثـالى ٌَياش جمَـا جس خوحة اًـحاذت واًضىص  -5
واس خوحة ؿَيهم صىٍص  ) 2:كٌصش -الطَّ ِ ي َبْظ َـ َمُِم ّمِ ن ُحوغٍ َوبَٓمَنهُم ّمِ ْن َدْوٍف  ( :ٔبما هونها ٕاْمَتََّ ؿَيهم تلوله
 )5 :كٌصش  -ًَْحُْت ِفََْ ََ ْـ ُحُسوا َزةَّ  َُ َشا ا ( :وؾحاذثَ تلوله
َوَضرَ َة اّلؽُ  (ومن لا ًؤذي صىص ُشٍ اًيـمة فلس حىون مـعَخَ لراًلَ سخة ًفلسان ُشٍ اًيـمة كال ثـالى
اّلؽُ  ًَِحاَش اًُْجوغ ِ فَبََراكََِاَمثًَلا كَْصًًَة َكاهَْت بِٓمًٌَة مُّ ْعَمِئيًَّة ًَبِِحيهَا ِزْسكَُِا َزكَساً ّمِ ن ُكلِّ َمَكاٍن فََىَفَصْث ِتبَه ْ ُـ ِم اّلؽِ 
 )022:اًيحي – َواًَْرْوِف ِتَما َكاهُوْا ًَْعيَ ُـ ون َ
 :الٔمن اًلشائي والٔمن الاحتماؾي  -6
ًو ـخبر ألمن اًلشائي من ٔبمض ؾياصر ألمن الاحتماؾي ٔلهَ يمثي الاس خلصاز الذَاتي ٌَمواظن واًصهن ألساسِ 
 :اصر الازثحاظ تين تين اًلشاء وألمن الاحتماؾي في اًيلاظ اًخاًَةفي كِام اًحًِة الاحتماؾَة اًسَية ٍتمثي ؾي
 :الاس خلصاز -ب ٔ
ا ِحَيزْث َلهُ الصُّ ه ْ ََاًلوله صلى الله عليه وسلم (َمْن َبْظَحَح ِمٌُْكنْ بِٓمًٌا ِفي ِسزْ ِت َِ ُم َـ اًفى ِفي َحَسِس ٍِ ِؾْيَس ٍُ كُوُث ًَْوِم َِ فََكََه َّم َ
51
  ( 
 :ثوفص اًعـام -ة
خوفص ًٕلاوسان كشاء ٔبو ماء ًوىٌَ لا يمىن ٔبن يهيبٔ له ؿُش و الٓدصون في دعص لٔن اًضـوز إلاوساني فلس  ً
َرا  يمخس من إلاوسان ٕالى إلاوسان حِر وخس " َمثَُي اًُْمْؤِم ٌَِين ِفي ثََواّذِ ِمضْ َوحََصاُحِْ ِْم َوثَ َـ اُظِف ِْم َمثَُي اًَْجَسس ِ
ّ
ا
 َسائُِص اًَْجَسِس ِباًسَّ َِِص َواًُْحمَّى)اص ْ َخَكَ ِمٌْ َُ ُؾْضٌو ثََساَؾى َله ُ

ففلسان اًلشاء يجـي الفتمؽ في حالة اضعصاة  
  هفسي وفىصي واحتماؾي
اًُْمْس َُِموَن ُشرَ َكاُء ِفي  ٕاكصاز مدسٔب الـضازنة ألساش في الـوازذ اًصئُسة ( أًكل والـاء واًياز) ًلوله -ح 
 َوا ً
ّ
يَّاِز)زََلاٍج اًَْماِء َوا ًَْكلاَ

ورلع فيما لؾ ٍىن في الـلغ الراض  واًسخة في رلع ذفؽ اًضِز اًـام ٔلن ُشٍ  
الـواذ اًثلازة ثـس من ٔبمض اًضِوزياث اًحَئِة وحى  لا ًؤذي الاحذكاز فيهن ٕالى اًصِاغ والاكذخال واًخفىم 
ست ؾؼية وبهشا ٍىون وألناهَة فحعن إلاسلام الفتمؽ من ٔبن ٌس خبٔثص ٔبحس ٔبفصاذٍ بهشٍ الـواذ فذحعي مفس
إلاسلام كس وضؽ كاؿست ثواسن في اس تهلاك الـوازذ اًصئُسة وباًوكت هفسَ تين موكفَ الايجابي اًفـال في 
                                                 
      َباة ِفي اًخََّوكلُّ ِ ؿََلى الؽَّ    زواٍ اًترمشي في ِنَخاة اًزُّ ُْ ِس َؾْن َزُسوِل الؽَّ ِ  
  864/21من حسًر اًيُّ ْـ َماِن جِْن ثَِضٍير 5864َين َوثَ َـ اُظِف ِْم َوثَ َـ اُضِسِمضْ جصقم زواٍ مسلؿ في ِنَخاة اًِْبرِّ َواًّعِ َلةِ َواْلَٓذاِة َباة حََصاُحِم اًُْمْؤِمٌِ  
  443/9في ِنَخاة اًُْح َُوغ ِ َباة ِفي َمٌْؽ ِاًَْماِء  6103وبٔبي ذاوذ في سًٌَ جصقم  75/74,  40022زواٍ ٔبحْس في مس يسٍ جصقم  




اؾعاء اًيفس الاوساهَة حاحتها ومذعَحاتها ألساش سفصاً وحضِاً ًو سذي في ُشا ٔبًضًا الـضازنة اًعوؾَة في 
م اًخكافلً الزَي فؼ( َؾْن َبِبي ُموَسى كَاَل كَاَل َزُسوُل الؽَّ ِ ظلى اًخكافي واٍييَون مض ٔبول من ٔبسس ُشا اًيؼا
َرا َبْزَمَُوا ِفي اًَْلْزِو َبْو كَيَّ َظ َـ اُم ِؾ ََ ا ًِ ِْم ِباًَْمِسًيَِة َجمَ ُـ وا 
ّ
نَّ اْلَْص َـ صًِ َِّين ا
ّ
َما َكاَن ِؾْيَسُمضْ ِفي زَْوٍة لػ ؿَََ وسلؿ ا
َناٍء َواِحٍس ِباًسَّ ِوً َِّة فَُِْم ِمّنيِ َوَبَنا ِمْنهُم َْواِحٍس ُثمَّ اْكدََسُمو ٍُ 
ّ
 تََُْنهُْم ِفي ا

  (
  ٕاكصاز مدسٔب اًخب  ًف وثلًو ة ٔبواصر القحة اًتي ثؤذي ٌَتماسم واًوحست الاظعفاف -ذ
 منها كوله صلى الله عليه وسلم (ًُس الـؤمن الطى ٌض حؽ وخاٍز خائؽ ٕالى حٌحَ )

َرا َظَحْرَت م َ) وكوله
ّ
َماَء َُ ا  َصكًَة فَبَْنِثر ْا
َوثَ َـ ا َُ ْس ِخَيراهَم

 
 :ٍصثحط ألمن باًلشاء ازثحاظًا وزَلا ً *
ن ه َّد َِّدؽ ِاًَُِْسى َم َـ َم هَُخَرعَّ ْف ِمْن َبْزِضيَا َبَوًَْم هَُمىِّن ً َِّ ُْم َحَصمًا  )تعوزت مداشرت وكير مداشرت ,كال ثـالى
ّ
َوكَاًُوا ا
ً َ َْ َِ زَم َ
ّ
 (53اًلعط - َصاُث ُكلِّ َشيْ ٍء ِزْسكًا ِمن لصَّ ُ ناَّ َوًَِىنَّ َبْنَثرَ ُمضْ َلا ً َ ْـ ََُمون َبِٓمًٌا ُيجْ َبى ا
فََما َبْقَنى َؾْنهُم مَّ ا َكاهُوْا  - فَبََذَشْتهُُم اًعَّ َْ َحُة ُمْعِحِحين َ - َوَكاهُوْا ًَْيِحُخوَن ِمَن اًِْجَحاِل ت ُ َُوًتا بِٓم ٌِين )وكال ثـالى
َوُسُزوغٍ َوَنَْ ٍي َظَْ ُـ َِا  - ِفي َناَّ ٍث َوُؾ َُون ٍ -  َبثُْترَ ُنوَن ِفي َما  َُ ا ُ يَا بِٓمٌِين َ)وكال ثـالى  (26-06الذجص -ٍَْىس ِ ُحون َ
 (622 -422اًضـصاء  - َُ ِضيم ٌ
ا اًسَّ ْيرَ ِسُيروا ِفيهَا ً َ ََاِليَ َوَبياَّ مًا َوَح َـ َْيَا تََُْنهُْم َوتَْينَ اًُْلَصى اً َِّتي َباَزْنيَا ِفيهَا كًُصى َػا ُِ َصًت َوكَسَّ ْزَنا ِفيهَ  )وكال ثـالى
 ( 62 س حبٔ  -بِٓم ٌِين َ
 :ُياك مصاحي ثخـصط فيها اًيفس ٌَِلاك ٔبحاظتها اًشرًـة إلاسلامِة بالاُتمام ٔبمطِا
 :ثبٔمين اًعـام ٌَيفس اًلاصرت  -2
جي باًًس حة له لطلع ٔبوكل كالديين في تعن ٔبمَ فِو كاٌصر ؾن اًلِام بحاحذَ اًلشائَة الـوحوذ في اًـالؾ الراز
ُشا الصوز ٕالى ألم ٔلنها جس خعَؽ الذعول ؿلى ما جضاء مى  ٔبزاذث وحِر ٔبن الـصٔبت ٔبًضا فيها هوغ ضـف من 
تحعَي اًلشاء الـوحوذ ؿلى الٔزط والطي يحخاح تسوزٍ ٕالى مجِوذ ًخحعَله فلس حر إلاسلام اًصخي ؿلى 
م فلال ( نفى بالـصء ٕاثما ٔبن ًضَؽ من ًـول )ٕاظـام ٔبُله ؤبًزمَ تخوفير الذاخاث ألساس َة له

تي وٕاحساًنا  
مٌَ ثحازك وثـالى وحىصمًا ؿلى ُشا الديين وتبٔمَ حـي اًصدعة في ٔبن لا ثعوم ألم   ًوو كاهت ؿلى فًصضة ٕان 
دضُت ؿلى حٌَنها اًضِز.تي ورُة إلاسلام ٕالى ٔبتـس من رلع فبٔوحة ؿلى اًصخي ٔبن ًيفق ؿلى الـصٔبت 
َواًَْواِلصَ اُث امي حى  ثضؽ ٍوىون تشلع ضمبٓن ٌَجيين. تي ٌو س تمص إلاهفاق تـس اًولاذت فلال ثـالىالـعَلة الذ
 َوِنْسَوُتهُنَّ ِباًَْم ْـ ُصوِف لا َ ٍُْصِض ْـ َن َبْوَلاَذ ُ نَّ َحْوًَْينِ َكاِمََْينِ  ًَِمْن َبَزاَذ َبن ًُِتمَّ اًصَّ َضاؿََة َوؿَلى اًَْمْوًُوِذ َلهُ ِزْسكُُِنَّ 
لاَّ ُوْس َـ َِا َلا ثَُضبٓزَّ َواِلصَ ٌت ِتَوَلصِ َُ ا َوَلا َمْوًُوٌذ لهَّ ُ ِتَوَلصِ ٍِ َوؿََلى اًَْواِزِج ِمثْ 
ّ
ْن َبَزاَذا ِفَعاًلا َؾن حَُكلَُّف هَْفٌس ا
ّ
ُي َرِلعَ فَا
ْن َبَزذتمُّ ْ َبن جَْسَترْ ِض ُـ
ّ
َرا َسََّْمُتم مَّ ا بٓثَُُْتم حََصاٍط ّمِ ْنهَُما َوجََضاُوٍز فََلا ُحٌَاَخ ؿَََْيهِ َما َوا
ّ
وْا َبْوَلاَذُكمْ فََلا ُحٌَاَخ ؿَََ َْ ُكنْ ا
                                                 
  892/21, 6554ة ِمْن فََضائِِي اْلَْص َـ صًِ َِّين َزِضيَ الؽَّ ُ َؾْنهُْم جصقم زواٍ مسلؿ في ِنَخاة فََضائِِي اًعَّ َحاتَِة با َ 
  072/5من حسًر ؿائضة زضى لػ ؾيَ  6212وزواٍ الذاكم  جصقم  3/01زواٍ اًحيهلي في اًسنن اًىبرى من حسًر اجن ؾحاش  




  من حسًر ابي رز زضي لػ ؾيَ 66/31, 8574ِة ِباًَْجاِز َواْلا
و مس يس اًضِاة  424/91وزواٍ الذاكم في الـس خسزك  473/5من حسًر ؾحس لػ جن عمصو 6719زواٍ اًًسائي في اًسنن اًىبرى جصقم  
  411/5اًلضاؾي 
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ثم تـس ٔبن ٌضة ُشا إلاوسان ًو عحح  550اًحلصت ِباًَْم ْـ ُصوِف َواث َُّلوْا اّلؽَ َواْؿََُموْا َبنَّ اّلؽَ ِتَما ثَ ْـ َمَُوَن تَِعير ٌ
ُ َو الطَّ ِ ي بحثًا ؾن كشائَ ًوجهَ اًلصبٓن تلوله ثـالى كاذزًا ؿلى تحلِق ألمص إلاًِيي في اًسـي في ُشٍ الذَات
ً َ َْ َِ اًً ُُّضوز ُ
ّ
فحَيا كان ٔبُي ًِشا  32الـلغ  َح َـ َي ًَُكنُ اْلَْزَط َرًُولاً فَاْمُضوا ِفي َمٌَاِنِبهَا َوُكلُوا ِمن ّزِ ْسِك َِ َوا
نَّ هَِبيَّ الؽَّ ِ الرعاة حثَ تلوله ؿلى ًسان هخَِ صلى الله عليه وسلم (َما َبَكلَ َبح َ
ّ
ٌس َظ َـ اًما كَطُّ َذْيرً ا ِمْن َبْن ًَبُِكلَ ِمْن َعمَ ِي ًَِس ٍِ َوا
َذاُوَذ ؿََ َ َْ َِ اًسَّ َلام َكاَن ًَبُِكلُ ِمْن َعمَ ِي ًَِس ٍِ )

وثبرس زوؿة ُشا الصٍن في ثبٔمين اًلشاء ًِشا إلاوسان تـس ٔبن  
َ فِبٔتي ألمص إلاًِيي ٌَولص اًضاة اًلاذز ؿلى اًلِام ًعير وًِلا وص َزًا كير كاذز ؿلى اًسـي ًخحعَي زسك
بهشا الصوز ٍوكلفَ باًلِام تخبٔمين اًلشاء ًوالصٍ ًو ـعى اًوالص إلارن واًسلٌخ ٔبن ًبٔكل من هسة ولصٍ فلال ؿلى 
نَّ َبْوَلاَذُكمْ ِمْن َبْظ ََِة َنس ْ ِحُكنْ فَُكلُوا ِمْن َنْسِة َبْوَلا 
ّ
ِذُكمْ )ًسان هخَِ صلى الله عليه وسلم :(ا

تـس ٔبن ٔبنس ٌَولص ٔبن ظاؾخَ  
لاَّ ًوالصت وحسن مـاشرثَ ٔبوحة اًواحداث ؿَََ تـس اًخوحِس واًـحاذت فلال ثـالى
ّ
َوكََضى َزت َُّم َبلاَّ ث َ ْـ ُحُسوْا ا




ياَّ ٍُ َوِباًَْواِلصَ ٍِْن ا
ّ
فََلا ثَُلي ً َِّ َُما ُبّفٍ َوَلا حَْنهَْصُمطَا َوكُي ً َِّ َُما كَْولا ً ا
 50إلاسزاء َنصِيما ً
 :مصحلة اًضِوزت  -0
فلس ًخـصط إلاوسان في مسيرت حِاثَ ًفلسان اًلشاء لرعص ًسامطَ ٔبو مضلة ثلـسٍ فبٔوحة اًضازغ الذىيم 
القؼوزاث وثلسز اًضِوزت تلسُز ا وفق اًضواتط ؿَََ ٔبن ٍصحىة القؼوز كٔكل الـَخة ٔلن اًضِوزاث ثخِح 
اًشرؾَة ٔكن حىون اًضِوزت كائمة لا مٌخؼصت  لـارا كل ُشا ٔلخي حفغ اًيفس من اًِلاك فِشا ُو اًبرنامج 
إلاسلامس في حفغ اًيفس من اًِلاك حِنما ٍىون إلاوسان ؿاحٌز ؾن اًلِام بهشا الصوز ٔبما في ػي كسزثَ ؿلى 
ًيفس من اًِلاك في ػي ألمن اًلشائي فلس وضؽ له إلاسلام جصنامجًا مذكامًلا   يجة اًـمي تبٔس حاة حفغ ا
ؿَََ ٔبن ٍصاؾََ في حِاثَ وكس ثضمن ُشا اًححر إلاصازت ٕالى رلع: ٔبس حاة فلسان ألمن اًلشائي في ضوء 
. ٔبما ألولى اًلصبٓن واًس ية .ُياك ٔبس حاة ثؤذي ٕالى فلسان ألمن اًلشائي ُو ياك ٔبس حاة خاًحة ًٔلمن اًلشائي
فذؤذي ٕالى ادذلال اًخواسن اًلشائي الطي ًـُضَ الفتمؽ الـتمثي تللة الـوزاذ واهدضاز الفاؿاث ونحُو ا، وفي 
 :اًيؼص ٕالى نخاة لػ نجس ٔبن ثعيَف ٔبس حاة الفاؿاث ونحُو ا ثعة في ؾيصٍِن
  : اًـلاة -ب ٔ
َوَضرَ َة اّلؽُ   )ٍ ودصح ؾن شرًـخَ كال ثـالىفلس ٍىون الدوغ ؾلاًبا من لػ س ححاهَ وثـالى لـن ؾصى ٔبوامص 
فَبََراكََِا اّلؽُ  ًَِحاَش اًُْجوغ َِمثًَلا كَْصًًَة َكاهَْت بِٓمًٌَة مُّ ْعَمِئيًَّة ًَبِِحيهَا ِزْسكَُِا َزكَساً ّمِ ن ُكلِّ َمَكاٍن فََىَفَصْث ِتبَه ْ ُـ ِم اّلؽِ 
.تي كس ًـاكة الزَؽ تشهة فصذ واحس فحَنما ظَة موسى من زتَ ( 022:اًيحي – َواًَْرْوِف ِتَما َكاهُوْا ًَْعيَ ُـ ون َ
ىزول الـعص الطي ُو سخة زئُسي ًحلاء الذَات كال لػ لـوسى ٕان فِكن زخًلا ًحازسني بالــاصي فمٍص ٔبن يخصح 
ٍَن َػََُموْا ِمٌُكنْ َذبٓظَّ ًة َواْؿََُموْا َواث َُّلوْا ِفْذيًَة لاَّ ثُِعََبََّ الطَّ  ِ )من تٌُكن ٔبىزل ؿََكن الـعص, واًـلاة ٕارا ىزل ًـم الزَؽ
.فإلاؾصاط ؾن منهج لػ واًىفص تبٔهـمَ حىون هدِجخَ " ثلاشي حالة   (30 :ألهفال - َبنَّ اّلؽَ َصِسًُس اًْ ِـ َلاِة 
اًصذاء جكل ٔبتـاذُا وحَول الروف مكان ألمن واًضست مكان اًصذاء واًوظول ٕالى نهاًة ألسماث الـخلاحلة 
                                                 
  532/7, 0391جصقم  الؽَّ ُ َؾْي  َُ زواٍ اًحزازي من حسًر ًِْمْلَساِم َزِضي َ 
, وزواٍ 442/41,  6076وزواٍ ٔبحْس في مس يسٍ جصقم  804/9 من حسًر َعمْ ِصو جِْن ُص َـ ٍَْة َؾْن َبِتَ َِ َؾْن َخّسِ  ٍِ 3603زواٍ ٔببي ذاوذ جصقم  
  364/31 4734اًًسائي من حسًر ؿَائَِضَة زضي لػ ؾنها جصقم




 مصحلة الصماز اًضامي الـاذي والــيوي. ُو يا يجسز إلاصازت ٕالى تَان تـغ الطهوة والــاصي اًتي تُنها ٕالى
 :اًلصبٓن اًىصيم و اًتي ثؤذي ٕالى اًـلاة إلاًِيي في فلسان ألمن اًلشائي ٔبجصسُا
 :ؿسم اًخلاسم تين إلايمان وتشل ألس حاة -2
ائصت هونها ٔبس حابا شرؾَة (يجة اًـمي بها لـلذضي ألمص ٕان اًخـَق تبٔس حاة خَة ألمن اًلشئي ودصوجها من ذ
إلاًِيي) ٕالى الاؾخلاذ بها واًصهون ٕاٍيها سخة ٔلن ًوكل الـصء ٕالى هفسَ ًو ـاكة من خًس ما يخضاٍ ولا ًدٌافى 
ُشا مؽ اًـمي بألس حاة اًشرؾَة في خَة ألمن اًلشائي وتحمي الـس ئًوَة في رلع واًخرعَط له تي ٕاهَ 
كذضى الامص رلع نلٌ س َبٔتي ًوىن وضير ُيا فلط ٕالى ٔبن ُياك ثلاسمًا تين اًـمي بألس حاة  واحة ٕارا ا
اَلْزَط َمَسْذَنا َُ ا  َ)واؾخلاذ الـصء تبٔن لػ خي وؿلا كس حىفي بمـاٌش اًـحاذ وٕاىزاله باًلسز الــَوم ًلوله ثـالى
ن ّمِ ن  - َوَح َـ َْيَا ًَُكنْ ِفيهَا َم َـ ا ٌَِش َوَمن ً َّس ْ ُتمْ َلهُ ِجَصاِسِكين َ - َشيْ ٍء مَّ ْوُسون ٍَوَبًَْل ِْيَا ِفيهَا َزَواِسَِ َوَبهَحدٌَْا ِفيهَا ِمن ُكلِّ 
ّ
َوا
لاَّ ِتَلَسٍز مَّ ْـ َُوم ٍ
ّ
لاَّ ِؾيَسَنا َدَزائُِي َُ َوَما هَُنزِّ ُلهُ ا
ّ
 (72الذجص  - َشيْ ٍء ا
 اًخـامي باًصبا .1
 الاحذكاز .2
 :ؿسم ٕاكامة الذسوذ .3
 اح سكات ألموالؿسم ٕادص  .4
 إلاسزاف واًخحشٍص .5
ه َّ َُ َلا ُيحِ ةُّ اًُْمْسرِِفين َ)كال ثـالى
ّ
 (25ألؾصاف  - وُكلُوْا َواْشرَ تُوْا َوَلا جُْسرِفُوْا ا
 
 .وس َبٔتي تَان رلع لاحلا
اًَْروْف َواًُْجوغ َِوهَْلٍط  ًَيَْحََُوىَُّكنْ ِثَشيْ ٍء ّمِ ن َ َ)الاتخلاء: وكس ٍىون الدوغ اتخلاء وتمحَعًا ٌَمؤمٌين كال ثـالى -ة
 (   332 اًحلصت – ّمِ َن اَلَمَواِل َوألهُفِس َواًثََّمَصاِث َوثَّشرِ ِ اًعَّ اِجصٍِن َ
َوًَْو  )ٔبما ألس حاة الداًحة ًٔلمن اًلشائي في ضوء اًىذاة واًس ية فبٔجصسُا: تحلق إلايمان واًخلوى: كال ثـالى
 ن ََلوْا ًََفذَْحيَا ؿَََْيهِم جََصَكاٍث ّمِ َن اًسَّ َماِء َواَلْزِط َوًَـِىن َنشَّ تُوْا فَبََذْشَناُمض ِتَما َكاهُوْا ٍَْىس ِ ُحوَبنَّ َب ُْ َي اًُْلَصى بَٓمٌُوْا َواث َّ 
 (47 ألؾصاف-
 :الصؿاء والاس خلفاز واًخوتة ٕالى لػ خي وؿلا
ً ََْ )كال ثـالى
ّ
َلى كُوَّ ِحُكنْ َوَلا ثََخَوً َّْوْا َوَيا كَْوِم اس ْ َخْلِفُصوْا َزجَُّكنْ ُثمَّ ثُوتُوْا ا
ّ
َِ ٍُْصِسِي اًسَّ َماء ؿَََ َْ ُكن ّمِ ْسَزازًا َوٍَزِْذُكمْ كُوَّ ًت ا
ه َّ َُ َكاَن قَفَّازا ً )كال ثـالى (03: ُوذ – ُمْجصِِمين َ
ّ
  - ُي ُُ ْزِسِي اًسَّ َماء ؿَََ َْ ُكن ّمِ ْسَزازا ً  فَُلَُْت اس ْ َخْلِفُصوا َزجَُّكنْ ا
 ( 22,22: هوخ
 ٔلمن اًلشائي في اًس ية اًيحًو ةا
ًلس اؾخنى اًيبي صلى الله عليه وسلم بمسبٔلة اًلشاء اؾخياًء هحيرًا ظـامًا وشراًبا مٌاذًا ؤبزضًا ٍو تمثي رلع بجملة من الـواكف 
  وإلازصاذاث
 :القافؼة ؿلى ثواسن الٔمن اًلشائي -1  
 :ٍو تمثي في ؿست مواكف منها
 :سٔب الـصاكدة الطاثَة واًسَعاهَة في حفغ الٔمن اًلشائيمـالدة الادذلال في وضؽ مد -ب ٔ
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 َمصَّ ؿََلى ٍو تمثي رلع في ثفلسٍ صلى الله عليه وسلم ًعـام اًياش فؼ(َؾْن َبِتَ َِ َؾْن َبِبي  ُ َصٍَْصَت زضي لػ ؾيَ َبنَّ َزُسوَل الؽَّ ِ صلى الله عليه وسلم
ْت َبَظاِت ُـ َُ تًَََلا فََلاَل َما  َُ َشا َيا َظاِحَة اًعَّ َـ اِم كَاَل َبَظاتَْخ َُ اًسَّ َماُء َيا َزُسوَل ُظْبرَ ِت َظ َـ اٍم فَبَْذَذَي ًََس ٍُ ِفيهَا فٌََاًَ 
.الؽَّ ِ كَاَل َبفََلا َح َـ ََْخ َُ فَْوَق اًعَّ َـ اِم َكيْ ٍََصا ٍُ اًيَّاُش َمْن قَشَّ فََََُْس ِمّنيِ 

 
  زذ الاؾخساء ؿلى مذخَكاث الـسَمين ؤبموالهم -ة
لطٍن اؾخسوا ؿلى مال " ذحِة اًكلبي " وسَحٍو تـر ٕاٍيهم خُضًا تلِاذت ًسس اجن حا زة ًخبٔذٍبهم مؽ ٔبن الـال فا
كس زحؽ ٕالا ٔبن اًصسول صلى الله عليه وسلم ٔبزاذ ٔبن ًوخَ ًٔلؿساء جمَـًا زسالة تبٔن ًٕلاسلام والـسَمين حصمة فمن ًًتهىِا فٕاهَ 
 لاسدٌلار ًلاحَ باًلاتة اًتي اؾخسى ؿَيها ؾٌَُة جن حعن اًفزازي ٔبو ٌس خحق اًخبٔذًة ودصح ُو تيفسَ صلى الله عليه وسلم
اتيَ كل ُشٍ الـواكف وصخيهاتها ثحين حصض اًيبي صلى الله عليه وسلم ؿلى ظَاهة ٔبكواث اًياش من ؾحر اًـاتثين ومن ُيا 
  ًبٔتي فِم حسًر اًيبي صلى الله عليه وسلم في ٔبن من كذي ذون ماله فِو صَِس
 :حنمَة موازذ الصولة -ح
ُو شا ما حسج في ٔبموال دِبر حِنما قنم الـسَمون ألزاضي اًززاؾَة اًىديرت وكان ؾصط اًـمي ؾيس 
الـسَمين لا ًلعي ُشٍ الـساحة اًواسـة سواء في هلط الربرت اًكافِة ٔبو اجساغ موازذ الصولة مؽ سياذت اًعَة 
ٔبتلى ألزاضي في ًس ٔبحَابها ؿلى ٔبن لرًزية الصولة إلاسلامِة هعف ؿائس فما كان من اًصسول صلى الله عليه وسلم ٕالا ٔبن 
اًززاؿة في ػي ُشٍ اًؼصوف فٕاهيا ٔبمام دعة اكذعاذًة ظًو لة ألمس ًخنمَة موازذ الصولة ٍتمىنها من اًلِام 
  جصساٍتها
 :ثوفير اًلشاء ٌَمسافص والٔسير -2 
ن من كير الـسَمين تبٔن من يمص بهم من الـسَمين فَِم ورلع تبٔن حـي من ضمن الــاُساث تٌَُ وتين الٓدٍص
ؤبما  حق اًضَافة ؿَيهم فاصترظ ؿلى ٔبُي نجصان وثحالة وحصص وظاحة ٔبًلة, في ظَحِم ٔبن ًضَفوا زسله)
ًَدِيما ًَوًُْع ِـ ُموَن اًعَّ َـ اَم ؿََلى ُحدِّ َِ ِمْسِىِيًا و َ )ألسير فلس خاء فَِ اًيط اًواضح اًصِيح بالاؾخياء تَ فلال ثـالى
  ( 6 إلاوسان – َوَبِسيرا ً
: فدـس ٔبن ؾنى اًصسول صلى الله عليه وسلم بالداهة اًصوحي فض َس له الـسجس ثبٔسُسَ صلى الله عليه وسلم لاس خللاًَة الـوازذ الاكذعاذًة-3 
 بالـسًية ؿلى ثلوى من لػ وزضوان, لؾ يهمي الداهة الاكذعاذي في ُشٍ الـصحلة فض َس اًسوق إلاسلامس
الـس خلي اًحـَس ؾن اًسوق اٍيهوذي اًكافص اًلائم ؿلى الاس خللال واًىسة الذصام من اًصبا واًسحت وكٍير 
فمضى اًصسول صلى الله عليه وسلم ٕالى مكان فس َح فض َس اًسوق إلاسلامس اًحـَس ؾن سعوت اٍيهوذ وكدضتهم في  سوق تني 
ثي تحئر زومة اًتي لا ساًت مذَونة ٌَيهوذ وتحت كدضتهم كِيلاغ  وحِر ٔبهَ لاسال ٌَيهوذ هوغ جسَط وتحكن والـتم 
 َذًُْو ٍُ ًخِـون فيها الـاء ٌَمسَمين بما ٍبهؼِم فلال زسول لػ صلى الله عليه وسلم ًومًا لٔحَاتَ (َمْن ٌَْضَترِي ِتْئرَ ُزوَمَة فََُِىون ُ
 َؾْي  َُِفيهَا َنِسَلاِء اًُْمْس َِِمَين فَاْصَترَ ا َُ ا ُؾثَْماُن َزِضيَ الؽَّ  ُ

 
 ألمن اًلشائي في سيرت اًسَف
ويجسز إلاصازت ُيا ٕالى ٔبهَ لؾ ًثخت في تازيخ اًخشرًة كاظحة مٌش اًـِس ألول ٕالى ًومٌا ُشا اهَ كضي ؿلى اًفلص 
في ػي ذولة من الصول ٔبو هؼام من ألهؼمة ٕالا في ؾِس عمص جن ؾحس اًـٍزز والطي كان ؾحازت ؾن هدِجة 
                                                 
يمَاِن َباة كَْوِل اًيَِّبيِّ َظلىَّ الؽَّ ُ ؿََ َ َْ َِ َوَسلؿَّ َ َمْن قَض َّ يَا فََََُْس ِمٌَّا  في  741زواٍ مسلؿ في حََحَ جصقم  
ّ
  761/1ِنَخاة اْلا
  ِمٌُوَن َوَح َـ َْيَا ِمْن اًَْماِء ُكلَّ َشيْ ٍء َحيٍّ َبفََلا ًُؤ ْ  زواٍ اًحزازي في ِنَخاة اًُْمَساكَاِت َباة ِفي اًشرُّ ْ ِة َوكَْوِل الؽَّ ِ ثَ َـ اَلى  




ئة ؿام من اًـعاء واًعفاء واًحشل والدس في كل مٌاحي الذَات الكخَفة مٌش ؾِسٍ ظلى ظلى حتمَة ًـِس مذخس لـا
لػ ؿَََ وسلؿ مصوزًا بالرلافة إلاسلامِة وحى  وظي ٕالى ُشا الـس خوى اًفًصس الطي لؾ ٌضِس له هؼير والطي 
 سيرت الرلافة اًصاصست ًفذح باة دعة ٌَحاحثين لصزاسة ُشا اًـِس اًخشري الاكذعاذي اًفًصس وباًيؼص ٕالى
 : واًسَف اًعالح نجس ٔبهيا ٔبما مٌؼومة مذكاملة ٌَصهًة الاكذعاذًة اًضاملة واًفـالة لا قنى ًيا ؾنها منها
 : مصاؿات الٔمن اًلشائي ًٔلحِال اًلاذمة - 2
  ًلذَوا حِوانا ًٍو تمثي ُشا جنهََ صلى الله عليه وسلم لزَؽ اًلاذت الطٍن يخصحون ٌَجِاذ تبٔلا ًلعـوا سدصت ولا 
  :اًخـامي الايجابي مؽ اًيواسل - 0
 ُؼ فذـامي مؽ اًياسلة من مٌعَلاث ؿست52كالفاؿة نلٌ حسج رلع في سمن عمص جن الرعاة ؿام 
  اًخلصة ٕالى لػ وثسة اًياش لطلع - 
 اًخرعَط والـصاكدة وحسن اًخستير - 
  الاذازت اًصاصست - 
  وسائي ٕايجاذ ألمن اًلشائي
 
 
  :هخاحالا ٕ
إلاهخاح ُو ؾعة الذَات، تَ ًتم ثـمير الٔزط وٕاؿاهة إلاوسان ؿلى ؾحاذت لػ س ححاهَ وثـالى. وإلاهخاح ٔبهواغ : 
مٌَ ما ُو حلال ظَة لَوذ ومٌَ ما ُو حصام ددَر مشموم، وتشلع حىون اًلاًة اًىبرى ُو ثوحَِ الـوازذ 
القموذ حى  ًخحلق الرير ٌَخشرًة ُو شا ُو مٌاظ اًـمي اًخشرًة واًعحَـَة وألموال نحو اهخاح الذلال اًعَة 
فى إلاسلام، حِر ًَزم زتط إلاهخاح تخحلِق ملاظس اًشرًـة إلاسلامِة ومظ حفغ الصٍن واًيفس واًـلي 
واًـصط والـال واًتي بها يحيى إلاوسان حِات زكست في الصهَا واًفوس جصضاء لػ في الٓدصت وكس اُتم إلاسلام 
  :لسمَ من ذلال الٓتيبإلاهخاح وث
  : من ذلال الذر ؿلى اًـمي والصؾوت ٕاًََ ُو شا  ًِا ظوز مذـسذت ومع 
ٔلمطَة اًـمي إلاهخاجي في حِات اًفصذ والفتمؽ فلس اؾخنى إلاسلام تَ ؾياًة فائلة، حِر حغ لػ ثـالى ؿَََ 
  :في نخاتَ اًىصيم، ومن رلع كوله جل جلاله
 الذر ؿَََ -ب ٔ
ً َ َْ َِ اًً ُُّضوز ُُ َو الطَّ ِ ي ح َ)
ّ
 (َـ َي ًَُكنُ اَلْزَط رًولا  فَاْمُضوا ِفي َمٌَاِنِبهَا َوُكلُوا ِمْن ِزْسِك َِ َوا
ًَ )
ّ
ِفي  ََْم َولا ثَْحف ِاًَْفَساذ ََواتَْخف ِِفيَا بَٓتاَك الؽَّ ُ الصَّ اَز الِٓدَصَت َولا ثًََس هَِعََحَم ِمَن الصُّ ه ْ ََا َوَبْحِسْن َكىَ َبْحَسَن الؽَّ ُ ا
نَّ الؽَّ َ لا ُيحِ ةُّ اًُْمْفِسِسٍن َ
ّ
 (اَلْزِط ا
َرا كُِضَُِت اًعَّ لاُت فَاهدَِشرُ وا ِفي الَْزِط َواتَْخُلوا ِمْن فَْضِي الؽَّ ِ َواْرُنُصوا الؽَّ َ َنِثًيرا ً َ َـ ََُّكن ْ) 
ّ
 (ثُْف َُِحون َ فَا
 .(35ة (ًَبٔكلوا من ثمٍص وما عمَخَ ٔبًسيهم، ٔبفلا ٌضىصون) سوزت ٌس الًٓ)
  فِشٍ الٓياث بمجموؾِا تحر ؿلى اًسـي واًـمي
حـله ٔبفضي ذزخة من اًخًسم والاهلعاغ ٌَـحاذت وكس ؿس اًصسول اًـمي واًسـي ٌَىسة ٔبفضي ذزخة  -ة
  من اًخًسم والاهلعاغ ٌَـحاذت
، نلٌ في واسدٌىصث اًس ية ؿلى من ًُتر بَ تًِة اًخفصػ ٌَـحاذت وحصك اًًضاظ الاكذعاذي ٔبو الذط من كسٍز)
ٌَصخي الطي ٔبظاتَ اًلَو في اًـحاذت، حِنما امذسحَ هفص من اًعحاتة، تبٔهَ ًعلً حى  ٍصتحَوا   )كول اًصسول
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وٕارا ازتحَوا لؾ ٍزل ًلصٔب ًو شهص حى  ًًنزوا، كال اًيبي صلى الله عليه وسلم  (ٔبٍكن كان ٍىفَِ ؿَف ناكذَ وظيؽ ظـامَ، كاًوا كليا 
مٌَ). ومن ثم فاًيط اًيحوي ًوحي تبٔن اًـحاذت اًتي فصضِا لػ ؿلى الـسلؿ لا  يا زسول لػ، كال كلكن ذير
 .ٍىون ٔبذاُه ا رًزـة ٌَتراخي في وضاظَ الاكذعاذي ٔبذشًا تيعَحَ من الصهَا
 ؿُسَّ من اًـمي -ث
زضي  -ـة اجن عجصت وؿس زسول لػ صلى الله عليه وسلم اًـمي إلاهخاجي عمَلا في سخِي لػ ٕارا اذَط اًـحس اًيَة: زوى و 
كال: مص ؿلى اًيبي صلى الله عليه وسلم زخي، فصٔبى احَاة زسول لػ صلى الله عليه وسلم من خلضٍ  وضاظَ، وكاًوا: يا زسول  -لػ ؾيَ 
لػ، ًو كان ُشا في سخِي لػ، فلال: ٕان كان دصح ٌسـى ؿلى ولصٍ ظلازا فِو في سخِي لػ، وٕان كان 
ص َزين هحٍيرن فِو في سخِي لػ، وٕان كان دصح ٌسـى ؿلى هفسَ ًـفِا فِو في دصح ٌسـى ؿلى اتٍون 
سخِي لػ، وٕان كان ٌسـى زياء ومفادصت فِو في سخِي اًض َعان) ادصخَ اًعبراني من زواًة وـة جن عجصت، 
ن كالفاُس في سخِي وزخاله زخال اًعحَح.وكال صلى الله عليه وسلم: (ٕان لػ يحة اًـحس القترف، ومن نس ؿلى ؾَاله كا
لػ ؾز وخي) زواٍ إلامام ٔبحْس(اًساؾي ؿلى الٔزملة واًَديم والـسىين كالفاُس في سخِي لػ ٔبو كاًعائم 
الطي لا ًفعص واًلائم الطي لا ًفتر) مذفق ؿَََ واًىس ظًصق الـصسَين ظَواث لػ ؿَيهم ٔبجمـين، فبٓذم  سزغ 
وٕاجصاُيم كان جزاسًا وذاوذ كان ًعيؽ الصزوغ وهحٌُا محمد صلى الله عليه وسلم كان زاؾًَا الذيعة وسلاُا  وحعسُا وهوخ كان نجازًا 
ٌَلنم، ومثَِم اًعحاتة زضوان لػ ؿَيهم وكان ٔبتوجىص اًعسًق جزاساً وعمص ًـمي في ألذيم وؾثمان كان تاحصا ً
  وؿلً كان ًخىسة، فلس صح ٔبهَ كان ًؤاحص هفسَ
ؿلى ٕان  ًلوموا ؿلى اًـمي تبٔهفسِم ، كال ثـالى: (يأبيها اًصسي كلوا من اًعَحاث وذؿا لػ اًصسي اًىصام  -ج
 .23-واعمَوا ظالذا، ٕاني بما ثـمَون ؿَيم) سوزت الـؤمٌون الًٓة 
 تخفِف تـغ اًـحاذاث ؿلى من ٌسـى في ظَة اًصسق–ج 
نَّ َزت ََّم ً َْـ
ّ
َلؿُ َبه ََّم ثَُلوُم َبْذَنى ِمْن زََُُثَِ تخفِف تـغ اًـحاذاث ؿلى من ٌسـى في ظَة اًصسق كال ثـالى (ا
ُتحْ ُعو ٍُ فَذَاَة ؿَََ َْ ُكنْ فَاْكَصُءوا َما  اٌَ َّ َْ ِي َوِهْعَف َُ َوزَُُثَ َُ َوَظائَِفٌة ِمَن الطَّ ِ ٍَن َم َـَم َوالؽَّ ُ ًَُلّسِ ُز اٌَ َّ َْ َي َواٍنهَّ َاَز ؿَِلؿَ َبْن ًَن ْ
ُىوُن ِمٌُْكنْ َمْصَضى َوبَٓدُصوَن ًَْضِِتُوَن ِفي الَْزِط ًَخْذَُلوَن ِمْن فَْضِي الؽَّ ِ َوبَٓدُصوَن ثََُسرَّ َ ِمَن اًُْلْصبِٓن ؿَِلؿَ َبْن س َ  ََ
ّسِ ُموا  كَْصًضا َحس َ يًا َوَما ثُل ًََُلاِثَُوَن ِفي َسِخِِي الؽَّ ِ فَاْكَصُءوا َما ثََُسرَّ َ ِمٌْ َُ َوَبِكيُوا اًعَّ لاَت َوبٓثُوا اًزَّ َكاَت َوَبكْصُِضوا الؽَّ  َ
نَّ الؽَّ َ قَف ُ
ّ
وٌز َزِحٌيم ) حِر حـي لػ ِلَهُْفِسُكنْ ِمْن َذْيرٍ َتجِ ُسو ٍُ ِؾْيَس الؽَّ ِ  ُ َو َذْيرً ا َوَبْؾَؼَم َبْحًصا َواس ْ َخْلِفُصوا الؽَّ َ ا
ؾز وخي اًسـي في ألزط ظَحا ٌَصسق من اس حاة اًخرفِف ؿلى الـسَمين في ؾحاذت كِام اٌََي ًولس كان 
سَمون ألوائي ًـصفون منزلة اًـمي اًيافؽ في إلاسلام، وحصظوا ؿلى مزاًوخَ، فاظعحلت حِاتهم الـ 
الاكذعاذًة تعحلة ٕاسلامِة واضحة، فلس كان عمص جن الرعاة زضي لػ ؾيَ ًلسم ذزخة اًىسة ؿلى ذزخة 
من ٔبن ٔبكذي  الدِاذ، ًو لول ٕلان ٔبموث تين صـحتي زخي ٔبضرة في ألزط ٔبتخلي من فضي لػ ٔبحة ٕالي ّ
  مجاُسًا في سخِي لػ( *)، ٔلن لػ ثـالى كسم الطٍن ًضِتون في ألزط ًخذلون من فضله ؿلى
  )الفاُسٍن تلوله: ((وبٓدصون ًضِتون في ألزط ًخذلون من فضي لػ وبٓدصون ًلاثَون في سخِي لػ
 امذسحَ اًضازخ –ح 
: (ما بٔكل احس ظـاما كط ذيرا من ٔبن ًبٔكل من عمي ًسٍ، وٕان هبي امذساخ من ًبٔكل من هسة ًسٍ  كال صلى الله عليه وسلم
 ..(4/502لػ ذاوذ كان ًبٔكل من عمي ًسٍ) زواٍ اًحيهلي في سًٌَ 




الطي زواٍ اًحزازي (ما من  الذر ؿلى اًلصش والصؾوت ٕالي ٕاؾلٌز ألزط: والي سزاؾتها  ًلوله 
ٕاوسان ٔبو بهية ٕالا كان له تَ ظسكة) وفي زواًة مسلؿ ًلصش قصسًا ٔبو ٍززغ سزؿًا فِبٔكل مٌَ ظير ٔبو 
 (لـسلؿ (ٕالا كان له ظسكة ٕالى ًوم اًلِامة
 (ٕان كامت اًساؿة وفي ًس ٔبحسكم فس َلة فٕان اس خعاغ ٔبن لا ًلوم حى  ًلصسِا فََلصسِا)
رلع  وكس ٌسبٔل سائي تلوله: ما اًفائست من قصش اًفس َلة واًساؿة كائمة؟ وكس زذ ٔبحس اًـَلٌء الــاصرٍن ؾن
تبٔهَ حىصيم ٌَـمي الطي ًخـحس تَ الـسلؿ زتَ، واًـحاذت ًُس ًِا ٔبخي ثلف ؾيسٍ . ًلوله ثـالى: ((واؾحس زتم 
  ((حى  ًبٔثَم اًَلين
  تمََم الٔزط لـن ٔبحِاُا ( ٕاباحة تمََىِم هخائج ٔبؾلٌلهم ) وفيها ٔبمٍصن ُلٌ  
من ٔبحِا ٔبزضًا مِخة (  ) ن ٔبحِاُا   ًلولهالذر ؿلى ٕاحِاء الٔزط الـواث ( اًحوز ) من ذلال تمََىِا لـ -ب ٔ
فِيي له ًوُس ًـصق ػالؾ حق). وكول عمص جن الرعاة "من ٔبحِا ٔبزضًا مِخة فِيي له" ُو شا له ما له من ألثص 
  في ذفؽ اًياش ٕالى اًـمي ؿلً اس خعلاخ ألزاضي ٍتمَىِا وؿَََ ثسوز عجلة إلاهخاح وجض خس
َ دوفا من ٔبن ثيتزغ مٌَ ( ٕاما ٔبن  ًؤاحُص ا ٔبو ًسفـِا لـن ًـمُص ا ذفؽ ظاحة الـال ؿلى ٔبن لا يهمي ٔبزض -ة
ٕالى  استرذ تـغ الٔزاضي اًتي ٔبكعـِا زسول لػ –زضي لػ ؾيَ  –) وكس زخت ٔبن عمص جن الرعاة 
تلال جن الذازج الـزني وكال "ٕان زسول لػ لؾ ًلعـم ًخحجٍص ؿلى اًياش ٕانما ٔبكعـم ًخـمي فخش منها ما 
ؾلٌزثَ وزذ اًحاقي" وؿلى ُشٍن ألمٍصن س يجس ٔبن إلاسلام كس ساؿس بهشا ؿلى اًلضاء ؿلى  كسزث ؿلى
مضكلخين ٔبساس َدين في الداهة الاكذعاذي ُو لٌ كلة إلاهخاح واًحعالة ......ورلع من ذلال تمََم الٔزط 
  الذر ؿلى ٕاؾلٌُز ا واس خعلاحها
ضازغ الذىيم كسم الـعَحة اًـامة ؿلى الـعَحة الراظة تحصيم اًصبا: ومن ٔبسزاز تحصيم اًصبا اًـؼية ٔبن ا ً/4 
واًصبا ًـعي ُشٍ اًلاؿست فاًصبا في مؤذاٍ ذفؽ الـال ٌَلير ٔلخٍي ؿلى ٔبن ًعاحة ُشا اًخبٔحِي ملاتي من 
الـال.  وكس مٌؽ إلاسلام ُشا اًصبح ٔلهَ ًؤذي ٕالى وحوذ فئة ؿاظلة من اًياش لاعمي ًِا سوى ُشا اًىسة 
  زهوذ الـال وؿسم جضلَله في ٕاذازت اًـمََة إلاهخاحِةاًسيء ونشلع ٕالى
فصط اًزكات ؿلى ألموال : ُو شا ذافؽ من الصوافؽ اًتي ثسؾو ظاحة الـال ٕالي جضلَي ماله دوفا   
  من ٔبن ثبٔكلَ اًزكات  ُو شٍ وس َله كير مداشرت ٌَحر ؿلى ثفـَي إلاهخاح ومٌؽ اًصهوذ الـالي
 اًوكف  
 اًيخائج
ٕلاسلامس ًـاني اًَوم من مضكلاث ؿسًست في جمَؽ مجالاث الذَات، فٕان كضَة ألمن اًلشائي ٕارا كان اًـالؾ ا
ثبٔتي في ملسمة ُشٍ اًلضايا، ورلع هؼصًا لاهـكاساتها اًسَحَة ؤبدعاُز ا اًتي تهسذ ًُو ة ألمة ووحوذُا 
الرعوزت، تي مع سلاخ  وذوزُا إلايجابي اًفاؿي .. وٕان كضَة ألمن اًلشائي ٔلي ٔبمة من ألمد كضَة في كاًة
فذاك جس خزسمَ الصول ضس تـضِا ٌَحعول ؿلى ثياسلاث في مجالاث اًس َاسة الصاذََة والرازحِة ٔبو 
ٔلُساف مـَية ٔبدصى .. ومن ُيا كان اًواحة ؿلى ألمة إلاسلامِة، تي فصط ؿين ؿَيها ٔبن ثخًدَ ًِشا 
يما تُنها لاسدثماز ظاكاث اًـالؾ إلاسلامس الـوضوغ ؤبن ثحاذز ًحياء حسوز اًخـاون واًخواظي واًخًس َق ف
وثصواثَ وتحلِق ألمن اًلشائي في ٕاظاز حنموي مس خلي ومذكامي مدني ؿلى ٔبساش ٕاسلامس بألذش بألساًَة 
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اًـَمَة واًخلٌَة الذسًثة في اًـمي وإلاهخاح، كاًتزام ٕاسلامس ًضلٌن نجاخ اًخنمَة الاكذعاذًة، ومن ثم زفؽ الــانات 
 .ـالؾ إلاسلامس وذفؽ ألدعاز ؾيَؾن صـوة اً
ويمىن اًلول .. تبٔن ٔبي حنمَة لا ثتماشى مؽ كيم ومداذئ الفتمـاث إلاسلامِة ًن ٍىذة ًِا اًيجاخ، ونلٌ        
تٌُّا، فٕان اًلصبٓن اًىصيم واًس ية اًيحًو ة الـشرفة كس ٔبوضحت ٔبظول ألمن اًلشائي، ًوو اًتزم اًـالؾ إلاسلامس بها 
 لـا وظَت تيا الذال ٕالى ما وظَت ٕاًََ الٓن من تخَف وجشررم –ٔكفصاذ  تي الـسَمون –
 
 كائمة الـصاحؽ
 .اًلصبٓن اًىصيم -2
  : نخة اًس ية اًعحَحة مثي -0
 .حََح اًحزازي 
 .حََح مسلؿ 
 .سنن ٔبتو ذاوذ 
 .سنن اًترمشي 
 .سنن اجن ماخَ 
 .مس يس إلامام ٔبحْس 
 –از الاتحاذ اًـصبي ًعحاؿة ذ/ حسن اًضارلي : الاكذعاذ إلاسلامس، معاذٍز ؤبسسَ، ذ -5
 .م7572اًلاُصت، ظ 
ذ/صوقي ؾحس اًسامع : الـال وظصق اسدثمازاث في إلاسلام، ذاز الـعحوؿاث الصًوَة ( اًلاُصت)  -2
 .م2672، 2ظ  –
ذ/ محمد زٔبفت سـَس : الـال مَىِخَ واسدثماٍز وٕاهفاكَ، ذاز اًوفاء ٌَعحاؿة واًًشر واًخوسًؽ (  -3
 .ُؼ5022ة ألولى، مصِ)، اًعحـ –الـيعوزت 
ذ/مٌؼوز ٔبحْس ألُس صي : حصص َس الاس تهلاك اًفصذي في الاكذعاذ إلاسلامس، ذاز اًسلام  -4
 .ُؼ0022ظ اًولي  –اًلاُصت  –ٌَعحاؿة واًًشر واًخوسًؽ 
محمد محمد س َس ٔبحْس : ألحكام اًفلَِة ًلِام اًسوق إلاسلامِة الـضترنة، زسالة ماحس خير كير  -5
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 نظرية المصلحة و دورها في بناء الأحكام الشرعية
(دراسة تحليلية نقدية على نظريتي المصلحة عند الطوفي الحنبلي و العز بن 
 عبد السلام الشافعي)
 د: مولدياعدا




ىذه الورقة تبحث عن نظريتي الدصلحة و دورىا بُ بناء الأحكاـ الشرعية        :ملخص
عند لصم الدين الطوبُ و عز الدين بن عبد السلاـ على سبيل الدقارنة و النقد, إذ هما من  
بار العلماء الذين أخذا دورا ىاما تٔستَ نظرية الدصلحة وتطورىا. رغم أنهما اختلفا مذىبا ك
إلا أنهما اتفقا بُ أف الدصلحة ىي غاية الشرع التي لا يجوز إهمالذا بُ بناء الأحكاـ الشرعية. 
فقاؿ الطوبُ إف الدصلحة أصل من أصوؿ الشرع يجب تقديدها عند التعارض فهي قطب 
شرع بُ غتَ العبادات. و عندئذ يستقل العقل الإنساني بُ إدراكها دوف الإلتفات مقصود ال
إلى شهادة الشرع لذا مالم تٖتو الأمور التعبدية و الدقدرات وإلا فالعقل يخضع تٖت ورود 
و لا يخالف عنو أيضا ما قالو العز إف الدصلحة قد تكوف دنيوية فمصالحها النص. 
و قد تكوف أخروية  والتجارب والعادات والظنوف الدعتبرة ومفاسدىا معروفة بالضرورات
فمصالحها ومفاسدىا معلومة بالنقل. أما مصابّ الدارين ومفاسدهما فلا تعرؼ إلا بالشرع 
ولذذا وضع الباحث ىذا و الدراد بو ىنا ىو الإزدواج بتُ النقل و العقل على التكامل. 
النوازؿ الواقعية الدستجدةكما ىو معلـو أنها لم  الدوضوع اىتماما بأهميتها و دورىا بُ معالجة
تتطرؽ أجوبتها بُ الكتب السابقة و تٖتاج إلى منظورات شاملة و مفهومات جديدة لحل 
كما يبدو ىذا من منظورهما (الطوبُ و العز) عند فتح باب التوسع وامكانية تلك الدشاكل,  
 عملية استنباط الأحكاـ الشرعية.اللإنسجاـ بتُ العلـو الشرعية و العلـو الطبيعية بُ 
 : الدصلحة, النقل والعقل, مقاصد الشريعة, استنباط الأحكاـ الشرعية.كلمات مفتاحية






لدن الدعلـو لدينا الدسلمتُ أف الإسلاـ رسالة أختَة أبدية عالدية جائت رتٛة لكافة الناس 
الناس إني رسوؿ الله إليكم  وسائر الأمم بلا خلاؼ و أكد عليو قولو تعالى: ( قل يأيها
دين  -على ما ىو عليو اسما-. فالإسلاـ إذف 71و (وما أرسلناؾ إلا رتٛة للعالدتُ) 61تٚيعا)
السلاـ فيو السلامة و الرتٛة و الفطرة فلا شك بأنو أنزؿ لحماية مصابّ الناس ودفع 
بو أـ  مفاسدىم وىو صابّ لكل زماف ومكاف. والذي يشكلنا ىل الإسلاـ ليحيا الناس
ليحيوا من أجلو ؟ إف كاف الإسلاـ ليحتِ الناس بو, فهذا يعتٍ أنو لا يتناسب مع فطرتهم و 
فرض عليهم فرضا وسيأبٌ يـو يعافونو ويهربوف منو. وأما إف كاف ليحيوا من أجلو فهو 
 متناسب معهم بُ كل زماف ومكاف.
نساف مدى الزماف الفكر الإسلامي ومفهومو نشأ وتطور مع تطور أفكار ومعارؼ الإ
والدكاف. وىو يعتٍ كل ما انتج فكر الدسلمتُ منذ مبعث الرسوؿ صلى الله عليو وسلم حتى 
اليـو , سواء فيما يتعلق بالله او فيما سواه, وكذا فيما يعبر عنو من اجتهادات العقل 
دين  الإنساني بُ إطار الدبادئ الإسلامية عقيدة وشريعة وسلوكا.فالفكر إذف فطرة والإسلاـ
الفطرة, فلا يرفضو بل يدعوه دائما إلى اعمالو وعدـ تعطيل طاقتو وفسح المجاؿ الواسع 
أمامو. و بذلك, كاف رسوؿ الله قد حوؿ ىذا الإتٕاه القرأني الصريح إلى واقع عملي شجع 
فيو الدسلمتُ على الإجتهاد العقلي والتدبر والتفقو بُ تٚيع شؤوف الحياة الإنسانية كافة. 
بوضوح بتُ الوحي الإلذي والتفكتَ الإنساني, فأدرؾ العلماء ىذه الحقيقة الإسلامية وفرؽ 
الصريحة وعدوا الإجتهاد العقلي بضوابطو الشرعية أصلا من أصوؿ الدين مثل القياس 
 والإستحساف وتٖقيق الدصابّ وما سواىا من ضروب الإجتهاد. 
لى إعماؿ عقولذم بُ لرالتُ: الأوؿ فمن ىذا الصدد, يتضح أف الوحي الإلذي دفع الناس إ
لراؿ الإجتهاد بُ تفستَ القضايا التي لم تقرر بالنصوص القطعية لا بُ الكتاب ولا بُ 
لذلك يجب  81السنة. والثاني: لراؿ الإجتهاد بُ القضايا والدسائل التي لم تتطرؽ إليو البتة.
ينك الدصدرين الإلذيتُ, على كل لرتهد أف ينطلق بُ فهم الفقو الإسلامي و تٕديده من ذ
                                                 
  82, و سباء:97, وانظر سورة النساء:851سورة الأعراؼ: 61
  701سورة الأنبياء:  71
  42لزمد حستُ عبد الحميد, تٕديد الفكر الإسلامي(بتَوت:دار الصحوة ,دوف السنة)ص.  81
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 مع ثبوت الإعادة للقراءة والنقد البناء على الدنتجات السلفية من الدؤلفات والدناىج الفكرية. 
والجدير علينا وجود التحكم والإدعاء عند بعض العلماء على ت٘اـ أفكار القدماء وكماؿ 
حادثة تٕددت أراء مذاىبهم للإجابة على كل حادثة مرور الزماف مع أف كل زماف لو 
حسب طبيعتو والنصوص قد تٖددت. فكيف تعابِ (النصوص) الدتناىية (الوقائع) 
اللامتناىية ؟, وماىي إلا بالنظر إلى مقاصد الشريعة والتمسك بالقيم الإسلامية وشموليتها. 
فطبعا, ليست كل الحوادث والوقائع تعالجها النصوص الإلذية مباشرة, بل تْكمتها البالغة 
 السامية تعالجها النصوص بأدلتها التفصيلية. وعظمتها
ىػ):" إف النصوص الدينية وإف  381ولذذا, قاؿ أبوحسن لزمد بن يوسف الأمتُ(الدتوبَ سنة
كثرت فإنها تنحصر, تْيث لا تٖتمل الزيادة عليها بينما الحوادث التي تعرض للناس غتَ 
هاد أي لابد من الرأي والقياس. متناىية, ولدواجهة ىذه الحوادث بالتشريع لا بد من الإجت
وعلى ىذا, فالإجتهاد ضروري يحتمو التطور. ومهما حظر الإجتهاد على الدفتتُ, لم يوجد 
. وقاؿ أيضا الشهرستاني: "إف الحوادث والوقائع بُ 91بد من الرجوع إلى أحد الوجهتُ"
د من كل حادثة العبادات والتصرفات لشا لا يقبل الحصر ولا العدد. ويعلم قطعا أنو لم ير 
نص ولا يتصور ذلك أيضا, والنصوص إذف, كانت متناىية والوقائع غتَ متناىية, ولدا كاف 
ما لايتناىى لا ينضبط تٔا يتناىى, علم قطعا أف الإجتهاد والقياس واجب الإعتبار حتى 
 02يكوف بكل صدد كل واقعة إجتهاد".
تهاد بالرأي بُ تٚيع شؤوف وبذلك, لقد صح أف الشارع فتح أماـ الدسلمتُ باب الإج
حياتهم الدينية. و جعل مبدأ الدصلحة والدفسدة أساسا لشريعتو ومنارا للكشف عن حقيقة 
أحكامو. فحيثما وجدت الدصلحة فثم شرع الله. لذلك, فلا ينبغي للمجتهد أف يتجمد 
الشريعة أماـ النصوص والفتاوى القديدة ولا يبالي بتطور الزماف ومصابّ العصر الحديثة إذ 
الإسلامية صالحة لكل زماف ومكاف. فقد ثبت بالإستقراء وبالنصوص الشرعية أف الشريعة 
الإسلامية تقصد إلى تٖقيق مصابّ العباد الدنيوية والأخروية ومنع مفاسدىم فيهما أي 
                                                 
  13) ص. 1002,  artuP ikziR akatsuP (سمارنج:     malsI mukuH hafaslaFحسبي الصديقي, 91
. وزاد الدؤلف قولو نقلا عن العامري: وجود الفقهاء ورجاؿ القانوف ضرورة من ضروريات الحكم 33نفس الدرجع, ص.   02
والسياسة وذلك بأف الحوادث الدتجددة تٖتاج إليهم لوضع التشريعات الدناسبة و رد ىذه التشريعات إلى أصوؿ الدين و الله شرع 
  حة ليستعملواىا من الفروع إليها.للناس من أمر دينهم أصولا جامعة ووىب لذم العقوؿ الصحي




 الدنيا العاجلة والأخرة الآجلة. 
مقاصد الخلق بُ وجو فليس بأمر ىتُ ضبط مصلحة قصدت بها الشريعة بُ وجو و وافقتها 
اخر. لأف الدصلحة متفاوتة تفاوت أحواؿ الناس قد يتوىم الناس أنها مصلحة لذم وغتَ 
مصلحة لغتَىم أو أنها مصلحة عندىم و ليست تٔصلحة عند الشارع وكذلك العكس. فأية 
كل ما يهدي إليو الناس   -كما ادعى الفلاسفة  -مصلحة أرادتها الشريعة الإسلامية؟. أ ىي
ولذم, وأف مثلو الأعلى ىو ما يخيلهم إليو أرائهم وأفكارىم؟, أـ ىي العادات الدائلة إلى عق
اتباع الشهوة والذوى, كما ذىب عليو أىل الشهوات والأىواء ؟, أـ ىي أمر الدنيا وما فيها 
من مظاىر اللذائذ والآلاـ الدنيوية وكاف ميزانها لررد الختَ والشر حسب التجارب والوجداف 
شري كما فهمها علماء الأخلاؽ؟. أـ ىي مصلحة لذا قيمة السعادة الشخصية كما الب
 بناىا الفيلسوؼ اليوناني إبيكور؟. أـ ىي مصلحة تٕمع مقاصد الشارع و الخلق معا؟.
فالحقيقة أف تقدير الدصلحة والدفسدة عائد إلى الشريعة نفسها, ولقد وضعت الشريعة  
, ولكن اختلف العلماء بُ الإستدلاؿ بالدصلحة منهم الأسس العامة لحصوؿ ىذه الدصابّ
من بتٌ منهجو على تقديم النقل على العقل, سموا بأىل الحديث. وبعضهم من بتٌ منهجو 
على تقديم العقل على النقل, سمي بو أىل الرأي وبعض أخر من توسط بينهما (بتُ أىل 
ل عن أصوؿ الشريعة أو و لزل الخلاؼ ىل الدصلحة أصل مستق 12الرأي وأىل الحديث).
 طريقة من طرؽ الإستدلاؿ بالنصوص الشرعية؟ وكيف علاقتها بالنصوص الشرعية؟.
فقد اتفق تٚاىتَ العلماء على أف الأحكاـ الشرعية عامة معللة, وأف لذا مقاصد بُ كل ما 
شرعت. وأف ىذه الدقاصد والعلل والحكم معقولة و مفهومة إتٚالا و تفصيلا إلا بُ بعض 
حكاـ التعبدية المحضة. وقد أثبت الإستقراء بالنصوص على أف كل ما جائت بو الشريعة الأ
الإسلامية من أحكاـ منصوص عليها لرعاية مصابّ الدكلفتُ, ودرء الدفاسد عنهم, وتٖقيق 
وقد أتٚع العلماء على ذلك, غتَ أنهم اختلفوا بُ جواز التعليل  22أقصى الختَ لذم.
ى أمر ثبتت فيو مصلحة بأنو حلاؿ, وعلى أمر أخر ثبتت فيو بالدصلحة, تْيث يحكم عل
                                                 
 aqittI ,جوجاكرتا( ,hahalsaM pesnoK naijaK :e‘ifayS-ysA bahzaM عبد الدنعم صابّ,   12
  72-62, ص.  ),sserP
  75), ص. 1002يوسف القرضاوي, مدخل الدراسات الإسلامية, (قاىرة:مكتبة وىبة,   22
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 32مضرة بأنو حراـ, وىذا مع عدـ النص الشرعي المجيز او الدانع قطعا.
فمن ىذه الخلفية كانت إشكالية ىذاالبحث تتحدث عن ماىية الدصلحة ودورىا بُ بناء 
مكانتها بُ و كيف  52والعز الشافعي 42الأحكاـ الشرعية بُ منظور الطوبُ الحنبلي
الإستدلاؿ عند التعارض بينها و بتُ الأدلة؟ إذ هما قد اىتما بكياف الدصلحة نظرية رئيسية 
ووصفا بها منهجا كاملا و ادعيا أنها طريقة من طرؽ الإجتهاد الشرعية لا سيما بُ القضايا 
يومنا الدستجدة سواء فيما  فيو نص اـ لا واف لذا دورا عظيما بُ علاج الدشاكل الفقهية 
الحالي, و بالتالي كانا قد اسهما سهما علميا بُ تنظتَ الدصلحة وتقعيدىا حتى لا يخفى عند  
دارسي الفقو و أصولو أنهما قد اشتهرا إمامتُ من أئمة نظرية الدصابّ و الدقاصد الشرعية, 
بد  بل وإف اختلفا مذىبا إلا أنهما متفقاف أف الدصلحة ىي روح الشريعة الإسلامية التي لا
 من تٖقيقها بُ دنيا الواقع و ىي أقوى أدلة الشرع. 
 نظرية المصلحة عند الطوفي 
برأيو الجديد بُ الدصلحة ناقدا  -أحد علماء القرف السابع الذجري-جاء لصم الدين الطوبُ
على نظرية الدصلحة التي عرفها الأصوليوف قبلو, فنادى بأف الدصلحة مع تقسيمها إنما ىي 
ل ىي طريقة وحيدة لدعرفة الأحكاـ الشرعية التي تندرج العقوؿ بُ تعسف وتكلف, ب
ادراكها. و قرر الطوبُ أف الدصلحة تقدـ على النص والإتٚاع عند التعارض. ىذا الرأي 
يبدو عندما يشرح حديث" لاضرر ولا ضرار " بُ كتابو التعيتُ بُ شرح الأربعتُ وىو 
النواوية: عن أبي سعيد سعد بن ملك بن سناف  الحديث الثاني والثلاثوف بُ كتاب الأربعتُ
الخدري رضي الله عنو أف رسوؿ الله صلى الله عليو وسلم قاؿ " لا ضرر ولا ضرار"حديث 
حسن, رواه ابن ماجو والدارقطتٍ وغتَهما مسندا, ورواه مالك بُ الدوطأ مرسلا عن عمرو 
يد, ولو طرؽ يقوي بعضها بن أبيو عن النبي صلى الله عليو وسلم مرسلا, فأسقط أبا سع
 بعضا.
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ضررا, وىو إلحاؽ مفسدة بالغتَ مطلقا. والضرار مصدر -يضر-فالضرر لغة مصدر ضر
ضرارا فهو إلحاؽ مفسدة بالغتَ على جهة الدقابلة, أي كل من الرجلتُ يقصد -يضار-ضار
 فما الفرؽ بتُ الضرر والضرار؟, بعض العلماء يقوؿ إنهما تٔعتٌ واحد 62ضررا لصاحبو.
على وجو التأكيد, والدشهور كلاهما لستلفاف: فقيل الضرر ىو الإسم والضرار ىو الفعل 
فالدعتٌ أف الضرر نفسو منتف بُ الشرع وإدخاؿ الضرر بغتَ حق كذالك. وقيل الضرر أف 
يدخل على غتَه ضررا تٔا ينتفع ىو بو. والضرار أف يدخل على غتَه ضرر بلا منفعة لو بو  
ويتضرر بو الدمنوع. ورجح ىذا القوؿ ابن عبد البر وابن الصلاح. وقيل  كمن منع ما لايضره
 72الضرر أف يضر بو من لا يضره والضرار أف يضر تٔن فد أضر بو على وجو غتَ جائز.
وبقوؿ أخر أف"لا ضرر ولا ضرار" أصلو لا لحوؽ  أو الحاؽ ضرر بأحد ولا فعل ضرار مع 
وجب خاص, و أف نفي الضرر والدفاسد شرعا أحد. ومعناه أف لا لحوؽ ضرر شرعا إلا تٔ
نفي عاـ إلا ما خصصو الدليل. وىذا يقتضي تقديم مقتضى ىذا الحديث على تٚيع الأدلة 
 الشرعية وتٗصيصها بو بُ نفي الضرر وتٖصيل الدصلحة.
صلاحا وىو كوف الشيئ على ىيئة   –يصلح  –وأما لفظ الدصلحة فهو مفعلة من صلح 
ذلك الشيئ لو, كالقلم يكوف على ىيئتو الصالحة للكتابة بو. فهي  كاملة تْسب ما يراد
عرفا سبب مؤد إلى الصلاح والنفع كالتجارة الدؤدية إلى الربح و شرعا سبب مؤد إلى 
مقصود الشارع عبادة أو عادة. والعبادة ىي ما يقصده الشارع لحقو والعادة ىي ما يقصده 
على أف الطوبُ يقسم الشرع إلى قسمتُ ما ىو وىذا دؿ  82لنفع الخلق وانتظاـ أحوالذم.
حق لله تعالى وحده و ما ىو حق للعباد. فالأوؿ ىو أصوؿ الدين لا جداؿ فيو و لا بد من 
اتباعو على ما رسم بو. والثاني ىو لراؿ الأحكاـ الفرعية التي فيها مساغ الإجتهاد من 
ـ الشرعية إلى قسمتُ: لراؿ أدلتها التفصيلية. ولخص عبد الوىاب خلاؼ أنو قسم الأحكا
أحكاـ العبادات والدقدرات التي لا لراؿ للعقل بُ فهم معانيها بالتفصيل. والدعوؿ فيها ىو 
النص والإتٚاع. و لراؿ أحكاـ الدعاملات والسياسات التي للعقل لراؿ بُ فهم معانيها و 
ذا لم يكن للشارع الدقصود بها. والدعوؿ فيها ىو الدصلحة أو جلب النفع و دفع الضرر فإ
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حكم بُ وقائع منها حكمنا فيها تٔا يحقق الدصلحة. وإذا كاف للشارع حكم بُ وقائع منها 
ووافق حكم نص الشارع الدصلحة التي تدركها عقولنا نفذنا النص. وإذا كاف حكم النص أو 
ىو  الإتٚاع لا يوافق الدصلحة التي تدركها عقولنا ولم يدكن الجمع بينهما فالدعوؿ عليو
  92الدصلحة.
فالدصلحة عند الطوبُ ىي ما يستقل العقل بإدراكها دوف النظر إلى شهادة الشرع لذا, و  
العمل مثلا إف تضمن مصلحة لرردة حصلت بها, وإف تضمن مفسدة لرردة نفيت عنها, 
وإف تضمن مصلحة من وجو ومفسدة من وجو, فإف استويا توقف على الدرجح, أو ختَ 
لتًجيح والتخيتَ أحد الدسالك التي سلكها المجتهد بُ استنباط الأحكاـ فإف ا 03أرجحهما.
من نصوصها الشرعية عند التعارض بينها بعد الجمع والتوفيق. فصارت الدصلحة أقوى أدلة 
الشرع بالنسبة إلى غتَىا عملا بالحديث الدرسل السابق بيانو و استدلالا بقولو تعالى: (يريد 
و (ما يريد الله  23و (يريد الله أف يخفف عنكم) 13بكم العسر). الله بكم اليسر ولا يريد
و قولو صلى الله  43و (وما جعل عليكم بُ الدين من حرج) 33ليجعل عليكم من حرج)
 عليو وسلم: (بعثت بالحنيفية السمحة السهلة).
وكانت عدة تعليلات للطوبُ بُ تقديم الدصلحة على النص والإتٚاع عند التعارض. أولاىا 
الدصلحة ىي قطب مقصود الشرع بُ غتَ العبادات(العادات والدعاملات), تٓلاؼ أف 
العبادات فإنها حق الشرع ولا يعرؼ كيفية إيقاعها كما وكيفا, وزمانا ومكانا إلا من جهتو 
نصا وإتٚاعا. وثانيها أف الشارع جعل الدصلحة  أصلا من أصوؿ التشريع, فتقدـ بُ كل 
الطوبُ بعمـو النصوص الدالة على تاكيدىا, منها قولو جل وثالثها استدؿ  53الأحياف.
وعلى: (يأيها الناس قد جائتكم موعظة من ربكم وشفاء لدا بُ الصدور وىدى ورتٛة 
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 73وقولو تعالى(قل بفضل الله وبرتٛتو فبذالك فليفرحوا ىو ختَ لشا يجمعوف), 63للمؤمنتُ),
وبالتفصيل, بتُ 83ب لعلكم تتقوف).وقولو سبحانو:(ولكم بُ القصاص حياة ياأولي الألبا
الطوبُ أف أفعاؿ الله معللة تْكم يعود نفعو إلى الدكلفتُ بُ كماؿ حياتهم, لا إلى الله تعالى 
و كمالو لأنو مستغن بذاتو عما سواه. و أف رعاية الدصلحة ىي تفضل من الله على تٚيع 
والسنة والإتٚاع والنظر.  خلقو. فعلى سبيل الإيجاز أف رعاية الدصلحة ىي أمر من الكتاب
أما الكتاب والسنة فقد أورد الباحث ما سبق منهما الأدلة التي تدؿ على شمولية الدصلحة 
بُ كل حكم من الأحكاـ وقد باف أنو ما من أية بُ كتابو تعالى إلا وىي دالة وشاملة على 
طن  أحدكم الدصلحة للخلق.. فعلى سبيل الدثاؿ قاؿ النبي صلى الله عليو وسلم: لا يخ
خطبة أخيو. فباف انو نهانا عن خطبة لسطوبة أحد من الدسلمتُ إذ بها يتمكن التخاصم بتُ 
الدسلمتُ. و أيضا أف النبي صلى الله عليو وسلم نهي أف يسافر بالدصحف إلى أرض الكفار 
أو أرض العدو. والظاىر بُ علة ىذا الدنع أنو صلى الله عليو وسلم لم ينو عن ذالك إلا 
و أما الإتٚاع فقد استدؿ الطوبُ بو على  93افة أف يستهتُ بو الكفار واف ينالوه بسوء.لس
حجية الدصلحة قائلا: قد أتٚع العلماء على تعليل الأحكاـ بالدصابّ ودرء الدفاسد. 
وأشدىم اعتناء بُ ذلك الإماـ مالك حيث قاؿ بالدصابّ الدرسلة. ومن بٍ أجازوا عقود 
مصلحة الناس وإف خالفا القياس, لأنهما بُ الحقيقة معاوضة على السلم والإجارة لأجل 
الدعدـو . و أما النظر فلا شك عند كل ذي عقل سليم وصحيح أف الله تعالى راعى مصلحة 
عباده بُ معاشهم ومعادىم. إذ لدن المحاؿ على الله أف يراعي مصالحهم بُ الدعاش والدعاد بٍ 
 وإذا ثبتت رعايتو إياىا فلا يجوز إهمالذا البتة.يهمل مصالحهم بُ الأحكاـ الشرعية. 
 النص و المصلحة وارتباطهما في الشرع
بعد أف ذكر الطوبُ أف الدصلحة ىي أقوى الأدلة بُ لراؿ الدعاملات والعادات دوف 
العبادات و أنها تدرؾ باستقلاؿ العقل بُ تقدير معيار الدصلحة والدفسدة جعلها أولى 
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الأوؿ. أف منكري الإتٚاع قالوا  04لإتٚاع إذا تعارضت, لأدلة عديدةبالتقديم على النص وا
برعاية الدصلحة فهي إذف لزل وفاؽ, والإتٚاع لزل خلاؼ, فالتمسك تٔا ىو متفق عليو 
أولى من التمسك تٔا ىو لستلف فيو. الثاني. أف النصوص متعارضة لستلفة فهي سبب 
ف إتباعها أولى. لأف الدصلحة ىي أمر الخلاؼ بُ الأحكاـ, والدصلحة سبب الإتفاؽ فكا
حقيقي بُ نفسو واضح بيانها ساطع برىانها لا يختلف فيها. الثالث أف السنة قد تكوف 
بعضها على بعض معارضة بالدصابّ, وإف اختلف العلماء فيها. وىذا الخلاؼ قد يحمل 
ذي بعث أتباع الدذاىب على وضع الأحاديث بُ تفضيل أئمتهم وذـ بعضهم وىو أيضا ال
 إلى تنافس الدذاىب بُ تفضيل الظواىر ولضوىا على رعاية الدصلحة. 
فقد ظهر الأف أف دليل رعاية الدصلحة أقوى من دليل أخر, فليقدـ بو على غتَه من أدلة 
الشرع عند التعارض بطريق البياف كما أوضح الطوبُ كل الوضوح سابقا بأف نظريتو ليست 
ى ما ذىب إليو مالك بل ىي أبلغ و أعم, وىي التعويل ىي القوؿ بالدصلحة الدرسلة عل
على النصوص والإتٚاع بُ العبادات والدقدرات وعلى اعتبار الدصابّ بُ الدعاملات وباقي 
الأحكاـ. و بعبارة أخرى أف النص معيار الأحكاـ بُ العبادات والدقدرات. وأما أحكاـ 
لعباد. و الدصلحة و باقي الأدلة الشرعية الدعاملات والعادات فالدعيار الدتبع فيها مصلحة ا
إما أف تتفقا وإما أف تٗتلفا, فإف اتفقت ثبثت بها, وإف اختلفت, فإف أمكن الجمع بينهما 
بوجو ما فالجمع ىو الأولى. وإف تعذر قدمت الدصلحة على غتَىا. ىذا بأف الدصلحة ىي 
ا, وباقية الأدلة كالوسائل مقصود الشرع من سياسة الدكلفتُ بإثبات الأحكاـ فيجب تقديده
يتوصل بها الدقصود أو الغاية, والدقاصد ىي الدصلحة نفسها فهي واجبة التقديم على تلك 
الوسائل. والوسائل قد تكوف من أبواب متفرقة لنيل الغرض الوحيد الدنشود. فهو أولى 
 بالتقديم منها.
تٖتاج طبعا إلى ضابط ثابت بٍ إف الدصلحة والدفسدة قد تكوناف متعارضتتُ. فهذه القضية 
يدفع بو التعارض بينهما. لأف الحكم لا يخلو من إحدى جهتي الدصلحة أو الدفسدة. 
فالدصلحة إف كانت واحدة فيو حصل بها. وإف كانت متعددة بأف كانت فيو مصلحتاف أو 
 مصابّ, فإف أمكن تٖصيل تٚيعها فعليو. وإلا فبالأىم والأمكن. ىذا إف تفاوتت مراتبها.
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وإف تساوت وتعذر تٖصيل الجميع فيكفيو الأخذ بأحدىا. فإف اتٖدت فيو مفسدة فبالدفع 
أولى. وإف تعددت فلو أمكن درء تٚيعها فدرئت. وإف تعذر منع الجميع فعلى ما أمكن. بٍ 
إف تعذر درء ما زاد على مفسدة واحدة وتفاوتت بُ عظمتها فالأعظم أولى بالدفع من 
صبها فبالخيار بينها كما ىو بُ الدصلحة.وإف اجتمع فيو الدصلحة الأخرى. وإف تساوت منا
والدفسدة معا, فإف أمكن تٖصيل الدصلحة ودفع الدفسدة فتقديم الأولى ىو الأولى. وإف 
تعذر كلاهما فعلى الأىم إف تفاوتتا, وإلا فبالخيار مع اليقتُ. وإف تعارضتا, فبالأرجح على 
عد ترجيح كل منهما وجها بوجو تٖصيلا أو دفعا. وإف الراجح, وبالراجح على الدرجوح, ب
 14تساويتا فبالرجوع إلى الخيار كما تقدـ.
وعلى سبيل الإختصار, أف الطوبُ قد أقر بأف نظريتو بُ الدصلحة ىي رأي جديد, لم يسبقو 
كما ذىب إليو -أحد قبلو. ىذا, لكونو لسالفا لدن قبلو, فالدصلحة عنده غايتها ليست
ىي الأخذ بها بُ ما لانص فيو, و اشتًاط كونها ملائمة بتصرفات الشرع -ماء تٚاىتَ العل
ما  -ولو عارضت النصوص الشرعية  -بُ الجملة, بل الدراد بها ىي تقديدها على غتَىا 
زالت بُ الدعاملات والعادات دوف العبادات والدقدرات بطريق التخصيص والبياف لا بطريق 
ف الدصلحة عنده لا تقدـ على الدليل الخاص وإنما تقدـ على الإبطاؿ والإفتأت.  فتبتُ, أ
الدليل العاـ لكونو ظتٍ الدلالة, عن طريق التخصيص والبياف لو, ومعتٌ التخصيص والبياف 
ىنا ىو أف الأوؿ ىو نسخ الحكم عن بعض أفراد العاـ. والثاني ىو إيضاح ما أتٚل بواضح 
 صلحة عليو لكونو قطعي الدلالة. وأما الدليل الخاص فلا تقدـ الد 24الدلالة.
 نظرية المصلحة عند العز
الدصلحة تكوف على معنيتُ:  معتٌ ذابٌ و معتٌ شرعي. فالدعتٌ الذابٌ ىنا أف الدصلحة ىي 
الدنفعة و الدفسدة ىي  الدضرة مطلقا سواء أكاف النفع أو الضرر شخصيا فرديا أو تٚاعيا  
فالعلم والربح واللذة والراحة والدتعة والصحة ولضوىا   كليا, غالبا أو مغلوبا, عاجلا أو أجلا.
كلها مصابّ بُ ذاتها نافعة لأصحابها بأية طرؽ حصلت. وأما الجهل والخسارة والألم 
والتعب ولضوىا كلها مفاسد بُ ذاتها مضرة بأصحابها. فيعبر العز أف الدصابّ والدفاسد تعتبر 
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يئات. لأف الدصابّ كلها خيور نافعة حسنات. بالختَ والشر, والنفع والضر, والحسنات والس
والدفاسد  شرور مضرات وسيئات, وقد غلب بُ القرأف استعماؿ الحسنات بُ الدصابّ 
 والسيئات بُ الدفاسد. وقيل عكسها استعماؿ الدصابّ بُ الحسنات والدفاسد بُ السيئات.  
لدفاسد ىي الألاـ وأسبابها وأما الدصلحة عنده فهي اللذات وأسبابها والأفراح وأسبابها, وا
ومن ىذا الدعتٌ استفيد بأف الدنفعة التي تشتَ إلى الختَ, والدضرة التي تفيد 34والغمـو وأسبابها.
إلى الشر ليست بكافية بأف تكوف مصلحة أقصى ومفسدة أعلى بُ حياة الناس. لأف ىذه  
ة التي أراد بها العز ىي كلها إنما ىي تصف بالدصلحة والدفسدة الدادية لا الدعنوية. والدصلح
الدصلحة الحقيقية لأنها قيمة فلسفية من حياة الناس وغايتها العظمى. وىذا التعريف قد 
انتقل من معناىا الدالة على مصلحة مادية معروفة بقوانتُ العقل إلى الدصلحة الدالة على 
 مصلحة فلسفية معروفة بالوجداف.
ورتٔا كانت  44والدصلحة المجازي ىي أسبابها,فالدصلحة الحقيقية ىي الأفراح واللذات, 
أسباب الدصابّ ىي الدفاسد, كقطع الأيدي للسارؽ والسارقة. قاؿ الله تعالى بُ القرأف 
فكاف الأمر بالقطع يؤمر بو لا لكونو  54الكريم: (السارؽ والسارقة فاقطعوا أيديهما).
وىو مصلحة الناس من أمن مفسدة للسارؽ أو السارقة, بل لكونو مؤديا إلى مقصود الشرع 
الخوؼ لنفوسهم بُ ضياع أموالذم. ورجم الزناة كقولو تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل 
فالأمر بالرجم أو الجلد يؤمر بو ليس لكونو مفسدة للزناة, بل  64واحد منهما مائة جلدة).
لنسل لكونو يؤدي إلى مصلحة يقصد بها الشارع لدصلحة غتَىم وىي حفظ النفس وا
والعرض. وغتَىا من العقوبات الشرعية كلها مفاسد, ولكنها مطلوبة شرعا, لا لكونها 
مفاسد بل لكونها مقصودة الشريعة أوجبها الشارع لتحصيل ما رتب عليها من الدصابّ 
الحقيقية وىي المحافظة على الأصوؿ الستة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والداؿ 
سد تتكوف من حقيقية ولرازية. فالحقيقية ىي الألاـ والغمـو والمجازية والعرض. وكذالك الدفا
ىي أسبابها وأسباب الدفاسد مصابّ نفسها. فما نهى عنو الشارع مؤد إلى الدفاسد, مثل 
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التخلي بتُ رجل وامرأة بُ مكاف خاؿ, فهو مصلحة لذما من جهة كونو لذات وشهوات 
عنها لكونها سوؼ يؤدي إلى الزنا عند عدـ بُ حاؿ التحابب والتغازؿ, ولكنها منهي 
الإيداف والوقوع بُ خطوات الشياطتُ. لأف الإنساف بطبعو يؤثر ما رجحت مصلحتو على 
مفسدتو وينفر لشا رجحت مفسدتو على مصلحتو, فهو يديل إلى الأفراح واللذات والنفور 
 المجازية والوقوع بُ الزى من الغمـو والدؤلدات. ولذا, كانت أفراح التغزؿ ولذاتها من الدصابّ
مفسدة حقيقية. فالدفسدة المجازية سوؼ تتعقب على الدفسدة الحقيقية أكثر ما يدكن. 
والنفور من حدوث الدفسدة المجازية ىو الأولى. إذ, إذالم تقع الدفسدة المجازية فلن تقع 
 الدفسدة الحقيقية.
ة, وتدرأ تلك الدفاسد الحقيقية؟ فكيف تعرؼ تلك الأسباب حتى تٕلب بها الدصابّ الحقيقي
فليعلم بأف الدصابّ الحقيقية لا تٖصل إلا بأسبابها. وأسبابها مفاسد. والفعل عن ترؾ الدفاسد 
مفسدة, كالأمر بوجوب القطع بُ السرقة, أوالرجم بُ الزى, فإف لم يعمل بو فهو مفسدة 
فاعلو(السارؽ أو الزاني) لغتَه, لإمكاف تكرار السرقة وضياع أمواؿ الغتَ, ولو مصلحة ل
لسلامتو عن القطع. وكذالك الدفاسد الحقيقية لا توصل إليها إلا بأسبابها. فأسبابها مصابّ. 
أي الفعل عن ترؾ الدفاسد المجازية مصلحة, ضرب الباحث مثلا ىنا كمن لا يتخلي بامرأة 
ن الزى ىو مصلحة (مفسدة لرازية), لا يدكن أف يقع بُ الزى(مفسدة حقيقية). والابتعاد ع
فالقرب من الزى منهي  74الغتَ. لقولو تعالى:(لا تقربوا الزنا إنو كاف فاحشة وساء سبيلا),
عنو كالتخلي بُ النحو السابق, لأنو يوشك أف يقع بُ الزنا. والوقوع بُ الزنا لزـر لأنو من 
 الفواحش وساء سبيلا, لفوات النفس, والنسل والعرض. وىذا قياس أولوي. 
 الحقيقة, كاف الشارع أعلم أف كل ما شرعو جالب للمصلحة أو دارئ للمفسدة ولكنو وبُ
أجرى عادتو وطرد سنتو بتدبتَ بعض خلقو على بعض لتعريفهم عن وجود الأسباب, ما 
رتب عليها من ختَ فهو مطلوب بُ وقوعها ووجودىا وما رتب عليها من شر فهو منهي 
والأداة لتعريف وجود تلك الأسباب ىو  84بُ العادة. عن قيامها وتٖققها وىذا ىو الغالب
فالواجب على كل إنساف  94العقل السليم خلقو الله فطرة وحيدة لشيزة بتُ عاقل وغتَ عاقل.
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بُ اكتسابو اتباع أسباب الرشاد, إذ بها تناؿ الدصلحة وتنكب أسباب الفساد إذ بها تدفع 
ىو سبب للمصابّ وىو على أضرب: ما  الدفسدة. واكتسابو لا يخلو من ضربتُ: الأوؿ ما
ىو سبب لدصابّ دنيوية كالدأكل والدشارب والدراكب واللابس وغتَىا من حوائج الإنساف 
الجسمانية وما ىو سبب لدصابّ أخروية كالصلاة, و الصـو , و الحج, فحسب. وما ىو 
بُ الدنيا و سبب لدصالحهما, كالزكوات, و الصدقات, و الجهاد وغتَىا لشا ىو نافع لغتَه 
لنفسو بُ الأخرة. و ىذه الإكتسابات مأمور بها و يتأكد الأمر بها على قدر مراتبها بُ 
الحسن. و الثاني ما ىو سبب للمفاسد و ىذا على أنواع: ما ىو سبب لدفاسد دنيوية  
كالجهل بُ العلـو العامة, و الشتم, و النميمة و غتَىا و ما ىو سببب لدفاسد أخروية  
ترؾ الصلاة, و الشرؾ, و ما ىو سبب لدفاسدهما, كالزنا و السرقة, و القتل. و   كالكفر, و
كل ىذه الإكتسابات منهي عنها و يتأكد النهي عنها على قدر مراتبها بُ القبح. و 
لذالك, كانت ىذه (الدصابّ و الدفاسد) منقسمة إلى دنيوية و أخروية. فأما مصابّ الدنيا و 
و التجارب و العادات و الظنوف الدعتبرة. و مصابّ الأخرة و  مفاسدىا معروفة بالضرورات
مفاسدىا معلومة بالنقل. أما مصابّ و مفاسد الدارين (الدنيا و الأخرة) و أسبابها فلا 
  05تعرؼ إلا بالشرع.
 النص و المصلحة و علاقتهما في الشرع
, و يعبر عنو و الدشروعات تتكوف لشا ظهر أنو جالب لدصلحة أو دارئ لدفسدة أو عكسو
تٔعقوؿ الدعتٌ. و لشا لم يظهر جلبو لدصلحة أو درؤه لدفسدة و يعبر عنو بالتعبد. ففي التعبد 
من الطواعية لشا لم تعرؼ حكمتو و لا تعرؼ علتو. و ىذا يفعل ليس إلا إجلالا للرب و 
طاعة لأمره. و لا يعتٍ ىل ىذا جالب لدصلحة من عمل بو أو دارئ لدفسدتو. لأف 
فكما  15وض بو ليس معيار الدصلحة أو الدفسدة بل الخضوع و الطاعة لشريعة الشارع.الدفر 
ىو لرمع عليو أف الشريعة جائت لحماية الدصابّ الإنسانية الحقيقية فلا حيلة بوجو ما إلى 
الإلتفات من الإيثار برعاية الدصلحة. و لكن الدصلحة قد تٗتفي, فيحتاج إلى تٖرير معتٌ 
لاـ ليتبتُ الدقياس الدقيق الذي يقـو عليو أمر شئوف المجتمع الحيوية. فإف الدصلحة بُ الإس
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خفي شيئ منها طلب من أدلة الشرع وىي الكتاب و السنة و القياس الدعتبر و الإستدلاؿ 
الصحيح. فإف خفي شيئ من ذلك طلبت أدلتو بأف تعرؼ الدناسبات بتُ الدصابّ و 
و فاضلها و مفضولذا. فليعرض ذلك على العقل الدفاسد راجحهما و مرجوحهما, أفضلها 
بتقدير أف الشرع لم يرد بو بٍ بتٌ عليو الأحكاـ إلا ما ىو تعبدي فإنو أمر معلـو من الدين 
 25بالضرورة.
و لأجل ذلك, استفاد الباحث ىنا أف معظم مصابّ الدعاملات و لضوىا و مفاسدىا  
ت و الدقدرات. إذ لا يخفى على عاقل معروؼ بالعقل و كذالك معظم الشرائع سوى العبادا
قبل ورود الشرع أف تٖصيل الدصابّ و درء الدفاسد عن نفس الإنساف و عن غتَه لزمود 
حسن, و أف تقديم أرجح الدصابّ فأرجحها لزمود حسن, و أف درء الدفاسد فأفسدىا 
أف درء لزمود حسن, و أف تقديم الدصابّ الراجحة على الدفاسد الدرجوحة لزمود حسن, و 
الدفاسد الراجحة على الدصابّ الدرجوحة لزمود حسن. إضافة إلى ىذه الدناسبة, فكاف إنقاذ 
مقدـ على أداء الصلوات لأنو أفضل عند الله من أداء الصلاة. و الجمع بتُ  -مثلا-الغرقي
الدصلحتتُ لشكن بأف ينقذ الغرقي بٍ يقضي الصلاة. و معلـو أف ما فاتو من أداء الصلاة 
قارب إنقاذ نفس مسلمة من الذلاؾ. و كذالك, لو رأى الصائم بُ رمضاف غريقا لا لاي
يتمكن من تٗليصو إلا بالتقوي بالفطر فإنو يجوز لو أف يفطر و ينقذه, لأف بُ النفوس حقا 
فهذا الذي يدؿ على أف العز يدعو إلى  35لله وحقا لصاحبها, فقدـ ذلك على الصـو .
لأحكاـ و بُ التعرؼ على الدصابّ و ىو يرى أف الأحكاـ إف استعماؿ العقل بُ استنباط ا
لم يدكن استنباطها من الكتاب و السنة و القياس فيجب استنباطها تٔا يحقق مصلحة و 
و الدراد بالعقل ىنا ىو ما يشمل الحس و  45يدرأ مفسدة. و العقل ىو أداة ىذا الإستنباط.
تحليل العقلي ىو عرض النص ذاتو على الفكر و الخبر(الوجداني أو القلبي). و غرض ال
   55الدستوى العقلي.
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 نظرية الظنون في المصلحة
الشك والوىم, و لكن لكل منها فرقا يستَا يتبتُ معناه على -معتٌ-كاد الظن يرادؼ
الأخر. الشك ىو تردد بتُ معتقدين دوف ترجيح لأحدهما على الأخر. و الظن أعلى درجة 
ة و العلم, لأنو قد تٖوؿ من اعتقاد غتَ جاـز إلى اعتقاد جاـز من الشك و أقرب إلى الدعرف
يتجاوز التًدد إلى التًجيح. و الوىم ىو إصدار حكم على واقع غتَ مطابق لو, بل يقف 
و ما من حكم بُ الإسلاـ إلا و كاف فيو مصلحة للعباد فالتكاليف كلها   65على الدرجوح.
لدصلحة إذف, أمر جوىري بُ كل حكم من راجعة إلى مصالحهم بُ دنياىم وأخراىم. فا
الشريعة الإسلامية. و لكن الدصلحة ذاتو موىومة عند بعض الأراء. فيزعم بعض الناس أف 
الشيئ مصلحة عندىم, و لكن غتَ مصلحة عند الشريعة. و ىذا نشأ من الضرافات نفسية 
الأشخاص  أو منافع قليلة أو مصلحة جزئية, لأسباب منها تٖكم الذوى بُ نفوس بعض
حتى لا يستطيع لو التفريق بتُ ما اشتهاه ىواه و بتُ الدصلحة بُ ذاتها, ومنها تركيز النظر 
والتفكتَ إلى حالة وقتية قد سيطرت عليها نظرية مالية او إجتماعية معينة, ومنها التقليد 
حة الاعمى لشخص ما يبيح الدنكرات التي أنكرىا الإسلاـ نفسو. بل الواجب بُ نظر الدصل
حتى لا يقل من حلل ما  75ىو النظر إلى ما ىو أكبر مصلحة و أكثر منفعة وأطوؿ زمانا.
حـر و حـر ما حلل. مع أف الشارع لم يكل شيئا من التعبدات إلى أراء العباد, فلم يبق إلا 
الوقوؼ على ما حده الشارع و الزيادة عليو بدعة كما أف النقصاف منو بدعة. فالدعتمد بُ 
الدارين و درء مفاسدهما ىو الذي يظهر ثبوتو من الظنوف. فكما أف للدارين  جلب مصابّ
مصابّ كذلك لذما مفاسد حتى لو فاتت مصالحهما فسد أمرهما و كذا إذا تٖققت 
مفاسدهما ىلك أمرهما. و تٖصيل معظم ىذه الدصابّ بتعاطي أسبابها مظنوف غتَ مقطوع 
  85بو.
مفسدة بُ نفس الأمر, كمن أكل مالا يعتقده فمن أتى تٔا ىو مصلحة بُ ظنو و ىو 
لنفسو أو وطئ جارية يظن أنها بُ ملكو أو لبس ثوبا يعتقد لنفسو أو سكن دارا يعتقدىا بُ 
ملكو, فلا إبٍ عليو لظنو و لا يتصف فعلو بكونو طاعة و لا معصية و لا مباحا و إنما ىو 
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فاتو من ذلك كلو وىو مباح و معفوو عنو كأفعاؿ الصبياف و المجانتُ و يلـز ضماف ما 
الدباحات لا تتوقف على الدأبٍ. و كذلك لو وطئ أجنبية يعتقد أنها زوجتو أو أمتو, فإنو لا 
يأبٍ و يلزمو مهر الدثل. و كذلك من فعل فعلا يظنو قربة أو مباحا و ىو مفسدة لزرمة بُ 
و كالدصلي يصلي نفس الأمر, كالحاكم إذا حكم تٔا ظنو حقا بناء على الحجج الشرعية 
ظانا أنو متطهر أو كمن يصلي على مرتد يعتقده مسلما. و ىذا خطأ معفوو عنو كالذي 
 بُ الأوؿ, و لكن يثاب فاعلو على قصده دوف فعلو.
فلا شك أف مصابّ الدنيا و الأخرة مبنية على الظنوف. و الظنوف الدعتبرة لايجوز تعطيلها 
الظن  95ظن أعلى و ظن أدى و ظن متوسط.لكونها نادرة الكذب. و ىي على أربعة: 
الأعلى ىو الظن الذي لا يكتفي بشرط واحد, بل بشروط أكثر ما يدكن, أو الذي يجاوز 
الحد الأقصى طبقا لدطلوب الشرع, حتى يقارب صدقو على اليقتُ. مثل شهادة الأربع بُ 
بعة شهداء فاجلدوىم القذؼ. كما قاؿ الله تعالى: (والذين يرموف المحصنات بٍ لم يأتوا بأر 
والظن الأدى ىو الذي الدكتفي تٔا ىو أدى الحد أو بشرط واحد قابل  06تٙانتُ جلدة).
للصدؽ. كشهادة رؤية الذلاؿ بواحد بأوؿ رمضاف أوأخره. والظن الدتوسط ىو الذي ما 
و التهمة كذلك على ثلاثة أحدىا  16بينهما, كمثل الشهادة بُ النكاح أو شهادة الرضاع.
ة قوية كحكم الحاكم لنفسو, و شهادة الشاىد لنفسو, فهذه تهمة موجبة لرد الحكم و تهم
الشهادة. لأف قوة الداعي قادحة بُ الظن الدستفاد من الوازع قدحا ظاىرا لايبقى معو إلا 
ظن ضعيف لا يصلح للإعتماد عليو و لا لاستناد الحكم إليو. و الثانية تهمة ضعيفة  
الصديق لصديقو فلا أثر لذذه التهمة و قد خالف مالك بُ كشهادة الأخ لأخيو, و 
الصديق الدلاطف, و لا تصلح تهمة الصداقة للقدح بُ الوازع الشرعي, و قد وقع الإتفاؽ 
  26على أف الشهادة لا ترد بكل تهمة. و الثالثة تهمة لستلفة بُ رد الشهادة و الحكم بها.
لقوة التهمة و خالف فيها بعض  كتهمة شهادة العدو على عدوه و ىي موجبة للرد
 العلماء.
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 المصلحة من حيث الوسائل والمقاصد
كما قد سبق بيانو أف ما ىو مصلحة تأكد الأمر بو, وما ىو مفسدة ثبت النهي عنو. 
فالدصابّ تشمل إلى ما ىو مأمور بو فهو مصابّ الواجبات, و مصابّ الدندوبات و مصابّ 
اسد المحرمات و مفاسد الدكروىات. فأما مصابّ الدباحات, و الدفاسد تٖوي إلى مف
الواجبات و الدندوبات فأحدهما مقاصد و ثانيهما وسائل. و كذلك مفاسد المحرمات و 
الدكروىات أحدهما مقاصد وثانيهما وسائل, و للوسائل أحكاـ الدقاصد فالوسيلة إلى أفضل 
تيل, لأنو تٖصل بو الدقاصد ىي أفضل الوسائل كالغالب بُ الجهاد ىي أفضل من الق
مقاصد الجهاد, و منها تٖرير الأمة الدسلمتُ عن استعمار الأعداء. و الوسيلة إلى أرذؿ 
الدقاصد ىي أرذؿ الوسائل كالشرؾ فإنو وسيلة إلى الكفر. و الشرؾ لظلم عظيم فلا يغتفر 
ترتبت  وقد 36بو لقولو تعالى: (إف الله لا يغفر أف يشرؾ بو ويغفر ما دوف ذلك لدن يشاء).
الوسائل  بتًتب الدصابّ و الدفاسد فمن وفقو الله للوقوؼ على ترتب الدصابّ عرؼ فاضلها 
من مفضولذا, مقدمها ومؤخرىا. كالتوسل إلى معرفة الله أفضل من التوسل إلى معرفة 
أحكامو. و التوسل إلى معرفة أحكامو أفضل من التوسل إلى معرفة أياتو. و التوسل إلى 
ضل من التوسل إلى الدندوبات. و غتَ ذلك. فاختلف العلماء بُ تقديدها عند الدفروضات أف
التعارض و اعتذار الجمع. فقالوا ومن قدر على الجمع بتُ جلب الدصلحتتُ أو الدصابّ بتُ 
الراجح و الدرجوح فعل بهما أو بها. و من وفقو الله لدعرفة رتب الدفاسد فإنو يدرأ أعظمها 
كالتوسل إلى القتل أرذؿ من التوسل إلى الزنا, و التوسل إلى الزنا   46بأخفها عند التزاحم.
أرذؿ من التوسل إلى الأكل بالباطل كالإختلاس. و الخلوة بالدرءة الأجنبية أقبح من النظر 
بها, و ىلم جرا. و يختلفوف أيضا بُ تقديم درئها عند تعذر الدفع عن تٚيعها. فمن قدر 
تُ مفسدة و درء أدناهما مفسدة تٚع بينهما, و إلا فدرء على الجمع بتُ درء أعظم الفعل
الأفسد على الفاسد أولى كما ىو جلب الأصلح على الصابّ أعظم. و كذلك أجرىا و 
إتٙها يختلف باختلاؼ رتبها و قدر مشقتها. فأجر الدصلحة يقدر بقدرىا, و يختلف 
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و( من جاء بالحسنة فلو  56باختلافها, كما قاؿ الله تعالى: (إف أحسنتم أحسنتم لأنفسكم)
كفعل الواجبات أكبر أجرا من فعل 76.و(من يعمل مثقاؿ ذرة ختَا يره)66عشر أمثالذا)
 86النوافل. و كذالك إبٍ الدفسدة يعاقب حسب فعلو, و قاؿ تعالى: (وإف أسأبً فلها)
و(و كتبنا عليهم فيها أف النفس بالنفس والعتُ بالعتُ  96و(من يعمل مثقاؿ ذرة شرا يره)
كفعل المحرمات أشد إتٙا   07والأنف بالأنف والأذف بالأذف والسن بالسن والجروح قصاص).
 من فعل الدكروىات.  
ثلاثة: أحدىا ما ىو واجب -من حيث تٖصيلها-يتبتُ للباحث تٔا ذكر أف الدصابّ
التحصيل بو. الثاني ما ىو مندوب التحصيل بو. الثالث ما ىو مباح التحصيل بو. فإذا 
صلحة أوجبها الله بُ كل شريعة و كذلك العكس. و إذا تفاوتت الرتب بتُ عظمت الد
الدصابّ و الدفاسد فقد يقدـ بعض الدصابّ بُ بعض الشرائع على غتَىا و يخالف ذلك بُ 
بعض الشرائع. و كذلك الدفاسد كالقصاص مثلا بُ شريعة موسى واجب لله وحده كما بُ 
حق للعبد مقتًف تْق الله فرجح فيو حق العبد على حد السرقة و الزنا. و ىو بُ شريعتنا 
حق الرب بُ شريعتنا نظرا للجاني و لولي الدـ. و كذلك الدفاسد ثلاثة: الأوؿ واجب الدرء 
فإف عظمت مفسدتو وجب درؤه بُ كل شريعة, كالكفر و القتل و الزنا و السرقة. الثاني ما 
شديدا على من حـر عليو و تٗفيفا تٗتلف فيو الشريعة فيحظر بُ شرع و يباح بُ أخر ت
على من أبيح لو. الثالث ما يدرؤه الشارع كراىة لو. مثل تٖريم الزيادة بُ النكاح على امرأة 
واحدة بُ شريعة عيسى نظرا للنساء. و أجازه من غتَ حصر بُ شريعة موسى لدن عليو 
لرجاؿ و حـر الزيادة طاقة بُ الوطء و مؤنة النكاح, و أجاز بُ شريعتنا على واحدة نظرا ل
 17على الأربع نظرا للنساء و رتٛة بهن.
 تعارض المصالح والمفاسد وكيف علاجه
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على أضرب: أولذا ما خفي عنو -يخص الباحث أفعاؿ الدكلفتُ سوى العبادات–و الأفعاؿ 
مصالحو و لا تقدـ عليو حتى تظهر مصلحتو المجردة عن مفسدتو أو تظهر مفسدتو الراجحة 
. و الثاني ما ظهرت مصلحتو و لو حالاف: أحدهما أف لا تعارض مصلحتو عن الدفسدة
مفسدتو و لا مصلحة أخرى فتعجيلها أفضل. و ثانيهما إف تعارض مصلحتو مصلحة 
أرجح منها مع عدـ الدفسدة  فيؤخر عنها, و جيئ إلى تٖصيلها و إف عارضتها مفسدة 
الجمع فبالتختَ بُ التقديم و تساويها قدمت مصلحة التعجيل. و إف تساوت مع تعذر 
التأختَ لتنازع الدتساويتُ, مثل من يصوؿ على بضعتُ متساويتُ بأف يكوف أحدهما لائطا 
بالغلاـ و الثاني زانيا بالدرأة, فلو عجز الدفع عن كليهما معا, فيجوز التختَ بالنظر و التأمل 
العلماء متفقوف على وجوب بتُ دفع مفاسد الزنا لأنها لا يتحقق مثلها بُ اللواط, و لأف 
حد الزنا, و اختلفوا بُ حد اللواط. أو دفع اللائط لأف اللواط لم يحلل قط و لأنو إذلاؿ 
 للذكور.
و كذلك الدفاسد, إذا اجتمعت الدفاسد و أمكن درء كلها درئت. و إف تعذر ترؾ تٚيعها 
تَ ما أخف ضررا فأفسدىا ىو الأفسد فهو الأولى بالتًؾ. و إف تساوت فقد يتوقف و يتخ
منو. كما لو اضطر أكل ماؿ الغتَ أكلو لأف حرمة الداؿ للغتَ أخف من حرمة النفس و 
فوات النفس أعظم من فوات الداؿ. و كعادـ الداء لطهارة الحدث و الخبث. فالداء لطهارة 
الخبث و التيمم لطهارة الحدث. أما الدوازنة بتُ الدفاسدة و الدصابّ. فإذا تعارضت 
اف و تعذر تٚعهما فإف علم رجحاف إحداهما قدمت.  و إلا, بأف تساوي بينهما مصلحت
فما ىو أرجح قدمت كالصياـ بالإعتاؽ, كفارة لمجامع زوجتو نهار رمضاف و الوضوء بالتيمم 
و الفاتٖة بالأذكار. و إذا تعارضت الدصلحة و الدفسدة تقدـ الدصلحة. فإف الضابط أنو 
ة عن الدفاسد يسعى بُ تٖصيلها, و مهما ظهرت الدفاسد مهما ظهرت الدصلحة الخالي
الخالية عن الدصابّ يسعى بُ درئها. و إف التبس الحاؿ فالإحتياط بالدصابّ بتقدير وجودىا 
و الفعل عليها. و الإحتياط بالدفاسد بتقدير وجودىا و التًؾ عليها. و قد يكوف الدصلحة 
كلها أو ببعضها أو بصفة من صفاتها. كإحراؽ تارة لا يدكن تٖصيلها إلا بإفسادىا, إما ب
الأطعمة للشفاء أو الدواء و إحراؽ الحطب للطبخ. فإنو بإفساد الكل. و ببعضها مثل قطع 




اليد للسارؽ حفظا للروح, أو كجرح الطبيب لدريض, حفظا لنفسو إذا كاف الغالب السلامة 
 27ن و قتل إبلهم بُ القتاؿ.فإنو يجوز قطعو و جرحو. و بصفتو مثل تٖريق أمواؿ الكافري
و إذا اجتمعت الدصابّ و الدفاسد و إف أمكن تٖصيل الدصلحة و درء الدفاسد فهو أولى. و 
إف تعذر الدرء و التحصيل فدرء الدفاسد أولى إف كاف ىو أكبر, قاؿ الله تعالى: (يسألونك 
و لذذا  37ن نفعهما).عن الخمر و الديسر, قل فيهما إبٍ كبتَ و منافع للناس و إتٙهما أكبر م
حـر شرب الخمر و الديسر, لأف مفسدتهما أكثر من منفعتهما. و من الدعلـو أف منفعة 
الخمر ىو للتجارة و لضوىا, و منفعة الديسر الغلبة بُ الدقامرة تٔا يأخذ القامر من الدقمور. و 
لقامر و الدقمور, مفسدة الخمر إزالة العقوؿ. و مفسدة الديسر إيقاع العداوة و البغضاء بتُ ا
فلا نسبة بتُ تلك الدفاسد و الدنافع. و إف كانت الدصلحة أكبر فالدصلحة أولى مع التزاـ 
الدفسدة وإف استوت قيمتهما فقد يتختَ بينهما وقد توقف فيهما,كما قد تقدمت أمثلتها. 
قو الله. و قاؿ العز: الوقوؼ على تساوي الدفاسد و تفاوتها عزة و لا يهدي إليها إلا من وف
والوقوؼ على التساوي أعز من الوقوؼ على التفاوت. و لا يدكن ضبط الدصابّ والدفاسد 
فإف تعذر درء الجميع أو جلب الجميع فإف تساوت الرتب فبالتختَ و إف  47إلا بالتقرييب.
  57تفاوت  فبالتًجيح عند العرفاف و بالتوقف عند الجهل بو.
وؿ إف الدصابّ تنقسم إلى ضروريات وحاجيات و لخص الباحث ىذه النظرية بأف العز يق
تتمات وتكملات, فلو تعارضت أدلتها فالأصح عنده لايختَ بينها بل يتوقف حتى ظهر 
التًجيح بينها, و إلا فالرجوع إلى القياس, إذ ليس لأحد الدليلتُ أولى من الأخر. فإف 
 يجوز إلا بعلم و تعارضت و تساوت بُ قطعيتها وجب التوقف, لأف الحكم بُ الشرع لا
اعتقاد. و إف كانت بُ ظنيتها وجب التوقف كذلك, و إنما الظن يجب عن التعارض بينها, 
لأف الظن الدستفاد من الأدلة عند انفراده أقوى من الظن الدستفاد من معارضو. و إعمالذا 
 أولى من إهمالذا.
نفع كالتجارة ىي السبب الدؤدي إلى الصلاح و ال-كما عرفها الطوبُ-فالدصلحة  
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الدؤدية إلى الربح (تعريفا لرازيا) و كذلك ىي السبب الدؤدي إلى مقصود الشرع عبادة أو 
عادة (تعريفا شرعيا). فلو كاف التعريف مثل ذلك, لكانت الدصلحة ىنا ىي العوامل التي 
تٖصل بها الدقاصد الشرعية و غايات الأحكاـ الشرعية. و الدراد بها كالعوامل بأف تكوف 
الدصلحة مصدرا من مصادر الحكم أو دليلا من أدلة الأحكاـ الشرعية نظتَ الإستحساف و 
الدصلحة الدرسلة التي ت٘ذىب بها الدالك. و إنما الطوبُ لم يرد بها لكونها أعم و أبلغ من 
ذلك. فلم يقصرىا على التقسيم الثلاث كما ىو مشهور لدى علماء الأصوؿ وىى معتبرة, 
. بل الدقصود بها ىي لرردة الدصلحة التي تلائم الدقاصد الشرعية و لا تعاند و ملغاة و مرسلة
بالدبادئ الخمسة التي ىي أصوؿ يثبت بها الأحكاـ الشرعية. فكاف الدعيار حينئذ حيث 
يعلم بو تلك الدصلحة بقدر العقوؿ البشرية, لأف الإدراؾ بالعقل السليم ىو طريق بديل بُ 
حسن بُ نفسو و قبيح بُ غتَه أو عكسو. و الدفسدة ضد  تعيتُ فعل مكلف بينما ىو
 الدصلحة.
و أما العز بن عبد السلاـ يرى أف الدصلحة ليست إلا جلب الدنفعة و دفع الدضرة, بل 
الدصلحة ىي أدؽ منها, لأنها, إف كانت تتحدد إلى جلب الدنفعة و دفع الدضرة فكأنها ىي 
باطنية أخروية. و إنما الدصلحة عنده ىي مصلحة مصلحة لرازية ظاىرية دنيوية, لا حقيقية 
حقيقية تٖس بالحواس لذاتها و تشعر أفراحها بالقلوب. و الدفاسد ىي الألاـ و الغمـو . 
ألامها و أسبابها و غمومها -و الدفاسد-لذاتها و أساببها و أفراحها و أسبابها-فهذه الدصابّ
فاسدىا فمعلومة بالعادات, و الضرورات, دنيوية وأخروية. وأما مصابّ الدنيا وم -وأسبابها
و التجارب و الظنوف الدعتبرة. و أما مصابّ الأخرة فمعلومة بالشرع, فدؿ عليها الوعد و 
الوعيد, و الزجر و التهديد. و الحاصل أف الدصلحة عنده لا تنحصر إلى الحسن و القبح و 
الحاصلة إليها, و كذلك الدفسدة  الدنفعة و الدضرة بل إلى اللذة و الفرح و السرور و الوسائل
 ىي التي تبلغ إلى الألم و الغم و الوسائل الحاصلة إليها. 
إضافة إلى ذلك, كانت الدصلحة عند الطوبُ ىي السبب الحاصل إلى الدسبب, أو بتعبتَ 
أخر ىي إطلاؽ اسم الدسبب على السبب, كالقصاص مصلحة عنده لأنها سبب إلى حقن 
د للشرع. و الرجم مصلحة لأنها سبب لحفظ النسل و ىو نفع الدماء و ىو نفع مقصو 
مقصود للشرع. و ىذا القوؿ لا يخالف قوؿ الغزالي إنو يقوؿ إف الدصلحة ىي المحافظة على 
مقصود الشرع, لا على مطلق النفع و الضرر الذي ىو مقصود الخلق. و لا قوؿ الخوارزمي, 




و  67مقصود الشرع بدفع الدفاسد عن الخلق.إذ ىو يقوؿ: الدراد بالدصلحة المحافظة على 
الدصلحة عند العز ىي الأفراح و اللذات(حقيقيا) و أسبابها مفاسدىا(لرازيا), و ىذه 
الأسباب مأمور أو مباح بها لا لكونها مفاسد حقيقية, بل لكونها أسبابا مؤدية إلى الدصابّ 
لسبب باسم الدسبب. و كذلك الحقيقية. و ىذه الدفاسد سميت بالدصابّ المجازية لتسمية ا
عكسها, سميت الدصابّ بالدفاسد المجازية. فنهي عنها لا لكونها مصابّ بل لكونها مؤدية إلى 
 77الدفاسد الحقيقية.
و أما لراؿ الدصلحة التي استقل فيها إدراؾ العقل, فإنما ىو بُ غتَ الأمور التعبدية, مثل 
ناس بُ الحياة الدنيوية. فهم أحق بها بُ جلب الدعاملات و العادات و لضوهما لشا تعاملو ال
مصالحهم مدى الزماف و الدكاف, بشرط أف لا تٗالف بالدبادئ الشرعية, لأف الدعاملات 
طلق حتى يثبت الدنع. لقاعدة : الأصل بُ الدعاملات الإباحة إلا ما قاـ الدليل على 
لحة للعباد. و ليست تٓلاؼ ما لو كانت الأمور تعبدية, فإنها حق للشارع مص 87منعو.
بأمور إجتهادية باعتبار الدصلحة الدطلقة, بل بإضافتها إلى ما فيو نص شرعي, لأنها من 
الأمور الدعلومة من الدين بالضرورة. و لأف الأصل بُ العبادة التحريم, فلا يجوز زيادتها أو 
 بقاعدة: نقصانها على خلاؼ ما جاء بو الشرع, إلا ما دؿ عليو دليل على إباحتو. عملا
و الزيادة أو النقصاف بُ العبادة  97الأصل بُ العبادة التوقيف, و لا يعبد الله إلا تٔا شرع.
بدعة, و كل بدعة ضلالة. لحديث رواه داود والتًمذي: إياكم و لزدثات الأمور فإف كل 
بدعة ضلالة, وحديث رواه الطحاوي: قاؿ النبي صلى الله عليو وسلم: ستة لعنهم الله وكل 
نبي: الزائد بُ الدين و الدكذب بقدر الله, و الدتسلط بالجبروت, يذؿ من أعز الله و يعز بو 
  08من أذؿ الله, و التنازؿ لسنتي, و الدستحل لحـر الله, و الدستحل من عتًبٌ ما حـر الله.
فلا فرؽ بتُ الطوبُ و العز بُ تفويض الأمور التعبدية التي فيها حق الله وحق العباد إلى 
لنصوص الشرعية, لأنها من مصابّ الدارين, و لا سيما مصابّ الأخرة, فلا تعرؼ تلك ا
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الدصابّ إلا بالشرع. و الأمور اللاتعبدية إلى استقلاؿ العقل سواء بالحس أـ الدشاىدة, لأنها 
من مصابّ الدنيا, و ىي معروفة بالضرورات و التجارب و العادات و الظنوف الدعتبرة. و أما 
بالعقل فلأنو ىو الحاكم فيها بينما ىي حسنة لو أو قبيحة مع اقتًانو باستفتاء إدراكها 
 18القلب, لأف القلب لا يكذب ما رأى. و بو قاؿ الله تعالى: (ما كذب الفؤاد ما رأى).
فما ىو حسن عنده فهو حسن بُ نفس الأمر, و كذلك عكسو. و معيارهما معلق بالقلب, 
ليو وسلم: (إستفت قلبك واستفت نفسك البر ما اطمأنت مستدلا بقوؿ النبي صلى الله ع
إليو النفس واطمأف إليو القلب, و الإبٍ ما حاؾ بُ النفس وتردد بُ الصدر و إف أفتاؾ 
و بهذا, استنتج الباحث أف الدشروعات ضرباف: ضرب ما ىو غتَ معقوؿ  28الناس وأفتوؾ).
 عتٌ كالدعاملات و سائر التصرفات. الدعتٌ كالطاعات و العبادات. و ضرب ما ىو معقوؿ الد
 تعليل الأحكام وإناطتها بالمصلحة
معللة -بُ تٚلتها-لقد تبتُ أف تٚاىتَ العلماء سلفا و خلفا متفقوف على أف أحكاـ الشريعة
وأف لذا مقاصد. وأف ىذه الدقاصد والعلل والحكم معقولة ومفهومة إتٚالا و تفصيلا, إلا بُ 
.فالتكليفات إذف, كلف الدكلف بها الدكلفتُ لدصالحهم بُ 38ضة.بعض الأحكم التعبدية المح
الدعاش والدعاد, سواء بُ العبادات لا سيما بُ الدعاملات الدنيوية التي فيها معاشيهم و 
علاقاتهم فرديا و أسرويا و لرتمعيا و أمويا. و لا يغادر بها شيأ باطلا عبثا, أي لا منفعة 
أي عبثا, والله عز وجل منزه عن  48ا ما خلقت ىذا باطلا).لو. و لذا قاؿ الله تعالى: (ربن
العبث. وىذا حجة الدثبتتُ. وأما النفاة فيقولوف إف كاف الله فعل فعلا لعلة, فهو مستكمل 
 بتلك العلة, وىذا لزاؿ لو تعالى 
والتحقيق أف أفعاؿ الله عز وجل معللة تْكم غائية تعود إلى نفع الدكلفتُ و مصلحتهم. 
ة التي ىي مقصود الشريعة, تفضل من الله تعالى على خلقو, لا واجبة عليو. فيجب فالدصلح
رعايتها و بناءىا على تٖستُ العقل و تقبيحو. و العز كذلك يقوؿ إف الدصلحة ليست من 
الواجبة لو تعالى, بل ىي تفضل و رتٛة منو على عباده, قائلا: ...وبذلك أي العقل يعرؼ 
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ع أف الله عز وجل لا يجب عليو جلب مصابّ الحسن, و لا درء حسن الأعماؿ و قبحها, م
مفاسد القبيح. كما لا يجب عليو خلق و لا رزؽ و لا تكليف و لا إثابة و لا عقوبة, و إنما 
يجلب مصابّ الحسن ويدرء مفاسد القبيح طولا منو على عباده و تفضلا, و لو عكس 
ف القولاف يوافقاف تٔا قالو أىل السنة ىذا 58الأمر لم يكن قبيحا إذ لا حجر لأحد عليو.
على أف رعاية الدصابّ تفضل من الله, سوى الدعتزلة, إذ يقولوف إنها واجبة عليو عز وجل. و 
فيما يرى -تعليل الأحكاـ الدراد بو تفضلا أكثرىا بُ ميداف الدعاملات. فتلك الأحكاـ
مع  -ا يرى البعض الأخرفيم-أنها تدور مع علتها وجودا و عدما. و تدور أيضا -البعض
حكمتها(أي الدصلحة). و جدير للباحث ىنا, بياف كل ىذين الرأيتُ بعد تفريق ىذين 
الدصطلحتُ (بتُ العلة و الحكمة أي الدصلحة), زيادة البياف بُ توضيح تعليل الأحكاـ 
 الشرعية الدختلف فيو طوؿ العصور.
دؼ إليها الشرع. و العلة ىي فالحكمة ىي الباعث على التشريع, و الدصلحة التي يه
الوصف الظاىر الدنضبط الذي بتٍ عليو الحكم الشرعي لأنو مظنة لحكمتو. أما الدقصود بأنو 
منضبط فهو أنو لا يختلف باختلاؼ الأشخاص ولا باختلاؼ الأحواؿ و البيئات. فالفرؽ 
قصد إليو  بينهما يتخلص بُ أف الحكمة ىي الدصلحة أو النفع, أو ىي دفع الدفسدة التي
ىي الوصف الظاىر -على حد تعبتَ الأصوليتُ-الشارع فيما أمر بو او نهى عنو. و العلة
الدنضبط الذي تتحقق فيو الحكمة بُ أكثر الأحواؿ لا بُ تٚيعها. مثلا, الإشتًاؾ بُ العقار 
ىو العلة بُ ثبوت الشفعة, إذ تكوف ملكيتو طويلة الأمد عادة. و الحكمة من الشفعة ىي 
الأذى الذي يتوقع من دخوؿ رجل أجنبي لم يكن بتُ الشركاء و توقع النزاع الدستمر.  دفع
فشرع الشارع الشفعة دفعا لذذا الأذى, نظرا لأف ىذا الأذى قد يتحقق فعلا أو أحيانا لا 
يتحقق. لذلك, فإف الحكم الشرعي لا يناط تْدوث ذلك الأذى(الحكمة) و إنما يناط 
لعلة سبب الحكم, لأف الحكم يوجد بوجودىا.كما تسمى مناط بالإشتًاؾ (العلة). و ا
 الحكم, لأف الشارع ناط الحكم بها وجعلها علامة عليو.
فالجمهور يروف أف الحكم الشرعي يدور مع علتو وجودا و عدما, لا مع حكمتو. أي أف 
الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علتو, و إف لم توجد حكمتو. و كذا ينتفي حيث تنتفي 
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لتو, و لو وجدت حكمتو. فقيل إف الأحكاـ تناط بالعلة, أو إف العلة مناط الحكم. فبتٍ ع
عليو قاعدة: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وعلى سبيل الدثاؿ جواز الإفطار بُ 
رمضاف لعلة السفر, و لو مع عدـ الدشقة. خلافا لبعض العلماء منهم الأمدي و القرابُ و 
بدوراف الحكم الشرعي مع الحكمة اي جواز إناطة الحكم بها, ولا سيما  ابن الذماـ يقولوف
فإذف, مهما جاز التعليل بالتابع جاز التعليل بالدتبوع,  68عند عدـ النص على ثبوت العلة.
بل كاف ىو أولى. أي إذا كاف التعليل بالعلة جائزا بوصفها تابعا. فالتعليل بالحكمة أولى من 
التابع تابع للمتبوع, أي العلة تابعة للحكمة. فيبتٌ عليو قاعدة: الحكم العلة, لأنها متبوع. و 
يدور مع الحكمة وجودا وعدما. بأف لو كانت براءة الرحم او عدمها سببا لوجوب العدة 
الددخوؿ بها و ليست تْامل, لدا يجوز  -سواء الدتوبَ عنها زوجها أـ لا-على الدطلقة
. حتى انتقضت عدتها فيجوز. وأما -عدة أشهر كانت عدة حيض أو  -نكاحها بُ العدة
فتعرؼ بها  -يومنا الحالي حيث تقدمت العلـو الطبية بأجهزتها الجديدة -معرفة براءة الرحم
على لمحة البصر قبل انقضاء عدتها. فالسؤاؿ الأف, ىل يتحوؿ حكم الأصل من حراـ إلى 
ة الرحم) تٔعرفتها حينئذ قبل حلاؿ, بعد عدـ ادراؾ العلة؟ أي إف عدمت علة العدة (براء
الإنقضاء, فهل يجوز نكاحها بُ العدة ؟ فالجواب لا, إستنادا إلى قاعدة: الحكم يدور مع 
العلة وجودا وعدما ولو انتفت العلة. ولم يوجد حتى الأف قوؿ العلماء يجيزه, ولعل ىذا 
ها, ومعدة بقوتها القوؿ باعتبار الحكمة أي الدصلحة لشأنها. بأف كانت لستارة تٔن سينكح
 النفسية اتٕاه لضو الحياة الدستقبلة مدى انتظار انقضاء عدتها لنيل الحياة السعيدة.
فلا شك أنو من منظور الدصلحة أكثر تٖقيقا لدقاصد الشرع, كما خطو الطوبُ و العز إذ 
ؿ هما يتفقاف أف الدصلحة أمر أساسي جوىري تثبت بو الأحكاـ وتبتٌ عليو الشريعة. كما قا
وقاؿ أيضا الإماـ  78عبد الوىاب خلاؼ: إف الدصلحة تدور معها الاحكاـ وجودا وعدما.
الغزالي: إف الدصلحة ىي التي توجب الحكم, ولكن لدا كانت سرا فقد لا يطلع عليو علل 
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فيكوف معرفتو بثلاثة أشياء: تٖقيق الدناط, و تنقيح الدناط, و  88بالوصف الذي ىو مظنتها.
  98تٗريج الدناط.
 
 سعة المصلحة وشمولها في نظر الشرع
ويجدر للباحث أف يبتُ خصائص الدصلحة الشرعية وشموليتها بُ مدار الحياة الإنسانية, حتى 
يتميز الفرؽ بتُ مصلحة قصدىا الشارع و مصلحة ىوت إليها ىوى الناس وانفسهم. 
ست الدصلحة فليعلم إف شموؿ الدصلحة التي قصدت الشريعة إلى اقامتها وحفظها فهي لي
الدنيوية فحسب كما يدعو خصـو الدين, ولا الدصلحة الدادية كما يدعو أعداء الروحية ولا 
الدصلحة الفردية وحدىا كما ينادي عشاؽ الوجودية وأنصار الرأسمالية, ولا مصلحة الجماعة 
العنصرية   أو البروليتاريا كما يدعو أتباع الداركسية والدذاىب الجماعية ولا الدصلحة الإقليمية
كما ينادي دعاة العصبية ولا الدصلحة الآنية للجيل الحاضر وحده كما يتصور بعض 
النظرات السطحية. و إنما الدصلحة التي قامت عليها الشريعة بُ كلياتها وجزئياتها. وراعتها 
بُ عامة أحكامها ألا و ىي الدصلحة التي تسع الدنيا والأخرة وتشمل الدادة والروح وتوزف 
الفرد والمجتمع وبتُ الطبقة والأمة وبتُ الدصلحة القومية الخاصة و الدصلحة الإنسانية  بتُ
 العامة وبتُ مصلحة الجيل الحاضر و مصلحة الأجياؿ الدستقبلة.
فلو قيل إف الدصابّ قد تكوف لسالفا بعضها عن بعض. لأنها قد تكوف أحيانا غتَ ظاىرة 
باختلاؼ الأشخاص, فأجيب أف الدوازنة وغتَ منضبطة, إذ ىي أمر تقديري يختلف 
بالقسط بتُ ىذه الدصابّ  الدتقابلة الدتضاربة بُ كثتَ من الأحياف لا ينهض بها علم بشر 
لأف البشر عجز, وعجزه من ناحيتتُ: الأولى ناحية لزدودية  09وحكمة بشر وقدرة بشر. 
بالزماف والدكاف  -حتما-أثرةعقلو وعلمو. وذالك تابع لطبيعتو البشرية الدخلوقية الفانية الدت
المحيط والوراثة. وثانيها ناحية تأثتَ الديوؿ والأىواء والنزعات عليو, سواء أكانت ميولا 
شخصية أـ أسرية أـ إقليمية أـ طبقية أـ حزيبة أـ قومية. وكل واحدة من ىذه كلها لا تٗلو 
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ف الدصابّ التي تقـو بها وبهذا قاؿ الشاطبي" إ  19من تأثتَ عليو من حيث يشعر أو لا يشعر.
أحواؿ العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها. وليس للعبد بها علم إلا من بعض 
الوجوه والذي يخفى منها أكثر من الذي يبدو لو, فقد يكوف ساعيا بُ مصلحة نفسو من 
 كاملة, أو وجو لا يوصلو إليها, أو يوصلو إليها عاجلا لا أجلا, أو يوصلو إليها ناقصة لا
على الدصلحة, فلا يقـو ختَىا بشرىا. وكم من مدبر  -بُ الدوازنة-يكوف فيها مفسدة تربى 
أمرا لا يتم لو على كمالو أصلا, ولا يجتٌ منو تٙرة أصلا, وىو معلـو مشاىد بتُ العقلاء, 
عو فلهذا بعث الله النبيتُ مبشرين ومنذرين, فإذا صار كذلك فالرجوع إلى الوجو الذي وض
ولذذا, كانت  29الشارع رجوع إلى وجو وصوؿ الدصلحة تٓلاؼ الرجوع إلى ما خالفو..."
رعاية الدصابّ كلها (فردية واجتماعية) للإنساف كلو (جسمو وروحو وعقلو) وللطبقات كلها 
(أغنياء وفقرأء وحكاما ولزكومتُ وعمالا وأرباب العمل) وللإنسانية كلها (بيضاء وسوداء 
) وللأجياؿ كلها (حاضرة ومستقبلة) لا يقدر عليها إلا رب الناس و ملك وطنيتُ وأجانب
  39الناس و إلو الناس.
وقاؿ الطوبُ إف الدصلحة التي راعتها الشريعة, ىي الدصلحة الدطلقة بُ تٚيع لزالذا, و 
أكملها بُ تٚيع لزالذا, و أوسطها بُ تٚيع لزالذا. أو مطلقها بُ تٚيع لزالذا, و أكملها بُ 
و لا شك عند كل ذي عقل صحيح  49يع لزالذا, و أوسطها بُ تٚيع لزالذا كلها لشكنة.تٚ
أف الله راعى مصلحة خلقو عموما وخصوصا. أما العمـو ففي مبدئهم ومعاشهم, أما الدبدأ 
فحيث أوجدىم بعد العدـ, على الذيئة التي ينالوف بها مصالحهم بُ الحياة. وأما الدعاش 
يعيشوف بو ويتمتعوف من خلق السموات والأرض وما فيهما وما  فحيث ىيألذم أسباب ما
بينهما. وأما الخصوص فرعاية مصلحة الدعاد بُ حق السعداء حيث ىداىم السبيل ووفقهم 
وكذالك العز لا يقيد الدصلحة بأي قيد, بل وأطلقها  59لنيل الثواب الجزيل بُ ختَ مقبل. 
التصرفات, دنيوية كانت أـ أخروية, عاجلا على تٚيع مصابّ الطاعات والدعاملات وسائر 
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وأجلا, فاضلا ومفضولا, و سائر مراتب الأحكاـ من واجبات, ومندوبات, ولزرمات, و 
مكروىات, ومباحات, وفروض أعياف وكفايات وىلم جرا. وقاؿ لزمد طلحة ملخصا : أف 
صلي غريقا من تٖقيق الدصابّ عنده على ثلاثة اقساـ: الأوؿ  مصابّ مفروضات, كإنقاذ الد
غرقو أفضل من أف يصلي, لاتساع الوقت بها. والثاني مصابّ مندوبات, إف كانت تتم بها 
الدفروضات. كالأمر بالكتابة بُ الدين لدفع التنازع بتُ الدائن والددين بينة عند النسياف. 
فيجري عليو قاعدة: ما لا يتم الواجب بو فهو واجب. والثالث مصابّ مباحات وىي 
فردية أو قومية أي جالبة للأفراد أو القـو ولا مضرة للغتَ كاتٗاذ لررى الداء بُ  مصابّ
  69شكك الددف.
 درء المفاسد لازم لرعاية المصلحة
إذا كانت الشريعة تقصد إلى رعاية الدصابّ فهي بالتالي ت٘نع الدفاسد وتقصد إلى إزالتها. 
وف من جهتتُ : إجابية تْفظ وقاؿ الشاطبي إف حفظ الدصابّ أو الدقاصد الشرعية تك
مصالحها, وسلبية بدرء مفاسدىا. ومن بٍ كاف درء الدفاسد لاـز لإقامة الدصابّ. ويقوؿ 
القرابُ أف الأوامر تتبع الدصابّ كما أف النواىي تتبع الدفاسد, فالدصلحة إف كانت بُ أدى 
عليها الوجوب.  الرتب كاف الدرتب عليها الندب, وإف كانت بُ أعلى الرتب فكاف الدرتب
وكذالك الدفسدة إف كانت بُ أدى الرتب كاف الدرتب عليها الكراىة, وإف كانت بُ أعلى 
وىذا يشبو قوؿ العز بُ مراتب مصابّ الأحكاـ  79الرتب فكاف الدرتب عليها الحرمة.
الخمسة الدذكورة. فكيف إذا تعارضت الدصابّ فيما بينها أو تعارضت بالدفاسد, على معتٌ 
وف الشئ مصلحة لفرد من الناس وىو بُ الوقت نفسو مضرة لغتَه, أو كوف الشيئ  أف يك
نفسو مشتملا على النفع من جهة والضرر من جهة أخرى كما ىو الشأف بُ اكثر أحواؿ 
العالم  التي ت٘تزج فيها الدصابّ بالدفاسد واللذات بالألاـ. فيسلك الشرع ىنا سبيل التوفيق أو 
فأما التوفيق بتُ الدصابّ فكما بُ تعدد الزوجات. فقد ذكر   89يح.سبيل التغليب والتًج
القرابُ أف مضرة الدرأة تّمعها مع امرأة أخرى بُ عصمة, وسيلة للشخناء بُ العادة, 
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ومقتضى ذلك التحريم مطلقا. وقد جعل ذلك بُ شريعة عيسى عليو السلاـ كما ىو 
, تقديدا لدصلحة النساء بنفي الدضارة الدنقوؿ عندىم, فلا يتزوج الرجل إلا امرأة واحدة
والشخناء. وعكس ذلك ت٘اما بُ شريعة موسى عليو السلاـ, فالتوراة أجازت للرجل زواج 
عدد غتَ لزصور من النساء يجمع بينهن تغليبا لدصلحة الرجاؿ بُ الإستمتاع على مصلحة 
الوسطية وفقت بتُ  النساء بُ نفي الشخناء والدضارة. وأما شريعتنا الإسلامية بطبيعتها
مصلحة الطرفتُ: الرجل والدرأة, فأجازت للرجل التزوج بأكثر من واحدة ولكنها جعلت 
الحد الأقصى أربعا, لا كما اثبت عليو التوراة بعدـ الحصر, أنها جعلت العدؿ شرطا لإباحة 
تطاع من التعدد وألزمت الرجل الدساواة بتُ نسائو بُ النفقة والكسوة والدبيت وكل ما ىو مس
صور العدؿ. وبهذا قدرت مصلحة الرجل ولم تنس مصلحة الدرءة. وىذا ىو التوفيق بتُ 
الدصابّ. وىذا إشارة أف شريعة الإسلاـ اعتًفت تٔلكية الفرد وحريتو وحقوقو الإنسانية. 
فقسم لزمد طلحة حسن الحقوؽ الإنسانية على ثلاثة: منها الدساوة, والعدالة والحرية. أما 
والعدالة فمنها: مساوة الحكم, ومساوة القضاء, ومساوة الدنصب الإجتماعي,  الدساوة
ومساوة التمليك والتصرؼ بُ الأمواؿ. وأما الحرية فمنها: حرية الديانة, حرية العائلية, حرية 
ولكنها قيدت كل ذلك بقيود  99النفس, وحرية الكلاـ, وحرية العمل, وحرية السياسة.
 قق العدؿ والتوازف بتُ الطرفتُ بلا إفراط وتفريط.لدصلحة المجتمع تْيث يتح
وأما التغليب والتًجيح, فكما أف الدصابّ تتافوت إحداىا على الأخرى تنقسم إلى 
ضروريات و حاجيات و تٖسينيات, على سبيل التًتيب. فإذا تعارض ضروري وحاجي قدـ 
تعارض كلاهما و  الضروري لأنو الأىم, وإذا تعارض حاجي وتٖسيتٍ قدـ الحاجي, وإذا
ضروري قدـ الضروري قطعا. بناء على ذلك, قامت قاعدة: إذا تعارضت الدصابّ يحصل 
أعلاىا بتفويت أدناىا. وإذا تعارضت الدصلحة العامة و الدصلحة الخاصة قدمت الدصلحة 
العامة كتقديم مصلحة المجتمع على الفرد. وكذلك الدفاسد, إذا تعارضت فيما بينها روعي 
ضررا بارتكاب أخفها. وإذا تعارض ضرر الفرد وضرر المجتمع قدـ اعتبار المجتمع,  أعظمها
لأف تٛاية المجتمع تٛاية للفرد نفسو. و إضراره إضرار الفرد. وعلى ىذا قامت قاعدة: 
يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العاـ. تقييدا لقاعدة: الضرر يزاؿ تٔثلو. فلو كاف 
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خر فإف الأشد يزاؿ بالأخف, كما قالو ابن لصيم تّواز شق بطن أحدىا أعظم ضررا من الأ
ويخرج منو قاعدة: الضرر لا يزاؿ بالضرر,  001الديتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياتو.
بأف كاف لوالد بنت يجب عليو زناىا مكرىا, فلو لم يزنها يقتلو عدوه, فهذا لا يجوز لو زناىا. 
رضت مفسدة ومصلحة قدـ دفع الدفسدة غالبا, لأف اعتناء لأف الزنا ضرر للبنت. وإذا تعا
الشرع بالدنهيات أشد من اعتنائو بالدأمورات, لحديث: (إذا أمرتكم بشيئ فأتوا من ما 
استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيئ فاجتنبواه). وكذا إذا تساوت مفسدة ومصلحة ولم يتبتُ 
لى جلب الدصلحة., لقاعدة درء رجحاف أحدهما على الاخرى, كاف درء الدفسدة مقدما ع
الدفاسد أولى من جلب الدصابّ. وىذا ىو نهج الشريعة عند تعارض الدصابّ اوتعارض 
الدفاسد, إنها إف لم تسلك سبيل التوفيق سلكت سبيل التًجيح فتًجيح الأكبر على 
الأصغر, فقامت عليو قاعدة: الفرض أفضل من النفل. والأكثر على الأقل, فدلت عليو 
دة: ما كاف أكثر فعلا كاف أكثر فضلا. والعاـ على الخاص, فبنيت عليو قاعدة: قاع
الدصلحة العامة مقدمة على الدصلحة الخاصة و الأرجح على الراجح, والراجح على 
الدرجوح, والأفضل على الفاضل والفاضل على الدفضوؿ. فقاؿ ابن القيم إف شرائع دين الله 
لصة أو الراجحة تْسب الإمكاف, وإف تزاتٛت قدـ أهمها لا تٗرج عن تٖصيل الدصابّ الخا
وأجلها, وإف فات أدناىا, كما لا تٗرج عن تعطيل الدفاسد الخالصة أو الراجحة تْسب 
  101الإمكاف, وإف تزاتٛت عطل أعظمها فسادا باحتماؿ أدناىا.
 والجملة أف الخصائص العامة من الدصلحة منها: الأوؿ. مصلحة شرعية, وىذا لا يعتٍ
منافاة نظر العقوؿ أو الرأي, إذ العقل لزدود تٔا يحويو من وقت و لراؿ , ولأف العقل يكاد 
ليست دنيوية فحسب, بل -كما ىو الدفسدة-يديل إلى النظر الذابٌ بالذوى والثاني مصلحة
أخروية(دينية), لأف الأخرة ختَ وأبقى, ولأف الدنيا مزرعة الأخرة. والثالث مصلحة ليست 
ط, بل روحية. ومعيار ترجيحها عند التعارض, أمور: أولذا صابّ للنطاؽ مادية فق
الإجتماعي الحالي, وثانيها رتٛة للبشر, وثالثها عدـ الحرج و الدشقة, ورابعها ملائم تٔقاصد 
 الشرع.
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 تعارض المصالح مع النصوص الشرعية 
حة نصت على لا خلاؼ بُ أف الدصلحة ىي الغاية من وضع الشريعة, ولكن ىل كل الدصل
دلالتها النصوص الشرعية نصا جليا صريحا؟ مع أف الدصلحة ىي قيمة أساسية بُ كل حكم 
شرعي. والقيمة على ضربتُ قيمة وسيلة وقيمة مطلقة, فأما القيمة الوسيلة فهي القيمة التي 
تكوف وسيلة لانتاج قيمة أخرى. ولذلك, كانت المحافظة على الدين والنفس والداؿ والنسل 
لعقل ىي قيمة وسيلة تهدؼ إنتاج قيمة أسمى مطلقة  وقائمة بنفسها وىي الدصلحة. وقد وا
اختلف الدذاىب الفلسفية حوؿ معتٌ ختَية القيمة فتَى سد جويك أف اللذة لذا قيمة 
وكانط ينظر إلى اللذة أو السعادة على أنها ليست قيمة ذاتية وإنما قيمتها خارجة عنها. 
لفقو لفظ الدصلحة لأنها أعم من لفظ الختَ. فنظر الشاطبي إلى واستعمل علماء أصوؿ ا
الدصلحة كغايتها بُ ذاتها, فهذه النظرة استمدىا من واقع تٕريبي علمي طبقا لدنهج الإستقراء 
الدعنوي. وعرفها بأنها ىي لرموع الضروريات والحاجيات والتحسينيات وىي قيم وسيلية 
صالحة للناس تٚيعا للفرد والمجتمع. وىذا الأمر يتوقف تهدؼ إلى تٖقيق غاية وىي الحياة ال
على وجود غاية خلقية متحدة شاملة لجميع الأفراد, وىي فكرة الدقاصد. إذ فيها الدصلحة 
التي تقـو عليها الأمور الإنسانية مثل وحدة الإعتقاد(المحافظة على الدين) وعدـ الإعتداء 
تعو بالعقل بُ صورة سليمة وأعمالو بُ كل على حياة الإنساف(المحافظة على النفس) وت٘
شؤوف الحياة(المحاظة على العقل) وحفظ الحقوؽ والدمتلكات(المحافظة على الداؿ) وصيانة 
الكياف الأسري والإجتماعي(المحافظة على النسل). وقلما كوف الدصلحة التي ىي الغاية 
ملة, مع أف القضايا منصوصة بُ النصوص الشرعية المج   201الأسمى والدقصد النهائي,
والدشاكل الإجتماعية تزداد وتتجدد بكل وقت وحتُ. فالجمهور قالوا إف الدعروؼ 
بالإستقراء أف النص لا بد من أف يكوف متضمنا رعاية الدصلحة. فيقدـ النص بُ كل 
الحالات على ما تقتضيو الدصلحة. إذ الشريعة الإسلامية قد كملت وت٘ت وىي خات٘ة 
ة تتمة لذا, و قاؿ جل وعلا:( اليـو أكملت لكم دينكم وأت٘مت عليكم نعمتى الشرائع الإلذي
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ومع ىذا قد اتفقوا على عدـ الجواز بالدصلحة بُ مقابلة  301 ورضيت لكم الإسلاـ دينا).
 النص, إذا كاف النص قطعي الدلالة والثبوت.
ىبة الزحيلي ما إذا كاف النص غتَ قطعي بُ دلالتو وثبوتو, فهذا لزل الخلاؼ. وقسم و أ
فرقة ترى بتقديم النص على الدصلحة, فإذا تصادمت الدصلحة مع النص  401ثلاث فرؽ فيو.
فلا يعتد بها أصلا, لأف الشريعة إنما تؤخذ من نص أو إتٚاع أو قياس عليهما, وىم بعض 
الشافعية والحنابلة. وفرقة ترى تقديم الدصلحة على النص. وىم على فريقتُ: فريق الدالكية 
نفية وىم يعتدوف بالدصلحة بُ مقابلة النص, ويخصصوف بها النص الظتٍ بُ دلالتو أو والح
ثبوتو, إذا كانت الدصلحة قطعية ومن جنس الدصابّ التي قررتها الشريعة. وبناء عليو, فإنهم 
يخصصوف عامة القرأف إف كانت أياتو ظنية بالدصلحة, ويردوف خبر الأحاد إذا عارض 
نو إذا تعارض ظتٍ وقطعي قدـ القطعي. وفريق الطوبُ يرى أف الدصلحة الدصلحة القطعية, لأ
تقدـ على النص والإتٚاع بُ الدعاملات, لا العبادات, سواء أكاف النص قطعيا أـ ظنيا 
بطريق التخصيص والبياف لا بطريق التعطيل.فالغزالي والآمدي, قالا تٔقتضى الدصلحة بُ 
قطعية كلية, أي ليست لررد حاجة, ولا مظنونة أو  مقابلة النصوص إذا كانت ىناؾ ضرورة
متوهمة ولا خاصة. تٓلاؼ الدالكية إذ قالوا لايدعوف وجود التعارض بُ الواقع والحقيقة, وإنما 
 يرجحوف الدليل الأقوى وىو القطعي على الدليل الأضعف وىو الظتٍ.
اب والسنة والإتٚاع وأما العز فقسم الأدلة على ضربتُ دليل على شرعية الأحكاـ, كالكت
والقياس والإستدلاؿ الدعتبرة. ودليل على وقوع الأحكاـ الدستندة إلى أسبابها, كالعلم 
بطلوع الفجر الذي ىو سبب لصلاة الصبح مثلا, ورؤية الذلاؿ سبب للصـو والإفطار 
وغتَىا من أسباب الدعلـو تٖققها, أو الدظنوف تٖققها كشهادة عدؿ واحد مع اليمتُ 
. فإذا تعارض تلك الأدلة, أدلة نصب الشريعة ووضع الأحكاـ, فالأصح أف لا وغتَىا
يتختَ بتُ الدليلتُ بل يتوقف إلى أف يظهر ترجيحهما من نسخ وغتَه, فلو لم يظفر 
تٔرجح فالرجوع إلى القياس, إذ ليس أحد الدليلتُ أولى من الأخر, ولا يتصور تعارض 
إلى الجمع بتُ النفي والإثبات بُ شيء واحد علمتُ, ولا تعارض ظنتُ, لأف ذلك مؤد 
بُ زمن واحد. وإنما تعارض الشهادتاف والخبراف والأصلاف والظاىراف, وكذلك الأصل 
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والظاىر. وإذا تعارضت الأدلة الدفيدة للظنوف فإف كاف التعارض بتُ ظاىرين متساويتُ 
ذ لا يجوز الحكم من كل وجو, وجب التوقيف لانتفاء الظن الذي ىو مستند الأحكاـ, إ
بُ الشرع إلا بعلم أو اعتقاد, وإلا أي إف وجد الظن فالحكم بو, وإف وجد الشك والتًدد 
على سواء وجب التوقيف. فبتٍ عليو قاعدة: لا عبرة بالظن البتُ خطأه كمن ظن غروب 
وقاعدة: مظنة الشيئ مقاـ نفس الشيئ,   501الشمس فاكل بٍ باف خلافو بطل صومو.
وقاؿ العز تّواز التخصيص بالدصلحة  601بالدرأة الأجنبية, لأنها مظنة الزنا كتحريم الخلوة
حيث يقوؿ: لو عم الحراـ بُ بلدة تْيث لايوجد فيها حلاؿ, جاز أف يستعمل من ذلك 
ما تدعو إليو الحاجة, ولا يقف تٖليل ذلك على الضرورة, لأنو لو وقف عليها لأدى إلى 
العناد على بلاد الإسلاـ, ولانقطع الناس عن الحرؼ ضعف العباد, واستلاء الكفار وأىل 
والصنائع والأسباب التي تقـو تٔصابّ الأناـ...ويقوؿ: ومن تتبع مقاصد الشرع بُ جلب 
الدصابّ ودرء الدفاسد, حصل لو من لرموع ذلك إعتقاد وعرفاف بأف ىذه الدصلحة لا 
يكن فيها إتٚاع ولا نص ولا قياس يجوز إهمالذاو وإف ىذه الدفسدة لا يجوز قربانها, وإف لم 
خاص فإف فهم نفس الشرع يوجب ذلك. وبهذا يظهر أف العز رأى بالدصلحة الدرسلة اي 
 العامة.     
وأما الطوبُ ولو أقر بنفسو أف دعواه بالدصلحة رأي جديد لم يسبقو أحد من العلماء 
لدصلحة الدرسلة, بإدخالذا لاختلافو تٔا قالو الجمهور بُ الدصلحة وتقسيمها, فإنو يستدؿ با
من أدلتو الشرعية. وقاؿ مصطفى شلبي بُ كتابو تعليل الأحكاـ," أف الدذىب الرابع 
خلاصتو أف الدصابّ يعمل بها مطلقا مرسلة أو غتَ مرسلة و يعتٍ بها التي عارضت نصا 
أو إتٚاعا متى كانت راجحة لكن بُ صنف الدعاملات وما شابهها من الأحكاـ, ىو رأي 
م الدين الطوبُ" وقاؿ عبد القادر الدمشقي نقلا عن الطوبُ بُ تفريق القياس و لص
  701الدصلحة الدرسلة, بقولو الراجح الدختار إعتبار الدصلحة الدرسلة.
والنتيجة بتُ نظربٌ ىذين الشخصتُ أنهما يتفقاف بُ أف الدراد بالدصلحة الدطلقة ىي 
عدـ النص بُ الدعاملات ولضوىا ولا العبادات الدصلحة الدرسلة ويجوز الإستدلاؿ بها عند 
                                                 
  88),ص. 2041عبد الله الحضرمي, إيضاح القواعد الفقهية, (مكة الدكرمة: مكتبة النهضة الحديثة,   501
  808وىبة الزحيلي, أصوؿ الفقو اللإسلامي,....ص.   601
  592),ص. 0891حنبل, (بتَوت: مؤسسة الرسالة,  عبد القادر الدمشقي, الددخل إلى مذىب اتٛد بن  701




ولضوىا. أو مع وجود النص, ما دامت موافقة بو, وإف كانت لسالفة بو فلو كاف النص 
قطعي الدلالة والثبوت لقدـ النص, وإف كاف ظنيا بُ طرفيو أو أحدهما, قدمت الدصلحة 
النصوص مع الدصابّ, عليو لأنها قطعية بالشرع. والقطعي مقدـ على الظتٍ. وأما تعارض 
فهما لستلفاف. فقاؿ الطوبُ بالتخصيص والبياف لا بالتعطيل والإفتئات عند تعذر الجمع 
والتوفيق. لأف الإعماؿ أولى من الإهماؿ. و قاؿ العز بالتًجيح أو التغليب والتوقيف إف 
 تعذر الجمع والتوفيق, وإلا, فبهما على الجميع أولى. 
 
 خلاصة
استفاد الباحث ىنا أف من فوائد تشريع القرأف مع أحكامو المجملة  وبهاتتُ النظريتتُ
ومبادئ شريعتو العامة أف يعوف للمجتهد بتسهلتو بُ استثمار الأحكاـ الفرعية من أدلتو 
العامة, ويعطي لرالا للإجتهاد والتقنتُ باعتبار تلك الأدلة حيث لا يوجد شيئ بعده إلا 
لكلية قابلة التأويل حسب تطور الزماف. وىذا تْكم شرعي. إذ كلو مقرر بنصوصو ا
تفضل منو تعالى بأف الإسلاـ شامل ومارف ومتطور. وما لايرد النص فيو فيقاس عليو 
باعتبار العلل والحكم, لأف الدنصوص أصل وغتَ الدنصوص فرع, فالفرع جزء من الأصوؿ, 
إلى أي ما. وإنما  ولا عكس. و على سبيل الإيجاز, فالدصلحة عند الطوبُ ليست متفرعة
ىي مقاصد الشرع الواجبة رعايتها تفضلا منو تعالى. وىي معروفة بإدراؾ العقل المحض, 
بُ لرل الدعاملات والعادات ولضوىا, لا بُ العبادات والدقدرات, فإف الشرع أحق بها. وىي 
أقوى أدلة الشرع, حتى لو تعارضت النصوص والإتٚاع معها قدمت عليهما بالتخصيص 
بياف, لا بالتعطيل والإفتئات. لأف إعمالذما أولى من الإهماؿ. ولكنو لا يبتُ بيانا وال
تفصيليا, ىل الدراد بتقديم الدصلحة على النص ىو النص القطعي أـ الظتٍ, فلعلو أراد 
بالنص الظتٍ كماقالو القرضاوي. وإف أقر أنو لا يعتٍ رأيو بالدصلحة الدرسلة عند الجماىتَ, 
, إذ ىي بعض من أدلتو الشرعية التسعة عشر عنده, وىي: الكتاب والسنة فإنو ثبت بها
وإتٚاع الأمة وإتٚاع أىل الددينة والقياس وقوؿ الصحابي والدصلحة الدرسلة والإستصحاب 
والبراءة الأصلية والعوائد والإستقراء وسد الذرائع والإستدلاؿ والإستحساف والأخذ 
 وإتٚاع العتًة وإتٚاع الخلفء الأربعة.  بالأخف والعصمة وإتٚاع أىل الكوفة
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وأما الدصلحة التي قاؿ بها العز فهي الدصلحة الحقيقية, وىي اللذات وأسبابها والأفراح 
وأسبابها كما ىو الدفاسد وىي الألاـ وأسبابها والغمـو وأسبابها. وىي تنقسم إلى دنيوية 
لة, و وسائل ومقاصد, وأخروية, و عاجلة وأجلة, وراجحة ومرجوحة, وفاضلة ومفضو 
وكذالك الدفاسد. وأما مصلحة الدنيا كالدعاملات والعادات فمعروفة بالعقوؿ والضرورات 
والتجارب والظنوف الدعتبرة. ومصلحة الأخرة معروفة بالنقل ومصابّ الدارين معلومة بهما, 
ىو غتَ فإف خفي منها طلب من أدلتو الشرعية. والأدلة عنده ما كاف معقوؿ الدعتٌ, وما 
معقوؿ الدعتٌ كالطاعة بُ التعبدية. فالأدلة الشرعية منها الكتاب والسنة والإتٚاع والقياس 
الصحيح والإستدلاؿ الدعتبر. ولو لم يذكر فيها مصلحة مرسلة, لأف الدصلحة نفسها عنده 
امر اصيل جوىري بُ كل شريعة, فإنو لم يقيدىا بأي قيد, بل وقاؿ فإف خفي شيئ من 
لة, فليعرض بالعقل بتقدير أف الشارع راع بها. فلو تعارضت الأدلة وتعذر الجمع تلك الأد
والتوفيق فبالتوقيف لأف الظن البتُ خطأه غتَ معتبر شرعا. و إلا, رجح ما بينها بأف يكوف 
 أحدىا رجحانا وغتَىا مرجوحا, ىذا إف تفاوتت. وإف تساوت فبالتوقف.
فأما الإتفاؽ ففي جواز التخصيص بالدصلحة لا  و بُ ىتتُ النظريتتُ اتفاؽ و اختلاؼ.
سيما بُ لراؿ الدعاملات ولضوىا لا بُ العبادات ولضوىا.لأف الشارع أحق بها. وأف معرفة 
مصالحها تدرؾ بالعقوؿ والتجارب وغتَىا لشا ىو معقوؿ الدعتٌ. وكذلك يتفقاف فيما إذا كاف 
الطوبُ قاؿ بالتخصيص, إف كاف  النص الظتٍ متعارض مع الدصلحة قدمت الدصلحة, ولكن
عاما, والبياف إف كاف لرملا. والعز يقوؿ بالتًجيح فيما ىو أقوى مصلحة بعد تعذر الجمع. 
والتوقف عند التساوي. وهما يتفقاف أيضا على عدـ التعطيل بالنصوص, لأف الإعماؿ بها 
ف الطوبُ يحدد أفضل من إهمالذا. و الخلاؼ بينهما فيما سوى ذلك, كتسمية الدصلحة. فإ
الدصلحة بالسبب الدؤدي إلى مقاصد الشرع. والعز يعبر أف الدصلحة ىي الدسبب. فهذا يعتٍ 
 بها الدقاصد التي شرعت إليها الشريعة. 
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Abstract:   Maqasid al-shari„ah has a strategic position in the development of Islamic. 
It can serve as philosophy of Islamic law, but at the same time it can 
function as methodology. As philosophy, maqasid al-shari„ah constitutes 
basic and universal values underlying any Islamic ruling, while as 
methodology it plays a role as legal hermeneutical tool in determining any 
ruling of Islam. It is not surprising that many contemporary Muslim 
scholars utilize it as medium to develop Islamic law. 
Some of those scholars add several dimensions to the well-known five 
dimensions of maqasid al-shari„ah. Some include justice and freedom 
into maqasid al-shari„ah, while others add preservation of environment, 
woman rights and so on to the dimensions of maqasid al-shari„ah. 
Unfortunately, the study of Muslim thought on maqasid al-shari„ah 
does not give a space for the discussion of the issue in Indonesia. 
This paper discusses the thought of Prof. A. Djazuli, professor of 
Islamic law at Sunan Gunung Djati State Islamic University, 
Bandung, on maqasid al-shari„ah with a specific reference to his idea on 
h}ifz al-ummah as higher objective of shariah, beside the popularly five 
dimensions of maqasid al-shari„ah. He believes that if the concept of 
h}ifz al-ummah as a dimension of maqasid al-shari„ah implemented, a 
harmonization in the life of human beings, environment and others can 
be realized. This thought shows that Islamic law in Indonesia is not in 
static manner, but it develops along with the challenges of time. 
 




Sharia or Islamic law has been revealed by Allah for the noble 
objectives and purposes, inter alia, to preserve and protect human life in 
this world. It is for this reason that the Holy Quran was revealed to 
humankind through the Prophet Muhammad.108 In other words, the 
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objective and purpose of sharia is basically to uphold (jalb al-mas}a>lih}) 
and to prevent (daf„ al-mafa>sid) human interest in their life particularly and 
in the life of other creatures generally.109 In short, the revelation of sharia 
to this world cannot be other than to uphold the welfare of human beings 
as well of other creatures.110 
Since the purpose and objective of sharia are of so high importance 
in human life that the Muslim jurists of medieval period had formulated 
the various dimensions of life to which sharia should be directed. The 
jurists had formulated the higher objectives of sharia into five dimensions 
of human life commonly known maqa>s}id al-khamsah (five higher 
objectives) or maqasid al-shari„ah (higher objectives of sharia). The five 
objectives include preservation of religion (h}ifz} al-di>n), preservation of 
human life (h}ifz al-nafs), preservation of reason (h}ifz} al-„aql), 
preservation of lineage (h}ifz} al-nasl), and preservation of wealth (h}ifz} 
al-ma>l).111 these objectives are in accordance with the basic dimensions of 
human life without which they will face various hardships. It is not 
without reason that these objectives are called the basic needs (h}a>jiyyat) 
of humankind in their life, which Jaser Auda identified them with the 
hierarchy of human basic needs formulated by Abraham Maslow.112 
 The higher objectives of sharia as mentioned above are sometimes 
equated by number of scholars with the core or philosophy of Islamic 
law113 that serves as a gate for reform in Islamic law. As Wael B. Hallaq 
suggested, Muslim scholars and jurists often raises the discourse of maqasid 
al-shari„ah as cornerstones for reform in Islamic law, not merely as the 
higher objectives of sharia, but also at the same time as methodology.114 
Along the course of time, interpretation and explanation of the 
higher objectives of sharia follows. A number of Muslim scholars have 
attemted at developing these objectives and injecting some dimensions as 
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110 Shams al-Di>n ibn al-Qayyim, I„la>m al-Muwaqqi„i>n (Beirut: Da>r al-Ji>l, 
1973), vol. 3, 3. 
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integral parts of the five objectives. Mudhofir, for instance, adds 
preservation of the environment as an important part of the objectives of 
sharia, while others include freedom, equality, justice, and so on into these 
objectives.115  
Apart from these proposals, A. Djazuli inserts hifz} al-ummah 
(preservation of human community) as a higher objective of sharia besides 
the five mention above. As a professor in Islamic legal theories, he took 
parts intensely in a number of religious organizations, especially in matters 
of Islamic jurisprudence. Therefore, his idea of h}ifz}} al-ummah as a 
higher objective of sharia deserves a close attention. This paper is a humble 
attempt at analysis of his idea and its dissemination to wider readers, those 
are interested in Islamic law in particular and Islamic studies in general. 
Moreover, this paper intends to show that Islamic legal thought in 
Indonesia is highly dynamic and innovative in response to legal challenges 
occur in societies. 
 
A Brief Biography of A. Djazuli 
His full name is Atjep Djazuli and was born in March 25, 1938, in a 
small village known as Kubang, located in the district of Cianjur, West 
Java. His father is Kartawirya, who changed his name into H. Djunaidi 
after attending Mecca for pilgrimage, while his mother‘s name is Hj. 
Jubaedah. Djazuli related that his father was the headman of village, a 
position that he directed for about twenty years (1925-1945). Djazuli is the 
youngest among the nine children born from this spouse.116 
When he was six years old, he attended preliminary school at his 
village, Kubang, from morning to mid-day, and in the afternoon he 
attended prelimary Islamic school (madrasah) for studying religious 
teachings. After finishing his study at preliminary school in 1952, he 
continued his study at Islamic Teacher School Level 1 (Pendidikan Guru 
Agama Pertama, PGAP) in Bogor for four years and graduated from it in 
1956. He was then accepted as a judge candidate at religious court 
providing that he should attend State Islamic Judge School (Pendidikan 
Hakim Islam Negeri, PHIN) in Yogyakarta for three years and finished his 
study in 1959. Afterwards, he went home to his district, Cianjur, starting 
his new position as a registrar at religious court.117  
However, he worked there not for so long, since in 1961, he had an 
opportunity to continue his study for Bachelor of Art in Islamic Law at 
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the Faculty of Sharia, Sunan Kalijaga State Institute of Islamic Studies 
(IAIN), Yogyakarta. He studied under direction mainly of Prof. T.M. 
Hasbi Ash-Shiddieqy118 and A. Hanafi, MA.119 He graduated from this 
faculty in 1968 and then was appointed as a lecturer a year later at the 
Faculty of Sharia, Sunan Gunung Djati State Institute of Islamic Studies, 
Bandung. Four years later, in 1972, he attended further non-degree course 
known as post-Graduate Course, held at IAIN Yogyakarta. After finishing 
this course, he went home to his faculty in Bandung, and was appointed as 
the dean for three years (1973-1976).120 
Besides directing the faculty and teaching at IAIN Bandung, this 
figure also taught at a number of higher learning institutions in West Java, 
both state and private institutions. They include Akademi Pemerintahan 
Dalam Negeri(now IPDN), Universitas Islam Nusantara (UNINUS), 
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, and so on. The subject-
matter he taught at these institusions is in line with his expertise, that is 
Islamic law or sharia.121 
Moreover, apart from his position as a lecturer, he attended a 
number of seminars as speaker or presenter on Islamic law. He had 
presented no less than 100 papers at various forums and seminars in local 
as well as in national levels. It is not surprising that he had been appointed 
at various positions at social and religious organizations. For example, he 
was a member of Indonesian Council of ‗Ulama (Majelis Ulama Indonesia, 
MUI), West Java Province, since 1985 until his death. Meanwhile, he was a 
member of Fatwa Commission at Central Board of MUI from 1995 to the 
latest phase of his life.122 
His expertise in Islamic law has been served to a number of 
religious organizations without considering the religious or political 
affiliations to which these organizations belong. For example, he had been 
an advisor for Unity of Islamic Umma (Persatuan Umat Islam, PUI), West 
Java, a chair of advisors for Mathlaul Anwar, an advisor of Council of 
Tarjih and Tajdid, Muhammadiyah of West Java. He had also been a 
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member of Expert Board of Muslim Intellectual Association of Indonesia, 
West Java Province.123  
From his activities, Djazuli seemed not to be careful with the 
certain political or religious affiliations in his contribution to Muslim 
development, let alone to certain political parties. In Nurrohman words, 
Djazuli was an expert in Islamic political science (fiqh al-siya>sah) but never 
had been involved in political practice for certain position.124 This can be 
substantiated from the position he hold at his university, where he became 
the dean of Sharia faculty only for three years.  
In 2007, he had been appointed as a chair of Consulting Team for 
Compilation of Sharia Economic Law (Tim Konsultan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah) under Supreme Court of the Republic of Indonesia. For 
this part, he had been appointed as a member of National Sharia Council 
(Dewan Syariah Nasional), and at the same time as the chair of Sharia 
Supervisor Council (Dewan Pengawas Syariah) at Bank Jabar-Banten until 
his death.125 
In academic sphere, Djazuli hold professorship in Islamic law in 
1995, even though he had not attended doctoral program at any university. 
For his service at IAIN, now has transformed into State Islamic University 
(UIN), Bandung, he was awarded doctor honoris causa in 2009.126 He passed 
away in April 25, 2015. 
Djazuli was a prolific professor. In addition to more than hundred papers 
as mentioned above, he wrote more or less 10 books, all of which are on 
Islamic law. His works include: 
1. Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar (Bandung: Orba Sakti, 1993). This book 
constitutes an introduction to Islamic law and has been reprinted for 
more than three times. 
2. Ushul Fiqh (Bandung: Gilang Aditya Press, 1996). This book is an 
introduction to Islamic legal theories and has been reprinted three 
times. 
3. Beberapa Aspek Pembangunan Fiqh Dalam Rangka Menunjang Pembangunan 
di Indonesia (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1996). This book is 
an inauguration speech presented on the occasion of his professorship 
in front of the university academicians. 
4. Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 1997). This book constitutes an introduction to 
Islamic criminal law. 
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5. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengantar (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2002). This book is an introduction to 
economic institutions of Muslim society. 
6. Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah-masalah Praktis  (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007). This 
book is an introduction to legal maxims in Islamic law. 
Maqasid al-Sharia and the Develop-ment of Islamic Law  
Maqasid al-shari„ah has an important place in Islamic law due to the 
fact this concept can serve as an objective, purpose or target of the law 
itself.127 For this reason, the term is often associated and identified with 
such other terms as mas}lah}ah, h}ikmah and „illah, and often used 
interchangeably by some jurists. Al-Juwayni (d. 478 H), for example, used 
the words maqa>s}id and mas}lah}ah for the same meaning, while al-
Ghazali (w. 505 H/1111 M) placed the former as a subordinate to latter 
(mas}a>lih} al-mursalah).128 
In general, the higher objectives of sharia can be classified into three 
levels: primary (d}aru>ri>yya>t), tertiary (h}aji>yya>t), and complementary 
(tah}si>ni>yya>t) needs of human life. Primary needs are interpreted to 
mean necessary needs without which human life is deemed to fail to 
realize their welfare and will be suffered from the plight. On the other 
hand, human needs are considered tertiary if they carry and support 
primary needs without which the latter cannot be realized. As for the 
complementary needs, they are intended to be the betterment and 
refinement for realization of tertiary and primary needs. 
For Adis Duderija, maqasid al-shari„ah legal-hermeneutical tool that 
contemporaty Muslim reformers use to develop Islamic thought.129 It is 
without surprise that such Muslim thinkers of our times as Rashid Rida, 
Fazlur Rahman and even Muhammad Shahrur also utilize this 
hermeneutical tool in their reform of Islamic thought.130 No doubt, that in 
some Muslim countries, there are some figures who raise the concept of 
maqasid al-shari„ah into the front, expecting that this concept can pave the 
way of Islamic legal reform in response to the present challenges. 
Furthermore, those thinkers attempted to extend the scopes that 
maqasid al-shari„ah traditionally cover, so that this concept does not consist 
of only five objectives. Rashid Rida, for example, adds reform and woman 
rights to the five higher objectives of sharia, while Muhammad al-Ghazali 
inserts justice and freedom into them. Even, some other aspects such as 
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130 Wael B. Hallaq, ―Maqa>s}id and the Challenge of Modernity,‖ 11. 




equality, civilisational development, and so on are added by some scholars 
to those maqasid al-shari„ah.131  
Currently, maqasid al-shari„ah has been used as the highest standard 
for human development, and its derivative values have been formulated in 
the measured instruments.132 This shows that maqasid al-shari„ah holds 
strategic position for the development of Islamic law in response to 
challenges faced by Muslims from time to time. 
Unfortunately, the study on the development of maqasid al-shari„ah 
discourse in Indonesia does get serious attention it necessarily deserves 
from wider scholars of Islamic studies. In fact, this field of study also gets 
serious attention from Indonesian scholars, as indicated in the thought of 
A. Djazuli which will be discussed in the following pages.  
 
A. Djazuli on H{ifz} al-Ummah 
In his early works, Djazuli in fact did not allude much about maqasid 
al-shari„ah. In his Ushul Fiqh, for example, he discussed masalih mursalah and 
related it in passing to maqasid al-shari„ah. In this book stated that 
mas}lah}ah mursalah is allowed to serve as a method of ijtihad insofar as it is 
incontradictory to the five higher objectives of sharia, in their dharuriyyat 
and hajiyyat levels, as well as in their tahsniyyat level.133 
The lack of attention paid by Djazuli to maqasid al-shari„ah also 
generally occurred among Muslim scholars of Islamic law and Islamic legal 
theories. According to Muhammad Hashim Kamali, there are many 
textbooks on Islamic legal theories that are not concerned with maqasid al-
shari„ah, among other things, because maqasid al-shari„ah constitutes 
philosophy of Islamic law, and therefore it is not beyond an introduction 
to this discipline.134 It seems that Djazuli lies at this position when he did 
not discuss maqasid al-shari„ah, but alluded in passing in the discussion of 
mas}lah}ah mursalah. Or, at least, he included the former into the latter. 
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Be that as it may, Djazuli‘s attention to hifz al-ummah as a higher 
objective of sharia has come to the front and had been known very well by 
his students. This is recorded, for example, in Juhaya S. Praja‘s article 
where he suggested that one of the original thought of Djazuli is his 
attempt to add hifz al-ummah to the five universal objectives of sharia as 
commonly known.135 This evidence also appears in Jaih‘s article where he 
states that Djazuli indeed had added two higher objectives of sharia, hifz al-
bi‟ah (preservation of environment) and hifz al-ummah (preservation of 
human community) to previous higher objectives.136 However, as will be 
shown later, Djazuli in fact gave emphasis on hifz al-ummah much greater 
than on h}ifz al-bi‟ah, considering that the latter has been covered in the 
former.  
Djazuli‘s greater attention to maqasid al-shari„ah occurred in latest 
phases of his life, especially hifz al-ummah. This can be seen in his inaugural 
speech when he was awarded doctoral degree via honoris causa.  
In general, Djazuli recognized and accepted the five higher 
objectives of sharia as had been mentioned previously. However, he saw 
these objectives too individual and lack of social concern. He argued that 
social aspects of Islamic law are of higher importance that individual ones. 
Quoting Ibn Khaldun, who stated that human being is social in nature,137 
Djazuli suggested that social character of Islamic law cannot be neglected 
in human life, such as economics, politics, science and so on, all of which 
formed human culture.138 Such an opinion is in line with that of Jaser 
Auda who argues that the classical maqasid al-shari„ah  had been oriented 
much greater to individual, neglecting ―families, societies, and humans in 
general.‖139  
Moreover, Djazuli argued that maqasid al-shari„ah basically has 
derivative needs that cannot be separated from it, and in turn it generates 
branches of fiqh (Islamic law). Preservation of religious faith (hifz al-din), 
for example, can be realized through fiqh al-„ibadat, while to preserve 
human lineage (hifz al-nasl) can be realized throught Islamic marital law 
(fiqh al-munakahat) or Islamic family law (ahwal shakhsiyyah). Furthermore, 
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to preserve human life (hifz} al-nafs) Islamic criminal law (fiqh al-jina>yah) is 
generated, and to preserve the wealth the jurists laid Islamic law of 
inheritance (fiqh al-mawarith). It is clear for Djazuli that the five higher 
objectives of sharia are individual in nature, and are lack of social interest. 
This situation is supported by the fact that Islamic political science 
(fiqh al-siya>sah) does not possess higher objective on which this discipline 
is laid. This is because the five higher objectives do not cover the social 
aspects of human life. In fact, Islamic political science is concerned with 
preservation of religious and worldly affair at the same time (hirasat al-din 
wa siyasat al-dunya). It is to fulfil this lacuna that Djazuli proposed hifz al-
ummah as one higher objective of sharia besides the five objectives. In other 
words, for Djazuli, the higher objectives of sharia are six, not five as 
commonly known. 
There are some reasons why hifz al-ummah is of so higher 
importance for Djazuli that he included it as one of higher objectives of 
sharia. First, the word ummah is mentioned in the Quran with relatively 
high frequency. This word is mentioned 84 times and occurs in 24 
different surahs. Furthermore, the word ummah also has hierarchical 
meanings, every one of which has its own scope, but they are interrelated. 
For example, in QS (6: 38), the word ummah means all creatures of God. 
Since God created not only human beings and animals, then all creatures 
besides human beings and animals are ummah. This is including the 
environment. In other words, to preserve whatever we find in this world is 
basically to preserve ummah. Djazuli‘s interpretation of this world misses 
from Denny‘s explanation of the term, when he states that ummah leads to 
―human community in a religious sense‖.140  
With this interpretation in mind, Djazuli disagrees with the scholars 
who place preservation of environment as one of higher objectives of 
sharia. According to these scholars, since environment is very fundamental 
for human life, it can more essential than other higher objectives of sharia. 
For them, without good environment it is almost impossible the objectives 
of sharia can be realized.141 Djazuli views that, according to the above 
verse, environment is only a part of ummah in its widest sense, so that 
preservation of ummah has basically covered the preservation of 
environment.142  
The narrower meaning of ummah is human beings in toto, as found in 
QS (2: 213). This implies that ummah covers totality of human beings 
regardless of their religion, nation, ethnicity and so on. In short, ummah 
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refers to humankind without any categorization and differentiation. 
However, the word ummah then comes to the narrowest meaning, that is 
certain community of human beings, as reflected in QS (21: 92). From this 
context, the term ummah can be interpreted to mean a community of 
people in accordance with their religious or social affiliations, such as 
Muslim community, Jewish community, Christian community or People of 
the Book, and so on. 
The word ummah in linguistic terminology has various meanings. M. 
Quraish Shihab, for example, interprets it to mean a dynamic movement, 
time, clear road, way of life and even life-style. He then concludes that 
ummah means a dynamic movement toward a clear road with the way and 
style of life in certain course of time to arrive at certain ends.143 
The importance of ummah in fact does not lie at its frequent 
mention in the Muslim scripture, but it is also of high significance in the 
history of formation of Muslim society in early Islam. Bernard Lewis 
suggests, ―The Islamic umma had a dual character. On the one hand, it was 
a political society—a chieftaincy which swiftly grew into a state and then 
an empire. On the other, it was religious community, founded by a 
prophet and ruled by his deputy.‖144 In other words, ummah has proved to 
be significant in human life in general, and Muslim life in particular. 
In the context of human interrelation, the concept of ummah holds 
higher importance since through it the harmonization among them can be 
embodied, even though there remains a room for conflict and even war. 
For this reason, Muslim jurists had formulated legal maxim regarding 
human interrelation. This maxim reads, al-as}l fi> al-„ala>qah al-silm (the 
principle underlying human interrelation is a peace). However, the peace 
cannot be uphold among human beings if it is not supported by its 
derivative principles such as justice, tolerance, cooperation, freedom, 
mutual respect, and so on. Consequently, the lack of these derivative 
principles will lead to conflict, tension and even war. 
As alluded to in previous pages, human being is a social creature. It 
is impossible for him for survival in good manner without social 
organization. This organization starts from family, society and state, 
continues to wider scope, such as United Nations, Organization of Islamic 
Cooperation, Association of Southeast Asian Nations and so on. 
However, among these organizations, state is the biggest organization of 
people of nation. It is responsible for preservation of social harmonization 
upholding the derivative principles of social organization.  
The main concern of Islamic political science (fiqh al-siya>sah) is to 
analyze social affairs of human being, and the state policies as products of 
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those affairs, in order to preserve social harmonization among its 
members or citizens. It is here that Djazuli sees the significance of hifz al-
ummah as a higher objective of sharia. By the same token, if hifz al-ummah is 
placed as a higher objective of sharia, then fiqh siya>sah has a cornerstone 
in maqasid al-shari„ah, as did other disciplines that have been discussed 
previously. In other words, h}ifz} al-umma serves a philosophical base for 
fiqh siya>sah, which is concerned with the preservation of harmonization in 
social life. 
According to Djazuli, maqasid al-sharia has two related aspects for its 
preservation: aspect of implementation (min ja>nib al-wuju>d) and aspect 
of protection (min ja>nib al-„adam). The first refers to a number of attemts 
at realization of the objectives of sharia, while the second refers to a 
number of attempts at preservation of those objectives from various 
disturbances that can prevent them from realization. For example, to 
preserve reason, education becomes necessary, so that the state issues the 
policy that obliges the children to go to school or to learn. Contrariwise, 
all disturbances that prevent realization of education should be eradicated 
by the state. 
Djazuli is fully aware of the significance of al-maqa>s}id al-khamsah 
that had been formulated by previous jurists, but he saw them lack of its 
social spirit. In Djazuli‘s view, modern men tend to act individually and 
egoistic, while Islam obliges its followers to mutually cooperate, help and 
support each other.145 This can cause Muslim society neglects social 
services that are in fact integral to their individual rituals. The division of 
obligation is a case in point. In Islam, the obligation of Muslim is divided 
into individual (fard „ayn) and social (fard kifa>yah), where the first is 
preferred to the second. The lack attention paid to the social aspect of 
ritual, among other things, can be caused by the absence of correlation 
maqasid al-shari„ah to social dimensions of human life.146 This situation 
generates some scholars to coin such terms as social fiqh or social piety.147 
Here, hifz al-ummah can serve as a way out from this situation. 
Jaser Audah also criticizes the individual orientation of maqasid al-
shari„ah. According to him, the five higher objectives of sharia are very 
fundamental for human life, and to some extent are tantamount to what 
Abraham Maslow proposed on the basic needs of human beings.148 
Unfortunately, such maqa>s}id are oriented toward individual targets, so 
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that they do not correlate directly with social life of human beings. Like 
Djazuli, Auda also attempts at interpretation of the five higher objectives 
of sharia in terms of social life in general. He believes that, as a philosophy 
of Islamic law, maqasid al-shari„ah should be a system that can cover totality 
of human life, both in individual and social affairs. 
Djazuli, moreover, argues that hifz al-ummah is indeed a philosophy 
of Islamic law that can serve as a cornerstone for co-existing life of human 
life harmonious manner, both with their fellow-humans as well as with 
their environment. Amidst the sharp conflicting differences and 
exclusiveness of human beings and nations, hifz al-ummah can be an 
unifying principle in human life, rather than a differentiating factor. If we 
realize it, hifz al-ummah can at least lessen the negative excesses of the 
conflicting differences and tensions.149 
According to Djazuli, ummah in its smallest form in human society is 
family, that can be founded on other higher objectives of sharia, such 
h}ifz} al-nasl and h}ifz} al-ma>l, which are discussed in great detail in 
Islamic marital law and Islamic law of inheritance. The good family will 
accordingly lead to the foundation of good ummah in wider scope. This, 
finally, will generates what the Quran terms as ummatan wa>h}idatan,150 
ummatan wasat}an,151 and khayr ummah.152 
In Djazuli‘s view, Muslim ummah can also interact with other 
ummahs on the basis of human brotherhood (ukhuwwah insa>niyyah) so that 
they can cooperate with them (ta„a>wun insa>ni>) in harmonious manner. 
This is discussed in detail in Islamic law of nations (fiqh al-siya>sah al-
dawliyyah).153 It is mentioned in this discipline that international relation 
should be based on principles of unity, justice, equality, tolerance, 
cooperation, freedom and ethics.154 On the other hand, among fellow-
Muslims the principle of Islamic brotherhood (ukhuwwah isla>miyyah), 
assuming that a Muslim is brother for another Muslim. Therefore, Djazuli 
sees hifz al-ummah should be a basis for human interaction in order that a 
harmonious life in human life can be fully realized. 
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Viewed from the hierarchical levels of maqa>s}id, Djazuli explains 
as follows. For human beings, the secure and peaceful life is the main 
objective of sharia (d}aru>riyyah). Therefore, we should lead all activities 
we do toward this purpose, and all activities that challenge the realization 
of this purpose should be avoided and hindered. To support this, we need 
treaties, mutual understandings, consensus, or pacts that can function as 
higher objective of sharia at tertiary level (tah}si>niyyah). Moreover, the 
secure and peaceful life cannot be realized without our behavior and acts 
which are should be based on moral and ethical principles of human 
interaction.155 
In wider context, ummah is explained by Djazuli as follows. As 
alluded to previously, ummah in its widest sense includes all creatures Allah 
has created on the earth. The primary objective in this regard is the 
balanced life in ecosystem, while its tertiary objective is utilization of 
natural resources for human welfare without destructing them or at 
expense of them. As for complementary objective (tah}si>niyyah), we 
should behave ethically, respect fellow creatures mutually, and interact 
with them friendly.156 In other words, preservation of environment (h}ifz} 
al-bi>‟ah), which is consider by some scholars as a higher objective of 
sharia, may lie at second or third level of maqasid al-shari„ah. 
 
Conclusin 
From the above discussion, this paper has showed that maqasid al-
shari„ah has played important role in the development of Islamic law, 
especially in the development of its dimensions and scopes. Moreover, the 
legal thought on maqasid al-shari„ah  has been developed in Indonesia, as 
has been indicated in Djazuli‘s thought. This all shows that the 
development of Islamic law in Indonesia is dynamic in manner along with 
the development of society, and this affirms the dynamic character of 
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Abstract:  Islamic inheritance law system must adapt to the environment in the 
context of Indonesia, because of the social system in Indonesia is different 
from the social background of the Arab community, the Islamic 
inheritance law is applied. family or kinship system in Islam is a 
patriarchal inheritance, while the kinship system in Indonesia is 
bilateral. Products of Islamic inheritance law thinking in Indonesia, as 
reflected in the jurisprudence of the Supreme Court of the Islamic 
inheritance law, can not be separated from the influence of  the legal 
system at the top. That influence can be read either contained in 
substantive law such as KHI, thinking scholars inheritance law, such as  
Hazarin, nor statutes, such as the MUI fatwa and jurisprudence. 
Factors of the above is that colored patterns of comprehension, 
application, and implementation of Islamic law in the society. Patterns 
of understanding, application and implementation of Islamic law in the 
jurisprudence. Thus the reality of jurisprudence of the Islamic inheritance 
law related to the division of the inheritance of different religions is a 
positive reality for the development and dynamics of Islamic law in 
general, and inheritance law in Indonesia in particular. However, the 
problem is how to read and understand the Islamic law in Indonesia 
within the jurisprudence of the Supreme Court is good and right, in 
accordance with the spirit of the Islamic ideal in Indonesian society. 
 
Keywords: The jurisprudence of the Supreme Court;  Inheritance of 
different religions; Dynamic Islamic Law; understanding of textual, 
contextual and Conditional; 
 
Introduction 
Hereditary problems of different religions (Muslims and non-
Muslims) get special attention among Muslims, particularly legal 
practitioners in Indonesia. In this case, public opinion divided into two 




camps; First, the majority agreed to grant inheritance to heirs of non-
Muslims; and secondly, do not agree to give it. Based on a study of some of 
the decisions, both the first instance verdict, appeal, and cassation 
(jurisprudence) The Supreme Court found that the decisions of the shifting 
and updates, and even a significant leap. 
The main problem raised in this study is: How does the practice of 
jurisprudence of the Supreme Court on the heirs of different religions in 
Indonesia ?; and how the effectiveness and implications of the jurisprudence 
of the Supreme Court on the heirs of different religions, the parties are 
seeking justice? 
This research includes research in the realm of jurisprudence, which 
is a process inventory, and study the court's decision with the search for 
specific classification and indexation in a system that is intact and can be 
justified scientifically; This pattern of responsibility scientifically set of ideas, 
that the study of the Islamic (Islamic studies) is always based on the 
paradigm. 
In a somewhat different perspective, the study of inheritance is an 
Islamic studies related to the level of experience the diversity of the 
community. The basic character of this study are in-depth analysis to 
measure and reveal the social meanings behind yurispurdensi products. The 
pattern of this study departs from the paradigm of the law which states that 
the law is part of a social phenomenon as the theory of George Ritzer. 
In view of the prevailing legal order known as the historical flow by 
Carl Von Savigny who believe that the law was not made by man, but grow 
and develop naturally and historically together with the communities 
concerned. This view is in line with the paradigm of social behavior Ritzer. 
This historical paradigm, in turn, gave rise to legal thinking which 
emphasizes the role of the social dimension. Social participation in legal 
thought, was spearheaded by students Von Savigny, namely Eugen Ehrlich. 
According to Eugen Ehrlich, a social phenomenon is a die soziale idee, "the 
social ideas that are positivistic". That is, people are general ideas that can be 
used to signify all social relations. 
Furthermore, it can be the common thread of thought that is a legal 
basis in the judgment that in Indonesia there are four things: First, Dalil Al-
Quran and Hadith; Second, Maqoshidus Sharia; Third, the jurisprudence of 
the Supreme Court ruling; and Fourth, Kontektualias and actuality of 
contemporary issues. 
Views of its kind, this study included normative-empirical legal 
research or a combination of both. For a deeper and complete the research 
literature, it is necessary to do field research (field research) as supporters. 
This research was conducted by three major cities in Indonesia, 
namely: Jakarta, Yogyakarta and Makassar which is considered as a major 
city representative can represent different religions and inheritance issues are 
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considered as having a lot of cases the heritage of different religions. To 
answer this question, one way is by examination or pewacanaan 
jurisprudence Islamic inheritance law in Indonesia that has no analysis tool 
(approach) sociological. The sociological approach is an approach that 
focuses on the group's life and social behavior as well as product life. 
Based on a study of four (4) decision, both the first instance verdict, 
appeal, and cassation (jurisprudence) The Supreme Court found that the 
decisions of the shifting and updates, and even a significant leap. Leap 
descriptively referred to can be seen in the decisions of the Supreme Court 
of the heirs of the religious difference. 
The understanding was borrowed Related heir apparent of different 
religions, that was borrowed was the best solution given by reason of 
modern Islamic inheritance law as the majority opinion of the respondents 
85% of respondents from 122 people. The solution, has been used by the 
justices and judges partially underneath it in deciding a case of inheritance.) 
 
The Principles Of Islamic Inheritance 
In the provisions of Islamic inheritance law because it was inherited 
from a person can be classified as follows: 
1. The relationship of marriage 
2. The relationship of kinship 
3. Relationship freeing a slave 
4. The relationship of religion (fellow Muslim). 
The meaning was borrowed is that its implementation will not be 
affected or not depends on the willingness or the wishes of the deceased. 
Probate remains to be done either spoken or unspoken either desired or not 
desired by the deceased. So, the implementation of the will does not require 
proof that the will was spoken or written or desired, but the implementation 
is based on the legal grounds that justify that testament it should be 
implemented. 
 
Descriptive Of The Supreme Court Jurisprudence  
Hereditary problems of different religions (Muslims and non-
Muslims) get special attention among Muslims, particularly legal 
practitioners in Indonesia. In this case, public opinion divided into two 
camps; First, the majority agreed to grant inheritance to heirs of non-
Muslims; and secondly, do not agree to give it. Based on a study of some of 
the decisions, both the first instance verdict, appeal, and cassation 
(jurisprudence) The Supreme Court found that the decisions of the shifting 
and updates, and even a significant leap. Leap descriptively referred to can 
be seen in the Supreme Court decision on the heirs of different religions, 
namely: 
 (1) No.368K/AG/1995 of the PA in Central Jakarta; This case 
related to Sanusi and Suyatmi (husband and wife) who has six children: 5 




children are Muslims, was a man named Sri Widiaastuti (Christian). In 1991, 
Sanusi died and the following year, Suyatmi died. Until the end of his life, 
both remain Muslim. treasure they have never dibagiwariskan, 5 Muslim 
heirs agreed to divide the inheritance under Islamic law. PA Jkt center did 
not give an inheritance to Sri widia astuti based on Article 171 of KHI. On 
appeal PTA Jakarta stated that Sri Widya Astuti, entitled part of assets of 
3/4 heir Muslim girls through the mechanism was borrowed. The MA fix 
Jkt PTA decision, and decided that Sri Widya Astuti entitled to a part of 
inheritance through a mechanism was borrowed by section heirs of the 
deceased girl. 
(2) No.51K/AG/1999 from PA.Yogyakarta; This ruling relates to 
Matardi Jazilah marry and had no biological children, but Matardi had 7 
siblings who embrace different religions as well as 12 nephews. After 
Martadi died in 1995, willed Jazilah division of inheritance in PA and 
demanded 1/4 of husband's estate, while the defendants got the third part 
of inheritance. 
PA Yogyakarta memuputuskan plaintiff (wife) gets 1/4 and 3/4 for 
the defendants comprising 10 Muslim, while the non-Muslim heirs do not 
get a share of inheritance is based on Article 171 point c KHI, traditions and 
book Kifayah al-Ahyar Juz II p 18, which states that a Muslim does not 
inherit the possessions of the person (heir) non-Muslims and vice versa. 
At the level of appeal, upheld the ruling PA PTA Yogyakarta. The 
MA fix the PTA decision, especially with regard to part of the non-Muslim 
heirs. MA stated that they were entitled to inheritance by will wajibah the 
same share levels with a section of Muslim heirs through a dictum which 
states that the plaintiff entitled to 1/4 of inheritance. By law, the Supreme 
Court also stated that the other heirs are all entitled to 3/4 of the 
inheritance. 
(3) No.59K/AG/2001 of the North PA.Jakarta; This case originated 
from a couple different citizens. Doctors Endah Ronawulan (citizen / 
Islam) is the wife Jen Loeng Tanuwijaya bin Candra Tanuwidjaya, Chinese 
citizens who are Muslims they do not have children. Jen Loeng died in 1998. 
He had a real father named Candra Tanuwijaya (non-Muslims), three non-
Muslim brothers, namely Katerina Tanuwidjaya, Pho Tan Lian and Tan Pho 
Sian. Endah / Plaintiff appealed to the PA in North Jakarta; PA North 
Jakarta stated that Endah got 3/4. Because fairness and propriety, the 
defendant / dad got the fourth part of the asset default and death benefits. 
As of joint property, Endah gets 7/8 1/8 part and dad got a part. 
The first instance verdict upheld by PTA Jakarta and MA in cassation 
stated that PTA Jakarta is not misapplied the law. but it needs to be 
repaired, the Supreme Court rejected the cassation to fixing verdict PTA 
Jakarta. Repair it establishes the sole heir of the testator is Endah, and 
punish the plaintiff to submit 1/3 possessions of the heir to the Chandra 
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alias Tanuwidjaya Thay Pho Tang as was borrowed. The Supreme Court 
also ordered the defendant I, II, and III are subject and obedient to all of 
the contents of this decision.  
(4) No. 16K/AG/2010 of PA.Makasar; 
This ruling related to conjugal marriage in 1990 Armaya (Muslim) 
with Evie Lany (non-Muslims) and do not have children. Armaya died in 
2008, leaving five brothers, heirs Muslims. Community property controlled 
by Evie Lany as a defendant and not divided pass down to five heirs as 
plaintiffs. The plaintiffs filed a case to the PA Makassar for the division of 
inheritance under Islamic law. PA Makassar decided defendant (wife) gets 
1/2 part of the joint property, being half the other part being part five 
plaintiffs who are Muslims as inheritance, while Evie Lany non-Muslims as a 
defendant did not get a share of inheritance. PA verdict was based Article 
171 item c KHI and the hadith and the book of al-Muhalla Volume IX, p 
304, which mentions a Muslim does not inherit the possessions of the heir 
to the non-Muslims, and vice versa. 
The first instance verdict upheld by PTA Makassar. After the 
defendant appealed. At the Court of Final Appeal, overturned the verdict 
MA PTA Makassar with Declare that the Defendants are entitled ½ part of 
the joint property and ½ other parts of the inheritance that is rightfully heir 
Armaya, ie 5 plaintiffs and 1 defendant, the subject matter of section 60; 
Defendants got 15/60 or ¼ part of the estate was borrowed by considering: 
That the Defendant marriage Armaya suda 18 years, long enough anyway 
Defendant means devoted to the Heir, therefore although Cassation non 
Muslims are decent and fair for obtaining their rights as wife for a share of 
the possessions of the form was borrowed and part of joint property. 
Besides, in the opinion of Yusuf Qaradawi, interpret that those non-
Muslims who live peacefully can not be categorized with the infidel harbi, as 
well as the applicant's appeal together with the testator during life mingle in 
harmony peaceful despite different beliefs, because it is worth and worth the 
applicant's appeal acquire part of the possessions of the heir to the form was 
borrowed. 
 
Analysis Of The Supreme Court Jurisprudence  
Fourth jurisprudence of the Supreme Court at the top has undergone 
a considerable shift the dynamic. In its decision No. 368 K / AG / 1995, 
the judge gives a part of the possessions of the heiress non-Muslims based 
was borrowed, equivalent to a Muslim female heirs to the same degree. If 
you notice, in the Supreme Court's decision number 368 at the top there is a 
shift in the views of judges determining inheritance rights of non-Muslim 
heirs. At the first level, the heirs of the non-Muslims were not given 
inheritance rights of perwaris Muslims, while at the appellate level, the heirs 
of non-Muslims (Sri Widya Astuti) to retain a portion of the inheritance 




from both parents based was borrowed by 3 / 4 (three quarters) of its 
section of Muslim female heirs to the same degree heirs. 
In subsequent years, Decision No. 368 the reference judges in 
Supreme Court. It thus proved in the decision number 51 K / AG / 1999. 
In that ruling, the justices give inheritance rights in the form was borrowed 
to the heirs of a non-Muslim over property heir Muslims levels of parts as 
large as the other heirs who are Muslims, while the trial judge were upheld 
by appellate judges did not give a portion of a part to heirs of non-Muslims 
by al-saheeh Muslim traditions. 
While the decision on case number 59 K / AG / 2001, the heirs of 
non-Muslims, Candra Tanuwidjaya alias Tang Thay Pho (father's heir) by 
1/3 of a legacy through the mechanism was borrowed by reason of 
propriety and norms of life in association of Indonesian society and the 
consideration of fairness and do not give you the heir to part 3 non-
Muslims, the first level judge, give a decision upheld by the appellate level 
judges, that the plaintiff / wife as sole heir and got 3/4 (three quarters) , 
Because fairness and propriety, while the defendant / dad got the fourth 
(quarter) part of the asset default and death benefits. As of the community 
property, Dr. Endah / plaintiff gets 7/8 (seven-eighths) parts and father / 
defendant gets 1/8 (one-eighth) part. 
In the Supreme Court Decision No. 16 K / AG / 2010 (PA.Mks), 
justices give inheritance rights in the form was borrowed to heirs Evie Lany 
/ non-Muslim wife to the assets of the testator Muslims levels equal parts in 
case of Muslims, ie 15 / 60 = 1/4 a wife without children, while the trial 
judge were upheld by appellate judges did not give a portion to the part of 
non-Muslim heirs KHI under the provisions of Article 171 (c) and the 
Hadith of the Prophet, which means: Muslims are not inherit the infidels, 
and infidels tdak inherit a Muslim (Kitab Al-Muhalla, volume IX, p. 304). 
As known, the Islamic inheritance law already determined the main 
points of its implementation, as mentioned in Q.S. Al-Nisa '(4): 11-14, and 
176 and hinted at Q.S. al-Anfal (8): 72-75. In the Qur'an alone, there are 
about 24 words warits with various derivations and different meanings that 
are not only meaningful possessions. Furthermore, Hadith lot of talk about 
this inheritance. However, the development of thinking in inheritance, 
meaning warits had developed in the early days of Islam. 
Inheritance of different religions is one very peculiar inheritance 
issues in modern times. An heir is closed, which is caused by the presence of 
people who have more right or there are certain properties that prevented, 
such as different religions or murder, are not ignored in Islamic law. Islamic 
inheritance law has a solution called wasiyah wajibah. Therefore, carefulness 
istinbath mujtahid in using methods are necessary so that this teaching is in 
harmony with maqashid ash-shari'ah al-'amma which, of course, does not 
violate ushul ash-Shari'ah. 
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The cause obstruction of inheritance which is the difference Religion 
and murder heirs either intentionally or heirs testified that causes heir 
sentenced to death, including the heir to allow euthanasia against the heir to 
be obstruction of inheritance as stipulated in Article 5, Law Number 77 
Year 1943; Book of the Law Inheritance Law, and the provisions of 
Heritage inherit. While in KHI, hitch inheritance for murder, tried to kill or 
heavy heir and the heir of different religions or defaming heir so convicted 
is punishable by 5 years imprisonment or more severe punishment (Syamsu 
Hadi Ersyad, 2007: 245). 
In general, the issue of inheritance interfaith foundation is Hadith 
narrated by Usamah ibn Zaid. The Prophet declared (Al-Bukhari, No. 6764), 
"la yaritsu al-Muslim al-wala al-kafir infidel al-Muslims. and other hadith of 
'Amr ibn Syu'ib of his grandfather' Abdullah ibn 'Amr from the Prophet, 
"He yatawaratsu ahlu millatain syatta (Al-Nasa'i, Kitab Al-Qasamah; No. 
37).  
Two Hadith on the basis of inheritance among Muslims. The basis 
has been adopted by the friends, scholars of the Salaf and khalaf scholars. 
However, this view does not become the consensus among friends and 
clergy because there are few who do not agree. those who bersebrangan 
states that the word Kafir in the above Hadith is general ( 'am) and requires 
takhshish or taqyid. As we know that the word kafir meaning is still 
common because it includes al-harbi infidel and infidels az-zimmi. Among 
the friends who do not agree with the above Hadith is' Umar ibn al-
Khattab, Mu'az, and Mu'awiya. In certain cases, as reported, "They take the 
inheritance of the heathen, but not vice versa, ie the infidels from Islam" 
(Al-Mughni, the Section IX: 94). 
At the same time, the semantic meaning of the Hadith also shows the 
statement that denies the inheritance of it (using the letters la nafiyyah which 
means "no" and not la nahiyyah meaning "do / ban"). He nafiyyah meaning 
"no", and the word "no" is not carried out legal action. 
Some scholars muta'akhkhirin agree with the above opinion. Among 
the scholars in question is Ibn Qayim. Scholarly opinion was quoted Ibn 
Taymiyya and cited again by al-Qardlawi. The statement in question is as 
follows: "The Muslim inheritance from pagan dissent among the Salaf. Most 
of them take the suggestion that he did not inherit, as unbelievers do not 
inherit from a Muslim" (Yusuf Al-Qaradawi, 1996: 676). 
Fatwa on the issue of providing a legacy to the heirs of different 
religions, especially Muslims with non-Muslims, can be found in the 
collection of contemporary Yusuf Qaradawi fatwa (Yusuf Al-Qaradawi, 
1996: 268). In his fatwa, Yusuf Qaradawi stated as follows:  
"... The communists who would not give in, not entitled to inherit anything 
from the estate left by both parents, wife, or relatives who are Muslims, 




because the main requirement in inheritance rights problem is both of 
whom (which leave a legacy and heirs) must be Muslims." 
Strictly speaking, he dismissed the idea that lets communist (non-
Muslims) gained share of the inheritance of the heir to the Moslems. This 
fatwa basis refers directly to some of the texts of the Qur'an and Sunnah. Of 
the Koran, pointing letter Hud (11): 45-46. 
According to Yusuf Qaradawi, the above verse states unequivocally 
breakdown of family relationships between children with parents who 
disbelieve Islam. The dissolution of family ties is bringing the legal 
implications of the death of the right to inherit each form between them, as 
revealed in the hadith which states Muslims can not inherit the infidels and 
unbelievers can not inherit the Muslims. However, in terms of whether or 
not Muslims should inherit the estate of the heir to the heathen, he did not 
give the assertion. He only said that the scholars differed: some states may 
and some will not. 
Abdul Walid Muhammad ibn Rusyd in his book "Bidayah al-
Mujtahid" that the infidel does not inherit the Muslims by Q.S. an-Nisa '(4): 
141, as well as the opinion jumhur' Ulama '(Abdul Walid Muhammad Ibn 
Rushd, tt.:413). School of ulama agreed that non-Muslims can not inherit a 
Muslim and vice versa, while Imami, that Muslims could inherit non-
Muslims (Muhammad Jawad Mughniyah, t.th:541). 
In Muslim countries, such as Egypt, Tunisia, Morocco, Pakistan, was 
borrowed does not apply to cases of non-Muslim heirs. Only in Tunisia in 
articles 174-175 of Family Law Act 1956 Tunisia expressed regarding the 
validity of wills between the two parties with different religions, so too is 
deemed legitimate will that made the parties of different nationalities (Zuhdi 
Rahmanto, 2003: 93). 
Interesting comments about the traditions that prohibit the right of a 
Muslim and non-Muslim to inherit each expressed by Muhammad ibn Abi 
Bakr, was quoted as saying by Hamka Haq. According to him, the one thing 
that should be stressed is that these traditions is historical and not as a 
normative teachings of Islam. It is based on historical reports which tells us 
that Abu Talib, the Prophet's uncle, had died before he emigrated, either 
before the inheritance law is set in the Shari'ah. Because Abu Talib remained 
converted to Islam and did not contribute to migrate to Madinah, 
automatically, wealth legacy fell into the control of their children living 
together in Mecca. Meanwhile, 'Ali ibn Abi Talib and Jafar ibn Abi Talib, the 
son of Abu Talib is a Muslim and joined hijra, do not get a share of 
inheritance. Ten years later, the Prophet visited Makkah (Hamka Haq, 2001: 
264). 
He was asked by one of the companions where they will stay. Hearing 
such questions, while as though complaining, he answered that the residence 
was still there, if 'Aqil and Talib (son of Abu Talib who was idolatrous and 
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inherit Abu Talib) handed something to the family of the Prophet (' Ali ibn 
Abi Talib) to be occupied , However, everything is already divisible by 
ignorance by both. 
Implicitly, the history shows that the Messenger of Allah. requires the 
enactment of the right to inherit each other between Muslims and non-
Muslims. Such opinion is followed by Mu'adh ibn Jabbal, Mu'awiya ibn Abi 
Sufyan, Muhammad ibn al-Hanafiyah, Muhammad ibn 'Ali ibn Husayn, Sa'id 
ibn Musayyab and Ibn Taymiyya (Muhammad Ibn Abi Bakr, 1418 H: 853). 
Moreover, some scholars have argued that the hadith which states between 
Muslims and non-Muslims can not inherit each other is not actually spoken 
by the Prophet, but narrated by 'Umar ibn al-Khattab (Hamka Haq: 254). 
Thus, based on these facts, it can be said that the opinion does not 
give the right to inherit each other between Muslims with non-Muslims do 
not have binding legal force. In addition, the logical explanation can be put 
forward if the above opinion is retained, which will experience losses on 
both sides: Muslims and non-Muslims. A non-Muslim heirs will be deprived 
of the inheritance of the heir to the Moslems. Similarly, the same thing 
happens when there is a Muslim heir heir left by non-Muslims. Both are 
equally disadvantaged. 
Related heir inheritance law different religions, Shahrur tend not to 
distinguish. For Shahrur (2004: 415), inheritance law is the law of the 
distribution of wealth that God has ordained for all human beings, without 
distinction of belief / faith. Thus, the non-Muslim heirs can receive the 
inheritance through a mechanism that will be applied during the testator is 
alive. Because the determination of the recipient of the estate is the 
prerogative of pewasiat. 
Mukti Arto found, why non-Muslim heirs were given heritage 
through was borrowed. Regardless of the arguments of the texts, can 
dianalogkan that why your wife or husband was entitled to inheritance? This 
is because the marital relationship. Dimikian also why the children inherit 
from their parents? Because of the relationship nasab. Since both the 
relationship that arises responsibilities, rights and obligations arise. The 
legacy means the displacement of one's possessions to the other because 
there is a relationship and responsibility. Therefore, when one dies, the 
other will accept it. What if one of them non-Muslims ? 
Based on family law, so the difference will not be a barrier arrival of 
the responsibility as well as when they lived together; meaning that the 
husband still had a responsibility to his wife even though the wife of a 
different religion. Likewise, parents are responsible for their children, even 
though children of different religions. This also applies when among them 
died (Interview). The same opinion was delivered by Abd. Manaf (Dirjen 
Badilag-Interview), that does religion have set the inheritance law, but with 
the difference that religion is not a barrier transfer of legacy the heir to the 




heir of different religions through was borrowed, the interest of justice in 
the distribution of intermediate inheritance, as jurisprudence MA. Of course 
with careful consideration between the heir to the heir depending Agana 
and others, both of obedience, compliance, proximity and the more 
important is the economic conditions. 
Further Abd. Manaf said, that normatively heirs different religion heir 
can not inherit, but the normative law can be shifted according to the socio-
cultural community, because differences in religious beliefs in a particular 
area is not a matter of principle, as well as in Tana Toraja. Differences in 
beliefs between parents and children is a matter of course that does not 
affect the relationship silaturrahim. Confidence is an abstract, whereas the 
right to inheritance is a concrete, therefore, when confronted with an 
abstract, then should the concrete conditions that have to be considered, is 
it fair, if the only difference in religious beliefs between children and 
parents, children hindered enjoy relics of her parents who had been kept 
interwoven harmony. Therefore, it is essential to understand that the issue 
of inheritance is huququ al-'Ibad (the rights of the servant of God) and not 
huquq Allah (God's rights). Because it should benefit has always been a 
cornerstone in taking the decision (interview). 
In response to the dissent, the Indonesian Ulama Council (MUI) 
selecting a second opinion which does not provide an estate to heirs 
different religion, as stated in the decision of the clergy fatwa Indonesia 
Number 5 / MUNAS-VII / MUI / 2005 regarding inheritance of different 
religions. The ruling was the result of a national consensus MUI-VII, on 19-
22 Jumada End 1426 H / 26-29 July 2005 AD In that decision, it is stated 
that: (1) The Islamic inheritance law does not give the right to inherit each 
other between respondents who different religions (between Muslims and 
non-Muslims); (2) the provision of wealth among respondents of different 
religions can only be done in the form of grants, wills and gifts. The 
rationale for the decision of this fatwa is two legal basis, namely Q.S. an-
Nisa '(4): 11 and 141, Hadith on the permissibility not inherit each other 
between Muslims and non-Muslims, and the hadith which states the 
prohibition inherit each other between two people of different religions 
(transmitted by Ahmad). 
According Purwosusilo, that Wasiat wajibah need to be implemented 
for the sake of fairness, though initially only be given to an adopted child 
later developed also applies to non-Muslim relatives. But considering many 
factors one of which is the proximity and in good faith with the heir. 
Likewise Wasiat wajibah it already exists in the jurisprudence to provide a 
sense of justice, especially for the religious differences. Because it should be 
the heir but hindered by religious differences. The position was not as heirs 
but could receive the inheritance through was borrowed. Giving is not 
generalized but the necessary criteria of which is the relationship and in 
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good faith with the heir and other relatives, no attempt murder or other bad 
deeds to the deceased. So it remains to consider in good faith to be given 
was borrowed. 
How about setting entitlements partly legacy heir, in this case 
Purwosusilo said that the preparation of normative legal regulation there are 
two lines, namely regulations / rules theoretically known as the orthodox 
theory, both with the rules responsive to the judge's decision. Nice with the 
Orthodox, but not to own dinormatifkan as a rule not to limit should be 
implemented according to the rules of having to adjust to developments. 
The current rules was borrowed only for adopted children in their 
development but are also given to different religions (Interview). 
Amran Suadi argued inheritance related to non-Muslims, non-
Muslims that the child was not an heir but were given was borrowed with a 
maximum of 1/3 with certain criteria, though so far there has been no 
specific criteria in the existing practice ijtihad only judge just for the sake of 
fairness , If indeed there is lawlessness non-Muslims, then it could be a 
consideration was borrowed judge because it is the discretion of the judge 
through ijtihad. It is based Yusuf Qaradawi, that is, during the non-Muslims 
who coexist can not be categorized as kafir harbi. Similarly, if during the 
lifetime of the testator's relatives live in harmony with non-Muslims 
peacefully, then it could be given was borrowed, in the sense of not hostile 
though apostate religion. If non-Muslims are in addition to the child does 
not require it does not need to be given was borrowed. Because there is no 
obligation to provide. Unless asked the judge to consider. 
In addition there is an argument was borrowed possibility of grants 
applied wajibah, According to Amran, could be the heir of Islam agree to 
leave voluntarily share grants. due to diwajibahkan it will not grant. So there 
should be a willingness of the family to provide part of the heirs. If there is 
no willingness to give, then by road was borrowed. The criteria given was 
borrowed is among others, the demands of the parties is blocked, if there is 
no demand, then it does not need to be considered. According to the 
jurisprudence Amran that the material is so valuable that if further 
adjustment is necessary, the easiest regulations on the books two or plenary 
meeting room and then confirmed by SEMA. 
Researchers are more likely to choose the opinion and MA are on 
part of non-Muslim heirs through was borrowed. This is motivated social 
reality in Indonesia is different when compared to Arab social reality when 
the Qur'an was revealed, so that a clear distinction in terms of inheritance. It 
is very necessary. Unlike the situation in Indonesia now, where in a family 
often found that family members of different religions, even within the 
same household were also occur, their mutual respect, assist, cooperate in 
making a living and collect it, then when their parents died expected family 
peace is maintained. Then the property that once they gather together will 




be good, useful and bermaslahah create their heirs, including the non-
Muslim heirs through was borrowed because they are included in the 
category of unbelievers zimmi should also be protected, including their 
rights. In addition, that the inheritance includes huququl 'ibad, the rights of 
the servant of God, meaning that the issue of inheritance that has become 
the authority of God's servants. It can be seen and observed in the reality of 
Muslims in the Eastern Indonesia. 
Various basic idea of the status of non-Muslim heirs, expressly, 
jurisprudence-jurisprudence indicates that the above is evidence of a 
different understanding of the views of scholars of fiqh. That difference 
shows the dynamics in Islamic law. At the same time, these differences also 
show that the above jurisprudence-jurisprudence has put the Islamic 
inheritance law in a more contextual and flexible. As a result, most of the 
decisions of jurisprudence at odds with the majority view of the jurists', 
both Salaf and muta'akhkhirin, and fatwa Indonesian Ulama Council. 
Conclusions set out in jurisprudence does not pertain directly to the 
issue of non-Muslim inheritance. That is, the jurisprudence of the Supreme 
Court, in fact, can not be blasted by lanngsung with the opinions of jurists 
and MUI. This is due to the fact that the points verdict jurisprudence, 
explicitly, does not specify which part of inheritance heir to non-Muslims. 
The Supreme Court verdict instead uses the concept was borrowed to 
determine the portion of inheritance for heirs of non-Muslims (Fatchur 
Rahman, 1981: 63). Was borrowed conceived in modern Islamic inheritance 
law in the form of the imposition of measures by a judge or institution has 
the right to the litigants that the property of someone who has died or 
objects taken right legacy to be given to certain people in certain 
circumstances anyway. About the substantial benefits of the will itself, 
Mustafa ash-Syalabi explains it as follows: 
"The presence of the probate system in Islamic law is very important 
as an antidote to the chaos in the family. Because there is among the family 
members who are not eligible to receive inheritance by way of inheritance. 
In it, he has been quite instrumental in procuring the treasure, or a poor 
grandson hindered by his rich uncle, or because different religions and so 
on. So with the probate system which is governed by Islamic law, the 
disappointment can be overcome "(Mustafa Syalabi, t.th:13). 
Was borrowed an act of imposition by a judge or institution that has 
the right to have the property of someone who has died, taken right or 
legacy objects to be given to certain people in certain circumstances anyway. 
The act of loading or coercion, according Fatchur Rahman, is justifiable. 
The reason, the concerned heed the advice of shari'ah. 
By understanding was borrowed above, it seems clear, that basically, 
was borrowed was the best solution given by reason of modern Islamic 
inheritance law. The solution, it seems, are actually utilized by the Chief 
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Justice in deciding a case of inheritance Islam. Therefore, jurisprudence-
jurisprudence above not only illustrates the dynamic process of Islamic law, 
but also, give their views and more positive appreciation of the reality of 
religious differences within a family or community. If dikomparasikan 
Muslim countries, such as Egypt, Tunisia, Morocco, Pakistan, it was 
borrowed does not apply to non-Muslims. It thus becomes clear vertically, 
that the jurisprudence of the Supreme Court has turned away from the 
concept of jurisprudence schools and horizontally any jurisprudence MA 
has exited from legal sources KHI is substansional, by giving part of the 
same inheritance among heirs Muslims and non-Muslims on the same level, 
However, in another decision, because of the different conditions, 
jurisprudence MA gives an inheritance to non-Muslims as much as 1/3 (one 
third). 
 
Analysis Of Thought Of Law Enforcement And Academics, And 
Community Leaders  
In this study, researchers did not just get quantitative data but also do 
indept-interviews (in-depth interviews) to law enforcement and academia in 
order to see how the application was borrowed in the decision against the 
beneficiary of different religions. 
 













Agree Contextually 27 58 8 93 
Agree in conditionally 
(moderate) 
3 16 0 19 
Do not agree textually 8 10 2 20 
 38 84 10 132 
 
Percentage of criteria answers to open questions numbers 9 and 10 on a 
questionnaire of 132 respondents trial judge, appellate judges and academics 
/ public figures can be seen in graph 28. In the graph above shows that 71% 
(93 votes) agree was borrowed contextually , 14% (19 people) agreed was 
borrowed moderately and 15% (20 votes) did not agree textually. 
Respondents largely been agreed by implementing contextually was 
borrowed. Although, there are also some respondents who agree 
conditionally with was borrowed. As well, respondents who do not agree 
this has another view in addressing a legacy for heirs of non-Muslims. 
















Principles of kinship / family, emotional 
closeness during the Justice and does not 
exceed 1/3 and justice in accordance with 







When fulfilling the criteria: 
1. Obedience and compliance with 
the heir; 
2. Emotional closeness. 
3. The role of the testator during 
life 
4. The factor of the economic 
conditions of non-Muslims are not 
capable; 
5. Goodwill; 
6. The demands concerned 
3. 
Do not agree 
textually 
20 
Evidence already qoth'i and there is no 
other choice. 
 Amount 132  
 
Conclusion 
1. The understanding was borrowed Related heir apparent of different 
religions, that was borrowed was the best solution given by reason of 
modern Islamic inheritance law as the majority opinion of the 
respondents 85% of respondents from 122 people. The solution, has 
been used by the justices and judges partially underneath it in deciding a 
case of inheritance. Therefore, four related jurisprudence heirs of 
different religions are all not only describes the process dynamics of 
Islamic law, but also provide insight and a more positive appreciation of 
the reality of religious differences within a family. 
2. In practice at the level of Cassation, was borrowed to the heirs of the 







Setuju wasiat wajibah secara
kontekstual
Setuju wasiat wajibah secara
kombinasi (moderat)
CRITERIA PERCENTAGE OF GRAPHIC WASIAT WAJIBAH 
FROM ALL RESPONDENTS 
Proceeding of the 16
th
 Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 
165 
broad, it has been agreed and implemented by the justices to become the 
jurisprudence of the Supreme Court, but in the first instance and 
appellate still a small portion, namely 15% respondents are not guided by 
the jurisprudence of the Supreme Court, although in reality 
jurisprudence has provided justice and peace to the parties litigant in 
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Abstrak:    Istidlâl  dengan kaidah-kaidah fiqh untuk penemuan hukum Islam, termasuk 
fatwa masih menjadi perdebatan ulama klasik dan kontemporer. Kajian ini 
bertujuan untuk menganalisis perdebatan tersebut dan peran kaidah-kaidah 
fiqh dalam pengembangan hukum Islam kontemporer dengan menggunakan 
fatwa MUI dan K.H. Sahal Mahfudh sebagai sampel. Kajian ini 
menghasilkan dua kesimpulan yaitu: pertama, pendapat para ulama klasik 
dan kontemporer dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar dalam hal 
istidlâl  atau istinbâth dengan kaidah-kaidah fiqh, yaitu: a) mereka yang 
secara mutlak menolak kaidah fiqh sebagai rujukan langsung dalam 
istinbâth  hukum Islam, b) mereka yang secara mutlak membolehkan 
kaidah-kaidah fiqh dijadikan sebagai dalil atau rujukan langsung dalam 
istinbâth hukum Islam dan c) mereka yang berada di tengah-tengah, yaitu 
boleh istinbâth dengan kaidah fiqh dengan  syarat kaidah itu harus 
bersumber dari dalil naqli (al-Qur‟an dan al-Sunnah) dan bukan hasil 
ijtihad akal fuqaha. Kedua, penerapan kaidah-kaidah fiqh sebagai dalil 
pelengkap dan mandiri dalam kumpulan fatwa K.H. Sahal Mahfudh dan 
MUI adalah bahwa MUI lebih banyak menggunakan kaidah-kaidah fiqh 
(25 %) sebagai dalil daripada K.H. Sahal (14 %), namun sebagain besar 
hanya sebagai dalil pelengkap (90 %). Berbeda dengan K.H. Sahal, walau 
lebih sedikit dalam mengaplikasikan kaidah-kaidah fiqh, namun lebih 
unggul daripada MUI, karena apikasi kaidah fiqh secara mandiri mencapai 
50 %. 
 




Dalam kajian hukum Islam, fatwa adalah jawaban dari sebuah pertanyaan 
tentang persoalan keagamaan yang diajukan oleh umat Islam, baik perseorangan 
atau kelompok, kepada seorang ulama atau lembaga keagamaan (Amin, 2008: 8-
9). Yûsuf al-Qardlâwî mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan hukum syar‘i 
tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun 
tidak tertentu, baik individu maupun kelompok (al-Qardlâwî, 1988: 4). Bagi 




masyarakat muslim kontemporer, keberadaan fatwa menjadi sebuah kebutuhan, 
mengingat bahwa persoalan keagamaan semakin hari kian bertambah banyak 
dan kompleks. Sementara itu, sumber utama ajaran Islam (al-Qur‘an dan Hadis) 
tidak memberikan petunjuk secara tegas bagaimana mengatasi persoalan itu. 
Pada saat yang sama mereka tidak memiliki kapasitas untuk menemukan 
jawabannya sendiri melalui ijtihad. Yang terjadi kemudian, mereka akan 
meminta seorang ulama atau organisasi keagamaan untuk memberikan jawaban 
(baca: fatwa) atas persoalan yang mereka hadapi. 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah salah satu lembaga yang aktif 
merespon persoalan-persoalan kontemporer dengan mengeluarkan fatwa, 
melalui komisi fatwa. Fatwa yang dihaslkan oleh MUI adalah tergolong fatwa 
kolektif, karena hasil ijtihad beberapa ulama yang duduk di komisi fatwa, 
sedangkan diantara ulama di Indonesia yang ikut berkontribusi dalam fatwa 
secara individu adalah K.H. Sahal Mahfudh (w. 2014). 
Lahirnya fatwa tidaklah tiba-tiba, ia terlahir lewat metode penetepan 
fatwa yang ilmiah. Adapun metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI 
dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu 
pendekatan nas qath‟î, pendekatan qaulî (pendapat para mujtahid) dan 
pendekatan manhâjî yakni manhaj yang ditempuh oleh para ulama salaf dan 
khalaf (Amin, 2008: 268). Ketiga pendekatan di atas bisa berfungsi sebagai tiga 
urutan pendekatan, yaitu: urutan pertama, pendekatan nas qath‟î  (al-Qur‘an dan 
Sunnah), jika tidak didapati nas, maka menggunakan urutan kedua; pendekatan 
qauli >(pendapat para mujtahid) yang terdapat dalam kitab-kitab mereka dan 
jika tidak didapat atau tidak sesuai dengan kondisi, maka mengunakan urutan 
ketiga; pendekatan manhâjî (metodologis) yakni manhâj  (metode) yang ditempuh 
oleh para ulama salaf dan khalaf.  
Dari ketiga pendekatan di atas, tidak ditemukan secara langsung metode 
pendekatan berupa Istidlâl  dengan al-Qawâ‘id al-Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh), 
namun penulis mendapatkan metode pendekatan dengan kaidah-kaidah fiqh 
digunakan oleh komisi fatwa dan K.H. Sahal Mahfudh. Padahal lembaga-
lembaga fatwa ormas Islam seperti NU dengan Lajnah Bahtsul Masa‟il (LBM) 
yang sangat ketat dengan istilah al-kutub al-Mu‟tabarah sebagai rujukan dan 
Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih (MT) yang ketat dengan seleksi 
kesahihan Hadis sebagai rujukan itu sangat jarang atau bahkan tidak pernah 
menjadikan al-Qawâ‘id   al-Fiqhiyyah sebagai sumber atau rujukan dalam 
metode istinbâth hukum. Artinya kedua lembaga tersebut tidak pernah 
menjadikan al-Qawâ‘id al-Fiqhiyyah sebagai dalil pelengkap, terlebih sebagai dalil 
mandiri. 
Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis persoalan di 
atas dalam makalah ini dengan dua fokus pembahasan, yaitu: 1) bagaimana 
istidlâl  dengan al-Qawâ‘id al-Fiqhiyyah perspektif ulama klasik dan 
kontemporer? dan, 2) bagaimana penerapan kaidah-kaidah fiqh sebagai dalil 
pelengkap dan mandiri dalam kumpulan fatwa K.H. Sahal Mahfudh dan MUI? 
 
B. Istidlâl Dengan Al-Qawâ‟id Al-Fiqhiyyah Perspektif Ulama Klasik 
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Dan Kontemporer 
Istidlâl  disebut juga istinbâth. Ada banyak definisi istidlâl  yang berbeda-
beda menurut ulama ushul fiqh, namun penulis lebih sepakat dengan sebuah 
istilah kontemporer hasil riset disertasi Universitas al-Azhar milik As‘ad Abd al-
Ghanî al-Sayyid al-Kafrâwî  dengan judul al-Istidlâl „ind al-Ushûliyyîn. Ia 
mendefiniskan  istinbâth (istidlâl) yaitu: ―sebuah penetapan hukum syar‟î melalui 
kaidah-kaidah (prinsip-prinsip) kullî (universal) dengan tanpa pertimbangan dalil 
yang rinci atau parsial‖. Sedangkan metode istiqrâ adalah sebaliknya istinbâth . 
Adapun definsi istiqrâ yang dipilih al-Kafrâwî adalah pendapat al-Syâthibî yang 
mendefinisikan istiqrâ dengan: ―penelitian terhadap persoalan-persoalan yang 
juziyyât (partikular) untuk menetapkan darinya sebuah hukum yang „âm (universal) 
baik qath‟î > maupun dhannî ‖(al-Kafrâwî, 2005). 
Kegunaan atau urgensi kaidah fiqh adalah dikarenakan fiqh merupakan 
kumpulan berbagai macam aturan hidup yang begitu luas karena mencakup 
berbagai furû‟, karena itu perlu adanya usaha untuk mensistemasikan hukum-
hukum tersebut dalam bentuk kaidah-kaidah kullî yang berfungsi sebagai 
klasifikasi masalah-masalah furû‟ menjadi beberapa kelompok, dan tiap-tiap 
kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa.  
Salah seorang ulama besar Yaman, Abû  Bakar Ibn Abû  al-Qâsim  al-
Ahdal (w. 1035 H) dalam kitabnya “al-Farâ‟id al-Bahiyyah” yang merupakan 
ringkasan kitab  al-Asybâh-nya al-Suyûthî  mengatakan bahwa sesunguhnya 
cabang-cabang masalah fiqh itu hanya dapat dikuasai dengan kaidah-kaidah 
fiqh, dan menghafal kaidah-kaidah itu termasuk sebesar-besarnya manfaat (al-
Ahdal, tt: 15-17).  
Imam Abû  Muh}ammad Izz al-Dîn Ibn Abd. Salâm (w. 660 H) 
berpendapat bahwa kaidah-kaidah fiqh adalah sebagai jalan untuk mendapatkan 
maslahat dan menolak mafsadah. Menurut al-Subkî (w.771 H), jika seseorang 
kesulitan dalam memahami hukum-hukum  cabang  dan  kaidah-kaidah  
fiqhiyyah  secara  bersamaan,  maka cukuplah   baginya   memahami   kaidah-
kaidah   fiqhiyyah   dan   sumber-sumber pengambilannya saja (al-Subkî, 1991: 11-
12). 
Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dikehendaki dengan kaidah fiqh 
adalah kaidah-kaidah hukum yang bersifat kulliyyah yang dipetik dari dalil-dalil 
kulliyyah (yaitu al-Qur‘an dan Hadis) dan dari maksud syara„ dalam meletakkan 
mukallaf di bawah beban taklîf dan dari memahamkan rahasia tasyrî‟ dan 
hikmahnya. Walau banyak ulama telah mengakui pentingnya kegunaan kaidah 
fiqh dalam istinbâth, namun masih terjadi perbedaan pendapat antara para ulama 
tentang ―bisakah al-Qawâ‘id al-fiqhiyyah sebagai dalil atau sumber hukum Islam 
yang mandiri, tanpa didukung oleh ayat-ayat al-Qur'an dan al-Sunnah?‖. Dalam 
konteks ini, muncul juga pertanyaan ―sejauh mana peranan dan aplikasinya 
dalam fatwa dan penetapan hukum dalam peradilan?‖ 
Dalam mazhab Hanafi tidak terdapat konsensus di antara mereka 
mengenai kebolehan berfatwa atau berhujjah dengan menggunakan kaidah fiqh 
yang universal. Ibn Nujaym al-Hanafi (w. 970 H) sebagaimana dikutip al-
Hamawî al-Hanafi (w. 1098 H) mengatakan: "tidak boleh berfatwa dengan 




mengunakan kaidah fiqh dan dlawâbith fiqhiyyah karena 
sifatnya aghlabiyyah (sebagian besar)." Tetapi bila diperhatikan, ternyata tidak 
semua kaidah itu aghlabiyyah, ada kaidah yang sifatnya kulliyyah sebagaimana 
diindikasikan dalam kitab al-Furûq karya al-Qarâfî (w. 684 H) yang menukil dari 
al-Amîrî (w.524 H). Oleh karena itu, Ibn Nujaym secara implisit menyatakan 
bahwa kaidah yang sifatnya kulliyyah boleh dijadikan hujjah (sumber) hukum 
Islam. Begitu pula para penyusun kitab Majjalat al-Ahkâm al-„Adliyyah yang 
mayoritas bermazhab Hanafi sependapat dengan Ibn Nujaym sebagaimana ia 
tulis dalam muqaddimah kitab al-‟Asybâh wa al-Nadhâ‟ir -nya, bahkan ia 
menggolongkan kaidah fiqh yang kulliyyah itu pada hakikatnya adalah ushul fiqh 
(Ibn Nujaym, 1999: 14). 
Mazhab Maliki menempatkan kadiah-kaidah fiqh sejajar dengan ushul fiqh, 
karena kaidah itu dapat memperjelas metodologi berfatwa. Dengan demikian 
kaidah fiqh dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Setiap putusan 
hukum yang bertentangan dengan dalil serta kaidah yang disepakati oleh para 
ulama, maka putusannya batal (al-Kharâsyî, tt: 448). Contohnya kasus 
Surayjiyyah yang bertentangan dengan kaidah yang disepakati. 
Menurut mazhab Syafi‘i kaidah fiqhiyyah dapat dijadikan hujjah dan sangat 
signifikan eksistensinya dalam fiqh. Imam al-Suyûthî  (w. 911 H) menjelaskan 
bahwa ilmu kaidah-kaidah fiqh adalah ilmu yang agung dapat menyingkap 
hakikat, dasar-dasar dan rahasia fiqh, dapat mempertajam analisis fiqh serta 
memberikan kemampuan untuk mengindentifikasi berbagai persoalan yang tak 
terhingga banyaknya sepanjang masa depan cara al-ilhâq dan al-takhrîj. Dengan 
demikian kaidah dapat dijadikan sebagai hujjah atau sumber hukum (al-Suyûthî, 
2010: 6). al-Zarkasyî (w. 794 H) lebih jauh mengemukakan bahwa kaidah fiqh 
dapat menjadi semacam instrumen bagi seorang pakar hukum dalam 
mengindentifikasi ushûl al-madzhab dan dalam menyingkap dasar-dasar fiqh (al-
Munawar, 2001: 72-74).  
Akan tetapi tidak semua ulama  mazhab Syafi‘i satu kata dalam hal ini, 
karena al-Juwaynî (w. 478 H) dalam kitabnya al-Ghayatsî mengatakan bahwa 
tujuan akhir mengemukakan kaidah fiqh yang ia pakai, adalah untuk memberi 
isyarat dalam rangka mengindentifikasi metode dipakai, bukan untuk istidlâl  
dengan kaidah. Ungkapan al-Juwaynî ini memberikan indikasi bahwa kaidah 
fiqh tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Ini berarti bahwa mazhab Syafi‘i tidak 
menerima kaidah fiqh sebagai hujjah, karena sebagaimana telah dijelaskan, 
bahwa indikasinya justru sebaliknya, yaitu mendukung kehujjahan kaidah fiqh 
dalam mazhab Syafi‘i Bahkan pendiri mazhabnya pun banyak menggunakan 
kaidah fiqh dalam menyelesaikan kasus yang disampaikan kepadanya. Hal ini 
diikuti oleh sebagian besar fuqahâ syâfi‟iyyah terutama dalam memecahkan 
berbagai persoalan yang tidak secara tegas dijelaskan hukumnya oleh nas (al-
Munawar, 2001: 72-74). 
Mazhab Hanbali sebagaimana diunkap al-Munawar (2001) telah 
menetapkan kaidah fiqh pada posisinya yang istimewa. Hal ini dapat dilihat dari 
pendapat beberapa tokoh mazhab Hanbali yang sekaligus dapat dijadikan 
parameter dalam mengkaji ke-hujjah-an kaidah fiqh dalam istinbâth hukum 
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seperti Ibn Taymiyyah (w. 728 H) dalam kitabnya al-Qawâ‟id al-Nuraniyyah, Ibn 
Qayyim (w. 751 H) dalam kitabnya I‟lâm al-Muwaqqi‟în, Ibn Rajab (w. 790 H) 
dalam kitabnya Qawâ‟id fî al-Fiqh al-Islâmî dan Ibn al-Najjâr dalam kitabnya al-
Kawkab al-Munîr. Mereka semua menjadikan kaidah fiqh sebagai hujjah atau dalil 
dalam istinbâth sebuah hukum terutama dalam kasus-kasus yang tidak dijelaskan 
oleh nas, tetapi ada indikasi yang menunjukkan bahwa mereka mendahulukan 
Hadis lemah dari pada kaidah fiqh. 
Ulama kontemporer seperti ‗Abdul ‗Azîz Muhammad ‗Azâm (1999: 25-
26) menjelaskan bahwa kaidah fiqh dapat dianggap sebagai dalil syara‗ yang 
memungkinkan menggali hukum dari padanya, jika sumber kaidah fiqh itu 
adalah al-Quran dan al-Sunnah. Ini karena berhujjah dengan kaidah-kaidah 
fiqh seperti itu muncul dari berhujjah dengan sumbernya yaitu al-Quran dan 
Sunnah, seperti lima kaidah pokok. Hal ini berbeda dengan kaidah-kaidah 
fiqh yang didasarkan para ahli fiqh atas hasil istiqrâ (penelitian induktif) mereka 
terhadap masalah-masalah fiqh yang saling menyerupai, karena kaidah-kaidah 
fiqh seperti ini menjadi perbincangan dan perbedaan pendapat para ahli fiqh 
dalam berhujjah dengannya. Sebagian ulama, seperti Ibn Farhûn (w. 799 H.) 
berpendapat bahwa kaidah fiqh yang terlahir lewat hasil istiqrâ ini tidak bisa 
dijadikan sebagai hujjah atau dalil dalam  istinbâth sebuah hukum, namun 
sebagian ulama yang lain, seperti al-Qarâfî (w. 684) dan Ibn ‗Arafah yang juga 
dari mazhab Maliki berpendapat sebaliknya; artinya, boleh menjadikan kaidah 
fiqh yang terlahir lewat hasil istiqrâ ini dijadikan sebagai hujjah atau dalil mandiri 
dalam  istinbâth sebuah hukum. 
Kemudian lebih lanjut ‗Azâm (1999: 27) berusaha mengkompromikan 
kedua perbedaan pendapat di atas dengan mengatakan bahwa ―sesungguhnya 
seorang qadi atau mufti tidak diperbolehkan bersandar kepada kaidah fiqh hasil 
istiqrâ yang dijadikan sebagai dalil mandiri itu, jika telah ditemukan nas fiqh lain 
yang bisa dijadikan sandaran hukum. Adapun ketika tidak ditemukan dalil dari 
nas fiqh sama sekali, karena belum dibahas oleh para ulama, sedangkan 
ditemukan salah satu kaidah fiqh -hasil istiqrâ yang bisa mencakup masalah 
tersebut-, maka dibolehkan mendasarkan fatwa atau putusan melalui kaidah 
fiqh tersebut.‖  
Sedangkan ‗Alî  Ahmad  al-Nadwî  (1994: 331) menjelaskan  tentang 
persoalan ―apakah boleh kaidah fiqh dijadikan sebagai dalil yang dapat dijadikan 
dasar dalam menggali hukum?‖ Menurutnya, kaidah fiqh tidak dapat dijadikan 
sebagai dalil hukum kecuali mempunyai sifat lain, yaitu kaidah fiqh tersebut 
merupakan sebuah dalil ushûlî atau merupakan Hadis Nabi SAW. Jika demikian, 
maka kaidah  fiqh  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  dalil  dalam  menggali  
hukum, mengeluarkan fatwa, dan menetapkan keputusan, karena semata-mata 
berpijak pada  dalil  ushûlî dan  Hadis  Nabi  tersebut.  Kemudian ia menjelaskan 
bahwa tidak boleh berpegang kepada kaidah fiqh itu, jika terdapat nas (teks) fiqh. 
Akan tetapi, jika sebuah peristiwa tidak ditemukan nas fiqh sama sekali,  maka  
dibolehkan  bersandar  kepada  kaidah  fiqh  dalam memberikan fatwa dan 
keputusan, kecuali yakin atau diduga adanya perbedaan antara kaidah fiqh 
dengan masalah yang baru tersebut. 




al-Qardlâwî (2010: 13-14) menegaskan bahwa jika seorang ahli fiqh tidak 
menemukan sebuah nas yang juz‟î (partikular) dalam sebuah masalah, maka ia boleh 
mendasarkan ketetapan hukumnya melalui kaidah-kaidah fiqh yang kullî. Ini adalah 
metode yang banyak ditempuh oleh para ulama, sehingga kebutuhan terhadap 
kaidah–kaidah fiqh kullî tetap mutlak diperlukan, bahkan sekalipun ada dalil nas 
yang juz‟î sebagaimana masih dibutuhkannya rujukan hukum dari pandangan 
maqâshid.  
Dari beberapa pendapat ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
mereka terbagi menjadi tiga kelompok besar dalam memandang; apakah kaidah-
kaidah fiqh bisa dijadikan rujukan langsung dalam istinbâth hukum Islam?, yaitu: 
1) mereka yang secara mutlak menolak kaidah fiqh sebagai rujukan langsung 
dalam istinbâth hukum Islam, 2) mereka yang secara mutlak membolehkan 
kaidah-kaidah fiqh dijadikan sebagai dalil atau rujukan langsung dalam istinbâth 
hukum Islam dan 3) mereka yang berada di tengah-tengah, yaitu boleh 
menjadikan kaidah fiqh sebagai dalil dengan satu syarat, yaitu kaidah itu harus 
bersumber atau berasal dari dalil naqlî (al-Qur‘an dan al-Sunnah) dan bukan 
hasil ijtihad akal (nalar) fuqahâ. 
Penulis lebih sependapat dengan pendapat kedua, yaitu boleh secara 
mutlak menjadikan kaidah-kaidah fiqh sebagai dalil atau rujukan langsung; baik 
kaidah yang bersumber dari dalil naqlî maupun aqlî, karena kedua dalil tersebut 
telah diterima para ulama ushul fiqh  sebagai dalil dalam istinbâth hukum Islam. 
Di samping itu, aplikasi kaidah fiqh terhadap masalah-masalah kontemporer, 
terutama dalam bidang fiqh muamalah, seperti perbankan syariah sudah tidak 
diragukan lagi bahwa ilmu dan al-qawâ‟id al-fiqhiyyah akan mengantarkan seorang 
ulama untuk dapat melakukan istinbâth terhadap masalah-masalah fiqh, 
khususnya masalah kontemporer dengan baik dan cepat.  
Pilihan penulis pada pendapat kelompok kedua di atas -yang 
membolehkan secara mutlak istinbâth dengan kaidah-kaidah fiqh- adalah 
didasarkan pada beberapa argumentasi salah seorang ulama kontemporer, yaitu 
Muhammad Shidqî Ibn Ahmad al-Bûrnû (1997: 41) yang berpendapat bahwa   
―bagaimana kita bisa menerima kaidah fiqh yang bersumber dari al-Qur‘an dan 
al-Sunnah sebagai dalil istinbâth hukum, tapi kita menolak kaidah fiqh yang 
bersumber dari ijtihad para ulama?.‖ Padahal kita tahu bahwa semua kaidah fiqh 
yang telah digali dan diijtihadi mereka (secara induktif) -dari masalah-masalah 
fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh para imam mazhab atau dinukil dari 
kitab-kitabnya- itu semua tidaklah keluar dari poros dalil-dalil hukum syarak, 
baik yang pokok atau cabang.  
Bahkan al-Bûrnû (1997: 45-49) membuat jawaban yang sangat logis 
untuk membantah 2 (dua) argumentasi  ulama yang menolak menjadikan kaidah 
fiqh hasil ijtihad ulama sebagai dalil istinbâth hukum, yaitu: pertama, mereka 
berargumentasi bahwa tidak layaknya kaidah fiqh hasil ijtihad sebagai dalil 
istinbâth hukum adalah dikarenakan kaidah-kaidah fiqh itu adalah buah (hasil) 
dari persoalan-persoalan furû‟ yang bermacam-macam, maka tidak masuk akal, 
ketika ia dijadikan sebagai dalil istinbâth hukum untuk persoalan furû‟ yang lain?  
Lalu al-Bûrnû menjawab bahwa sesungguhnya semua kaidah dalam setiap ilmu 
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pengetahuan adalah berdiri di atas ilmu pengetahuannya masing-masing dan ia 
merupakan buah dari ilmu pengetahuan itu. Misalnya, kaidah-kaidah (metode) 
ushul fiqh  mazhab Hanafi yang  melakukan istinbâth lewat persoalan-persoalan 
furû‟ ulama mazhab Hanafi terdahulu yang ada dalam kitab-kitab mereka dan 
bukankah kita bisa menerima metode mereka. Begitu juga, kaidah-kaidah 
bahasa Arab yang terbentuk dari ijtihad para ulama bahasa Arab lewat furû‟ yang 
berupa ucapan-ucapan orang Arab yang belum tercampur bahasa asing dan 
apakah lalu kita juga akan berkata; ‖tidak boleh menggunakan kaidah-kaidah 
bahasa Arab, karena ia juga lahir lewat furû‟ ?.‖ 
Kedua, mereka berargumentasi bahwa tidak layaknya kaidah fiqh hasil 
ijtihad sebagai dalil istinbâth hukum adalah dikarenakan sebagian besar kaidah-
kaidah fiqh itu memiliki beberapa pengecualian, sehingga dikhawatirkan terjadi 
kesalahan dalam melakukan istinbâth, karena ternyata hukum yang ditetapkan 
lewat kaidah fiqh itu adalah pengecualiannya. Maka al-Bûrnû menjawab bahwa  
persoalan pengecualian tidak hanya ada pada kaidah fiqh, namun ada pada 
semua dalil termasuk al-Qur‘an, seperti Q.S. al-Baqarah: 275 yang menyatakan 
dengan tegas bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu 
bukankah ada beberapa pengecualian dari jual beli itu, karena ternyata ada jual 
beli yang tidak halal (haram). Apa kemudian kita tidak bisa menjadikan 
beberapa ayat al-Qur‘an sebagai dalil hanya karena ada pengecualian?.  
Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat adalah pendapat ulama yang 
menerima kaidah fiqh sebagai hujjah secara mutlak, baik yang bersumber al-
Qur‘an dan al-Sunnah atau ijtihad ulama. Maka, ketika menjadikan kaidah fiqh 
sebagai hujjah atau dalil untuk istinbâth hukum Islam adalah berarti 
mengaplikasikan kaidah fiqh secara deduktif. Oleh sebab itu, proses 
terbentuknya (perumusan) kaidah fiqh adalah dihasilkan secara induktif, namun 
diaplikasikan secara deduktif sebagaimana menjadi ciri kaidah fiqh. Ciri-ciri 
kaidah fiqh dalam struktur hukum Islam adalah sebagai suatu kesatuan sistem 
(Islamic law system) yang terdiri atas empat unsur. Unsur pertama adalah sumber 
hukum, yakni al-Qur‘an dan Sunnah, yang memuat berbagai dalil normatif. 
Unsur kedua adalah ushul fiqh, yang memuat berbagai kaidah pokok untuk 
diaplikasikan dalam penggalian hukum (istinbâth) dari dalil normatif itu. Unsur 
ketiga ialah fiqh, yakni substansi fiqh yang rinci (al-far„) mencakup beberapa 
bidang, seperti ibadah, muamalah, siyasah dan lainnya. Unsur ke-empat adalah 





C. Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqh Sebagai Dalil Mandiri Dan 
Pelengkap Dalam Produk Fatwa Ulama Indonesia 
 
Kumpulan Fatwa K.H. Sahal Mahfudh 
Walau sudah banyak lembaga fatwa kolektif di Indonesia bukan berarti 
tidak ada lagi produk fatwa yang dikeluarkan secara individu oleh beberapa 
ulama terkemuka di Indonesia. Ada banyak produk fatwa individu yang lahir 




setelah abad ke-20 sampai sekarang, walaupun mereka tidak menyebut -
kumpulan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan umat Islam seputar agama- 
sebagai fatwa, akan tetapi toh tetap bisa disebut fatwa. Dari sekian produk fatwa 
individu adalah fatwa-fatwa  K.H. Sahal Mahfudh (w. 2014 M) dalam salah satu 
bukunya yang berjudul ―Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi 
Problematika Umat)‖ yang pada mulanya merupakan tanya-jawab dalam sebuah 
media masa (Mahfudh; 2003). 
K.H. MA. Sahal Mahfudhdalam komunitas NU khususnya, sosok seperti 
beliau jarang ada. Artinya seorang kyai yang berani berpikaran modern, bahkan 
mungkin liberal meskipun tidak lepas dari teks-teks Islam klasik. Kehadirannya, 
paling tidak dapat menepis anggapan Imaduddien Abdurrahim yang 
menganggap kyai dan sejenisnya hanya mampu menghafal dan memproduksi 
teks yang sudah baku, tanpa melakukan elaborasi dan kritik (terhadap teks-teks 
klasik yang telah dihafalnya, misalnya). Ada sisi menarik lain dari beliau, yaitu 
penguasaannya yang luas dalam ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan, padahal beliau 
berakar pesantren yang tidak pernah mengenyam pendidikan akademik (al-
Qurtuby, 1994: 19-20). 
Pada hari Rabu 18 Juni 2003, ia meraih gelar Doktor Honoris Causa dari 
UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah (dulu IAIN) Jakarta atas 
jasa-jasanya dalam menggagas dan mensosialisasikan ide Fiqh Sosial-nya. Ia 
berpendapat bahwa fiqh jangan dilihat secara normatif atau doktrinal, tapi harus 
kontekstual. Fiqh harus dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. 
Jika hanya dikenal sebagai sebagai doktrin, fiqh tidak fungsional. Karena itulah, 
ia selalu berprinsip bahwa fiqh bukan hanya alat untuk mengukur kebenaran 
ortodoks, tetapi juga alat untuk membaca realita sosial. Dari kacamata itu, kita 
mengambil sikap dan tindakan tertentu atas realitas sosial tersebut. Dengan 
begitu fiqh memiliki fungsi ganda, yaitu: ―Sebagai alat ukur realitas sosial 
dengan ideal-ideal syarat yang berujung pada hukum halal atau haram, sekaligus 
sebagai alat rekayasa sosial.‖ (Jawa Pos, 2003: 16-17). 
Buku tanya-jawab K.H. Sahal dengan tebal 515 halaman itu berjumlah 
delapan (8) bab dengan 163 jumlah total pertanyaan (masalah) dengan rincian 
sebagai berikut: bab I tentang tema ―Kesempurnan Shalat‖ ada  23 masalah, 
bab II: ―Problematika Puasa dan Ramadhan‖ ada 27 masalah, bab III: ―Zakat 
dan Pemberdayaan Umat‖ ada12 masalah, bab IV: ―Menuju Haji Mabrur‖ ada 
14 masalah, bab V: ―Menuju rumah tanga bahagia‖ ada 27 masalah, bab VI: 
―Islam dan Rekayasa Teknologi‖ ada 15 masalah, bab VII: : ―Tuntunan Ibadah 
dalm Islam‖ ada 18 masalah dan bab VIII: ―Problematika Kemasyarakatan‖ ada 
27 masalah.  
Adapun hasil penelitian penulis tentang aplikasi al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah 
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Tabel 1: Jumlah aplikasi kaidah Fiqh dan persentasi dalam buku fatwa K.H. 
Sahal 
 
Bab Jumlah Masalah Jumlah Aplikasi Persentasi 
I 23 masalah 2 kaidah 4,35 % 
II 27 masalah 9 kaidah 33,33 % 
III 12 masalah 2 kaidah 16,67 % 
IV 14 masalah 1 kaidah 7,14 % 
V 27 masalah 4 kaidah 14,81 % 
VI 15 masalah 2 kaidah 13,33 % 
VII 18 masalah 2 kaidah 11,11 % 
VIII 27 masalah 0 kaidah 0 % 
Total 163 masalah 22 kaidah 13,50 % 
 
Adapun apakah kaidah-kaidah Fiqh itu digunakan sebagai dalil mandiri atau 
tidak mandiri (hanya pelengkap), maka dapat dilihat dengan paparan tabel 
berikut: 
























Mandiri 2 5 0 1 2 0 1 0 11 50 % 
Pelengkap 0 4 2 0 2 2 1 0 11 50 % 
Total 2 9 2 1 4 2 2 0 22 100 % 
 
Sedangkan beberapa kaidah fiqh yang digunakan K.H. Sahal dapat dilihat dari 

























Tabel 3: Kaidah-kaidah fiqh yang digunakan K.H. Sahal dalam fatwanya. 
 
 
No Lafad Kaidah dan Arti Masalah  Tempat 
1. 
 
جساٙطٌا ءا١شلأا ٝف ًطلأا Memakai campuran alkohol 
saat shalat 
Bab I 
Hukum asal bagi sesuatu adalah suci 
2.  ُُٖئَطَخ ِٓ ِّ١َث ٌْ ا ِّٓ َّظٌِات َجَشْثِػ لا 1. Meragukan sperma 
sesudah shalat 
2.Mendahului berbuka 
Bab I & 
Bab II 
Tidak pembenaran bagi dugaan yang 
terbukti salah 
3.  ِخاَسُٛظْؽ َّ ٌْ ا ُػ١ُِثذ ُخاَسُٚش َّضٌا 
Puasa saat sakit Bab II Keadaan darurat memperbolehkan 
sesuatu yang semestinya dilarang 
4. ِٕٗ ذٌٛر٠ اّت ءاضس ت١شٌات ءاضشٌا 
Mandi keramas bolehkah 
(saat puasa)?  
Bab II 
Menerima atau membenarkan sesuatu 
berarti menerima pula segala sesuatu yang 
timbul darinya 
5. ذطامٌّا ُىؼ ًثاعٌٍٛ 1. Mencium isteri 
membatalkan puasa?  
2. ejakulasi karena film 
porno 
Bab II 
Terhadap hal-hal yang mendukung atau 
menorong itu diberlakukan hukum yang 
sama dengan hasil akhirnya (tujuan) 
6. َاشؼ ٛٙف َاشؽٌا ٌٝا ٜدأ اِ 
Ejakulasi karena film porno Bab II 
Segala sesuatu yang bisa mengantarkan 
pada hal yang haram, maka hukumnya 
juga haram 
7. ةؼرٌا سذمت باٛصٌا 
Muallaf pecandu rokok Bab II 
Besar kecilnya pahala amal ibadah 
disesuaikan dengan kesulitan 
melaksanakannya 
8. ًؽٌا غفإٌّاٚ ُ٠شؽرٌا شضٌّا ًطا / اّ١ف ًطلأا
ًؽٌا غفٕ٠ 
1. Puasa dengan 
memperlambat haid   
2. Cara menyembelih hewan 
Bab II & 
Bab III 
Sesuatu yang tidak dijelaskan status 
hukumnya oleh agama, apabila manfaat 
hukumnya boleh dan jika membawa 
madharat dilarang 
9. ةؽرغِ فلاخٌا ِٓ ضٚشخٌا 1. Makmum isya kepada 
shalat tarawih,   
2. Cara menyembelih hewan 
 3. Hukum kawin paksa    
Bab II, 
Bab III & 
Bab V 
Keluar dari khilaf (perbedaan pendapat) 
hukumnya sunnah (dianjurkan) 
10.  ِػٌاظّ
ٌْ ا ِةٍْ َظ ٓػ َذمِ ِذِعَاف َّ ٌْ ا ُءَْسد 1. Qadha puasa bagi 
perempuan hamil & 
menyusui  
 3.Membawa mushaf 
sebelum wudlu 
Bab II & 
Bab VII 
Menghindari mafsadat itu didahukukan 
daripada mendapat maslahat 
11. ش١ظمٌا ِٓ ًضفأ ٜذؼرٌّا 
Patungan membeli hewan 
Qurban 
Bab III 
Ibadah yang dirasakan manfaatnya oleh 
orang banyak lebih utama daripada ibadah 
yang dirasakan manfaatnya oleh sedikit 
orang 
12. ٍٗو نشر٠ لا ٍٗو نسذ٠ لا اِ 
Haji dan selalu berhadas Bab IV Apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, 
jangan ditinggalkan seluruhnya 
13.   ح َّ َّىَؽ ُِ  َُجدَاؼٌْ ا 1. Pengertian darah 
istihadhah 
 2. Perbedaan darah nifas, 
istihadhah dan haid 
kaitannya dengan 




Kebiasaan bisa dijadikan sebuah hukum 
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14. ساَشِض لا َٚ  َسَشَض لا 1. Menikah lagi karena 
ditinggal suami  
2. Bolehkah air kencing 
untuk obat 
Bab V & 
Bab VI 
Hal-hal yang merugikan harus 
ditinggalkan 
15.  ُياَُض٠ ُسَش َّضٌا Bolehkah air kencing untuk 
obat 
Bab VI 
Madharat harus dihilangkan 
16. ُشا ُشلإا ٍٝػ حٔاػلإا 
Hukum jual beli narkoba Bab VI Membantu orang lain melakukan dosa 
adalah dosa 
17.  َش١ِغ١َّْرٌا ُةٍِ َْعذ ُحَّمَش َّ ٌْ ا Membawa mushaf sebelum 
wudlu 
Bab VII Hal-hal yang memberatkan bisa 
menimbulkan kemudahan 
18. ةظاٚ ٛٙف ٗت لاا ةظاٌٛا ُر٠ لا اِ 
Cara mensucikan pakaian 
yang kena najis 
Bab VII 
Suatu pekerjaan yang kewajibannya tidak 
akan menjadi sempurna kecuali dengan 
wujudnya, maka pekerjaan itu hukumnya 
juga wajib 
 
Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk 
memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan 
umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap 
dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana 
dalil di kalangan mujtahid. Pemberi fatwa di Indonesia sepenuhnya di lakukan 
oleh ulama secara perorangan hingga permulaan abad ke-20 yang memberikan 
fatwa secara resmi sebagai mufti yang menjadi bagian dari pemerintahan 
kerajaan/kesultanan atau sebagai pribadi ulama yang bukan mufti resmi. 
Kemudian pada kuartal kedua abad ke-20, beberapa fatwa telah mulai diberikan 
oleh para ulama secara berkelompok, seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang 
berdiri tahun 1926 memiliki lajnah bahtsul masail yang pada tahun itu juga telah 
beroperasi mengeluarkan fatwa untuk para pengikutnya. Kemudian disusul 
Muhamadiyyah, walau telah lebih berdiri dari NU pada tahun 1912, namun baru 
membentuk lembaga fatwa pada tahun 1927 dengan nama majelis tarjih. Baru 
kemudian tahun 1975 lahir sebuah institusi resmi pemerintah yang bernama 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga memiliki komisi fatwa, sebagai 
sebuah komisi dalam tubuh MUI yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa 
secara kolektif. Sedangkan komisi-komisi lainnya yang berjumlah sembilan 
komisi selain komisi fatwa, yaitu komisi ukhuwah, dakwah, hubungan luar 
negeri, pemberdayaan perempuan, kerukunan antar umat beragama, pendidikan, 
ekonomi, pengkajian dan kumdang tidak punya wewenang untuk mengeluarkan 
fatwa hukum Islam atas nama MUI. 
Buku himpunan fatwa yang menjadi obyek kajian ini adalah buku 
Himpunan Fatwa MUI  yang diterbitkan Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyrakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI pada tahun 2003 yang 
merupakan kumpulan fatwa-fatwa MUI dari tahun 1976-2002 yang berisi empat 
(4) bagian atau topik masalah, yaitu: bagian I adalah ―Ibadah‖ dengan duapuluh 
tiga (23) masalah (fatwa); bagian II adalah ―Faham Keagamaan‖ dengan delapan 
(8) masalah; bagian III adalah ―Masalah Sosial Kemasyarakatan‖ dengan 




empatpuluh satu (41) masalah dan terakhir; bagian IV adalah ― Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi‖ dengan sebelas (11) masalah. 
Dalam mengeluarkan fatwa, komisi fatwa diatur oleh sebuah aturan yang 
bernama ―Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia‖ 
yang bertujuan untuk mengatur prosedur, mekanisme dan sistem pemberian 
jawaban masalah keagamaan. Di antara bunyi aturan dalam pedoman itu adalah 
bahwa ―penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur‘an, Sunnah (Hadits), Ijma dan 
Qiyas,‖157dan tidak disebutkan dasar tambahan lainnya, seperti al-Qawa‘id al-
Fiqhiyyah, namun, walaupun demikian ternyata penulis temukan pengunaan 
kaidah-kaidah fiqh sebagai rujukan seperti tergambar dalam tabel berikut: 
 
Tabel 4: Jumlah aplikasi kaidah Fiqh dan persentasi dalam buku fatwa MUI 
 
Bagian Jumlah Masalah Jumlah Aplikasi Persentasi 
I 23 masalah 0 kaidah 0 % 
II 8 masalah 0 kaidah 0 % 
III 41 masalah 17 kaidah 41,46 % 
IV 14 masalah 4 kaidah 36,36 % 
Total 83 masalah 21 kaidah 25,30 % 
 
Adapun apakah kaidah-kaidah Fiqh itu digunakan dalil oleh komisi fatwa itu 
sebagai dalil mandiri atau tidak mandiri (hanya pelengkap), maka dapat dilihat 
dengan paparan tabel berikut: 
 
















Mandiri 0 0 2 0 2 9,52 % 
Pelengkap 0 0 15 4 19 90,48 % 
Total 0 0 17 4 21 100 % 
 
Sedangkan beberapa kaidah fiqh yang digunakan komisi fatwa MUI dapat 












                                                 
157 MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Depag RI, 2003), 384. 
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Tabel 6: Kaidah-kaidah fiqh yang digunakan komisi fatwa dalam fatwanya. 
 
 
No Lafad Kaidah dan Arti Masalah  Tempat 
1. 
 
 ُياَُض٠ ُسَش َّضٌا 1. Penyalahgunaan ectasy dan zat-zat 
sejenis lainnya, Hukum alkohol dalam 
minuman  
2. Hukum alkohol dalam minuman 
3. Pornografi dan pornoaksi 
4. Hak cipta 
5. Penggunaan vaksin polio khusus 
(IPV) 
Bagian III  & IV  
Kemudaratan harus dihilangkan 
2.  ِػٌاظّ
ٌْ ا ِةٍْ َظ ٓػ َذمِ ِذِعَاف َّ ٌْ ا ُءَْسد 1. Penyalahgunaan ectasy dan zat-zat 
sejenis lainnya 
2.  Hukum alkohol dalam minuman 
3. Panti pijat 
4. Perayaan natal bersama 
5. Aborsi 
6. Pengiriman tenaga kerja wanita 
(TKW) ke luar negeri 
7. Pornografi dan pornoaksi 
8. Hak cipta 
9. Kloning 
Bagian III & IV 
Menghindari mafsadat itu didahukukan 
daripada mendapat maslahat 
3. اَشَؽٌْ ا َٚ  ُيلاَؽٌْ ا َغ َّ َرْظا َارا َُ اَشَؽٌْ ا ََةٍَغ َُ 1. Makanan dan miuman yang 
bercampur barang haram 
2. Produk penyedap rasa 
(monosodium glutamate, msg) dari 
PT. Ajinomoto Indonesia yang 
menggunakan bacto saytone 
Bagian III & IV 
Apabila berkumpul yang halal dan yang 
haram (pada sesuatu), maka unsur 
haramlah yang dimenengkan (sehingga 
sesuatu itu hukumnya haram) 
4.  َفلاِخٌْ ا َُغفَْش٠ َٚ   َ اَضٌْ ا ُِ ِواَؽٌْ ا َُ ْىُؼ 1. Prosedur pernikahan 
2. Nikah mut‘ah 
Bagian III 
Keputusan pemerintah itu mengikat 
untuk dilaksanakan dan menghilangkan 
perbedaan pendapat 
 5.  حؼاتلإا طٚشش ِٓ اٙت ًظر٠ اِٚ دٛمؼٌا ٝف ًطلأا
عششٌا صٛظٔ فٌاخذ ٚا عششٌا ٗؼّٕ٠ ٌُ اِ 
Reksadana syariah Bagian III 
Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-
syarat yang berkenaan dengannya ialah 
boleh diadakan, selama tidak dilarang 
oleh syariah atau bertentangan dengan 
nash syariah 
6. حؼاتلإا غفإٌّا ٟف ًطلأا Makan dan budidaya cacing dan 
jangkrik 
Bagian III 
Pada dasarnya segala sesuatu yang 
bermanfaat adalah mubah/halal 
7.  ِخاَسُٛظْؽ َّ ٌْ ا ُػ١ُِثذ ُخاَسُٚش َّضٌا 1. Aborsi 
2. Penggunaan organ tubuh, ari-ari, 
air seni manusia bagi kepentingan 
obat-obatan dan kosmetik 
3. Penggunaan vaksin polio khusus 
(IPV) 
Bagian III & IV 
Keadaan darurat memperbolehkan 
sesuatu yang semestinya dilarang 
(haram) 
8.  ََ ُشَؼ ُُٖزَْخأ ََ ُشَؼ ا َِ ُُٖإاَطْػا Risywah (suap), ghulul (korupsi) dan 
hadiah kepada pejabat 
Bagian III 
Sesuatu yang haram mengambilnya, 
haram pula memberikannya 
9.  حٌضِٕ يضٕذ جسٛٙشٌّا حظاؽٌاجسُٚشَّضٌا  
ٚ ِخاَسُٛظْؽ َّ ٌْ ا ُػ١ُِثذ ُخاَسُٚش َّضٌا 
1. Pengiriman tenaga kerja wanita 
(TKW) ke luar negeri 
2. Penggunaan vaksin polio khusus 
(IPV) 
Bagian III & IV 
Hajat (kebutuhan skunder) yang 
masyhur menempati darurat, dan 
keadaan darurat memperbolehkan 
sesuatu yang semestinya dilarang 
(haram) 
10. ,حؼاتلإا حؼفإٌا ءا١شلأا ٟف ًطلأا  ءا١شلأا ٟف
حِشؽٌا جساضٌا 
Penetapan produk halal Bagian III 
Hukum asal sesuatu yang bermanfat 
adalah boleh dan hukum asal sesuatu 
yang berbahaya adalah haram 
11. َاشؼ َاشؽٌا ٌٝا شظٌٕا Pornografi dan pornoaksi Bagian III 
Melihat pada sesuatu yang haram adalah 
haram 
12. َاشؼ ٛٙف َاشؽٌا ِٓ ذٌٛر٠ اِ ًو 1. Pornografi dan pornoaksi Bagian III 




Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari 
sesuatu yang haram adalah haram 
2. Hak cipta 
13.  ٍٝػ ً١ٌد يذ٠ ٝرؼ حؼاتلإا ءا١شلأا ٟف ًطلأا
اّٙ٠شؽذ 
Kepiting Bagian III 
Pada dasarnya hukum tentang sesuatu 
adalah boleh sampai ada dalil yang 
mengharamkannya 
14.  ِّهَّشٌاِت ياض٠لا ُٓ ١َِم١ٌْ ا 1. Produk penyedap rasa 
(monosodium glutamate, msg) dari 
PT. Ajinomoto Indonesia yang 
menggunakan bacto saytone 
2. Produk penyedap rasa 
(monosodium glutamate, msg) dari 
PT. Ajinomoto Indonesia yang 
menggunakan mameno 
Bagian IV 
Kenyakinan tidak bisa dihilangkan 
dengan keraguan 
15.  ِْ اَى ِْ ِلإا ِْسذَِمت َُغفُْذ٠ ُسَش َّضٌا Penggunaan vaksin polio khusus 
(IPV) 
Bagian IV 
Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat 
mungkin 
16. ا َ٘ ِْسذَِمت ُسَّذََمَر٠ ِجَسُٚش َّضٌٍِ  َػ١ُِتأ ا َِ Penggunaan vaksin polio khusus 
(IPV) 
Bagian IV 
Sesuatu yang dibolehkan karena darurat 
dibatasi sesuai kadar kebutuhannya 
 
Adapun perbandingan aplikasi kaidah fiqh antara buku fatwa K.H. Sahal 
Mahfudh dan buku kumpulan fatwa MUI adalah masih unggul MUI yang 
mencapai 25% mengalahkan K.H. Sahal yang mencapai 14% saja, berarti lebih 
banyak MUI dengan selisih 11%, namun untuk perbandingan antara 
menjadikan kaidah fiqh sebagai dalil mandiri dan pelengkap maka K.H. Sahal 
lebih unggul, karena 50% sebagai dalil mandiri dan 50% juga sebagai dalil 
pelengkap. Sedangkan MUI, penggunaan kaidah fiqh sebagai dalil mandiri 
hanya 10% dan sisanya 90% adalah sebagai dalil pelengkap. 
 
D. Penutup 
Ada dua kesimpulan yang dihasilkan melalui kajian ini, yaitu: pertama, 
persoalan Istidlâl  dengan menggunakan al-qawâ‟id al-fiqhiyyah sebagai dasar 
hukum Islam perspektif ulama klasik (imam mazhab empat dan pengikutnya) 
maupun ulama kontemporer itu terdapat perbedaan pendapat. Pendapat mereka 
dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu: a) mereka yang secara mutlak 
menolak kaidah fiqh sebagai rujukan langsung dalam ber-istinbâth hukum Islam, 
b) mereka yang secara mutlak membolehkan kaidah-kaidah fiqh dijadikan 
sebagai rujukan langsung dalam ber-istinbâth hukum Islam, dan c) mereka yang 
berada di tengah-tengah, yaitu boleh menjadikan kaidah fiqh sebagai dasar 
dengan syarat kaidah itu harus bersumber atau berasal dari dalil naqlî (al-Qur‘an 
dan al-Sunnah) dan bukan hasil ijtihad akal ahli fiqh.  
Kedua, adapun penerapan kaidah-kaidah fiqh sebagai dalil pelengkap dan 
mandiri dalam kumpulan fatwa K.H. Sahal Mahfudh dan MUI adalah bahwa 
MUI lebih banyak mengunakan kaidah-kaidah fiqh (25 %) sebagai dalil daripada 
K.H. Sahal (14 %), namun sebagain besar hanya sebagai dalil pelengkap (90 %). 
Berbeda dengan K.H. Sahal, walau lebih sedikit dalam mengaplikasikan kaidah-
kaidah fiqh, namun lebih unggul daripada MUI, karena apikasi kaidah fiqh 
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Abstract :  Economic development model had prevented failure the poverty problems and 
welfare distribute in more under developing country that now still debate. By 
foreign debt, more find the failure in economic growth and welfare distribute of 
economic social. The other hand, monetary and fiscal policy was be focus tend 
for domestic saving and tax revenue, money supply policy, interest rate policy, 
etc, that market mechanism dominant.Controversy about the failure, need an 
alternative solution by macro economy approach to follow zakat is the 
instrument of alternative revenue for country. This variable has double effect in 
the Islamic economy that significant of poverty decline, consumption spending, 
investment and aggregative economic growth.  
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A. Pendahuluan 
Dinamika perekonomian suatu negara biasanya dilihat dari perubahan 
variabel makro ekonomi sebagai sasaran utama perbaikan ekonomi. Dalam 
model perekonomian konvensional, indikator ini biasanya dikendalikan 
pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter. Pengendalian sektor fiskal 
meliputi pengeluaran pemerintah, pajak dan transfer fiskal/subsidi pemerintah 
pusat ke daerah dalam bentuk block grant dan specific grant (seperti DAU dan 
DAK). Pengendalian sektor moneter melalui kebijakan pengendalian jumlah 
uang beredar, kebijakan suku bunga, kebijakan inflasi dan berbagai kebijakan 
sektor keuangan pada lembaga keuangan bank dan non-bank.  
Pengendalian variabel makro ekonomi melalui kedua sektor ini pada 
dasarnya bertujuan menciptakan kestabilan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, 
pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta pemerataan 
kesejahteraan penduduk di segala sektor. Untuk mencapai tujuan tersebut 
tidaklah mudah, bahkan kebanyakan negara sedang berkembang (NSB) yang 
menganut model pembangunan ekonomi konvensional hingga kini sulit 
mewujudkan hal itu. Terutama karena menerapkan model pembangunan 
ekonomi yang menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi melalui teori 




transformasi struktural versi Athur Lewis, Hipotesis U terbalik ala Kuznet dan 
teori Harrod-Domar. 1  
Kelemahan mendasar model pembangunan ekonomi konvensional yang 
dikritisi oleh berbagai kalangan ekonom, terutama kegagalan menciptakan 
pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial, karena tidak 
memperhitungkan perbedaan kondisi sosio-kultural dan perbedaan potensi 
sumberdaya ekonomi di masing-masing negara. Selain itu, paradigma ini juga 
cenderung menekankan pada argumentasi two gap model, yang beranggapan 
bahwa kesenjangan antara investasi dan tabungan domestik di sebagian besar 
NSB adalah problem krusial pertumbuhan ekonomi yang hanya bisa diatasi 
melalui pinjaman luar negeri.2 Terutama pada NSB yang terbatas sumber 
penerimaan domestiknya.  Model ini kemudian menjadi dasar teori 
pembangunan Harrod-Domar, dan beberapa ekonom kawakan seperti Hollis 
Chenery, Alan Strout, Cooper, Taylor dan Sarno.3 Dari argumentasi inilah yang 
membawa sebagain besar NSB terperangkap hutang luar negeri yang tidak 
berkesudahan. Berbagai studi empirikpun akhirnya menampik argumentasi ini, 
karena menemukan bukti tidak ada pengaruh singnifikan antara pertumbuhan 
ekonomi dengan pinjman asing. Demikian juga antara pertumbuhan dan 
pemerataan adalah problem delematik yang sulit diwujud melalui argumentasi 
ini, karean ditemukan terjadi trade off antara keduanya. Kondisi ini akhirnya 
makin terbukti ketika krisis ekonomi dan moneter melanda kawasan Asian 
termasuk Indonesia.   
Diskursus dan kontroversi model pembangunan ekonomi konvensional 
dalam aspek pemerataan pembangunan dan ketimpangan sosial, tidak hanya 
menjadi pandangan kritis di kalangan ekonom konvensional. Dari perspektif 
ekonomi Islam, indikasi kegagalan tersebut juga terlihat pada dua aspek 
mendasar. Pertama, berkaitan dengan penerapan model pembangunan ekonomi 
dan pengendalian variabel makro ekonomi cenderung mengabaikan aspek 
pemerataan dan keadilan sosial. Lebih  bernuansa kapitalis yang syarat dengan 
sistem mekanisme pasar yang menganut prinsip kebebasan berkompetisi (free 
fight liberalization). Kedua, prinsip-prinsip model perekonomian konvensional ala 
free market ternyata kurang mampu mengatasi tingkat kemiskinan dan 
pengangguran, malah justeru memperlebar kesenjangan keadilan sosial 
ekonomi. 
Yang menarik dicermati dari kegagalan tersebut adalah, pada saat krisis 
ekonomi melanda Indonesia. Sebagian besar lembaga perbankan konvensional 
mengalami keterpurukan dan gagal menjalankan intermediasi finansial karena 
hilanganya kepercayaan publik pada perbankan nasional. Kondisi sebaliknya 
justeru tidak terjadi pada lembanga perbankan syariah. Mereka tidak 
                                                 
1 M.P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Ketujuh, Alih Bahasa Drs. 
Haris Munandar, M.A, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 183 
2 Ibid., hal. 84   
3 Y. Zainulbasri, Utang Luar Negeri, Investasi dan Tabungan Domestik: Sebuah Survei Literatur, 
Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15, No.3, 2010, hal. 280-282 
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terpengaruh, bahkan tetap eksis. Meskipun kapasitas omzet relatif kecil dari 
perbankan konvesional, perbankan ini justru lebih survive menghadapi 
goncangan ekonomi akibat krisis.  
Namun dari sektor fiskal nasional, agaknya memiliki fenomena tersendiri. 
Terutama menyangkut pengendalian instrumen kebijakan fiskal pasca krisis 
ekonomi. Pengendalian kebijakan sektor ini, seakan hanya terfokus pada 
bagaimana mengatasi defisit anggaran negara secara periodik melalui instrumen 
APBN. Dengan demikian, pemerintah akhirnya lebih memusatkan perhatian 
pada tiga sasaran pengerahan sumber penerimaan negara, yakni pinjaman luar 
negeri, penerimaan pajak, dan tabungan domestik. Sebuah realita ekonomi yang 
seakan hanya berputar di sekitar paradigma konvensional. Meski belum tentu 
menjadi solusi terbaik dalam mengatasi berbagai agenda besar ekonomi pasca 
krisis, seperti kemiskinan dan pengangguran. Dengan melakukan pinjaman luar 
negeri ketimbang menggairahkan sumber-sumber penerimaan domestik, seakan 
pemerintah ingin membuat kubangan baru untuk kembali tercebur kedua 
kalinya dalam potensi krisis etape berikutnya. 
Keterpurukan ekonomi pasca krisis yang berdampak pada tingkat 
kemiskinan dan penggangguran, adalah sebuah problem krusial yang lebih 
menyeret pada problem tingkat kesejahteraan komunitas muslim di negara ini. 
Dengan populasi lebih dari 80% dibanding komunitas lainnya, tentu saja 
mereka yang paling banyak diterpa dampak kirisis tersebut. Berbagai program 
pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintahpun belum mengena 
sasaran yang berarti bagi komunitas ini. Padahal selain program pemerintah, 
instrumen penerimaan Zakat akan sangat membantu bila dioptimalkan 
pemanfaatannya sebagai instrumen pelengkap. Sumber ini selain bisa mereduksi 
permasalahan kemiskinan dan pengangguran komunitas muslim, juga bisa 
menjadi kombinasi sinergis dan solusi alternatif di tengah keterbatasan sumber 
penerimaan negara dari sektor fiskal.        
Sisi menarik dari sumber penerimaan zakat bisa menjadi secercah 
harapan untuk menjadi sumber penerimaan negara selain pajak dan bukan pajak 
lainnya. Di kebanyakan negara yang menganut sistem ekonomi Islam, Zakat 
merupakan pendapatan utama negara, selain pajak tanah, pajak hasil bumi dan 
lain-lain. Untuk Indonesia hal ini belum nampak. Selain bukan sebagai negara 
Islam, model perekomian nasional kita tidak manganut prinsip sistem ekonomi 
Islam dalam berbagai kebijakan makro ekonomi. Namun dalam tataran praktis, 
pemerintah tidak membatasi, bahkan memberikan ruang operasionalisasinya, 
misalnya dalam sistem perbankan syariah. Adakah hal ini akan menjadi entry 
point untuk menilik lebih jauh keberadaan zakat sebagai suatu instrumen 
alternatif yang bisa dijadikan indikator makro ekonomi dan upaya pengentasan 
kemiskinan. Tulisan ini akan menganalisis lebih jauh hal tersebut sebagai bentuk 
pencermatan kritis dari beberapa aspek teoritis maupun emprik.   
   
B. Zakat Vs Pajak dalam Perspektif Ekonomi  
Zakat seperti tertulis dalam surat At-Taubah ayat 103 mengandung arti 
bahwa setiap muslim yang memiliki harta benda yang telah mempunyai nisab 




wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya 
kepada orang-orang yang berhak. Pemugutan zakat dilakukan dengan 
persentase yang telah ditetapkan (oleh Islam) bila harta itu telah melampaui 
batas minimum yang telah ditentukan, dan dapat dibayar pada akhir tahun.4 
Dalam konteks ini, zakat memiliki makna ganda dalam perekonomian, yaitu 
sebagai pertumbuhan (growth) sekaligus pembersihan (purification).5 Pemaknaan 
ini menunjukan eksistensi zakat dalam konteks keIslaman tidak hanya 
mengemban sebuah kewajiban ibadah, akan tetapi terkandung tanggungjawab 
sosial ekonomi untuk menciptakan redistribusi pendapatan (income redistribution) 
antara kelompok masyarakat yang berkelebihan harta dan yang kekurangan 
harta. Dari dimensi ini, adakah hal ini bisa berbanding simetris dengan 
pemungutan pajak sebagai instrumen fiskal yang juga berperan terhadap 
redistribusi pendapatan dan pengurangan tingkat kemiskinan. Untuk 
mengkajinya akan dicermati dari sisi ekonomi. 
Secara praktis pajak dan zakat dalam perspektif ekonomi hampir indentik 
bila dilihat sebagai sebuah sumber penerimaan dana. Pajak sebagai salah satu 
pungutan wajib yang diperuntukan kepada wajib pajak terhadap sejumlah obyek 
pajaknya, berfungsi mengalokasikan sumberdaya ekonomi produktif bagi 
kepentingan pembangunan. Pengertian ini sekaligus memaknai konteks 
redistribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan sebagai bagian penting dalam 
pembangunan yang juga di-suport dari sumber penerimaan pajak. Dalam sistem 
ekonomi konvensional (non Islam) pajak adalah sebuah instrumen fiskal yang 
secara sistemik dikendalikan lewat kebijakan makro ekonomi. Pengendalian 
instrumen ini distimulasi lewat sebuah sistem fiskal yang lebih menekankan 
pada dua hal pokok. Pertama, berkaitan dengan pentingnya penerimaan pajak; 
kedua, berkaitan dengan fungsi pajak sebagai alat kebijakan fiskal dalam 
mencapai tujuan sosio-ekonomi.6 Untuk mencapai tujuan ini di tengah 
keterbatasan sumber penerimaan negara lainnya, ditengarai hampir semua 
negara saat ini mengandalkan sumber penerimaannya lewat pajak.7  
Indikasi ekonomi tersebut juga terlihat jelas pada pemaknaan zakat dalam 
penerapan sistem ekonomi Islam. Zakat yang telah dijelaskan sebelumnya juga 
secara substansial mengandung arti adalah pajak (pembayaran) bercorak khusus 
yang dipungut dari harta bersih seseorang, yang harus dikumpulkan oleh negara 
dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus, terutama berbagai corak jaminan 
sosial. Namun dari pengelompokkannya, zakat berbeda dengan pajak, karena 
                                                 
4 Monzer Kahf, Ekonomi Islam (Telaah Analiitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam), 
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 75. 
5 Mahmud A. Saud, Money, Interest and Qirad, dalam Studies In Islamic Economics, diedit 
oleh Khrusin Ahmad, Internation Center for Research in Islamic Economic, King 
Abdul Aziz University, Jeddah Saudi Arabia, 2007. 
6 M.L. Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Diterjemahkan oleh D.Guritno, 
SH, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 201 4, hal . 471. 
7 Richard M. Bird, Fiscal Decentralization in Developing Country, Gramedia, Jakarta, 2000. 
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dalam sistem ekonomi Islam zakat merupakan pendapatan utama, disamping 
pajak lainnya.   
Urgensi zakat dan pajak seperti dijelaskan di atas, secara ekonomi 
merupakan dua instrumen pengerahan sumber dana publik yang tidak bisa 
dinafikan dalam kepentingan ekonomi secara makro. Terutama dalam 
mereduksi berbagai problem sosial ekonomi nasional, berkaitan dengan masalah 
kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Potensi zakat dan pendayagunaanya 
adalah dua hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengatasi kedua 
masalah ini, sehingga pemanfaatannya tidak bersifat konsumtif semata akan 
tetapi lebih pada sektor produktif. Dengan begitu nilai zakat secara ekonomi 
akan jauh lebih bermakna secara keummatan, daripada hanya sekedar 
pemenuhuan kewajiban ubudiah. 
BAZNAZ dan IPB mencoba menghitung, berdasarkan PDB tahun 2010 
potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 217 Triliun. Dengan metode 
esktrapolasi, potensi zakat tahun 2015 sebesar Rp. 280 triliun dan realisasinya 
diperkirakan Rp. 4 triliun atau kurang dari 1,4% dari potensinya. 
Realisasi pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang diperoleh 
BAZNAS dalam laporan tahun 2015 sebesar Rp. 98.473,1 juta atau naik 18,72% 
dibandingkan 2014 hanya sebesar Rp. 82.947,4 juta. Sementara lembaga amil 
zakat Dompet Duafa menurut laporan kinerja sampai Oktober 2014 mampu 
mengumpulkan dana sebesar Rp.195.747,7 juta sedangkan LAZIZ NU dari data 
laporan 2013 hanya sebesar Rp. 7.400 juta. 
Penduduk Indonesia menurut perkiraan BPS tahun 2015 sebesar  255,5 
juta jiwa dan di tahun 2035 akan mencapai 305,4 juta jiwa. Asumsi jumlah 
muslim Indonesia 83% dari populasi maka potensi wajib zakat tahun 2015 
sebanyak 212 juta jiwa dan di tahun 2035 mencapai 253 juta jiwa. Harga beras 
rata-rata tahun 2015 sebesar Rp. 9.500 per Kg, maka potensi zakat fitrah berupa 
beras 2,5 Kg saja yang wajib per kepala sebesar Rp. 5 triliun lebih.158 
 Angka ini menunjukkan penerimaan terbesar disumbangkan oleh zakat 
fitrah dibanding zakat maal, sedangkan untuk sumber penerimaan non zakat 
relatif kecil. Kondisi lain yang sangat penting adalah pendayagunaan atau 
pemanfaat zakat yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan data 
tersebut pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan ummat masih bersifat 
konsumtif. Dari total dana zakat seluruh provinsi yang berhasil dihimpun 
lembaga-lembaga pengumpul zakat baik pemerintah maupun non-pemerintah 
seperti BAZIS, LAZ dan lain-lain, sebesar Rp 115,77 milyar diperuntukan 
untuk fakir miskin, Rp 4,82 milyar untuk sarana penduduk, Rp 5,07 milyar 
untuk ibadah dan Rp  3,74 milyar untuk kegiatan sosial. Sementara pemanfaatan 
untuk sektor produktif yang bersifat pengembangan usaha ekonomi berbasis 
kerakyatan melalui bantuan modal kerja, hanya sebesar Rp  2,32 milyar.  
Dengan pendayagunaan zakat seperti ini belum memenuhi harapan untuk 
                                                 
158 Sumber: Ref. Depag & Forum Zakat (www.frorumzakat.or.id).di akses tgl 10 Agustus 
2016 




mereduksi problem kemiskinan penduduk Islam di Indonesia yang lebih 
signifikan. 
 
C. Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi 
Zakat yang berarti pemindahan sebagian harta dari orang kaya ke fakir 
miskin yang membutuhkan, adalah suatu upaya mengembalikan sebagian 
kekayaan kepada yang berhak. Zakat membersihkan kekayaan dari bagian-
bagian yang bukan menjadi hak pemiliknya.8 Makna ini secara ekonomi adalah 
sebuah tindakan pencegahan penumpukkan kekayaan, yang bisa jadi tidak 
produktif dan berpotensi menciptakan ketidakseimbangan (disequilibrium) 
ekonomi, seperti ketidakmerataan pendapatan, ketimpangan sosial dan 
kemiskinan. Kondisi ini tidak hanya sebuah kekhawatiran secara ekonomi, 
namun dalam Islam konsentrasi kekayaan yang berlebihan dalam bentuk 
apapun tidak dibenarkan dalam Al-Qur‘an surat Al-Hasyr ayat 7. 
Pemindahan kekayaan atau relokasi asset melalui zakat, baik dalam 
konteks teologis maupun ekonomi ternyata bermakna simteris. Tidak hanya dari 
aspek manfaat dan dampak positifnya pada pengurangan tingkat kemiskinan, 
namun secara makro ekonomi dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan 
ekonomi. Asalkan dalam implementasinya benar-benar bisa dioptimalkan, 
terutama fungsi dan peran zakat secara kelembagaan. Berbagai institusi yang 
dipercayakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah harus mampu 
memaksimalkan pemanfaatan zakal secara multideminsional bagi upaya 
pengurangan kemiskinan melalui rekonstruksi kebijakan ekonomi secara makro. 
Optimalisasi pemanfaat zakat inilah yang belum terasa signifikan di lapisan 
masyarakat miskin hingga saat ini. 
Dari data pada tabel 1.1. tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di 33 
provinsi berjumlah 28.513.570  orang. Andaikan jumlah ini disalurkan tidak 
hanya untuk fakir miskin tetapi dan Jumlah ini tentunya sangat kecil untuk 
sebuah upaya pengentasan kemiskinan ummat melalui pemberdayaan usaha-













                                                 
8 Abas Ghozali, Zakat untuk Keadilan dan Pertumbuhan Ekonomi, Koleksi Diskusi Isnet, 
www.forumzakat.org/diskusi/zakat, 1996 hal. 8 
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Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin, Rasio Zakat terhadap PDRB dan 
Distribusi Zakat Selama Tahun 2015 
Provinsi 
2015 
Semester 1 (Maret) Semester 2 (September) 
Jumlah Penduduk Miskin Menurut 
Provinsi (Ribu Jiwa) 
Jumlah Penduduk Miskin Menurut 
Provinsi (Ribu Jiwa) 
Kota desa Jumlh kota desa Juml 
Aceh 157.57 694.01 851.59 155.81 703.60 859.41 
Sumut 699.30 764.37 1463.67 727.76 780.38 1508.14 
Sumbar 118.03 261.57 379.61 118.48 231.05 349.53 
Riau 166.45 364.94 531.39 174.79 388.13 562.92 
Jambi 119.54 181.17 300.71 125.60 185.97 311.56 
Sumsel 390.87 754.76 1145.63 360.73 751.80 1112.53 
Bengkulu 103.13 230.94 334.07 106 216.83 322.83 
Lampung 233.27 930.22 1163.49 197.94 902.74 1100.68 
Kep. Babel 20.13 53.96 74.09 18.83 47.79 66.62 
Kepri.  89.48 32.92 122.40 83.09 31.75 114.83 
DKI Jakarta 398.92 - 398.92 368.67 0 368.67 
Jabar 2638.38 1797.32 4435.70 2706.52 1779.13 4485.65 
Jawa Tengah 1837.19 2739.85 4577.04 1789.57 2716.21 4505.78 
Yogyakarta 329.65 220.57 550.23 292.64 192.91 485.56 
Jawa Timur 1524.62 3264.50 4789.12 1571.15 3204.82 4775.97 
Banten 408.53 293.87 702.40 418.95 271.71 690.67 
Bali 109.80 86.92 196.71 115.80 102.99 218.79 
NTB 391.88 432.01 823.89 377.28 425.01 802.29 
NTT 116.16 1043.68 1159.84 97.06 1063.47 1160.53 
Kalbar 82.05 301.65 383.70 88.15 317.36 405.51 
Kateng 41.32 106.38 147.70 48.72 99.41 148.13 
Kalsel 65.96 132.48 198.44 72.48 116.68 189.16 
Kaltim 86.82 126.06 212.89 80.82 129.16 209.99 
Kalut 13.05 26.64 39.69 13.32 27.61 40.93 
Sulawesi Utara 60.71 147.83 208.54 58 159.14 217.15 
Sulawesi 
Tengah 
77.97 343.66 421.62 79.25 327.09 406.34 
Sulawesi Selatan 146.42 651.30 797.72 157.18 707.34 864.51 
Sulawesi 
Tenggara 
52.06 269.82 321.88 56.77 288.25 345.02 
Gorontalo 25.36 181.48 206.84 27.01 179.51 206.51 
Sulawesi Barat 27.39 133.09 160.48 22.51 130.69 153.21 
Maluku 51.77 276.64 328.41 51.60 276.17 327.78 
Malut 12.25 67.65 79.90 8.29 64.35 72.65 
Papua Barat 19.34 206.03 225.36 18.82 206.72 225.54 
Papua 37.27 821.88 859.15 30.28 867.93 898.21 
Indonesia 10652.64 17940.15 28592.79 10619.86 17893.71 28513.57 
Keterangan: *)Sumber: BPS,  Depag & Forum Zakat (www.frorumzakat.or.id). Hasil 
olahan. 
Optimalisasi pemanfaatan zakat juga bisa terlihat dari rasio antara total 
penerimaan zakat terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) per 
provinsi. Secara ekonomi PDRB merupakan salah satu indikator makro 
ekonomi daerah yang bisa mewakili gambaran kondisi perekonomian atau 
tingkat pendapatan setiap daerah. Melalui rasio ini, tercatat rata-rata sebesar 




48,02% per tahun penerimaan zakat bisa memberikan kontribusi terhadap 
perekonomian daerah masing-masing provinsi. Suatu angka yang cukup 
signifikan, karena hampir mencapai separuh dari rata-rata PDRB setip provinsi. 
Dari rasio tersebut tercermin bahwa, upaya pengumpulan zakat dalam berbagai 
jenis akan cukup berarti bila digunakan bagi sektor ekonomi produktif 
keummatan yang memiliki manfaat ganda. Tidak hanya untuk pengentasan 
kemiskinan namun juga bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah 
melalui PDRB.   
 
D. Efek Zakat terhadap Variabel Makro Ekonomi. 
Dalam ekonomi konvensional, setiap pengeluaran keuangan yang 
dilakukan oleh seseorang baik bersifat konsumtif atau produktif akan membawa 
dampak atau efek terhadap tingkat konsumsi, tabungan dan investasi atau 
pendapatan secara aggregate. Hal ini juga akan terjadi bagi pengeluaran zakat yang 
dilakukan oleh seorang muslim sebagai kewajiban ibadah yang harus dilakukan. 
Dengan demikian tidak langsung pengeluaran zakat juga memiliki efek ekonomi 
melalui variable makro ekonomi seperti: konsumsi, tabungan, investasi, dan 
ketenagakerjaan, serta angka pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian 
secara keseluruhan.9  
Ekonomi konvensional mengisaratkan bahwa, tingkat pendapatan dan 
perilaku (hasrat) seseorang melakukan konsumsi (marginal propensity to consume) 
dan tabungan (marginal propensity to saving), adalah faktor determinan yang 
mempengaruhi tingkat pengeluaran konsumsi dan tabungan individu atau 
nasional. Hubungan antara variable-variabel ini mulanya diintrodusir dalam 
teori pendapatan absolut versi Keynes. Dalam teori ini, tingkat konsumsi dan 
tabungan sangat dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Pada tingkat 
pendapatan yang lebih tinggi konsumsi dan tabungan akan lebih besar, begitu 
pula sebaliknya.10 Teori ini lebih dikenal dengan pendekatan fiskal (sektor 
publik), sehingga penganut aliran ini disebut fiskalist atau Keynesian. 
Hubungan fungsional antara konsumsi dan tabungan terhadap 
pendapatan dalam ekonomi disebut fungsi konsumsi dan fungsi tabungan.11 
Sementara pendapatan yang digunakan disebut pendapatan siap untuk 
konsumsi (disposible income). Pendapatan ini didefinisikan sebagai pendapatan 
nasional kotor dikurangi pajak. Interprestasi teori ini belakangan makin meluas 
oleh panganut Keynesian. Pendapatan siap konsumsi yang juga diartikan 
sebagai pendapatan bersih rumah tangga, dalam kenyataan tidak secara langsung 
berdampak pada tingkat konsumsi dan tabungan. Faktor-faktor seperti 
distribusi pendapatan total rumah tangga terhadap jumlah anggota keluarga, 
struktur sosial masyarakat, komposisi umur dan usia penduduk, jumlah 
kekayaan, dan jumlah pendapatan bersih yang diharapkan pada masa akan 
                                                 
9 Ibid., hal. 9 
10 Robert J. Barro, Macroeconomics, Fourt Edition, John Wiley & Son, Inc. Toronto, 2013, 
page. 544 
11 M. Parkin and R. Bade, Modern Macroeconomics: Fourth Edition, Prentince Hall-Canada, 
Inc, Scarborough, Ontario, 2015, page 96-99. 
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datang, juga turut mempengaruhi perilaku rumah tangga terhadap pengeluran 
konsumsi dan tabungan. Interpretasi ini dikembangkan dalam teori Ando dan 
Modigliani pada tahun 1963, yang dikenal dengan The Life-Cycle Theory; dan 
hipotesis pendapatan parmanen (Parmanent Income Hypothesis) yang dikemukakan 
oleh Friedman pada tahun 1957.12 
 Dalam hipotesis pertama dijelaskan bahwa individu (rumah tangga) akan 
merencanakan perilaku konsumsi dan tabungan mereka untuk jangka panjang 
dengan cara yang terbaik selama hidup mereka. Seorang individu (rumah 
tangga) akan menabung lebih banyak pada saat penghasilannya relatif tinggi 
dibanding penghasilan rata-rata selama hidupnya dan akan menggunakan 
tabungan tersebut di saat penghasilannya relatif lebih kecil. Artinya, seseorang 
akan mengalokasikan konsumsi secara merata dengan cara mengumpulkan 
tabungan selama masa produktif dan akan menjaga tingkat konsumsinya selama 
masa non produktif sepanjang hidup. Hipotesis kedua membedakan komponen 
pendapatan ke dalam dua bentuk, yaitu: komponen pendapatan permanen dan 
pendapatan sementara (transitory income). Pendapatan permanen diasumsikan 
sebagai tingkat penerimaan tahunan (tetap) yang diperoleh seseorang dari 
penghasilan tetap, sedangkan pendapatan sementara adalah pendapatan yang 
bersifat tidak tetap dan tidak dapat diramalkan. Konsumen akan merencanakan 
konsumsi dan tabungan didasarkan atas parmanent income dan tidak dari transitory 
income. 13  
Pendekatan teoritis di atas berbeda dengan pendekatan ekonomi klasik 
dan neo klasik, versi Adam Smith dan penganutnya. Atau yang dikenal dengan 
pendekatan moneter. Terutama terhadap faktor yang mempengaruhi tabungan 
dan investasi. Aliran ini berangapan tabungan merupakan fungsi dari tingkat 
bunga, dalam bentuk hubungan positif,14 dan bukan dari pendapatan. Pada 
tingkat bunga makin tinggi akan semakin tinggi pula minat masyarakat untuk 
menabung, atau mereka lebih terdorong mengorbankan konsumsi guna 
menambah tabungan. Sebagaimana tabungan, tingkat bunga juga berdampak 
langsung pada investasi. Seorang pengusaha akan menambah pengeluaran 
investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari 
tingkat bunga yang harus dibayar, atau ongkos penggunaan dana (cost of capital).15  
Namun, pandangan mutakhir teori investasi kalangan neo-klasik justeru 
melengkapinya pandangan ini, bahwa selain tingkat bunga perusahaan akan 
membutuhkan investasi tergantung pada kecepatan penyesuaian stok modal 
(capital stock) pada tingkat yang diinginkan. Hipotesis ini dikenal dengan 
                                                 
12 Rudiger Dornbusch and Stanley Fischer, Macroeconomics, Sixth Edition, McGraw-Hill, 
Inc, 2014 page 297-307. 
13 Thomas Dernburg, Macroeconomics: Concepts, Theory and Policies, 7th Edition, McGraw-
Hill, Inc,2015, page  87-89 
14 Y.P. Venieris, Macro Economic Model and Policy, John Wiley & Son, Inc., New York, 
2007 page 312. 
15 Nopirin, Ekonomi Moneter, Buku I, Edisi ke-4, BPFE, Yogyakarta, 2000, hal. 72. 




hipotesis akselerator fleksibel.16 Hal yang sama dikonstantir oleh Keynes, bahwa 
meskipun tingkat bunga dianggap faktor penting yang mempengaruhi investasi 
karena tercermin cost of capital, faktor pembelian barang modal, pihak 
perusahaan, perubahan teknologi, ekspektasi keuntungan dan banyaknya barang 
yang dimiliki juga mempengaruhi investasi.17 Keputusan untuk investasi versi 
Keynes tergantung pada rasio antara keuntungan yang diharapkan terhadap cost 
of capital atau tingkat bunga melalui pendekatan marginal efficiency of capital (MEC) 
dan marginal efficiency of investment (MEI). 
Dalam pandangan Islam, konsep pengeluaran atau belanja keuangan 
berbentuk konsumsi, tabungan dan investasi tidak dipahami dalam konotasi 
kepentingan pemenuhan kebutuhan secara individual, ekonomi atau bersifat 
spekulatif temporal yang berorientasi keuntungan finansial semata. Akan tetapi 
lebih dari itu, besifat ibadah dan kemaslahatan sosial, sebagaimana yang 
dianjurkan dalam Al-Qur‘an (QS 36:37). Artinya, setiap pengeluaran atau 
belanja keuangan (harta) harus dilandasi oleh etika keIslaman yang dianjurkan 
oleh Al-Qur‘an dan Sunnah Nabi SAW, sehingga memiliki efek positif bagi 
kepentingan dan kemaslahatan orang banyak.  
 
1. Efek Zakat bagi Konsumsi 
Setiap pengeluaran finansial (keuangan) secara Islami memiliki efek 
berbeda dengan pendekatan ekonomi non-Islam (konvensional) dalam 
pendekatan makro ekonomi. Sebagai ilustrasi perbedaan ini secara matematis 
kemukakan pengeluaran konsumsi ekonomi non-Islam berbentuk fungsi 
konsumsi linear : 
 C = a + bY………………..................(1.1) (1.1) 
Karena ekonomi non-Islam tidak mengenal zakat (Z), maka diasumsikan nilai Z 
= 0, dimana C = pengeluaran konsumsi, Y = tingkat pendapatan siap konsumsi 
(disposible income), b = hasrat untuk konsumsi (MPC) yang nilainya: 0 < b < 1; 
dan a = konstanta, yaitu pengeluaran untuk konsumsi pada saat pendapatan nol. 
Hasrat konsumsi rata-rata (APC) dan MPC akan diperoleh sebagai berikut: 
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16 Gregory Mankiew, Teori Ekonomi Makro, alih bahasa Imam Nurmawan, Edisi Empat, 
Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010.  
17 F.W. Mansoer dan Suyanto, Perilaku Tabungan: Kasus Perbandingan Negara-negara Asean 
dan Negara Industri Maju; 1989-1990, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 13, No.2, 
1993, hal. 61-72. 
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 = b …………………(1.3) (1.3) 
Persamaan ini berbeda dalam ekonomi Islam, karena ada kewajiban zakat yang 
harus dikeluarkan dari sebagian pendapatan yang dimiliki. Dengan demikian Z 
> 0 sehingga besarnya zakat dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi: 18 
 Z =  Y ………………………………(1.4). (1.4) 
Dengan asumsi 0 <  < 1, dimisalkan Y = pendapatan pembayaran zakat, (1-
)Y = pendapatan penerima zakat, dan 0 <  < 1; kemudian  = hasrat 
konsumsi marginal penerima zakat yang nilainya0 <  <  <1, maka dengan 
mensubtitusi persamaan zakat (1.4) ke dalam persamaan (1.1) diperoleh fungsi 
konsumsi ekonomi Islam: 
 ])1[()( YYYYbaC   .(1.5) 
 Dengan cara yang sama akan diperoleh APC dan MPC setelah ada zakat: 
























=b-b+(1-)+ ..…………(1.7) (1.7) 
 Kondisi ini menggambarkan bahwa hasrat konsumsi rata-rata (APC) dan harsat 
marginal (MPC) dalam ekonomi Islam lebih besar daripada ekonomi non-Islam 
selama  > . Artinya selama pengumpulan zakat terlaksana secara optimal 
akan memiliki efek terhadap pengeluaran konsumsi secara agregate.  
 
2. Efek Zakat bagi Tabungan 
Tabungan merupakan kelebihan pendapatan yang disimpan setelah 
pengeluaran konsumsi dan pengeluaran lain dilaksanakan. Dalam 
perokonomian makro, pendapatan yang digunakan adalah pendapatan nasional. 
Andaikan fungsi tabungan dalam ekonomi non-Islam tanpa zakat (Z) secara 
sederhana dinyatakan sebagai berikut: 
S = Y – C …………………………………(1.8) 
Dengan mensubtitusi persamaan konsumsi (1.1) ke dalam persamaan (1.8), akan 
diperoleh hasrat menabung rata-rata (APS) dan hasrat menabung marginal 

































                                                 
18 M.M. Metwally, Teori dan Model Ekonomi Islam, PT. Bangkit Daya Insana, Edisi 
Pertama, Jakarta,2005, hal. 51. 




Untuk model ekonomi Islam dengan adanya zakat fungsi tabungan diperoleh 
dengan mensubtitusi persamaan (1.5) ke persamaan (1.8), sehingga diperoleh 
juga APS dan MPS yang berbeda. 
 

































… (1.13) (1.13) 
Hasrat menabung rata-rata (APS) dan hasrat marginal menabung (MPS) pada 
ekonomi Islam akan meningkat jika  > 0. Namun bila   < 0, maka APS dan 
MPS akan kecil atau menurun. Dengan demikian zakat memiliki efek yang 
signifikan terhadap pengeluaran tabungan. 
 
3. Efek terhadap Investasi 
Efek zakat terhadap investasi bisa diidentifikasi secara teoritis melalui 
hipotesis akselerator fleksibel18, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 
Dimulai dengan ilustrasi persamaan fungsi kapital model ekonomi non-Islam 
sebagai beriktut: 
K = K – 1  +  (K*- K – 1 ) ……………(1.14) (1.14) 
Andaikan perusahaan merencanakan memiliki stok kapital pada akhir periode 
sebesar K sehingga penyesuaian sebesar  dari kesenjangan antara stok kapital 
yang diinginkan K* dengan stok kapital yang ada pada akhir periode terakhir K 
– 1 akan dapat tertutup. Untuk itu perusahaan akan meningkatkan investasi netto 
sebesar : 
I =  (K* - K – 1 ) ………………(1.15) (1.15) 
Persamaan ini mengandung arti bahwa kebutuhan investasi akan semakin besar 
jika gap antara stok kapital aktual K – 1 dengan yang dinginkan K* semakin 
besar. Sebaliknya jika gap tersebut nol maka investasi juga nol. Dalam ekonomi 
Islam, investasi dipengaruhi oleh empat faktor penting, yang dirumuskan dalam 
fungsi investasi sebagai berikut:19 
I =  (r, Za, Z, ) … (1.16) 









Untuk I = permintaan akan investasi; r = tingkat keuntungan yang diharapkan; 
SI = bagian keuntungan/kerugian investor; SF = bagian keuntungan/kerugian 
peminjam dana; Za = tingkat zakat terhadap asset tidak/kurang produktif; Z 
                                                 
18 Mankiew, op. cit., 2010 
19 Metwally, op. cit., hal. 73 
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= tingkat zakat dari keuntungan investasi; dan  = pengeluaran non-zakat dari 
asset yang tidak/kurang produktif. Dengan asumsi tingkat zakat tetap Za = Za 
dan Z = Z maka persamaan (1.16) menjadi : 











 …(1.18) (1.17)  
Dari persamaam (1.17) mengandung arti bahwa, ekonomi Islam tidak 
menerapkan sistem bunga melainkan bagi hasil dari keuntungan usaha, sehingga 
permintaan investasi akan meningkat jika meningkatnya tingkat keuntungan 
yang diharapkan () dan meningkatnya tingkat iuran terhadap asset yang 
tidak/kurang produktif () seperti zakat harta atas tabungan di bank yang harus 
dibayar penabung.  
Misalkan zakat harta yang harus dibayar tersebut sebesar ZaI, sedangkan 
harapan investasi netto sebesar (g) yang akan sama dengan tingkat keuntungan 
yang diharapkan (e) terhadap asset kurang produktif (Za), maka investasi bersih 
dalam ekonomi Islam akan adalah: 
g = r (1 - Z ) + Za …………………..(1.19) (1.18)  
Investasi akan terus berlangsung dalam jangka panjang selama g > 0 dan 
akan berhenti jika g = 0. Kondisi ini maka zakat memiliki efek sangat signifikan 
terhadap tingkat investasi.  
Berdasarkan penjelasan ini, maka efek zakat terhadap variabel makro ekonomi 
sebagaimana diilustrasikan tersebut akan lebih berarti andaikan diterapkan 
dalam sebuah model kebijakan makro ekonomi. Misalkan dengan mensubtitusi 
fungsi konsumsi, tabungan dan investasi secara aggregate versi ekonomi Islam ke 
dalam model keseimbangan makro ekonomi versi konvesional: 
Y = C + I + G + X – M ………………(1.20) (1.19) 
Atau dalam fungsi produksi Cobb-Douglas: 
Q = AK 

 L +   (WK+ WL – C) ……(1.21) (1.20) 
Maka akan diperoleh efek zakat terhadap kondisi makro ekonomi dan 
efek zakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa studi empiris tentang hal 
ini sebelumnya telah dilakukan olah M.M. Metwally tentang perilaku 
pengeluaran konsumsi di negara Islam pada tahun 199120, serta studi M.A. 
Choundury dan Malik A.M pada tahun 1992 tentang pengaruh zakat terhadap 
variabel makro ekonomi di Malaysia selama 1970-198521. Penelitian yang mirip 
dengan Choundury-Malik juga dilakukan oleh Eko Suprayitno untuk kasus 
Indonesia pada tahun 2000, namun dengan pendekatan yang berbeda.22 Seluruh 
penelitan ini memiliki konklusi yang hampir mirip, terutama penggunaan 
                                                 
20 Ibid., hal. 75. 
21 M.A. Choundury and A.M. Uzir, The Foundation of Islamic Political Economy, Hampshire, 
The MacMillan Press Ltd, London, 2012.                         
22 Eko Suprayitno, Pengaruh Zakat Terhadap Variabel Makro Ekonomi Indonesia; (Studi pada 
Perekonomian Indonesia Tahun 2000), Tesis (tidak dipublikasi), Yogyakarta, 2004. 




variabel-variabel makro ekonomi Islam, seperti zakat. Hasilnya juga 
menggambarkan efek zakat signifikan terhadap penerapan kebijakan makro 
ekonomi suatu negara, terutama sebagai solusi alternatif dalam mengatasi 
kemiskinan, tingkat konsumsi, tabungan dan investasi maupun pertumbuhan 
ekonomi.  
   
E. Kesimpulan 
Dari berbagai pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, dapat 
disimpulkan beberapa hal pokok sebagai beikut: 
1. Pendekatan berbagai model teori ekonomi pembangunan konvensional 
(non-Islam) hingga saat ini belum menjadi sebuah solusi efektif untuk 
mengatasi problem kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial 
ekonomi. Berbagai perdebatan keunggulan dan kelemahannya seakan 
menghendaki perlu ada pendekatan alternatif sebagai sebuah solusi 
alternatif, seperti pemanfaatan sumber penerimaan zakat untuk pengentasan 
kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dalam kebijakan makro ekonomi.  
2. Zakat dalam konteks keIslaman tidak hanya mengemban sebuah kewajiban 
ibadah, tetapi terkandung tanggungjawab sosial ekonomi untuk menciptakan 
redistribusi pendapatan (income redistribution) antara kelompok masyarakat 
yang berkelebihan harta dan yang kekurangan harta.  
3. Pajak dan zakat dalam perspektif ekonomi hampir indentik bila dilihat 
sebagai sebuah sumber penerimaan dana yang berfungsi mengalokasikan 
sumberdaya ekonomi produktif bagi kepentingan pembangunan dan 
kesejahteraan social ekonomi.   
4. Efek zakat dalam pendekatan makro ekonomi melalui variable pengeluaran 
konsumsi, tabungan dan investasi secara aggregate cukup sigifikan, sehingga 
bisa menjadi indicator dalam perubahan besaran makro ekonomi.  
5. Beberapa studi empirik membuktikan bahwa pengunaan zakat sebagai 
varibel makro ekonomi memiliki efek singifikan dalam pengentasan 
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 هؼصت في مشُة الٔصاؾصت ومشاُة الكاًفين اًولاء واًبراء
 
 ؾحس السَسمحمد نجسي حامس 
 مصِ -خامـة الُٔس ص اًشرًف
 ؾيوان الـصاسلة: إلامازاث اًـصتَة الـخحست، زٔبش الرية




 في مشُة الٔصاؾصت ومشاُة الكاًفينباًولاء واًبراء .. هؼصت 
السس لؼ الـخفصذ باًحلاء، الـخيـم ؿلى ذَلَ باًوحوذ تـس اًفٌاء، الــحوذ الذلِق مٌا باًولاء، وظلات وسلاًما ؿلى س َس 
 الرَق واًضفـاء، وؿلى ب له وحَحَ ومن تمسم ثسًذَ ًَىون من اًسـساء.
 ٔبما تـس ،،،
ؾن اًيؼص في حلائق الصٍن وذَعوا فَِ تين الٔظول واًفصوغ، ثم َؾّن لهم ؼ تياء فٕاهَ لـا ثلاصرث ٔبفِام تـغ اًياش 
ؿلى ما فِمٍو ؼ ٔبن ًعَلوا ٔبحكاًما ٍو صثحوا بٓثاًزا ثياكغ ٔبظول الصٍن وتحكن ؿلى الـوحسٍن بالـصوق من الصٍن، ولـا فِموا 
ونخبهم ما ٌسمى بمـخلس اًولاء واًبراء، وؿسٍو حلِلة إلايمان فًِما ملَوًظا، ؤبذذَوا فَِ ما ًُس مٌَ ؼؼ ٔبوذؾوا ؾلولهم 
ؾلِست مس خللة كائمة تشاتها، تي سمٍو باًصهن اًصنين في اًـلِست، وظازوا ًُلّسِ مون اًياش ثح ًـ ا لــخلس اًولاء واًبراء ٕالى 
جمًلة من ألؾلٌل  مؤمن مواٍل وكير مؤمن اهخلغ ٕايماهَ؛ ًـسم موالاثَ الـؤمٌين، ثم َظوز لهم مًصُغ دِا ًِِم تـس رلع ٔبنَّ 
 وألفـال ثسذي في باة إلايمان، ًوُست مٌَ في شيء. 
ولـا لؾ يجسوا في اًلصبٓن واًس ية ما ًًؤ س معََبهم ثبًٔو وا الٓياِث وألحاذًَر وحََُّْو ا ما لا تحتمي، وحـَوا الـعَق ملًِسا 
 والراض ؿاًما واًواضح مبهًما، ؤبذشوا تيط ذون هط. 
ص خس ؿَلى ساؿِسٍ ٔبزذث ٔبن ٔبتين حلِلة اًولاء واًبراء وموك َـَ في اًحًِة إلاسلامِة، مضًيرا ٕالى ولـا كان ألمص نشلع، وا
ؿسم وزوذٍ ثضكل مس خلي في نخاباث الـخلسمين، وؿَََ ٔبوزذ ؿَيهم ُشا الاس خفِام: لـارا لؾ ًسزح في باة اًـلائس نلٌ 
 ًفـي ُؤلاء اًَوم؟ 
 
ضون ًَخثوا سمومرم ذاذي الفتمؽ، تازت بإلافصاظ وتازت باًخفًصط، فترى ُؤلاء ومسبٔلة اًولاء واًبراء ُشٍ اس خلَِا الـلص 
ملصٍِن في ُشا اًحاة، ؤبًوئم مدضسذٍن، مؽ ٔبن ألمص ذلاف رلع، ًولس صرخ اًعاُص اجن ؿاصوز في نخاتَ الـاثؽ 
ََ من اًولاًة لا ًوحة الرصوح اًخحٍصص واًخيٍو ص تبٔن ؿَلٌء اًس ية كس اثفلوا ؿلى ٔبن ما ذون اًصضا باًىفص ومذالاتهم ؿ َ
من اًصتلة إلاسلامِة، ًوىٌَ ضلال ؾؼيم، ُو و مصاثة في اًلوت، بحسة كوت الـوالات، وبادذلاف ٔبحوال 
 )951الـسَمين.(
                                                 
ع١ؤذٟ لٌٛٗ داخً اٌثؽس.تاٌرفظ١ً. ، أظش: اٌرؽش٠ش ٚاٌرٕٛ٠ش، اٌطا٘ش تٓ ػاشٛس، ِئعغح اٌراس٠خ  951
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 فكَٔن اًعاُص جن ؿاصوز ٍصى اًفًصلين ٔبمام ؾًََِ ٔبحسُلٌ ٍىفص، والٓدص ًٍصس روباًنا ًٔلمة وتمََ ًـ ا لرعوظَاتها.
ًـا لصزاسة ُشٍ الـسبٔلة وتَان ما كِي فيها جم ًـا تين ألكوال واًيعوض وٕاؾلٌلاً ًلواؿس اًشرًـة كل ما س حق كان ذاف
 وضواتعِا.
 وكس ؾيوهت ًِشا اًححر تؼ (اًولاء واًبراء هؼصت في مشُة ألصاؾصت ومشاُة الكاًفين) 
 وكس خاء في ملسمة ؤبزتـة مداحر وذاتمة:
 ، ؤبس حاة ادذَاٍز ، ودعة اًححر.ٔبما الـلسمة: رهصث فيها ٔبمطَة الـوضوغ
 ؤبما الـححر ألول: مـنى اًولاء واًبراء وتَان حلِلة الــنى الـصاذ مٌَ في اًـلائس.
 ؤبما الـححر اًثاني: بٓزاء اًفصق إلاسلامِة في اًولاء واًبراء.
 ؤبما الـححر اًثاًر: ؿلاكة اًولاء واًبراء بإلايمان.
ة ؿلى ؿّس اًولاء واًبراء في جملة اًـلائس ومـخلس ٔبُي اًس ية في تـغ اًلضايا الـخـَلة ؤبما الـححر اًصاتؽ: الٓثاز الـترثح
 تَ، 
 ؤبما الراتمة حـَتها في اًيخائج اًتي ثوظَت ٕاٍيها في ُشا اًححر.
وكس اؾتمسث في اًححر ؿلى نخة الـفسرٍن واًفلِاء من ٔبُي اًس ية؛ ًحَان الـوكف اًعحَح في ُشٍ الـسبٔلة، ٔلنها لؾ 
خس في نخة اًـلِست، فذـصضوا ًِا في مواظنها سواء كاهت بٓياث كصبٓهَة، ٔبو ٔبحاذًر هحًو ة، وتَان ما اص تمَت ؿَََ ثو 
 من مـاٍن ؤبحكام.
 لػ ٔبسبٔل ٔبن ًوفلٌا ٕالى ما يحة ٍوصضى ؤبن ٌسلغ تيا س حي اًصصاذ ويهسًيا ٕالى صراظَ الـس خليم.
 
 الـححر الٔول
 مـنى اًولاء واًبراء وحكوَ
 وزذ ًفغ اًولاء ومض خلاثَ تبٔنثر من ؾشرٍن مـنى منها: ًولاء ًلة:أبولا: 
اًَوْليُ : اًواو واًلام واًَاء ٔبظُي حٌََح، ُو و الـعؼسز، ًو ؼسل ؿؼلى: اًلؼصة والصهؼو والقحؼة واًيصِؼت، وله  
 اص خلاكاث نثيرت منها:
 .َوِليَ : اًفـي، والاسم الـفصذ: وّلي، والـثنى: ًو َّان، والزؽ: ٔبًوَاء ؤبًوَة 
 الـوالات: القحة، ومع ضس الــاذات. 
 اًَوًَُة واًخّوّليِ واًولاء واًِولاًَة واًَولاًة واًَوُلي: كلِا بمـنى اًلصة والصهو واًيصِت. 
 اًوليُّ : ضس اًـسو ُو ؼو القة واًياصر، واًيعير، واًعسًق، واًخاتؽ، ًلال: ثولاٍ. 
اتة والرُعة وإلامازت واًسَعان، ؤبنثر مؼا جسؼ خـمي باًفؼذح بمـؼنى اًيُّْصِؼت، واًوَلاًَُة ؼ تفذح اًواو وهسرُاؼ: اًيصِت واًلص 
 ).061(وباًفذح معسز، وباًىسر اسم؛ ٔلن ِفـالة ثسلُّ ؿلى ظياؿٍة وحصفة
                                                 
٘ـ  4141 -ت١شٚخ، اٌطثؼح: اٌصاٌصح  –ِٚا تؼذ٘ا، داس طادس  504/9) أظش : ٌغـاْ اٌؼشب ، لاتٓ ِٕظٛس 061(
، اٌّؽمك: ػثذ اٌغلاَ محمد ٘اسْٚ، إٌاشش: داس اٌفىش:  3011، ِٚؼعُ اٌّما٠١ظ فٟ اٌٍغح ، لاتٓ فاسط ، ص 
، اٌّؽمك: ٠ٛعف اٌش١خ محمد، إٌاشش: اٌّىرثح  673ِٚخراس اٌظؽاغ ، ٌٍشاصٞ ، ص َ، 9791 -٘ـ 9931
َ، ٚاٌماِٛط اٌّؽ١ظ ، 9991٘ـ / 0241ط١ذا، اٌطثؼح: اٌخاِغح،  –اٌذاس إٌّٛرظ١ح، ت١شٚخ  -اٌؼظش٠ح 
، ذؽم١ك: ِىرة ذؽم١ك اٌرشاز فٟ ِئعغح اٌشعاٌح، تبششاف: محمد ٔؼ١ُ اٌؼشلُغٛعٟ،  104/4ٌٍف١شٚصآتادٞ 
 َ.5002٘ـ،  6241إٌاشش: ِئعغح اٌشعاٌح، ت١شٚخ، ٌثٕاْ، اٌطثؼح: اٌصإِح، 




كال اًصاقة ألظفِاني: "ولي: اًَولاء واًخوالي: ٔبن يحعي صؼُئان فعؼاؿسًا حعؼوًلا ًؼُس تُؼنهلٌ مؼا ًؼُس  
ة من حِـر الـكاُن، ومن حِـر اًًس حُة، ومن حِؼـر الصًؼؼُن، ومؼن حِؼـر اًعساكؼـُة منهمـا، ٌو س خـاز رًـم ٌَلؼص 
 ).161واًيصُِت والاؾخلاُذ، واًولاًة: اًيصِت"(
فاًولاء ًـنى تَ اًلصة، واًلصة في الصٍن لا ٍىون ٕالا ٔبثًصا مترثًحا ؿؼلى شيء سؼاتق ؿََؼَ، فكَٔهؼَ ٔبمؼٌص مـيؼوي ٔبو ٔبمؼص 
 باظني ٌس خلى من ٔبموز ٔبدصى.
اًبرء: اًحاء واًصاء والهمزت ٔبظي حََح حصحؽ ٕاًََ مض خلاث اٌَفغ، ُو و الـعسز، واًبراء واًبرء سواء،  ا: اًبراء ًلة:ثاه ًَ
 ُو و ؾىس اًولاء، ًو سل ؿلى اًخبره واًخزَط واًخٍنز واًخحاؿس واًخيعي واًتزاًي وكير رلع..
 ).361وٕاهشاز وثٍنز ( )، ٔبي: ٕاؿشاز261»(وكوله ثـالى: "جََصاَءٌت ِمَن ِلػ َوَزُسوِله ِ 
 مـنى اًولاء واًبراء في الاظعلاخ: 
اس خزسم اًـَلٌء ًفغ اًولاء ٌلضلالة ؿلى كوت ٕايمان ظاحدَ وتمىٌَ في كَحَ، ًوفغ اًبراء ٌلضلالة ؿلى ضـف إلايمان، ٔبو 
 إلاثَان بما ًلسخ في ٕايمان ظاحدَ.
هَ مِثاق مححة يجمؽ تين الـؤمٌين ومِثاق ثياصر تُنهم فاًولاء: ُو ٔبمص ًـوذ ٕالى ما ًترثة ؿلى إلايمان من بٓثاز.. حِر ا ٕ
 لـا ًلذضََ ٕايمانهم تـلِست واحست. فاًولاء ٍصحؽ ٕالى مـنى ٕايماني كَبي محغ ٔبساسَ القحة في لػ.
واًبراء ؿلى اًيلِغ من رلع حِر ٕاهَ تلغ إلاوسان كل مـخلس يخاًف مـخلسٍ الطي بٓمن تَ. ولا ًـني رلع ٔبن 
شا الــخلس لطاث اًضرط، وٕانما ًحلغ مـخلسٍ الطي ًـخلسٍ ذون ٔبن يجٍص رلع ٕالى تلغ ًحلغ من ًؤمن به
 اًضرط ؿلى إلاظلاق.
فثمة مححة ثـحسًة تحعي تين الـسَمين في لػ. لطا فاًخفصكة ُيا ػاُصت تين هوؿين من القحة وهوؿين ٔبًضا من اًىصاَُة "
 ساهَة، مذا ثلذضََ اًـاذت اًخشرًة اًعحَـَة.نلٌ ٔبن ثمة مححة ؿاذًة حصحؽ ٕالى اًِْجِحلةَّ ِ إلاو 
واُلولى لا تميؽ اًثاهَة، فمححة الـسلؿ ًزوحذَ اًىذاتَة ٔبمص معَوة، ُو و واكؽ بملذَضى اًـاذت. ومححخَ ٔلدَِ في الصٍن 
 واكـة بملذَضى اًـحاذت.
ًَزم ؾيَ حواس اًخعاول ؿلى اًكافِص  ٔبن اًىْص ٍَ ٌَىفص لا -بالـلاتي  -ُو شا ٔبمص ذكِق في كاًة ألمطَة؛ ٕار ًيخني ؿَََ 
 تلير سخة! فشلع ضرة من اًؼلؿ واًخـسي القصم شرؿًا.
ٕالى » اًولاء واًبراء«وؿَََ فحمُي الـعَق ؿلى الـلِس، وتياُء اًـام ؿلى الراض، ًوحة زذَّ اًيعوض اًوازذت في معَق 
 .)461سخ ولا اًخحسًي(اًثواتت ألذلاكِة في اًلصبٓن، من ٔبمراث اًفضائي اًتي لا ثلدي ا  ًً
وٕارا ٔبزذنا تحلِلًا في الـلعوذ باًولاء واًبراء فٕانا نجس خي كلام اًـَلٌء في اًولاء ًـوذ ٕالى القحة واًيصِت، وفي اًبراء ٕالى 
 اًحلغ واًـسوات. 
ّذِ واًَترَ اُحِم، وما ثؼاُصث ؿَََ الٓياث اًلصبٓهَة، وما ثـاضسث ؿَََ ألحاذتر اًيحًو ة ٕانما ُو ذؾوت ٌَمؤمٌين ٕالى اًَخَوا
ًو سل ؿلى ٔبن مصاؿات الصٍن ذير من مصاؿات اًصواتط اًعحَـَة، ًىٌَ لا ًياِفى حة ألوظان، ولا ًياكغ اًصواتط 
                                                 
، اٌّؽمك: طفٛاْ ػذٔاْ اٌذاٚدٞ،  435غة الأطفٙأٟ ، ص ) اٌّفشداخ فٟ غش٠ة اٌمشآْ ، ٌٍشا161(
 ٘ـ. 2141 -دِشك ت١شٚخ، اٌطثؼح: الأٌٚٝ  -إٌاشش: داس اٌمٍُ، اٌذاس اٌشاِ١ح 
 .1عٛسج اٌرٛتح ظضء آ٠ح سلُ ) 261(
 921ِٚا تؼذ٘ا ، ِٚؼعُ ِما٠١ظ اٌٍغح ، لاتٓ فاسط ، ص  463/1) أظـش: ٌغـاْ اٌؼـشب، لاتٓ ِٕظـٛس 361(
 . 54، ِٚخراس اٌظؽاغ ، ٌٍشاصٞ ، ص  031، 
ضّٓ وراب  ؼىُ اٌششع فٟ دػاٜٚ اٌؼٕف  3) اٌٛلاء ٚاٌثشاء فٟ الإعلاَ ، فش٠ذ الأٔظاسٞ ،ص 461(
 َ.7002ٚالإس٘اب، اٌذاس اٌث١ضاء، 
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و اًعحَـَة، وٕانما ًياِفى اًوكوف ؾيسُا، وثلسيمِا ؿلى ظاؿة لػ ؼؼ ثـالى ؼؼ وظاؿة زسوله صلى الله عليه وسلم، وثيحَة الصٍن وذحٍص ، ب ٔ
 ).561ؾيَ( الاس خلياء
وتياء ؿلى ما س حق من تَان مـنى اًولاء واًبراء فٕاهَ لا ًخعوز الذكن ؿلى ٔبحس باًىفص وإلايمان تياء ؿلى وحوذ ُشا 
الــنى ٔبو سواله؛ حِر ػِص خًََّا ٔبنهلٌ ًيحصِان في اًيصِت واًـساوت اًلَحَدين، وألؾلٌل ٕانما مع ثمصت ًتمام اًولاء اًلَبي 
 ثمصت من ثماز إلايمان.  الطي ُو في حلِلة ألمص
 ُو شا ما ًبٔذش تَحاة اًححر ٕالى مـصفة بٓزاء اًفصق إلاسلامِة في اًولاء واًبراء وموكف ألصاؾصت من رلع.
 
 الـححر اًثاني
 بٓزاء اًفصق إلاسلامِة في اًولاء واًبراء
يمان فًِما سَيًا، ولؾ ًسزحوا في ٕان الـخعفح لـا ذوهَ ٔبُي اًس ية والزاؿة في باة الاؾخلاذ ًَسزك ٔبنهم فِموا حلِلة الا ٕ
باة الاؾخلاذ ٕالا ما كان ٔبظًلا مس خللاًّ ؛ لطا ذَت نخة اًـلِست من الذسًر ؾن اًولاء واًبراء كٔظي مس خلي من 
فٕان ٔبُي اًس ية ألصاؾصت لؾ ًدٌاًووا اًولاء واًبراء في باة الاؾخلاذ وٕان ثياًووا تـغ ٔبحكامَ في ، ٔبظول الصٍن
حَان ما ًترثة ؿلى إلايمان من زاتعة تين الـؤمٌين روي اًـلِست اًواحست مؽ تَان ما يخصم ُشٍ مًؤفاتهم ألدصى  ً
 اًصاتعة سواء باًِسم ٔبو اًخضـَف.
 وكس تين إلامام اًصاسي ؼ زحَْ لػ ؼ ُشٍ اًلاؿست في ثفسٍير حِر كال: 
 "واؿلؿ ٔبن هون الـؤمن مواًًَا ٌَكافص يحتمي زلازة ٔبوخَ:
ن زاضًَا جىفٍص ًو خولاٍ لٔخله، ُو شا مذيوغ مٌَ؛ لٔن كلَّ َمْن فـي رلع كان ُمَعّوِ ًبا له في رلع الصٍن، ٔبحسُا: ٔبن ٍىو 
 وثعًو ُة اًىفِص نفص، واًصضا باًىفص نفٌص؛ فُس خحَي ٔبن ًحلى مؤمًٌا مؽ هوهَ بهشٍ اًعفة.
 وثاىيها: الــاشرت الزَلة في الصهَا بحسة اًؼاُص، ورلع كير مذيوغ مٌَ. 
لسم اًثاًر: ُو و كالـخوسط تين اًلسمين ألًوين، ُو و ٔبن موالات اًىفاز بمـنى اًصهون ٕاٍيهم والــوهة والـؼاُصت وا ً
واًيصِت ٕاما ثسخة اًلصاتة، ٔبو ثسخة القحة مؽ اؾخلاذ ٔبنَّ ذًيَ باظي، فِشا لا ًوحة اًىفص ٕالا ٔبهَ منهيي ؾيَ؛ لٔن 
ًلذَ واًصضا تسًيَ ورلع يخصخَ ؾن إلاسلام فلا حصم ُسذ لػ ثـالى الـوالات بهشا الــنى كس تجٍص ٕالى اس خحسان ظص 
 ).661فَِ فلال: "َوَمن ًَْف َـ ْي َرِلعَ فََََُْس ِمَن الؽَّ ِ ِفي َشيْ ٍء"(
فٕان كِي: لؾ لا يجوس ٔبن ٍىون الـصاذ من الًٓة اٍنهيي ؾن اتخار اًكافٍصن ٔبًوَاء بمـنى ٔبن ًخًوومض ذون الـؤمٌين، فبٔما ٕارا 
ة وثًووا الـؤمٌين مـِم فشلع ًُس بمنهيي ؾيَ، ؤبًضًا فلوله: "لاَّ ًَخَِّزِش اًُْمْؤِمٌُوَن ا ًَْكاِفصٍَِن َبْو ًِ ََاء" فَِ سياذت مًزثًوومض 
 ٔلن اًصخي كس ًوالي كٍير ولا ًخزشٍ مواًًَا فاٍنهيي ؾن اتخارٍ مواًًَا لا ًوحة اٍنهيي ؾن ٔبظي مولاثَ.
الًٓة ٕالا ٔبن سائص الٓياث الصالة ؿلى ٔبهَ لا تجوس موالاتهم ذًّت ؿلى سلوظ ُشٍن  كَيا: ُشان الاحتمالان وٕان كاما في
 ).761"(الاحتماًين
 ).861(ُو شا ما هط ؿَََ من الـخبٔدٍصن اًعاُص جن 
                                                 
 .61اٌّٛاطٕح ٚاٌٛلاء فٟ الإ  علاَ، د فرؽٟ اؼّذ ػثذ اٌشاصق، ِٓ ٔشش اٌّئٌف، ص ) 561(
 ). 82( ) عٛسج آي ػّشاْ آ٠ح سلُ661(
 الأٌٚٝ، اٌطثؼح 0002 ت١شٚخ، اٌؼٍّ١ح اٌىرة داس اٌشاصٞ، الإِاَ اٌىث١ش، اٌرفغ١ش أٚ اٌغ١ة ِفاذ١ػ )761(
  .01 ،9ص 8 ض
ٌثٕاْ، اٌطثؼح الأٌٚٝ،  –ِئعغح اٌراس٠خ اٌؼشتٟ، ت١شٚخ ) اٌرؽش٠ش ٚاٌرٕٛ٠ش، اٌطا٘ش تٓ ػاشٛس، 861(
 .131ص  5َ، ض 0002٘ـ/0241




فمجمي كول ٔبُي اًس ية في اًولاء واًبراء ٔبهَ ٍىون نفًصا ٕارا كان زضًا تسٍن الكاًفين، ُو شا ًسذي في مدحر إلايمان 
ىون مداًحا ُو و ما ُيحَّعِ ُي معاَلح الـسَمين وألمد، ٍوىون حصاما ًوُس نفصا، ُو شان موظنهلٌ نخة وهواكضَ، ٍو
اًفلَ واًس َاسة اًشرؾَة الــيَة تخحلِق اًـمصان ًٕلاوسان، ولا ذذي لفال اًىفص وإلايمان فيها؛ لطا فٕان اًولاء واًبراء 
وٕانما اًولاء ٌَمسَمين ذون اًىفاز، واًبراءت من اًشرك ؤبُله  ):961تين الـسَمين تسؿة في الصٍن نلٌ كال إلامام ٔبحْس(
 ٕالا فيما شرغ ًيا من اًخـامي مـِم.
 ومن ُيا فٕان ُشا الـححر ًـنى تخِان بٓزاء اًفصق الكاًفة ٔلُي اًس ية ألصاؾصت في اًولاء واًبراء.
 
 ٔبولا: زبٔي الروازح ومن ثحـِم
في اًياز، ويجة اًبراءت مٌَ، خاء اًولاء واًبراءت ٍيثِّي ٔبمصا ؾؼيما ذاذي تـسما حكن الروازح ؿلى مصحىة اًىديرت تبٔهَ 
)، فِم لا ًواًون ٕالا من ٔبكص بمحاذئهم وثبرٔب 071اًفصكة، فذحً َّْذَ وتًت ؿَََ مشَُبها ٔكهَ زهن ساذش من ٔبزكان  إلاسلام(
مصثس يجة كذله، وظحلوا رلع  من ؾثمان وؿلً ومـاًو ة وّكلِ من زضي باًخحىيم، ومن ذاًفِم في رلع فِو ؾيسمض
ؿلى نثير من الـسَمين، ونخة اًخازيخ تخبر بما وكؽ ؿلى ٔبًسيهم من مبَٓسِ في الفتمؽ الـسلؿ ورلع ثسخِة ؾلِست اًولاء 
 واًبراء، وزتطِ إلايمان باًـمي وحـَِلٌ في مصثحة واحست، فاًـمي ؾيسمض حزء من إلايمان. 
ًبراء في اًـلِست هـى إلامام ٔبحْس ؿَيهم كولهم، ُشا تياء ؿلى ما زواٍ ؾيَ ُو ؤلاء وكُيرمض مذن ٔبذذَوا اًولاء وا
ألظعرصي حِر كال: اًولاًة تسؿة واًبراءت تسؿة، ومض الطٍن ًلًوون هخولى فلانا وهخبرٔب من فلان، ُو شا اًلول تسؿة 
 ).171فاحشزوٍ"(
اثلة الكاًفين وثعحَق بٓياث الـواذؿة ًلير وما ؿَمياٍ ؾن ُؤلاء من ثعحَق اًولاء واًبراء ؿلى الـسَمين ووحوة مل
الـسَمين؛ ٔلن لهم رمة لػ وزسوله ًِو ٔبمص ًيسى له الدحين؛ ٕار ظحلوا بٓياث مع في ألظي تين الـسَمين وكيرمض 
ؿلى من ٔبىىص ؿَيهم فـَِم وفىصمض ُشا. وما رلع ٕالا ثسخة انحصافِم في مفِوم اًولاء واًبراء اًلائم ؿلى حىفير مصحىة 
 ).271هوة وبِاظة اًىدائص(الط
ًولس كان ٌَفىص اًلاؿسي والدِاذي جملة ٔبكوال مع ؿين ٔبكوال الروازح كسيمًا، فالـعَؽ ؿلى نخاة ملة ٕاجصاُيم ٌَملسسِ، 
 ) وكٍير ٍصى هَف اؾتمس ُؤلاء في ؾيفِم وؿسوانهم وحىفيرمض ٌَمجتمؽ الـسلؿ ؿلى كاؿست اًولاء واًبراء.371(
لى إلاباضَة ٔبحس فصق الروازح وكُير ا كالدِاذًة والصاؾض َة وتـغ الـيدس حين ٕالى اًسَفِة ؼ وامذساذ اًفىص الرازجي ا ٕ 
وٕان ٔبىىصث رلع ؼ كان ذاف ًـ ا ًححر مسبٔلة اًولاء واًبراء ؾيس إلاباضَة واًسَفِة ثضكل موسؽ باؾخحاُز ا ٔبنمورخا حِا 
 ًحـغ الـلٌزساث الرازحِة اًلسيمة.
 َة: ثاهَا: اًولاء واًبراء ؾيس إلاباض 
                                                 
ص  1ح، أتٛ اٌؽغ١ٓ تٓ أتٟ ٠ؼٍٝ ، ذؽم١ك محمد ؼاِذ اٌفمٟ، داس اٌّؼشفح ت١شٚخ، ض طثماخ اٌؽٕاتٍ) أظش: 961(
 .53
َ ، ص 7002) أظش: الإس٘اب .. اٌرشخ١ض  ٚاٌؽٍٛي ، اٌش١خ اتٓ ت١ٗ، ِىرثح اٌؼث١ىاْ اٌطثؼح الأٌٚٝ 071(
 .731
 .53ص 1ح ت١شٚخ، ض طثماخ اٌؽٕاتٍح، أتٛ اٌؽغ١ٓ تٓ أتٟ ٠ؼٍٝ، ذؽم١ك محمد ؼاِذ اٌفمٟ، داس اٌّؼشف) 171(
ِٚا تؼذ٘ا، اٌّؽمك: ٔؼ١ُ صسصٚس، إٌاشش:  731أظش: ِمالاخ الإعلاِ١١ٓ، أتٛ اٌؽغٓ الأشؼشٞ، ص  271((
َ، ٚاٌفشق ت١ٓ اٌفشق ، اٌثغذادٞ، داس ا٢فاق اٌعذ٠ذج ، 5002 -٘ـ 6241اٌّىرثح اٌؼظش٠ح، اٌطثؼح: الأٌٚٝ، 
ٚاٌرٕث١ٗ ٚاٌشد ػٍٝ أً٘ الأ٘ٛاء ٚاٌثذع، ٌٍٍّطٟ، خ: محمد ِٚا تؼذ٘ا،   55َ، ص 7791ت١شٚخ اٌطثؼح اٌصأ١ح، 
 ِٚا تؼذ٘ا. 74صا٘ذ اٌىٛششٞ، اٌّىرثح الأص٘ش٠ح ٌٍرشاز، ِظش، ص 
أظش: وراب ٍِح اتشا٘١ُ ٚدػٛج الأٔث١اء ٚاٌّشعٍ١ٓ ٚأعاٌ١ة اٌطغاج فٟ ذّ١١ؼٙا ٚطشف اٌذػاج ػٕٙا، أتٛ ) 371(
 ِٚا تؼذ٘ا. 5ص ػاطُ محمد اٌّمذعٟ، ِٕثش اٌرٛؼ١ذ ٚاٌعٙاد. 
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ٍصى إلاباضَة ٔبن الـوالات واًبراءت ؿلى الزلة ًسذي ضميا فيما ٔبجمؽ ؿَََ الـسَمون ؿلى ادذلاف مشاُبهم من الذة في 
لػ ٌَمخلين ألجصاز، واًبراءت واًىٍص واًحلغ ٔلؿساء لػ من اًـعات واًكافٍصن والـيافلين ُىشا ؿلى وخَ اًـموم، ًىن 
الـحاذئ ٔبنثر من كيرمض حِر ٕانهم ًلسمون اًولاًة واًبراءت ٕالى كسمين ٔبساس َين إلاباضَة ثوسـوا في ثعحَق ُشٍ 
 ُلٌ:
 ولاًة الزلة وجصاءت الزلة 
 اًولاًة واًبراءت اًضرعَخان. 
وإلاباضَُة ًـخبرون اًولاًة واًبراءت اًضرعَخين من ٔبمض كضايا اًـلِست في اًفىص إلاسلامس لٔنها ثفصق تين   
مين تسٍنهم وتين اًـعات واًىفاز والـيافلين، ُو شا ما ثفصذ تَ إلاباضَة، وصازوِم تـغ الـيدس حين مـاملة الـؤمٌين الـَتز 
 ٕالى اًسَفِة اًَوم.
ًلول ؿسون جهلان: (ًوـي اًولاًة واًبراءت من ألظول اًتي ذزسِا إلاباضَة تـمق واهفصذث ؾلٌ سواُا من اًفصق 
ص ولطلع نجس ذزاساث مس خفِضة ًفلِاء إلاباضَة وؿَلٌئها حول باًلول تولاًة اًضرط وجصاءت اًضرط بحكن اًؼاُ
ُشٍ الـسبٔلة، ففّعَوا اًلول في شروظ اًولاًة واًبراءت ووحوبها وتٌُوا ثضكل ذكِق الدِاث اًتي ثتم بها كل من اًولاًة 
تجسز إلاصازت ٕالى واًبراءت اًضرعَة نلٌ حسذوا تسكة من تجة فَِ اًولاًة واًبراءت سواء في الزلة ٔبو في اًضرط، و 
ٔبن اُتمام إلاباضَة بهشا الداهة لؾ ًيحصِ في هعاق الاحتهاذ اًفلِيي واًيؼص اًـللً فحسة وٕانما ثـساٍ ٕالى الـَسان 
 ).471اًـملً واًخعحَق اًفـلً فذجسسث ُشٍ الٓزاء وألحكام في واكؽ الذَات اًَومِة ذاذي الفتمـاث إلاباضَة)(
 واًبراء:ثاًثا: زبٔي الــتزلة في اًولاء 
ٍصى الــتزلة ٔبن اًولاء واًبراء ٔبظي ؾؼيم من ٔبظول إلايمان، وتيوا ؿَََ ألمص بالــصوف واٍنهيي ؾن الـيىص، ُو و 
 ألظي الرامس من ٔبظول الاؿتزال.
َوَمْن ًَْف َـ ْي َرِلعَ فََََُْس ِمَن الؽَّ ِ َلا ًَخَِّزِش اًُْمْؤِمٌُوَن ا ًَْكاِفصٍَِن َبْو ًِ ََاَء ِمْن ُذوِن اًُْمْؤِم ٌَِين ًلول اًزمحشري في كوله ثـالى: "
َلى الؽَّ ِ اًَْمِعير ُ
ّ
لاَّ َبْن ثَخَُّلوا ِمْنهُْم ثَُلاًت َوُيحَ ّشِ ُزُكم ُالؽَّ ُ هَْفَس َُ َوا
ّ
 ).571»(ِفي َشيْ ٍء ا
بها ًو َُخـاَشرُ ، وكس  ُنهُوا ٔبن ًواًوا اًكافٍصن ًلصاتة تُنهم ٔبو ظساكة كدي إلاسلام ٔبو كير رلع من ألس حاة اًتي ًَُخعاَذق
ه َّ َُ ِمْنهُْم)(
ّ
) ، (لا َتجِ ُس كَْومًا 771) ، (َلا ثَخَِّزُشوْا اٍَْيهُوَذ َواًيََّعاَزى َبْو ًِ ََاء)(671هّصز رلع في اًلصبٓن. (َوَمْن ًََخَوً َِّ ُْم ِمٌُْكنْ فَا
 ) ... الًٓة.871ًُْؤِمٌُوَن ِبالؽَّ ِ )(
ؼيم ؤبظي من ٔبظول إلايمان ِمْن ُذوِن اًُْمْؤِم ٌَِين ًـنى ٔبن ًكن في موالات الـؤمٌين والقحُة في الؽَّ واًحلُغ في الؽَّ باة ؾ
مٌسوحة ؾن موالات اًكافٍصن فلا ثؤثصومض ؿَيهم، َوَمْن ًَْف َـ ْي رِلعَ فََََُْس ِمَن الؽَّ ِ ِفي َشيْ ٍء ومن ًوالى اًىفصت فَُس 
َ مًسَخ من ولاًة الؽَّ زٔبسًا، ُو شا ٔبمص مـلول فٕاّن موالات من ولاًة الؽَّ في شيء ًلؽ ؿَََ اسم اًولاًة، ًـنى ٔبه
 اًوّلى وموالات ؿسّوٍ مذيافِان، كال:
 ).971ثََوذُّ ؿَُسّوِى ُثمَّ حَْزُعُُ َبه َِّنى ... ظِسًُلَم ًََُْس اًيَّْوُك َؾْيَم ِت َـ اِسِة(
                                                 
 .85) اٌفىش اٌغ١اعٟ ػٕذ الإتاض١ح ، ػذْٚ ظٙلاْ ، ِىرثح اٌضاِشٞ ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ، تذْٚ ذاس٠خ، ص 471(
  ).82) عٛسج آي ػّشاْ آ٠ح سلُ (571(
 ). 15) عٛسج اٌّاثذج آ٠ح سلُ (671(
 ). 15) عٛسج اٌّاثذج آ٠ح سلُ (771(
 ). 22) عٛسج اٌّعادٌح آ٠ح سلُ (871(
ثك اٌرٕض٠ً ٚػ١ْٛ الألاٚ٠ً فٟ ٚظٖٛ اٌرؤٚ٠ً،  أتٛ اٌماعُ ِؽّٛد تٓ ػّشٚ تٓ أؼّذ، اٌىشاف ػٓ ؼما )971(
 083، ص 1ت١شٚخ ، ض  –اٌضِخششٞ ، ذؽم١ك: ػثذ اٌشصاق اٌّٙذٞ،  داس اؼ١اء اٌرشاز اٌؼشتٟ 




لس وكول وعمي ًوىنهم لا ٍىفصون مصحىة وزٔبي الــتزلة في اًولاء واًبراء مدني ؿلى مفِوم إلايمان ؾيسمض حِر ٕاهَ ؾ
اًىديرت في الصهَا، وٕان حكووا بَِوذٍ في اًياز. وكان اس خزسامرم ٌَولاء ٔبمًصا س َاس  ًَا ومحاوًلة ًخعحَق منهجِم ؿلى 
 الفتمؽ وفصضَ من ذلال الذكام نلٌ حسج في كضَة اًلول بَِق اًلصبٓن.
 
 زات ًـ ا: زبٔي اًسَفِة الــاصرت:
ة اًسَفِة ؿلى ادذلاف ظوائفِا ٔبن اًولاء واًبراء ٔبظي من ٔبظول اًـلِست اًتي ٍىفص من ذاًفِا، ٍصى ٔبهعاز الـسزس
 وٕان ادذَفوا تـس رلع في تـغ اًعوز ُي جس خوحة اًىفص ٔبو اًخحسًؽ واًخفس َق؟
 وكاؿسثَ: ٔبمصان: ٔبظـي ذٍن إلاسلام): "081( محمد جن ؾحس اًُو اة ًلول
 ًم له، واًخحًصغ ؿلى رلع، والـوالات فَِ، وحىفير من حصنَ.ألول: ألمص تـحاذت لػ وحسٍ لا شر 
 "اًثاني: إلاهشاز ؾن اًشرك في ؾحاذت لػ، واًخلََغ في رلع، والــاذات فَِ، وحىفير من فـله
ُصوْا ًَِحئَْس َما كَسَّ َمْت ًَُِْم حََصى َنِثيرًا ّمِ ْنهُْم ًََخَوً َّْوَن الطَّ ِ ٍَن َنف َًو ـخبرون ٔبنَّ اًولاء واًبراء شرظ في إلايمان: نلٌ كال ثـالى 
ً َ َْ َِ َما اتخَّ َُشوُمضْ َبْو ًِ ََاء  َبهُفُسُِْم َبن َسخِ طَ اّلؽُ ؿَََْيهِ ْم َوِفي اًْ َـ َشاِة ُمضْ َذاِلصُ وَن 
ّ
َوًَْو َكاهُوا ًُْؤِمٌُوَن ِبالؼ واًيَِّبيِّ َوَما ُبىزَِل ا
 ). 181(َوًَـِىنَّ َنِثيرًا ّمِ ْنهُْم فَاِسُلون
كال اجن حيَة: " فسل رلع ؿلى: ٔبن إلايمان الـشهوز ًيفي اتخارمض ٔبًوَاء ًو ضاذٍ، لا يجتمؽ إلايمان واتخارمض ٔبًوَاء في 
 ). 281اًلَة"(
ٍو صون ٔبن ُشٍ الًٓة ًُست في ٔبُي اًىذاة فلط نلٌ ًنزله تـغ اًيَّاش، تي صاملة لزَؽ ٔبُي اًىفص ألظََين 
ًٕلاسلام مذن ًـحسون اًعواقَت ًو سؾون ألًوَاء ًو شبحون ٌَلدوز ٌو سبًٔون ٔبَُِا كاٍيهوذ واًيعازى، ٔبو الـيدس حين 
َبُنفَّاُزُكمْ َذْيرٌ ّمِ ْن ) 381الـسذ ، ومؽ رلع ًواٍيهم نثير من اًياش ًو يصِونهم زبما ؿلى ٔبُي اًخوحِس ًو سافـون ؾنهم(
 )481(ُبْوًَِئُكنْ َبْم ًَُكن جََصاءتٌ ِفي اًزُّ جُص ِ
يمَاِن َبْن ٍَى ُنلٌ ٍصون ٔبنَّ اًو
ّ
وَن الؽَّ ُ لاء واًبراء ٔبوزق ؾصى إلايمان: نلٌ كال اًيبي صلى الله عليه وسلم"زََلاٌج َمْن ُننَّ ِفِ َِ َوَخَس َحَلاَوَت الا
لاَّ ِلؽَّ ِ ، َوَبْن ٍَْىَص ٍَ
ّ
ً َ َْ َِ ِممَّ ا ِسَواُمطَا ، َوَبْن ُيحِ ةَّ اًَْمْصَء َلا ُيحِ حُّ َُ ا
ّ
َبْن ً َ ُـ وَذ ِفي ا ًُْىْفِص َكىَ ٍَْىَص ٍُ َبْن ًُْلَشَف ِفي  َوَزُسوُلهُ َبَحةَّ ا
 ).  581اًيَّاِز"(
َيجُة ؿلى ِكل مسٍلؿ ًَسٍُن بهشٍ اًـلِسِت ٔبْن ًواَلى ٔبََُِا ًو ـاذَى ٔبؿساَءُا فِحُة ٔبَُي اًخوحِِس ًلول اًفوسان: "
ٕاجصاَُيم والطٍن مـَ، الطٍن ُبِمْصَنا بالاكذساِء بهم؛  وإلاذلاِض ًو واٍِيهم، ًو ُحِلُغ ٔبَُي إلاشراِك ًو ـاذِيهم، ورلع من ملة ِ
                                                 
اب اٌٝ ) اٌذسس اٌغٕ١ح اٌذسس اٌغٕ١ح فٟ اٌىرة إٌعذ٠ح، ػٍّاء ٔعذ الأػلاَ ِٓ ػظش اٌش١خ محمد تٓ ػثذ اٌٛ٘081(
، ص 2َ، ض 6991٘ـ/7141ػظشٔا ٘زا، دساعح ٚذؽم١ك: ػثذ اٌشؼّٓ تٓ محمد تٓ لاعُ ، اٌطثؼح : اٌغادعح، 
 .22
 18،08عٛسج اٌّاثذج:) 181(
إٌاشش: ِعّغ اٌٍّه فٙذ ٌطثاػح اٌّظؽف ، ػثذ اٌشؼّٓ تٓ محمد تٓ لاعُخ: ) ِعّٛع اٌفراٜٚ ، اتٓ ذ١ّ١ح، 281(
 .71ص ‘7ض  َ5991٘ـ/6141 ، ىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠حاٌشش٠ف، اٌّذ٠ٕح إٌثٛ٠ح، اٌٍّّ
 لذَ اٌغٕأٟ، الله ػثذ ػظاَ اٌعاٍ٘١ٓ، ٚذؤٚ٠ً اٌغاٌ١ٓ ذؽش٠ف ت١ٓ ٚاٌثشاء، اٌٛلاء ؼم١مح ِخرظش )381(
 .11  ص ٘ـ،5241 اٌفٛصاْ، فٛصاْ اٌش١خ ٌٗ
 .34عٛسج اٌمّش:) 481(
 61 ُسل ؼذ٠س الإ٠ّاْ، ؼلاٚج تاب الإ٠ّاْ، وراب اٌثخاسٞ، أخشظٗ )581(
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ْر كَاًُوا  ًَِلْوِم ِم ْ
ّ
ْجَصا ُِ َيم َوالطَّ ِ ٍَن َم َـ َُ ا
ّ
ناَّ جَُصبُٓء ِمٌُْكنْ َوِممَّ ا  حِر ًلوُل س ححاهَ وثـالى: "كَْس َكاهَْت ًَُكنْ ُبْسَوٌت َحس َ يٌَة ِفي ا
ّ
ا
 ).681ُكنْ َوتََسا ت َ َْ ًٌََا َوتٌََُُْكنْ اًْ َـ َساَوُت َواًَْحْلَضاُء َبتًَسا َحى َّ ثُْؤِمٌُوا ِبالؽَّ ِ َوْحَس ٍُ "(ثَ ْـ ُحُسوَن ِمْن ُذوِن الؽَّ ِ َنَفْصَنا ج ِ
ُِْم َبْو ًِ ََاُء ْو ًِ ََاَء ت َ ْـ ض ُُو و مْن ذٍِن محمدٍ ؿَََ اًعلاُت واًسلاُم.كال ثـالى: (َياَبيهُّ َا الطَّ ِ ٍَن بَٓمٌُوا َلا ثَخَِّزُشوا اٍَْيهُوَذ َواًيََّعاَزى ب َ
نَّ الؽَّ َ َلا َيهِْسي اًَْلْوَم اًؼَّ ا ًِِمَين )(
ّ
ه َّ َُ ِمْنهُْم ا
ّ
 ).781ت َ ْـ ٍغ َوَمْن ًََخَوً َِّ ُْم ِمٌُْكنْ فَا
ٔبن إلاوسان ٕارا ٔبػِص ٌَمشرنين الـوافلة ؿلى ذٍنهم: دوفًا منهم، ومسازات لهم ومساُية؛ لصفؽ شرمض. ًو ترثة ؿلى رلع : 
. وٕارا كان في ذاز مٌـة، واس خسؾى بهم، وذذي في ظاؾتهم ؤبػِص الـوافلة ؿلى ذٍنهم اًحاظي، فٕاهَ كافص مثَِم..
ؤبؿانهم ؿَََ باًيصِت والـال، ووالامض وكعؽ الـوالات تٌَُ وتين الـسَمين، وظاز من حٌوذ اًشرك واًلداة ؤبَُِا، 
كافص، من ٔبصس اًياش ؿساوت لؼ وزسوله  تـسما كان من حٌوذ إلاذلاض واًخوحِس ؤبُله. فٕان ُشا لا ٌضم مسلؿ ٔبهَ
 ).881صلى الله عليه وسلم. ولا ٌس خثنى من رلع ٕالا الـىٍص (
ُو ىشا كان الرَط اًواضح تين ٔبحكام اًشرًـة اًتي مع فصوغ لا تخصح ؾن الذلال والذصام وهلَِا ٕالى ٔبحكام اًـلِست 
ا ٌَـيف واًلذي باسم الصٍن نلٌ وكؽ من الدِاذًين اًتي ثسوز تين اًىفص وإلايمان مسذلا ًخىفير سواذ الـسَمين وذافـ
 واًلاؿست وبٓدص ٕافصاساتهم ذاؾش.
 
 ذامًسا: موكف اًض َـة من اًولاء واًبراء
إلامامة ؾيس اًض َـة من ٔبزكان إلاسلام، ًو ـوذ اًولاء واًبراء ؾيسمض ٕالى مـخلس إلامامة ، فِم ًواًون كل من كال بحق 
 بي جىص وسائص ألمة، ًو خبرٔبون مذن ؿاذامض وذاًفِم.ألئمة في الرلافة، وثبرَّٔب من ب ٔ
فاًولاء واًبراء ؾيس اًض َـة نلٌ ؾيس كيرمض من اًفصق الكاًفة ٔلُي اًس ية ولاء مشُبي ملِس بألفكاز واًـلائس اًتي 
 ًؤمٌون بها.
 ).981»(ومن ضروزياث ذٍن إلامامِة اًبراءت من ٔببي جىص وعمص وؾثمان ومـاًو ة...:«الفَسي  ًلول
ٍو صون ٔبن مـصفة لػ اًواحدة ؿلى كل مكلف مـياُا: ثعسًق لػ ؾز وخي وثعسًق زسوله وموالات ؿلً، والائتمام 
 ). 091تَ وتبٔئمة اًِسى من تـسٍ، واًبراءت ٕالى لػ ؾز وخي من ؿسومض(
ِم ٕاني ٔبصِسك من كال: اٌََّ «)، كال: 191ومن ثبرٔب منهم وماث في ًََخَ ذذي الدية: زوى اًكلَني ثس يسٍ ؾن ٔبحسُلٌ(
ؤبصِس ملائىذم الـلّصتين، وحْلة ؾصصم الـععفين ٔبهم ٔبهت لػ لا ٕاله ٕالا ٔبهت اًصحْن اًصحيم، ؤبن محمدًا ؾحسك 
وزسولع، ؤبن فلاًنا ٕامامس ووًيي ؤبن ٔبباٍ زسول لػ صلى الله عليه وآله وسلم وؿلً والذسن والذسين وفلاًنا وفلاًنا حى  ًًتهيي ٕاًََ 
رلع ٔبحِا، وؿَََ ٔبموث، وؿَََ ٔبتـر ًوم اًلِامة، ؤبجصٔب من فلان وفلان وفلان. فٕان ماث من ًََخَ ٔبًوَائي، ؿلى 
 ).291»(ذذي الدية
ًوَت صـصي ٔبي فصق تين من نفص بالؼ س ححاهَ وزسوله، وتين من نفص بألئمة ؿَيهم «كال ًوسف اًححصاني : 
                                                 
 .4) عٛسج اٌّّرؽٕح:681(
 .15اٌّاثذج:) عٛسج 781(
عٍ١ّاْ تٓ ػثذ الله تٓ محمد تٓ ػثذ اٌٛ٘اب، ذمذ٠ُ: اٌٌٛ١ذ تٓ ػثذ  ، الإششان أً٘ ِٛالاج ؼىُ فٟ اٌذلاثً )881(
 .11 صاٌشؼّٓ اٌفش٠اْ، ِىرثح داس اٌٙذا٠ح، اٌش٠اع
  71 ص ٘ـ،0241 ٚاٌرٛص٠غ، ٌٍٕشش اٌٙذٜ ِئعغح دسواٟ٘، ؼغ١ٓ خ: تالشاٌّعٍغٟ، محمد اٌؼماثذ، )981(
  48) اٌىافٟ  اٌىٍ١ٕٟ، خ: ػٍٝ أوثش اٌغفاسٞ، داس اٌىرة الإعلاِ١ح، طٙشاْ، اٌطثؼح اٌخاِغح،  ص 091(
 اٌثالش. أتاٖ أٚ اٌظادق ظؼفش أٞ: )191(
 .983ص  2) اٌىافٟ ، ض 291(




 ).391»(اًسلام مؽ زحوث هون إلامامة من ٔبظول الصٍن
اؿلؿ ٔبن ٕاظلاق ًفغ اًشرك واًىفص ؿلى من لؾ ًـخلس ٕبامامة ٔبمير الـؤمٌين وألئمة من ولصٍ ؿَيهم «َسي: وكال الف
 ).491»(اًسلام، وفّضي ؿَيهم كيرمض؛ ًسل ؿلى ٔبنهم نفاز مخلضون في اًياز
ٕانما ُو اًولاء  ولٍي اًلول ؾيسمض: ٔبهَ ٕارا كاهت إلامامة ٔبساش الـشُة وزهن الصٍن فٕان حجز اًزاًو ة وؾلٌذ ُشا اًصهن
 ًلائمة واًبراء مذن ذاًفِم واقخعة حلِم نلٌ ٍزعمون ولا ٍىون اًفصذ ص َـ ًَا ٕالا تشلع.
 ساذًسا: زبٔي الذسازة في اًولاء واًبراء:
لؾ حىن الذسازة ًخضَف خسًسا ٕالى اًولاء واًبراء ًولا ٔبنها ٔبزاذث ٔبن ٍىون ُياك ولاء فلط ذون ٔبن ٌس خَزم رلع 
ٔبهَ حي لــضلة اًخىفير الطي وكؽ ثسخة اًولاء واًبراء، فصٔبًيا ٔبحسمض ًًؤف نخابا تـيوان هـم  جصاء، ُو شا ما ػيوا
) ًو ضَف ٔبدص تبٔن اًولاء الطي ٔبتى تَ إلاسلام لا ًخعاذم مؽ  باقي اًولاءاث ولا ًَلي ٔبحسُا 591ٌَولاء.. لا ٌَبراء،(
اًلدلً مثلا ٔبكوى ؤبفضي من اًولاء ٌلضٍن، الٓدص ، ٌوَفصذ الذق في ٔبن ًبٔذش تبٔي ولاء صاء، وكس ٍىون اًولاء 
فِلول:"ٕان اًصسالاث اًسلًٌو ة وذاتمِا إلاسلام خاءث ًخضَف ولاًء خسًسًا ًخجاوس اًولاء ألسزي واًضـائصي 
واًلدلً. وكَيا ٕان ُشٍ اًولاءاث الـخـسذت في ظوزُا لا ثخعاذم ولاًَلي ٔبحسُا الٓدص. لاتي ٕاهيا نجس اًولاء اًـلائسي 
ِاًنا من اًولاء ألسزي واًـضائصي، مثال رلع ٕايمان حْزت جن ؾحس الـعَة عُ اًيبي صلى الله عليه وسلم الطي خاء هدِجة ًولاء ًًدؽ ٔبح 
ٔبسزي صرف هَمحَ في ذٍبر مؽ ٔببي جهي، ونجس ٔبن اًولاء ألذلاقي، كاًعسق واًوفاء واًىصم وإلاًثاز وكُير ا من 
اًـلائسي مثال رلع ذبر ؾحس لػ جن ٔبًزلط مؽ اًيبي صلى الله عليه وسلم وظاحدَ ٔببي  مكازم ألذلاق كس ًلوى ًَعلى ؿلى اًولاء
 ).691جىص ًوم اًِجصت، وذبر الذاظة جن ٔببي تَخـة مؽ اًصسول ومؽ كومَ في فذح مىة(
 ثم ٍصثحون ؿلى رلع جملة ٔبحكام:
 ٕاهصاٍ فيها ولا كِص، وتخخَف ٔبًو ِا: ٔبن ُشٍ اًولاءاث ؿلى ثـسذُا ادذَاًزة ثلدي الزؽ تـضِا مؽ تـغ، لا  
 ٔبًووياتها من ٕاوسان ٕالى بٓدص.
ثاىيها: ٔبن اًيبي اًىصيم ؾضيرثَ اًعلصى تيو ؾحس الـعَة، وؾضيرثَ اًىبرى تيو ُاشم، وكدََخَ كٌصش،   
وكومَ اًـصة، وصـحَ مض ٔبُي الـسًية الـيوزت من مؤمٌين ويهوذ ؾيسما ُاحص ٕاٍيها ؤبسس ذًوخَ، ؤبمُذَ مض كل من 
 من تًدوثَ وظّسق جصساًخَ.ب ٓ 
)، ىزل في مىة ٕاًشاًنا تحسء مٌعلي ٌلضؾوت اًتي س خدسؽ فيما تـس 791(اَلكَْصِتَين} َؾِضَيرثَم َ {َوَبهِشز ْ ثاٍثها: ٔبن كوله ثـالى 
ًدضمي اًلوم، ثم ثدسؽ مصت ٔبدصى ًدضمي إلاوسان حِثما كان ِتَلّغِ اًيؼص ؾن ًوهَ وؾصكَ ًوساهَ وموكـَ الدلصافي 
لاَّ  َبْزَسَْيَاك َ {َوَماحتماؾي، معساكًا ًلوله ثـالىوالا
ّ
). ُو شٍ الًٓة ثحين اًولاء الدسًس الطي كَيا ٕاهَ 891(ٌ َِّْ َـ اًَِمَين} َزْحَْ ة ً ا
 تجاوس كل اًولاءاث اًساتلة ذون ٔبن ًخضازة مـِا.
                                                 
د لإؼ١اء اٌرشاز، ت١شٚخ ض ) اٌؽذاثك إٌاضشج فٟ أؼىاَ اٌؼرشج اٌطا٘شج، ٠ٛعف اٌثؽشأٟ، ِئعغح آي اٌث١391(
 .351، ص81
) تؽاس الأٔٛاس اٌعاِؼح ٌذسس الأثّح الأطٙاس، محمد تالش اٌّعٍغٟ، داس اؼ١اء اٌىرة الإعلاِ١ح، ت١شٚخ، ض 491(
 . 093، ص32
 َ.7002ٔؼُ ٌٍٛلاء لا ٌٍثشاء،  ظّاي اٌثٕا، ِٓ ٔشش اٌّئٌف ) 591( 
عاخ اٌفىش٠ح اٌّؼاطشج، ت١شٚخ، اٌطثؼح الأٌٚٝ ذعف١ف ِٕاتغ الإس٘اب، محمد شؽشٚس، ِئعغح اٌذسا )691(
 .202َ، ص8002
 .412اٌشؼشاء  ) عٛسج791(
 .701الأٔث١اء  ) عٛسج891(
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، كان من ٔبجصس مذيزاث الفتمـاث زاتـِا: ٔبن اًولاء جكل ٔبصكاله، ولاء اًـضيرت وولاء اًلدَلة وولاء ألمة بهشا اًترثُة
 اًـصتَة مٌش ٔبن ُوخسث في تواذيها وحواضرُا.
 ُو شا اًكلام ٍصاذ تَ ٔبلا حىون ُياك مٌاصرت ٌَمسَمين وولاء لهم يجة ٔبن ًلسم ؿلى باقي اًولاءاث.
َ ٔبمص ادذَازي، تي ٕان ُؤلاء ًٍصسون ٔبن ًعَوا ٕالى ٔبن الاوسان لا ًؤاَذش ٕارا كسم ٔبو والى كير الـسلؿ ؿلى ذًيَ ٔله
ُو شا ٔبمص مخاًف لـا اس خلص ؿَََ إلاحلٌغ من حِر ٕان اًولاء في الصٍن لا ٍىون ٕالا ٌَمسَمين؛ فىون ٕاوسان يخاًف 
 رلع ًو لسم ولاء اًـضيرت ٔبو اًلوم ؿلى ذًيَ ًـخبر هلضا ًٕلايمان الطي ذذي ًَ.
حين ًلصز ٔبن ًخزش ًيفسَ ًو ًَا مذَّح َـ ًا ًللضٍ في كل  "ؿلاكة ٕاوساهَة احتماؾَة، ثحسٔب ؾيس اًفصذ فىصًا هؼصيا ًواًولاء ؾيسمض 
)، ثم 991(اًَْزْيرَ اِث} فَاْسدَِدُلوا ْ ُمَوٍ ِّيهَا ُ و َ ِوْجهَة ٌ {َوًُِكل ٍّماًفـي، ًو بٔتم تَ في كل ما ًـمي، ُو شا مـنى كوله ثـالى:
لٌؿة من اًياش ثوحسث ؾيسمض ثعحح سَوًكا عمَ ًَا يجسس رلع اًفىص اًيؼصي، فٕان ٔبظحح اًولي الـخَحؽ واحسًا ؾيس ح
 ).002اًوجهة"(
ومن ذلال ما س حق من ٔبكوال ٌَفَصِق ىصى ٔبن اًولاء هلي من هوهَ ولاء معَلا ًٕلاسلام ٕالى ولاء ملِس تفصكة مـَية ٔبو 
حزة مـين نلٌ ظحلَ الروازح وإلاباضَة واًض َـة واًسَفِة الــاصرت. ولا صم ٔبن رلع ملاٍص ٌَولاء الطي ٔبزاذٍ لػ 
 سَمين ملاٍصت تًٌُة .من الـ 
ًسذي في هعاق ألموز الاحتماؾَة اًتي ثًذج ؾن ألظول اًـلسًة، فٕاكامة وكاة ؾن ُؤلاء جمَـا ٔبن اًولاء واًبراء 
زاتط ذًني تين حلٌؿة واحست من خًس َاث مخخَفة ًوخس تُنهم مجتمؽ كائم ؿلى اًولاء من ٔبفصاذٍ له واًبراءت مذن ذاًفَ، 
بما يخي تواحداث الفتمؽ ٍىون كس فلَس زافسا من زوافس تياء الفتمؽ الطي ٔبكيم ؿلى ٔبظول ؾلسًة، وٕارا كام ٔبحس ٔبفصاذٍ 
 ًوىٌَ لا يخصح ؾن ألظي اًـلسي ٕالا ٕارا ٔبكص تشلع.
وما س حق من بٓزاء ثبٔذشنا ٕالى تَان ؿلاكة اًولاء واًبراء بإلايمان مؽ مٌاكضة تـغ ألذلة اًتي ٍتمسم بها الكاًفون في 
 ولاء واًبراء من ٔبظول اًـلائس.ؿّس اً
 الـححر اًثاًر                                                   
 ؿلاكة اًولاء واًبراء بإلايمان
ًـخبر نثير مذن ًـسون اًولاء واًبراء مـخلًسا ٔبهَ ًُس ٔبمًصا حكلَفًِا مٌفعًلا ؾن ألمص تبٔظي إلايمان؛ لٔن ألمص بالصدول 
ُو شا موظن اثفاق تُنهم  )102 حسوج مـخلس اًولاء واًبراء في كَة الـسلؿ وكت ذدوله فَِ.(في إلاسلام ًلذضي
وتين ٔبُي اًس ية ألصاؾصت، تَس ٔبنهم ادذَفوا في ؿسٍ مـخلًسا ؤبظًلا تُنما اؾخٍبر ألصاؾصت فصؿًا من فصوغ اًـلِست وثمصت 
 من ثماز إلايمان. 
يمان فلا يمىن ؿسٍ مـخلًسا؛ لٔهَ ٔبثص وثمصت من ثماز إلايمان، ٔلن مشُة وٕارا كان اًولاء واًبراء لا ًيفعي ؾن ٔبظي الا ٕ
ٔبُي اًس ية في اًـلائس ٔبنهم لا ًـخبرون صُئا من ٔبظول اًـلِست ٕالا ٕارا كان ٔبمًصا وزذ تَ اًيط اًلاظؽ الـس خلي، ولا 
خحَ وزسله واًَوم الٓدص وباًلسز، ٌسدٌس ٔبو لا ًددؽ ٔبمًصا بٓدص، فلس وزذ مثًلا ألمص توحوة إلايمان بالؼ وملائىذَ ون 
فـسُا اًـَلٌء من ٔبظول اًـلِست، ٔبما اًولاء واًبراء فِو ٔبمص لا ًـسو ٔبن ٍىون زاتعة كَحَة هخجت ؾن إلايمان تسٍن 
واحس ٔبوخس اًخلاحم واًتراتط تين ٔبفصاذ الفتمؽ الدسًس. ُو شٍ س ية هوهَة كدي ٔبن حىون جشرًـَة؛ ًعحَـة اًخسافؽ الفتمـي 
                                                 
 .841اٌثمشج  ) عٛسج991(
  332ذعف١ف ِٕاتغ الإس٘اب ، ص ) 002(
 .73) ٠شاظغ: اٌٛلاء ٚاٌثشاء ت١ٓ اٌغٍٛ ٚاٌعفاء، اٌشش٠ف ؼاذُ ػٟٛٔ، ِٓ ٔشش اٌّئٌف، اٌطثؼح اٌشاتؼح، ص102(




من صبٔهَ إلاتلاء ؿلى اًحشل واًـعاء ثـمًيرا ًٔلزط وكِاًما بالـِمة اًتي وخس إلاوسان من ٔبخَِا. ٕار ًولا ذفؽ لػ  الطي
 اًياش تـضِم تحـغ ًفسسث ألزط.
بالؼ  ) ٔبي: لا ًوخس من ًؤمن202ًلول اجن ؾعَة في كوله ؼ ثـالى ؼ: (لا َتجِ ُس كَْوًما ًُْؤِمٌُوَن ِبالؽَّ ِ َواًْ ََْوِم الِٓدِص)(
 ). 302واًحـر ًواذ من حاذ لػ من حِر ُو محاذ؛ ٔلهَ حِيئٍش ًوذ القاذت، ورلع ًوحة ٔبلا ٍىون مؤمًٌا"(
 ٔبولا:ً مـنى إلايمان ؾيس ٔبُي اًس ية والزاؿة:
)، ٔبي: ثعسًق 402تياء ؿلى ما س حق فسر إلايمان الــِوذ شرؿًا ؾيس جمِوز ألصاؾصت والـاحًصسًة تبٔهَ اًخعسًق،(
يما ؿلؿ مجَئَ تَ من الصٍن باًضِوزت، ومـنى اًخعسًق اًلدول وإلارؿان لـا خاء تَ صلى الله عليه وسلم. وكس رُة تـغ ٔبُي اًيبي ف
 اًس ية ٕالى ٔبن إلايمان ؾلس وكول وعمي، كُٔي الذسًر وتـغ الـيدس حين ٕالى اًسَفِة اًَوم.
اًوازذت في ُشٍ الـسبٔلة ٕاُساز ًحـغ وٕاظلاق اًلول في هون إلايمان كول وعمي ذون هؼص وجمؽ تين اًيعوض 
 الٓدص. ِااًيعوض وٕاؾلٌل ًحـض 
ؿلى ٔبن تـغ اًـلٌء وفق تين اًصٔبًين بحمي حسًر خًبري وما في مـياٍ ؿلى ٔبن إلايمان ُو الاؾخلاذ، ؤبن إلاسلام 
خلاذ من ُو اًلول واًـمي، وحَْوا حسًر إلايمان تضؽ وس حـون صـحة، وما في مـياٍ ؿلى ٔبن إلايمان ٌضمي الاؾ 
 حِر ٕاهَ ُو حلِلة إلايمان، ٌوضمي ألكوال وألؾلٌل من حِر ٕانها ثمصت إلايمان.
فمن كال من اًسَف: إلايمان كول وعمي، فِو حََح باًيؼص ٕالى ذزخاث إلايمان من ٔبذناُا ٕالى ٔبؿلاُا، فكللٌ كوي 
ًعالح، وبهشا ٍىون إلايمان صامًلا ٌَلول إلايمان وازثلى مثلال رزت ؾن الصزخة الصهَا، فِشا من اًكلم اًعَة واًـمي ا
 واًـمي.
ومن كال إلايمان ُو: اًخعسًق حََح باًيؼص ٕالى الصزخة الصهَا من ذزخاث إلايمان اًتي مع ٕارؿان اًيفس ودضوؾِا، 
تي حىون ُو شا ُو الدزء الطي ًيلي الـصء من ذائصت اًىفص ٕالى ذائصت إلايمان، وما ساذ فٕانما ًيلله تين ذزخاث إلايمان واً
 )502باًـمي.(
وهط ؿلى رلع سَعان اًـَلٌء اًـز جن ؾحس اًسلام، ثم تين ٔبن ٔبكَة اس خـلٌله في اًخعسًق، ُو و الـخحاذز ٕالى 
 ) وذاًف في ُشا الــنى ظوائف من اًياش.602ألفِام ؾيس إلاظلاق.(
 ثاهَا: ؿلاكة إلايمان باًـمي:
: " َيا -ثـالى  –لالة اًيعوض اًوازذت ؿلى رلع، نلوله رُة ٔبُي اًس ية ٕالى ٔبن اًـمي شرظ نلٌل في إلايمان، لص
: "  َيا َبيهُّ َا -ثـالى  –) ، وكوله 702َبيهُّ َا الطَّ ِ ٍَن بَٓمٌُوا اْزَن ُـ وا َواْسجُ ُسوا َواْؾُحُسوا َزجَُّكنْ َوافْ َـ َُوا اًَْزْيرَ ً َ َـ ََُّكنْ ثُْف َُِحون "(
                                                 
 . 22) عٛسج اٌّعادٌح آ٠ح 202(
ػثذ اٌغلاَ ػثذ اٌشافٟ محمد، داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح، ) اٌّؽشس اٌٛظ١ض فٟ ذفغ١ش اٌىراب اٌؼض٠ض، لاتٓ ػط١ح، 302(
 7381ص  ٘ـ،  2241 -ت١شٚخ، اٌطثؼح: الأٌٚٝ 
ٌٙذا٠ح ) ٚ( الاػرماد اٌٟ عث١ً ا153) ِٚا تؼذ٘ا، ٚ( اٌفشق ت١ٓ اٌفشق ص  625ص 3٠شاظغ : (اٌّٛالف ض) 402(
) ِٚا تؼذ٘ا ، ٚ(اٌفشق ت١ٓ 471ص1ٚاٌششاد ػٍٟ ِز٘ة اٌغٍف ٚأطؽاب اٌؽذ٠س) أؼّذ تٓ اٌؽغ١ٓ اٌث١ٙمٟ(ض
 ) ِٚا تؼذ٘ا. 22ص 2) ِٚا تؼذ٘ا، اٌرفغ١ش اٌىث١ش ٌٍشاصٞ.(ض343ص 1اٌفشق ض
َ، ض 9791ٌٚٝ ٠ٕظش: إٌّٙاض فٟ شؼة الإ٠ّاْ، اٌؽٍ١ّٟ، ذؽم١ك: ؼٍّٟ محمد فٛدج، داس اٌفىش، اٌطثؼح الأ 502((
 ٚػماثذ الأشاػشج فٟ ؼٛاس ٘ادة ِغ شثٙاخ إٌّاٚث١ٓ،  طلاغ الإدٌثٟ، تذْٚ ذاس٠خ طثغ ،  91 – 81، ص 1
 ِٚا تؼذ٘ا 142ص 
) ٠شاظغ: ِؼٕٝ الإ٠ّاْ ٚالإعلاَ أٚ اٌفشق ت١ٓ الإ٠ّاْ ٚالإعلاَ، اٌؼض تٓ ػثذ اٌغلاَ، ذؽم١ك: ا٠اد خاٌذ 602(
 .01١شٚخ، ص اٌطثاع، طثغ داس اٌفىش اٌّؼاطش ت
 ).77) عٛسج اٌؽط (702(
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). ًوـعف اًـمي ؿلى إلايمان في كير موضؽ، 802ٍم َؾَسى َبْن ٍَُىوهُوا َذْيرً ا ِمْنهُْم "(الطَّ ِ ٍَن بَٓمٌُوا َلا ٌَْسَرْص كَْوٌم ِمْن كَو ْ
 ووزوذ بٓياث ثسل ؿلى ٔبن إلايمان والــاصي كس يجتمـان.
فمن ٔبتى باًـمي فلس حعي اًىلٌل، ومن حصنَ فِو مؤمن، ًىٌَ فّوث ؿلى هفسَ اًىلٌل ٕارا لؾ ٍىن مؽ   
 ).902صمٌّ في مشروؾَخَ، وٕالا فِو كافص فيما ؿُلؿ من الصٍن باًضِوزت.( رلع اس خحلال ٔبو ؾياذ ٌَضازغ ٔبو
كال اًـز جن ؾحس اًسلام: "اًـمي بملذضى إلايمان من فوائسٍ وثمصاثَ وفصوؿَ ومسخداثَ، ٔبلا حصى ٔبن اًـصة ًخجوسون 
 ).012ََ َْ َِ ِتِمثِْي َما اْؾَخَسى ؿَََ َْ ُكنْ .. "(ٕباظلاق اسم الـثمص ؿلى ثمصثَ، نلوله ثـالى: "فََمِن اْؾَخَسى ؿَََ َْ ُكنْ فَاْؾَخُسوْا ؿَ 
ورُحت الــتزلة ٕالى ٔبن اًـمي زهن من إلايمان؛ ٔلنهم ًلًوون: ٕان إلايمان عمي وهعق واؾخلاذ، فمن حصك  -
اًـمي فَُس بمؤمن؛ ًفلس حزء من إلايمان ُو و اًـمي، ولا كافص؛ ًوحوذ اًخعسًق، فِو ؾيسمض في منزلة تين 
 ).112ين إلايمان واًىفص، وُيخَلضَّ في اًياز، ًو ُ َـ شَّ ة تبٔكيَّ من ؿشاة اًكافص(الـًنزخين، ٔبي ت
والروازح ٍصون نلٌ ٍصى الــتزلة ٔبن إلايمان مىوَّ ن من ألحزاء اًثلازة: اًخعسًق، وإلاكصاز واًـمي،  -
 ًوىنهم يجـَونها في مصثحة واحست، فمن حصك اًـمي حكووا ؿَََ باًىفص والرَوذ في اًياز.
 
 ثا: ثبٔظَي الـسبٔلة:ثا ً
ٕارا كان مـخلس اًولاء واًبراء ثمصت من ثماز إلايمان، فٕاهَ لا يمىن ؿسٍ مـخلًسا مس خلًلا ًسذي في باة اًـلائس، لطا فٕان 
ُياك فصق تين الــخلس الطي ُو ٔبمص ثعسًلي كَبي وتين ما ًًذج ؾيَ من ٔبؾلٌل ٔبو ما ٌس خَزمَ من ثصِفاث ؤبحكام، 
ية ألصاؾصت من رهص ُشا اًحاة في جملة اًـلائس اًتي يجة ؿلى إلاوسان ٔبن ًـخلسُا، تي لؾ لطا لؾ نجس من ٔبُي اًس 
نجس ٔبحًسا مذن ٍزعُ ُؤلاء الاهتماء ٕاٍيهم من ٔبُي اًسَف ؿس رلع من كدَي ألموز الاؾخلاذًة حى  حـٍَو مض ٔبظي 
 ).212ألظول نلٌ حكَ كير واحس منهم(
اء مـخلًسا مس خلًلا ًيعَلون في رلع من ذلال تـغ بٓياث اًلصبٓن اًىصيم تَس ٔبن نثًيرا مذن ؿسوا اًولاء واًبر  
وألحاذًر اًيحًو ة اًشرًفة اًتي وزذث في س َاق اًـموم ًو ًدلي ثلَِسُا بمحىلٌث اًلصبٓن اًلعـَة اًتي وزذث في 
الـلِس وكِسوا هفس اًحاة، ًوىنهم ٔبؾصضوا ؾن القىلٌث واًلعـَاث وثياًووا ما سواُا ٔبو دععوا القكن ؤبظَلوا 
 الـعَق تل ًَا من ؾيس ٔبهفسِم.
 اًلاؿست الذاكهة في ُشٍ الـسبٔلة كوله ثـالى (لا ٍَْنهَاُكمُ الؽَّ ُ َؾِن الطَّ ِ ٍَن ًَْم ًَُلاِثَُوُكمْ ...)
 والٓياث ألدصى اًتي وزذث في س َاق اًولاء واًبراء فٕانها حصذ كلِا ٕالى ُشٍ اًلاؿست وتحمي ؿلى مـاني لا ًيرصم مـِا
 الــنى اًـام.
نلٌ ٔبن من اًلواؿس الـلصزت في ؿلؿ ألظول ٔبن ٔبمراث اًفضائي مذا لا ًسذَِا اًًسخ ٔبتًسا. ما اؾتمسنا ؿَََ في تَان 
اًلاؿست الذاكهة ًوزوذ ما ًسل ؿلى مـاملة كير الـسَمين باًبرس ُو شا ما بٔنسٍ اًواكؽ وحصى ؿَََ عمي اًصسول 
 واًعحاتة من تـسٍ.
                                                 
 ).11اٌؽعشاخ () عٛسج 802(
َ، ص 4002) أظش: ؼاش١ح اٌث١عٛسٞ ػٍٝ ظٛ٘شج اٌرٛؼ١ذ، داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح، ت١شٚخ، اٌطثؼح اٌصأ١ح، 902(
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 9) ِؼٕٝ الإ٠ّاْ ٚالإعلاَ، اٌؼض تٓ ػثذ اٌغلاَ. ص 012(
   008٠ٕظش: ششغ الأطٛي اٌخّغح اٌماضٟ ػثذ اٌعثاس ص  )112(
، اٌٛلاء  161، إٌّح ششغ اػرماد أً٘ اٌغٕح،  ٠اعشتش٘اِٟ ص  1) ٠ٕظش: اٌٛلاء ٚاٌثشاء ٌٍفٛصاْ ص212(
 74اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح،اٌطثؼح: الأٌٚٝ، ص  -ٚاٌثشاء، محمد عؼ١ذ اٌمؽطأٟ،   داس ط١ثح، اٌش٠اع 




ًـني ٔبهَ ًُست ُياك ولاًة ومٌاصرت تين الـسَمين وٕانما ملعوذٍ ٔبهَ لا ًـخبر مـخلًسا مس خلًلا ٍىفص من  واًكلام ُيا لا
 ذاًفَ.
 
 زاتـا: ؾصط ًحـغ ٔبذلة الـدضسذٍن في ؿس اًولاء ؾلِست مس خللة:
 سوف ٔبؾصط ًٔلذلة اًتي اسدٌس ٕاٍيها ُؤلاء في رلع، مٌاكضا ذلاٍتهم فيها. 
 الصًَي ألول:
ه ََّما َو ًَُُِّكنُ ُلػ َوَزُسوُلهُ َوالطَّ ِ ٍَن ب َٓ َمٌُوا الطَّ ِ ٍَن ًُِليُوَن اًعَّ َلاَت َوًُْؤثُوَن اًزَّ َكاَت خذون ٌَولاء تلول لػ س ححاهَاس خسل الـث 
ّ
: [ا
 ).312(َوُمضْ َزاِن ُـ وَن] 
ين، فلعـت ما ٕان ُشٍ اًيعوض وكُير ا: كس زتت الـسَمين ؿلى مـصفة هَس ٔبُي اًىذاة ًٕلاسلام والـسَم ًلًوون:
في هفوش تـغ الـسَمين من وذ وولاء ًِؤلاء ألؿساء، من ٔبخي ٔبن ٍىون اًولاء لؼ ًوصسوله ٌوَمؤمٌين 
 ). 412فلط(
نَّ ِحْزَة ِلػ ُمضُ اًَلا ًُِحوَن](
ّ
 ).512ومثله كول لػ س ححاهَ: [َوَمْن ًََخَولَّ َلػ َوَزُسوَلهُ َوالطَّ ِ ٍَن ب َٓ َمٌُوا فَا
وما في مـياُا ثسل ؿلى ٔبن اًولاء واًبراء خاء مصثحعا بإلايمان ٔكموز نثيرت ٔبًضا خاءث مصثحعة تَ ٔبكول: ُشٍ الٓياث 
كألدوت تين الـؤمٌين وٕاهصام الداز وكير رلع، فِشٍ ٕان ذًت فٕانما ثسل ؿلى كوت اًـلِست في هفس ظاحبها وتمىنها من 
ًيا ٔبن كل ٔبمص من اًفضائي والــاملاث ازثحط بإلايمان ٔبن كَحَ، فِيي كالٓثاز واًثماز اًتي ثًذج ؾن إلايمان، وٕالا ًعح 
نجـله ؾلِست فٌلول ؾلِست ألدوت وؾلِست ٔبهصام الداز وؾلِست جص اًوالصٍن، ًوـي ُشا ما وكؽ فَِ نثير من ًـسون 
 اًولاء واًبراء من كدَي الاؾخلاذاث.
 الصًَي اًثاني:
 يي ؾن موالات كيرمض في نثير من الٓياث:ٍصون ٔبهَ نلٌ وزذ ألمص بموالات الـؤمٌين وزذ اٍنه 
ََاَء ت َ ْـ ُضُِْم َبْو ًِ ََاُء منها ما ثـَق باًولاء ٔلُي اًىذاة نلوله ثـالى : [َيا َبيهُّ َا الطَّ ِ ٍَن ب َٓ َمٌُوا َلا ثَخَِّزُشوا اٍَيهُوَذ َواًيََّعاَزى َبو ًِْ
نَّ لػ َ
ّ
ه َّ َُ ِمْنهُْم ا
ّ
 ).612 َلا َيهِْسي اًَلْوَم اًؼَّ ا ًِِمَين](ت َ ْـ ٍغ َوَمْن ًََخَوً َِّ ُْم ِمٌُْكنْ فَا
ه َّ َُ ِمْنهُم ْ ًولس تين اجن ؾحاش الـصاذ بهشٍ الًٓة فيما هلله اًصاسي ؾيَ حِر كال:"
ّ
كال اجن ؾحاش » َوَمن ًََخَوً َِّ ُْم ّمٌُكنْ فَا
 ).712ًٍصس كٔهَ مثَِم ُو شا ثلََغ من لػ وجضسًس في وحوة مجاهَة الكاًف في الصٍن" (
لاَّ   كوله ثـالى "لاَّ ًَخَِّزِش اًُْمْؤِمٌُوَن ا ًَْكاِفصٍَِن َبْو ًِ ََاء ِمن ُذْوِن اًُْمْؤِم ٌَِين َوَمن ًَْف َـ ْي َرِلعَ فََََُْس ومثله
ّ
ِمَن الؽَّ ِ ِفي َشيْ ٍء ا
َلى الؽَّ ِ اًَْمِعُير"(
ّ
 ) 812َبن ثَخَُّلوْا ِمْنهُْم ثَُلاًت َوُيحَ ّشِ ُزُكمُ الؽَّ ُ هَْفَس َُ َوا
ول: تين اًعاُص اجن ؿاصوز الــنى تلوله" والــنى: مداؿسٍن الـؤمٌين ٔبي في اًولاًة، ُو و ثلَِس ٌَنهيي بحسة ٔبك
اًؼاُص، فِىون الـنهيي ؾيَ اتخار اًكافٍصن ٔبًوَاء ذون الـؤمٌين، ٔبي ولاًة الـؤمن اًىفاز اًتي ثيافي ولاًخَ الـؤمٌين، 
 ).912ؤمٌين، ؤبظي اًلِوذ ٔبن حىون ًلاحتراس" (ورلع ؾيسما ٍىون في ثولي اًكافٍصن ٕاضراز بالـ
                                                 
 .55اٌّاثذج:) عٛسج 312(
 971اٌٛلاء ٚاٌثشاء، اٌمؽطأٟ، ص ) 412(
 .65اٌّاثذج: ) عٛسج512(
 .15اٌّاثذج:) عٛسج 612(
 51ص  21ِفاذ١ػ اٌغ١ة ض ) 712(
 . 82) عٛسج آي ػّشاْ آ٠ح سلُ 812(
 17ص  3اٌرؽش٠ش ٚاٌرٕٛ٠ش،  ض ) 912(
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ًلاحغ ؿلى ما رهص من ٔبذلة : ٔبن اًكلام اًوازذ في اًولاء واًبراء مٌعة ؿلى الصٍن كلَ، فلا يجوس ٔبن هعحق ٔبحكامَ 
تين الـسَمين وتـضِم اًحـغ، ٕالا بمـنى ما ًًذلط من إلايمان لا بمـنى ما يخصح من إلايمان؛ لطا فٕاحلٌغ اًـَلٌء في 
الـوالات واًبراءت ٕانما ُو في الصٍن ولا صم ٔبن الطي هخبرٔب مٌَ ٕانما كان ًيلضَ اًـِس الطي ذذي تَ في الصٍن، لا ٔلهَ لؾ 
.. لا ًوخس من ًؤمن بالؼ واًحـر ًواذ َمْن َحاذَّ الؽَّ َ من حِر ُو محاذ ؛ ٍىن مواًَا ٌَمسَمين،  كال اجن ؾعَة "
 ).022ة ٔبن لا ٍىون مؤمٌا" (ٔلهَ حِيئش ًوذ القاذت، ورلع ًوح
كال اجن اًعيـاني: الـوالات القصمة بإلاحلٌغ مع ٔبن تحة اًكافص ًىفٍص واًـاصي لــعَخَ، لا ًسخة بٓدص: من خَة 
 ).122هفؽ ٔبو ذفؽ ضرز ٔبو دعلة ذير فَِ.(
 الصًَي اًثاًر:
 تزؾُو ا من س َاكِا:ونلٌ حَْوا بٓياث اًلصبٓن ؿلى كير مـياُا نشلع حَْوا تـغ ٔبحاذًر اًيبي اًىصيم واه
منها ما زواٍ اجن ٕاسحاق ؾن ؾصوت جن اًزتير وكٍير ٔبن حاظة جن ٔببي تَخـة نخة نخاًبا ٕالى كٌصش وتـثَ  -2
فلال : يا  مؽ امصٔبت يخبرمض فَِ ٔبن اًيبي صلى الله عليه وسلم سُسير ٕاٍيهم ورلع ًفذح مىة ، فَلٌ ؿلؿ اًيبي صلى الله عليه وسلم تشلع ذؿا حاظحا ً
حْلغ ؿلى ُشا ؟ فلال : يا زسول لػ ٔبما ولػ ٕاني لـؤمن بالؼ وزسوله ، ما كيرث ولا تسًت ، ًوىن حاظة ما 
نيت امصٔب ًُس لي في اًلوم من ٔبظي ولا ؾضيرت ، وكان لي تين ٔبػِصمض ولص ؤبُي ، فعاهـتهم ؿَيهم ، فلال عمص 
، فلال زسول لػ صلى الله عليه وسلم : وما ًسًزم يا جن الرعاة : يا زسول لػ ، ذؾني فٔلضرة ؾيلَ فٕان اًصخي كس نافق 
عمص ًـي لػ كس اظَؽ ؿلى ٔبحَاة تسز ًوم تسز فلال : اعمَوا ما صئتم فلس قفصث ًكن فبٔىزل لػ ثـالى في حاظة: 
ٍَيه ِْ
ّ
)، فيرون ٔبن ُشٍ الٓياث ثسل 322)(222ْم ِبالـََوذَّ ِت]([َيا َبيهُّ َا الطَّ ِ ٍَن ب َٓ َمٌُوا َلا ثَخَِّزُشوا ؿَُسّوِي َوؿَُسوَّ ُكمْ َبْو ًِ ََاَء ثَُُْلوَن ا
 ؿلى ٔبن اًخجسس من ظوز الـوالات اًتي ٍىفص فاؿَِا نلٌ ٍصى تـغ الـدضسذٍن.
): "ٔبزٔبًت الـسلؿ ٍىذة ٕالى 422ُو شٍ اًلعة تين فيها ٔبئمة ٔبُي اًس ية اًلول اًفعي فلس س ئي إلامام اًضافـي(
ون قزومض ٔبو باًـوزت من ؾوزاتهم ، ُي يحي رلع ذمَ ؟ ٍو ىون في الـشرنين من ٔبُي الذصة تبٔن الـسَمين ًٍصس
رلع ذلالة ؿلى مذألت الـشرنين؟ كال اًضافـي زحَْ لػ ثـالى: لا يحي ذم من زحدت له حصمة إلاسلام ، ٕالا ٔبن ًلذي 
وزت مسلؿ ، ولا ثبًَٔس ٔبو ٍزني تـس ٕاحعان ، ٔبو ٍىفص نفصاً تًٌُا تـس ٕايمان ، ثم ًثخت ؿلى اًىفص. ًوُس الصلالة ؿلى ؾ
كافص تبٔن ُيحّشز ٔبن الـسَمين ًٍصسون مٌَ قصًت ًَحشُز ا ، ٔبو ًخلسم في ىكاًة الـسَمين جُىْفص تَّينِ ٍ ... كَُخَ بما لا ٌسؽ 
مسَلًٌ ؿَمَ ؾيسي ٔبن يخاًفَ باًس ية الـيعوظة تـس الاس خسلال باًىذاة" ٔب.ُؼ. ثم رهص حسًر حاظة زضي لػ 
 ؾيَ. 
): "فَِ ٔبن الداسوش وكٍير من 622وبٔنسٍ اًيووي في شرحَ ًعحَح مسلؿ تلوله() 522ًـصبي(وتين رلع اجن ا
ٔبحَاة الطهوة اًىدائص لا ٍىفصون تشلع ، ُو شا الدًس هحيرت كعـًا ٔلهَ ًخضمن ٕاًشاء اًيبي صلى الله عليه وسلم ، ُو و هحيرت تلا 
نَّ الطَّ ِ ٍَن ًُْؤُروَن الؽَّ َ َوَزُسوَله ُصم ًلوله ثـالى 
ّ
 )"ٔب.ُؼ.722(ً َ َـ َنهُُم الؽَّ  ُ ا
                                                 
 282ص  5) اٌّؽشس اٌٛظ١ض ، ض 022(
 004ا٠صاس اٌؽك ػٍٝ اٌخٍك،  ص  )122(
 .1اٌّّرؽٕح:) عٛسج 222(
، 1141إٚف عؼذ، داس اٌع١ً، ت١شٚخ، اٌطثؼح الأٌٚٝ، ذؽم١ك: طٗ ػثذ اٌش) اٌغ١شج إٌثٛ٠ح، لاتٓ ٘شاَ، 322(
 . 0421،  9321، ص4ض
 .942/4) الأَ:422(
أؼىاَ اٌمشآْ ، اتٓ اٌؼشتٟ، ذؽم١ك: ػٍٟ محمد اٌثعاٚٞ، داس اؼ١اء اٌرشاز اٌؼشتٟ ت١شٚخ، اٌطثؼح الأٌٚٝ  ) 522(




كول اًيبي صلى الله عليه وسلم : (ٔبوزق ؾصى إلايمان الـوالات في لػ ، والــاذات في لػ، والذة في لػ ، واًحلغ ؤبما   
 ) .822في لػ) (
ُس جن حدير، ًوـي ٔبكول: ُشا الذسًر لؾ ًعح من ظًصق مصفوغ ٕالى اًيبي صلى الله عليه وسلم، وكاًة ألمص ٔبهَ من كول مجا
ًًؤ س رلع حسًر ٔببي ٔبمامة اًحاُلً " من ٔبحة لؼ ؤبتلغ لؼ ؤبؾعى لؼ ومٌؽ لؼ فلس اس خكوي إلايمان" 
) فسل ؿلى ٔبن الـصاذ تَ اًـمي لا حُو ص إلايمان، فمن لؾ ًفـي فِو مؤمن ًوىن ٕايماهَ مضوة باًيلط. 922(
تين إلايمان والـوالات ؤبهَ ٔبحس ٔبؾؼم صـة وؿلى فصط حَة الذسًر فِحمي ؿلى تَان الازثحاظ اًوزَق 
إلايمان، لا ٔبهَ كس يم ًٕلايمان، ٕار من صـة إلايمان ٔبًضا ٕاماظة ألرى ؾن اًعًصق، ولؾ ًـسُا احس من ٔبظول 
 اًـلائس.!!
 : (ٔبنا ومنها ٔبن اًيبي صلى الله عليه وسلم نهانا ؾن مجصذ مجاوزت اًىفاز ألؿساء كير الطمِين فضًلا ؾن موالاتهم ًلوله صلى الله عليه وسلم -0
) ، 032جصئ من كل مسلؿ ًليم تين ٔبػِص الـشرنين) كاًوا : يا زسول لػ ، لؾ ؟ كال : (لا حصاءى نازاُلٌ) (
 ٔبي : ناز الـسلؿ وناز اًكافص .
فالذسًر نلٌ حكَ اًـَلٌء لَول ؿلى حال الذصة، ٔبي لا ثتراءى ناز الـؤمن واًكافص، ًوحوذ اًضِز الطي كس ًؤذي 
 ٕالى كذي الـسلؿ، لطا فالٔولى ٔبلا ًوخس في مثي ُشٍ ألماهن في حال الذصة. 
ؤبما ٌس خسل تَ من ٔبحاذًر من جض حَ تلوم فِو منهم  ومن سوذ مؽ كوم فِو مـِم من ٔبحة كوما فِو منهم كال 
ًسواذمض، ومححخَ  إلامام اًلزي وكٍير زحَْ لػ موجها ُشا اًكلام:  فِشا مشروظ تبٔن ٍىون جسًو سٍ مـِم بادذَاٍز 
لهم، وٕاًثاٍز ًعًصلتهم كاًعحاتة زضي لػ ؾنهم مؽ اًيبي صلى الله عليه وسلم، فبٔما ًو كان جسًو سٍ مـِم عجزا وثلِة ٔبو ثوظلا ٌلضهَا 
وظَحا ٌَليائم، ٔبو تهىلٌ واس تهزاء ٔبو تجسسا ؿَيهم ووضفا ٔلحوالهم ٔبو مىُص ا، فِشا لا ٍىون منهم... ونشلع ٔبًضا 
 )132س خضـفين من الـسَمين مؽ اًىفاز لا ًضِمض ، ولا ًعيرمض منهم،  ٕالا ٕارا ٔبمىنهم اًِجصت ؾنهم..."(جسًو س الـ 
ىصاَُخَ، ضومن ُيا هـلؿ ٔبن مجصذ اًدسًو س  مؽ ألكوام لا ًَحق بهم في كل ما مض فَِ، ؤبن اًـمست ؿلى مححة اًلَة و 
ِجصت ؾنهم والكاًفة لهم في ألفـال والذوال كان رلع بٓنس فٕارا اهضم ٕالى اًىصاَُة اًيفصت ؾن اًدسًو س مـِم ، ومححة ا ً
 )232في ؿسم إلالذاق.(
 :ذؾوى إلاحلٌغالصًَي  اًصاتؽ: 
 ٍصون ٔبن إلاجمـاغ مٌـلـس ؿَؼى رًـم، تي ُؼو مؼن الــَؼوم مؼن الصًؼن باًضِوزت. 
                                                                                                                   
 .3871، ص 3ض
ت١شٚخ، اٌطثؼح  –اء اٌرشاز اٌؼشتٟ داس اؼ١) إٌّٙاض ششغ طؽ١ػ ِغٍُ تٓ اٌؽعاض، الإِاَ إٌٛٚٞ، 622(
 .372ص61، ض ٘ـ2931اٌصأ١ح، 
 .75الأؼضاب:) عٛسج 722(
، ٚششغ اٌغٕح ، ٌٍثغٛٞ ،  512/11، ٚاٌّؼعُ اٌىث١ش ، ٌٍطثشأٟ  96/1) اٌعاِغ اٌظغ١ش ٌٍغ١ٛطٟ 822(
  35/31ذؽم١ك : شؼ١ة الأسٔاإٚط 
 )42581شاء تٓ ػاصب، سلُ() أخشظٗ الإِاَ أؼّذ فٟ ِغٕذٖ، ِغٕذ اٌىٛف١١ٓ، ؼذ٠س اٌث922(
 22) ، ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ، ن5462، غ ( 54/3) عٕٓ أتٟ داٚد ، ن (اٌعٙاد) ، ب (إٌٟٙ ػٓ لرً ...) 032(
) ، ٚعٕٓ إٌغاثٟ ، ن 4061، غ ( 331/4(ِا ظاء فـٟ وشا٘١ح اٌّماَ ت١ٓ أظٙش اٌّششو١ٓ)  24(اٌغ١ش) ، ب
 . 63/8(اٌمغاِح) ، ب (اٌمٛد تغ١ش ؼذ٠ذج) 
ظش: ؼغٓ اٌرٕثٗ ٌّا ٚسد فٟ اٌرشثٗ، اٌؼلاِح ٔعُ اٌذ٠ٓ اٌغضٞ، داس إٌٛادس، ت١شٚخ، اٌطثؼح الأٌٚٝ، ٠ٕ)  132(
 ترظشف. 78 – 87ص  1َ،  ض1102
 . 08ص  1ؼغٓ اٌرٕثٗ ٌّا ٚسد فٟ اٌرشثٗ  ض ) 232(
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سمين والـخبٔدٍصن، ٕان إلاحلٌغ في اًـلِست ولا ٔبذزي هَف ًيـلس إلاحلٌغ ؿلى ؾلِست لؾ ىص ًِا ٔبثصا في نخاباث اًـَلٌء الـخل
لا ًيـلس ٕالا ؿلى ٔبظي من ٔبظول الصٍن ٔبو مـَوم من الصٍن باًضِوزت، ٔبما اًولاء فلاًة ألمص ٔبهَ من الٓثاز الـترثحة 
)، وكس ٍىون اًـمي كَحَا نلٌ في اًولاء، 332ؿلى إلايمان، ًو سل ؿَََ ذبر" إلايمان ما وكص في اًلَة وظسكَ اًـمي"(
 ػاُصيا نلٌ في اًعلات مثلا.ٔبو 
 وٕاحلٌغ اًـَلٌء في كضَة الـوالات واًبراءت ٕانما ُو في الصٍن نلٌ هلَيا كول اًصاسي وكٍير ساتلا.
ولٍي اًلول في الـسبٔلة: ٔبن ما اس خسل تَ ُؤلاء ٕانما ُو في اًولاء اًلائم تين الـسَمين واًبراءت من الـشرنين ، لا تين 
تم ثًنزي ُشٍ الٓياث، وكس وضح الـفسرون ُشٍ الصلالة باًلول تبٔن اًولاء الـلعوذ في ُشٍ الـؤمٌين تـضِم تـضا نلٌ 
وا اٍَيهُوَذ الٓياث ٕانما ُو اًولاء في الصٍن واًصضا تسٍن كير الـسَمين ، فٌجس في كوله ثـالى : [َيا َبيهُّ َا الطَّ ِ ٍَن ب َٓ َمٌُوا َلا ثَخَِّزش ُ
نَّ َلػ َلا َيهِْسي اًَلْوَم اًؼَّ ا ًِِمَين] ( َواًيََّعاَزى َبْو ًِ ََاَء ت َ ْـ ُضُِم ْ
ّ
ه َّ َُ ِمْنهُْم ا
ّ
 )432َبْو ًِ ََاُء ت َ ْـ ٍغ َوَمْن ًََخَوً َِّ ُْم ِمٌُْكنْ فَا
ًوىن اًـجة ٔبن حصى هَف هلَوا ُشٍ الــاني ، )732واًضوكاني ( ) 632) .واجن ؾعَة(532( تين اًعبري رلعوكس 
اًيعوض واًتي ًسل كل واحس منها ؿلى زذت من ًواًون اًىفاز ٕالى ظفوف الـسَمين فِلول ٔبحسمض : "ثلغ تـغ 
والـشرنين، فىِف ٕارا احتمـت ، وجمـت مـِا كُير ا مذا لؾ ًشهص ، وؾصفت ثياكغ موالات اًىفاز مؽ اًضِاذثين" 
 )832(
 ًو لول تـضِم: وبهشا ًخخين ٔبن مٌاظ اًخىفير في باة اًولاء واًبراء ُو ؿلى عمي اًلَة لا ؿلى بٓثاٍز     
وثمصاثَ، فٕارا احتمـا حكن تَ، وٕارا ادذَفا فالذكن ًـمي اًلَة ذون عمي الدوازخ؛ ٔلهَ كس ًؼِص من الـسلؿ هوغ ولاء 
ػاُص ٌَكافٍصن ٔبو حصك ولاء ػاُص ٌَمسَمين فِىون تشلع ؿاظًَا لا كافصًا ٕارا لؾ ٍىن فـله ظاذزًا ؾن ولاء 
 ). 932كَبي(
     
ىن اًلول: مذا ُو مـَوم ٔبن ألحكام اًفلَِة تجصي تين الذي والذصمة لا تين اًىفص تـس ُشٍ إلاظلالة الـوحزت يم: حتمة
وإلايمان، ولـا كان اًولاء واًبراء ذاذلا في ٔبتواة اًفلَ ؿَميا ٔبهَ مٌسزح تحت اًفصوغ لا ألظول. لطا ىصى الذيفِة 
ن الكاًعة وكُير ا ًو ـبرون ؾنها تازت بالدواس واًضافـَة والـاًىِة والذياتلة ٔبًضا ًخحسزون ؾن اًولاء واًبراء ؤبحكامَ م
ٔبو الذصمة ٔبو اًىصاُة، ؤبجمـوا ؿلى ٔبن الـنهيي ؾنها ٕانما مع الـوالات في الصٍن ومع كير ذاذلة فيما ًخكلمون فَِ. كال 
): حىٍص الصميري:" لا تجوس موذت اًكافٍصن، ًلًٓة اًىصيمة، كاله اًض َزان ُيا وفاكًا ٌَحلوي، وكالا في (باة اًٍوية
مخاًعتهم وموذتهم، ويمىن اًفصق تين الكاًعة والـوذت: فالكاًعة حصحؽ ٕالى اًؼاُص، والـوذت الـَي اًلَبي، فشلع مىصوٍ، 
ُو شا حصام؛ ًلعة حاظة جن ٔببي تَخـة، فبٔما الـوذت ؿلى إلاحسان الصهَوي فلط من كير مِي ولا موافلة ؿلى 
 ) 042الــاصي .. فمىصوٍ"(
                                                 
) اٌؽذ٠س أخشظٗ اتٓ أتٟ ش١ثح فٟ ِظٕفٗ، وراب الإ٠ّاْ ٚاٌشإ٠ا، ػٓ اٌؽغٓ اٌثظشٞ  ؼذ٠س سلُ( 332(
 )88903
 .15اٌّاثذج:) عٛسج 432(
ظاِغ اٌث١اْ ػٓ ذؤٚ٠ً آٞ اٌمشآْ، محمد تٓ ظش٠ش اٌطثشٞ، ذؽم١ك: ػثذ الله تٓ ػثذ اٌّؽغٓ  ) ظاِغ اٌث١اْ532(
 972، ص  6َ، ض  1002 -٘ـ  2241اٌرشوٟ، داس ٘عش ٌٍطثاػح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ ٚالإػلاْ، اٌطثؼح الأٌٚٝ، 
 .402ص  2) اٌّؽشس اٌٛظ١ض، ض 632(
 . 05، ص2٘ـ، ض 4141 -دِشك، ت١شٚخ، اٌطثؼح: الأٌٚٝ  -داس اٌىٍُ اٌط١ة فرػ اٌمذ٠ش، اٌشٛوأٟ، ) 732(
 .781) الإ٠ّاْ أسوأٗ ، ؼم١مرٗ ،ٔٛالضٗ، ، محمد ٔؼ١ُ ٠اع١ٓ، داس ػّش تٓ اٌخطاب، الإعىٕذس٠ح،  ص832(
 7) ِخرظش اٌٛلاء ٚاٌثشاء، اٌغٕأٟ،  ص 932(
 524، ص  9اٌذِ١شٞ ، ض  إٌعُ اٌٛ٘اض  فٟ ششغ إٌّٙاض ) 042(




براء ٕانما ُو من كدَي إلاضلٌز اًلَبي والــني تَ ٔبن حىون موالات الـؤمن ٌَمؤمٌين وجصاءثَ من مـخلس ٕارا فاًولاء واً
 كيرمض تلَحَ ذون ٔبن ًؤثص رلع ؿلى اًخـامي تُنهم تبٔظًوِا اًتي كصزُا لػ في نخاتَ.
ٍَْنهَاُكمُ الؽَّ ُ َؾِن الطَّ ِ ٍَن ًَْم فَيا ٔبن هلول: ٕان مشُة ٔبُي اًس ية والزاؿة في ُشٍ اًلضَة ٕاؾلٌل كول لػ ثـالى: "لا 




ه ََّما ٍَْنهَاُكمُ الؽَّ ُ َؾِن 6 اًُْمْلِسِعَين (ًَُلاِثَُوُكمْ ِفي اّلصِ ٍِن َوًَْم ُيخْ صُِحوُكم ّمِ ن ِذَيازُِكمْ َبن ثََبرُّ وُمضْ َوثُْلِسُعوا ا
ّ
) ا
ْدَصاِحُكنْ َبن ثََوً َّْوُمضْ َوَمن ًََخَوً َِّ ُْم فَبُْوًَِئَم ُمضُ اًؼَّ  الطَّ ِ ٍَن كَاثََُوُكمْ ِفي اّلصِ ٍن ِ
ّ
) 142ا ًُِموَن"(َوَبْدَصُحوُكم ّمِ ن ِذَيازُِكمْ َوَػا َُ ُصوا ؿََلى ا
 ُشا من حِر ألؾلٌل.
َحاذَّ الؽَّ َ َوَزُسوَلهُ َوًَْو َكاهُوا بَٓباءُمضْ َبْو َبتْيَاءُمضْ وٕاؾلٌل كوله س ححاهَ" لا َتجِ ُس كَْوًما ًُْؤِمٌُوَن ِبالؽَّ ِ َواًْ ََْوِم الِٓدِص ًَُواذُّ وَن َمْن 
يمَاَن َوَبً ََّسُمض ِجُصوخٍ ّمِ ٌْ َُ َوًُْسِذَُُِم ْ
ّ
ْدَواَنهُْم َبْو َؾِضَيرَتهُْم ُبْوًَِئَم َنَخَة ِفي كَُُوِبهِ ُم الا
ّ
 َحٌَّاٍث َتجْ صِي ِمن َتحْ ِتهَا اَلْنهَاُز َبْو ا
نَّ ِحْزَة الؽَّ ِ ُمضُ اًُْمْف َُِحوَن"(َذاِلصِ ٍَن ِفيهَ 
ّ
) من حِر إلاضلٌز 242ا َزِضيَ الؽَّ ُ َؾْنهُْم َوَزُضوا َؾْي َُ ُبْوًَِئَم ِحْزُة الؽَّ ِ َبلا ا
 اًلَبي.
لطا فلا ىىفص ٔبحًسا من حِر هوهَ ٔبذي باًولاء واًبراء، وٕانما ٍىون اًخىفير ًىوهَ كام تفـي مخصح من الـلة ؿلى سخِي 
 ، ُو شا محوز حسًثٌا في الـححر اًلاذم: الٓثاز الـترثحة ؿلى اؾخحاز اًولاء واًبراء ٔبظلا من ٔبظول اًـلِست.اًخـَين
 
 الـححر اًصاتؽ
 الٓثاز الـترثحة ؿلى ؿّس اًولاء واًبراء في جملة اًـلائس ومـخلس ٔبُي اًس ية في تـغ اًلضايا الـخـَلة تَ 
 
 الـعَة الٔول
 لضايا الـخـَلة باًولاء واًبراء.مـخلس بُٔي اًس ية في تـغ اً
 
كدي ٔبن ٔبتين الٓثاز اًتي ثترثة ؿلى اؾخلاذ اًولاء واًبراء ؾلِست مس خللة ٔبصير ٕالى مـخلس ٔبُي اًس ية في تـغ اًلضايا 
 الـخـَلة باًولاء واًبراء:
 ٔبولا: في اًخـامي مؽ الـسَمين اًـاظين:
، وتين ٔبن اًـلاكة تين الـسَمين ٕانما مع ؿلاكة موذت ومححة ٔبوحة لػ س ححاهَ وثـالى موالات الـؤمٌين تـضِم ًحـغ
وزحْة، واهَ لا ًخبرٔب مسلؿ من ادَِ الـسلؿ مرلٌ تسز مٌَ ًـموم الٓياث اًوازذت في رلع، كال ثـالى " َواًُْمْؤِمٌُوَن 
ٔبما ٕان وكؽ مسلؿ في مـعَة ٔبو  ) ُو شا حكن ؿام لا ثفصكة فَِ تين مؤمن ؿاض وكٍير ،342َواًُْمْؤِمٌَاُث ت َ ْـ ُضُِْم َبْو ًِ ََاء"(
تسؿة فٕان اًواحة ٔبن هبرٔب من عمله ومـعَخَ وتسؾخَ  ًوُس من راثَ، ًو سل ؿلى رلع كوله ثـالى"َواْدِفْغ َحٌَاَحَم 
ّنيِ جَصِيٌء ّمِ مَّ ا ثَ ْـ َمَُوَن"(
ّ
ْن َؾَعْوَك فَُلْي ا
ّ
ؾعوك ولؾ ًددـوك، )  كال اًحَضاوي:"  فٕان 442ًَِمِن اث ََّح َـ َم ِمَن اًُْمْؤِم ٌَِين فَا
 )542فلي ٕاني جصيء مذا ثـمَون : بما ثـَموهَ ٔبو من ٔبؾلًٌكن "(
                                                 
 . 9:8) عٛسج اٌّّرؽٕح 142(
 . 22) عٛسج اٌّعادٌح ا٢٠ح سلُ 242(
 .17) عٛسج اٌرٛتح ا٢٠ح سلُ 342(
 . 512:612) عٛسج اٌشؼشاء 442(
ت١شٚخ،   -رفغ١ش اٌث١ضاٚٞ، ٔاطش اٌذ٠ٓ اٌث١ضاٚٞ، داس اٌفىش) أٔٛاس اٌرٕض٠ً ٚأعشاس اٌرؤٚ٠ً، اٌّؼشٚف ت542(
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وكس اس خفاضت نخة اًس ية بمثي رلع فلس زوى اًحزازي في حََحَ كعة س َسنا ذالص جن اًًوَس في كذي ألسزى 
 . )، ٔبي: من عمله ولؾ ًلي ٔبجصٔب ٕاًَم من ذالص642فلال اًيبي " اٌَِم ٕاني ٔبجصٔب ٕاًَم مذا ظيؽ ذالص"(
واًخـامي مؽ اًـعات لا ٍىون باًِجص ٔبو باٌَـن ٔبو باًخـيَف ، تي ما وزذ ؾن اًصسول اهَ كان ًـامَِم باٌَعف والـوذت 
حى  ًـوذوا ؾن مـعَتهم وما ًـن ٔبحًسا منهم، ففي الذسًر الطي كان ًؤتى جصخي ٌشرة الشص كال اًيبي ٔلحَاتَ لا 
 ).742وزسوله"(ثَـيٍو فولػ ما ؿَمت ٕالا ٔبهَ يحة لػ 
ٔبما اًخـامي مؽ الـحخسؿين فِىفِيا ما وزذ في ثـامي اًيبي مؽ ُشا الطي كال له في قزوت حٌين:   اؿسل يا زسول لػ،  
فلال: ويحم ومن ًـسل ٕارا لؾ ٔبؿسل ، كال عمص جن الرعاة ائشن لي فبٔضرة ؾيلَ كال: ذؿَ فٕان له ٔبحَابا يحلص 
َ يمصكون من الصٍن نلٌ يمصق اًسِم من اًصمِة ًيؼص في كشرٍ فلا ًوخس فَِ ٔبحسكم ظلاثَ مؽ ظلاثَ وظَامَ مؽ ظَام
شيء ثم ًيؼص ٕالى هعله فلا ًوخس فَِ شيء ثم ًيؼص ٕالى زظافَ فلا ًوخس فَِ شيء ثم ًيؼص في هضََ فلا ًوخس فَِ 
ًحضـة ثسزذز شيء كس س حق اًفصج والصم، بٍٓتهم زخي ٕاحسى ًسًَ ٔبو كال زسًََ مثي زسي الـصٔبت، ٔبو كال مثي ا
كال اجن اًوسٍص ٔبن ُشا اًصخي:" حكلم جكلام من ٔبكدح اًكلام وػن ػيا ، )842يخصحون ؿلى حين فصكة من اًياش "(
من ٔبسؤب اًؼيون ولؾ يحكن اًيبي صلى الله عليه وسلم جىفٍص مؽ رلع مؽ ٔبهَ ًو نفص ًوحة كذله باًصذت ٕالا ٔبن ًخوة ولؾ ثيلي له ثوتة 
اٍ ٔبنها تخصح من ضئضئة الروازح وٕانما لؾ ٍىفص ولػ ٔبؿلؿ ٔلهَ تلي ؿلى صِاذت ٔبن محمدا تي خاء في الذسًر ما مـي
 )942زسول لػ صلى الله عليه وسلم وب له"(
وكس يحخج تـغ اًياش توحوة مصص اًـاصي والـحخسغ تلعة اًثلازة الطٍن تخَفوا ؾن قزوت ثحوك، ولا ذلالة لهم في 
ٔلنهم تاتوا ثوتة ظاذكة، وكان ًًدلي ٔبن ثلدي منهم ولا يجِصون نلٌ كدي اًيبي  رلع ٕار ألمص ؾيس اًخحلِق ذاض بهم،
 ٔبؿشاز الٓدٍصن، ًوىن اًِجص ػي كائما فـلؿ اهَ ٔبمص ٕاًِيي ذاض بهم ًخعِيرمض مذا لذق بهم. 
ٕالى ٔبن اًـيف  ثَفت ألهؼاز -هلَِا ؾيَ إلامام اًضاظبي في نخاتَ الـوافلاث  -ًولس ٔبهعف إلامام اًلزالي في ملولة له  
لا ًلوذ ٕالا ٕالى الدِي واًِلاك حِر كال: ٔبنثر الدِالة ٕانما زسخت في كَوة اًـوام تخـعة حلٌؿة من جهال ٔبُي الذق 
ٔبػِصوا الذق، في مـصط اًخحسي وإلاذلاء، وهؼصوا ٕالى ضـفاء الرعوم تـين اًخحلير والاسذزاء؛ فثازث من تواظنهم 
 كَوبهم الاؾخلاذاث اًحاظلة، وثـشز ؿلى اًـَلٌء الـخَعفين محُو ا مؽ ػِوز ذواؾي الــاهست والكاًفة، وزسخت في
 )052فساذُا" (
ُشا مشُة ٔبُي اًس ية في اًخـامي مؽ اًـاظين ، فلا ًخبرٔبون منهم ولا ًـاذونهم ولا يهجصونهم ولا ٍىفصونهم تشهة 
 ما لؾ ٌس خحٍَو . ونخة ٔبُي اًس ية ألصاؾصت والـاحًصسًة ثفِغ تشلع.
 في اًخـامي مؽ ٔبُي اًىذاة: ثاه ًَا:
                                                 
اٌثخاسٞ فٟ طؽ١ؽٗ، وراب اٌّغاصٞ، تاب تؼس خاٌذ تٓ اٌٌٛ١ذ اٌٝ تٕٟ ؼز٠فح، ؼذ٠س أخشظٗ ) 642(
 )9334سلُ(
أخشظٗ اٌثخاسٞ فٟ طؽ١ؽٗ، وراب اٌؽذٚد، تاب ِا ٠ىشٖ ِٓ ٌؼٓ شاسب اٌخّش ٚأٔٗ ٌ١ظ تخاسض ػٓ  742((
 )0876اٌٍّح، ؼذ٠س سلُ(
ٚلراٌُٙ، تاب ِٓ ذشن لراي اٌخٛاسض  ) أخشظٗ اٌثخاسٞ فٟ طؽ١ؽٗ، وراب اعرراتح اٌّشذذ٠ٓ ٚاٌّؼأذ٠ٓ842(
 )3396ٌٍرآٌف ٚأْ لا ٠ٕفش إٌاط ػٕٗ ، ؼذ٠س سلُ(
) ا٠صاس اٌؽك ػٍٝ اٌخٍك فٟ سد اٌخلافاخ اٌٝ اٌّز٘ة اٌؽك ِٓ أطٛي اٌرٛؼ١ذ، اتٓ اٌٛص٠ش اٌماعّٟ، داس 942(
 004ص  1، ض 7891اٌىرة اٌؼٍّ١ح ، ت١شٚخ، اٌطثؼح اٌصأ١ح 
طثٟ، ذؽم١ك أتٛ ػث١ذج ِشٙٛس ؼغٓ عٍ١ّاْ، داس اتٓ ػفاْ، اٌطثؼح الأٌٚٝ، اٌّٛافماخ الإِاَ اٌشا) 052(
 .982ص  5َ، ض 7991




واًخـامي مؽ ٔبُي اًىذاة لا ؿلاكة له باًولاء واًبراء، ٕار كاًة اًبراء ٔبهيا هـخلس ٔبن كل ما ذاًف ذٍن إلاسلام فِو 
باظي، وهبرٔب ٕالى لػ مٌَ، ٔبما هَفِة اًخـامي مؽ كير الـسَمين فِشٍ تخضؽ ٌَس َاسة اًشرؾَة اًتي ٍصاؾى فيها معالح 
تي تخخَف من سمان لٓدص ومن مكان لا بٓدص، وكس كامت الٓن ما ٌسمى بالــاُساث الصًوَة اًتي ثيؼم الـسَمين، واً
اًـلاكة تين اًضـوة وتـضِا، فولي ألمص ًلوم بهشٍ الـِمة بما يحلق معَحة ألمة وبما ًخوافق مؽ ضواتط اًشرًـة 
 الؽَّ ُ َؾِن الطَّ ِ ٍَن ًَْم ًَُلاِثَُوُكمْ ِفي اّلصِ ٍِن َوًَْم ُيخْصُِحوُكم ّمِ ن ِذَياِزُكمْ إلاسلامِة ومساُز ا اًـام الـتمثي في كول لػ ثـالى لا ٍَْنهَاُكمُ 




ه ََّما ٍَْنهَاُكمُ الؽَّ ُ َؾِن الطَّ ِ ٍَن كَاثََُوُكمْ ِفي اّلصِ ٍِن َوَبْدص َ6َبن ثََبرُّ وُمضْ َوثُْلِسُعوا ا
ّ
ُحوُكم ّمِ ن ِذَيازُِكم ْ) ا
ْدَصاِحُكنْ َبن ثََوً َّْوُمضْ َوَمن ًَخََوً َِّ ُْم فَبُْوًَِئَم ُمضُ اًؼَّ ا ًُِموَن"(
ّ
 ).152َوَػا َُ ُصوا ؿََلى ا
ؿلى ٔبن اًلول باًبراء مذا ًـخلسٍ كير الـسلؿ ًُس مسوكا ولا مبرزا لاهخلاض ٔبذمِتهم ولا ٕاوساهُتهم، تي ًحلى لهم حق 
اًعَّ َِّ َحاِث  عاٍ لػ ًٕلاوساهَة جمـاء فلال: "َوًََلْس َنصَّ ْمٌَا تَِني بَٓذَم َوَحَْ َْيَاُمضْ ِفي اًَْبرِّ َواًَْحْحِص َوَزَسْكٌَاُمض ّمِ ن َاًىصامة الطي ٔبؾ
يبي اًـِوذ ) ُو شٍ كلِا ٔبموز مس خفاذت من اًس ية اًيحًو ة، فلس ؾلس ا ً252َوفَضَّ َْيَاُمضْ ؿََلى َنِثٍير ّمِ مَّ ْن َذََْلٌَا ثَْفِضًَلا"(
 وثـامي مؽ كير الـسَمين، وكدي ُسايامض، وباًـِم واكترط منهم وثـاون مـِم فيما يحلق الرير ًو ًشر اًسلام.
 ثاًثا: موكف ٔبُي اًس ية من اًخىفير
مشُة ٔبُي اًس ية في اًخىفير واضح، حِر ٕان اًلاؿست ثلول: لا ىىفص ٔبحًسا من ٔبُي اًلدلة تشهة ما لؾ يجحس ما 
لا يحكوون ؿلى ذازجي ولا ص َـي ولا مدسَف جىفص ظالـا ٔبنهم لؾ يجحسون ما ٔبذذَِم في الصٍن، وٕان ٔبذذله فَِ. ف
ٔبثوا بجملة من اًىدائص، فلاًة ما في ألمص ٔبنهم ًحٌُون ضلالهم ٍو ىضفون ًسفِم، ًو حٌُون ٌَياش تسؾتهم اًتي اكترفُو ا، 
 )352ولا ٍىفصونهم.(
 من الـسَمين، وفي اًخـامي مؽ كير الـسَمين، ٔبزذث ٔبن ٔبتٌَُ جملة ُشا موكف ٔبُي اًس ية في اًخـامي مؽ اًـاظين
 واحست حى  هلف ؿلى دعوزت الٓثاز الـترثحة ؿلى ؿس اًولاء واًبراء في جملة اًـلائس. 
 
 الـعَة اًثاني
 الٓثاز الـترثحة ؿلى ؿس اًولاء واًبراء في جملة اًـلائس.
 
 واًبراء مـخلسا مس خللا ما ًلً : يمىن ؿّس تـغ الٓثاز الـترثحة ؿلى ؿس اًولاء
 ٔبولا: حىفير ٔبُي اًلدلة واسدسِال ٕاظلاق الٔحكام ؿَيهم لاهـسام اًولاء واًبراء.
ذٔبة الـخياحصون في كضَة اًولاء واًصاء ؿلى حىفير الكاًفين لهم ، تي اسدداحوا ذماءمض  ؤبؾصاضِم ؤكنهم ٌس خًسرون 
ذاة رمة لػ ٌو س خخِحون تَضة الـسَمين، ٔلنهم مصثسون. وما ٔبمص الـاضي جكل ما فَِ ، فترامض ًـعون ٔبُي اًى 
الروازح ؾيا تحـَس، وكس ثـسذث ظوز اًخىفير ؾيس نثير من مـسي اًسَفِة وإلاباضَة واًض َـة ٔلفصاذ الفتمؽ. من 
 ُشٍ اًعوز:
 ).452يهوذ واًيعازى"(ما حكاٍ اًؼاُصي تلوله: "ٕان الذكام كس جمـوا تين الذكن تلير ما ٔبىزل لػ وموالات اٍ 
                                                 
 . 8:9) عٛسج اٌّّرؽٕح 152(
  . 07) عٛسج الإعشاء ا٢٠ح  252(
أظش: الالرظاد فٟ الاػرماد ، أتٛ ؼاِذ اٌغضاٌٟ، ضثظ:  ِٛفك فٛصٞ اٌعثش، داس اٌؽىّح، دِشك، اٌطثؼح ) 352(
ِٚا تؼذ٘ا/ ششغ اٌّماطذ، عؼذ اٌذ٠ٓ اٌرفراصأٟ،   ذؽم١ك: ػثذ اٌؽّٓ ػّ١شج، ػاٌُ  802َ، ص 4991الأٌٚٝ: 
/ ششغ اٌؼم١ذج اٌطؽاٚ٠ح، ػثذ اٌغٕٟ اٌغٕ١ّٟ اٌّ١ذأٟ، داس  822ص 5َ،  ض 8991اٌىرة، اٌطثؼح اٌصأ١ح، 
 . 79َ، ص 2991دِشك، اٌطثؼح اٌصأ١ح،  -اٌفىش
 41ِفمٛد، أ٠ّٓ  اٌظٛا٘شٞ،تذْٚ ت١أاخ،  ص اٌٛلاء ٚاٌثشاء ػم١ذج ِٕمٌٛح ٚٚالغ ) 452(
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ما حكاٍ مـؼم اًض َـة من اًلول تبٔن من لؾ ًوالي ؿََا وألئمة فِو كافص فلس حكَ الدزائصي ٔبن" من كال ٔبن ؿََا ٕامام و 
 ).552ولؾ ًيف ٕامامة من اذؿاُا وناسؿَ ؿَيها وقعبها فَُس بمؤمن ؾيس ٔبُي اًحُت"(
ألئمة إلازني ؾشر ٔبو اؾخلاذ حَة ذلافة كيرمض وهط ؿلى ُو و ما ٔبنسٍ الروئي تبٔن إلامامة ثًذلغ ٕباىكاز ولاًة ٔبحس 
ٔبن رلع ًوحة اًىفص واًزهسكة وثسل ؿَََ ألدداز الـخواحصت اًؼاُصت في نفص مٌىص اًولاًة ، ونفص الــخلس باًـلائس 
 )652الـشهوزت.(
هط ؿَََ كير واحس منهم،  وٕان كان ُياك من ًلول تـسم نفص الكاًف لهم في ُشٍ الـسبٔلة ٕالا ٔبن اًلاًة ؿَيهم رلع نلٌ
ًلول اًححصاني: " الـضِوز من كلام ٔبحَاتيا الـخلسمين ُو الذكن جىفصمض وهعبهم ونجاس تهم، ُو و الـًؤ س باًصواياث 
 )752إلامامِة، كال اًض َخ اجن هوبِت: ذافـوا اًيط نفصت ؾيس جمِوز ٔبحَاتيا، ومن ٔبحَاتيا من فسلِم" (
ًسَفِة اًَوم، ًلول ٔبحس اًحاحثين الـخحمسين ٌَولاء واًبراء مذن ًًتمون ٌَفىص واًكلام هفسَ تجسٍ ؾيس تـغ مٌدس بي ا
اًسَفِة الــاصرت: ومن اًـجة ٔبن تجس نثيرًا من الصؾواث الذصهَة الصًيِـة الــاظؼصت اًَوم لا ثبٔتَ ٌَولاء واًبراء ؿلى 
اًس ني واًلدوزي اًعوفي واًصافضي؛ لٔن زاتعة ؾلِست اًخوحِس تي اًولاء واًبراء ؿلى الزاؿة ٔبو الصؾوت الذزتَة فِجتمؽ 
اًـعحَة ٔبكوى ؾيسمض من زاتعة اًخوحِس، تي ًصِخ هحازمض تبٔن اٍيهوذ واًيعازى ٕادوت لهم؛ ٔلن اًـساوت اًتي تُنهم 
 وتين اٍيهوذ واًيعازى ًُست ذًًِة تي ؿساوت ؿلى ألزط فحسة.
تحت مؼلة ًـشز تـضيا تـضًا فيما ادذَفٌا فَِ وهـمي فيما نشلع تجس من ًوالي ؾحاذ اًلدوز والٔضرحة باسم الدِاذ و 
نَّ اّلؽَ اثفلٌا ؿَََ ، في اًوكت الطي ًخبرٔب من ٔبُي اًخوحِس اًسَفِين باسـم ٕاىكاز الـيىصاث. مؽ ٔبن لػ ثـالى ًلول 
ّ
ا
فيما زواٍ اًض َزان : "َمْن َص َِس  سول لػ ز  ) ًو لول 852(َلا ًَْلِفُص َبن ٌُْشرَ َك ِت َِ َوًَْلِفُص َما ُذوَن َرِلعَ  ًَِمن ٌََضاء ُ




َلى َمْصَيمَ َبْن َلا ا
ّ
 َوَزُسوُلهُ َوَكلِ َمُخ َُ َبًَْلا َُ ا ا
).  فلؿ ًفصق تين مسلؿ وكٍير اًكل 952َواًيَّاُز َحقٌّ َبْذَذَلهُ الؽَّ ُ اًَْجيََّة ؿََلى َما َكاَن ِمْن اًْ َـ َمِي"(َوُزوٌخ ِمٌْ َُ َواًَْجيَُّة َحقٌّ 
 في توثلة واحست ؾيسمض، مض مازكون من الصٍن ٔبو نفاز ٔبظََون، ظوفِة وكيرمض!!
ؿساء ٌَحق  -ًلعس اًسـوذًة  –ِشٍ الصولة ٕار ًيلي ؾنهم: "فاًـساء  ً -اجن باس -وما نهج ُشا اٍنهج ٕالا مذاتـة لـضايخَ
، ؿساء ٌَخوحِس ، ٔبي ذولة ثلوم باًخوحِس الٓن مؼن حًويا : مصِ ، اًضام ، اًـصاق ، من ًسؾو ٕالى اًخوحِس الٓن 
ويحكن شرًـة لػ ويهسم اًلدوز اًتي ثـحس من ذون لػ َمؼْن ؟ ٔبٍن مض ؟ ٔبٍن الصولة اًتي ثلوم بهشٍ اًشرًـة ؟ كير 
 ).062الصولة) (ُشٍ 
تي ٕانهم باًلوا في حى  ػيوا ٔبن " من ٌسوػ ًلٍير ٔبن ًـحس كير لػ ثـالى ًوو كان يخخاز ًيفسَ ٔبن ًـحس لػ كان 
 ).162كافًصا"(
 ُىشا فِم ُؤلاء اًولاء واًبراء ومزكوا تَ وحست ألمة وحكووا ؿلى ٔبُي اًلدلة بالـصوق من الصٍن، والــاوهة ٔلؿساء لػ.
 
 خوسؽ في تحصيم نثير من الٔموز الـحاحة:ثاه ًَا: ا ً
                                                 
 972ص  2َ، ض 8002) الأٔٛاس إٌؼّأ١ح ، اٌغ١ذ ٔؼّح الله اٌعضاثشٞ، داس اٌىٛفح، اٌطثؼح الأٌٚٝ 552(
 323ص  1٠شاظغ: ِظثاغ اٌفما٘ح ، اٌغ١ذ اٌخٛثٟ ض: ) 652(
 571ص  5اٌؽذاثك إٌاضشج ، اٌثؽشأٟ، ض: ) 752(
 .84) عٛسج إٌغاء:852(
   01خرظش اٌٛلاء ٚاٌثشاء، اٌغٕأٟ،  ص )   ِ 952(
  01) ِخرظش اٌٛلاء ٚاٌثشاء اٌغٕأٟ،  ص062(
 .41َ،ص6002أٚشك ػشٜ الإ٠ّاْ اٌٛلاء ٚاٌثشاء،  ٠اعش تش٘اِٟ،  داس اٌخٍفاء اٌشاشذ٠ٓ، الإعىٕذس٠ح، ) 162(




ٔبذذي تـغ اًسَفِة تـغ الـؼاُِص اًـامة في باة اًولاء واًبراء ، مؽ ٔبنها ٔبموز فصؾَة فليهة لا تخصح ؾن هونها حلالا ً
 ٔبو حصاًما، ومؽ رلع ٔبذزحُو ا باة اًـلائس ومنها: 
 اًدض ُح َُ تلير الـسَمين في الـَخِس واًكلاِم وكِيرُلٌ: -2
ْم اًدض ُح َ بهم في الـَخِس واًكلاِم وكيرُِلٌ ًسُل ؿلى مححِة الـدض حَّ َِ تَ، ًوِشا كال اًيبي: ( َمْن جَض َ حَّ َ ِتَلْوٍم فََُِو ِمْنهُ  ٔلنَّ 
 ).262)(
 إلاكامُة في تلاِذمض وؿسُم الاهخلاِل مْنها ٕالى تلاِذ الـسَمَين ٔلخِي اًفصاِز بالصٍِن:-0
تلاِذ اًىفاِز ٕالا الـس خضـفَين الطٍن لا ٌس خعَـوَن اًِجصَت.ونشلع مْن كان في ٕاكامذ َِ  فْلؿ ًـشْز ُلػ في إلاكامِة في
 362معَحٌة ذًيٌة كالصؾوِت ٕالى ِلػ  وِشر إلاسلاِم في تلاِذمض.
 ثاًثا: هلي تـغ الٔحكام اًفليهة ٕالى بٔحكام اًـلِست:
 ؾْنهُم من هواكِغ إلاسلاِم ؤبس حاِة اًِصذَّ ِت . اًلول تبٔن ٕاؿاهة اًىفاز ومٌاَصرُتهم ؿلى الـسَمَين ومسُحهم والطُة 
كال ؾحس لػ جن ؾحس اٌَعَف ب ل اًض َخ لـّا س ئي: ؾن اًفصق تين الـوالات اًخولي ، فلال: "اًخولي نفص يخصح من الـلة 
 ).462، ُو و كالطة ؾنهم ، وٕاؿاىتهم بالـال واًحسن واًصٔبي.(
ن ػاُص اًىفاز ؿلى الـسَمين ، وساؿسمض تبٔي هوغ من الـساؿست فِو كال جن باس: "وكس ٔبجمؽ ؿَلٌء إلاسلام ؿلى ٔبنَّ م
 ).562كافص مثَِم"(
ًلول جُص امس: ٔبما من هصِ اًىفاز تبٔن يخصح في ظفوفِم ضس الـسَمين مؽ اًىفاز فِو مثَِم، ُو شٍ ٔبصس ٔبهواغ اًيصِت 
ٔبحكام الصهَا كافص ، وفي الٓدصت مخلض :الرصوح في خُش اًىفاز محازبا الـسَمين، فِشا نفص في الصهَا والٓدصت، فِو في 
 )662في اًياز.(
ًو ـوذ فِلول مصت ثاهَة: فَو ٔبن زخلا ُيسيا مسَلٌ مثلا ذذي في خُش اًِيس ، وكاثي مسَمي وضمير، ٔلنهم ًٍصسون 
ان ًخزَعوا من حكن اًِيسوش اًؼالؾ اًكافص، ًو فـي الـسلؿ رلع وكاثي مؽ اًِيسوش ضس الـسَمين ًكان بهشا اًفـي 
 )762مصثًسا.(
كَت: ُشٍ مسبٔلة فلَِة حكلم فيها اًفلِاء في حكن ملاثلة اًصخي الـسلؿ في خُش اًىفاز، فلؿ يحكووا ؿَََ جىفص وقنما 
 حكلموا فيما ٕارا كذي ُي ٌسَة ؟ ُو ي ًبٔذش ٔبُله الصًة؟
)، وؾلة 862َحَ" (فلال ٔبئمة الذيفِة ٔبن من " كذي مسَلٌ كان في ظف الـشرنين ًلاثي الـسَمين مـِم لؾ ٍىن له س 
اًسردسي ؿلى رلع تلوله : ٔلن ُشا وٕان كان مداخ اًلذي ًوىن سَحَ ًُس تليية ٔلن مال الـسلؿ ومال الـسلؿ لا 
 ).962ٍىون قيية ٌَمسَمين بحال ٔكموال ٔبُي اًحلي(
ال ؾنهم تـس ومن الـاًىِة كال يحيى جن يحيى: كَت لاجن اًلاسم فين تخَف من ٔبُي جصصَوهة من الـسَمين ؿلى الازتح
اًس ية اًتي ٔبخَت لهم ًوم فذحت، فبٔكاز ؿلى الـسَمين ؤبذاف، وكذي، وس بى، ٔبو لؾ ًلذي، ؤبذش ألموال، وٕانما 
                                                 
 )1304) اٌؽذ٠س أخشظٗ أتٛ داٚد فٟ عٕٕٗ ، وراب اٌٍثاط، تاب ِٓ ٌثظ اٌشٙشج، ؼذ٠س سلُ(262(
 3) اٌٛلاء ٚاٌثشاء، اٌفٛصاْ ص 362(
 224، ص:8) اٌذسس اٌغٕ١ح:ض:462(
 962ص: 1) ِعّٛع اٌفراٜٚ: ض: 562(
 81) أٚشك ػشٜ الإ٠ّاْ اٌٛلاء ٚاٌثشاء، ٠اعش تش٘اِٟ ص 662(
 02) أٚشك ػشٜ الإ٠ّاْ ص 762(
ٓ محمد داس اٌىرة خ:  محمد ؼغ ) ششغ اٌغ١ش اٌىث١ش ، محمد تٓ اٌؽغٓ اٌش١ثأٟ، ششغ محمد تٓ اؼّذ اٌغشخغٟ،862(
 .402، ص  2َ ، ض 7991اٌؼٍّ١ح، ت١شٚخ، اٌطثؼح الأٌٚٝ، 
 402، ص  2ض ) ششغ اٌغ١ش اٌىث١ش ، اٌغشخغٟ 962(
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ٔبكامذَ ُياك ؿلى إلاسلام ثـورًا مذا يخاف من اًلذي ٕارا ػفص تَ. كال: ُو و كالقازة من الـسَمين في ذاز إلاسلام. 
ا يحكن في القازة. ؤبما ماله فلا يحي ٔلحس، كال: وان كان ما ظيؽ مذا ٍىٍص فٕان ٔبظُة فبٔمٍص ٕالى إلامام يحكن فَِ بم
ؿَََ ًو ؤمص تَ فلا ٌس خعَؽ ٔبن ًـصى دوفًا ؿلى ذمَ فلا ٔبزاٍ محازًبا، ولا ًُلذي ٕان ػفص تَ ولا ًـاكة ٕارا ثحين ٔبهَ 
 ).072ًؤمص ويخاف ؿلى هفسَ(
سلؿ فـَََ تحٍصص زكدة مؤمٌة ولا ؾلي له ٕارا كذله ُو و لا وكال اًضافـي : وٕارا ذذي مسلؿ في ذاز حصة , ثم كذله م 
ًـصفَ تـَيَ مسَلٌ , ونشلع ٔبن ًلير فِلذي من ًلي ٔبو ًَلى مٌفصذا بهَئة الـشرنين في ذازمض فِلذله، ونشلع ٕان كذله 
 ).272ُو و ما ٔبنسٍ الـزني ( ).172في سزًة(
س الـسَمين، فلا ٔبذزي من ٔبٍن ٔبتى ُؤلاء بهشٍ ُشٍ ٔبكوال اًفلِاء من الـشاُة في الطي ًلاثي في خُش اًىفاز ض
 ألحكام، ٔبو هَف فِموا اًلصبٓن؟!!
 الاس خـاهُة بهم واًثلُة بهم وثوًَُتهم الـياظَة اًتي فيها بٔسزاُز الـسَمَين واتخارُمض ِتعاهًة ومسدضاٍزَن.ومن اًعوز: 
ِمْن ُذوِىُكنْ َلا ًَبًُِوىَُكنْ َدَدالاً َوذُّ وا َما َؾِيتمُّ ْ كَْس تََسْث اًَْحْلَضاُء ِمْن َبفَْوا ُِ ِْم  كال ثـالى:( َياَبيهُّ َا الطَّ ِ ٍَن بَٓمٌُوا َلا ثَخَِّزُشوا ِتَعاهَة ً
ْن ُنْيُتمْ ث َ ْـ ِلَُوَن(
ّ
ِىذَاِة ) َُ اَبهُْتمْ ُبْولاِء ُتحِ حُّوَنهُْم َوَلا ُيحِ حُّو 622َوَما ُتخْ ِفي ُظُسوُزُمضْ َبْنَبرُ كَْس تَُ ٌَّ َّا ًَُكنْ اْلَٓياِث ا
ىَُكنْ َوثُْؤِمٌُوَن ِبا ًْ
َرا َذََْوا َؾضُّ وا ؿََ َ َْ ُكنْ اْلََناِمَي ِمْن اًَل َْغِ كُْي ُموثُوا ِتَل َْؼ ِ
ّ
َرا ًَُلوُكمْ كَاًُوا بَٓمٌَّا َوا
ّ





ْن ثَْمَسْسُكنْ َحس َ يٌَة جَُسْؤُمضْ َوا
ّ
 )372ِعْحُكنْ َسُ ِّئٌَة ًَْفَصُحوا ِبهَا )(ا
ُو شٍ الـسبٔلة : الاس خـاهة بمشرك من ألموز الاحتهاذًة اًفلَِة اًتي ادذَف فيها اًـلٌء، في حواس الاس خـاهة بمشرك، 
 .ومؽ ُشا الادذلاف لؾ ٍصذ كول في ٔبن من اس خـان بمشرك ٔبو اس خزسمَ فلس نفص
 ير مس خحليهازاتـا: ٕاسلاظ الٔحكام وثًنزَِا ؿلى ك
يخعئ نثير منهم حين ٌس خسًون ؿلى ما مـخلساتهم تبٔن ًًنزوا ألحكام في كير مواضـِا ، فِيلَون ألحكام الراظة تلير 
َذ ْا اٍَْيهُو الـسَمين ٕالى الـسَمين. نلٌ في كضَة الذكن تلير ما اىزل لػ ونلٌ في كوله ثـالى" َيا َبيهُّ َا الطَّ ِ ٍَن بَٓمٌُوْا َلا ثَخَِّزُشو 
نَّ الؽَّ َ َلا َيهْس ِ
ّ
ه َّ َُ ِمْنهُْم ا
ّ
) ًلًوون 472ي اًَْلْوَم اًؼَّ ا ًِِمين"(َواًيََّعاَزى َبْو ًِ ََاء ت َ ْـ ُضُِْم َبْو ًِ ََاء ت َ ْـ ٍغ َوَمن ًََخَوً َِّ ُم ّمِ ٌُكنْ فَا
 ).672الطَّ ِ ٍَن َنَفُصوْا"( ) كال ثـالى " حََصى َنِثًيرا ّمِ ْنهُْم ًََخَوً َّْون َ572ٔبوحة لػ لهم الرَوذ في اًياز ًولاٍتهم(
حصى نثيرا مؽ ٔبن الًٓة وس َاكِا ثسل ؿلى ٔبنها ىًزت في تني ٕاسزائَي، ؤبحكامرا لا تجصي ٕالا ؿَيهم. كال اًحَضاوي" 
منهم من ٔبُي اًىذاة. ًخًوون الطٍن نفصوا ًواًون الـشرنين تلضا ًصسول لػ صلى الله عليه وسلم والـؤمٌين. ًحئس ما كسمت لهم 
ٔبي ًحئس صُئا كسمٍو ًيرذوا ؿَََ ًوم اًلِامة ٔبن سخط لػ ؿَيهم وفي اًـشاة مض ذالصون ُو الكعوض  ٔبهفسِم
بالطم، والــنى موحة سخط لػ والرَوذ في اًـشاة، ٔبو ؿلة الطم والكعوض محشوف ٔبي ًحئس صُئا رلع ٔلهَ 
 ).772هس بهم اًسرط والرَوذ"(
                                                 
) إٌٛادس ٚاٌض٠اداخ ػٍٝ ِا فٟ اٌّذٚٔح ِٓ غ١ش٘ا ِٓ الأِٙاخ، أتٛ ص٠ذ اٌم١شٚأٟ، خ: محمد ؼعٟ، داس 072(
 253ص  3َ، ض  9991اٌغشب الإعلاِٟ، اٌطثؼح الأٌٚٝ، 
وراب الأَ، الإِاَ اٌشافؼٟ، خ: سفؼد فٛصٞ ػثذ اٌّطٍة، داس اٌٛفاءـ إٌّظٛسج، اٌطثؼح الأٌٚٝ، ) 172(
 .09ص 7َ، ض 1002
  163َ، 0891ِخرظش اٌّضٟٔ: أتٛ اتشا٘١ُ اٌّضٟٔ، داس اٌّؼشفح ت١شٚخ، ) 272(
 . 811:021) عٛسج آي ػّشاْ 372(
 . 15) عٛسج اٌّاثذج 472(
 51ٕمٌٛح ٚٚالغ ِفمٛد،  اٌظٛا٘شٞ ص اٌٛلاء ٚاٌثشاء ػم١ذج ِ) 572(
 . 08) عٛسج اٌّاثذج 672(
 931ص  2أٔٛاس اٌرٕض٠ً ٚأعشاس اٌرؤٚ٠ً ، ض ) 772(




 ذامسا: اًخعحَق الراظئ ٌَبراء من اًىفاز:
س حق ٔبن اًبراء من اًىفاز ٍىون باًلَة، ًوىن ُؤلاء اسدداحوا ذماء ؤبموال الطمِين والــاُسٍن؛ ٔلن رلع ملذضى 
اًولاء واًبراء. ورلع ٔلنهم لؾ ثدسؽ ٔبػازمض ولا مسازوِم ًفِم اًيعوض اًلصبٓهَة والزؽ تُنها وٕانما اكذصِث ٔبهؼازمض ؿلى 
 ).872ٔبن ٍصاؾوا فلَ الـعالح والـفاسس( تـغ اًيعوض ذون اًحـغ الٓدص. ولا ٌس خعَـون
 ُو شٍ ٔبؾلٌل ًُست من اًولاء ولا اًبراء ًوُست من الصٍن لـا ٌض تمي ؿَََ من سلٌحة وجص وٕاحسان ٕالى كير القازتين. 
 ساذسا: محاولة تمََؽ وثشًوة اًفوازق تين الٔذيان 
ٔبظًوِا، حٌح بٓدصون ٕالى تمََؽ اًفوازق  نلٌ ٔبن اًساتلين باًلوا في اًولاء واًبراء وحـٍَو عمسٍ اًـلِست ؤبظي
والادذلافاث اًفعًصة تين تني اًخشر، حى  ٔبكصوا تبٔهَ لا تس من اًولاء تين اًخشرًة، ولا جصاء تـس رلع، لٔن رلع 
 ).972ًؤحج ناز اًخعصف، ًو ؤظي زلافة اًلَو واًىصاَُة ٌَلير(
لٍوؿة من اًخشر ؿلى مـخلس ما ًوخس تُنهم هوؿا  ٔبكول: ٕان اًتماٍز والادذلاف ٔبمص ضروزي تين تني اًخشر، واحتماغ
من اًولاء اًفعصي، ًلاتله جصاء من الكاًف لهم، ُو شا امص ٌضِس تَ اًواكؽ. فاًلول توحوذ اًولاء تين الزاؿة الـؤمٌة 
َخَ واًبراء مذا ذاًفِا ٔبمص واكؽ، ًوىن رلع ًلذضي ٔبلا ًـامي الكاًف تلَؼة وفؼاػة ٔبو ٌسدداخ ذمَ ُو شا ما فع 
سلام مؽ الكاًفين. ًوىن رلع لا ًـني ٔبن ًشوة الـسلؿ في 
ٍ
اًشرًـة ؤبكصثَ في تَان حسن اًخـامي وسلٌحة الا
 الفتمـاث ألدصى ذون ٔبن حىون له دعوظَة.
ُشٍ تـغ الٓثاز الـترثحة ؿلى اًلَو في اًولاء واًبراء وؿسٍ مـخلسا مس خللا من ٔبظول اًـلِست، ًًدلي ؿلى كل مسلؿ 
 منها ؤبن ًـلؿ ٔبن إلايمان ما وكص في اًلَة وظسكَ اًـمي، ؤبن اًولاء واًبراء ثمصت من ثماز إلايمانالذشز 
 الراتمة
 السس لؼ نلٌ ًًدلي لدلاله، وظلات وسلاًما ؿلى س َسنا محمد وؿلى ب له، 
 ٔبما تـس...
ة الكاًفين، ٔبكول: ٕان من ٔبمض فٕاهَ في نهاًة ُشا اًححر الـوسوم باًولاء واًبراء هؼصت في مشُة ألصاؾصت ومشاُ
 اًيخائج اًتي ثوظَت ٕاٍيها:
اًولاء واًبراء لؾ ًوخس كهـخلس مس خلي ؾيس ٔبُي اًس ية والزاؿة، ولؾ ًسزح في باة اًـلائس، ولؾ ًخكلم فَِ ٔبحس  -
 من ؿَلٌء اًكلام.
 ؤمٌين ًوزوم حلٌؾتهم.اًولاء ما ُو ٕالا مِثاق مححة ثـحسًة تين لػ وؾحسٍ، جضمي هصِت اًيبي واثحاؿَ وحة الـ -
 ٌَولاء واًبراء ؿلاكة وزَلة بإلايمان؛ ٕار إلايمان الذلِلي ما ٔبثمص وهفؽ، ومن ثمصاثَ اًولاء واًبراء. -
لـفِوم إلايمان وؿلاكة اًـمي تَ ٔبثص وزَق في ؿس اًولاء واًبراء من جملة اًـلائس. ومجصذ ذدول إلاوسان في إلايمان  -
 هَ لا يمىن ٔبن ًوخس ولاء تسون ٕايمان ٔبو ٕاسلام.فٕاهَ ٌس خَزم اًولاء واًبراء؛ ل ٔ
لا ًعحق اًولاء واًبراء تين الـسَمين تـضِم تـضا، وٕانما ُو ؿلاكة كَحَة ثلذضي ولاء ٌَمسَمين كلِم ذون ثفصكة،  -
 وجصاءت من كيرمض .
                                                 
 881، 781٠شاظغ: اٌٛلاء ٚاٌثشاء ت١ٓ اٌغٍٛ ٚاٌعفاء ص ) 872(
 ٠ٕظش: وراب ٔؼُ ٌٍٛلاء لا ٌٍثشاء ظّاي اٌثٕا . ٚ ذعف١ف ِٕاتغ الإس٘اب ، محمد شؽشٚس:  اٌفظً اٌخاِظ) 972(
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حدَ بمجصذ الذة اًلَبي ًلير الـسَمين لا ًلذضي اًىفص من كل اًوحٍو ؛ ٕار مٌَ ما ًيلغ إلايمان، فِىفص ظا -
اؾخلاذٍ، ومٌَ ما ًيلط من إلايمان ولا ًيلضَ، فِىون مـعَة ثيلط إلايمان ولا ثيفَِ، ومٌَ مالا ًؤثص في نلٌل 
 إلايمان ولا ًسذي فَِ فِىون من الـحاحاث.
 اس خزسمت اًفصق الكخَفة اًولاء واًبراء ًخحلِق ٔبُسافِا ومـخلساتها، وحـَخَ من ٔبمض اًـلائس اًتي ًخٌون ؿَيها -
 مشاُبهم.
 ثوسؽ اًفصكاء في مدحر اًخىفير ًخوسـِم في اًولاء واًبراء، وؿسم تحلِلِم لـياظ اًخىفير في الـسبٔلة وكُير ا. -
 لا يمىن الذكن ؿلى ٔبحس من ذلال اًولاء واًبراء باًىفص؛ ٔلهَ عمي كَبي محغ. -
الذصمة في باة الاؾخلاذ، ؤبفسسوا ٔبذذي نثير من الكاًفين ًٔلصاؾصت تـغ ألموز اًفليهة اًتي تجصي تين الذي و   -
 ؿلى الفتمؽ تماسىَ ووحسثَ، ٔلن اًولاء واًبراء ًلذضي رلع.
 اًفِم الـلَوظ ٌَولاء واًبراء سخة زئُس لذالة اًـيف وإلاُز اة اًتي جس َعص ؿلى ألمة حاًَا. -
ًـازط ما كصزثَ اًشرًـة اًلول باًولاء واًبراء لا ًـازط فعص اًخشر، ولا ًـني حصمان الٓدٍصن من حلوكِم، ولا  -
 من ضروزت احترام الٓدٍصن وحلن ذمائهم واًوفاء بمـاُساتهم.
يجة ٔبلا هخوسؽ في ٕاذزاح ألموز اًتي تجصي تين الذي والذصمة في باة اًـلائس؛ لٔن حكوِا س ًَذلي ٕالى اًىفص  -
 وإلايمان.
 وظلى لػ ؿلى س َسنا محمد وؿلى ب له وحَحَ وسلؿ.
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 اًلصة إلاسلامس، اًعحـة ألولى،
 اًعحاًو ة :تيروث ، الـىذة إلاسلامس  ُؼ، شرخ اًـلِست2752اجن ٔببي اًـز الصمضلي، 
م. ٕاًثاز الذق ؿلى الرَق في زذ الرلافاث ٕالى الـشُة الذق من ٔبظول اًخوحِس، ، 5672اجن اًوسٍص اًلاسمي ، 
 تيروث ،ذاز اًىذة اًـَمَة ، ، اًعحـة اًثاهَة
َىة اًـصتَة اًسـوذًة،  اًياشر: م. لٍوغ اًفذاوى ، ث: ؾحس اًصحْن جن محمد جن كاسم، الـم3772ُؼ/4222اجن حيَة،  
 لٍؽ الـلغ فِس ًعحاؿة الـعحف اًشرًف، الـسًية اًيحًو ة، 
ُؼ فذح اًحازي شرخ حََح اًحزازي، زقم ٔبحاذًثَ: محمد فؤاذ ؾحس اًحاقي ، تيروث ذاز 7552اجن حجص اًـسللاني،
 الــصفة 
اًسلام ؾحس اًضافي محمد، تيروث، ذاز اًىذة  ُؼ. القصز اًوخيز في ثفسير اًىذاة اًـٍزز، ؾحس 0022اجن ؾعَة،  
 -اًـَمَة، اًعحـة: ألولى 
 م.مـجم الـلاًُس في اٌَلة ، القلق: ؾحس اًسلام محمد ُازون، اًياشر: ذاز اًفىص: 7572 -ُؼ 7752اجن فازش، 
 ، اًعحـة: اًثاًثة –ُؼ ًسـان اًـصة، تيروث ذاز ظاذز  2222 -اجن مٌؼوز، 
م. الاكذعاذ في الاؾخلاذ ، ضحط:  موفق فوسي الدبر، ذاز الذكوة، 2772اًعحـة ألولى: ٔبتو حامس اًلزالي، 
 ذمضق، 




 ، مفاثَح اًلَة ٔبو اًخفسير اًىدير، تيروث ، ذاز اًىذة اًـَمَة ،اًعحـة ألولى.2220إلامام اًصاسي، 
 جن ؾفان، اًعحـة ألولى،م. الـوافلاث، تحلِق ٔبتو ؾحَست مضِوز حسن سَيمان، ذاز ا5772إلامام اًضاظبي،  
 م.، ث: زفـت فوسي ؾحس الـعَة، ذاز اًوفاءؼ الـيعوزت، 2220إلامام اًضافـي ألم ، اًعحـة ألولى، 
 م هـم ٌَولاء لا ٌَبراء، من وشر الـًؤف5220حلٌل اًحيا، 
ق الـِسي، تيروث   اًزمخشري ، اًىضاف ؾن حلائق اًخًنزي وؾَون ألكاًو ي في وحٍو اًخبًٔو ي، ، تحلِق: ؾحس اًصسا
 ذاز ٕاحِاء اًتراج اًـصبي 
 م شرخ الـلاظس، تحلِق: ؾحس السن عميرت، ؿالؾ اًىذة، اًعحـة اًثاهَة، 6772سـس الصٍن اًخفذاساني،   
سَيمان جن ؾحس لػ جن محمد جن ؾحس اًُو اة ، الصلائي في حكن موالات ٔبُي إلاشراك ، ، ثلسيم: اًًوَس جن ؾحس 
 اًصياط. مىذحة ذاز اًِساًة.  اًصحْن اًفصيان،
 م.6220اًس َس هـمة لػ الدزائصي، ألهواز اًيـلٌهَة ، ذاز اًىوفة، اًعحـة ألولى 
 ًحيان، مؤسسة اًخازيخ اًـصبي، اًعحـة ألولى –م.اًخحٍصص واًخيٍو ص، تيروث 2220ُؼ/2022اًعاُص جن ؿاصوز، ، 
 صف ًسوف ِفى الـشاُة اًفىًصّة الــاصرت،  ، ذمضق، ذاز اًللؿ م.هوا2772ؾحس اًّصحْن حسن َحَديَّىة الـَساِنى ، 
 م. مىذحة اًـحَكان اًعحـة ألولى 5220ؾحس لػ اجن تََ، إلاُز اة .. اًدضرَط  والذَول ،  
اًـز جن ؾحس اًسلام، مـنى إلايمان وإلاسلام ٔبو اًفصق تين إلايمان وإلاسلام، تحلِق: ٕاياذ ذالص اًعحاغ، تيروث ، 
 از اًفىص الــاصرظحؽ ذ
 ُؼ. منهاح اًيجات ، تيروث مؤسسة اًحـثة، ، اًعحـة ألولى5222اًفِغ اًكاصاني،  
 م، شرخ ألظول الشسة ، ث : ؾحس اًىصيم ؾثمان،  مصِ، مىذحة ألسزت7220اًلاضي ؾحس الدحاز، 
 امسة.اًكلَني، ًكافي  ث: ؿلى ٔبنبر اًلفازي، ذ ظِصان، از اًىذة إلاسلامِة، اًعحـة الر
 محمد باكص الفَسي ، بحاز ألهواز الدامـة لصزز ألئمة ألظِاز، تيروث ، ذاز ٕاحِاء اًىذة إلاسلامِة،.
 ُؼ، اًـلائس، ، ث: حسين ذزكامع، مؤسسة اًِسى ًٌَشر واًخوسًؽ 2022محمد باكصالفَسي ، 
، تحلِق: ؾحس لػ جن ؾحس القسن  م. خامؽ اًحَان ؾن ثبًٔو ي بٓي اًلصبٓن، 2220 -ُؼ  0022محمد جن حٍصص اًعبري، 
 اًتركي، ذاز مصص ٌَعحاؿة واًًشر واًخوسًؽ وإلاؿلان، اًعحـة ألولى، 
 م.تجفِف مٌاتؽ إلاُز اة، تيروث مؤسسة الصزاساث اًفىًصة الــاصرت، اًعحـة ألولى6220محمد سذصوز،  
 ة. ذاز عمص جن الرعاة، محمد هـيم ياسين ، إلايمان ٔبزكاهَ ، حلِلذَ ،هواكضَ، ، ، إلاسىٌسًز
  -ناصر الصٍن اًحَضاوي ، ٔبهواز اًخًنزي ؤبسزاز اًخبًٔو ي، الــصوف تخفسير اًحَضاوي، ، تيروث.، ذاز اًفىص
 م، حسن اًخًدَ لـا وزذ في اًدض حَ، تيروث، ذاز اًيواذز، تيروث، 2220نجم الصٍن اًلزي، 
 ن، مىذحة اًسالـي،م.حواباث إلامام اًسالـي : ؾلٌ2220هوز الصٍن اًسالـي،  
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PERKEMBANGAN TERJEMAH AL-QUR‟AN DI  
INDONESIA:  








Abstrak:     Sampai aat ini masih terdapat ketidakjelasan pemahaman mengenai posisi 
terjemah Al-Qur‟an di berbagai kalangan, sehingga menimbulkan adanya 
beberapa kontroversi. Bahkan ada anggapan terjadinya anarkisme dan 
kekerasan yang mengatasnamakan agama dikarenakan oleh adanya 
kesalahan dalam penerjemahan ayat-ayat Al-Qur‟an. Fakta lainnya bahwa 
penerjemahan Al-Qur‟an ke dalam Bahasa Indonesia begitu beragam, 
dengan model dan pendekatan yang beragam pula. Fokus penelitian ini 
utamanya adalah untuk melihat karakteristik masing-masing terjemahan 
tersebut, adanya keragaman dalam penerjemahan, serta kendala-kendala 
yang dihadapi dalam memilih bahasa dalam penerjemahan tersebut.  
 
Kata Kunci: Terjemah Harfiyah, Terjemah Tafsiriyah, Dan Terjemah Perkata.  
 
 
A. Latar Belakang 
Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh umat Islam di Indonesia 
dalam rangka menjelaskan firman-firman Allah Swt yang tertuang dalam Al-
Qur‘an adalah melalui penerjemahan. Sejak awal abad kedua puluh terdapat 
tidak kurang dari 20 karya terjemahan Al-Qur‘an dalam bahasa Indonesia 
maupun bahasa daerah. Diantara karya tersebut antara lain adalah Tafsir Qur‟an 
Karim karya Mahmud Yunus, Al-Furqan karya A. Hasan, Al-Bayan karya Prof. 
TM. Hasbi As-Shiddiqy, dan yang terbaru Al-Qur‟an dan Maknanya karya M. 
Quraish Shihab.280  
Upaya tersebut juga telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia 
pada tahun 1960-an dengan membentuk Lembaga Penyelenggara Penerjemah 
Al-Qur‘an yang diketuai pertama kali oleh Prof. RHA. Soenarjo, SH 
berdasarkan SK MenteriAgama RI No. 91 Tahun 1962.  Hasil kerja Tim 
Penerjemah ini baru dapat diterbitkan dan diresmikan Presiden Soekarno pada 
tanggal 17 Agustus 1965. Terjemah Al-Qur‘an Kementerian Agama menurut 
catatan Muchlis M. Hanafi hingga sekarang telah mengalami dua kali proses 
perbaikan dan penyempurnaan. Pertama,  pada tahun 1989 dilakukan 
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penyempurnaan redaksional yang dianggap sudah tidak relevan dengan 
perkembangan bahasa saat itu. Kedua, pada tahun 1998 hingga tahun 2002, 
berupa penyempurnaan secara menyeluruh yang mencakup aspek bahasa, 
konsistensi pilihan kata, substansi, dan aspek transliterasi. Proses ini tentu 
melibatkan para ulama, ahli, dan akademisi yang kompeten di bidangnya sebagai 
wujud keterbukaan Kementerian Agama terhadap saran dan kritik konstruktif 
bagi perbaikan dan penyempurnaan terjemahan Al-Qur‘an yang diprakarsainya. 
281 
Lahirnya karya-karya terjemah Al-Qur‘an di Indonesia dengan berbagai 
judul menunjukkan adanya keragaman baik dari segi metodologi maupun 
kecenderungan masing-masing penerjemah yang tidak bisa dihindari. Bahkan 
dari sekian karya terjemah Al-Qur‘an, hampir sebagian besar tidak secara 
eksplisit menyebut sebagai Karya Terjemah Al-Qur‘an, kecuali beberapa di 
antaranya saja. Fenomena ini bisa ditelusuri dari dua hal. Pertama, bahwa di 
kalangan ortodoksi Islam, penerjemahan Al-Qur‘an masih dianggap 
kontroversial. Ada sebagian yang masih menganggap penerjemahan Al-Qur‘an 
ke dalam bahasa lain selain bahasa Arab sebagai sesuatu yang tidak mungkin 
bisa dilakukan. Lafadz-lafadz Al-Qur‘an mengandung dua makna, al-ma‟nâ al-
awwaliyyah atau makna dekat, dan al-ma‟nâ al-tsânawiyyah atau makna jauh. 
Persoalannya, apakah terjemah mampu mengakomodir sekaligus kedua makna 
tersebut.282 Kedua, penulis karya-karya tersebut menyadari betul bahwa apa yang 
dilakukannya tidak semata menerjemahkan dalam pengertian secara harfiyah, 
akan tetapi ada unsur-unsur penafsiran baik langsung maupun tidak langsung 
yang masuk dalam pemilihan kata dalam penerjemahannya itu.  Adanya fakta ini 
semakin menunjukkan bahwa keragaman dalam penerjemahan tidak saja 
mungkin terjadi, tetapi juga harus diapresiasi sebagai bukti bahwa Al-Qur‘an 
memiliki kandungan makna yang sangat luas sehingga tidak bisa hanya dibatasi 
oleh satu bentuk pemaknaan saja. 
Masalah terjemah Al-Qur‘an dalam sejarah Islam disniyalir pertama kali 
muncul ketika Islam telah menjangkau wilayah-wilayah di luar Arab, antara lain 
Persia. Salah seorang Imam Madzhab yang terkenal berasal dari wilayah ini 
adalah Abu Hanifah. Beliau pertama kali mendeklarasikan bolehnya membaca 
terjemah Al-Qur‘an bahasa Persia dalam salat. Hal ini berbeda dengan pendapat 
mayoritas madzhab sunny lainnya yang menegaskan bahwa teks Al-Qur‘an msti 
dibaca dalam bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Ketika seorang Muslim tidak 
sanggup membaca al-Fâtihah dalam bahasa Arab di dalam shalatnya, maka ia 
harus menggantinya dengan bagian Al-Qur‘an lainnya yang ia kuasai, atau 
berdiam, atau mengulang-ulang bacaan nama Allah setara dengan al-Fâtihah.283 
                                                 
281 Mukhlis M. Hanafi, ―Problemtika Terjemahan Al-Qur‘an‖, dalam Suhuf, vo.4, No. 2, 
2011, 169-195 
282 Hasan Ayyub,Al-Hadîth fî „Ulûm al-Qur‟ân wal-Hadîth, Kairo: Darussalam, 2008, h. 
105. 
283 Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah Al-Qur‟an, Jakarta: Al-Fabet, 2005, h. 394-
395. 
Proceeding of the 16
th
 Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 
225 
Kuatnya doktrin di kalangan mayoritas ulama sunny mengenai 
terjemahan Al-Qur‘an ini menjadi kendala tersendiri bagi upaya penerjemahan 
Al-Qur‘an ke dalam bahasa-bahasa dunia Islam di luar Arab. Sebagai contoh 
pada masa Syah Waliyullah al-Dihlawy (w. 1762) masalah terjemahan Al-Qur‘an 
masih tetap sebagai hal yang tabu. Al-Dihlawy dikabarkan telah menerjemahkan 
Al-Qur‘an ke dalam pahasa Persia yang diberinya judul Fath al-Rahmân, tetapi 
upaya ini mendapat reaksi keras dari ulama ketika itu. 284 Lantaran kuatnya 
penolakan terhadap bentuk penerjemahan Al-Qur‘an maka ulama ketika itu 
lebih cenderung menerjemahkan karya-karya tafsir sebagai gantinya. Di 
Indonesia sendiri pda abad ke-17 seorang ulama dari Aceh, Abdl Rauf al-Sinkily 
(w. 1690) telah menerjemahkan Tafsîr Jalâlain ke dalam bahasa Arab Melayu 
dengan judul Anwâr al-Tanzîl. Menurut Snouck Hurgronje karya ini merupakan 
terjemah dari Tafsîr al-Baidlâwy tetapi menurut pendapat AH. Johns adalah 
terjemah dari Tafsîr Jalâlain dengan tambahan sejumlah kutipan dari Tafsîr al-
Baidlâwy. 285 
Di Indonesia sendiri baru mulai terbuka terhadap persoalan terjemah Al-
Qur‘an setelah memasuki awal abad dua puluhan dengan lahirnya karya-karya 
terjemah Al-Qur‘an dalam bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah lainnya. 
Keterbukaan wacana penerjemahan Al-Qur‘an itu sejalan dengan dorongan 
yang semakin kuat untuk dapat menggali makna Al-Qur‘an bagi mayoritas umat 
Islam yang tidak memiliki penguasaan terhadap bahasa Arab. Selain itu, setelah 
meredanya kontroversi tentang nasionaliasi Islam di Turki dan menguatnya 
wacana bolehnya menerjemahkan Al-Qur‘an secara ma‘any bermunculanlah 
sejumlah terjemah Al-Qur‘an dalam berbagai bahasa dunia Islam.  
Seorang ulama Hanafiyah terkemuka dari al-Azhar, Musthafa al-Marâghi 
(w. 1945) dalam suatu artikelnya,”Bahts fî Tarjamat al-Qur‟ân al-Karîm wa 
Ahkâmihâ” yang dipublikasikan pada tahun 1932 mengemukakan bahwa 
seorang Muslim yang tidak memiliki pengetahuan bahasa Arab secara mutlak 
wajib membaca terjemahan Al-Qur‘an yang memadai dalam shalat. Menurutnya, 
hal terpenting di dalam shalat adalah makna teks Al-Qur‘an, bukan karakter 
i‘jaznya, dan makna sebenarnya bisa ditransmisikan melalui terjemahan. Lebih 
jauh al-Maragi menilai bahwa adalah tidak realistik mewajibkan bagian terbesar 
masyarakat Muslim dari negeri-negeri non-Arab untuk mempelajari bahasa 
Arab lantaran Al-Qur‘an yang berbahasa Arab. 286 Pandangan al-Maraghi ini 
sejalan dengan pandangan ulama Mesir lainnya, antara lain Farid Wjdi yang 
mengatakan bahwa menerjemahkan makna (ma‟âny) Al-Qur‘an itu dibolehkan. 
Dari situlah kemudian muncul terjemahan Al-Qur‘an dalam berbagai bahasa di 
dunia, semisal Muhammad Ali, Mirza Abu‘l Fazl, Bashir al-Din Ahmad, 
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Muhammad Asad, dan lainnya telah mengupayakan penerjemahan Al-Qur‘an ke 
dalam bahasa Eropa. Sedangkan di Indonesia  muncul beberapa terjemah Al-
Qur‘an yang digarap antara lain oleh A. Hasan, Munawir Kholil, Mahmud 
yunus, Kemajuan Islam Yogyakarta, dan tokoh-tokoh lainnya sebagaimana 
disinggung di atas. Memasuki tahun 1960-an Pemerintah Indonesia secara resmi 
membentuk tim untuk melakukan upaya penerjemahan Al-Qur‘an ini. 
Belakangan muncul kontroversi tentang Terjemah Al-Qur‘an 
Kementerian Agama yang dinilai oleh sebuah ormas Islam, Majelis Mujahidin 
dibawah pimpinan Al-Ustadz Muhammad Thalib mengandung beberapa 
kekeliruan. Berdasarkan kaedah-kaedah dan parameter penerjemahan yang 
dipakainya, ia menemukan sebanyak 3229 kesalahan terjemah dalam terjemah 
Al-Qur‘an Kementerian Agama. Telaah yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin 
ini dibukukan dalam karya Al-Ustadz Muhammad Thalib, Koreksi Terjemah 
Harfiyah Al-Qur‟an Kemenag RI, Tinjauan Aqidah, Syari‟ah, Mu‟malah, Iqtishodiyah, 
yang diterbitkan oleh Penerbit Ma‘had An-Nabawy, Yogyakarta, tahun 2011. 
Bahkan lebih jauh dari itu, Majelis Mujahidin menuduh bahwa terjemah 
Kemenag inilah antara lain yang menjadi pemicu berbagai aksi kekerasan, 
menyemai bibit terorisme dan menjadi sandaran idelogi teroris, terutama akibat 
dari terjemahan atas ayat yang menganjurkan peperangan dan membunuh 
orang-orang kafir.287 
Menanggapi tuduhan itu, Muchlis M. Hanafi dalam sebuah artikel essai 
Jurnal Suhuf Vol. 4 No. 2 tahun 2011 menjelaskan bahwa makna yang terdapat 
pada terjemahan tentu bukanlah satu-satunya makna yang dimaksud Al-Qur‘an. 
Itu hanya sebuah pilihan, berdasarkan makna lafal yang ditangkap oleh para 
penyusunnya. Memahami pesan-pesan Al-Qur‘an hanya melalui terjemahan 
adalah bukan hal yang bijak, sebab terjemahan seberapapun tetap memiliki 
keterbatasan-keterbatasan. Apalagi kosa kata yang diterjemahkan itu adalah Al-
Qur‘an yang kaya akan makna dan memiliki kuinikan. Pembacaan terhadap ayat 
Al-Qur‘an mengenai tema tertentu tidak bisa hanya terhadap ayat-ayat tertentu 
dengan mengenyampikan ayat lainnya. Misalnya tentang jihâd dan qitâl, 
keseluruhan ayat mengenai tema tersebut harus dipahami secara komprehensif, 
karena antara satu ayat dengan ayat lainnya saling menafsirkan dan memiliki 
munasabah. 
Terlepas dari kontroversi tersebut, upaya untuk memahami dan 
memasyarakatkan Al-Qur‘an oleh masyarakat Indonesia tidak hanya berhenti 
sampai di situ. Sekarang telah beredar di berbagai lapisan masyarakat terjemah 
Al-Qur‘an perkata, yang diharapkan dapat membantu kalangan awam untuk 
memahami bahasa Arab Al-Qur‘an secara lebih mudah. Bahkan belakangan 
berbagai penerbit berlomba-lomba menyuguhkan karya terbaiknya dengan 
berbagai suplemen, mulai asbabun nuzul, tajwid, dan tema-tema lain selain 
terjemah Al-Qurannya itu sendiri. 
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Bagi kalangan awam, terjemahan semacam ini cukup menolong untuk 
dapat memahami bahasa Al-Quran. Akan tetapi secara akademis, sebagaimana 
dikemukakan oleh Muchlis M. Hanafi, model terjemahan perkata ini memiliki 
banyak persoalan ilmiah, baik dilihat dari sisi metodologi maupun substansi. 
Secara metodologi terjemahan semacam ini akan terjebak dalam penerjemahan 
secara harfiyah yang tidak mungkin dapat dilakukan terhadap Al-Qur‘an. 
Sedangkan secara substansi, terjemahan menjadi tidak bisa dipahami atau rancu. 
Alih-alih membuat pembaca mengerti kosa kata bahasa Arab melalui kata-kata 
dalam Al-Qur‘an, pembaca terkadang dibuat bingung karena penerjemah dalam 
banyak tempat harus menghindar dari pemaknaan secara harfiyah. 288 
Dari fakta-fatka di atas semakin jelas adanya persoalan serius dalam 
penerjemahan Al-Qur‘an di negeri ini. Di satu sisi upaya untuk 
memasyarakatkan Al-Qur‘an kepada seluruh umat Islam yang mayoritas tidak 
memiliki kemampuan berbahasa Arab mendesak untuk dilakukan antara lain 
melalui upaya penerjemahan, di sisi lain hingga saat ini masih terdapat 
ketidakjelasan pemahaman mengenai posisi terjemah Al-Qur‘an itu sendiri di 
berbagai kalangan. Di sinilah pentingnya melakukan penelitian mengenai 
perkembangan Terjemah Al-Qur‘an di Indonesia, terutama terhadap karya-
karya Terjemah yang tengah banyak beredar dewasa ini. Fokus penelitian ini 
utamanya adalah untuk melihat karakteristik masing-masing terjemahan 
tersebut, adanya keragaman dalam penerjemahan, serta kendala-kendala yang 
dihadapi dalam memilih bahasa dalam penerjemahan tersebut. Dari hasil 
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 
memahami karya terjemah Al-Qur‘an serta menjelaskan posisi karya tersebut 
dalam memahami Al-Qur‘an sebagai petunjuk bagi umat manusia. 
Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, untuk memperoleh data yang 
komprehensif mengenai karakteristik masing-masing karya terjemah Al-Qur‘an 
yang beredar di masyarakat; Kedua, untuk memperoleh gambaran tentang 
keragaman beberapa karya terjemah Al-Qur‘an tersebut dalam menerjemahkan 
ayat-ayat tertentu yang dinilai memiliki kemungkinan adanya perbedaan dalam 
penerjemahan. Ketiga, untuk menjelaskan kepada masyarakat akademik 
mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam menerjemahkan ayat-ayat 
tertentu serta solusi yang telah diambil oleh masing-masing penerjemah, 
sehingga dapat dipahami posisi penerjemahan tersebut dalam konteks 
memahami Al-Qur‘an yang memiliki keluasan makna yang tidak mungkin hanya 
dapat ditangkap melalui satu bahasa penerjemahan. 
 
B. Penelitian Sebelumnya 
Penelitian mengenai terjemah Al-Qur‘an ini bukanlah yang pertama. 
Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah mengupas tentang 
terjemah Al-Qur‘an. Selain itu, tema tentang terjemah Al-Qur‘an telah tertuang 
pada hampir semua kitab atau buku tentang ulumul qur‘an. Secara umum, 
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karya-karya di bidang ulumul qur‘an yang mengkaji mengenai terjemah Al-
Qur‘an berbicara seputar ketentuan dan hukum penerjemahan Al-Qur‘an ke 
dalam bahasa lain selain Arab. Salah satu di antaranya, Hasan Ayyub dalam 
bukunya al-Hadîth fւ „Ulûm al-Qur‟ân wal-Hadîth menjelaskan mengenai terjemah 
Al-Qur‘an dan berbagai ketentuan dan hukumnya. Pada akhir bahasan 
mengenai terjemah Al-Qur‘an ini ia menyimpulkan bahwa tarjamah Al-Qur‘an 
dalam pengertian mengalihbahasakannya ke bahasa lain selain bahasa Arab 
adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan. Ada dua argumentasi yang 
ia bangun untuk sampai pada kesimpulan ini. Pertama, bahwa tarjamah tidak 
mungkin dapat mengakomodir keseluruhan makna Al-Qur‘an yang terdiri atas 
al-ma‟nâ al-awwaliyah atau makna dekat dan al-ma‟nâ al-thânawiyyah atau makna 
jauh. Kedua, terjemahan semacam ini dianggap sama seperti Al-Qur‘an, padahal 
tidak ada yang bisa menyamai Al-Qur‘an. Sebagaimana Al-Qur‘an sendiri telah 
menantang bangsa Arab untuk mendatangkan hal yang sama dengan Al-Qur‘an, 
dan terbukti tidak akan mungkin bisa melakukannya. 
Adapun penelitian serius yang telah dilakukan oleh peneliti tentang 
terjemah Al-Qur‘an telah dilakukan oleh Najdah Ramadlan dalam sebuah 
penelitian disertasinya di bidang Dirasat Islamiyah di Universitas Damaskus 
yang berjudul Tarjamat al-Qur‟ân wa Atharuhâ fî Ma‟ânîh. Peneliti telah melakukan 
penelitian atas karya-karya terjemah Al-Qur‘an ke dalam berbagai bahasa, antara 
lain Turki, Inggris, Rusia, Perancis, dan Jerman. Beberapa kesimpulan dalam 
penelitiannya ini antara lain, bahwa penerjemahan Al-Qur‘an ke dalam bahasa 
lain selain bahasa Arab secara harfiyah tidak mungkin dapat dilakukan. Hal ini 
juga rentan terhadap anggapan kalangan awam bahwa terjemahan tersebut 
adalah sama dengan Al-Qur‘annya itu sendiri. Hasil lainnya juga menyimpulkan 
bahwa terjemah-terjamah Al-Qur‘an tersebut tidak diberi nama sebagai mushaf 
Al-Qur‘an. Karena karya Terjemah itu bukanlah Al-Qura‘nnya itu sendiri yang 
bisa dijadikan sebagai sarana ta‘abbudi dengan membaca lafal-lafalnya yang asli, 
bukan terjemahan. Ketiga terjemah-terjemah yang telah dilakukan kebanyakan 
masih merupakan terjemah harfiyah sehingga banyak menimbulkan persoalan, 
baik akademik maupun substansi. Oleh karena itu perlu diohindari. Sebagai 
gantinya adalah dengan menggunakan terjemah tafsiriyah dengan ketentuan-
ketentuan yang mengikat. 
Sedangkan salah satu telaah yang khusus mencermati terjemah Al-Qur‘an 
Kementerian Agama telah dilakukan oleh Majelis Mujahidin yang dipimpin oleh 
Al-Ustadz Muhammad Thalib, yang telah diterbitkan dengan judul Koreksi 
Tarjamah Harfiyah Al-Qur‟an Kemenag RI, Tinjauan Aqidah, Syari‟ah, Mu‟amalah, 
Iqtishadiyah. Hasil telaah ini menyimpulkan adanya beberapa kekeliruan dalam 
penerjemahan al-Qur‘an oleh Tim Kementerian Agama. Bahkan ia menyebut 
ada 3229 kesalahan terjemah dalam terjemah Al-Qur‘an Kementerian Agama 
ini. Penulis mensinyalir adanya kekeliruan ini karena pendekatan yang 
digunakan dalam penerjemahan Kementerian Agama, yaitu tarjamah harfiyah 
atau letterlijk. 
Muchlis M. Hanafi telah melakukan penelitian terhadap beberapa 
penerbitan Al-Qur‘an di Indonesia kontemporer yang diterbitkan dalam jurnal 
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Suhuf  Vo. 4 No. 2 Tahun 2011 dengan judul ―Problematika Terjemahan Al-
Qur‘an‖. Dalam tulisannya ini ia menyimpulkan bahwa terjemah Al-Qur‘an 
adalah sebuah upaya untuk memahami Al-Qur‘an yang dijelaskan untuk 
menjelaskan firmah Allah kepada masyarakat non-Arab. Terjemahan tidak lebih 
dari sebuah tafsir dalam bentuknya yang sederhana. Sebaik apapun terjemahan 
ia tidak akan luput dari sejumlah persoalan mengingat kekayaan dan keunikan 
bahasa Al-Qur‘an di satu sisi, dan keterbatasa bahasa terjemahan di sisi lain. 
Kedua, penerjemahan Kementerian Agama menggabungkan dua pendekatan 
sekaligus yaitu harfiyah dan tafsiriyah.  Namun demikian kesan terjemah 
Kementerian Agama ini masih harfiyah sehingga dapat menimbulkan 
kesalahpahaman. Oleh karenanya meskipun Kementerian Agama telah 
menerbitkan tafsir Al-Qur‘an sebesar 10 jidil, untuk menghindari 
kesalahpahaman di masyarakat diperlukan adanya tafsir ringkas, sedangkan 
terjemah Al-Qur‘an dipandang terlalu ringkas sehingga terkadang rancu. Ketiga, 
terjemahan ataupun tafsir Al-Qur‘an yang dilakukan perkata terhadang oleh 
sejumlah persoalan teknis akademis. Oleh karenanya pendekatan ini sebaiknya 
dihindari karena akan menimbulkan kerancuan dalam pemaknaan.  
Masing-masing penulis dan peneliti yang telah dikemukakan di atas 
menjadi salah satu pijakan bagi penelitian ini lebih lanjut. Setidaknya bisa 
dijadikan sebagai rujukan awal untuk menelaah lebih jauh mengenai 
karakteristik beberapa terjemahan yang telah beredar di negeri ini, kemudian 
untuk mengungkap berbagai keragaman penerjemahannya, serta kendala-
kendala yang dihadapi serta solusi yang dipilih oleh masing-masing penerjemah 
untuk mengakomodir berbagai kemungkinan penerjemah tersebut.  
 
C. Problematika Terjemah Al-Quran 
Terdapat tiga pekerjaan dalam rangka menggali makna dan petunjuk dari 
ayat-ayat Al-Qur‘an, satu sama lain berbeda meskipun memiliki 
ketersinggungan. Ketiga pekerjaan tersebut masing-masing memiliki hal spesifik 
yang sesungguhnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagi contoh, dalam 
kerja penerjemahan tidak akan lepas dari sudut pandang tafsir, demikian pun 
halnya dalam pekerjaan takwil. Berikut adalah penjelasan dari Manna al-
Qaththan mengenai ketiga pekerjaan tersebut. 
Terjemah memiliki dua makna. Pertama yang disebut dengan terjemah 
harfiyah, yaitu memindahkan suatu ungkapan dari bahasa satu ke bahasa yang 
lainnya dengan tetap menjaga struktur dan rangkaian bahasa  asal tersebut.  
Kedua, yang disebut dengan terjemah tafsiriyah atau maknawiyah, yaitu 
menjelaskan makna suatu ungkapan dari satu bahasa ke bahasa lainnya tanpa 
dibatasi oleh struktur dan rangkaian bahasa aslinya.289 
Menurut para ahli bahasa nampaknya sulit untuk melakukan terjemah 
harfiyah dalam pekerjaan penerjemahan, sebab karakteristik bahasa yang satu 
dengan lainnya berbeda. Sebagai contoh strukur jumlah fi‘liyah dalam bahasa 
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Arab jarang ditemukan dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Arab 
biasa dan sering dijumpai. Terlebih lagi dengan Al-Qur‘an yang memiliki nilai 
sastra yang sangat tinggi, dengan sistematika dan struktur bahasa yang khas, 
sulitlah kalau harus dilakukan penerjemahannya dengan cara harfiyah atau 
letterlijk. 
Istilah kedua adalah tafsir. Secara bahasa tafsir adalah bentuk masdar dari 
fi‘il madly fassara yang artinya adalah al-ibânah wa al-kasyf wa izhhâr ma‟na al-
ma‟qûl, yaitu menjelaskan dan membuka serta menampakkan makna yang bisa 
diterima akal. Mengutip Lisân al-„Arab bahwa al-fasr artinya adalah kasyf al-
mughatthâ  yaitu menyingkap hal yang masih tertutup, sehingga kerja tafsir adalah 
membuka makna yang dikehendaki dari ungkapan lafaz yang masih belum jelas. 
Al-Qur‘an sendiri menyebut kata tafsir dalam QS al-Furqan ayat 33 yang artinya 
adalah bayân atau tafshîl. 290 
Sedangkan secara istilah sebagaimana mengutip panangan Abu Hayyan 
tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-
Quran serta  mengambil makna petunjuknya, menggali hukum serta hikmah 
yang terkandung di dalamnya baik secara berdasarkan kata perkata maupun 
kalimat. Selain Abu Hayyan masih banyak lagi ulama yag menjelaskan makna 
tafsir, yang penekanannya berbeda satu sama lain. Salahs atu definisi yang 
relative mudah dicerna adalah yang dikutip dari Al-Zarkasyi, bahwa tafsir adalah 
ilmu untuk memahami kitab Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad Saw, menjelaskan makna kandungannya, serta menggali berbagai 
hukum dan hikmah. 291 
Adapun takwil secara bahasa terambil dari kata al-aul, yaitu kembali 
kepada asal. Dengan demikian yang dimaksud dengan takwil adalah 
mengembalikan suatu ungkapan lafaz dari makna yang rajih (lahir) kepada 
makna marjuh (tidak unggul) dengan landasan suatu dalil yang menghendakinya. 
292  
Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa terjemah ada dua jenis, yaitu 
terjemah seara harfiyah atau letterlijk, dan terjemah tafsiriyah atau yang disebut 
dengan terjemah bebas. Hasan Ayyub dalam bukunya al-Hadîts fî ‗Ulûm al-
Qur‘ân wal Hadîts  menjelaskan  tentang pengertian dan jenis terjemah. 
Secara urf, terjemah artinya adalah memindahkan ungkapan dari satu 
bahasa ke bahasa lainnya disertai dengan upaya untuk memenuhi keseluruhan 
makna dan tujuan dari bahasa asalnya ke bahasa tujuan. Dengan demikian 
terjemah ada dua jenis, yaitu terjemah harfiyah dan terjemah tafsiriyah. 
Terjemah harfiyah adalah disertai dengan upaya untuk tetap menjaga struktur 
dan pola kalimat yangt erdapat pada bahasa asal. Sedangkan yang kedua adalah 
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terjemah tafsiriyah, yaitu tidak harus menjaga struktur dan pola kalimat 
sebagaimana pada bahasa asalnya. Terjemah tafsiriyah ini disebut juga dengan 
terjemah maknawiyah. 293 
Hasan Ayyub mengutip pandangan al-Zarqâni dalam buku manâhil al-
Irfan diejlaskan bahwa pekerjaan terjemah Al-Qur‘an perlu mendapat perhatian, 
karena tiga hal. Pertama, hukum terjemah memiliki kontroversi sehingga para 
ulama kita terdahulu berselisih paham mengenai terjemah ini. Kedua. Dengan 
pekerjaan terjemah Al-Qur‘an banyak kalangan awam yang beranggapan bahwa 
pekerjaan terjemah adalah memindahkan Al-qur‘and ari bahasa arab ke bahasa 
lainnya. Ketiga, sering terjadi kekeliruan yang fatal dalam proses penerjemahan 
ayat-ayat Al-Qur‘an yang bisa membahayakan sendi-sendi kehidupan beragama 
di kalangan umat Islam.294 
Dari situ tampak ada kontroversi di kalangan para ulama perihal terjemah 
Al-Qur‘an ini. Kontroversi ini paling tidak dapat dijelaskan dari kedudukan Al-
Qur‘an itu sendiri sebagai kalam Allah, di mana ia mengandung makna jauh dan 
makna dekat. Atau yang disebut dengan makna asliyah dan makna tab‘iyyah.  
Makna asliyah adalah makna yang dapat ditangkap dari suatu ungkapan bahasa 
meskipun kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Disebut makna asliyah 
atau awaliyah karena ia adalah makna yang pertama kali dapat ditangkap dari 
ungkapan bahasa tersebut. Sedangkan makna tab‘iyah atau makna tsanawiyah 
adalah makna yang dapat ditangkap melampaui makna asliyah atau 
awaliyahtersebut. Sebuah ungkapan bahasa, terutama yang memiliki nlai sastra 
memeiliki makna tsanawiyah atau tab‘iyah yang bertingkat-tingkat sesuai dengan 
nilai sastranya.  Persoalannya adalah, apakah makna ini dapat ditangkap dan 
tetap terjaga melalui karya terjemah, apalagi ketika yang diterjemahkan adalah 
Al-Qur‘an yang memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. 
Selain dari persoalan makna, terjemah Al-Qur‘an juga memiliki 
kontroversi ketika harus diperhadapkan dengan persoalan I‘jaz Al-Qur‘an. 
Karena aspek-aspek I‘jaz Al-Qur‘an terutama dari segia bahasa dan sastra tidak 
mungkin dapat terkover dalam karya terjemah, sebaik apapun terjemah tersebut. 
Oleh karena itu, para ulama brebeda pendapat mengenai hukum penerjemahan 
Al-Qur‘an.  Dari berbagai pendapat dapat diambil kesimpulan bahwa terjemah 
Al-Qur‘an secara harfiyah, bukan hanya tidak mungkin dapat dilakukan, tetapi 
juga dianggap akan mereduksi makna yang terkandung di dalamnya. Oleh 
karena itus edapat mungkin terjemah seperti ini dihindari. Sedangkan terjemah 
Al-Qur;an yang dilakukan dengan pola maknawi dapat dilakukan, dengan tujuan 
untuk menjelaskan makna Al-Qur‘an dalam bahasa lain selain bahasa Arab. 
Pekerjaan ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan pekerjaan tafsir, hanya saja 
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masih tetap terikat dengan kaedah-kaedah penerjemahan meskipun tetap 
menjaga untukt idak terjebak dalam penerjemahan yang letterlijk. 295 
 
D. Sejarah Penerjemahan Al-Quran  
Sejarah penerjemahan Al-Quran tidak dapat dilepaskan dari aktifitas 
dakwah Islam. Pada masa Nabi Saw sebelum hijrah ke Madinah, neliau pernah 
mengutus sahabat untuk hijrah ke Habasyah menemui seorang raja Najasyi yang 
tidak memahami bahasa Arab. Lalu melalui penerjemah ia dapat menerima 
pesan-pesan Al-Qur‘an yang dibawakan oleh para sahabat yang diutus tersebut, 
antara lain Ja‘far bin Abbas, paman Rasulullah Saw yang menjadi pemimpin 
kafilah hijrah pada saat itu. 
Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi juga 
dikisahkan pernah menerjemahkan surah al-Fatihah untuk dapat disampaikan 
pesan-pesannya kepada bangsanya di Persia agar mereka mampu menangkap 
makna pesan-pesan Al-Qur‘an ini.  Terlebih ketioka Islam telah tersebar luas ke 
berbagai penjuru di luar jazirah Arab, penerjemahan Al-Qur‘an baik secara lisan 
maupun tulisan telah mulai dilakukan oleh Umat Islam terutama untuk 
keperluan dakwah. 
Dua peristiwa sejarah tersebut memberikan ilustrasi bagaimana 
kebutuhan akan penerjemahan pesan-pesan Al-qur‘an bahkan sejak masa awal 
Islam. Dengan demikian sejak masa awal Islam kebutuhan akan penerjemahan 
sebagian atau bahkan seluruh ayat Al-quran sudah mulai terasa, dan kondisi ini 
direspon secara baik oleh sebagian sahabat, termasuk Salman dengan 
menerjemahkan pesan-pesan Al-Qur‘an ke dalam bahawa yang dipahami oleh 
kaumnya. Hal ini menunjukkan pentingnya penerjemahan pesan-pesan Al-
qur‘an dalam lapangan dakwah bahkan sejak masa awal Islam.  
Setelah wafat Nabi, dakwah Islam terus berkembang seiring berkembang 
luasnya dominasi politik Islam hingga ke luar jazirah Arab, termasuk Persia. 
Pada saat itu mulai terasa betapa pentingnya penerjemahan ayat-ayat Al-qur‘an. 
Taufik Adnan Amal mencatat ada dua laporan mengenai aktifitas Salman al-
Farisi sebagaimana telah disinggung diatas. Laporan pertama mengemukakan 
bahwa beberapa orang Persia meminta Salman untuk menuliskan sesuatu dari 
Alquran bagi mereka dalam bahasa Persia. Salman kemudian menerjemahkan 
surat al-Fatihah untuk mereka. Laporan kedua mengungkapkan bahwa orang-
orang Persia berkirim surat kepada Salman memintanya menerjemahkan surat 
al-Fatihah ke dalam bahasa Persia, kemudian  mereka menggunakan terjemahan 
itu di dalam shalat hingga terbiasa. Salman lalu menyampaikan ini kepada Nabi, 
dan ia tidak mencelanya.296 
Menurut Taufik dari kedua laporan tersebut menunjukkan adanya 
kebutuhan mendasar akan penerjemahan Alquran bahkan sejam masa awal 
Islam. Kendatipun otentisitas kedua laporan tersbeut masih diragukan tetapi 
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fakta-fakta lain menunjukkan bahwa penerjemahan Alquran bukanlah hal yang 
dilarang oleh Nabi. Hal itu antara lain didukung fakta bahwa ketika Nabi 
mengirimkan surat ke Penguasa Bizantium, sebagaimana dikabarkan oleh Ibn 
Abbas dari Abu Sufyan ibn Harb, bahwa Heraclius memanggil seorang 
penerjemah untuk membacakan surat Nabi itu dalam bahasa Yunani, yang 
berbunyi: ―Dengan Nama Allah Yang Pengaswih dan Penyayang. Dari 
Muhammad Utusan Allah kepada Heraclius Penguasa Romawi… Hai ahli 
Kitab, marilah menuju suatu kata yangs ama antara kami dan kamu bahwa kita 
tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukan sesuatupun 
dengannya.‖297 
Dengan demikian fakta tersebut menunjukkan bahwa Alquran dan tradisi 
kesejarahan Islam awal tidak memberikan petunjuk apapun bagi upaya 
sakralisasi bahasa Alquran sebagaimana terjadi belakangan, sehingga 
penerjemahan terhadapnya dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Sakralisasi 
bahasa Alquran yang berujung pada pelarangan terhadap penerjemahan Alquran 
sebagaimana dilakukan kalangan ortodoksi Islam pada saat itu menimbulkan 
kesulitan tersendiri bagi pemeluk-pemeluk Islam non-Arab yang justru ini 
bertentangan dengan prinsip dan tujuan pewahyuan itu sendiri, yakni agar 
manusia memahaminya. 
Pada akhir masa Khilafah Umawiyah dan awal Khilafah Abbasiyah telah 
terjadi gerakan besar-besaran untuk menerjemahkan karya-karya filsafat dari 
bahawa Yunani ke bahasa Arab. Salah satu yang terkenal dengan gerakan 
Arabisasi ini adalah pada masa Khilafah Umawiyah dipimpin oleh Khalid bin 
Yazid bin Muawiyah. Upaya ini terus berlanjut hingga masa Khilafah 
Abbasiyah, akan tetapi tidak tampak ada upaya menerjemahkan Alquran ke 
dalam bahasa Arab. Upaya menerjemahkan Alquran ke bahasa lain baru tampak 
pada masa Turki Usmani dan Saljuk. Hal itu tidak lain karena baik kekhalifahn 
Umawi maupun Abas dua-duanya adalah dari Arabi sehinga dominasi Arabnya 
sangat tampak, sementara pada masa Saljuk dan Usmani keduanya adalah non 
Arab sehingga ada perubahan paradigm dari Arab sentris ke Turki sentris. 
Gerakan penerjemahan Alquran di dunia Barat justru dipelopori oleh 
kalangan Orientalis dengan motif dan tujuan yang beragam. Salah satu diantara 
pelopor penerjemahan Alqur‘an di kalangan Orientalis adalah Theodore 
Biabiande, sarjana orientalis asal Swiss yang telah menerjemahkan Alquran ke 
dalam bahasa Latin. Terjemahannya pertama kali dicetak di Swiss pada tahun 
1543 dan di Jerman pada tahun 1550. Terjemahannya ini kemudian 
diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Barat lainnya, Italy, Jerman, Perancis, 
Inggris, dan lainnya. Oreintalis lainnya yang telah menerjemahkan Alquran ke 
bahasa Inggris adalah George Sale, bahkan terjemahnya dicetak sebanyak 34 
kali.298  
Menurut Montgomery Watt sebagaimana dikutip oleh Tim Penerjemah 
Kementerian Agama dalam pengantar Al Quran dan Terjemahnya, penerjemahan 
                                                 
297 Taufik Adnan Amal, Rekontruksi Sejarah Alquran, op.cit. 400 
298 Najdah Ramadlan, Tarjamat al-Qur‟an..op.cit, 138 




Alquran ke dalam bahasa Barat dimulai sejak bangkitnya perhatian Barat 
terhadap studi Islam sejak awal abad ke 12. Hal ini dimulai dengan kunjungan 
Peter The Venerable, Abobot of Clugny ke Toledo pada awal abad tersebut. 
Salah satu diantara programnya adalah menerbitkan serial keilmuan untuk 
menandingi studi Islam di Andalus saat itu. Dari program ini kemudian lahirlah 
penerjemahan Alquran ke dalam bahasa Latin yang dilakukan oleh Robert 
Ketton (Robertus Retanenis) dan baru selesai pada Juli 1143.299 
Pesatnya perkembangan terjamahn Alquran di Barat juga dipengaruhi 
oleh gerakan Renaissance. Pada awal abad 16 seiring dengan gerakan ini telah 
lahir buku-buku yang memperkenalkan tentang Islam di Barat, termasuk 
penerbitan terjemah Alquran. Terjemah Alquran ke dalam bahasa Latin yang 
telah dilakukan oleh Rober Ketton pada abad 12 tersebut diterbitkan kembali 
pada tahun 1530 dan tahun 1543. Dari penerjemahan ke bahasa Latin inilah 
kemudian dialihbahasak oleh para penerjemah lainnya di Barat ke dalam 
berbagai bahasa di Eropa. 300 
Najda Ramadlan menemukan tidak kurang dari 51 terjemah Alquran ke 
dalam bahasa Inggris, 47 ke dalam bahasa Jermahn, 36 ke dalam bahasa Latin, 
31 ke dalam bahasa Prancis, 15 ke dalam bahasa Italy, 11 ke dalam bahasa 
Rusia, dan jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan bertambahnya 
zaman hingga sekarang. 301 
Selain telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Barat, Alquran juga 
telah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia, termasuk bahasa Urdu, Persia, 
China, Melayu, jawa dan berbagai bahasa di dunia seiring perkembangan 
dakwah Islam ke berbagai wilayah tersebut. Saat ini upaya penerjemahan 
Alquran ke berbagai bahasa di dunia telah dipelopori antara lain oleh Rabithah 
Alam Islami bekerja sama dengan Mujamma‘ Al-Malik Fahd Arab Saudi, yang 
telah mencetak terjemah makna Alquran ke berbagai bahasa di dunia. Hal ini 
tentu untuk menjawab kebutuhan umat Islam di berbagai penjuru dunia akan 
pentingnya memahami bahasa Alquran dan mengamalkan pesan-pesan yang 
terkandung di dalamnya dalam kehidupan. 
Siapapun yang berziarah ke Makkah dan Madinah, terutama di Masjidil 
Haram dan Masjid Nabawi akan dengan mudah di sana menemukan Alquran 
terjemah ke dalam berbagai bahasa di dunia. Karena Islam kini telah menjadi 
agama yang dianut oleh seluruh makhluk manusia di berbagai pelosok, di lima 
benua. 
 
E. Terjemah Al-Quran Di Indonesia 
Idonesia termasuk Negara dengan penduduk mayoritas muslim. Dakwah 
Islam ke negeri  ini terbilang unik karena tidak menggunakan pendekatan politik 
maupun militer seperti terjadi pada beberapa belahan dunia Islam lainnya. Islam 
masuk ke wilayah Nusantara melalui perantara para saudagar dan muballigh 
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yang datang dengan membaca corak cultural dan lebih mengedepankan proses 
asimiliasi budaya. Dampak yang paling nyata dari proses dakwah semacam ini 
adalah adanya pribumisasi terhadap pesan-pesan Alquran yang meniscayakan 
proses penerjemahan pesan tersebut ke dalam bahasa dan budaya local.  
Akan tetapi di sisi lain orodoksi Islam sangat dominan dalam proses 
dakwah Islam ke wilayah Nusantara ini, di mana pada umumnya masih 
menganggap bahwa penerjemahan Alquran sebagai hal yang tabu bahkan 
dilarang. Sakralisasi bahasa Alquran yang terjadi di kalangan ortodoksi Islam 
sangat berpengaruh terhadap upaya penerjemahan Alquran ke bahasa non Arab 
termasuk bahasa melayu dan bahasa bahasa lainnya di wilayah Nusantara. 
Namun demikian kenyataan ini tidak membuat surut para pendakwah Islam di 
wilayah Nusantara untuk menerjemahkan pesan-pesan Alquran ke dalam bahasa 
dan budaya local.  Upaya itu antara lain ditempuh dengan cara menerjemahkan 
tafsir Alquran dibanding dengan menerjemahkan Alqurannya itu sendiri. Upaya 
yang cerdik ini misalnya dilakukan oleh seorang ulama Sufi sekaligus mufassir 
Abd al-Rouf (w. 1690) yang berasal dari Aceh Sinkil yang telah menerjemahkan 
Tafsir Jalalain ke bahasa Melayu. Menurut Snouck Hurgronje, karya Abd al-
Rauf ini adalah terjamah dari tafsir al-Baidlawi, Anwâr al-Tanzîl. 302 
Upaya penerjemahan tafsir Alquran ini tidak hanya dilakukan di 
Indonesia, di Persia juga pernah dilakukan penerjemahan terhadap Tafsir al-
Thabari yang digarap pada masa penguasa dinasti Samani di Khurasan, Abu 
Shalih Manshur bin Nuh (961-976). 303 Upaya ini antara lain untuk 
menerjemahkan pesan-pesan Alquran ke bahasa lain dengan tidak berbenturan 
dengan doktrin ortodoksi Sunni yang melarang penerjemahan Alquran ke 
bahasa lain. 
Terjemah Alquran di Indonesia pada masa pra colonial dengan demikian 
masih diwarnai oleh corak ortodoksi Sunni yang menganggap tabu bahkan 
dilarang menerjemahkan Alquran.  
Pergeseran dari otoritas ortodosi Sunni tentang penerjemahan Alquran 
mulai redup seiring menguatnya pengaruh nasionlisme kebangsaan yang telah 
memasuki dunia Islam baik di Timur Tengah maupun Asia Tenggara. 
Penerjemahan Alquran yang sebelumnya dianggap tabu, memasuki Era 
Kolonial di negeri ini sudah mulai berubah. Para ulama Nusantara telah 
berlomba-lomba menerjemahkan Alquran ke dalam bahasa Melayu dan bahasa 
local lainnya. Sejak awal abad 20 Mukhlis Hanafi mencatat tidak kurang dari 20 
karya terjemah Alquran yang beredar di negeri ini, antara lain Di antara buku 
terjemah dimaksud Tafsir Qur‘an Hidajatur Rahman (Munawar Khalil); 
Terjemah Tafsir karya Maulevi Mohammad Ali; Tafsir Qur‘an (Zainuddin 
Hamidy dan Hs. Fachruddin); Tafsir Quran Karim (Mahmud Yunus); Tafsir Al-
Bayan (TM. Hasbie ash-Shiddiqy); Al-Furqan: Tafsir Quran (Ahmad Hasan); 
Tafsir al-Azhar (Buya Hamka); Tafsir Rahmat (H. Oemar Bakry); Terjemah dan 
Tafsir Al-Qur‘an (Bachtiar Surin); Terjemah/Tafsir Al-Qur‘an (Moh. Rifa‘i); Al-
                                                 
302 Taufik Adnan Amal, Rekontruksi Sejarah Alquran, op.cit. 397 
303 Taufik Adnan Amal, Rekontruksi Sejarah Alquran, op.cit. 397 




Qur‘an & Maknanya (M. Quraish Shihab); Qur‘an Kejawen (Kemajuan Islam 
Yogyakarta); Qur‘an Sundawiyah; Qur‘an Bahasa Sunda (KH. Qamaruddien); 
Al-Ibriz (Bisyri Musthofa); Al-Iklīl fi Ma‘ānit-Tanzīl (Mishbah Zainal 
Musthofa); Al-Qur‘an Suci Bahasa Jawa (Prof. KHR.Muhammad Adnan); Al-
Amin (Bahasa Sunda); dan Tarjamah Al-Qur‘an BahasaSunda. Beberapa buku 
terjemahan di atas diberi judul tafsir. Satu hal yang menunjukkan bahwa 
terjemahan juga merupakan tafsir, karena merupakan hasil pemahaman seorang 
penerjemah terhadap teks Al-Qur`an.304 
Dengan demikian, upaya penerjemahan Alquran pada masa kolonial 
masih diwarnai kesan tabu menerjemahkan Alquran secara langsung. Tampak 
dari berbagai judul terjemahan tersebut, para ulama berupaya menerjemahkan 
pesan-pesan Alquran melalui tafsir, baik yang dilakukan oleh penulisnya itu 
sendiri maupun yang bersumber dari karya-karya tafsir yang ada. 
Memasuki Era Kemerdekaan upaya penerjemahan Alquran tidak hanya 
dilakkan oleh para ulama, tapi juga dipelopori oleh Pemerintah, dalam hal ini 
Kementerian Agama Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh 
Kementerian Agama ini kemudian telah membuahkan hasil dengan 
diterbitkannya  Terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama RI yang biasa 
disebut Al-Qur'an dan Terjemahnya. Terjemah Alquran ini disusun oleh sebuah 
tim yang terdiri dari beberapa ulama anggota Lembaga Penterjemah Kitab Suci 
Al-Qur‘an pada tahun 1965 dalam kurun waktu 5 tahun (1960-1965), dan 
dicetak secara bertahap dan beredar pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1965 
dalam tiga jilid. Dalam perkembangannya  terjemahan tersebut mengalami 
beberapa kali perbaikan dan penyempurnaan. Menurut Muchlis Hanafi, sejak 
pertama kali diedarkan pada 17 Agustus 1965 hingga sekarang, terjemahan Al-
Qur'an Kementerian Agama setidaknya sudah mengalami dua kali proses 
perbaikan dan penyempurnaan. Pertama, penyempurnaan redaksional yang 
dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan bahasa pada saat itu, yaitu 
pada tahun 1989. Kedua, penyempurnaan secara menyeluruh yang mencakup 
aspek bahasa, konsistensi pilihan kata, substansi, dan aspek transliterasi dalam 
rentang waktu yang cukup lama antara tahun 1998 hingga 2002. Proses 
perbaikan dan penyempurnaan itu dilakukan oleh para ulama, ahli dan 
akademisi yang memiliki kompetensi di bidangnya sebagai wujud keterbukaan 
Kementerian Agama terhadap saran dan kritik konstruktif bagi perbaikan dan 
penyempurnaan Al-Qur'an dan Terjemahnya. Upaya itu juga didasari pada 
kesadaran bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna, apalagi ketika akal 
manusia yang terbatas ingin menjangkau pesan kalam Tuhan yang tidak 
terbatas. 305 
Selain karya Kementerian Agama, masih banyak lagi karya terjemah 
Alquran yang telah beredar di masyarakat dengan corak dan model 
penerjemahan yang beragam. Setidaknya ada dua karya terjemah yang dapat 
mewakili beberapa karya tersebut selain terjemah ementerian Agama, yaitu 
                                                 
304 Muchlis Hanafi, Problematika…op.cit.179 
305 Muchlis Hanafi, Problematika…op.cit.179 
Proceeding of the 16
th
 Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 
237 
karya terjemah Quraish Shihab Alquran dan Maknanya dan satu lagi terjemah 
Alquran perkata yang diterbitkan oleh Penerbit As-Syamil. Karakteristik kedua 
karya ini dan karya Kementerian Agama akan dibahas lebih lanjut dalam 
penelitian ini. 
 
F. Karateristik Tiga Karya Terjemah Al-Quran Indonesia 
Al-Quran Dan Terjemahnya 
Salah satu karya terjemah Alquran yang paling banyak beredar di 
masyarakat adalah terjemahan Alquran Kementerian Agama RI yang lazim 
dikenal Al Quran dan Terjemahnya. Terjemah Alquran ini merupakan ikhtiar 
Pemerintah Republik Indonesia untuk mengenalkan Alquran yang berbahasa 
Arab kepada masyarakat Indonesia. Al Quran dan Terjemahnya pertama kali terbit 
pada tahun 1965, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1965. 306 Terjemah Alquran 
Kementerian Agama ini disusun oleh Tim Penerjemah selama kurun waktu 
kurang lebih 5 tahun sejak tahun 1960. Lembaga Penerjemahan Alquran 
Kementerian Agama ini dibentuk berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 91 
tahun 1962 dan No. 53 tahun 1963 dengan ketua Tim Prof. RHA. Soenarjo, 
SH. 
Sejak pertama kali terbit pada Agustus 1965 Al Quran dan Terjemahnya  
setidaknya telah mengalami dua kali proses revisi dalam rangka penyempurnaan 
dan perbaikan. Revisi pertama pada tahun 1989, dipimpin oleh Drs.H.A. Hafidz 
Dasuki, MA sebagai Ketua Lajnah Pentashih Alquran Kementerian Agama. 
Revisi pertama kali ini lebih difokuskan pada perbaikan redaksi yang dianggap 
tidak lagi relevan dengan perkembangan bahasa pada saat itu.  
Revisi kedua pada tahun 1998, dengan Lajnah Pentashih Alquran masih 
dibawah kepemimpinan Drs. H.A. Hafidz Dasuki, MA. Tim revisi yang 
dilibatkan pada saat itu adalahProf.Dr.M.Quraish Shihab,  Prof.Dr.A.Baiquni, 
dan Prof. Dr.H.Said Aqil Husein Almunawar,MA. Pada rervisi kedua ini 
dilakukan penyempurnaan secara menyeluruh yang mencakup aspek bahasa, 
konsistensi pilihan kata, substansi, dan aspek transliterasi. Proses ini menurut 
Muchlis Hanafi dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama antara tahun 
1998 hingga 2002. Proses perbaikan dan penyempurnaan itu dilakukan oleh 
para ulama, ahli dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidangnya sebagai 
wujud keterbukaan Kementerian Agama terhadap saran dan kritik konstruktif 
bagi perbaikan dan penyempurnaan Al Quran dan Terjemahnya. Upaya itu juga 
didasari pada kesadaran bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna, apalagi 
ketika akal manusia yang terbatas ingin menjangkau pesan kalam Tuhan yang 
tidak terbatas. 307 
Belakangan muncul kontroversi mengenai Alquran terjamah 
Kementerian Aga mini. Salah satu kontroversi itu mengenai model 
penerjemahannya yang dianggap letterlijk atau harfiyah. Sebagai pejabat yang 
berkecimpung dalam Lajnah Pentashih Al-Quran Kementerian Agama Muchlis 
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Hanafi menjelaskan, bahwa penyusunan Alquran dan Terjemahnya justru 
didasarkan atas sebuah kesadaran bahwa penerjemahan Al-Quran secara 
harfiyah tidak mungkin bida dilakukan, sebab bahasa bahasa di dunia ini terlalu 
terbatas untuk bisa menerjemahkan bahasa Al-Qur‘an. Oleh karena itu, 
menurut Muchlis Hanafi, yang dimaksud sebenarnya adalah terjemah Makna 
Al-Qur‘an, bukan terjemah dengan pengertian pengalihbasaan yang dapat 
menggantikan posisi teks Al-Qur‘an itu sendiri atau menampung semua pesan 
yang terkandung dalam Al-Qur‘an. Penyusunan Al-Quran dan Terjemahnya 
menggabungkan dua metode sekaligus, yaitu harfiyah dan maknawiyah atau 
tafsiriyah. Lafal yang bisa diterjemahkan secara harfiyah dilakukan secara 
harfiyah, sedangkan lafal yang tidak bisa diterjemahkans ecara harfiyah 
kemudian diterjemahkan secara maknawiyah atau tafsiriyah. Bahkan bila 
diperlukan, diberi catatan kaki sebagai penjelasan atas terjemah tersebut. 
Sehingga terdapat sekitar 1610 catatan kaki pada al-Qur‟an dan Terjemahnya versi 
pertama dan terdapat 930 catatan kaki pada edisi revisi.308  
Kesan bahwa Al-Quran dan Terjemahnya disusun berdasarkan pola 
pendekatan terjemah harfiyah sebagaimana dikemukakan oleh Majelis 
Mujahidin Indonesia mungkin hanya didasarkan semata pada pernyataan Ketua 
Tim Penyelenggara Penterdjemah Kitab Suci Al-Quran, prof. R.H.A. Soenarjo, 
SH:  
 “Terdjemahan dilakukan seleterlijk (seharfijah) mungkin. Apabila dengan tjara 
demikian terdjemahan tidak dimengerti, maka baru ditjari djalan lain untuk dapat 
difahami dengan menambah kata-kata dalam kurung atau diberi not. Apabila 
mengenai sesuatu kata ada dua pendapat, maka kedua pendapat itu dikemukakan 
dalam not.” 309 
Sekilas memang ada kesan seperti yang dikemukakan oleh MMI, tetapi 
kalau dicermati lebih lanjut kesan tersebut akan berubah karena walau 
bagaimanapun tidak bisa hanya dengan pendekatan harfiyah. Ungkapan di atas 
menunjukkan kehati-hatian dari tim penerjemah dalam menerjemahkan Al-
Quran sehingga tetap terjaga orisinalitas maknanya. Baru ketika mengalami 
kesulitan untuk menerjemahkan secara harfiyah maka dilakukanlah 
penerjemahan secara makna. Pola penerjemahan seperti ini juga dilakukan oleh 
para penerjemah lainnya semisal A. Hassan bin Ahmad dalam Al-FurqanTafsir 
Al-Qur'an, Prof. TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam Tafsir Al-Bayaan, dan M. 
Quraish Shihab dalam Al-Qur'an dan Maknanya. 310 
Selain pendekatan penerjemahan yang menggabungkan antara pola 
harfiyah dan maknawiyah sebagiamana dikemukakan di atas, karakteristik 
lainnya dari Al-Quran dan Terjemahnya terbitan Kementerian Agama ini, 
penyajiannya dilakukan dengan sejajar antara teks ayat dan terjemah dalam satu 
halaman. Hal ini dipandang praktis, karena memudahkan bagi para pembaca 
untuk leangsung melihat antata ayat dan terjemahnya sekaligus. Hal lain yang 
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memberikan keunggulan dalam penyajian Al-Quran dan Terjemahnya adalah 
disajikan dengan menambhkan tema-tema dalam setiap surat dan ayat. Misalnya 
dalam penyajian Surat Albaqarah, Al-Quran dan Terjemahnya menyajikan tidak 
kurang dari 9 tema dengan 58 sub tema dalam surah ini. Adanya tema dan sub 
tema tersebut sangat membantu pembaca untuk dapat memahami isi 
kandungan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. 311 
Al-Quran Dan Maknanya 
Salah satu karya besar Quraish Shihab selain dari Tafsir Al-Misbah adalah 
Al-Qur‟an dan Maknanya. Quraish Shihab adalah ulama Indonesia yang paling 
terdepan dalam membangkitkan semangat untuk membumikan Al-Qur‘an. 
Semangat ini tercermin dalam berbagai karya beliau, mulai dari Membumikan Al-
Qur‟an,  Tafsir Al-Misbah, dan yang sedang ditelaah dalam penelitian ini adalah 
Al-Qur‟an dan Maknanya.  
Quraish Shihab adalah seorang pakar studi Al-Qur‘an jebolan Universitas 
Al-Azhar Mesir. Beliau telah mendedikasikan hidupnya untuk memberikan 
pemahaman kepada masyarakat Indonesia akan perlunya mempelajari Al-
Qur‘an beserta maknanya. Semangatnya ‗membumikan Al-Qur‘an‘ dengan 
menghadirkan ‗Al-Qur‘an dan Maknanya‘ adalah salah satu usaha beliau di saat 
masyarakat Islam Indonesia membutuhkan terjemahan yang lebih komprehensif 
dibanding terjemahan-terjemahan Al-Qur‘an yang lahir sebelumnya, yang 
tampak rigid. 
Tujuan disusunnya Al-Qur‟an dan Maknanya adalah membantu siapapun 
yang ingin mengenal makna kandungan ayat-ayat Al-Qur‘an. Menurut 
penulisnya sendiri, Al-Qur‟an dan Maknanya bukanlah karya terjemah, karena 
pada hakekatnya Al-Qur‘an tidak dapat diterjemahkan dalam arti 
dialihbahasakan. Yang paling memungkinkan adalah menghidangkan sebagian 
makna, bukan seluruhnya, dan makna itu pun adalah menurut sudut pandang 
manusia, bukan makna hakiki yang dimaksud oleh Tuhan. Jangankan firman 
Tuhan, ucapan manusia biasapun hanya pengucapnya yang sesungguhnya 
mengerti apa yng dimaksudkannya, sedangkan pemahaman pendengar atau 
pembacanya menjadi sangat relative.  
Setiap kata merupakan wadah yang menampung makna, demikian tutur 
Quraish. Pengalih bahasa seharusnya mengetahui secara baik dan benar apa saja 
kandungan dari wadah kata (dalam bahasa asal) itu, lalu memilih kata yang 
sepadan dengan kandungannya dalam bahasa yang dialihkan kepadanya (baca: 
bahasa sasaran). Kalau tidak, maka terjemahannya menjadi kurang, atau 
berlebih, bahkan salah. Kesulitan akan bertambah jika bahasa yang akan 
dialihkan (bahasa asal) lebih kaya dari bahasa yang dialihkan kepadanya (bahasa 
sasaran). Dalam konteks ini semua menyadari bahwa bahasa Al-Qur‘an sangat 
kaya, banyak kata yang tidak memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, bahkan 
dalam bahasa-bahasa lainnya. Quraish menghadirkan ‗Al-Qur‘an dan 
Maknanya‘ sebagai usaha untuk memaknai, memberikan penjelasan atas 
penerjemahan al-Qur‘an yang dilakukan ulama-ulama terdahulu di Indonesia 
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yang masih sangat kaku dalam pemilihan diksinya, sehingga menghasilkan 
penerimaan pemahaman Al-Qur‘an yang meninggalkan ambiguitas. 
Quraish Shihab, sebagai doctor tafsir yang lahir dari rahim Al-Azhar, 
salah satu universitas Islam terkemuka, tidak bisa terlepas dari bangunan 
berfikir ulama-ulama Mesir yang bersepakat dalam memberikan batasan-batasan 
dan syarat-syarat bagi kadernya dalam usaha menerjemahkan dan menafsirkan 
Al-Qur‘an. dalam Al-Qur‘an dan maknanya, Quraish berusaha sekuat 
kemampuan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan itu, meski tidak menjadi 
jaminan bahwa makna-makna yang penulis hidangkan tidak luput dari 
kelengahan, bahkan kesalahan, sehingga memberi peluang kepada generasi 
penerjemah berikutnya untuk memperbaiki kesalahan dan penyempurnaan 
kekurangannya. 
Dalam ‗Al-Qur‘an dan Maknanya‘ terhidang juga sebagian dari asbab an-
Nuzul(sebab-sebab turun) ayat-ayat tertentu yang menurut penilaian ulama-
ulama bernilai shahih. Itu dimaksudkan untuk memperjelas makna ayat. Ini 
karena walaupun banyak sabab nuzul, tetapi tidak semua shahih dan tidak 
semua juga diperlukan untuk memperjelas makna ayat. 
Catatan-catatan ilmiah yang terhidang dalam kitab ‗Al-Qur‘an dan 
Maknanya‘ pada umumnya terambil dari Tafsir al-Muntakhab, yang disusun 
oleh sejumlah pakar Mesir, yang dijadikan juga rujukan oleh Quraish dalam 
karyanya Tafsir Al-Mishbah. Quraish menjelaskan bahwa yang terhidang dalam 
kitab ‗Al-Qur‘an dan Maknanya‘diambil dari karya beliau tersebut. Hal ini untuk 
menyambut harapan sementara orang yang merasa tidak cukup waktu, atau 
kemampuan untuk membaca kitab Tafsir yang terdiri dari lima belas jilid itu. 
Tentu saja apa yang terhidang di kitab ini tidak mencerminkan semua yang 
terhidang dalam Tafsir Al-Mishbah, namun makna yang dihidangkannya di 
kitab ini sudah dapat mengurangi sedikit dari dahaga siapa saja yang haus 
terhadap tuntunan Al-Qur‘an. 
‗Al-Qur‘an dan Maknanya‘ mampu menghadirkan pemaknaan, untuk 
tidak menyebut penerjemahan, atas Al-Qur‘an. Kitab ini telah melengkapi, 
bahkan menyempurnakan kitab-kitab terjemahan Al-Qur‘an yang telah 
mendahuluinya. Meski diakui sendiri oleh penulisnya, bahwa pada gilirannya 
diharapkan hadir kitab-kitab ‗terjemahan‘Al-Qur‘an dapat hadir untuk 
menyempurnakan usaha Quraish atas hal ini. Namun untuk saat ini, ‗Al-Qur‘an 
dan Maknanya‘ masih menjadi kitab yang sangat komprehensif sebagai rujukan 
terjemahan yang lebih lengkap  dan komprehensif.  
Syamil Al-Quran Terjemah Perkata 
Seiring dengan mulai bangkitnya semangat umat Islam di Indonesia 
untuk mempelajari bahasa Al-Qur‘an, dewasa ini mulai berkembang Al-Qur‘an 
terjemah perkata. Quran terjemah perkata ini menyajikan terjemahan Al-Qur‘an 
kata perkata sehingga memudahkan bagai pemula untuk menangkap makna kata 
perkata dari Al-Qur‘an. Sejalan dengan permintaan pasar yang cukup 
menjanjikan, belakangan tidak kurang dari 30 penerbit yang berlomba-lomba 
menyajikan terjemah Al-Quran perkata dengan berbagai sajian menarik yang 
inovatif. 
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Salah satu di antara karya tersebut adalah Al-Qur‘an Terjemah Perkata 
yang diterbitkan oleh Penerbit Syamil. Al-Qur‘an terjemah perkata ini 
sesungguhnya bukanlah hal yang baru, di kalangan pesantren terjemah perkata 
atau yang disebut ngapsai kitab kuning adalah hal yang langsung namun seiring 
mulai bangkitnya kembali semangat mempelajari Islam dan mengkaji Al-Qur‘an 
maka kemudian lahirlah karya-karya terjemah Al-Qur‘an perkata.   
Upaya memasyarakatkan pemahaman Al-Qur‘an di Indonesia dilakukan 
oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat luas, termasuk para penerbit. Tidak 
kurang dari 30 penerbit mencetak Al-Qur‘an, terjemah dan tafsirnya. Mereka 
bergabung dalam satu wadah organisasi yang bernama Asosiasi Penerbit Al-
Qur‘an Indonesia (APQI). Untuk menarik konsumen dan agar masyarakat 
tertarik membaca serta mempelajari Al-Qur‘an dan kandungannya, para 
penerbit berlomba melakukan inovasi dan kreasi baru, bukan hanya dalam hal 
tampilan (lay out dan setting-nya), tetapi juga materi yang disajikan. Misalnya 
ada yang menyertakan dalam mushaf berbagai materi seperti terjemahan, 
kosakata, asbab nuzuldan lainnya yang mencapai 15 materi sehingga dinamakan 
The Reference. Ada yang dalam mushafnya memuat 7 materi sehingga disebut 
―Seven in One‖, dan masih banyak lainnya. 312  
Salah satu bentuk kreativitas penerbit, yaitu mencetak mushaf Al-Qur‘an 
dengan terjemahan per kata. Setiap kata demi kata dalam ayat 
dipenggal/dipotong dan diberi makna/arti di bawahnya. Selain untuk memberi 
pemahaman Al-Qur‘an pola ini juga dimaksudkan agar pembaca memahami arti 
dan makna setiap kata dalam Al-Qur‘an, terutama mereka yang tidak mengerti 
bahasa Arab. Terjemahan ini berhasil meraih hati banyak pembaca. Sejak tren 
ini muncul di tahun 2007 sampai sekarang tidak kurang dari 10 penerbit 
berlomba menerbitkan terjemahan ini dengan kekhasan masing-masing. Ada di 
antara penerbit yang berhasil menjual hingga puluhan ribu eksemplar. 313 
Bagi masyarakat awam, terutama yang ingin mendalami bahasa Arab 
melalui Al-Qur‘an, terjemahan ini sedikit banyak dianggap cukup menolong. 
Tetapi secara akademis, menurut Muchlis Hanafi model terjemahan perkata 
memiliki persoalan ilmiah, dilihat dari sisi metodologi dan substansi. Secara 
metodologi terjemahan ini akan terjebak pada ‗pemaksaan‘ terjemah secara 
harfiah yang tidak mungkin dapat dilakukan terhadap teks Al-Qur‘an dengan 
pertimbangan seperti dijelaskan terdahulu. Terjemahan ini akan terhadang oleh 
karakter bahasa Al-Qur‘an yang sangat kaya dan memiliki keunikan serta 
kekhasan yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain. Oleh karenanya, ketika 
dilakukan maka timbul persoalan dalam pemaknaan. Terjemahan menjadi tidak 
bisa dipahami dan rancu, bahkan tidak jarang terjebak dalam kesalahan. Alih-
alih membuat pembaca mengerti kosakata bahasa Arab melalui kata-kata dalam 
Al-Qur‘an, pembaca terkadang dibuat bingung karena penterjemah dalam 
banyak tempat harus menghindar dari pemaknaan secara harfiah. 314 
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Kata syaikhan kabīran dipisah menjadi syaikhan–kabīran sehingga dalam 
dua terjemahan per kata (Sygma dan Kalim/Maghfiroh) diartikan ―yang tua‖, 
atau sudah tua – ―sekali‖. Kata kabīran diartikan ―sekali‖, sebab kalau diberi 
makna yang sesungguhnya (―besar‖) maka makna yang muncul ―yang 
tua/sudah tua besar‖. Padahal siapa pun tahu kata kabīr dalam bahasa Arab 
tidak sedikit pun menunjuk pada makna ―sekali‖. 315 
Jadi di antara persoalan utama yang dihadapi dalam menerjemahkan Al-
Qur‘an, lebih-lebih ketika melakukannya per kata, adalah banyaknya 
idiom yang merupakan kekhasan bahasa Arab. Yang dimaksud dengan 
idiom di sini adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan 
gabungan makna unsurnya, missal kambing hitam dalam kalimat, ―dalam 
peristiwa itu hansip menjadi kambing hitam, padahal mereka tidak tahu 
apa-apa‖. 316  
Pakar bahasaArab menamakannya ta‘ābīr masbūkah atau mu‘addah atau jāhizah 
(dipersiapakan untuk digunakan dalam konteksnya). Bila diterjemahkan apa 
adanya (letterlijk) maknanya akan rancu dan ganjil, bahkan tidak akan bisa 
dipahami sebagaimana yang diinginkan. 317 
 
G. Analisis Perbandingan Tiga Karya Terjemah Al-Quran 
Keaneka Ragaman Terjemah 
Keragaman terjemah Al-Quran di Indonesia dapat dilihat dari tiga karya 
yang menjadi objek penelitian ini. Keragaman tersebut dapat dilihat dari 
pendekatan, cara penyajian, dan segmen pembaca yang dikehendaki. Dari segi 
pendekatan jelas berbeda satu dengan yang lain, Al-Quran Terjemah Perkata  
disusun dengan menggunakan pendekatan harfiyah, Al-Quran dan Terjemahnya 
disusun sebagian besarnya dengan pendekatan harfiyah, sedangkan Al-Quran 
dan Maknanya lebih dominan menggunakan pendekatan tafsiriyah. 
Adapun dari segi cara penyajian juga berbeda, Al-Quran Terjemah Perkata 
disajikan dengan pola langsung penerjemahan diletakkan di bawah masing-
masing kata yang dalam setiap ayat Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahnya 
terjemahan pada umumnya diletakkan sejajar di samping dalam setiap ayat Al-
Qur‘an, sedangkan Al-Quran dan Maknanya meletakkan terjemahnya berada di 
sisi pinggir sedangkan teks ayat Al-Quran di tengah tanpa ada terjemah. 
Sedangkan dari segmen pembaca nampaknya, Al-Quran Terjemah Perkata 
diperuntukkan bagi kalangan yang ingin mengenal bahasa Al-Qur‘an, berbeda 
dengan dua karya lainnya lebih difokuskan untuk dapat menangkap makna dan 
memahami pesan-pesan Al-Qur‘an, ketimbang mempelajari kata perkata dari 
setiap ayatnya. 
 
Latar Belakang Terjadinya Keragaman 
Beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya keragaman dalam 
penerjemahan  ayat Al Quran, termasuk oleh ketiga karya terjemah ini. Latar 
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belakang terjadinya keragaman tersebut dapat dikembalikan kepada tujuan 
penyajian serta kecenderungan dari penulisnya itu sendiri. 
Dengan demikian beberapa hal yang melatar belakangi adanya keragaman 
tersebut dapat digaris bawahi dari tiga hal mendasar. Pertama dari tujuan 
penghidangan karya ini kepada pembacanya, Al Quran dan Terjemahnya jelas 
disusun sebagai karya standar yang dimotori oleh Pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Agama, sehingga posisi dalam menerjemahkannya pun dikawal 
sedemikian rupa oleh banyak anggota tim, sehingga perbedaan-perbedaan 
penafsiran diminimalisir sedemikian rupa dengan sedapat mungkin 
menggunakan makna terdekat dari setiap ayatnya. Konsekuensinya pendekatan 
penerjemahan harfiyah lebih dititik beratkan meskipun sulit terhindar dari 
penerjemahan tafsiriyah. Hal itu sangat berbeda dengan Al Quran dan Maknanya 
yang penyusunnya hanya satu orang dan jelas tujuannya adalah untuk 
menghidangkan makna Al Quran, sehingga keleluasaan dalam menampilkan 
makna setiap ayat lebih tampak dan terhindar dari kekakuan dalam 
penerjemahan. Sedangkan Terjemah Al Quran Perkata jelas dilatarbelakangi oleh 
tujuan memperkenalkan bahasa Al Quran dengan menampilkan makna setiap 
kata, ia sangat terpaku dengan pemotongan-pemotongan kata perkata sehingga 
sulit terhindar dari kesulitan dalam memahami makna per ayatnya. 
Selain disebabkan oleh tujuan yangberbeda dari masing-masing karya 
penejemahan ini, dua penyebab lainnya adalah pengetahuan masing-masing 
penerjemah akan kaedah bahasa Arab dan pemahaman mereka terhadap tafsir 
dari masing-masing ayat yang diterjemahkan. Kedua factor ini sangat 
berpengaruh terhadap perbedaan-perbedaan yang ditemukan dalam 
penerjemahan Al Quran sebagaimana tertuang dalam kondisi obyektif 
penerjemahan di atas. 
 
Berbagai Kendala Dan Solusi 
Masing-masing dari ketiga karya ini menghadapi kendala tersendiri dalam 
menyajikan karya terjemahnya yang kemudian diupayakan untuk diatasi dengan 
caranya masing-masing. Al Quran dan Terjemahnya memiliki kendala ketika harus 
menampilkan terjemahan yang sedapat mungkin mendekati makna terdekatnya 
untuk meminimalisir perbedaan dalam pemaknaan tafsir.  
Kendala ini diatasi dengan cara tetap kembali kepada penerjemahan 
tafsiriyah dengan menampilkan penjelasan-penjelasan yang tertuang dalam 
catatan kaki pada beberapa ayat yang menghadapi kendala semacam ini. 
Sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak kurang dari 1610 catatan kaki pada 
Al Qur‟an dan Terjemahnya versi pertama. Sedangkan pada Al Quran dan 
Maknanya kendala semacam ini juga ditemukan meskipun tidak seserius yang 
dihadapi oleh yang pertama. Sebab, penulisnya sendiri menyampaikan bahwa 
karya ini bukan karya terjemah dalam arti harfiyah, tetapi merupakan penuangan 
makna. Kendala inipun tetap diatasi dengan menggunakan penjelasan berupa 
dalam kurung sekaligus dengan memberikan catatan kaki di bawahnya.  
Adapun Terjemah Al Quran Perkata sebenarnya jelas banyak menemui 
kendala karena terpaku pada pemotongan kata perkata, sedangkan struktur kata 




dalam bahasa Arab tidak sama dengan struktur kalimat dalam bahasa Indonesia 
sebagai bahasa tujuan. Hal ini diatasi oleh penerbitnya dengan menampilkan 
terjemahan yang utuh ayat perayat di setiap halamannya, sehingga ketika 
pembaca menemui kesulitan menangkap makna perayatnya dapat membacanya 




Dari uraian mengenai kondisi obyektif penerjemahan atas beberapa ayat 
dalam surah Al-Baqarah oleh ketiga terjemah Al-Quran di atas dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai konsekuensi dari perkembangan dalam 
penerjemahan Al Quran di negeri ini, antara lain: 
Pertama, hasil terjemahan dari ketiga karya ini sebenarnya tidak terlalu 
banyak perbedaannya. Namun dari sudut pandang ulumul quran ketiga 
terjemah Al Quran, Al Quran dan Terjemahnya, Al Quran dan Maknanya, dan 
Terjemah Al Quran Perkata masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. 
Paling tidak dari segi pendekatan penerjemahannya. Al Quran dan Terjemahnya 
lebih menitik beratkan pada penerjemahan yang sedapat mungkin mendekati 
kepada makna dekat dibanding dengan mengambil makna jauh. Sepanjang 
masih dapat ditemukan bahasa yang secara harfiyah dapat dipahami maka itulah 
yang diambil oleh Al Quran dan Terjemahnya dalam berbagai penerjemahannya. 
Ketika menemukan kebuntuan dalam penerjemahan dengan pola harfiyah, Al 
Quran dan Terjemahnya segera beralih menggunakan pola terjemah tafsiriyah 
dibantu dengan memberikan catatan kaki di beberapa tempat. Sehingga wajar 
ketika ditemukan sekitar 1610 catatan kaki pada al-Qur‟an dan Terjemahnya versi 
pertama dan terdapat 930 catatan kaki pada edisi revisi pendekatan Dalam 
bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa Al Quran dan Terjemahnya 
lebih banyak menggunakan pendekatan terjemah harfiyah dibanding dengan 
terjemah tafsiriyah. 
Berbeda dengan Al Quran dan Maknanya, dari judul yang dihidangkan ke 
hadapan para pembaca jelas karakteristik yang dimiliki oleh karya besar Quraish 
Shihab ini. Pendekatan yang digunakan dalam penerjemahan karya ini adalah 
pendekatan terjemah tafsiriyah atau terjemah maknawiyah, dan menghindari 
terjemah yang bersifat harfiyah. Ditegaskan oleh penulisnya, bahwa karya ini 
dihidangkan dalam rangka membantu siapapun untuk memahami sekelumit dari 
makna-makna yang dikandung oleh ayat-ayat Al Quran. Penulisnya sendiri 
menegaskan bahwa ini bukan karya terjemah Al Quran karena pada 
hakekeatnya, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama bahwa Al Quran tidak 
dapat dialihbahasakan atau diterjemahkan, dalam artian secara harfiyah. Apa 
yang dituangkan dalam karya ini adalah sebagian dari makna yang terkandung 
dalam Al Quran, paling tidak menurut sudut pandang manusia, bukan 
keseluruhan, karena mustahil bagi manusia untuk dapat menangkap seluruh 
makna yang dikandung di dalamnya. Oleh karena itu dapat kita jumpai dalam 
karya ini banyak penjelasan yang dimuat dalam boditeks berupa dalam kurung, 
selain juga ada catatan kaki di bawahnya. 
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Sedangkan  Terjemah Al Quran Perkata memiliki karakteristik tersendiri 
yang berbeda dari kedua karya di atas. Karya yang ketiga ini dikatakan sebagai 
representasi dari karya terjemah Al Quran yang belakangan booming di pasaran 
yang jika diteliti lebih lanjut memiliki keanekaragaman juga dalam pola 
penerjemahannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Tim Redaksi karya ini di 
pengantarnya, bahwa karya ini didesain untuk memperkenalkan bahasa Al 
Quran, serta memudahkan bagi para pembacanya untuk menguasai arti kata 
perkata dari ayat Al Quran. Dari sudut pandang ulumul quran karya terjemah ini 
sulit terlepas dari pendekatan terjemah harfiyah, karena ia sangat terpaku oleh 
potongan kata perkata. Konsekuensinya, alih-alih bertujuan untuk memberikan 
pemahaman kepada para pembacanya justru para pembaca sendiri akan 
menemui kesulitan dalam memhami makna ayatnya. Hal itu antara lain, karena 
pola struktur kalimat dalam bahasa Arab berbeda dengan pola struktur kalimat 
dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, lazimnya dalam bahasa Indonesia 
subyek selalu berada di depan dengan pola DM atau diterangkan-menerangkan, 
dan jarang ditemuai struktur kalimat dalam bahasa Indonesia dengan pola MD. 
Berbeda dengan bahasa Arab, selain menggunakan pola DM seperti dalam 
jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada (subyek) dan khabar mubtada (predikat) 
juga terdapat pola MD seperti dalam jumlah fi‟liyah yang  susunannya terdiri dari 
fi‟il (predikat) dan fa‟il (subyek). 
Kedua, hal yang melatarbelakangi terjadinya keragaman dalam 
penerjemahan ini paling tidak disebabkan dari tiga hal mendasar. Pertama dari 
tujuan penghidangan karya ini kepada pembacanya, Al Quran dan Terjemahnya 
jelas disusun sebagai karya standar yang dimotori oleh Pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Agama, sehingga posisi dalam menerjemahkannya pun dikawal 
sedemikian rupa oleh banyak anggota tim, sehingga perbedaan-perbedaan 
penafsiran diminimalisir sedemikian rupa dengan sedapat mungkin 
menggunakan makna terdekat dari setiap ayatnya. Konsekuensinya pendekatan 
penerjemahan harfiyah lebih dititik beratkan meskipun sulit terhindar dari 
penerjemahan tafsiriyah. Hal itu sangat berbeda dengan Al Quran dan Maknanya 
yang penyusunnya hanya satu orang dan jelas tujuannya adalah untuk 
menghidangkan makna Al Quran, sehingga keleluasaan dalam menampilkan 
makna setiap ayat lebih tampak dan terhindar dari kekakuan dalam 
penerjemahan. Sedangkan Terjemah Al Quran Perkata jelas dilatarbelakangi oleh 
tujuan memperkenalkan bahasa Al Quran dengan menampilkan makna setiap 
kata, ia sangat terpaku dengan pemotongan-pemotongan kata perkata sehingga 
sulit terhindar dari kesulitan dalam memahami makna per ayatnya. 
Selain disebabkan oleh tujuan yangberbeda dari masing-masing karya 
penejemahan ini, dua penyebab lainnya adalah pengetahuan masing-masing 
penerjemah akan kaedah bahasa Arab dan pemahaman mereka terhadap tafsir 
dari masing-masing ayat yang diterjemahkan. Kedua factor ini sangat 
berpengaruh terhadap perbedaan-perbedaan yang ditemukan dalam 
penerjemahan Al Quran sebagaimana tertuang dalam kondisi obyektif 
penerjemahan di atas. 




Ketiga, masing-masing dari ketiga karya ini menghadapi kendala tersendiri 
dalam menyajikan karya terjemahnya yang kemudian diupayakan untuk diatasi 
dengan caranya masing-masing. Al Quran dan Terjemahnya memiliki kendala 
ketika harus menampilkan terjemahan yang sedapat mungkin mendekati makna 
terdekatnya untuk meminimalisir perbedaan dalam pemaknaan tafsir. Kendala 
ini diatasi dengan cara tetap kembali kepada penerjemahan tafsiriyah dengan 
menampilkan penjelasan-penjelasan yang tertuang dalam catatan kaki pada 
beberapa ayat yang menghadapi kendala semacam ini. Sebagaimana telah 
disebutkan di atas, tidak kurang dari 1610 catatan kaki pada Al Qur‟an dan 
Terjemahnya versi pertama. Sedangkan pada Al Quran dan Maknanya kendala 
semacam ini juga ditemukan meskipun tidak seserius yang dihadapi oleh yang 
pertama. Sebab, penulisnya sendiri menyampaikan bahwa karya ini bukan karya 
terjemah dalam arti harfiyah, tetapi merupakan penuangan makna. Kendala 
inipun tetap diatasi dengan menggunakan penjelasan berupa dalam kurung 
sekaligus dengan memberikan catatan kaki di bawahnya. Adapun Terjemah Al 
Quran Perkata sebenarnya jelas banyak menemui kendala karena terpaku pada 
pemotongan kata perkata, sedangkan struktur kata dalam bahasa Arab tidak 
sama dengan struktur kalimat dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa tujuan. 
Hal ini diatasi oleh penerbitnya dengan menampilkan terjemahan yang utuh ayat 
perayat di setiap halamannya, sehingga ketika pembaca menemui kesulitan 
menangkap makna perayatnya dapat membacanya di bagian pinggir karya ini 
setiap halamannya. 
Saran 
Dari hasil penelitian serta analisis perbandingan atas masing-masing 
ketiga karya terjemahan Al Quran tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang 
perlu ditindaklanjuti sebagai saran dari penelitian, antara lain: 
Petama, sebagai karya terjemah tidak akan tertutup kemungkinan adanya 
perbedaan-perbedaan satu sama lain, di mana tidak ada dasar dalam bangunan 
ulumul quran untuk mengklaim bahwa terjemah yang satu lebih benar 
sedangkan terjemah lainnya keliru atau bahkan sesat. Yang ada adalah upaya 
dari masing-masing penerjemah untuk lebih mendekatkan makna Al Quran 
kepada para pembacanya, yang tentu hal ini tidak akan lepas dari berbagai 
kendala, baik berupa perbedaan penggunaan kaedah bahasa maupun 
pemahaman tafsir. Oleh karena itu kedewasaan dalam memandang perbedaan 
termasuk dalam persoalan penerjemahan Al Quran harus dikedepankan oleh 
siapapun, sehingga jauh dari klaim-klaim tersebut. 
Kedua, hasil karya terjemah Al Quran yang telah dihidangkan di tengah 
masyarakat, termasuk ketiga karya terjemah yang menjadi objek dalam 
penelitian ini merepresentasikan perkembangan terjemah Al Quran di negeri ini 
yang sangat dinamis. Belakangan telah beredar di pasaran karya-karya 
monumental terjemah Al Quran yang menampilkan feature-featur yang sangat 
menarik bagi para pembaca, seiring meningkatnya kesadaran di kalangan umat 
Islam di negeri ini untuk mengkaji dan mentadabburi ayat-ayat Al Quran. Al-
Quran terjemah perkata yang dijadikan objek dalam penelitian ini hanya satu 
contoh dari karya-karya serupa yang sangat variatif di pasaran. Yang sudah jelas 
Proceeding of the 16
th
 Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 
247 
variasinya adalah dalam pola pemotongan kata perkata dari masing-masing 
karya yang beredar di pasaran  yang berbeda-beda, yang justru sekilas dapat 
dilihat memiliki problem dari sudut pandang kaedah bahasa Arab dan ulumul 
quran. Saran tindaklanjut dari penelitian ini adalah agar ada penelitian 
berikutnya yang lebih focus pada karya-karya yang sekarang sedang beredar di 
pasaran dari sudut pandang kaedah bahasa dan ulumul quran. 
Ketiga, semangat umat Islam di negeri ini untuk mempelajari bahasa Al 
Quran tumbuh sangat subur seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran 
keberagamaan umat Islam belakangan terutama di kalangan masyarakat 
menengah yang sibuk, atau masyarakat modern yang lebih memilih belajar 
secara mandiri. Semangat tersebut disambut baik oleh para penerbit dengan 
menampilkan karya-karya terbitan Al Quran dengan berbagai tampilan, 
termasuk dengan terjemah Al Quran perkata dengan tujuan mengenalkan 
bahasa Al Quran kepada para pembaca tanpa harus melalui proses 
pembelajaran yang intens dengan guru atau ustadz di halaqah-halqah atau di 
kelas-kelas yang cukup menyita waktu bagi mereka. Sementara itu, terbitan-
terbitan tersebut tidak menyertakan pedoman-pedoman belajar yang dijadikan 
sebagai penuntun bagi mereka dalam mempelajari bahasa Al Quran dimaksud. 
Oleh karena itu saran dari peneltiain ini, para penerbit sebaiknya 
mencantumkan kaedah-kaedah praktis bagi para pembaca dengan mengenalkan 
dasar-dasar kaedah bahasa Arab untuk membantu mengatasi kesulitan para 
pembaca yang pada umumnya belum memahami karakteristik bahasa Arab yang 
merupakan bahasa pengantar kitab suci ini. Peneliti sendiri telah melakukan 
upaya ini dengan menerbitkan metode praktis mempelajari bahasa Al Quran, 
Metode Bilqalam: Belajar Bahasa Al Quran Sembilan Jam, yang tujuannya adalah 
untuk membekali para pembaca dengan kaedah-kaedah dasar bahasa Arab 
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IDEOLOGISASI AGAMA MELALUI  WACANA KEAGAMAAN 
JARINGAN ISLAM LIBERAL  
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Abstrak:  Wacana keagamaan dapat memuat ideologi tertentu yang bertujuan 
mempengaruhi pikiran pembaca. Pemahaman tersebut selaras dengan analisis 
wacana kritis yang memandang bahwa wacana dapat diberdayakan untuk 
kepentingan tertentu berupa ideologi. Dari sudut pandang ideologis, wacana 
dapat digunakan membungkus kepentingan tertentu, yakni menawarkan 
cara berpikir inklusif, pluralis, dan liberal melalui paham pluralisme 
agama.Wacana keagamaan yang diproduksi oleh Jaringan Islam Liberal 
(JIL) diduga mengandung ideologi tertentu. Penelitian ini bertujuan 
mengungkapkan bentuk konstruksi ideologi wacana keagamaan JIL melalui 
wacana. Artikel ini membatasi pembahasan pada aspek kosakata sebagai 
alat konstruksi ideologi JIL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan pendekatan analisis wacana kritis. Data penelitian ini berupa teks-
teks yang dihasilkan dan dipublikasikan JIL melalui laman (website) 
www.islamlib.com yang berupa artikel, reportase, komentar, siaran pers, dan 
rubrik. Berdasarkan hasil analisis data terhadap wacana JIL maka 
ditemukan fitur-fitur bahasa yang digunakan oleh penulis teks untuk 
mengonstruksi ideologi. Adapun fitur-fitur kebahasaan berupa kosakata 
berwujud klasifikasi, leksikalisasi, relasi makna (antonimi, sinonimi, dan 
hiponimi), dan metafora.  




Wacana menjadi alat untuk menyampaikan ideologi tertentu untuk 
mempengaruhi dan menarik simpati pembaca termasuk wacana keagamaan 
(Islam). Kelompok atau gerakan Islam yang ada di Indonesia berusaha 
menanamkan ideologi tertentu kepada masyarakat sebagai bentuk upaya 
memperoleh pengaruh dan pengakuan. Dalam upaya memperoleh pengaruh 
dan pengakuan tersebut, maka wacana dalam bentuk dakwah/buletin atau 
artikel sering digunakan sebagai alat untuk menanamkan ideologi yang diyakini 
sebagai sesuatu yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan manusia saat ini 
(Firman dkk., 2016:39).  
Paham (aliran pemikiran) keislaman yang ada di Indonesia membuat 
kotak-kotak kelompok, mulai yang eksklusif sampai kepada yang liberal seperti 
Jaringan Islam Liberal (JIL). JIL menawarkan cara berpikir inklusif, pluralis, dan 




liberal yang menyajikan gagasan dan pemikiran melalui paham pluralisme 
agama. JIL berupaya merekonstruksi ideologi yang diyakini oleh umat Islam. 
Kelompok JIL berupaya membentuk pemahaman keagamaan yang dianggap 
baru dalam Islam, khususnya umat Islam di Indonesia. JIL berupaya 
mempengaruhi pembaca dengan ideologi baru tersebut dengan menggunakan 
bahasa sebagai medium, sehingga wacana dijadikan sebagai wujud praktik sosial 
(Fairclough, 1989, Bourdieu 1991). 
Salah satu ideologi yang diperjuangkan JIL adalah pemihakan kepada 
yang kaum minoritas dan tertindas. Islam liberal berpijak pada penafsiran Islam 
yang memihak kepada kaum minoritas yang tertindas dan dipinggirkan. 
Menurut JIL, setiap struktur sosial politik yang mengawetkan praktik 
ketidakadilan atas yang minoritas adalah berlawanan dengan semangat Islam. 
Minoritas di sini dipahami dalam maknanya yang luas, mencakup minoritas 
agama, etnik, ras, jender, budaya, politik, dan ekonomi. Pemikiran JIL muncul 
sebagai respons terhadap kekhawatiran akan adanya dominasi pemikiran 
radikalisme Islam yang dikhawatirkan akan merusak ekologi hubungan 
antarumat beragama di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari sikap dan 
paradigma berpikir JIL yang bebas mendekonstruksi wilayah-wilayah doktrinal 
agama yang dahulu dianggap tabu dan sakral (Firman dkk. 2016:39). 
Gerakan liberalisme Islam seperti yang diperjuangkan oleh JIL 
menghendaki perlunya reinterpretasi Islam, agar sejalan dengan kemoderenan. 
Islam diletakkan sebagai fakta sosial, dalam arti Islam dipraktikkan oleh umat 
muslim sebagai hasil dari proses reinterpretasi. Tema-tema yang sering diangkat 
oleh kelompok JIL adalah menyangkut persoalan teologis dan kemasyarakatan. 
Pembaruan teologis memerlukan adanya redefinisi peran wahyu dan posisi akal, 
sedangkan pembaruan masalah kemasyarakatan memerlukan adanya 
reinterpretasi doktrin Islam terkait dengan masalah-masalah sosial dan politik, 
seperti demokrasi, sekularisme, liberalisme, pluralisme, toleransi, kesetaraan 
jender, syariat Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Assyaukanie, 2002:12). 
Hal yang menarik dalam kajian tentang wacana yang diproduksi oleh JIL 
adalah aspek bahasa sebagai alat konstruksi ideologi. Sebagaimana dikatakan 
Bourdieu (1991) bahwa bahasa merupakan salah satu atribut manusia yang 
paling penting. Bourdieu melihat bahwa bahasa tidak hanya merupakan alat 
komunikasi dan modal budaya, tetapi juga merupakan praktik sosial. Bahasa 
didapatkan oleh individu pelaku sosial dari masyarakat dan lingkungan tempat 
dia hidup dan tinggal, mengonstruksi dan dikonstruksi. Bahasa menjadi elemen 
penting yang harus dimiliki oleh pelaku sosial untuk dapat bersosialisasi dengan 
pelaku sosial yang lain. Melalui sosialisasi inilah makna kata-kata terbentuk dan 
terserap ke dalam kesadaran individu. Bahasa sebagai praktik sosial merupakan 
hasil interaksi aktif antara struktur sosial yang objektif dengan habitus linguistik 
yang dimiliki pelaku sosial. 
Dalam pandangan wacana kritis, semua aspek teks (kosa kata dan tata 
bahasa) diberdayakan untuk membungkus kepentingan-kepentingan tertentu 
(berupa ideologi) yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. 
Pengungkapan ideologi yang ada di balik teks memerlukan upaya pembebasan 
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bahasa yang digunakan oleh penulis dalam teks wacana. Hal inilah yang 
melatarbelakangi penggunaan wacana kritis sebagai alat analisis untuk 
mengungkap bentuk konstruksi ideologi yang terjadi dalam teks-teks wacana 
keagamaan yang diproduksi oleh JIL sebagai organisasi atau kelompok 
keagamaan yang memiliki ideologi dan aliran tertentu. 
Bahasa dalam hal ini kosakata, gramatika, dan struktur teks dijadikan 
sebagai medium untuk merekonstruksi ideologi yang diperjuangkan oleh JIL. 
JIL membuat penafsiran Islam berdasarkan pada semangat religius-etik Quran 
dan Sunnah Nabi, bukan menafsirkan Islam semata-mata berdasarkan makna 
literal sebuah teks. Dengan demikian, ada upaya membangun suatu konstruksi 
ideologi dengan merekonstruksi pemahaman keagamaan yang selama ini dianut 
oleh umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memahami rekonstruksi 
ideologi tersebut maka perlu dilakukan analisis pada teks atau wacana yang 
dihasilkan oleh JIL. Alat analisis yang mampu menjangkau ke arah pemahaman 
tersebut adalah analisis wacana kritis (AWK). AWK yang digunakan dalam 
kajian penelitian ini adalah AWK yang dikembangkan oleh Fairclough (1989). 
Ideologi menjadi bagian penting dalam menentukan identitas bersama 
dan dalam menentukan gerakan bersama. Dalam setiap gerakan sosial, selalu 
membutuhkan ideologi, tidak terkecuali pada gerakan sosial keagamaan, seperti 
dalam Islam. Islam sebagai ajaran wahyu Allah, dalam perkembangan sejarah 
mengendap dalam pemahaman individu dan komunitas yang tidak lepas dari 
kondisi sosial-politik tertentu. Pemahaman ajaran Islam dalam berinteraksi 
dengan problem-problem historis-empiris umat Islam dan selanjutnya 
melakukan gerakan bersama untuk menghadapi dan memecahkan problem 
tersebut, yang kemundian memunculkan ideologi gerakan. (Maksum, 2011:85). 
Dalam Islam, ideologi sebagaimana fungsi ideologi pada umumnya, 
berguna untuk: (a) struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat 
merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-
kejadian dalam alam sekitarnya; (b) orientasi dasar yang membuka wawasan 
yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia; 
(c) norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk 
melangkah dan bertindak; (d) bekal dan jalan bagi seseorang untuk bertingkah 
dan bertindak; (e) kekuatan yang mampu memberi semangat dan mendorong 
seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan; dan (f) pendidikan 
bagi seseorang untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya 
sesuai dengan orientasi dan norma yang terkandung di dalamnya. 
(Puspowardoyo dalam Maksum, 2011:86) 
Dalam sejarah pemikiran Islam, terdapat dua ideologi dominan, yaitu 
liberalisme Islam dan radikalisme/ fundamentalisme Islam. Pertama, 
Liberalisme Islam. Ideologi liberalisme Islam dapat ditemukan pada pemikiran 
Muhammad Abduh dari Mesir, seorang pemikir Muslim terkemuka yang 
memberikan sumbangan berharga bagi pembaharuan Islam atau modernism. 
Pemikiran rasional dan liberal Abduh dipengaruhi oleh pemikiran sosial Barat 
dan aliran kaum rasional Mu‘tazilah. Abduh berpendapat bahwa al-Quran 
menekankan penringnya penalaran. Ia percaya bahwa perhitungan rasional 




untuk membuat keputusan demi kebaikan manusia di dalam masyarakat yang 
berubah adalah betul-betul islami. Oleh karena itu, di samping al-Quran dan 
Sunnah, akal adalah penting bagi perkembangan hukum Islam. Jika norma atau 
hukum tertentu dalam al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal maka 
akal harus didahulukan. 
Kedua, fundamentalisme Islam. Ideologi fundamentalisme memberikan 
pemahaman sebaliknya dari penafsiran liberal tentang hubungan antara Islam 
dan negara, dan konsep tentang syariah. Ideologi fundamentalisme Islam 
menyatakan bahwa dalam Islam, agama dan negara atau agama dan politik tidak 
dapat dipisahkan. Paham inilah yang memberikan pengaruh terhadap gagasan-
gagasan pembentukan sebuah negara yang berdasarkan pada hukum Islam, yaitu 
gagasan tentang negara Islam sebagai alternatif penerus khilafah (Binder dalam 
Maksum, 2011:86). 
Berdasarkan uraian di atas maka fokus penelitian ini adalah konstruksi 
ideologi wacana Jaringan Islam Liberal (JIL) melalui bahasa dalam wacana. 
Untuk mengkaji secara mendalam fokus penelitian tersebut maka  yang menjadi 
kajian utama dalam penelitian ini adalah  (1) konstruksi ideologi pluralisme dan 
Liberalisme Jaringan Islam Liberal (JIL) melalui kosa kata, dengan mengkaji 
fitur-fitur kebahasaan berupa klasifikasi, relasi makna, dan metafora 
 
B. Metode Penelitian 
Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang 
rekonstruksi ideologi dalam wacana keagamaan (Islam), yaitu ujaran yang 
diungkapkan secara tertulis dalam media komunikasi seperti wacana dakwah 
dan ujaran-ujaran yang tertulis melalui media komunikasi dalam kelompok 
institusi  atau organisasi keagamaan Jaringan Islam Liberal (JIL). Untuk tujuan 
tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
pertimbangan: (1) data penelitian ini bersifat alamiah, yakni teks-teks tertulis, (2) 
sebagai wujud praktik berwacana, teks dipandang sebagai praktik pemaknaan. 
Penelitian ini menggunakan rancangan analisis wacana kritis model 
Fairclough (1989). Fairclough (1989:109—115) membagi analisis wacana dalam 
tiga dimensi, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosial kultural. Dalam 
model Fairclough, teks dianalisis secara linguistik dengan melihat kosa kata, 
semantik, dan tata kalimat. Ia juga memasukkan koherensi dan kohesivitas, 
bagaimana antarkalimat atau kalimat digabung sehingga membentuk pengertian. 
Semua elemen yang dianalisis tersebut dipakai untuk melihat tiga hal. Pertama, 
ideasional yang merujuk pada representasi tertentu yang ingin ditampilkan 
dalam teks, yang umumnya membawa ideologi tertentu. Analisis ini pada 
dasarnya ingin melihat bagaimana sesuatu ditampilkan dalam teks yang 
membawa muatan ideologi tertentu. Kedua relasi, merujuk pada analisis 
bagaimana konstruksi hubungan di antara penulis dengan pembaca, seperti 
apakah teks disampaikan secara formal atau informal, terbuka atau tertutup. 
Ketiga, identitas, merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas penulis dan 
pembaca, serta bagaimana personal dan identitas itu ditampilkan. 
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Di samping itu, untuk mengkaji aspek kebahasan secara mendalam 
dipergunakan analisis wacana kritis model Fowler. Model analisis yang 
dikembangkan oleh Fowler didasarkan pada  penjelasan Haliday mengenai 
struktur dan fungsi bahasa, di mana tatabahasa menjadi alat untuk 
dikomunikasikan kepada pembaca. Fowler meletakkan tatabahasa dan praktik 
pemakaiannya untuk mengetahui praktik ideologi. 
Kosakata, menurut Fowler (1979) dapat membuat sistem klasifikasi. 
Bahasa menggambarkan bagaimana realitas dunia dilihat sehingga memberi 
kemungkinan seseorang mengontrol dan mengatur realitas sosial. Sistem 
klasifikasi ini akan berbeda antara seseorang atau satu kelompok dengan 
kelompok yang lain. Karena kelompok yang berbeda mempunyai pengalaman 
budaya, sosial, dan pemahaman keagamaan yang berbeda. Bahkan Fowler 
melihat, bagaimana pengalaman dan aliran yang berbeda itu dapat dilihat dari 
bahasa yang dipakai, yang menggambarkan bagaimana pertarungan sosial 
terjadi. Sistem klasifikasi ini dapat dilihat dari bagaimana suatu masalah dapat 
digambarkan dengan bahasa yang berbeda-beda. Pemilihan bahasa yang 
berbeda dipandang sebagai suatu praktik ideologi tertentu. Karena bahasa yang 
berbeda akan menghasilkan realitas yang berbeda ketika diterima oleh pembaca. 
Istilah ideologi digunakan dalam dua cara yang berbeda. Pada satu sisi, 
ideologi digunakan sebagai sebuah istilah yang bersifat deskriptif, seperti sistem 
berpikir, sistem kepercayaan, dan praktik-praktik simbolik yang berhubungan 
dengan tindakan sosial dan politik. Pada sisi lain, istilah ideologi dihubungkan 
dengan proses pembenaran hubungan kekuasaan dan tidak simetris, 
berhubungan dengan  proses pembenaran dominasi (Thompson, 1984:17). 
Ideologi dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang gagasan yang 
berkaitan dengan sistem pemikiran, sistem kepercayaan, dan sistem tindakan. 
Sebagai sistem pemikiran, ideologi sering dijadikan alat legitimasi terhadap 
kebenaran. Sebagai sistem kepercayaan, ideologi dapat dijadikan sebagai 
landasan keyakinan.  Ideologi sebagai sistem tindakan dijadikan pedoman 
prilaku manusia. Dengan demikian, ideologi dijadikan acuan berpikir, 
keyakinan, dan tindakan (Thompson, 1984:73). 
Ideologi menurut Thompson (2003:17) sering digunakan dalam dua cara. 
Pertama, ideologi digunakan dalam konsepsi yang netral (neutral conception). 
Melalui cara ini, ideologi dipahami tidak lebih sekadar sebagai sistem berpikir, 
sistem kepercayaan, praktik-praktik simbolik yang berhubungan dengan 
tindakan sosial dan politik. Kedua, memahami ideologi secara kritis yang 
disebut dengan critical conception of ideology. Dalam konsepsi kritis, ideologi 
selalu dikaitkan dengan relasi kekuasaan asimetris dan dominasi kelas. 
Data dan Sumber Data 
Data penelitian ini adalah kosakata, kalimat dan teks yang diproduksi 
oleh Jaringan Islam Liberal (JIL) yang berupa, artikel, kliping, reportase, kolom, 
dan pernyataan pers. Sumber data penelitian ini adalah media sosial berupa 
laman yang dimiliki oleh kelompok JIL di www.islamlib.com. Artikel yang 
dijadikan sumber data adalah artikel yang berisi tentang ideologi yang dibangun 
oleh JIL. Sumber data diambil dari laman resmi JIL dengan membatasi pada 




tulisan yang berupa artikel, reportase, berita dan ulasan, dan dokumen 
wawancara yang mengandung ideologi yang diperjuangkan oleh JIL. Data 
penelitian ini adalah kosakata, kalimat dan teks yang diproduksi oleh Jaringan 
Islam Liberal (JIL) yang berupa, artikel, kliping, reportase, kolom, dan 
pernyataan pers. Sumber data penelitian ini adalah media sosial berupa laman 
yang dimiliki oleh kelompok JIL di www.islamlib.com. Artikel yang dijadikan 
sumber data adalah artikel yang berisi tentang ideologi yang dibangun oleh JIL. 
Sumber data diambil dari laman resmi JIL dengan membatasi pada tulisan yang 
berupa artikel, reportase, berita dan ulasan, dan dokumen wawancara yang 
mengandung ideologi yang diperjuangkan oleh JIL. 
Prosedur Pengumpulan Data 
Adapun prosedur pengumpulan data penelitian ini yaitu, dimulai dengan 
mengidentifikasi data dengan penelusuran pada laman (website) Jaringan Islam 
Liberal (JIL) dengan membuat tabel penelusuran data sesuai aspek-aspek 
ideologi yang ada dalam waana JIL. Kemudian data tersebut dipilah berdasarkan 
pada aspek ideologi yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, data yang sudah 
terpilah berdasarkan aspek penelitian dipilih berdasarkan fokus penelitian dan 
dilakukan pengkodean data untuk dianalisis. 
Analisis Data 
Analisis data teks wacana keagamaan dilakukan dengan pendekatan 
analisis wacana kritis Fairclough. Analisis wacana kritis dipilih karena analisis 
wacana kritis berasumsi bahwa setiap produksi wacana di media massa (sosial) 
selalu didasari oleh ideologi (kepentingan) tertentu untuk tujuan tertentu. 
Ideologi yang mendasari produksi wacana di media massa (sosial) bisa 
merupakan ideologi pemilik media atau institusi yang mengelola media itu 
dengan tujuan menguatkan atau meraih posisi dan kekuasaan. Wacana di media 
massa (sosial) dipandang tidak bebas kepentingan. Hal inilah yang dicurigai oleh 
analisis wacana kritis yang harus disikapi secara kritis oleh pembaca agar tidak 
mudah terjebak dalam pengaruh ideologi tertentu. Dengan demikian, 
penggunaan analisis wacana kritis dipandang tepat untuk megungkap upaya 
rekonstruksi ideologi yang mendasari produksi wacana JIL. 
Pendekatan analisis wacana kritis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah model analisis wacana Fairclough (1995:96—98). Analisis wacana model 
Fairclough mencakup tiga dimensi, yaitu (1) teks, (2) praktik kewacanaan, dan 
(3) praktik sosiobudaya. Proses analisis dilakukan dalam tiga tahap, yaitu (1) 
deskripsi (analisis teks berupa kosa kata, gramatika, dan struktur teks yang 
merekonstruksi ideologi JIL, baik bentuk maupun isinya), (2) menafsirkan 
(mengaitkan bentuk dan ideologi yang direkonstruksi dengan dasar yang 
dijadikan landasan rekonstruksi dalam proses produksi dan penerimaan 
informasi yang disampaikan melalui teks, dan (3) penjelasan (mengaitkan hasil 
rekonstruksi ideologi yang ditemukan dengan konteks sosial budaya/agama 
yang melatar-belakanginya.   
Pada tataran teks, terdapat tiga unsur yang menjadi pusat perhatian 
Fairclough, yaitu (1) representasi, (2) relasi, dan (3) identifikasi. Representasi 
berkaitan dengan cara menampilkan dan menggambarkan peristiwa atau 
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masalah, orang  atau pelaku, keadaan atau konteks, dan lain-lain dalam teks 
wacana. Relasi berkaitan dengan cara menampilkan dan menggambarkan 
hubungan antara sumber (penulis) dengan khalayak dalam teks wacana. 
Identifikasi berkaitan dengan cara menampilkan dan menggambarkan identitas 
sumber wacana dan khalayak dalam teks. 
Analisis praktik kewacanaan berkaitan dengan penafsiran wacana yang dikaitkan 
dengan  proses produksi dan penerimaan informasi dalam teks. Analisis praktik 
sosiobudaya berkaitan dengan penjelasan mendalam tentang hubungan antara 
informasi dalam teks dengan konteks sosiokultural. 
Tahap-tahap Penelitian 
Adapun tahapan-tahapan penelitian, yaitu dimulai dengan penelusuran 
awal tentang isu-isu yang diangkat dalam laman (website) Jaringan Islam Liberal 
(JIL). Selanjutnya, disusun desain penelitian dengan teori-teori yang berkaitan 
dengan analisis wacana kritis. Kemudian, dilakukan penelitian dengan 
mengumpulkan berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan fokus 
penelitian berupa dokumen penelitian sebelumnya, tulisan berupa artikel, 
reportase, berita dan wawancara yang dipublikasikan melalui laman JIL. Data 
yang telah diperoleh dianalisis dan disusun menjadi laporan penelitian. 
C. Hasil dan Pembahasan 
 
Konstruksi Ideologi JIL melalui Klasifikasi  
Klasifikasi berhubungan dengan kosa kata yang diorganisasikan dalam 
tipe-tipe wacana untuk mengonstruksi ideologi liberalisme yang dibangun oleh 
penulis teks wacana JIL. Fairlough (1989:114—115) menyebutnya sebagai 
skema klasifikasi (classification schemes) dan Santoso (2003: 70) menyebutnya 
sebagai pola klasifikasi. Skema klasifikasi merupakan cara tertentu membagi 
beberapa aspek realitas yang dibangun di atas representasi ideologi tertentu 
kenyataan itu. Dengan cara ini, struktur kosa kata sebuah ideologi berbasis, 
Fairclough (1989:115). Kosakata digunakan sebagai alat untuk mengkonstruksi 
ideologi JIL. Klasifikasi kata dipergunakan untuk mengonstruksi keberagaman 
dan kebebasan atau pluralisme dan liberalisme beragama  dalam wacana JIL. 
Kosakata yang merujuk pada pluralisme dan liberalisme tersebut ditemukan 
pada kosakata, yakni ‗kebenaran tidak satu‘ (bukan hanya Islam), ‗perbedaan 
(sebagai) ketetapan (Tuhan)‘, ‗kebebasan‘, ‗tidak (ada) paksaan‘, ‗pilihan‘, 
‗privasi/hak pribadi (urusan pribadi)‘, ‗masalah keyakinan‘, ‗hubungan (kepada) 
Tuhan‘, dan ‗tafsir teks relatif‘. 
Kutipan yang menunjukkan pengklasifikasian kata yang menunjukkan 
ideologi pluralisme beragama ditemukan dalam kutipan (1), (2), dan (3) berikut 
ini. 
(1) ―Apa yang disebut sebagai ‗Islam‘ bukanlah sesuatu yang monolitik, 
tunggal.‖ (AIUK.1) 
(2) ―Dalam banyak ayat di Quran juga kita jumpai penegasan tentang Tuhan 
yang tidak menghendaki keseragaman dalam prilaku manusia.‖ (AIUK.5) 
(3) ―Menjadi hak setiap orang untuk percaya bahwa agamanya benar. 
Namun, dalam waktu bersamaan, seseorang harus menghormati jika orang 




lain berpikiran sama, sebab persoalan keyakinan merupakan perkara 
pribadi (qadliyah syahshiyyah) dari setiap orang, sehingga tidak boleh ada 
paksaan.‖ (TALIF.2) 
Pada kutipan (1) terdapat dua kosakata utama yang digunakan untuk 
menunjukkan upaya mengkonstruksi ideologi baru dalam pemahaman 
keislaman pembaca sebagaimana diinginkan oleh JIL, yaitu: ‗Islam‘ yang bukan 
‗monolitik, tunggal. Dengan demikian pembaca akan digiring kepada 
pemahaman akidah yang plural, yaitu agama yang ‗benar‘ bukan hanya Islam, 
sehingga penganut agama Islam tidak boleh menyalahkan penganut agama lain 
atau aliran-aliran keagamaan dalam Islam itu sendiri. Melalui kosakata tersebut 
maka terbangun sebuah ideologi yang dikonstruksi oleh JIL, yaitu, Islam 
bukanlah satu-satunya agama yang mengandung kebenaran. Dengan demikian 
pembaca akan digiring kepada pemahaman bahwa setiap agama mengandung 
kebenaran dan tujuan yang sama. 
Pada kutipan (2) ditemukan kosakata ‗keseragaman‘ dalam kalimat, ―Tuhan 
tidak menghendaki keseragaman dalam perilaku manusia‖. Hal ini bisa dimaknai 
sebagai bentuk ideologi yang dikonstruksi oleh JIL untuk menggiring pembaca 
kepada pluralisme sebagai kehendak Tuhan, sehingga manusia pun harus 
menaatinya. Oleh karena keberagaman beragama merupakan ketentuan Tuhan 
yang telah ditegaskan dalam Alquran, maka manusia pun tidak boleh menolak 
atau menentangnya. 
 
Konstruksi Ideologi JIL melalui Leksikalisasi  
Leksikalisasi merupakan upaya pendayagunaan kosakata yang menjadi 
karakteristik wacana. Penggunaan kosakata tertentu yang menunjukkan 
karakteristik wacana dimaksudkan untuk menguatkan ideologi yang dibangun 
oleh penulis wacana. Leksikalisasi merupakan istilah yang digunakan oleh 
Haliday (1978; 1979) Fowler (1985; 1986;); Fairclough (1989; 1995) dan Santoso 
(2001; 2003). Fairclought (1989: 1995) juga menggunakan istilah ‗wording‘,  
‗rewording‘ dan ‗overwording atau overlexicalication‘ untuk menunjukkan proses 
leksikalisasi dalam wacana ideologis. Tujuan kajian terhadap leksikalisasi dalam 
wacana JIL adalah untuk mendapatkan gambaran tentang pendayagunaan kata 
tertentu dalam upaya mengonstruksi pandangan keagamaan (ideologi) yang 
dibangun oleh JIL sebagai bentuk perlawanan terhadap pandangan keagamaan 
yang selama ini dipahami oleh umat Islam Indonesia, khususnya yang 
berpandangan konservatif dan tradisional. 
Kosakata yang diberdayakan dalam wacana JIL dapat ditemukan pada 
pilihan kata seperti, beragama, sekuler, teks, suci, tidak suci, keadian, dan 
konstitus. 
Kutipan (10), dan (11) berikut ini menunjukkan proses leksikalisasi yang 
dilakukan oleh penulis teks dalam mengonstruksi ideologi dalam wacana. 
(1) ―Baik dalam masyarakat beragama dan masyarakat sekuler ada hal 
yang mempertemukan keduanya, yakni pentingnya kedudukan teks sebagai 
penjamin makna keadilan.‖ (IDK.01) 
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(2) ―Pertanyaan-pertanyaan di atas sebetulnya tidak terlalu rumit 
jawabannya sejauh menyangkut teks yang tak suci, misalnya konstitusi. 
Masalahnya menjadi rumit jika teks itu dianggap oleh masyarakat tertentu 
sebagai teks suci yang berasal dari Tuhan dan berlaku sebagai ketentuan 
yang universal kapan pun dan di mana pun.‖ (IDK.02) 
Penggunaan kosakata beragama, sekuler, teks, suci, tidak suci, adil, dan keadilan 
pada kutipan (10) dan (11) di atas menunjukkan bahwa penulis teks  ingin 
menonjolkan perbedaan pemahaman terhadap sebuah teks yang membatasi 
penafsiran pembaca. Bagi kaum beragama, seolah-olah teks yang dianggap suci 
itu tidak boleh ditafsirkan lagi sehingga membatasi pembaca dalam memahami 
teks dengan konteks yang berbeda. Pada sisi lain, digunakan kosakata ‗sekuler‘ 
dan ‗konstitusi‘ yang dibandingkan dengan kata ‗beragama‘ dan ‗teks suci‘ untuk 
menujukkan perlawanan pemeroduksi wacana terhadap pemahaman tentang 
teks agama yang selama ini diyakini oleh masyarakat pada umumnya sebagai 
sesuatu yang sangat sakral. 
 
Konstruksi Ideologi JIL melalui Relasi Makna 
 Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan 
bahasa yang satu dengan satuan bahasa lainnya (Chaer, 2014:297). Satuan 
bahasa yang memiliki relasi makna dapat berupa kata, frasa, maupun kalimat. 
Kata-kata tertentu dalam hubungannya dengan relasi makna sering digunakan 
dalam wacana untuk yang membangun ideologi. Menurut Fairclough (1989:166) 
kosakata tertentu yang memiliki relasi makna selalu berkaitan dengan ideologi 
tertentu. Relasi makna yang digunakan dalam mengonstruksi ideologi JIL dapat 
ditelusuri melalui antonimi, sinonimi, dan hoponimi.  
Antonimi merupakan kata yang memiliki perlawanan makna. Menurut 
Fairclough (2003:133), antonimi berarti tidak padan atau lawan kata, artinya 
makna satu kata berlawanan dengan makna kata yang lain. Selanjutnya, Chaer, 
(2014:299). menjelaskan bahwa antonimi adalah hubungan semantik antara dua 
buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau 
kontras antara yang satu dengan yang lain.  
Sinonim atau sinonimi adalah kata yang memiliki makna dasar yang 
sama. Sinonimi adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan 
makna antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran lainnya. Relasi makna 
sinonimi bersifat dua arah, yaitu jika satu satuan ujaran A bersinonim dengan 
satuan ujaran B, maka satuan ujaran bersinonim dengan satuan ujaran A (Chaer, 
2014:297).   
Hiponimi adalah hubungan makna antara dua kata, yaitu makna yang 
satu kata meliputi makna kata yang lain (Fairclough, 2003:133).  Menurut Chaer, 
2014:302), hiponimi adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran 
yang maknanya tercakup dalam makna bentuk ujaran yang lain. Relasi makna 
melalui antonimi, sinonimi, dan antonimi diuraikan sebagai berikut. 
Antonimi dalam Wacana JIL 




Relasi makna berupa antonimi dalam wacana JIL ditemukan dalam penggunaan 
kata sekuler dan beragama, kitab suci dan konstitusi, sebagaimana yang terdapat 
pada kutipan (23), (24), (25) dan (26) berikut ini.   
(1) ―Baik dalam masyarakat beragama dan masyarakat sekuler ada hal 
yang mempertemukan keduanya, yakni pentingnya kedudukan teks sebagai 
penjamin makna keadilan.‖ (IDK.01) 
(2) ―Pertanyaan-pertanyaan di atas sebetulnya tidak terlalu rumit 
jawabannya sejauh menyangkut teks yang tak suci, misalnya konstitusi. 
Masalahnya menjadi rumit jika teks itu dianggap oleh masyarakat tertentu 
sebagai teks suci yang berasal dari Tuhan dan berlaku sebagai ketentuan 
yang universal kapan pun dan di mana pun.‖ (IDK.02) 
(3) ―Berhadapan dengan teks yang tak suci, seseorang dengan mudah 
akan menempuh jalur yang sederhana: jika teks itu sudah tak sesuai dengan 
semangat zaman, ya dibuang saja, atau pun jika dibaca, hanya sebagai 
sumber inspirasi umum saja. Tak ada keharusan untuk menaati makna 
harafiah dalam teks itu.‖ (KTDW.11) 
(4) ―Sikap ‗santai‘ semacam ini sulit kita berlakukan terhadap teks yang 
dianggap suci. Jika ada yang memakai sikap rileks seperti itu, dia akan 
menanggung resiko sosial dan keagamaan yang berat. Sejauh menyangkut 
teks suci, biasanya seseorang harus menempuh jalan berliku dan argumen 
yang bertakik-takik yang ujungnya sebetulnya sederhana: bahwa teks suci 
itu sudah tak relevan, sehingga harus ditafsir ulang, sebab tak mungkin 
dibuang sama sekali.‖ (KTDW.12) 
Pada kutipan (23) di atas terdapat kata beragama dan sekuler yang pada 
dasarnya memiliki makna yang berlawanan namun tidak dipertentangkan. Hal 
ini menunjukkan ada pemahaman terhadap adanya perbedaan dalam kelompok 
masyarakat plural yang tidak perlu dipermasalahkan. Bahkan kedua hal tersebut 
dapat dipertemukan dalam kerangka penafsiran teks yang menjunjung tinggi 
nilai keadilan. Keadilan yang dimaknai sebagai wadah untuk semua pemeluk 
agama tanpa mengklaim suatu kebenaran yang mutlak untuk suatu pemeluk 
agama tertentu ataupun aliran dalam pengamalan beragama. 
Kutipan (24) di atas, memperlihatkan adanya keyakinan masyarakat yang sulit 
berubah karena adanya pemahaman tentang teks kitab yang dianggap suci. Kata 
‗kitab suci‘ dan ‗konstitusi‘ pada dasarnya tidak memiliki makna yang 
berlawanan. Pilihan kata ‗kitab suci‘ dan ‗konstitusi‘, menunjukkan adanya upaya 
yang dilakukan oleh pemeroduksi wacana untuk menyadarkan pembaca tentang 
sulitnya menghadapi pemahaman kelompok lain yang memahami agama secara 
tekstual. Penulis teks ingin memberikan penguatan kepada pembaca tentang 
kitab suci agama yang dipahami secara tekstual akan membatasi pemahaman 
keagamaan seseorang karena zaman selalu berubah dan berkembang. Jika teks 
kitab suci hanya dipahami secara tekstual dan tidak bisa diubah pemahaman 
(penafsirannya) maka sulit mengikuti perkembangan dan kebutuhan manusia 
yang selalu berubah. Dengan demikian pemahaman kitab suci seharusnya 
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dipahami secara kontekstual. Namun demikian, hal tersebut sulit diwujudkan 
karena teks kitab suci yang berasal dari Tuhan tidak sama dengan teks konstitusi 
yang bisa diubah kapan saja tanpa beban moral dan risiko sosial dan keagamaan. 
 
Sinonimi dalam Wacana JIL 
Sinonimi adalah kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama 
dengan kata yang lain. Kata-kata sinonimi dalam wacana Jaringan Islam Liberal 
(JIL) untuk mendukung kata kebebasan (liberalisme) ditemukan dalam 
penggunaan kata, hak pribadi yang bersinonim dengan hak individu, privasi, hak 
asasi. Untuk mendukung ideologi pluralisme, digunakan kata-kata seperti, 
kesamaan, kesejajaran, kesetaraan. Selanjutnya, untuk mendukung ideologi 
toleransi, digunakan kata-kata, seperti kebebasan, ketaatan, kehidupan pribadi, 
hak privasi tidak mengklaim kebenaran, menghargai perbedaan, dan 
melindungi, atau harus dilindungi. 
Kosakata bersinonim sering digunakan dalam wacana untuk menguatkan 
ideologi yang diperjuangkan oleh penulis, termasuk wacana yang bermaksud 
membangun ideologi baru dalam pemahaman keagamaan. Beberapa kosakata 
bersinonim yang ditemukan dalam wacana JIL sebagaimana pada kutipan (33), 
dan (34) berikut ini.  
(1) ―Dengan pengertian seperti itu, apakah kebebasan kontradiktif terhadap 
ide ketaatan? Jawabannya: Tidak! Tak ada kontradiksi antara kebebasan 
dan ketaatan.‖ (AIUK.7) 
(2) ―Yang ingin saya tekankan adalah dua konsep ini mengajak kita untuk 
mengakui kemajemukan dan tidak alergi terhadap perbedaan. Alergi 
terhadap perbedaan hingga punya sikap menolak perbedaan adalah 
dasar dari diskriminasi. Perbedaan yang tidak dipahami dan diakui akan 
melahirkan pembedaan.‖ (MDI.30) 
 
Selanjutnya, pilihan-pilihan kata berikut ini menunjukkan adanya kata yang 
bersinonim dengan pluralisme yaitu keberagaman dan kemajemukan 
sebagaimana yang terdapat pada kutipan (35), (36), dan (37) berikut ini. 
(1) ―Sehingga, istilah/diksi/bahasa sesat, kafir, menodai, dan lain-lain dari 
kelompok-kelompok agama tertentu terhadap kelompok lainnya tidak 
boleh dipakai oleh negara, begitupun media massa, sebagai lembaga 
publik. Jauh lebih aman bagi aparat pemerintah dan media massa dalam 
melihat keberagaman paham keagamaan dengan menggunakan 
diksi/bahasa ‗kelompok yang berbeda‘.‖ (BTBP-2) 
(2) “Kemajemukan yang tumbuh di Indonesia akan dianggap 
membanggakan dan dipandang sebagai kekayaan kalau dilihat dari 
perspektif budaya.‖ (MDI.6) 
(3) ―Namun kalau dibawa pada ranah politik kekuasaan akan menimbulkan 
pengalaman yang bertolak belakang. Dalam konteks kekuasaan akan 
muncul politik identitas yang tiba-tiba mengubah kemajemukan sebagai 
petaka.‖ (MDI.7) 




Pilihan kata ‗keberagaman‘, ‗kemajemukan‘ atau kelompok berbeda 
sesungguhnya patut diduga sebagai upaya penulis teks untuk mengaburkan 
pemahaman keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Kemudian pembaca 
digiring kepada pemahaman tentang ideologi pluralisme dengan tidak menuding 
kelompok pemeluk agama lain yang sesat atau membuat penodaan terhadap 
agama. Penggunaan kata ‗kelompok yang berbeda‘ untuk mengganti istilah lain 
yang lebih tegas adalah upaya pengalihan konsep ideologi melalui sinonimi. 
 
Hiponimi dalam Wacana JIL 
Hiponimi adalah hubungan antara dua kata, yaitu makna satu kata 
meliputi makna kata yang lain. Hiponimi mengandung hubungan transitif, 
artinya jika A hiponimi dari B dan B hiponimi dari C maka A seharusnya 
merupakan hiponimi dari C. Hiponimi mengandung dua hal, yakni (1) hiponimi 
tingkat atas disebut dengan superordinat dan (2) hiponimi tingkat bawah 
disebut dengan superordinat atau hiponim. 
Data yang menunjukkan bentuk ideologi yang dibangun oleh Jaringan Islam 
Liberal (JIL) dengan pemberdayaan hiponimi disajikan dalam kutipan (38), (39), 
(40), dan (41) berikut ini. 
(1) ―Menjadi hak setiap orang untuk percaya bahwa agamanya benar. 
Namun, dalam waktu bersamaan, seseorang harus menghormati jika orang 
lain berpikiran sama, sebab persoalan keyakinan merupakan perkara 
pribadi (qadliyah syahshiyyah) dari setiap orang, sehingga tidak boleh ada 
paksaan.‖ (TALIF-3) 
(2) ―Dengan demikian, bagi umat Islam sendiri, merayakan natal 
sesungguhnya merayakan hari kelahiran seorang utusan Tuhan yang harus 
diimani.‖ (MRADS-1) 
(3) ―Mengucapkan selamat natal tak hanya diberikan kepada umat 
Kristiani, melainkan juga kepada orang-orang yang mengimani kenabian 
Isa al-Masih.‖ (MRADS-2) 
(4) ―Toleransi dalam beragama selalu disandarkan pada ayat la ikraha fi al-
Din. Allah berfirman (Q.S. al-Baqarah [2]:256), ‗Tidak boleh ada paksaan 
dalam agama‘.‖ (TALIF-2) 
Upaya mewujudkan toleransi dalam bingkai pluralisme tampak pada 
kutipan (38 – 41) di atas. Kutipan tersebut menunjukkan adanya kesamaan 
semua agama, yaitu setiap pemeluk agama berhak menyatakan agamanya 
sebagai agama yang benar dan pemeluk agama lain harus mengakui dan 
menghormatinya. Penggunaan kata ‗iman‘ dan ‗keyakinan‘ yang merupakan 
hiponimi dari kata ―agama‖ memberikan pengertian bahwa semua agama 
menggunakan istilah yang sama untuk menyatakan kepercayaan kepada Tuhan, 
penulis teks wacana tidak menggunakan hiponimi yang lain, seperti kata ‗tauhid‘ 
atau ‗akidah‘ karena hiponimi itu bisa mengarah kepada suatu agama atau 
keyakinan tertentu. Dengan penggunaan kata-kata tersebut maka umat Islam 
tidak bisa mengklaim bahwa hanya agama Islam yang paling benar dan diterima 
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oleh Allah swt. walaupun ada ayat dalam kitab suci yang menegaskan hal 
tersebut.  
Menghormati keyakinan agama orang lain adalah kewajiban bagi setiap 
orang, termasuk umat Islam dan tidak ada masalah dalam setiap agama. Namun 
demikian, ideologi yang diperjuangkan oleh JIL melalui wacana adalah bukan 
hanya menghormati kegiatan keagamaan agama lain, tetapi ikut merayakan dan 
membenarkannya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan (39) dan (40) yang 
menunjukkan bahwa umat Islam dapat merayakan dan mengucapkan selamat 
natal kepada umat nasrani, walau fatwa ulama tidak membenarkan hal seperti 
itu.  
Selanjutnya, kutipan (41) menunjukkan adanya penguatan ideologi yang 
dibangun oleh JIL dengan mengutip ayat Quran tentang toleransi, yaitu la ikraha 
fi al-din, artinya tidak ada paksaan dalam beragama. Untuk memperkuat ideologi 
yang akan dikonstruksi, JIL selalu menggunakan ayat ini sebagai ungkapan kata 
kunci dalam membangun keyakinan terhadap ideologi kebebasan dan toleransi 
dalam bingkai pluralisme. 
Penggunaan kata subordinat ‗keimanan‘ dan ‗keyakinan‘ dalam kutipan 
tersebut menunjukan bahwa kata agama didudukkan sebagai kata superordinat 
yang sangat penting untuk mewadahi kesamaan terhadap seluruh keyakinan dan 
keimanan umat beragama. Penulis teks ingin menegaskan ideologi yang diyakini 
bahwa semua agama menduduki posisi dan tujuan yang sama, yaitu menuju 
kepada keimanan yang didasari oleh keyakinan. Dengan demikian, mengimani 
keyakinan orang lain adalah merupakan hal yang absah dalam beragama. 
Penggunaan kosakata tersebut menunjukkan adanya kesamaan antara satu 
agama dengan agama yang lain. 
 
Konstruksi  Ideologi JIL melalui Metafora 
Metafora adalah ungkapan kebahasaan yang maknanya tidak dapat 
dijangkau secara langsung dari lambang yang dipakai karena makna yang 
dimaksud terdapat pada predikasi ungkapan kebahasaan itu (Wahab, 1990: 142), 
(Santoso, 2003:128). Menurut Ricoeur, (2014:96) dalam retorika tradisional 
metafora digolongkan sebagai sebuah kiasan, yaitu sebagai sebuah gambaran 
yang mengklasifikasikan adanya variasi makna dalam penggunaan kata dalam 
proses denominasi. Metafora adalah permainan bahasa yang menata penamaan 
sesuatu, yaitu pengaplikasian sesuatu dari sebuah nama yang menjadi milik 
sesuatu yang lain. 
Kutipan berikut ini menunjukkan upaya JIL dalam mengonstruksi 
pemahaman keagamaan umat Islam dalam menafsirkan teks kitab suci. Untuk 
mendukung ideologi yang ingin dikonstruksi maka kutipan berikut memberikan 
gambaran tentang keterbatasan teks kitab suci. Untuk memperoleh gambaran 
tentang metafora yang digunakan dalam mengonstruksi ideologi JIL dalam 
menafsirkan teks kitab suci, ditampilkan pada kutipan (42), 43), dan (44) berikut 
ini. 




(1) ―Agar suatu pengertian bersifat stabil, dibutuhkan teks sebagai ‗baju‘ 
yang memberikan bentuk yang kurang lebih pasti terhadap kekaburan 
makna pra-teks.‖ (KTDW.04) 
(2) ―... teks punya kedudukan seperti ‗raja‘.‖ (KTDW.05)  
(3) ― Kenapa teks punya kedudukan yang begitu penting seperti raja?‖ 
(KTDW.6) 
Kata ‗baju‘ dan ‗raja‘, digunakan sebagai alat untuk memberikan makna 
kedudukan sebuah teks. Baju, oleh penulis teks wacana JIL dimetaforkan 
sebagai penutup pra-teks, yaitu pikiran-pikiran yang berkembang di luar teks. 
Dengan demikian, penulis teks wacana JIL memandang bahwa dalam baju 
terdapat pikiran yang beragam. Di dalam teks terkandung makna dan tafsir 
setiap orang yang berbeda pandangan. Dengan demikian JIL memandang 
bahwa teks kitab suci memiliki fungsi seperti baju yang dapat memberi 
perlindungan pemikiran bagi setiap orang yang membacanya berdasarkan 
pemahaman dan situasinya.  
Di samping itu, teks kitab suci memiliki kedudukan yang sangat penting 
seperti ‗raja‘. Dalam arti yang sebenarnya, ‗raja‘ adalah kedudukan yang sangat 
dihormati yang dapat menjamin keteraturan. Oleh karena itu, sebuah teks kitab 
suci harus mengandung nilai keadilan untuk setiap orang yang memerlukannya. 
Sebagai penjamin keteraturan dan keadilan maka teks kitab suci bisa dimaknai 
bermacam-macam oleh setiap orang yang berbeda pikiran. 
Berdasarkan analisis data di atas maka dapat disimpulkan bahwa penulis 
teks wacan JIL menggunakan metafora sebagai alat untuk mengonstruksi 
ideologi yang diperjuangkan. Penulis teks ingin menegaskan bahwa teks kitab 
suci yang dianggap sebagai ―baju‖ dan berkedudukan seperti ‗raja‘ dari sebuah 
ide atau pikiran memiliki kedudukan yang penting, sehingga teks harus mampu 
memberikan makna secara adil dengan konteks atau keadaan yang terus 
berubah. 
Hal tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh 
Fairclough (1997) bahwa dalam semua teks selalu terkandung ideologi, baik 
yang tampil secara nyata maupun yang tersembunyi. Ideologi tersebut tercermin 
dari pemakaian kosakata, kalimat, dan tata bahasa tertentu. 
 
D. Simpulan 
Berdasarkan analisis data penelitian, konstruksi ideologi wacana 
keagamaan JIL melalui kosakata ditemukan dalam bentuk (1) klasifikasi, (2) 
leksikalisasi, (3) relasi makna, dan (4) metafora.  
Pertama, klasifikasi menunjukkan adanya kosakata yang dipilih dengan 
merujuk pada makna pluralisme dan liberalisme. Kedua, leksikalisasi 
menunjukkan adanya kosakata yang diberdayakan untuk mengonstruksi ideologi 
yang diperjuangkan oleh JIL melalui wacana. Kosakata yang diberdayakan 
untuk mengonstruksi ideologi yang diperjuangkan oleh JIL dalam wacana, yaitu 
pluralisme dan kesetaraan tanpa diskriminasi atas nama agama dan golongan.  
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Ketiga, relasi makna menunjukan adanya kosakata yang digunakan dalam 
wacana JIL untuk mengonstruksi ideologi dengan memanfaatkan relasi makna, 
berupa antonimi, sinonimi, dan hiponimi. Antonimi dipergunakanan dalam 
mongonstruksi ideologi pluralisme dan liberalisme dengan membuat konteks 
perbedaan dan pertentangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan 
perlawanan terhadap golongan konservatif yang berpandangan tradisional. 
Sinonimi digunakan dalam wacana JIL menunjukkan adanya upaya 
mengonstruksi ideologi JIL untuk menyebutkan sesuatu dengan memilih 
kosakata yang berbeda tetapi memiliki persamaan makna. Hiponimi digunakan 
dalam wacana JIL menunjukkan adanya kata yang berhubungan makna secara 
hierarki. Hiponimi tersebut menunjukkan adanya konstruksi ideologi yang 
memandang semua agama memiliki kebenaran yang sama. Dengan demikian, 
tidak ada pemeluk agama tertentu yang bisa mengklaim kebenaran sendiri.  
Keempat, metafora yang digunakan dalam mengonstruksi ideologi JIL 
menunjukkan adanya kosakata yang dapat mewakili pengertian yang tidak secara 
langsung tetapi memiliki efek terhadap makna yang ingin diperkuat. 
Penggunaan metafora menunjukkan adanya ideologi tertentu yang 
diperjuangkan melalui wacana oleh penulis teks wacana JIL.  Penggunaan fitur 
bahasa melalui klasifikasi, leksikalisasi, relasi makna, dan metafora tersebut 
menunjukkan adanya nilai-nilai eksperensial yang terkandung dalam kata-kata 
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Abstrak:    Fokus tulisan ini terletak pada pandangan kritis Sayyid Utsman bin Yahya 
terhadap tasawuf dan tarekat di Indonesia. Sayyid Utsman, yang dikenal 
sebagai Mufti Betawi dan pejabat kolonial Belanda melihat bahwa praktik 
dan ajaran tasawuf-tarekat pada masanya tidak sesuai dengan syariat Islam. 
Ia kemudian menilai dan mengkritik para syekh dan pengikut tarekat, 
khususnya Naqsabandiyah. Kritiknya diarahkan kepada para pemeluk 
tarekat yang menurutnya belum memenuhi syarat untuk menjadi anggota 
tarekat, sehingga membuat amalan tarekat mereka menjadi salah. Menurut 
Sayyid Utsman, pemenuhan unsur syariat harus lebih dulu dilakukan 
sebelum tarekat. Sebagai ulama yang berorientasi syariat, apalagi dengan 
jabatannya sebagai mufti, kritik Sayyid Utsman ini memang tidak berbeda 
dengan ulama lain. Ini didasari karena pandangannya yang banyak 
mengutip kitab tasawuf yang mu‟tamad.  Akibat kritiknya, ia dibenci oleh 
syekh dan pemeluk tarekat serta menimbulkan pandangan negatif 
terhadapnya; apalagi dihubungkan dengan jabatannya sebagai pejabat 
kolonial. Karena kritik ini, menurut Kareel Stenbrink, Sayyid Utsman 
dianggap sebagai „pelopor‟ pembaharuan Islam di Indonesia.  
 





Dalam teori mengenai kedatangan Islam di Indonesia, mayoritas ahli 
sejarah mengatakan bahwa ia tersebar dengan cara yang damai, tidak dalam 
bentuk penetrasi atau ekspansi militer seperti yang terjadi di Afrika Utara, Persia 
atau India. Islam datang melalui sentuhan para sufi dan para pedagang yang 
masuk dan menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Peran serta kaum sufi 
dalam proses Islamisasi berasal dari pemikiran bahwa Islam yang masuk ke 
Indonesia (abad 13) adalah Islam yang telah dipengaruhi oleh dominasi sufisme 
pasca kehancuran Baghdad tahun 1258 M. (Bruinessen; 1995; 188) 
Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa Islam diterima dalam 
lingkungan masyarakat Indonesia karena sifatnya yang dinamis. Usaha-usaha 




yang dilakukan Wali Songo di Jawa yang sukses pada abad 16, menghasilkan 
penerimaan Islam yang tidak bertentangan dengan budaya dan tradisi setempat. 
Sambutan hangat penerimaan Islam juga diungkapkan karena gagasan-gagasan 
mistik yang dibawa oleh para wali mempunyai sandaran budaya yang sudah 
kental dalam masyarakat. Sekalipun demikian, penekanan terhadap Islam yang 
murni (ortokodoks) juga menjadi bagian penting dari proses Islamisasi tersebut. 
Penerimaan terhadap gagasan-gagasan mistik mewarnai Islam di 
Indonesia pada abad 17 dan 18 M. Di Aceh, Hamzah Fansuri dan Syams al-Din 
Sumatrani memperkenalkan gagasan wujudiyah tentang Tuhan. Tetapi usaha ini 
mendapatkan perlawanan dari al-Raniri dan Sinkli yang lebih memilih 
harmonisasi antara sufisme dan syari‘ah. Harmonisasi ini pada akhirnya berhasil 
menyatukan jaringan dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia sampai 
pada abad 18 melalui tarekat, wadah gerakan sufisme secara komunal. Seperti 
yang diperkenalkan oleh Yusuf Makassari melalui tarekat Khalwatiyah (Azra; 
2002; 129) harmonisasi antara sufisme dan syari‘ah melalui tarekat Sammaniyah 
juga dilakukan oleh al-Falimbani. Jaringan ini pada akhirnya mampu menangkal 
sufisme filosofis yang diperkenalkan Hamzah Fansuri dan Sumatrani; dan tentu 
saja diterima secara luas oleh masyarakat. Sampai pada abad 19, jaringan inipun 
terus-menerus menemukan perannya di tangan ulama, seperti yang dilakukan 
oleh Arsyad al-Banjari. (Azra; 2002; 133) 
Di sisi lain, sejak pertengahan abad 19, Islam Indonesia juga secara 
bertahap mulai menanggalkan corak sinkretiknya dan sedikit demi sedikit 
bergerak menuju kemurnian (ortodoks) (Suminto, 1985, 19). Gerakan ortodoksi 
ini dilakukan dalam dua hal yaitu diterimanya tarekat dan penghapusan terhadap 
bid‘ah (Abdullah, 1987, 5). Pada perkembangan selanjutnya terutama pada akhir 
abad 19, disebabkan pertemuan dengan budaya Barat yang lebih modern, Islam 
di Indonesia juga memperlihatkan usahanya untuk menyesuaikan diri 
(modernisasi) dengan tuntutan dunia yang sedang berkembang.  
Gerakan ortodoksi dan modernisasi ini masih terjadi sampai awal abad ke 
20. Sepanjang abad 19 saja, perkembangan tarekat di Indonesia menunjukkan 
peningkatan yang signifikan. Munculnya tarekat Naqsabandiyah dan Qadiriyah 
memberi tekanan dalam perkembangan Islam Indonesia yang berlandaskan 
prinsip dan tata aturan syariat Islam (syari‟ah oriented). Sementara kritik dan upaya 
untuk menghapuskan bid‘ah atau tradisi sinkretik dalam pola keberagamaan 
masyarakat, juga menjadi tujuan dalam gerakan pemurnian yang dijalankan 
kaum Paderi dan di kemudian waktu dalam gerakan pembaharuan oleh 
organisasi modern yang bernama Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis). 
 Diantara bagian penting dari dinamika tasawuf dan tarekat di Indonesia 
pada abad 19 ini adalah munculnya serangan dari seorang ulama yang bernama 
Sayyid Utsman bin Yahya. Selain dikenal sebagai ulama, tokoh ini juga dikenal 
sebagai Mufti Betawi dan penasehat Snouck Hurgronje. Dalam berbagai kasus, 
ia selalu mengkritik perilaku dan praktek keagamaan masyarakat muslim di 
Indonesia yang menurutnya tidak sesuai dengan tuntunan Islam, termasuk di 
dalamnya berbagai aktifitas para penganut tarekat. Bahkan beberapa karya 
beliau dalam bidang tasawuf dan tarekat dapat menjadi bukti betapa 
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perkembangan tasawuf dan tarekat di Nusantara pada abad 19 ternyata sangat 
beragam dan menjadi penting untuk kita ketahui. 
 
B. Sayyid Utsman Sang Mufti  
Posisi Sayyid Usman dalam sejarah Islam Indonesia abad 19 dan awal 
abad 20 memang sangat signifikan. Ia adalah tokoh yang cukup penting dalam 
penulisan sejarah Islam Indonesia abad 19 (Steenbrink, 1984, 59). Hal ini 
terutama dapat kita buktikan melalui sejumlah besar karangan Sayyid Usman 
yang mengupas seluk-beluk kehidupan sosial keagamaan masyarakat Islam di 
Indonesia. Seperti diakui Azra, karirnya sebagai seorang ulama dan penasehat 
pemerintah Belanda, merupakan poin penting dari keistimewaan Sayyid Usman 
diantara para ulama Hadrami lain yang hidup pada masanya.  
Keterkemukaan Sayyid Usman sebagai seorang ulama dapat dengan 
mudah kita lihat melalui jabatannya sebagai seorang Mufti Betawi, yang untuk 
beberapa hal juga mencakup hampir seluruh daerah di Indonesia. Ia menjadi 
rujukan penting dari kalangan ulama, penghulu dan hakim agama di Indonesia 
melalui permintaan fatwa yang datang kepadanya. Ia juga menjadi media 
masyarakat muslim yang hendak mencari keputusan hukum atas persoalan 
keagamaan yang menimpanya. Banyak contoh yang dapat kita uraikan untuk 
mengemukakan keterkemukaannya dalam bidang ini.  
Sayyid Usman adalah orang yang pertama kali membuat buku pedoman 
bagi para hakim agama dan penghulu di Indonesia terutama dalam metode dan 
cara mereka membuat keputusan hukum berdasarkan mazhab Syafii. Sayyid 
Usman juga yang menjadi pelopor penerbitan buku dan risalah agama melalui 
percetakan litografis yang dimilikinya. Yang patut diingat, keterkemukaan Sayyid 
Usman sebagai seorang ulama diperoleh melalui serangkaian perjalanan dan 
relasi intelektual yang ia bangun selama pengembaraannya di kota suci Makkah 
dan Madinah serta beberapa kota penting lainnya di Timur Tengah. Ia 
dikabarkan menjalin hubungan ilmiah dengan para ulama Timur Tengah yang 
menjadi guru bagi hampir semua ulama asal Nusantara pada abad 19, seperti 
Sayyid Ahmad Zaini Dahlan (w. 1886), Syekh Muhammad al-‗Azb, Syekh 
Ahmad al-Dimyathi dan Syekh Babasil (w. 1919). Ia juga menjalin 
korespondensi dengan para ulama Timur-Tengah misalnya Sayyid Husein al-Jisr 
di Syiria dan Syekh Yusuf Nabhani di Libanon, khususnya berkenaan dengan 
tashîh (pembenaran) atau taqrîd (dukungan) mereka atas karya tulis yang 
dibuatnya.  
Keterkemukaan Sayyid Usman sebagai seorang penasehat pemerintah 
juga dapat kita lihat melalui nasehat dan informasi yang ia berikan kepada 
pemerintah Belanda, terutama kepada Snouck Hurgronje, tentang Islam dan 
masyarakat muslim di Indonesia. Ia menyampaikan kepada Snouck Hurgronje 
akan pentingnya mengangkat penghulu dan hakim agama yang memiliki 
penguasaan baik dalam ilmu-ilmu keislaman. Ia juga memberikan pandangannya 
kepada pemerintah dan tentu saja melakukan penentangan berdasarkan syari‘at 
Islam atas kejadian yang meresahkan masyarakat. Karyanya yang berjudul al-




Nasîhah al-Mardiyyah dan al-I‟lan bi al-Nasîhah al-Mathlubah dipakai untuk 
membentengi akidah masyarakat dari ajaran dan kepercayaan yang tidak benar.  
 
 
Kritik Sayyid Utsman 
Sikap kritis Sayyid Usman terhadap tarekat memang lebih banyak 
dialamatkan kepada tarekat Naqsabandiyah, khususnya kepada guru-guru sufi 
yang mengajarkan tarekat dan masyarakat awam yang menjadi anggotanya. 
Sikap kritis ini juga ditujukan karena ketidakpercayaan Sayyid Usman terhadap 
kedudukan tarekat pada masanya. Ia menimbang bahwa sangat susah mencari 
guru-guru sufi saat itu yang dapat dipercaya; sementara bagi mereka yang masuk 
tarekat harus mampu memenuhi syarat-syaratnya, yang mustahil dapat 
dilakukan oleh orang Islam pada waktu itu.  
Kritik Sayyid Usman juga ditujukan kepada ajaran Martabat Tujuh, buku-
buku tasawuf serta keajaiban dan cerita-cerita mistik yang dipercaya masyarakat. 
Sekalipun kritik ini tidak sebanyak kritiknya terhadap tarekat, tetapi kita dapat 
memahami bahwa ajaran Martabat Tujuh mendapat perhatian cukup serius 
dalam pandangan Sayyid Usman.  
Ulama yang dijadikan sebagai rujukan dalam kritik Sayyid Usman kepada 
tarekat dan penganut tarekat adalah Syaikh Salim bin Sumair (w. 1856). Data 
yang diberikan Sayyid Usman tentang kritikan ulama ini sangat sedikit, hanya 
beberapa paragrap dari karyanya yang ia kutip langsung. Ketika Sayyid Usman 
membuat kritikannya yang pertama (al-Nasîhah al-Anîqah), masyarakat Islam di 
Jawa banyak yang telah masuk tarekat Naqsabandiyah.  
Kritikan Sayyid Usman sendiri lebih banyak memuat–seperti pandangan 
Steenbrink—idealisasi masa lampau; (Steenbrink, 1984, 185) bahwa generasi 
sufi terdahulu lebih baik ketimbang sekarang, menjadi salah satu dasar kritikan 
Sayyid Usman. Banyak orang yang mempraktekkan tarekat, tetapi tidak 
memenuhi syarat-syarat seperti yang telah dirumuskan para pendiri tarekat. 
Pernyataan inilah yang selalu diulang Sayyid Usman dalam tulisan-tulisannya. 
Jadi, kita dapat memperkirakan bahwa kritik Sayyid Usman lebih disebabkan 
karena ketidakpercayaannya terhadap orang yang mengaku sebagai Syaikh sufi 
dan anggota tarekat. Untuk itu kita harus melihat alasan yang dikemukakan 
Sayyid Usman. 
Dalam semua tulisannya tentang tarekat, Sayyid Usman sangat 
menekankan perlunya persyaratan bagi orang yang hendak masuk tarekat. 
Orang yang mengaku masuk tarekat tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka ia 
dapat disebut maghrûr (keliru), pembohong, zindik dan sesat dari jalan yang 
benar. Secara ringkas, Sayyid Usman mengatakan bahwa ―orang yang mengajak 
masuk tarekat sufi tetapi belum memiliki ilmu-ilmu syariat, belum bersikap 
wara‘ dari haram, belum bertakwa kepada Allah dengan melakukan perintah-
Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan belum mencontoh sunnah Rasul maka 
orang itu disebut zindik, pembuat bid‘ah, sesat, tertipu (ghurûr), terkena fitnah 
dan pembohong‖. (Utsman, Shawn al-Din, 1312 H, p. 23) 
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Pengetahuan terhadap ilmu tauhid, fiqh dan ilmu tentang sifat hati, 
menjadi alasan utama bagi Sayyid Usman untuk mengkritik orang-orang yang 
masuk tarekat. Ilmu-ilmu ini, menurut Sayyid Usman, termasuk ke dalam 
kategori ilmu fardu „ain yang mesti diketahui oleh setiap orang Islam. Mereka 
yang tidak memiliki ilmu-ilmu fardu „ain, maka tarekatnya menjadi sia-sia. Sayyid 
Usman mengambil perkataan dari Ahmad Zaini Dahlan, bahwa ―bagi orang 
yang ingin mengambil jalan tarekat, maka harus benar akidahnya, mengetahui 
hukum-hukum bersuci (tahârah), shalat, puasa, haji dan zakat serta apa yang 
diamalkannya‖ (Utsman, al-Nashihah, tt, 13). Ia juga mendasarkan ucapan Imam 
Sya‘rani, bahwa ―orang yang tidak mampu, tidak boleh masuk dalam suatu 
tarekat kecuali setelah memahami ilmu syariat dan hadis; jika tidak maka 
ditakutkan padanya masuk dalam kategori zindîq dan pembuat bid‘ah. (Utsman, 
al-Watsiqah, 1886, p. 3)   
Tuntutan ini didasari pertimbangan bahwa orang-orang Islam pada masa 
itu tidak mengetahui mana praktek ibadah yang benar dan ibadah yang salah 
(bid‘ah). Seperti kritiknya terhadap sistem kepercayaan masyarakat, kritik Sayyid 
Usman terhadap tarekat juga didasari karena pertimbangan bahwa praktek yang 
dilakukan pada saat itu masuk dalam kategori bid‘ah. Sayyid Usman 
mencontohkan praktek tersebut seperti bertapa di sungai atau hutan selama 
bertahun-tahun tanpa makan dari sesuatu yang bernafas. Hal ini mereka lakukan 
dengan tujuan menjadi sakti (Utsman, al-Watsiqah, 1886, p. 13). 
Tetapi contoh yang lebih jelas, adalah kritiknya terhadap pembacaan 
Ratib Sammân yang tidak sesuai dengan etika dan adab berzikir. Membaca zikir 
Lâ ilâha illa Allâh dengan suara keras (berteriak), berjingkrak atau bertepuk 
tangan, adalah termasuk dalam praktek bid‘ah. (Utsman, Tanbih, 1891, p. 15) 
Sebagai syarat tarekat, praktek ibadah harus dilakukan dengan mencontoh 
(mutâba‟ah) Nabi, sahabat serta ulama yang benar. Semua zikir yang mutâba‟ah, 
sudah ditulis diantaranya oleh Imam Nawawi dalam al-Adzkâr dan—lebih 
terbelakang oleh—Sayyid Thahir bin Husein dalam Maslak al-Qarîb. Jika 
keduanya tidak didapatkan, boleh dibaca kumpulan doa Sayyid Usman sendiri, 
Maslak al-Akhyâr. (Utsman, al-Nashihah, tt, p. 19) 
Kategori bid‘ah dalam praktek tarekat seperti ini disebabkan karena 
pemeluk tarekat waktu itu tidak mengetahui (jâhil) perbedaan antara ibadah yang 
benar dan tidak benar. Hal ini juga berhubungan dengan klasifikasi ibadah yang 
seharusnya dilakukan secara teratur (tartîb); dimulai dari ibadah fardu „ain 
(menuntut ilmu yang wajib dan melakukan kewajiban fardhu seperti shalat, puasa 
dan sebagainya), melakukan ibadah fardu kifâyah, melakukan ibadah sunnah 
mu‟akkad dengan mutâba‟ah, dan terakhir barulah ber-tabarruk dengan tarekat 
disertai syarat-syarat yang sudah ditetapkan. (Utsman, al-Nashihah, tt, p. 8) 
Selain itu, memiliki sifat-sifat terpuji seperti ikhlâs, warâ‟, zuhud, tawadu‟, khusyû‟ 
serta tidak cinta dunia; dan tidak memiliki sifat-sifat tercela seperti „ujûb, takabur, 
riyâ, hasad atau cinta dunia harus ada sebelum seseorang masuk ke dalam suatu 
tarekat. Penekanan ini setidaknya berhubungan dengan motif dan tujuan 
seseorang yang mengaku sebagai Syaikh tarekat dan mereka yang ingin masuk 




tarekat. Sayyid Usman menilai bahwa motif para Syaikh tarekat pada waktu itu 
tidak murni dan cenderung mencari harta dan kedudukan di mata masyarakat.  
Motif dunia dan mencari kedudukan yang dilakukan oleh sufi palsu pada 
saat itu dilakukan dengan cara mengajak masyarakat awam masuk dalam 
tarekatnya (Utsman, Buku Kecil, 1889, p. 8). Dengan banyak murid, keuntungan 
yang diperoleh guru sufi sangat besar. Menurut Sayyid Usman, hal ini juga 
disebabkan karena murid-murid tarekat tidak mengetahui siapa sesungguhnya 
Syaikh sufi tersebut; padahal ia telah melakukan pembodohan kepada 
masyarakat dengan mencari keuntungan pribadi. Guru sufi yang benar adalah 
mereka yang tidak pernah mencari keuntungan pribadi. Inilah yang menjadi 
salah satu perbedaan antara tarekat yang benar dan tarekat yang salah (Utsman, 
Buku Kecil, 1889, p. 12-14). 
Dalam penilaian Sayyid Usman, para guru sufi yang mengajak masyarakat 
untuk masuk tarekat pada waktu itu telah menimbulkan banyak kerusakan 
(mafâsid). Diantaranya adalah mereka telah membuat ghurûr (tipu daya) dengan 
mengatakan bahwa mereka berada dalam kebenaran; merasa bangga dan 
memuji diri sendiri; tidak mau menerima kebenaran yang datang dari pendapat 
nash ulama syariat; membuat bid‘ah; membuat kebohongan demi mendapatkan 
rasa hormat dari masyarakat, seperti mengatakan telah mendapatkan 
keterbukaan (futûh), karamah atau ketersingkapan (kasyf) serta memperoleh 
gambaran imajinatif (khayâlât) karena cinta mereka kepada Allah. Kerusakan itu 
juga dibuktikan dengan pengakuan bahwa akal mereka kadang-kadang menjadi 
hilang akibat zikir dan khalwat. Akibatnya pernyataan ini, sebagian masyarakat 
menjadi gila dan melakukan pembunuhan kepada manusia lain sebelum 
akhirnya membunuh dirinya sendiri. Selain itu praktek zikir mereka dilakukan 
dengan bercampur laki-laki dan perempuan dalam suatu ruangan yang gelap; 
melakukan ikatan sesama mereka dengan menggunakan tanda-tanda tertentu 
(misalnya dalam berjabat tangan); orang yang tidak ikut kelompok mereka 
dianggap tidak lebih baik, serta tidak boleh melakukan shalat di belakang 
kelompok lain (Utsman, al-Watsiqah, 1886, p. 11-14). 
Seperti kesimpulan Azyumardi, Sayyid Usman menawarkan sebuah 
apologi panjang terhadap apa yang dipandangnya sebagai Syaikh sufi yang benar 
dan lurus. Apologi ini dibuat karena para pengikut tarekat mengatakan bahwa 
mereka berada dalam jalan kebenaran; dan orang yang mengingkari mereka 
adalah bersalah. Dalam al-Watsîqah al-Wâfiyah, Sayyid Usman mencatatkan 
ungkapan mereka dan juga pembelaannya dalam lima persoalan : 
Pertama, para penganut tarekat saat itu mengatakan bahwa tidak boleh 
mengingkari orang yang berada dalam jalan tarekat sebagai para wali Allah, dan 
berzikir kepada Allah tidak termasuk dalam kategori kemungkaran. Menurut 
Sayyid Usman, ia pada hakikatnya tidak mengingkari keberadaan para sufi yang 
benar. Menghormati mereka adalah suatu keharusan, dan mengingkari mereka 
sendiri adalah diharamkan. Yang dimaksud mengingkari para sufi, menurut 
Sayyid Usman, adalah mengingkari mereka yang mengajak masyarakat awam 
masuk dalam tarekat tanpa memperhatikan syarat-syaratnya. Selain itu 
mengingkari praktek zikir mereka juga dibolehkan kalau zikir itu sendiri dirubah 
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kalimatnya atau didahulukan dari kewajiban-kewajiban personal (fardu „ain) 
seorang muslim (Utsman, al-Watsiqah, 1886, p. 15). 
Kedua, para penganut tarekat mengatakan bahwa mengingkari Syaikh sufi 
masuk dalam kategori ghîbah yang diharamkan. Tetapi menurut Sayyid Usman, 
para ulama telah menetapkan bahwa mengingkari orang yang melakukan 
kesalahan dan berbuat bid‘ah, demi melindungi manusia dari dosa dan praktek 
bid‘ah serta demi melindungi bangunan syariat Islam dari perubahan, bukanlah 
ghîbah. Sayyid Usman melandasi pendapatnya berdasarkan ucapan Syaikh 
Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, Imam al-Ghazali dan Syaikh al-Samarqandi 
yang semuanya mengatakan bukan ghîbah (Utsman, al-Watsiqah, 1886, p. 16). 
Ketiga, para penganut tarekat juga mengatakan bahwa mengingkari para 
sufi berarti telah berlaku buruk sangka (sû`u al-zan). Menurut Sayyid Usman, 
seperti yang telah ditetapkan oleh ulama, orang-orang yang melakukan 
pelanggaran dalam agama boleh diingkari dan tidak perlu bersangka baik kepada 
mereka. Mengutip pendapat al-Ramli, dikatakan bahwa ―apabila kita melihat 
seorang muslim yang secara lahiriyah baik, tidak terlihat melakukan 
pengingkaran terhadap syariat, maka kita harus bersangka baik kepadanya, dan 
menghormatinya adalah dianjurkan; tetapi apabila kita melihat seseorang yang 
berakal meninggalkan kewajiban serta melakukan pelanggaran agama, maka kita 
tidak boleh mempercayainya dan berbaik sangka kepadanya. Bahkan kalau perlu 
kita mengingkarinya dan menyuruhnya kepada kebaikan (amar ma‟rûf) demi 
menjaga syariat Islam‖ (Utsman, al-Watsiqah, 1886, p. 17). 
Keempat, menurut para guru tarekat, mereka memasukkan masyarakat 
dalam tarekat adalah untuk memberikan gairah beribadah dan menjauhkan 
mereka dari dosa. Dalam hal ini Sayyid Usman menegaskan bahwa memang 
para ulama baik salaf atau khalaf serta para pengajar agama dan guru mursyid, 
menganjurkan masyarakat untuk giat melakukan ketaatan dan meninggalkan 
perbuatan dosa. Tetapi hal ini dilakukan melalui pengajaran (tadrîs), pemberian 
nasehat (wa‟dz) dan petunjuk (irsyâd) melalui ayat-ayat al-Quran dan hadis. 
Pengajaran inilah yang sebenarnya dapat memberikan manfaat kepada orang-
orang yang beriman. Para ulama tersebut, menurut Sayyid Usman, tidak ada 
yang mengajarkan masyarakat untuk masuk dalam suatu tarekat tanpa 
memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu (Utsman, al-Watsiqah, 1886, p. 18). 
Kelima, dikatakan bahwa mereka telah memperoleh ijazah dari guru sufi 
seperti yang dilakukan orang-orang saleh lainnya dalam melakukan zikir kepada 
Allah. Menurut Sayyid Usman, ijazah para Syaikh tersebut, baik transfer ilmu, 
membaca wirid atau hizb memang sudah dikenal dalam tradisi Syaikh sufi. Tetapi 
hal itu dilakukan dengan teratur dan tertib, beretika dan memiliki syarat. 
Seorang Syaikh mursyîd mengetahui keadaan muridnya, baik dari ilmu atau 
amalnya. Dalam masalah ini yang paling penting adalah mendahulukan ibadah 
fardu, baru kemudian ibadah sunnah baik yang muakkad atau tidak. Jika syarat-
syarat pemberi ijazah, penerima ijazah serta yang diijazahkan sudah lengkap, 
maka seorang murid tidak boleh meninggalkan apa yang telah diijazahkan 
Syaikhnya kecuali dengan uzur yang berdasarkan syariat. Tetapi jika seorang 




Syaikh sufi sendiri tidak memenuhi persyaratan, maka ijazah tersebut tidak 
boleh diamalkan (Utsman, al-Watsiqah, 1886, p. 18). 
Berdasarkan apologi ini, kita dapat melihat bahwa kritik Sayyid Usman terhadap 
orang yang mengaku sebagai sufi atau orang yang masuk dalam suatu tarekat 
didukung oleh kenyataan bahwa mereka sendiri belum memenuhi persyaratan 
yang telah ditetapkan oleh ulama. Penekanan Sayyid Usman terhadap kewajiban 
fardu serta beribadah dengan teratur dan tertib, dapat kita fahami sebagai 
pertimbangan seorang ulama syariah, bukan ahli sufi (Azra, 1995, 23). Mudah 
difahami, dalam kritik dan pembelaan tersebut, Sayyid Usman tidak 
memberikan penjelasan-penjelasan sufistik. 
Dalam kritiknya terhadap faham Martabat Tujuh, Sayyid Usman juga 
memasukkannya sebagai bid‘ah yang dapat membuat seseorang manjadi kafir. Ia 
mengatakan bahwa faham Martabat Tujuh adalah faham yang menganjurkan 
seseorang dapat beribadah dengan hati saja, sebab hati adalah tempat melihat 
(nazar) Tuhan. Ajaran ini berdalil bahwa ―sesungguhnya Allah tidak melihat kepada 
bentuk dan amal perbuatan kamu tetapi Dia melihat kepada hati kamu‖. Hal ini 
menurut Sayyid Usman tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk menjatuhkan 
kewajiban syariat. Karena kebodohan mereka dalam masalah agama dan terkena 
ghurur (tipu daya), maka mereka akhirnya masuk dalam kategori kafir zindik. 
Sayyid Usman sendiri mengartikan dalil tersebut dengan mengatakan bahwa 
―jika hati ikhlas dalam beramal maka amal tersebut akan diterima Allah, 
sebaliknya jika tidak ikhlas maka amal tersebut tidak diterima‖ (Utsman, Manhaj, 
tt, p. 51). 
Cerita-cerita tentang keajaiban juga tidak luput dari kritik Sayyid Usman. 
Menurutnya cerita-cerita tentang Nabi Bercukur, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat 
Ali Hanafiyah dan Hikayat Abu Samah adalah cerita-cerita yang berbau bid‘ah, 
bukan berasal dari kitab hadis, tafsir atau sejarah (Utsman, Manhaj, tt, p. 45). 
Juga berbagai kepercayaan masyarakat terhadap benda-benda keramat, seperti 
Meriam Penjagur (si Jagur) adalah sesuatu yang bid‘ah. (Utsman, Manhaj, tt, p. 37). 
Khusus masalah karâmah, ma‟ûnah atau istidrâj, Sayyid Usman menuliskannya 
lebih rinci dalam Jam‟u al-tahqîqât fî Aqsâm Khawâriq al-Adât. Dari sini kita 
mendapatkan sikap positif Sayyid Usman kepada beberapa sufi dan wali Allah 
yang memiliki karomah. Tetapi karomah mereka menurut Sayyid Usman 
didapatkan karena ibadah dan ketakwaan yang sangat tinggi.  
Kritik Sayyid Usman juga dialamatkan kepada beberapa buku tasawuf yang 
menurutnya tidak boleh dibaca oleh masyarakat awam. Sambil mengutip Syaikh 
Idrus bin Umar al-Habsyi dalam „Iqd al-Jawâhir wa al-Yawâqit, Sayyid Usman 
mengatakan bahwa ―buku-buku karya Ibn Arabi dan Abd al-Karim al-Kaylani 
serta puisi-puisi (mandzûmah) karya Ibn Faridh, dilarang oleh ulama karena takut 
mendapatkan fitnah, apalagi oleh mereka yang belum sampai pada derajat 
hakikat pengetahuan (al-haqâ`iq al-irfâniyyah); mereka akan memahaminya secara 
berbeda dari apa yang dikandung dalam kata-kata itu sendiri‖ (Utsman, Shawn 
al-Din, 1312 H, p. 25). Sayyid Usman juga mengkhawatirkan mereka yang 
masuk tarekat tanpa memenuhi syarat-syarat, jika membaca buku-buku ini akan 
jatuh dalam akidah yang sesat seperti ilhâd, hulûl dan ittihâd (Utsman, Shawn al-
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Din, 1312 H, p. 24). Ibn ‗Arabi sendiri, masih menurut Syaikh Idrus bin Umar 
al-Habsyi dalam al-Fatâwa al-Hâdîtsiyah, melarang mempelajari kitab-kitabnya 
kecuali bagi mereka yang telah menghiasi akhlaknya dengan sifat-sifat baik 
(tahalli) dan mengetahui makna suatu kalimat yang berkaitan dengan 
konteksnya‖ (Utsman, Shawn al-Din, 1312 H, p. 26). 
Kritik Sayyid Usman terhadap ajaran wahdat al-wujûd tampak begitu pedas ketika 
ia mengutip Syaikh Muhammad al-Ramli yang ditanya tentang orang yang 
mengatakan wahdat al-wujûd. Menurutnya ―orang yang murtad ini boleh 
dibunuh, mayatnya dilemparkan kepada anjing; karena perkataan ini tidak 
diterima takwilnya; kekafirannya sendiri lebih berat daripada orang Yahudi dan 
Nasrani‖. Menurut Sayyid Usman, Ibn Hajar juga memandang baik (istahsana) 
fatwa ini. Dalam Tabaqât al-Sya‟ranî, disebutkan bahwa ―menjauhi pernyataan 
yang membingungkan seperti dalam hulûl dan ittihâd adalah sikap ulama (‗ârifîn) 
yang sempurna‖ (Utsman, Shawn al-Din, 1312 H, p. 28-29). 
Berdasarkan pernyataan ini, Sayyid Usman kemudian menyimpulkan bahwa 
para ulama memang sepakat melarang membaca buku-buku tasawuf yang 
membahas zat dan sifat-sifat Allah, terutama bagi mereka yang pengetahuannya 
belum mencapai derajat yang hakiki (al-haqâiq al-irfâniyah). Seperti sebelumnya, 
kritik Sayyid Usman terhadap buku-buku tasawuf tidak berisi penjelasan-
penjelasan sufistik. Ia hanya mengulangi pernyataan para ulama (termasuk juga 
ulama fiqh) tentang bahaya membaca buku-buku tersebut. 
Tetapi Sayyid Usman membolehkan membaca buku-buku tasawuf kalau 
buku tersebut tidak berisi ajaran wahdat al-wujûd. Menurutnya, buku tasawuf 
yang boleh dibaca adalah Ihya` „Ulûm al-Dîn karya al-Ghazali, al-Qût karya Abi 
Thalib al-Makki, al-„Awârif karya Suhrawardi, al-Hikam karya Ibn ‗Athaillah 
(Utsman, Shawn al-Din, 1312 H, p. 24), Risâlat al-Qusyairiyah karya al-Qusyairi, al-
Nasâ`ih al-Dîniyah karya Abdullah al-Haddad, Tanbîh al-Mughtarîn, al-„Uhûd dan 
al-Thabaqât karya al-Sya‘rani, Nasyru al-Mahâsin karya al-Yafii, Asrar Ulûm al-
Muqarrabîn karya Muhammad bin Abdullah al-Idrus, Mawâhib al-Quddûs karya 
Syaikh Bahraq dan sebagainya (Utsman, al-Watsiqah, 1886, p.5). Penekanan 
terhadap kitab al-Ghazali, Ihya` „Ulûm al-Dîn dan kitab Abdullah al-Haddad, al-
Nasâ`ih al-Dîniyah tampak lebih besar ketimbang kitab-kitab lain. Kita dapat 
melihatnya melalui kutipan yang sangat sering dilakukan Sayyid Usman dalam 
banyak karyanya. 
Dengan data ini kita dapat mengambil sikap bahwa pertama, sebagai 
seorang ulama yang berorientasi syariah, Sayyid Usman menolak keberadaan 
orang-orang yang masuk dalam tarekat atau yang mengaku sebagai Syaikh sufi 
karena dianggap belum memiliki persyaratan yang ditetapkan oleh ulama. 
Persyaratan itu sendiri lebih banyak bersifat syariah, seperti penekanan untuk 
menjalankan kewajiban fardu „ain. Kedua, Sayyid Usman mengecam praktek 
tarekat saat itu karena dianggapnya menyalahi aturan syariat dan mengandung 
unsur bid‘ah. Kecaman ini juga mengarah kepada kepercayaan masyarakat 
terhadap cerita mistik dan mitos yang berkembang pada saat itu. Ketiga, Sayyid 
Usman khawatir jika mereka membaca karya Ibn ‗Arabi dan al-Jilli sedangkan 
kemampuan mereka memahami istilah-istilah sufistik dalam kitab tersebut 




sangat kurang, maka mereka akan salah memahaminya. Anjuran Sayyid Usman 
sendiri lebih ditekankan kepada karya al-Ghazali Ihya` „Ulûm al-Dîn dan Nasâ`ih 
al-Dîniyah karya Abdullah al-Haddad yang lebih berorientasi akhlak.  
 
Suatu Analisis  
Kritik Sayyid Usman terhadap tasawuf dan tarekat pada masanya dengan 
penekanan kepada syari‘ah, dinilai Azyumardi bukanlah barang yang baru dalam 
sejarah sufisme (Azra, 1985, 25). Disebutkan bahwa sebelum Sayyid Usman 
banyak ulama Nusantara yang menentang pseudosufi atau sufisme yang 
spekulatif, misalnya Kemas Fakhruddin (1716-1763), ‗Abd al-Shamad al-
Falimbani (w. 1789) dan Daud bin ‗Abdullah Fatani (w. 1843). Al-Fatani 
misalnya mengingatkan kaum muslim bahwa buku-buku yang membahas 
masalah wahdat al-wujûd hanya boleh dibaca oleh para ahli atau orang-orang yang 
memiliki dasar yang kuat tentang tarekat Muhammadiyah. Selain itu juga 
seorang ulama Palembang, Syihabuddin bin Abdullah Muhammad 
menyebarkan sufisme yang lebih berorientasi kepada syariat, seperti yang 
diajarkan oleh al-Junaid, al-Qusyairi dan al-Ghazali. Ia juga melarang masyarakat 
mermbaca karya-karya tentang Martabat Tujuh (Azra, 2002, 129). 
Sebagai ulama, kita tentu dengan mudah memperkirakan bahwa kritik 
Sayyid Usman lebih bersifat syari‘ah. Ia tidak berpolemik tentang istilah-istilah 
sufistik dengan para penganut atau guru tarekat pada masanya. Dengan kata 
lain, kritik Sayyid Usman tidak ditujukan kepada tarekat, tapi kepada penganut 
tarekat. 
Tetapi kita perlu melihat lebih jauh bagaimana Sayyid Usman 
melancarkan kritiknya pada saat itu terutama karena kedudukannya sebagai 
seorang mufti. Ini menjadi sangat penting untuk diketahui karena pengaruh 
tarekat terhadap masyarakat pada saat itu memang sangat besar. Pada waktu 
yang sama, kebijakan pemerintah Belanda juga dirasakan sangat berlebihan 
terutama karena kedudukan Syaikh tarekat yang sangat istimewa di kalangan 
penduduk. 
Sebagai mufti, Sayyid Usman merasa perlu untuk mencari dukungan dari 
ulama lain tentang penilaiannya terhadap tarekat. Ia mengirimkan dan kemudian 
mendapatkan pengesahan atas karyanya yang pertama, al-Nasîhah al-Aniqah dari 
Syaikh Nawawi Banten. Ia juga mendapatkan persetujuan dari Syaikh al-Junaid 
dan al-Nuri serta mengakui bahwa untuk karyanya yang kedua, al-Watsiqah al-
Wâfiyah, Sayyid Usman mengambil landasan dari para keturunan Nabi 
(Steenbrink,  1984, 184). 
Koreksi atau tashih dari para ulama Makkah atau Madinah sangat penting 
bagi Sayyid Usman untuk menguatkan fatwanya. Untuk masa yang cukup lama, 
puluhan karangan Sayyid Usman sendiri sudah ditashih oleh Syaikh Ahmad 
Zaini Dahlan, mufti Makkah dan penggantinya Syaikh Babasil, Sayyid Husein 
al-Jisr serta  beberapa ulama Hadrami lain seperti Syaikh Abdullah bin Umar 
bin Yahya. Setiap tashih yang ia dapatkan, akan disebut dalam karangan 
berikutnya. Jadi, untuk menghadapi penganut tarekat di tanah air, Sayyid Usman 
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merasa perlu mendapatkan tashih dari ulama Jawi yang sangat dihormati, Syaikh 
Nawawi Banten. 
Tapi menurut Azyumardi, tidak jelas apakah Nawawi Banten sendiri 
mendukung sepenuhnya atau tidak kepada pendapat Sayyid Usman. Syaikh 
Nawawi mungkin menyetujui beberapa hal dasar dari Sayyid Usman, walaupun 
sulit baginya untuk tidak mendukung Sayyid Usman sehingga ia memberikan 
komentar yang menyenangkan tentang karya-karya Sayyid Utsman (Steenbrink, 
1984, 184). Menurut Snouck, Nawawi dan al-Junaid menyatakan pendapatnya 
secara bijak dalam bahasa yang baik. (Hurgronje,  1993a, 74) 
Dukungan Nawawi sendiri diperlukan Sayyid Usman untuk membela 
pendapatnya dari kecaman anggota tarekat Naqsabandiyah. Walaupun Nawawi 
Banten tidak mengatakan banyak hal untuk membela Sayyid Usman, penekanan 
Nawawi atas pentingnya syariat dalam jalan sufistik, menurut Azyumardi, tidak 
menambah hal baru apapun dalam masalah ini. Jadi kita dapat mengambil sikap 
bahwa Nawawi sendiri merasa serba salah untuk menolak pandangan Sayyid 
Usman, sahabat dan murid gurunya sendiri, Sayyid Abdullah bin Husein bin 
Thahir.  
Jika penolakan Sayyid Usman sebagai mufti dapat kita fahami, terutama 
karena argumentasinya yang lebih bersifat syariah, maka penolakannya selaku 
penasehat pemerintah dapat mengundang pertanyaan; misalnya, apakah 
penolakan Sayyid Usman mempunyai kaitan dengan kebijakan pemerintah ? 
Untuk menjawab ini, kita perlu melihat secara rinci kapan Sayyid Usman mulai 
mengungkapkan kritiknya; dan kapan kebijakan pemerintah terhadap tarekat 
mulai diberlakukan. Kesesuaian masalah ini mungkin dapat menjawab 
pertanyaan pokok kita di atas. 
Seperti sudah dijelaskan, kebijakan pemerintah Belanda dalam bidang 
agama dilandasi dengan prinsip netralitas; bahwa selagi tidak mengganggu 
ketertiban politik, pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk 
menjalankan agamanya. Tepatnya sejak tahun 1885, pemerintah Hindia Belanda 
mulai memberikan perhatian serius terhadap keberadaan tarekat. Perhatian ini 
didasari dari ketakutan terhadap adanya perlawanan politik seperti yang 
dijalankan oleh tarekat Sanusiyah terhadap kolonialisme Perancis. Perhatian ini 
juga muncul seiring dengan semangat Pan Islam yang mulai masuk ke 
Indonesia. Sekalipun bersikap netral, praktek-praktek keagamaan yang 
mengarah kepada instabilitas politik tidak dapat dibiarkan. Akibatnya para guru 
tarekat yang fanatik, dituduh dapat menimbulkan kebencian kepada pemerintah. 
Data yang diberikan Kareel Stenbrink sendiri membuktikan bahwa buku 
pertama Sayyid Usman, al-Nasihah al-Aniqah sudah dibuat sebelum tahun 1885, 
tepatnya sebelum terjadinya peristiwa Cianjur. Buku ini sendiri memaparkan 
prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum ia masuk ke 
dalam suatu tarekat. Jadi kita dapat mengatakan bahwa tidak ada kaitan antara 
karya Sayyid Usman yang pertama dengan kebijakan pemerintah. Sekalipun 
tidak ada informasi yang tepat kapan al-Nashihah dibuat, isi buku ini hanyalah 
menjawab dua pertanyaan yang diajukan kepada Sayyid Usman; apakah 
menurut syariat (hukum fiqh) belajar dan mengamalkan tarekat itu hukumnya 




wajib serta perlu didahulukan dari mempelajari ilmu-ilmu yang pokok (usûl) dan 
ilmu-ilmu tentang syarat dan rukun shalat; serta apakah seorang guru atau 
Syaikh tarekat boleh memberikan ijazah kepada semua orang atau ia harus 
memilih murid-murid yang telah cukup melaksanakan kewajiban utamanya 
(fardu ain) (Utsman, tt, 1). 
Sebelum kedatangan Snouck pada tahun 1889, Sayyid Usman sendiri 
sudah menyelesaikan satu tulisan lagi pada tahun 1886 yaitu al-Watsiqah al-
Wâfiyah. Buku ini juga tidak memberikan pendapat yang baru dari Sayyid 
Usman selain berisi persyaratan untuk masuk tarekat dan beberapa kesalahan 
yang dilakukan guru-guru sufi saat itu. Menurut Sayyid Usman sendiri, al-
Watsiqah ditulis karena ada permintaan dari masyarakat agar ia menjelaskan 
kembali apa yang ditulis dalam al-Nashihah al-Aniqah; padahal kitab ini sendiri 
sudah dianggap cukup oleh Sayyid Usman. Jadi sekali lagi kita dapat 
memperkirakan bahwa tidak ada kaitan antara buku ini dengan kebijakan 
pemerintah dalam menghadapi tarekat. Baik al-Nasihah atau al-Watsiqah 
keduanya ditulis Sayyid Usman karena kedudukannya sebagai mufti; pemberi 
fatwa kepada masyarakat. 
Buku Sayyid Usman yang ditulis pada tahun yang sama dengan 
kedatangan Snouck adalah buku ketiga; Buku Kecil Buat Mengetahui Arti Tarekat 
yang dibuat pada tahun 1889. Selain lebih kecil, isi buku ini juga hanyalah 
mengulang apa yang sudah dijelaskan dalam dua buku sebelumnya. Kita tidak 
tahu apakah ketika Snouck sampai ke Batavia pada tahun 1889, Sayyid Usman 
sudah menyelesaikan buku ini ataukah belum. Atau apakah ketika buku ini 
ditulis, Snouck sudah menjalin hubungannya dengan Sayyid Usman ataukah 
belum. 
Hal penting yang harus kita katakan adalah bahwa penentangan Sayyid 
Usman terhadap tarekat pada saat itu tidak memiliki kaitan apapun dengan 
kebijakan pemerintah. Ini setidaknya dapat merubah apa yang dikatakan oleh 
Azyumardi bahwa penentangan Sayyid Usman kepada tarekat karena 
dipengaruhi oleh ketakutan temannya, Snouck, atas tarekat sufi yang aktivis dan 
pemberontak di bagian dunia muslim.  
Snouck dan juga Sayyid Usman, demikian Azyumardi, menunjuk tarekat 
Naqsabandiyah sebagai tarekat yang paling berbahaya karena kepatuhan buta 
para murid terhadap Syaikh sufi lebih kuat dari pada terhadap tarekat lainnya 
(Azra, 1985, 23). Tetapi semua karya Sayyid Usman tentang tarekat tidak pernah 
menyebutkan bahaya tarekat secara umum. Ia hanya menyebutkan bahwa salah 
satu kesalahan orang yang ikut dalam tarekat pada saat itu adalah karena mereka 
memiliki ikatan dan tanda-tanda tertentu, misalnya dalam berjabat tangan; orang 
yang tidak ikut kelompok mereka dianggap tidak lebih baik serta mereka tidak 
boleh melakukan shalat di belakang kelompok lain. Ia juga hanya menyebutkan 
kesalahan-kesalahan guru tarekat yang cenderung menipu dengan cara 
mengakui telah menerima futûh atau memiliki karomah dari Allah. (Utsman, 
1886, 11-14). 
Adalah fakta yang luput dari perhatian kita bahwa pengangkatan Sayyid 
Usman sebagai penasehat pemerintah sendiri dilakukan pada bulan April tahun 
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1891; lima tahun setelah ia menyelesaikan bukunya yang kedua, al-Watsiqah al-
Wâfiyah. Sederhananya, penolakan Sayyid Usman terhadap tarekat dilakukan 
dalam kapasitasnya sebagai mufti dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan 
beragama masyarakat Islam pada saat itu.  
 
C. Kesimpulan 
Ada beberapa kesimpulan yang perlu dikemukakan dalam penelitian ini, 
Pertama, pemikiran Sayyid Usman dalam bidang taawuf atau tarekat juga didasari 
dari pertimbangannya sebagai seorang ulama atau mufti, bukan sebagai 
penasehat pemerintah Belanda. Tidak ada kaitan apapun antara kecaman Sayyid 
Usman terhadap tarekat dengan ketakutan pemerintah Belanda terhadap 
perkembangan tarekat pada saat itu. Sebagai ulama yang berorientasi syariah, 
Sayyid Usman menolak keberadaan mereka yang masuk ke dalam suatu tarekat 
atau yang mengaku sebagai syekh sufi karena dianggap belum memiliki 
persyaratan yang ditetapkan oleh ulama. Ia juga mengecam praktek tarekat pada 
saat itu karena banyak mengandung unsur bid‘ah  dan menyalahi aturan syariat. 
Dari semua karya Sayyid Usman yang membahas tentang tarekat, tidak ada 
satupun yang membicarakan masalah maqam, ahwal, fana atau ma‘rifat. Karya 
Sayyid Usman hanyalah berbicara tentang syarat-syarat saja, tanpa menyentuh 
isi dan substansi tarekat itu sendiri. Jadi, pemikiran Sayyid Usman dalam 
masalah ini lebih bersifat normatif.  
Kedua, pemikiran Sayyid Usman ini didukung oleh kenyataan bahwa 
mereka yang mengambil tarekat pada saat itu lebih banyak berasal dari golongan 
masyarakat awam yang melihat tarekat secara mistik. Mereka juga tidak 
mengetahui (jahil) perbedaan antara praktek ibadah yang benar secara syariat 
dan praktek ibadah yang dipengaruhi unsur bid‘ah. Karena itu menurut Sayyid 
Usman, ibadah yang mereka lakukan harus teratur, dimulai dari ibadah fardhu 
ain (seperti menuntut ilmu yang wajib, melakukan kewajiban fardhu seperti 
shalat dan puasa), ibadah fardhu kifayah, ibadah sunnah mu`akkad yang sesuai 
dengan cara Nabi, dan terakhir barulah bertabarruk dengan tarekat disertai 
syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Penekanan terhadap praktek ibadah seperti 
ini dapat difahami sebagai pertimbangan syariah.  
Ketiga, kritik Sayyid Usman bukanlah ditujukan kepada tarekat sebagai 
sebuah lembaga, tapi kepada pemeluk tarekat itu sendiri. Sayyid Utsman 
menerima keberadaan para syekh sufi dan tarekatnya sepanjang tidak 
bertentangan dengan syariat. Ia juga menerima pemikiran-pemikiran sufi dan 
kitab-kitab yang mereka tulis dengan pengetahuan yang mendalam. Bagi Sayyid 
Usman, tarekat yang baik adalah tarekat yang melandasi amal ibadah 
lahiriyahnya dengan berdasarkan kepada syariat dan melandasi amal 
batiniyahnya dengan membentuk sikap hati yang baik serta menghilangkan sifat 
hati yang kotor. Para sufi yang benar adalah mereka yang berada dalam landasan 
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 الطب الوقائي في الإسلام
 
 ية ؾصاقي حسُنيالصنخوزت ٔبم ِ
 
 
الرسران،  السس لؼ الـيـم بجلائي اًيِّـم، الـخفضي تبٔسزاز الذكن، ٔبمص ؾحاذٍ بإلاحسان، وحشزمض من الـِالع وظصق
، 813                                 فلال ؾز من كائي: (
واًعلات واًسلام ؿلى ٔبشرف الـصسَين، س َسنا محمد ألمين اًلائي: "وٕان لدسسك ؿََم حلا"
913
، وؿلى ب له ألظِاز 
 ؤبحَاتَ ألجصاز. 
ًـخبر إلاسلام اًعحة هـمة من هـم لػ اًىبرى، وثلؽ في قمة اًيـم الصهًَو ة، ٔلنها من ٔبمض الـُؤ لاث اًتي جساؿس اًفصذ 
 اء واحداثَ نحو زتَ وهفسَ ؤبسزثَ ووظيَ ٔبحسن ٔبذاء، وباًخالي ٌضازك في مشروغ اًخنمَة مضازنة فـالة. ؿلى ٔبذ
سَوا لػ اًـفو واًـافِة فٕان ٔبحسا لؾ «فِيي ٔبؾؼم هـمة تـس اًَلين وإلايمان اًعاذق نلٌ وزذ في حسًر اًيبي صلى الله عليه وسلم: 
»ًـط تـس اًَلين ذيرا من اًـافِة
023
 .
من ٔبظحح مٌكن مـافى في حسسٍ، «مة جن ؾحَس لػ جن محعن ألهعازي ؾن ٔبتََ، كال: كال زسول لػ صلى الله عليه وسلم: ؾن سَ
»بٓمٌا في سزتَ، ؾيسٍ كوث ًومَ، فكَٔنما حيزث له الصًيا
123
 .
زغم  ٔبمام اس خفحال ػاُصت ألمصاط الـس خـعَة في ؾصِنا الذالي اًتي لؾ ًخوظي اًححر اًـَمي ؿلى حس الٓن،
ألبحاج الـخعوزت، ٕالى ٕايجاذ ؿلاح صاف ٌَىثير منها، اًخجبٔث جمَؽ الصول ٕالى حىثَف الاُتمام باًعة اًوكائي 
ٌَخلَة ؿلى دعوزت اًـسًس من ألمصاط وألوتئة دعوظا ٔبن اًـسًس من ُشٍ ألمصاط ثوظي اًححر اًـَمي ٕالى 
الٔنثر اهدضازا مع اًتي ًِا ؿلاكة مؽ نمط اًـُش،  مـصفة ٔبس حاة حسوثها وظصق اهدضاُز ا تين اًياش , فألمصاط
 وثًذج ؾن سَوهَاث ذاظئة ًٔلفصاذ والفتمـاث، ويمىن اًوكاًة منها تخلَير اًسَوك الراظئ ٕالى سَوك حَي سَيم.
وكس كان إلاسلام س حاكا في ُشا الـضلٌز من ذلال ما حواٍ اًلصبٓن اًىصيم من بٓياث مـجزاث ثضميت نثيرا من 
الذىية اًتي اس تهسفت تحلِق ملاظس اًشرًـة من حفغ اًيفس واًـلي واًًسي؛ حى  ٕارا ُصفـــت ثلغ  اًخوحيهاث
ٔبزصس  ٕاًََ زسًويا اًىصيم من مفاُيم اًعة اًوكائي، وما حفؼخَ سيرثَ وسًذَ اًـعصت من ألساًَة  بمااًخوحيهاث 
م في حفغ اًعحة كس حاس فضي اًس حق وألحاذًر وألكوال وألفـال اًتي ثوضح رلع ٔبذزنيا ٔبن منهج إلاسلا
باًيؼص ٕالى ٕاظاٍز اًزمني ومجاله الذضازي، وكان ذََلا تبٔن يحخي مكاهَ من اًعسازت والـعساكِة
223
واًضـاز الــصوف  ،
صِس ٔبول تشزت له في ؾصِ اًعة اًيحوي "اًوكاًة ذير من اًـلاح"
323
ًوـي ٔبمض مؼاُص اًلوت في ُشٍ اًخوحيهاث  .
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 .372سوزت اًحلصت، بًٓة  -
913
 ).574/0عوم، باة حق الدسم في اًعوم، (اًحزازي، نخاة اً -
023
 ).722/3ٔبدصخَ اًترمشي، نياة الصؾواث، باة: سَوا لػ اًـفو واًـافِة ( -
123
 .4250. واًترمشي، الذسًر زقم: 2222ٔبدصخَ اًحزازي، في ألذة الـفصذ.  واجن ماخة، الذسًر زقم  -
 .42الـصحؽ اًساتق تخصِف، ض.  -223
، واهؼص ٔبًضا ٔبؾلٌل الـؤتمص اًصاتؽ 33والـفِوم اًـلاجي في اًعة اًيحوي ًـحس السَس حْوذٍ ضمن نخاة اًوكاًة في إلاسلام، ض. اهؼص: الـفِوم اًوكائي  -323
 ).500-220م، ض ض. (4672هوفمبر  52،7في اًعة إلاسلامس، 
61 eht fo gnideecorP
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ثحعة بإلايمان؛ ٕار حـَِا الصٍن إلاسلامس من متملٌث إلايمان الذق، وحـي اًلِام بها ؾحاذت ًخلصة وإلازصاذاث ٔبنها مص 
 بها إلاوسان ٕالى زتَ، فِثاة ؿَيها ًو يال زضوان لػ ؾز وخي.
ـٍزز ًولس اهدبهت الـيؼلٌث اًـالـَة الـِتمة باًعحة ًِشا ألمص، ؤبظححت جضجؽ ؿلى ٕاذماح اًفاؿَين في الفال الصًني ًخ
اًعحة وحلٌٍتها من ذلال هخائج ألبحاج اًـَمَة اًتي تًَت فـاًَة ُشا اًلعاغ في تحلِق اًِسف الطي ثًضسٍ ُشٍ 
الـيؼلٌث ُو و: "اًعحة ٌَجمَؽ"، دعوظا في الصول والفتمـاث اًتي يحخي فيها الصٍن خاهحا هحيرا في الذَات اًَومِة، ٔلن 
حلا ٔبساس َا ًكل ٕاوسان مٌش خمسة ؾشر كصنا ؛ ورلع من  ذلال كوله  إلاسلام زفؽ من مكاهة اًعحة باؾخحاُز ا
صلى الله عليه وسلم: "ٕان لدسسك ؿََم حلا"
423




ومن ُيا خاءث فىصت ثلسيم ُشٍ اًوزكة تـيوان: "اًعة اًوكائي في إلاسلام" بهسف تَان ٔبمطَة مضازنة اًفاؿَين في 
َة زواذ الـساخس وجمَؽ شرائح الفتمؽ بالـحاذئ اًعحَة اًوكائَة تخرعَط ؿسذ من الصزوش اًلعاغ الصًني في ثوؾ 
والرعة في ُشا الـوضوغ ونشلع اًلِام تبٔوضعة مواهحة ًٔليام اًـالـَة اًعحَة ًـلاح تـغ اًؼواُص اًسَحَة الـيدشرت 
لقافؼة ؿلى اًحُئة وسوء اًخلشًة، واًخـصط في الفتمؽ واًتي ًِا ثبٔزير سَبي ؿلى اًعحة، مثي ٕاُلٌل اًيؼافة وؿسم ا
 ًٔلمصاط الـخياكلة خًس َ ا وجمَؽ ٔبهواغ إلاذمان (اًخسذين، الشص، والكسزاث ...).
 ٔبمطَة الـوضوغ:
ثخجلى ٔبمطَة ُشا الـوضوغ اتخساء في ٕاجصاس دعوظَة اًشرًـة إلاسلامِة في اًخبٔظَي لـفِوم اًعة اًوكائي، وما 
 كـيا الــاصر هؼصا ًلاُتمام الـتزاًس باًـياًة باًعحة، وذاظة اًعة اًوكائي.ٍىدس ََ من زاُيَة في وا
وهؼصا لازثحاظ ُشا الـوضوغ بحفغ اًيفس، وما ًخـَق بها من زؿاًة ٌَعحة، فٕان له ٔبمطَة هحيرت في ٕاجصاس الٔتـاذ 
 الـلاظسًة ٌَحفاع ؿلى اًعحة، وذوزُا في زؿاًة اًكلَاث ألساس َة ٌَشرًـة إلاسلامِة.
ومن صبٔن ُشا الـوضوغ ٔبن ًـىس شمًوَة إلاسلام وظلاحِخَ ًكل سمان ومكان تفضي اسدِـاتَ ًض ى  ضروة 
الذَات بما فيها الدواهة اًعحَة، ذون ٔبن هلفي ثمصثَ الاكذعاذًة الـتمثلة في هون الاًتزام باًخوحيهاث اًعحَة اًتي خاء 
 ًة.بها ذًًٌا الذيَف ٍىون ٔبكي حكلفة من اًياحِة الاكذعاذ
وحزذاذ ٔبمطَخَ في الذاخة الـَحة ٕالى اًلِام باًخحسُس اًياجح الطي لا مٌاض له من اسدثماز الرعاة الصًني في اًخوؾَة، 
ورلع من ذلال ثوػَف مٌاجص الرعاتة واًوؾغ وإلازصاذ ًًشر اًوؾي اًعحي تين جمَؽ فئاث الفتمؽ؛  هؼصا لـا يحللَ 
ياش؛ حِر ٍىون محفزا لهم ؿلى الاس خجاتة لـا ًخَلوهَ من ثوحيهاث الرعاة الصًني من ٔبثص باًف في هفوش ا ً
 وٕازصاذاث في ُشا الفال.
 ٔبس حاة ادذَاز الـوضوغ:
 ًلس كان لادذَاز ُشا اًححر اؾخحازاث، منها ما ُو راتي، ومنها ما ُو موضوؾي:
 فمن الاؾخحازاث الطاثَة:
 مس خجساث اًححر اًعبي، وملذضَاث اًيؼص اًشرؾي من ظحَـة اُتماماتي الـِيَة (اًعة)؛ ٕار ٔبزذث ٔبن ٔبجمؽ تين -
 ذلال الاُتمام بمسوهة اًخوؾَة اًعحَة؛
 ومن الاؾخحازاث الـوضوؾَة:
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 ).574/0اًحزازي، نخاة اًعوم، باة حق الدسم في اًعوم، ( -
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 ).723/2ؤمص من اًلعس في اًعلات (ٔبتو ذاوذ، اًسنن، باة ما ً - 




ثوفير ماذت ؿَمَة مذرععة يمىن ٌَفاؿَين في اًلعاغ الصًني الاؾتماذ ؿَيها ٕلاؿساذ ذزوش ودعة، ٌضازهون بها في  -
زائست فِيي ٔبكصة الـؤسساث اًترتًو ة وإلاؿلامِة ٕالى كَوة اًخوؾَة اًعحَة، ًىون مؤسسة الـسجس مؤسسة 
 الـسَمين وؾلولهم..
اًىضف ؾن حسوذ اًفصق تين اًخىٍو ن اًـَمي اًعبي واًخىٍون اًشرؾي، ؤبمطَة اًخىٍو ن الـس تمص في مجال اًعة  -
كوف ؿلى اًضِوزي هؼصا لاس تمصاًزة اًححر اًـَمي والاندضاف الـخجسذ ًوسائي خسًست ٌَوكاًة من ألمصاط، واًو 
من اًـلؿ في ٕاظاز اًلضايا اًعحَة الطي يجة ٔبن ًـَمِا اًفاؿي الصًني ًخجية تـغ اًخصِفاث الراظئة اًياتجة ؾن 
الدِي تحـغ الـحاذئ اًعحَة لصى الرعحاء واًوؿاع هوْصْ كل من ًعاة بإلاًسس باًفساذ، ٔبو اًترنيز في ذزوش 
، وٕاقفاًِا خاهة اًـياًة باًيفس، واًوكاًة من ألمصاط واًـياًة بالقَط اًوؾغ وإلازصاذ بألذلاق واًليم واًسَوك
اًحُئي، لطلع كان لا تس من ٕاجصاس مـالؾ الـحاذئ اًعحَة اًوازذت في اًشرًـة إلاسلامِة ٌَخبٔهَس ؿلى ٔبن إلاسلام كان 
 س حاكا ٌَـياًة بها. 
 منهج اًححر: 
 :وافق ودعوظَة ُشا اًححر. ًو بٔتي في ملسمة ُشٍ الـيامشاؾتمسث في ُشا اًححر لٍوؿة من الـيامش اًتي ثخ
 :الـنهج الاس خلصائي -2
الطي ًلوم ؿلى اس خلصاء الـاذت اًـَمَة اًتي تخسم ٕاصكالا ما ٔبو كضَة ما وؾصضِا ؾصضا مصثحا حصثُدا منهجَا؛ ُو و الـنهج 
موضوغ اًخوؾَة اًعحَة، وكس  الطي ٌساؿس ؿلى جمؽ واس خلعاء ألحاذًر اًيحًو ة اًتي ثبرس اًِسي اًيحوي في
 .حصظت ؿلى ادذَاز ألحاذًر اًعحَحة من نخة اًس ية اًتي ثسل ؿلى منهج اًخوؾَة اًعحَة في اًِسي اًيحوي
 الـنهج الـلازن: -0
ًـتمس الـلازهة، والـلاتلة تين كضَخين ٔبو كضايا في موضوغ واحس ٕلاجصاس مواظن اًوفاق ٔبو الرلاف مؽ ثفسير رلع  والطي
له، واس خـمَخَ ؾيس الـلازهة تين حواهة اًخوؾَة اًعحَة في إلاسلام،وما زخت من حلائق في ؿلؿ اًعة الذسًر وثـََ
 ٌلضلالة ؿلى ٕاعجاس الـنهج إلاسلامس في القافؼة ؿلى اًعحة، وس حلَ ٕالى ٕازساء كواؿس اًوكاًة من ألمصاط ومـالدتها.
 دعة اًححر:
م وظحَـَة الـوضوغ ودعوظَة مداحثَ، في مسذي تمَِسي، وخمسة فعول اؾتمس ثعيَُف الـاذت اًـَمَة دعة ثخلاء
 بإلاضافة ٕالى ملسمة وذاتمة. 
 وكس ادذعت الـلسمة باًخـًصف بالـوضوغ ؤبمطَخَ، وفائسثَ، وذوافؽ اًححر، والـنهج الــتمس فَِ ودعخَ.
 .وثياول الـسذي اٍتمَِسي ثفىِم ؾياصر الـوضوغ باًوكوف ؿلى مفِوم اًعة اًوكائي
وثـصط اًفعي ألول ًخبٔظَي حفغ اًعحة ؛ ورلع من ذلال زلازة مداحر: ثبٔظَي حفغ اًعحة من اًىذاة 
 واًس ية وؿلاكتها بملاظس اًشرًـة.
تُنما ثعصق اًفعي اًثاني ٔلهواغ ألمصاط ملسمة ٕالى زلازة مداحر، ادذط الـححر ألول بالٔمصاط كير الــسًة 
، ٔبما اًثاًر فذياول ألمصاط اًيفس َة وتم اًوكوف في ُشٍ ألمصاط ؿلى ٔبؾصاضِا والـححر اًثاني بألمصاط الــسًة
 ؤبضراُز ا وبٓثاُز ا ؿلى اًعحة الدسسًة واًيفس َة.
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ٔبما اًفعي اًثاًر فلس ادذط تخِان مؼاُص اًـياًة باًوكاًة من ألمصاط الدسسًة من ذلال مداحر ثياًوت ٔبمطَة 
واًـحاذاث وما ًترثة ؿَيها من بٓثاز حََة، والٓذاة إلاسلامِة اًسمحة  اًعِازت وما ٌس خددـِا من دعال ٌَفعصت،
 الـتمثلة في بٓذاة الٔكل واًشرة واٍنهيي ؾن جملة من القصماث.
ٔبما اًفعي اًصاتؽ فذعصق لـؼاُص اًـياًة باًوكاًة من ألمصاط اًيفس َة من ذلال تَان ؿلاكة إلايمان باًعحة اًيفس َة 
لزاؿة من اًياحِة اًـمََة،  واكتراخ تـغ اًوسائي إلاحصائَة القللة ٌَعمبٔهٌُة وألمن وثبٔزٍير ؿلى حَة اًفصذ وا
 اًصوحي، ودتم تخِان ٔبمطَة اًيوم واًترويح ؾن اًيفس و ؤبثُص لٌ ؿلى اًعحة اًيفس َة:
 واىتهت ذاتمُة اًححر  ٕالى جملة من الرلاظاث والاس خًذاخاث اًتي ثوظَت ٕاٍيها الصزاسة.
 ي:الـسذي اٍتمَِس
.ُو: اًـلؿ الـخـَق بميؽ اهدضاز ألمصاط وثـٍزز اًعحة اًيفس َة والدسمَة ؾيس ألفصاذ والزاؿاث اًعة اًوكائي ٕان
623
 
 ٍو صحىز ؿلى تشل ألس حاة اًتي تحول تين إلاوسان وتين اًوكوغ في الـصط.
اضَ وؿلاخَ تـس حسوزَ، ولاتس من إلاصازت في ُشا اًعسذ ٕالى ٔبن ٕاسالة ٔبس حاة الـصط ٔبخسى ؤبُون من ٕاسالة ٔبؾص 
 ُو و ما ًـني ٔبن اًوكاًة ذير من اًـلاح ورلع ًـست ٔبس حاة:
 اًوكاًة تحمي من اًوكوغ في الـصط الطي ٌسخة ٌَمًصغ ب لاما ؤبوخاؿا؛
 والـصط وٕان سال من الدسم فٕاهَ كس ًترك تـغ الٓثاز اًسَحَة ؿلى اًعحة اًتي كس ثؼِص ؿاخلا ٔبو بٓخلا؛ -
ة لـا ًيفق في اًدضرَط واٍتمًصغ واًـلاح بإلاضافة ٕالى هلط الصذي اًياتج ؾن والـصط ٌسخة دسازت ماذً -
 ثلَة الـصضى ؾن اًـمي؛
واًوكاًة ذير من اًـلاح ٔلنها ثخعَة معاًزف ٔبكي جىثير من اًـلاح فِيي في ٔبكَة ألحِان ؿلى صكل  -
 كة دعيرت مسى الذَات.وظايا حََة سِلة اًخعحَق ومجاهَة؛ ومع تحمي من ٔبمصاط نثيرت كس حىون ًِا ؾوا
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 .02اًعة اًوكائي في إلاسلام ذلائي ٕاعجاًسة، معحاخ س َس كامي، خامـة الـيَا، ض  -




 اًخبٔظـَي لذفغ اًعحةاًفعي الٔول: 
ٕان اًياػص فيما اىتهيى ٕاًََ اًعة اًَوم من ثوحيهاث وٕازصاذاث ٌَوكاًة من ألمصاط، والقافؼة ؿلى حَة الدسم، 
لذفاع ًَفي ٔبن اًشرًـة إلاسلامِة كصبٓنا وس ية، وما ثضميخَ من ملاظس ؿامة وذاظة، كاهت س حاكة ٕالى الصؾوت ٕالى ا
 ؿلى اًعحة وزؿاٍتها.
 الـححر الٔول: ثبٔظَي حفؼؼغ اًعحة من اًلصبٓن اًىصيم
ًلس ُؾني اًلصبٓن اًىصيم باًعحة ؾياًة هحيرت؛ حِر ؾصط ٕالى مسائي حََحة ُو امة تحغ ؿلى  
الاؾخياء باًعحة وسلامة الدسم، وثلسم ثوحيهاث زص َست في تحََي تـغ ألظـمة وألشرتة ٔلقصاط حََة، ُو و 
ًؤنس ًيا ٔبظالة الذفاع ؿلى اًعحة في اًلصبٓن اًىصيم، ًيضاف ٕالى رلع ثبٔهَس الذق س ححاهَ ؿلى ملعس اًضفاء؛ ما 
                           كوله ثـالى: ( :حِر وزذ في مواظن نثيرت، منها
)           
723
 .
وبإلاضافة ٕالى رلع، فٕان ثوحيهاث اًلصبٓن اًعحَة واًوكائَة، ونهََ ؾن تـغ القصماث، وٕاصازاثَ ٕالى تـغ الــجزاث 
ًـخبر اًلواؿس ألساس َة ، وألسس اًصئُسة اًتي ًيخني ؿَيها ؿلؿ اًعة جكافة فصوؿَ
823
 ؛
 الـححر اًثاني: ثبٔظَي حفغ اًعحة من اًس ية اًيحًو ة
خبٔمي في اًس ية اًيحوًة يجسُا سادصت باًخساتير واًخوحيهاث واًوظايا اًوكائَة اًتي ثؤنس ٔبن اًوكاًة اًعحَة في ٕان الـ 
إلاسلام مدسٔب شرؾي ٔبظَي؛ ًلول اًيبي صلى الله عليه وسلم: "ٕان لدسسك ؿََم حلا"
923
، ًو لول ٔبًضا: "الـؤمن اًلوي ذير ؤبحة 
ٕالى لػ من الـؤمن اًضـَف"
033
ذضمية ًخساتير ؿلاحِة زائـة ثيؼم حِات الـسلؿ وسَوكاثَ، من رلع كوله . نلٌ يجسُا م 
صلى الله عليه وسلم: "ثساووا ؾحاذ لػ، فٕان لػ لؾ ًضؽ ذاء ٕالا وضؽ له صفاء"
133
. ُو شا ثصِيح خلً ؿلى ٔبن اًـلاح بالصواء ثستير 
 شرؾي ٔبظَي في إلاسلام.
ي ُسي ؾني بحفغ اًعحة وسلامة اًحسن ووكاًخَ من الـصط، ًلول إلامام ومن ًخبٔمي ُسي اًيبي صلى الله عليه وسلم يجسٍ ٔبفض
اجن اًليم الدوسًة زحَْ لػ  في نخاة ساذ الــاذ :" من ثبٔمي ُسي اًيبي صلى الله عليه وسلم وخسٍ ٔبفضي ُسي يمىن حفغ اًعحة 
ًيوم واًَلؼة والذصنة تَ، فٕان حفؼِا موكوف ؿلى حسن ثستير الـعـم والـشرة والـَخس والـسىن واًِواء وا
واًسىون والـيىح والاس خفصاػ والاحذحاش، فٕان حعَت ُشٍ ؿلى اًوخَ الــخسل الـوافق الـلائم ٌَحلض واًسن 
واًـاذت، كان ٔبكصة ٕالى ذوام اًعحة ٔبو كَحتها ٕالى اهلضاء ألخي"
233
 .
َت مفاُيم حََة وصاملة ٌَحفاع ؿلى ٌسدضف من ُشا اًكلام ٔبن س ية اًبي صلى الله عليه وسلم كس ثضميت ٔبظولا ؿَمَة حْو 
 حَة إلاوسان والفتمؽ بما ًـوذ ؿَََ باًيفؽ واًفائست.
 ًو يسزح في ُشا إلاظاز ٔبًضا ثوحيهاثَ صلى الله عليه وسلم الـخـَلة باًيؼافة والذصض ؿَيها.
 
                                                 
723
 .06سوزت إلاسزاء، بًٓة:  - 
823
 .22ؾحس اٌَعَف اًحلساذي، اًعة من اًىذاة واًس ية، ملسمة ؾحس الــعي كَـجي، ض  -
923
 ).350/2مٌَ كدي تمامَ، ( اًحيهلي، اًسنن، باة ظَام اًخعوغ والرصوح -
033
 ).0320/2مسلؿ، باة في ألمص اًلوت وحصك اًـجص ( -
133
 ).572/2اجن ماخة، اًسنن نخاة اًعة، باة ما ٔبىزل لػ ذاء ٕالا ٔبىزل له صفاء ( -
233
 ).726/5اجن اًليم، ساذ الــاذ ( -
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وؿاء شرا من تعيَ، حسة اجن بٓذم  ًضاف ٕالى ُشا ؾياًخَ صلى الله عليه وسلم بالاؾخسال في اًعـام؛ ُو و اًلائي:" ما مٔل بٓذمس
ظـام وزَر شراة وزَر ًيفسَ" زلاج بٔكلاث ًلمن ظَحَ فٕان كان لا محلة فثَر
333
نلٌ اهصِفت ؾياًخَ ٔبًضا ٕالى  
الاُتمام تيوؾَة اًلشاء  ؤبمطَخَ في اًوكاًة من ألمصاط وثلًو ة الـياؿة فوزذث اًـسًس من ألحاذًر اًتي ثؤنس ٔبمطَة 
 واًعحَة. تـغ ألظـمة اًعحَة
وؿلى الزلة، فلس حوث اًس ية اًيحًو ة من اًيعوض ما ًؤنس ٔبن الذفاع ؿلى اًعحة في إلاسلام نهج هحوي ٔبظَي 
مـجز يحصض بجلاء ؿلى مٌؽ حسوج ألمصاط واًوكاًة واًـلاح منها حى  حىون ألمة مـافات ٔبفصاذا وحلٌؿاث وجسلؿ 
 من اًـَي وألمصاط والٓفاث.
 وؿلاكذَ بملاظس اًشرًـة الـححر اًثاًر: اًعة
ٕان الاُتمام باًعة اًوكائي يحفغ الـلاظس اًكلَة الشس ٌَشرًـة إلاسلامِة؛ ففَِ حفغ الصٍن ٔلن حفغ ألتسان من 
ألذيان وبألتسان ثلام ألذيان؛ فالـسلؿ الــافى ًؤذي اًـحاذاث ؿلى ٔبحسن وخَ، ٌو س خعَؽ اًلِام بالصؾوت ٕالى لػ، 
يَ، وفَِ حفغ اًيفس ٔلن الذفاع ؿلى اًعحة ُو حفاع ؿلى اًيفس ماذيا ومـيويا، ًو حـسُا وزذ الاؾخساء ؾن ذ ً
ؾن كل ما ًـصضِا ٌَتهَىة، وفَِ حفغ ًٌَسي واًًسة، رلع بالاتخـاذ ؾن اًزنا وتحصيم إلاجهاط واًترقَة في 
واٍتمًصغ واًـلاح، اًزواح اًشرؾي، وفَِ حفغ ٌَلٌل ٔلن الـصط ٌسخة دسازت ماذًة لـا ًيفق في اًدضرَط 
بإلاضافة ٕالى هلط الصذي  اًياتج ؾن ثلَة الـًصغ ؾن اًـمي، ٔبما اًوكاًة فِيي ثخعَة معاًزف ٔبكي جىثير من 
 اًـلاح، فِيي في ٔبكَة ألحِان ؿلى صكل  وظايا حََة سِلة اًخعحَق.
ٕلاوسان في حفغ اًضِوزياث فلاًة اًعة ٕارن ثخلاقى مؽ مب لاث اًشرًـة وملاظسُا اًكلَة الدََة في تحلِق معَحة ا
الشس، اًيفس واًـلي واًـصط والـال والصٍن، ُو شٍ اًضِوزياث تمثي هفس إلاوسان وؾلله وؾصضَ وماله وٕاؿلاء 
، ومع: اًيفس واًـلي واًًسي. تُنما زلازة منها تخخط تعحة إلاوسانوالـخبٔمي في ُشٍ اًضِوزياث يجس ٔبن  ذًيَ.
 وٕان كانا لا ًخوكفان ؿَيها. ُلٌ بموفوز اًعحةالازيان الٓدصان ٍزذاذ تحلق ملعوذ
ويجسز اًخيخَِ في ُشا الـلام ٕالى ٔبن اًوكاًة من ألمؼؼؼصاط وألضراز مدسٔب ٕاسلامس ٔبصي ًَسذي ضمن الـلعس اًـام 
كائَة الطي وضـت اًشرًـة إلاسلامؼؼؼؼؼؼَة من ٔبخله، ُو و حــــَة الـعــالح وذزء الـفاســــس ؾنهم؛ فاثحاغ ألساًَة اًو 
ًخفق وملاظس اًشرًـة إلاسلامِة، ٔلهَ يحلق ٌَمسلؿ معَحة نبرى؛ حِر ًـُش سَيما مـافا من ألمصاط وألسلام 
مذؼؼؼؼؼمخـا باًعحــــة واًـافِة ٔلذاء زساًؼؼؼؼؼؼخَ واًلِام تواحــــحاثَ الصًيِـــة والصهِؼؼًو ة. ولطلع كاهت كاًة كل من ملاظس 
ان في هون موضوؾِلٌ ُو إلاوسان من حِر حَخَ اًحسهَة واًيفس َة واًـلََة ًَيال اًشرًـة وملاظس اًعة ثَخلِ
 سـاذت الصاٍزن.
ًوـَلٌء اًشرًـة ثـحير بٓدص يخخصِ ملاظس اًشرغ وضروزياتها في كلمخين خامـخين ُلٌ: حفغ ألذيان وحفغ ألتسان، 
ين (الصهًَو ة وألدصوًة) حفغ ألذيان فمعالح الرَق مساُز ا ؿلى حفغ ألذيان وحفغ ألتسان، ؤبساش اًسـاذث
 وحفغ ألتسان، نلٌ ٔبن عمست اًثلافاث والذضازاث ؤبساش كل حنمَة وحصكِة ُو حفغ ألذيان وألتسان.
وكس اس خلص في اًثلافة الصًًِة إلاسلامِة وكُير ا ٔبن اًـَوم كلِا حتمحوز حول حفغ ألذيان وألتسان مؽ اًـلؿ ٔبن حزء 
 عط ٔبًضا لذفغ الٔتسان.هحيرا من ألذيان مخ
ٍو صوى ٔبن الرَفِة اًـحاسِ ُازون اًصص َ س كان له ظحُة هصِاني حارق فلال ًـلً جن الذسين: ًُس في نخاجكن من 
ؿلؿ اًعة شيء واًـلؿ ؿَلٌن : ؿلؿ الٔذيان وؿلؿ ألتسان، فلال له ؿلً: كس جمؽ لػ اًعة كلَ في هعف بًٓة من نخاتيا 
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 اًفعي اًثاني: الٔمصاط ؤبهواؾِا
 تمَِس:
 ٕاحصائَا حِر يمىن ٕازخاؾِا ٕالى زلازة ٔبهواغ نبرى: في ػي ثفاقم ألمصاط ونثرت ٔبهواؾِا س يـمس ٕالى ثلس يِا ثلس يما
اًيوؿان ألولان باؾخحاز اًـسوى الـسخدة ٌَمصط من ؿسمرا؛ وبهشا الاؾخحاز ثيلسم ٕالى كسمين هحٍيرن: ٔبمصاط كير 
مـسًة ؤبمصاط مـسًة:  واًيوغ اًثاًر: ُو و الـخعي بالدواهة اًيفس َة اًتي يحال ألمص فيها ؿلى اًعة اًيفسي 
 رخَف تخععاثَ؛ ومن ثم خاء ُشا اًفعي في زلازة مداحر:بم 
 الـححر ألول: ألمصاط كير الــسًة. 
 الـححر اًثاني: ألمصاط الــسًة. 
 الـححر اًثاًر: ألمصاط اًيفس َة. 
 اًخفعَي في ُشٍ ألمصاط وما ًيسزح تحتها من ٔبهواغ ًُس مٌاظا توػَفة اًليين الصًيُينوتجسز إلاصازت ُِيا ٕالى ٔبن 
من ٔبئمة ودعحاء ووؿاع، وٕانما اًلعس ٔبن ٍىون لهم ٕالـام بها ؿلى الزلة بما يمىنهم من اًخيخَِ ؿلى دعوزتها وتَان 
اًس حي ٌَوكاًة منها تلسز ما ثدِحَ إلامكاناث ووفق ما ٌس خجس من ٔبمصاط ثلذضي اًخحشٍص منها؛ ورلع في ٕاظاز 
ًني، وكس ؿُلؿ من ذلال جملة من السلاث والـحاذزاث والرعة اًخوحيهاث اًتي ثلصزُا الدِة اًوظَة ؿلى اًضبٔن الص
ثيخيهِا ؿلى نثير من ألمصاط وألوتئة اًتي تهسذ سلامة الفتمؽ، وٕاًزامرا اًليين الصًيُين  تخوحَِ الـعَين ٕالى مضاُز ا 
 واًوكاًة منها.
 الـححر الٔول: الٔمؼؼؼصاط كير الـــــسًة
سمَة ٔبو ؾلََة ًـاني منها الـًصغ هدِجة ٕاظاتخَ بمسخداث مـَية، ذون ٔبن ثًذلي ألمصاط كير الــسًة مع ٔبمصاط ح 
 مسخداث ُشا الـصط ٕالى من يخاًعِم ًو ؤاكلِم.
ؤبس حاة ألمصاط كير الــسًة ؿسًست تـضِا يحسج ثسخة ثياول ٔبكشًة كير مذواسهة، وتـضِا يحسج هدِجة ثياول  
يراث ؿلى ٔبجهزت الدسم الكخَفة، وتـضِا ًًذج ؾن اضعصاباث ُصموهَة الـاء وألظـمة الـَوزة بمـاذن سامة ًِا ثبٔز
واس خللاًَة، نلٌ ٔبن اًلَق واًخوحص يمىن ٔبن ًؤذيا ٕالى ٔبمصاط اًعساغ وازثفاغ اًضلط الصموي وثلصحاث الــست، 
 وكُير ا من ألمصاط.
ة ٔبو ٔبوزام حَْست ٔبو ٔلس حاة وكس حىون ألمصاط كير الــسًة وزازَة، ٔبو كشائَة ٔبو ُصموهَة ٔبو ٔبمصاط سزظاهَ
 مجتمـة ٔبو مجِولة في حلِلتها.
وؿلى الزلة فِيي ٔبمصاط نثيرت ومذيوؿة، منها ألمصاط الاس خللاتَة نساء اًسىصي واًىًوسترول ومصط اًسمية 
وثعَة اًشراًين،  ؤبكَة ُشٍ ألمصاط ًِا ؿلاكة مؽ نمط اًـُش. ُو ياك زلاج محاوز ٔبساس َة يجة الاُتمام بها 
 ش اًس يواث ألولى من عمص إلاوسان ٌَوكاًة من ُشٍ ألمصاط: مٌ
 اًيؼام اًلشائي؛ 
 ألوضعة الذصهَة؛ 
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 تجية الرحائر من ثسذين وخمص ومخسزاث. 
 الـححر اًثاني: الٔمؼؼؼؼؼؼؼصاط الـــــسًة 
لال الـَىصوباث مع ألمصاط اًتي ثًذلي من مًصغ ٕالى بٓدص تبٔحس ظصق اًـسوى اًتي ثؤذي ٕالى اهخألمصاط الــسًة: 
 واًكائياث الصكِلة الـمصضة من الـعاة بها ٕالى سرط بٓدص.
ومع ؿسًست وكس تين اًححر اًـَمي ٔبن سخة ألمصاط الــسًة مع اًـسوى باًكائياث الصكِلة الـسخدة ٌَمصط؛ 
 ومذيوؿة، ثًذج ؾن إلاظاتة بجصازيم ٔبو فيروساث ٔبو ظفََِاث ٔبو فعصياث.
مصاط الــسًة حسة ظصق اًـسوىوكس حصث اًـاذت ٔبن ثعيف ال ٔ
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 ٕالى ما ًبٔتي: 
 ألمصاط اًتي ثًذلي ؾن ظًصق ٕافصاساث ألهف واًفم والـسالع اًِوائَة: كألهفَوىزا، ذاء اًسي.  
 ألمصاط الــسًة اًتي ثًذلي ؾن ظًصق إلافصاساث الــًو ة  (اٍتهاة اًىدس اًفيروسِ "ٔب"، اًخَفًو س،...).  
ومصط   emsidulapق ًسـاث تـغ الذشراث (حْى الـسدٌلـاث ألمصاط اًتي ثًذلي ؾن ظًص 
 ...)esoinamhsielاٌَضلٌهَا 
 ألمصاط اًتي ثًذلي ؾن ظًصق الـلامسة الـحاشرت كاًخـفٌاث الدلضًة. 
 ألمصاط الـيلولة خًس َا (كاًُز صي، اًس َسا...). 
كلَا ٔبو حزئَا. س يما ٔبن ألمص ًخـَق ؿلى ًو خسذي اًضمير الصًني في اًسَوكاث اًتي  ًتم بها تجية مثي ُشٍ ألمصاط 
، وباًخَلِح اًعبي الطي الرعوض باًيؼافة اًـامة والراظة اًتي مع من إلايمان، وباًـفة اًتي مع معَة بٔهَس في الصٍن
ًعحح واحدا ذًًِا ًؤذي اٍتهاون فَِ ٕالى إلاًلاء باًيفس ٕالى اٍتهَىة، ُو و ٔبمص محصم شرؿا؛ ومن ثم كاهت اًوكاًة من 
شٍ ألمصاط ٔبمصا ٔبساس َا جس خوحدَ الـعاًة اًشرؾَة اًساًفة الطهصُ
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 اًيفس َة الٔمصاط اًثاًر: الـححر
مع من ٔبنثر ألمصاط اهدضازا في ؾصِنا الذالي، وثعُة ؿسذا هحيرا من اًياش في مخخَف مصاحي اًـمص، ومن 
ثلس يم ويمىن  ُير ا ٕالى ألسزت والفتمؽ،مخخَف الـس خوياث الاكذعاذًة والاحتماؾَة، و ثدسخة في مـانات يمخس ثبٔز
 ألمصاط اًيفس َة ٕالى:
: ومع ألمصاط اًتي ثؤثص في ؾلي اًفصذ، فِيفس ثحصٍِ وثضـف نفاءثَ وكسزثَ في الذكن sesohcysPالصُاناث  -
ؿلى ألموز، وثؼِص ؾيسٍ ٔبؾصاط قًصحة هسلٌؿَ ًحـغ ألظواث اًتي لا وحوذ ًِا حلِلة، ٔبو وضـَ تبٔهَ ٍصى 
 .ساما ذون ٔبن ٍىون ًِا ٔبي وحوذ ؿلى ٔبزط اًواكؽ؛  ومن نمارجها مصط اًفعامٔبح 
: ومع هوغ بٓدص من ألمصاط اًيفس َة اًتي لا ثؤثص ؿلى ؾلي اًفصذ، ًىنها ثيلغ وضاظ sesorveNاًـعاباث  -
ث الذَات، تـغ اًشيء، فالذزن اًضسًس الـس تمص ًفتراث ظًو لة، ٔبو ؿسم كسزت اًحـغ ؿلى اًخوافق مؽ تـغ مس خجسا
وكس ثعُة ُشٍ ألمصاط ٔبًضا اًعالذين وكيرمض من اًياش. ومن نمارجها اًوسواش اًلِصي واًلَق الـصضي 
 والانخئاة.
": وجسمى "ٔبمصاط اًـصِ" وثضم ٔبهواؿا ومسمَاث ؿسًست، seuqitamosohcysPألمصاط اًيفس َة الدسسًة " -
 وثسذي ؿسذ من ألمصاط ضمن ُشا اًيوغ:
 مصاط اًلَة واًشراًين نجس ازثفاغ ضلط الصم الطبحة اًعسًزة؛ ففي ادذعاض ب ٔ  
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؛ ُو و جساكط edaleP"، واًثـَحة sisairosPوفي ادذعاض ألمصاط الدلضًة نجس اًعسفِة " 
 اًضـص ؿلى صكل تلؽ، سواء في فصوت اًصٔبش ٔبو اٌَحَة، واًعفح الدلضي وحىة الدلض...
" وكصحة seihtapoloCsellennoitnof "وفي ٔبمصاط الدِاس اًِضمي نجس (اًلًوون اًـعبي 
 ؛etirtsagواٍتهاة خساز الــست  الــست،
 واًسـال... اًضَلة )  emhtsaوفي ٔبمصاط الدِاس اًخيفسي نجس اًصتو (  
 ًيحافة اًضسًست، واًسمية...وفي ألمصاط الاس خللاتَة نجس ذاء اًسىصيا 
الدسسًة ًَـة فيها اًـامي اًيفسي ذوزا كويا سواء في  ًو خجَ اًعة الذسًر الٓن نحو الاؾخلاذ تبٔن مـؼم ألمصاط
وضبٔتها ٔبو اس تمصاُز ا، لٔن تين اًـامَين ؿلاكة ثفاؿََة، وذير ذًَي ؿلى مسى ثبٔثص الدسس تبٔي اضعصاة هفسي ٔبن 
اًواحس مٌا حين ًخـصط لـوكف دوف ٔبو ثوحص يخفق كَحَ ثضست، وحصثـس ٔبظصافَ، ًو حسو ؿلى وجهَ اًضحوة 
ُو شا ذال ؿلى فـي ظحَـي يحسج لصى ٔبي سرط هدِجة سَسلة من اًخفاؿلاث ثحسٔب من ذلايا  ًو خعخة ؾصكَ،
كشرت الـخ اًتي ثلوم توػَفة اًخفىير، وتـس رلع ثعسز ٕاصازاث وِصبائَة وهيَائَة ٕالى مٌاظق ٔبدصى من الدِاس 
ٕاصازاث ٕالى مصانز ٔبدصى وٕالى ، ًتم فيها ٕافصاس مواذ هيَائَة تمثي sumalahtopyHاًـعبي مثي مٌعلة تحت الـِاذ 
)، اًتي enilanérdaroN" وهوزاذًزياًين enilanérdAكسذ الدسم ٕلافصاس مواذ ثيعَق ٕالى الصم مثي (الٔذزناًين "
ثلوم ٕباؿساذ الدسم لـواجهة موكف اًلَق ٔبو الروف ٔبو اٍتهسًس... ويحسج رلع كلَ تعوزت ثَلائَة مٌؼمة، وذلال 
 زوان مـسوذت.
ث واًصِاؿاث الصاذََة ٕارا حىصزث ًتراكم ٔبثُص ا ًَدسخة في اٍنهاًة في ذَي ذاذلً في وػائف ٔبجهزت ُو شٍ الاهفـالا
" لٔن ألظي في ػِوز euqitamosohcysPحسسًة "-الدسم فِحسج الـصط، ًوِشا ًعَق ؿلى الذالة ٔبنها هفس َة
 الـصط ٍصحؽ في اًحساًة ٕالى ؾوامي هفس َة. 
ن ٔبن ثعُة كل ٔبؾضاء الدسم ٔلن الدِاس اًـعبي مذعي جكل ذلايا الدسم. ُو شٍ ألمصاط اًيفس َة الدسسًة يمى
فالاهفـالاث اًضسًست ثؤذي ٕالى تحٍصص كلَىوخين من مخاسهَ مذا ٍصفؽ اًسىص في الصم، نلٌ ٔبن اًلضة ًؤذي ٕالى ازثفاغ 
حوذ ؿلاكة تين اًخوحص حْوضة الــست وثثخِط حصنة ألمـاء واضعصاباث في ذلايا الدلض. ُو ياك هؼصياث ظحَة ثلول تو 
 اًيفسي وإلاظاتة باًسرظان. 
وكس ص حَ تـغ ألظحاء اًخبٔزيراث اًتي تحعي في اًحسن هدِجة اًلضة اًضسًس تؼ"اًتماش اًىِصبائي ذاذي الـنزل وما 
 ًًذج ؾن رلع من ثـعي في كافة ٔبحزاء الصازت اًىِصبائَة". 
فة ٕالى اًـلاح الصوائي ًيعح ذائما وفي كل الذالاث بالاتخـاذ لطلع فٕان اًعحُة في مـالدة مثي ُشٍ الذالاث، بإلاضا
ؾن اًضلوظ اًيفس َة، ٔلن سلامة اًيفس ٔبساس َة ًسلامة اًيفس والدسس ؿلى اًسواء، نلٌ ٔبن الاًتزام بمضاؾص 
اًصضا واًخفاهل سخِي ٌَوكاًة من كل ألمصاط، ومن ثم كان تجية اًضلوظاث اًيفس َة ضروزي ٌَوكاًة من ُشٍ 
صاط تُنما اًخـصط الـس تمص ٌَضلوظ اًيفس َة ًؤذي ٕالى اسدثازت هوغ من ٔبهواغ الدِاس اًـعبي ُو شٍ الاسدثازت ألم
 ثؤذي ٕالى اضعصاباث ُصموهَة مذـسذت كس ثؼِص ثضكل ٔبو تبٓدص حسة سرعَة كل واحس مٌا.
لـوث، فٕان الذي الـخاخ ًيا، وحِر ٕان س ية الذَات لا تس فيها من اًفصخ واًلصخ، ومن اًيجاخ واًفضي، ومن اًولاذت وا
ُو ثلَير ظًصلة اس خلدال ُشٍ اًضلوظاث اًيفس َة، ورلع من ذلال ثـلؿ مرازاث ٌَخـامي مؽ اًضلط اًيفسي 
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واًخسًزة ؿلى هَفِة ٕاذازت ُشٍ اًضلوظ من الصاذي تعًصلة ٕايجاتَة، فالذَات الـعمئية ًُست صـازاث، تي مع ظًصلة 
 "ٕانما اًـلؿ باًخـلؿ وٕانما الذلؿ باًخحلؿ"منهجَة يجة اًخسزة ؿَيها، كال صلى الله عليه وسلم
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 ًو سذي ضمن رلع ما ًؤذًَ اًحـس اًصوحي من ذوز مرم في ٕاذازت اًضلوظ تعًصلة سَية.
ونحسة ٔبن ما كسمٌاٍ من مـعَاث حول ُشٍ ألمؼؼؼؼصاط ؤبهواؾِا ؤبؾصاضِا ًلسم ماذت مرمة ٌَلّيم الصًني تجـله بميبٔى 
الــــــَوماث الـلَوظة اًتي ثخلارفِا تـغ الـواكؽ إلاًىــــتروهَة وتحعــــيَ من مؼاُؼؼؼص اًٌزي اًتي ًَمسِا ؾن نثير من 
الـعَون ٔبحِانا في تـغ دعة الزـة هؼصا ًلَاة اًثــــلافة اًعحَة ؾيس الرعَة وكلة وؾََ تخفاظَي الفال اًعبي 
 ٕاؾخحازا لصكة تخععَ.
 إلاسلام باًوكاًة من الٔمصاط الدسسًة اًفعي اًثاًر: مؼاُص ؾياًة
ؤبول ثوحيهاث الصٍن في ُشا اًحاة حثَ ؿلى اًعِازت، وجضمي هؼافة الدسم واؾخسال اًيفس: كال ثـالى:  
                                    (
)                              
833
 ، 
 فاًلسي واًوضوء من شروظ اًـحاذاث.
 تؽ وقسي اًبراجم.وثؤنس ألحاذًر ؿلى هؼافة ٔبؾضاء تـَنها، كاًفم وألس يان واًَسٍن، مؽ تخََي ألظا
 وثفِس ٔبؾلٌل من ُشا اًلدَي في اًخزَط من إلافصاساث واًـصق والصُون وكل ما ًؤذي ٕالى حكاثص الدصازيم.
ولـا كاهت هؼافة اًحُئة من شروظ اًعحة فلس اؾخبرث اًس ية ٔبن ٕاماظة ألرى ؾن اًعًصق من صـة إلايمان. 
  . ؤبوظت اًس ية الـعِصت تـسم ثضََؽ الـاء وؿسم ثًَو ثَ
وفي مجال اًخلشًة فٕان اًخوحَِ ألساسِ ُو ملاسمة الاؾخسال، فلس هلَت نخة اًتراج ٔبن زخلا من نحلة ٔبدصى 
سبٔل مسَلٌ ُشا اًسؤال وكال: ُي خاء في نخاجكن، ًـني اًلصبٓن شيء ؾن اًعحة؟ فلال الـسلؿ: هـم، ؾيسنا فَِ 
                         (هعف بًٓة مع كوله ثـالى: 
)        
933
 فلال اًسائي: هعف بًٓة جمـت اًعة كلَ، وكس وزذث في ُشا اًخوحَِ ٔبحاذًر  
َ"هحًو ة نثيرت منها كوله صلى الله عليه وسلم: "ما مٔل بٓذمس وؿاء شرا من تعي
043
، ًسذي تـضِا في ما ؾصف باًعة اًيحوي، ونلٌ 
 خاء الصٍن بمنهج الاؾخسال، حصم تـغ الٔشرتة وألظـمة، وؿسُا من الرحائر اًؼاٍ في حَة إلاوسان هفسا وحسسا.
 ًو سذي في القصماث تـُغ لذوم الذَواناث اًتي جضكل تؤزا ًخجمـاث اًكائياث الصكِلة الـضِت باًعحة.
            (اًـلاكاث الدًس َة وزقة في اًزواح تحعَيا ٌَعحة، كال ثـالى: نلٌ ضحط إلاسلام 
                                   
                                       
)                               
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 ُو ىشا فٕان فَسفة إلاسلام في القصماث مع مٌؽ اًضِز ؾن إلاوسان هفسَ وؾن كٍير ، وخَُة الـعالح وذزُء الـفاسس.
ومن ثوحيهاث إلاسلام في اًوكاًة: ؾزل الـًصغ ؾن الٔحَاء. نلٌ زقة في مذازسة اًصياضاث اًيافـة، واًتي ًتم تـضِا 
 في اوسجام زوحي مثي الذصنة في اًعلات.
مص باًترويح الـحاخ ؾن اًلَوة حِر زوي ؾن س َسنا ؿلً هصم لػ وجهَ كوله: "زوحوا ؾن كَوجكن ساؿة ووزوذ ال ٔ
تـس ساؿة، ٕان اًلَوة ٕارا كلت عمَت". ومن ظحَـة ُشٍ اًخوحيهاث ٔبنها من متملٌث إلايمان ومجَحة ٌَثواة ٌوَصضوان 
ة، ٔلن إلاوسان كس ًـجز ؾن إلاحسان حى  ًيفسَ ؿَلٌ تبٔن ٔبسَوة الصٍن مدني ؿلى الـزاوخة تين اًترقَة واًُتر َ
في تـغ ألحِان، ُو شٍ الـزاوخة ملدولة مضىوزت اًَوم ًو ـتمس ؿَيها تيجاخ في ؿالؾ اًترتَة واًـلاح اًسَوكي. فاًواسغ 
 الصًني تخبٔزٍير اًحاًف يجـي ؿلى اًيفس زكاتة ٔبكوى من سَعة اًزحص واًلاهون.
 :  اًيفس َة لام باًعحةاًفعي اًصاتؽ: مؼاُص ؾياًة إلاس
لا تخفى ٔبمطَة اًلَق في اًعحة اًيفس َة، وكس بٔنس الكخعون ٔبن ًٕلايمان ثبٔزيرا في اًخلَة ؿلى اًلَق لٔن الاوسان في 
صراؿَ مؽ اًعحَـة كس حلق اهخعازاث تواسعة اًـلؿ، ٔبما في صراؿَ مؽ وسفَ فلؿ يحصس سَعة مذازلة، والصٍن ُو 
 ظاحة ُشا الـَسان.
م ٍصتط ما يمىن ٔبن وسمََ باًسـاذت وشرظِا ألول ُو اًعحة، ٍصتط رلع بالطهص ُو و اس خحضاز ٔبوامص لػ فإلاسلا
وهواََُ، فِثمص رهص لػ لصى الـؤمن اظمئيانا وسـاذت في كل ٔبحواله، كال اًيبي صلى الله عليه وسلم: "عجحا ٔلمص الـؤمن ٕان ٔبمٍص كلَ 
تخَ سزاء صىص فكان ذيرا له، وٕان ٔبظاتخَ ضراء ظبر فكان ذيرا له" ٔبما ذير ًوُس رلع ٔلحس ٕالا ٌَمؤمن، ٕان ٔبظا
                    (الــصط ؾن رهص لػ فِىون في صلاء وضَق ًلوله ثـالى: 
                                  
                                      
                   
)
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. واًضيم ُو اًضَق واًضست، وىىس اًـُش ونثرت الروف وصست الذصض واًخـة ؿلى الصهَا، واًخحسر ؿلى 
 فواتها كدي حعًوِا وتـس حعًو ِا.
وتـس ُشٍ اًيؼصت اًـامة، وضير ٕالى تـغ ألحوال اًضـوزًة اًتي ثلصة الـؤمن من اًعمبٔهٌُة ومن الذالة اًعحَة 
 ضاف ٕاٍيها ٔبثص ٔبذاء ألزكان الشسة: اًسًو ة، ؤبمض ُشٍ ألحوال س حـة، ً
 ٔبولا: اس خجاتة الـؤمن ًيساء اًفعصت
 فِـُش مؽ اًىون في سلام ووئام، تـَسا ؾن اًخيافص واًـسوان.
 ثاهَا: اُخساء الـؤمن ًسر وحوذٍ
 .ففي إلايمان باًوحي وحسٍ ٔبحوتة ؾن ٔبس ئلة اًوحوذ، ٔبس ئلة الـحسٔب والــاذ مذا ًشُة اًلَق وثعمئن تَ اًيفس
 ثاًثا: الٔوس بالؼ وذفؽ صـوز اًلصتة
ًـاني إلاوسان الــاصر ؿلى الرعوض من ؾصط "اًضـوز باًوحست" ومع من ٔبمض ٔبس حاة الاضعصاباث اًيفس َة، 
واىتهيى زٔبي الـيعفين من ألظحاء ٕالى ٔبن اًـلاح ألمثي ًِشا اًـصط اًيفسي ُو اٌَجوء ٕالى الصٍن، وٕاصـاز الـًصغ 
 م تَ.بمـَة لػ والاؾخعا
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                             (ُو و اًلائي س ححاهَ: 
                                         




ُو شٍ الــَة ثخحلق باس خحضاز ٔبسلٌئَ الذس نى وظفاثَ اًخاماث اًـلا، فِو س ححاهَ اًـَيم اًصكِة، اًلاذز، الـلَر، 
 الـيجي اًضافي.
 
 زاتـا: ؿسم اًيسم ؿلى الـاضي
ثم لا ًيسم ؿلى ما لؾ ًخحلق من رلع ًو وكن ٔبن الرير فيما كسٍز فالـؤمن ٌسدضير ٌو س خزير زتَ كدي اًلِام تبٔي عمي 
                               لػ ًلوله ثـالى: (




 ذامسا: اًصضا بالذاضر
وفي  اًيفس وٕان اًصضا من ٔبمض ذوافؽ اًسىِية واًعمبٔهٌُة، ًو ُس خليم حال اًصضا مؽ اًفِم اًعحَح ًلاتخلاء في اًعحة
حة كوما اتخلامض". والـؤمن الـحخلى اًولص والـال وفي ألحدة. كال صلى الله عليه وسلم: "ٕان ؾؼم الدزاء من ؾؼم اًحلاء وٕان لػ ٕارا ب ٔ
)(لا ًيلعؽ ٔبمله ًَلِيَ في كوله ثـالى: 
543
 .
ؿلى ٔبن الـؤمن ٌس خـين بهشٍ ألحوال إلايماهَة ٌَصضى بما اتخلً تَ، وٕايماهَ ًفصط ؿَََ اٌَجوء ٕالى ألظحاء ًدضرَط 
 ة الٔذش بألس حاة.مصضَ وهعحَ باًوسائي اًـلاحِة الـياس حة لذاًخَ، وؿَََ ٔبن ًعحلِا ٔلنها من با
 ؾن خاجص جن ؾحس لػ ؾن اًيبي صلى الله عليه وسلم كال: "ًكل ذاء ذواء، فٕان ٔبظُة ذواء الصاء جصئ ٕبارن لػ ؾز وخي".
ومن ذلال اًخجصتة الـَساهَة ُياك حالاث مصضَة مدضابهة، ثـعى ًِا هفس اًـلاخاث. والـلاحغ ٔبن ؾيس الـصضى 
، ًخجح اًـلاح وثـؼم حؼوع اًضفاء، ٔبما ؾيس اًسادعين ؾن حالهم الطٍن ًًذابهم اًلَق الـخفائَين جصحْة لػ وكسزثَ
 واًخوحص، فٕان حاٍتهم كس ثخفاقم ولا ًخحمَون اًـلاح.
 ساذسا: الـؤمن لا يخاف من الـس خلدي
ثلوم ٔبكَة الاضعصاباث اًيفس َة ؿلى الروف من الـس خلدي، الروف من الـصط من الـوث ٔبو الروف الـخـَق 
                       )باًصسق، والـؤمن ًعلي ٕالى كوله ثـالى: 
)         
643
 وامذساذا لطلع يحغ الصٍن ؿلى الاص خلال وميء اًوكت باًعالذاث، ٍو نهيى  
 كلِا من ذواؾي اًلَق واًخوحص.ؾن اًفصاػ واًىسي والاحكال، ُو شٍ 
 ساتـا: اًخحلً بالٔذلاق الذس ية
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حر إلاسلام ؿلى الذلؿ واًعسق واًوفاء وألماهة، مذا ًـوذ بالرير ؿلى اًفصذ والفتمؽ، ونهيى ؾن ألذلاق الـيحصفة اًتي 
ًصصوت، واًـيف. ؿلى جسخة اهدضاز الـضاؾص اًسُئة تين اًياش، كالذلس واًلَحة واٍنمية والذسس واًحزي واًىشة وا
ٔبن اًـاصْ من اًسلوظ في ألذلاق الطمية ُو حصك اًلضة. حى  ٕان إلامام ٔبحْس فسر حسن الرَق تترك اًلضة. 
 خاء زخي ؾيس اًيبي صلى الله عليه وسلم فلال له: ٔبوظني، كال: لا ثلضة، فصذذ مصازا، كال صلى الله عليه وسلم: "لا ثلضة".
 ًيبي صلى الله عليه وسلم ظصكا عمََة ٕاعجاًسة جساؿسنا ؿلى تجية اًلضة.وفي ٔبحاذًر ٔبدصى تين ًيا ا
 "ٕارا قضة ٔبحسكم فَُسىت". -
 "ٕارا قضة ٔبحسكم ُو و كائم فََجَس، فٕان رُة ؾيَ اًلضة، وٕالا فََضعجؽ". -
 ؤبمص صلى الله عليه وسلم اًلاضة باًوضوء ًَيعفئ قضحَ.
 لٔزكان.وتـس إلاصازت ٕالى ُشٍ ألحوال هشهص ٔبثص اًلِام با
       )واًلصبٓن تََف في تَان ؿلاكتها تخبٔسُس اًسلؿ اًيفسي والاظمئيان في كوله ثـالى:  ٔبولا: اًعلات:
)                                     
743
 ُو فاًَِؽ  
الاضعصاة اًيفسي، ًعُة إلاوسان ًضـفَ في الذاًخين، ٕارا ٔبظاتَ اًشر، وٕارا ٔبظاتَ الرير ومع ظوزت بائسة 
ًضـفَ في الذاًخين، ٕارا ٔبظاتَ اًشر، وٕارا ٔبظاتَ الرير ومع ظوزت بائسة ًٕلاوسان حين يخَو كَحَ من إلايمان. 
 علات. وكان ًلول: "ٔبزحٌا بها يا تلال".فاًصسول صلى الله عليه وسلم كان ٕارا حزتَ ٔبمص فزغ ٕالى اً
يجمؽ اًحاحثون ٔبن ٌَعوم ٔبثصا مَموسا في حصتَة إلازاذت اًلًو ة واٍتمصن ؿلى ملاومة صِوت اًيفس واًحسن.  ثاهَا: اًعوم:
وكس ٔبنجزث في كلَاث اًعة ٔبظصوحاث ؿسًست ثحين اًفوائس اًعحَة ٌَعوم، ًوىن بٓثاٍز السَست ثخوكف ؿلى ؿسم 
 لـفصظ تيؼام اًيوم، وؿسم إلافصاظ في الٔكل في اًفعوز واًسحوز.إلاذلال ا
وؿلاكتها تعحة اًفصذ بإلاضافة ٕالى حَة الفتمؽ، حكون في هون اًيفس اًتي ثيفؽ اًلير نثيرا ما ثعفو وكََلا  ثاًثا: اًزكات:
                     ما ثضعصة. فاًضح من ٔبمصاط اًيفس ولػ ثـالى ًلول: (
                                   




ٍو تمثي الداهة اًوكائي اًيفسي في ٔبذاء فًصضة الذج في ما ًعاحدَ من ؾلس هَة اًخوتة، واًـزم ؿلى تساًة زاتـا: الذج: 
حِات خسًست هَوم ولصثَ ٔبمَ. واًخوتة من الطهوة ثؤذي ٕالى اوشراخ اًعسز، ٔلن إلاوسان اًـاصي ٍىون في صراغ 
ؿلى مـعَخَ، وؾيسما ًخوة ًخزَط من ؾلست الطهة ٔبو ما ٌسمََ ذاذلً مؽ فعصثَ اًسَية، فِو ًؤهحَ ضمٍير ذائما 
 ٔلن الــاصي كلِا سموم ٌَلَة ؤبس حاة لـصضَ ُو لانَ. rueirétni uaerruob eLاًحـغ بالدلاذ اًحاظني 
                                  كال ثـالى: (
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 ذاتمة اًححر:
 ثوظي اًححر ٕالى الرلاظاث واًيخائج الٓثَة مضفوؿة تخوظَاث بحثَة:
وثوػَف سذت ٔبمطَة اًـياًة باًوكاًة من ألمصاط باؾتماذ وشر اًوؾي اًعحي اًسَيم ؾن ظًصق اس خـلٌل وسائي مح -
لٍوؿة من ألوضعة اًخواظـــََة واًترتًو ة وإلاؿلامِة واًخحسُس َة ًذؼؼؼوؾَة الـواظيين كعس ثـسًي سَوكاتهم بما ًتماشى 
والـدــــاذَئ اًعحَة، وتحشٍصمض من ألمؼؼؼصاط وألوتئة اًتي تهسذ سلامتهم، ٕلاكامة مجذـــمؽ سَيم وفق اًليم اًعحَة 
 ".ة من مضكات اًلصبٓن ُو سي اًس ية والـلائمة لـلذؼؼؼضَاث اًعة الذسًرواًوكــــائَة اًياتـ
ٔبن اًخوؾَة اًعحَة ٔبظي ٔبظَي في إلاسلام ذًت ؿلى زؿاًخَ هعوض اًلصبٓن اًىصيم واًس ية اًيحًو ة من ذلال  -
ا لطي وضـت ثبٔهَسُلٌ ؿلى اًوكاًة من ألمصاط وؿلاجها، نلٌ ٔبنها مدسٔبٕاسلامس فًصس ًيسزح ضمن الـلعس اًـام  ا   
 .اًشرًـة إلاسلامِة من ٔبخله؛ ُو وخَة الـعالح وذزء الـفاسس ؾنهم
 اًوكوغالطي يحول تين إلاوسان وتين  اًعة اًوكائئبن منهج إلاسلام في الذفاع ؿلى اًعحة ًيخني بالرعوض ؿلى  -
مصاط وألسلام. الطي ٌس تهسف سلامة ألتسان من ال ٔ بحثَ ؿلى اًخساوياًعة اًـلاجي في الـصط، ونشلع ؿلى 
والـخبٔمي في اًعة اًوكائي واًـلاجي في إلاسلام يجس ٔبن اًخـاًيم والـيامش اًعحَة اًوكائَة واًـلاحِة نثيرت، ومع تمثي 
 ٕاتساؿا ٕاعجاسيا له مصذوذ حَي باُص ًخوافق مؽ ما ًخوظي ٕاًََ اًححر اًـَمي.
 وؿلىا ؿلى اًعِازت وما ٌس خددـِا من دعال ٌَفعصت، حتمثي مؼاُص اًـياًة باًوكاًة من ألمصاط الدسسًة في كِامر -
اًـحاذاث وما ًترثة ؿَيها من بٓثاز حََة، ؿلاوت ؿلى جشرًؽ اًـسًس من الٓذاة إلاسلامِة اًسمحة الـتمثلة في بٓذاة 
 الٔكل واًشرة وكُير ا وفي نهََ ؾن جملة من القصماث اًتي زخت ضرزُا زحوتا كعـَا.
ًوكاًة من ألمصاط اًيفس َة في اًترنيز ؿلى ٔبمطَة إلايمان ؤبثُص ا في اًعحة اًيفس َة، واختراخ حتمثي مؼاُص اًـياًة با -
جملة من اًوسائي إلاحصائَة الـتمثلة في تـغ ألحوال اًضـوزًة الـساؿست ؿلى تحلِق اًعمبٔهٌُة وألمن اًصوحي، ٕاضافة 
 ء حَة هفس َة وحسسًة سَية.ٕالى اًخبٔهَس  ؿلى ٔبمطَة اًيوم اًعحي واًترويح ؾن اًيفس في تيا
ٕان اثحاغ  ثـاًيم الصٍن إلاسلامس من صبٔنها تحسين ٔبحوال اًعحة باس تمصاز، ومن ثم تخفِغ كلفتها ؿلى اًفصذ  -
والفتمؽ، لطلع كاهت الاس خـاهة باًليم الصًني في جصامج اًعحة ٌَجمَؽ ٔبو اًبرامج الراظة لقازتة إلاذمان ٔبو ذاء فلسان 
 ٔبمصا باًف ألمطَة. الـياؿة الـىدس حة
ٔبن اًدسَح بالــعَاث اًكافِة حول ألمصاط ؤبهواؾِا ؤبؾصاضِا ًلسم ماذت مرمة ٌَلّيم الصًني تجـله بميبٔى ؾن نثير  -
من الــَوماث الـلَوظة اًتي ثخلارفِا تـغ الـواكؽ إلاًىتروهَة وتحعيَ من مؼاُص اًٌزي اًتي ًَمسِا الـعَون ٔبحِانا 
هؼصا ًلَاة اًثلافة اًعحَة ؾيس الرعَة وكلة وؾََ تخفاظَي الفال اًعبي اؾخحازا لصكة في تـغ دعة الزـة 
    تخععَ.
الصٍن إلاسلامس من متملٌث إلايمان ٔبن من ٔبمض مؼاُص اًلوت في ُشٍ اًيعائح وٕلازصاذاث ٔبنها مصثحعة بإلايمان، فجـَِا ؼ 
ِثاة ؿَيها ًو يال زضوان لػ ؾز وخي. ًو ـخبر اًواسغ الصًني الذق وحـي اًلِام بها ؾحاذت ًخلصة بها إلاوسان ٕالى زتَ ف 
ُز انا ٔبساس َا في اًوكاًة من نثير من الـؼاُص اًسَحَة اًتي هـُضِا في مجتمـاثيا. فِو اًزاحص والـاهؽ الصاذلً الطي ٍصذغ 
 ويحخسَ من ازحكاة ما يخاًف اًـلِست الصًًِة. اًضرط
وس ية هخَِ صلى الله عليه وسلم ًترتَة اًيفوش ؿلى ثلوى لػ وثلًو ة اًواسغ الصًني في اًلَوة ؼ اس خـمي لػ ثـالى في نخاتَ اًـٍزز 
اًترقَة واًُتر َة، اًخواة واًـلاة، ُشٍ اًيؼًصة اًتي اؾخُبر ا ؿَلٌء اًيفس في اًس يواث ألذيرت، فذحا هحيرا في ؿالؾ 
وك في الفال اًعحي: كهـالدة إلاذمان واًضشوراث اًترتَة واًـلاح اًسَوكي، وجس خـمي تيجاخ في جصامج ثلَير اًسَ
الدًس َة، واًسركة وألمصاط اًـعاتَة.  وإلاسلام رهص كل الــاصي من خمص وسنا ٕالى كُير ا من الانحصافاث وزقة 




في الاتخـاذ ؾنها ًيَي وزضوان لػ، وزُة من الاكتراة منها وٕالا كان ٔبمامَ قضة لػ وؾلوتخَ في الصهَا كدي 
 ت.الٓدص 
فَو ؿلؿ الـسلؿ ٔبن ٕاُلٌل هؼافة حسمَ وملاثسَ، وٕاًلاء ألسبال في اًضوازغ ًوو ؾؼم ٔبو صوك مخاًف ٌلضٍن ؤبن 
ثًَور موازذ الـَاٍ كالٓباز وألنهاز حصام، ؤبن الـؤمن ًبٔكل ٌوشرة باؾخسال وٕارا مصط بمصط مـس ًوو كان إلاهفَوىزا 
وى ٕالى االٓدٍصن زحْة بهم، ؤبن الـسلؿ لا ٍزني ولا ًخـاظى الشص ولا فـَََ ٔبن ًـتزل مجاًس اًياش حى  لا ًيلي اًـس
كُير ا من الـسىصاث حفاػا ؿلى حَخَ وذًيَ.. كل ُشا ٕالى خاهة ؾشراث اًخـاًيم اًوكائَة واًعحَة اًتي ًبٔمص بها 
ٔبثص باًف في مكافحة إلاسلام ًو هلَت ٕالى اًياش تبٔماهة وشرحت لهم وجزء لا ًخجزٔب من ثـاًيم الصٍن فسوف ٍىون ًِا 




/ وضؽ ذًَي ٌَخوؾَة اًعحَة يمىن ٔبن ٌس خـمله ألئمة والرعحاء واًوؿاع تـس شروخ وثسًزحاث مٌاس حة ًعالذِم؛ 2
ن من ٕاًعاله تخعَط حعط ثسًزخِة ًفائست اًليين الصًيُين لاسدِـاة مضامين ذًَي اًخوؾَة اًعحَة، واٍتمى
 ٌَمواظيين.
/ تخعَط حعة من جصامج اًخوؾَة الصًًِة تًس حة كافِة ٌَخوؾَة اًعحَة في ازثحاظ مؽ اًخوحَِ الصًني اًوازذ في 0
الـوضوغ، ورلع ؿبر دعحة  الزـة وذزوش اًوؾغ وفي إلاؿلام اًسمـي اًحصِي، مؽ ضروزت اتخكاز ٔبساًَة 
 تَساقوحِة ثفاؿََة وجضجَـَة.
 إلاؿلام اًسمـي اًحصِي اًلائم بمِمة إلازصاذ الصًني ًخيفِش جصامج اًخوؾَة واًترتَة اًعحَة./ ثعٍو ص 5
/ زتط حسوز اًخواظي مؽ اًليم الصًني كعس ٕامساذٍ جكل الـس خجساث اًتي ًـصفِا مِسان اًعحة، ٔبو إلاحعائَاث 2
. دعوظا ٔبن الـيؼمة اًـالـَة ٌَعحة كس الدسًست اًتي يمىن ثوػَفِا في اًخوؾَة اًعحَة ٌَوكاًة من مخاظص ألمصاط
ثًبهت في اًس يواث ألذيرت ٕالى ٔبمطَة اًخوؾَة اًعحَة ؾن ظًصق اًلٌواث الصًًِة ؤبظححت  جضجؽ ؿلى ٕاذماح 
اًفاؿَين في الفال الصًني ًخـٍزز اًعحة وحلٌٍتها من ذلال هخائج ألبحاج اًـَمَة اًتي تًَت فـاًَة ُشا اًلعاغ في 
 لطي ثًضسٍ ُشٍ الـيؼلٌث ُو و: "اًعحة ٌَجمَؽ".تحلِق اًِسف ا
وضؽ ب  ً َة لرَق هوات ٌَفاؿَين في مِسان اًعحة من ٔبخي الـضازنة في ثـميم حىٍو ن اًفاؿَين الصًيُين ضلٌنا لاس تمصاز / 3
 ُشٍ اًخجصتة ونجاحها.
 سَوكاث الـواظيين، وحـي ٔبن ٕاًعال الــَومة لا ٍىفي ٕار اًترتَة اًعحَة اًياجحة مع اًتي ثعي ٕالى تحلِق ثلَير /4
اًسَوكاث اًعحَة اًسَية ؾحاذت حُصبى ؿَيها ألحِال اًياص ئة. مؽ اًترنيز ؿلى ٔبمطَة الـسذي اًترتوي واؾتماذ اًصفق 
والذواز وإلاكٌاغ، واًـمي ؿلى ثلًو ة اًواسغ الصًني وألذلاقي والاحتماؾي واًوظني لصى ألحِال اًياص ئة ٔلهَ ًؤثص 
 .اًعحة الدسسًة واًيفس َة والاحتماؾَةثضكل مداشر في 
ٕارا كان واحة الـواظية يحتم ؿلى كل من ألة وألم في ٔبسزتهلٌ، والـسٍص والـسزش في مسزس تهلٌ، وإلاؿلامس في  /5
جصامجَ الاضعلاغ بمِمة الـضازنة اًفـالة في اًترتَة اًعحَة، فٕان ُشٍ الـسؤوًَة حزذاذ حسامة ؿلى كل من إلامام 
ًواؾغ من ٔبخي ٕاًعال الـحاذئ ألًوَة ٌَصؿاًة اًعحَة، كل حسة ٕامكاهَاثَ اًـَمَة والاحتماؾَة، والرعَة وا
 معساكا ًلول اًيبي صلى الله عليه وسلم: "كلكن زاغ و كلكن مسؤول ؾن زؾَخَ".
  
Proceeding of the 16
th
 Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 
295 
 
ISLAMIZATION OF KNOWLEDGE: AN EFFORT TO BUILD 





UIN Walisongo Semarang 
Jl. Tanjungsari Utara II, No.18, Tanjungsari, Ngaliyan, Semarang 50185 
muslihmz@gmail.com 
 
Abstract  This article is aimed at answering to questions concerning the nature of 
Islamization of knowledge movement in the Muslim world. Specific questions 
raised in this discussion are (1) who are the advocates of this project of 
Islamization of knowledge and what is their argument in doing so? (2) Why 
is it important to Islamize knowledge, what reason behind it? (3) What kind 
of civilization is going to be achieved by projecting such a notion? These 
questions are vital to discover the attitude of those scholars/ intellectuals on the 
issue concerned, and the more important is to find out the type of civilization to 
be created. 
 




Muslim as well as non-Muslim scholars in contemporary times have 
come to an agreement that scientific knowledge is not neutral let alone 
objective. It conveys perceptions and values that are explicit to modern 
Western culture (Rehman, 2003). Consequently, this has resulted in a rigorous 
effort by contemporary Islamic scholars to call for an ‗Islamic science‘ or the 
‗Islamization of knowledge‘ (Golshani, 2000b; Davies, 1991; Ravetz, 1991). 
This article presents the standpoint taken by Muslim scholars who concerned 
themselves with the notion of Islamization of knowledge, and also examines 
arguments forwarded by both the proponents as well the opponents in order to 
find out and comprehend their perspective. 
 
Proponents of the Islamization of knowledge  
The idea of the Islamization of knowledge in general or the Islamization 
of specific disciplines in particular has been promoted intensely by scholars 
attached to the International Institute of Islamic Thought (IIIT)350 since its 
inception in 1981.  As one of the key figures in the IIIT, Al-Faruqi can be 
considered the strongest proponent of the Islamization of knowledge 
movement. In his view, Islamization of knowledge can be described as re-
                                                 
350 Hence, in this paper this institution will be referred to as IIIT. 




conceiving and rebuilding the modern disciplines: humanities, social and natural 
sciences by giving them a new foundation consistent with Islam. He maintains 
the necessity to Islamize knowledge, as he says: ―[a]s disciplines, the humanities, 
the social sciences and the natural sciences must be re-conceived and rebuilt, 
given a new Islamic base and assigned new purposes consistent with Islam. 
Every discipline must be recast so to embody the principles of Islam in its 
methodology, in its strategy, in what it regards as its data, its problems, its 
objectives, and its aspirations‖ (Al-Faruqi 1988: 16-17).  
Furthermore, he suggests that every discipline must be ―remolded‖ to 
incorporate the ―relevance‖ of Islam along a triple axis constitutive of tawhid, 
namely (1) the unity of knowledge, (2) the unity of life, and (3) the unity of 
history. By so doing he hopes that there will be no more categorization of 
sciences into aqli (rational) and naqli (traditional), value-full and value-free, and 
individual and social sciences (Al-Faruqi 1988: 17). These methodological 
categories of Islam, he urges, must replace the Western categories and 
determine the perception of reality. Likewise, he maintains that the Western 
values should be replaced by the values of Islam in the learning activity in every 
field. The Islamic values concern: ―(a) the usefulness of knowledge for man‘s 
felicity, (b) the blossoming of his faculties, (c) the remolding of creation so as to 
crystalize the Divine patterns and values of Islam, (d) the building of culture 
and civilization, (e) the building of human milestones in knowledge and 
wisdom, heroism and virtue, piety and righteousness‖ (AbuSulayman, 1995: 20).  
Al-Faruqi  suggests that because Islam is relevant to all aspects of life, 
this relevance must be reflected in the textbook of each discipline. Therefore, 
for him, Islamization of knowledge involves producing university level 
textbooks for each discipline to be Islamized. Fundamentally, the relevance of 
Islam to each area of modern thought should be established. If this can be 
achieved, he writes, a creative synthesis can be established by ―eliminating, 
amending, reinterpreting and adopting its components as the world view of 
Islam‖ (1983: 18). Islamizing knowledge or in concrete terms, to Islamize the 
disciplines means also to produce university-level textbooks recasting the 
disciplines in accordance with Islamic visions to be used in the Muslim 
universities (AbuSulayman, 1995:19). Thus, in al-Faruqi‘s concept, Islamization 
of knowledge should include two points: to recast knowledge from the 
viewpoint of Islam and to produce textbooks. 
In al-Faruqi‘s (1982) opinion, the Muslim ummah is in a state of malaise 
today, the core of which lied in the prevalent educational system. This malaise 
can only be treated by an epistemological injection. The ummah, therefore, is 
advised to give a priority to solve the problem of education. He strongly 
believed that a genuine revival of the Muslim ummah can only be done by 
correcting its educational system. That is to say, the present dualism in Muslim 
education, i.e. its division into an Islamic and secular system must be abolished. 
Thus, the task confronting the Muslim ummah are firstly to unite the two 
systems of education and secondly to instill the vision of Islam. Al-Faruqi 
suggests that Muslim youth should be instilled with the vision of Islam by 
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introducing compulsory study of Islamic civilization. In fact, this point has 
been raised by other Muslim scholars. However, it is in the ―Islamization of 
modern knowledge‖, which is part of the whole scheme of revamping the 
Muslim educational system, that al-Faruqi‘s contribution comes to fore: 
The task of Islamizing knowledge (in concrete terms, to Islamize the 
disciplines, or better, to produce university level textbooks recasting 
some twenty disciplines in accordance with the Islamic visions) is also 
the most difficult. No Muslim has yet contemplated it enough to discern 
its prerequisites, or to articulate its constitutive steps and measures (Al-
Faruqi, 1982:14). 
 
Islamic methodology and work-plan 
Al-Faruqi further suggested recasting the whole legacy of human 
knowledge from the standpoint of Islam, the Islamization of knowledge 
endeavor. In order to undertake this task he proposed a methodology and a 
work-plan consisted of twelve steps.  
The methodology that al-Faruqi suggested in the interest of Islamizing 
knowledge are: (1) the unity of Allah, (2) the unity of creation, (3) the unity of 
truth and the unity of knowledge, (4) the unity of life, and (5) the unity of 
humanity, which he called the ―principles of Islamic methodology‖ (Al-Faruqi, 
1988: 39-49). It can be understood from al-Faruqi‘s conception that to recast 
the disciplines under the framework of Islam is to make the theory and the 
method as well as the principles and goals of the disciplines subject to the 
principles Islam.  
Al-Faruqi, however, was criticized by Sardar who regards the principles 
of methodology proposed by al-Faruqi as pious statements of belief but not 
developed enough to provide guidance in the ―thorny terrace of the 
epistemological landscape‖, especially when it concerns the assertion of ―the 
unity of Truth and the unity of Knowledge‖. Sardar argued that if ―Truth‖ and 
―Knowledge‖ are indeed one and the same, as asserted by al-Faruqi and many 
other Muslim scholars, then Muslims are in trouble, because, as most scientists 
will admit, there is a great deal of knowledge that could easily be proved false in 
the near future (Sardar, 1985: 96). Sardar‘s criticism is not unique since many 
scholars who support al-Faruqi also raised the same point (Shafiq, 1994). 
As mentioned above, to recast the knowledge from the standpoint of Islam or 
to Islamize modern knowledge al-Faruqi provided a program of action. His 
work-plan for the Islamization of knowledge has five objectives as the 
following: 
(1) To master the modern disciplines. 
(2) To master the Islamic legacy. 
(3) To establish the specific relevance of Islam to each area of modern 
knowledge. 
(4) To seek ways for creative synthesis between the legacy and modern 
knowledge. 




(5) To launch Islamic thought on the trajectory which leads it to the fulfillment 
of the Divine pattern of Allah (Al-Faruqi, 1982:38,  Al-Faruqi, 1998: 53-54). 
These objectives are to be achieved by twelve systematic steps which 
would eventually lead to the Islamization of knowledge. This twelve-step work-
plan, according to Masudul Alam Choudhury351, is the ―most important‖ part 
of al-Faruqi‘s Islamization of Knowledge (Choudhury, 1993: 5).  Following the 
logical order and priority of each step made by al-Faruqi the twelve-step work-
plan is as follow: 
Step 1: Mastery of the Modern Discipline: Categories Breakdown. Al-Faruqi 
asserts that modern disciplines have to be broken down into categories, 
principles, methodologies, problems and themes – the breakdown reflecting the 
―table of contents‖ of the classical textbook. 
Step 2: Discipline Survey. Once the categories of the disciplines have been 
broken down, a state-of-the-art survey should be written on each discipline. 
This is necessary to ensure that Muslim scholars have mastered each discipline. 
Step 3: Mastery of the Islamic Legacy: the Anthology. Islamic legacy has to be 
mastered in the same way. What needed here are anthologies on the Muslim 
heritage pertaining to each discipline. 
Step 4: Mastery of the Islamic Legacy: the Analysis. Once the anthologies are 
prepared, the Islamic legacy has to be analyzed from the perspective of the 
problems of the present. 
Step 5: Establishment of the Specific Relevance of Islam to the Disciplines. This 
relevance, al-Faruqi asserts, can be established by posing three questions and 
find their answers: (1) what was the contribution of the Islamic legacy to the 
whole range of issues envisaged by the modern discipline, (2) how the 
contribution of the Islamic legacy to the discipline contrasts with the 
achievement of the discipline, and (3) given the issues in which the Islamic 
legacy has given nothing, in which direction may Muslim effort be exerted in 
order to fill the discrepancy, to formulate the problem and enlarge the vision 
(Al-Faruqi, 1983: 53). 
Step 6: Critical Assessment of the Modern Discipline. Once the relevance of 
Islam to each discipline has been made, it should be assessed and analyzed from 
the standpoint of Islam. 
Step 7: Critical Assessment of the Islamic Legacy. Similarly, Islamic legacy‘s 
contribution in each field of human activity must be analyzed and its 
contemporary relevance discovered. 
Step 8: Survey of the Ummah‟s Major Problems. A systematic study must be 
made on the political, social, economic, intellectual, cultural, moral and spiritual 
problems of the Muslim people. 
Step 9: Survey of the Problems of Humankind. A similar study, this time 
concentrating on the whole of humanity, should also be made. 
                                                 
351 Masudul Alam Choudhury is Professor of Economics, University College of 
Cape Town, Nova Scotia, Canada. 
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Step 10: Creative Analysis and Syntheses. At this stage, Muslim scholars 
would be ready to synthesize the Islamic legacy and modern disciplines and to 
―bridge over the gap of centuries of non-development‖. From here on the 
legacy of Islamic learning would ―become continuous with the modern 
achievements and start to move the frontiers of knowledge to more distant 
horizons than the modern disciplines have envisaged‖. 
Step 11: Recasting the Disciplines under the Framework of Islam: the University 
Textbook. Once equivalence between Islamic legacy and modern disciplines has 
been achieved, university textbooks should be written to recast modern 
disciplines into Islamic moulds. 
Step 12: Dissemination of Islamized Knowledge. The intellectual work 
produced from the previous steps should be used to awaken, enlighten and 
enrich the humankind (Al-Faruqi, 1983: 50-60; Al-Faruqi, 1998: 54-62). Al-
Faruqi (1988: 62) suggested that the product of this work-plan be presented to 
the universities in the Muslim world to be adopted as required readings of 
instruction. In addition to this work-plan, he also recommended holding 
conferences and seminars as well as workshop as other necessary aids to the 
Islamization of knowledge. 
Al-Faruqi‘s work-plan for the Islamization of knowledge has received 
considerable support. In the United States, it has led to the establishment of the 
International Institute of Islamic Thought (IIIT) in Washington, D.C., devoted 
exclusively to implementing the twelve-step program. Sardar gave credit to al-
Faruqi for his vision to conceive and carry out such an ambitious program. 
Unfortunately, however, for Sardar, al-Faruqi‘s program for the Islamization of 
knowledge is ―fundamentally flawed and somewhat naive‖ (Sardar, 1989: 98).  
Sardar compared it with the notion of Islamization of knowledge proposed by 
Jaafar Sheikh Idris and for him Idris‘ program is better. 
  
Criticism to Al-Faruqi‟s work-plan 
Al-Faruqi was criticized by some scholars for not providing an analysis 
of secularism or the process of secularism as it evolved in the West in his 
Islamization of Knowledge. Yasien Mohamed352, for instance, states that it is the 
secular elements in the discipline which make it un-Islamic. Without an analysis 
of secularism how can one de-secularize the modern disciplines and then to 
Islamize them. It is impossible to combat the secularism unless it is first clear 
what the secularism is  (Mohamed, 1991: 26, al-Attas, 1993, Nasr, 1981). 
Mohamed questioned whether the sequence of steps posited by al-
Faruqi‘s work plan is warranted (Mohamed, 1994: 282-294). In his work-plan, 
as shown in the schema above, al-Faruqi made mastery of the modern 
discipline the first step, whereas mastery of the Islamic legacy was placed only 
in step 3 and 4, and this is attained by the help of traditional scholars who have 
to prepare the anthologies from the Islamic legacy. Al-Faruqi holds that the 
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traditional scholars, because of their ignorance of the modern disciplines, are 
not able to establish ―the relevance of the [Islamic] legacy to the modern 
disciplines.‖ Therefore, it becomes the responsibility of the Western trained 
Muslim scholar to familiarize the traditional scholar with the modern discipline 
(Al-Faruqi, 1983: 51). Hence, his first step for the Islamization of knowledge is 
mastery of the modern discipline. 
Most probably, when making the logical order of his work-plan al-Faruqi 
was influenced by his own background. He addressed himself to Muslim 
scholars who were trained in Western social sciences, such as modern educated 
Muslim professionals in the Association of Muslim Social Scientists (AMSS) 
(Mohamed, 1993b: 28). If this was the case, al-Faruqi have then ignored the fact 
that social scientists who already have a mastery of at least one social science 
discipline are inclined to bring their naturalistic bias to bear upon their analysis 
of the Islamic legacy (Mohamed, 1993b:34). 
The first step of his work-plan, as Mohamed suggests, should have been 
mastery of the Islamic legacy, and then mastery of the modern discipline in the 
light of the Islamic viewpoint to see what relevance the modern discipline has 
for the Islamic discipline. In responding to modern knowledge Muslim must 
make the Qur‘an and the Islamic legacy their point of departure. Therefore, to 
begin with the modern disciplines, as suggested by al-Faruqi, without 
questioning their underlying philosophical assumptions, is to be content with 
―half measures‖ (Mohamed, 1993b:34). 
Al-Faruqi placed the main task of Islamization of knowledge (step 6-11) 
in the hands of the modern scholar who will critically assess the modern 
discipline (step 6) and the Islamic legacy (step 7). It is also the task of the 
modern scholar to make a creative analysis and synthesis (step 10). The task of 
assessing the contribution of the Islamic legacy in each field of human activity 
must therefore fall upon the shoulders of the experts in that field. Certainly, 
they should be assisted by the experts in the Islamic legacy in order to 
guarantee that their understanding of that field is correct (Al-Faruqi, 1983:55). 
Al-Faruqi regards the modern scholars as being trained in scholarly research, 
able to analyze, criticize and initiate alternative paradigms in a language which is 
understandable to the modern mind. Such a training is important in order to 
make a creative synthesis. The traditional scholar, however, does not have such 
training.  
Fazlur Rahman353, however, had a different perspective in this matter. 
According to Rahman, reconstructing disciplines of Islamic legacy is an 
important step to be taken and the traditionalists have a significant role to play 
for this task. ―[I]t is the upholders of Islamic learning who have to bear the 
primary responsibility of Islamizing secular knowledge by their creative 
intellectual efforts‖ (Rahman, 1982: 130). Thus, for Rahman, a mastery of the 
Islamic legacy is a prerequisite in the process of Islamization of knowledge. On 
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the contrary, al-Faruqi considers the traditionalist scholars play only a subsidiary 
role: preparing the Islamic anthologies for the modern scholars (step 4 of his 
work-plan). 
In Rahman‘s (1982) view, work-plan proposed by al-Faruqi is no more 
than just building bridge that does not move towards genuine integration. 
Genuine integration can only come about if there first comes into being ―first 
class minds who can interpret the old in terms of the new as regards substance 
and turn the new in service of the old as regards ideals.‖ Certainly, this must be 
followed by the writing of Islamic textbooks on every discipline (Rahman, 
1982:139). 
Al-Faruqi places the assessment of the modern discipline at step 6 and 
the Islamic legacy at step 7. He does not make the assessment of the Islamic 
legacy a prerequisite for the evaluation of the modern disciplines. Rahman 
suggests that a Muslim must first criticize the Islamic legacy in the light of the 
Qur‘an, because the Qur‘an is the only criterion to judge, and only afterwards 
will a Muslim be able to examine the modern disciplines. Rahman emphasizes 
that one can criticize Muslim thinkers of the Islamic legacy as one also can 
criticize the assumptions of Western thinkers which appear incompatible with 
the principles of Islam. In order to provide a critical response to modernity a 
Muslim should precede a critique of the Islamic tradition. Afterwards, one can 
examine the Western tradition and study critically the body of knowledge 
created by modernity (Rahman, 1992: 72). Thus, Rahman‘s approach is the 
reverse of that of al-Faruqi. 
It goes without saying that al-Faruqi wants to ―Islamize‖ Western social 
science: economics, political science, sociology, psychology and anthropology, 
for he believes that these disciplines are Eurocentric and promote the Western 
notions of nation-state and ethnic identity. For Sardar however, such a notion 
is not quite correct. Sardar views that while the world may be structured 
according to how Western social sciences perceive the human reality, it is not 
developed by them. Rather, it is science and technology that maintains the 
social, economic and political structures of the world. Scientific and 
technological knowledge are the prime tools of Western epistemological 
imperialism. For these reasons Sardar suggests that it is the epistemology of 
Western science that has created the modern world which must be tackled by 
any program on the Islamization of knowledge (Sardar, 1985: 100). 
Sardar regards the notion of Islamization of disciplines, as proposed by 
al-Faruqi as fundamentally suspect, since it assumes the disciplines as a given 
reality, from which one must start and infuse Islamic elements into them. By 
doing so one has accepted the ―conventions, theoretical constructs, 
methodologies and analytical tools‖ of Western disciplines. Consequently, 
Islamized disciplines will accept a de facto position of minority sub-disciplines 
(Sardar, 1989: 47). Contrary to what al-Faruqi may have believed, Sardar 
maintains that disciplines are not ―made in heaven‖. Disciplines are born within 
the matrix of a particular world-view and subordinated to that world-view. 
Sardar writes: 




Disciplines do not have an autonomous existence of their own: they 
develop within a particular historical and cultural milieu and only have meaning 
within the world-view of their origin and evolution. The division of knowledge 
into various disciplines as we find today is a particular manifestation of how the 
Western world-view perceives reality and how the Western civilization sees its 
problems. For example, the discipline of Orientalism evolved because Western 
civilization perceived Islam as a ―problem‖ to be studied, analyzed and 
controlled (Sardar, 1985: 101). 
To accept the disciplinary divisions of knowledge as they exist in 
Western epistemology is to make the world-view of Islam subordinate to the 
Western civilization. Certainly, the subordination of Islam to the Western 
civilization is not what al-Faruqi wants to achieve. However, when al-Faruqi 
asserts that one of the objectives of his program of Islamization of knowledge 
is ―to establish the specific relevance of Islam to each area of modern 
knowledge‖, it seems, as Sardar notices, that he is putting the cart before the 
horse. ―It is not Islam that needs to be made relevant to modern knowledge; it 
is modern knowledge that needs to be made relevant to Islam. Islam is a priori 
relevant for all times‖ (Sardar, 1985: 101). Sardar then suggests the whole 
process of Islamization of knowledge starts from given concepts and basic 
axioms of the worldview of Islam, and not from given disciplines (Sardar, 1989: 
47).  
Criticism to al-Faruqi also came from S. Parves Manzoor354. Manzoor 
attacks the linear and mechanistic nature of al-Faruqi‘s work-plan for the 
Islamization of knowledge. Considering al-Faruqi as has no awareness of the 
modern debate on the sociology of knowledge Manzoor writes: 
[T]he interrelationship between worldview, disciplines and teleology is 
also not given due attention in his Islamization [of knowledge] plan.[…] To call 
for Islamization of secularized disciplines is indeed to be content with half- 
measures. Islamizing disciplines that are infused with a materialistic metaphysics 
and secularistic ethics, is tantamount to plastic surgery, a cosmetic 
epistemological face-lift and nothing more. If it may accomplish anything at all, 
it would be the perpetuation of the dichotomy of secular and Islamic 
knowledge. Moreover, even at the practical level, the task of Islamizing so many 
disciplines, especially if one follows al-Faruqi‘s comprehensive scheme in its 
execution, is such an onerous and time consuming task that, best possible 
intentions on the part of a few intellectuals to the contrary, it is hardly likely to 
arrive at anything beyond a few half baked monographs (Quoted in Sardar, 
1989:51). 
It might also be worth noting here that opponents to the Islamization of 
knowledge often argued that all knowledge belongs to God. For example, the 
Laws of Relativity were not created by Einstein but merely discovered by him. 
The Laws existed right from the emergence of the universe. Likewise, Newton‘s 
Laws of Gravitation were not created by him: he only discovered it through his 
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research. Problems might appear if the knowledge is used to create a certain 
technology. In other words, it is the technology, not the knowledge, which 
must be Islamized.  Moreover, all knowledge is basically Islamic as is said in the 
Qur‘an (16: 48-50).355  Therefore, it is wrong to launch the Islamization of 
knowledge but it should be a campaign for the Islamization of technology 
(Uddin, 1993: 15).  
According to Sardar (1989), al-Faruqi‘s plan has cast the discourse on 
Islamization of knowledge strictly within the boundaries of Western logical 
positivist thought.  Sardar questions al-Faruqi‘s plan that needs to be justified in 
scientific terms, whereas the issues of the normative and value-laden nature of 
social science remains settled. 
Being believed that modern disciplines have been born within the matrix 
of a particular worldview, hierarchically subordinated to that worldview and 
only have meaning within the worldview of their origins and culture of their 
evolution, Sardar  asserts, ―the task of Muslim social scientists is thus not to 
Islamize disciplines of Western social sciences, but to evolve disciplines 
relevant to the worldview of Islam and geared to fulfilling the needs of Muslim 
societies and culture‖ (1989: 52).  
 
Perspective of other Muslim scholars on Islamization of knowledge 
Let us now look at perspective of other scholars who have also been 
engaged in the Islamization of knowledge discussions. Since the Islamization of 
knowledge enterprise is not the monopoly of the IIIT scholars, it is instructive 
to compare al-Faruqi‘s viewpoints in this matter with that of another scholar 
who claimed to had nothing to do with the IIIT, namely Syed Muhammad 
Naquib al-Attas. It seems that al-Faruqi‘s concept differs from that of al-Attas. 
In his conception of Islamizing branches of knowledge, al-Attas suggested to 
first isolate and remove the foreign or secular elements from every branch of 
knowledge and afterwards imbue Islamic elements and key concepts in it (Al-
Attas, 1991:43). Meanwhile, al-Faruqi seems to ignore this aspect, he does not 
even present in his discussion what the secular elements are. Al-Faruqi‘s notion 
of the Islamization of knowledge is addressed to the acquired sciences 
(humanities, social and natural sciences), as opposed to the revealed sciences. 
This opinion is shared by al-Attas.356  
                                                 
355 The translation of these verses is as follows: ―Do they not look at Allah‘s 
creation. Among things, how their shadows turn round, from the right and the left, 
prostrating themselves to Allah, and that in the humblest manner? And to Allah doth 
prostrate all that is in the heavens and on earth, whether moving creatures or the 
angels: for none are arrogant (before their Lord). They all fear their Lord, High above 
them, and they do all that they are commanded.‖ See The Holy Qur‘an: English 
Translation of the meanings and commentary, The Presidency of Islamic Research, 
IFTA, Call and Guidance, King Fahd Holy Qur‘an Printing Complex, Madinah al-
Munawwarah, 1411 H., pp.745-746  
356 According to al-Attas, the acquired sciences which he refers to as ―the rational, 
intellectual, and philosophical sciences‖ must be Islamized. He says that ―each branch 




Al-‗Alwani, another key figure, also presented his viewpoints on the 
Islamization of knowledge. He examined the present state of thought of the 
Muslim people, the present state of knowledge, the present state of Muslim 
education, and the present civilizational state of the Ummah before he came to 
the opinion to propose an Islamic alternative thought, and to propound the 
idea of Islamization of knowledge in particular. In general, al-‗Alwani was not 
satisfied with the condition of the Muslims in the fields mentioned above (al-
‗Alwani, 1989a, 1989b). Then, he promoted the Islamic alternative thought by 
revising Muslim thought as a whole and re-evaluating its methods (1989b: 5).  
Now, what is Islamization of knowledge for al-‗Alwani, and why is it 
necessary? First of all, it should be made clear that al-‗Alwani identified people 
concerned with the issue of Islamization of knowledge as a school of thought, 
―the Islamization of Knowledge school‖. Most probably, what he meant by this 
school were scholars in the IIIT. He emphasized that the idea of Islamization 
of knowledge should be understood as ―an intellectual and methodological 
outlook rather than as an academic field, a specialization, an ideology, or a new 
sect‖ (Al-‗Alwani, 1995: 81). Al-‗Alwani aimed at assuring skeptics that the 
Islamization of knowledge movement was an epistemological or 
methodological discourse, and not an ideological one (Tibi, 1995: 1-24).357 
What kind of civilization was going to be achieved by projecting the 
Islamization of knowledge enterprise? It seems from al-‗Alwani‘s conception 
that reformation of the Muslims‘ thought, including re-assessment of their 
understanding of knowledge should lead towards an Islamic concept of 
civilization which would ―enable the Muslim to work seriously toward building 
the Ummah and achieving its goals and objective‖ (Al-‗Alwani, 1989b: 6). From 
this, it can be inferred that the Islamization of knowledge endeavor was 
designed to build an Islamic civilization, as an opposition to the secular modern 
civilization. 
AbuSulayman, another key figure of the IIIT, is also a strong advocate to 
the Islamization of knowledge undertaking. He contended that the current 
decadence and backwardness of the Muslim ummah was caused fundamentally 
by the crisis of thought in the Muslim world (1995b: 13). He believed that 
knowledge is the basic cause of progress and development of the Ummah. 
AbuSulayman opined that in its beginning the ummah was built up on the basis 
of knowledge acquired through proper sources: Divine revelation and active 
reason (AbuSulayman, 1985c). Thus, like al-Faruqi and al-‗Alwani, 
AbuSulayman strongly contended that revelation is a legitimate source of 
                                                                                                                   
must be imbued with Islamic elements and key concepts after the foreign elements and 
key concepts have been isolated from its every branch.‖ Al-Attas 1991: 43. See also al-
Attas 1993:164. 
357 Probably al-‗Alwani‘s statement is to respond other scholars such as Bassam 
Tibi. Tibi is one of those of the opinion that Islamization of knowledge project is a part 
of fundamentalist movement. 
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knowledge. This contention seems to oppose the modern Western methods 
which do not recognize revelation as source of knowledge.  
Safi is also concerned with the issue of the Islamization of knowledge. In 
his The Foundation of Knowledge (Safi, 1996), he examined research methods and 
methodological approaches related to mainstream scholarship, both in the 
classical Muslim and modern Western scientific traditions. According to him, 
both methods contained inadequacies. Western methods are, on one hand, 
useful in analyzing social interaction, but they present Muslim intellectuals with 
a serious problem, because they do not recognize Revelation as a proper source 
of scientific knowledge. On the other hand, classical Muslim methods are, for 
Safi, concerned more with understanding the Divine text, but show little 
interest in studying social actions which do not fit into the revealed norms. 
 Safi gave credit to al-Faruqi who had introduced an ―Islamic 
methodology‖ in his monograph Islamization of Knowledge. However, Safi 
criticized al-Faruqi‘s work-plan which consisted of twelve steps for achieving 
the objective of ―Islamization‖. For Safi, al-Faruqi‘s work-plan was ―lucid and 
thorough‖ on the level of theoretical requirements, but it was ―exceedingly 
complicated‖ on the level of practical implementation. The plan was regarded 
by Safi as ignoring two practical considerations: logistical and psychological. In 
Safi‘s (1996) view, if one was to follow al-Faruqi‘s twelve steps as literally 
successive steps it meant that one step must be completed before the next step 
is taken. 
Safi contended that the time frame for completing the task of 
Islamization would be delayed into infinity if a large scientific Islamic 
community interested in and trained to undertake the ―Islamization of 
knowledge‖ did not exist. He added that the task would become more 
burdensome since the practical motivation which determined the project was 
placed at the end of the steps. Safi regarded the psychological drive to practice 
the project was fixed in step 5 and 11 of al-Faruqi‘s work-plan, ―establishing the 
relevance of Islam to the discipline‖, and ―producing university textbooks‖ 
respectively. Unfortunately, they were put at the middle and end of the chain of 
steps in al-Faruqi‘s work-plan (Safi, 1996:8).  
After criticizing al-Faruqi‘s work-plan Safi proposed his schema which is 
simpler than that of al-Faruqi. It consisted of two steps: ―mastery of substantive 
knowledge‖ and ―mastery of methodological knowledge.‖ He claimed that his 
diagram ―brings into sharp focus the crucial role played by methodology in the 
project of Islamization of knowledge. It shows that the production of an 
Islamized knowledge is contingent of the emergence of Islamic methods‖ (Safi, 
1996:9). Thus, although disagreeing with al-Faruqi in some points on strategies 
of executing the task of Islamization of knowledge, Safi, basically agreed with 
him in terms of developing an Islamic methodology and in the undertaking of 
the Islamization of knowledge project. The difference is only concerned the 
strategy to materialize it. 
Not only was Safi concerned with and supported the notion of 
Islamization of knowledge in the context of building a new paradigm but also 




presented a discussion on a specific discipline, i.e. psychology. He highlighted 
the problem of what he called ―modern secular psychology‖ (Safi, 1998: 117-
125). In his opinion modern psychology with its antireligious origins depended 
only on a limited ontology of human nature which excludes human volition as 
well as its transcendental and unchanging elements. Safi tended to perceive that 
modern psychology, just like other disciplines of the social sciences, isolated 
psychological phenomena from their transcendental roots (Safi, 1998:118.). He 
pointed out that by rejecting the fact that the ―mental world is the 
manifestation of a transcendental mind, mainstream Western psychology gave 
rise to a deterministic conception of man in which the ideas of ‗human will‘ and 
‗individual responsibility‘ are negated‖ (Safi, 1998:119). After analyzing Freud‘s 
metaphysical assumptions and Skinner‗s conception of human nature Safi 
disagreed with both Freud‘s psychoanalysis and Skinner‘s behavioralism, which, 
for him, had substituted a concept of human nature that emphasizes human 
volition with one in which ―human behavior seems to be affected by 
uncontrollable forces from within and from without‖ (Safi, 1998:120-121). 
Abul-Fadl, another Muslim scholar, linked the ―Islamization‖ process 
which began in the mid-seventies with the emergence of awareness of the 
Islamic cultural identity among the Muslim ummah worldwide. Abul-Fadl 
(1988) regarded this process as a wide-ranging cultural movement which 
wanted to improve the energy of the Muslim community by the recovering of 
its heritage. She shared with other IIIT scholars that the Muslim ummah today 
suffered from intellectual inertia. To recover the ummah from the state of 
malaise she offered the tawhidi paradigm of knowledge through Islamization. 
She regarded Islamization as constituting the ―process of reforming and 
revitalizing the current underlying structures of thought and perception by 
means of their exposure to a radical critique in the light of an integrated set of 
cognitive, affective, and symbolic values derived from the Islamic Tradition‖ 
(Abul-Fadl, 1988:165).  
Jaafar Sheikh Idris358 can be considered as one of the strongest 
proponents of the Islamization of knowledge undertaking. According to Sardar, 
he was the first Muslim scholar to attack the cultural bias of Western social 
sciences at the annual convention of the Association of Muslim Social Scientists 
(AMSS) in June 1975 (Sardar, 1989: 29).359 At this meeting Idris articulated that 
Western science was based on a ―faulty ideology‖, and that science is not a 
merely a method, and a body of facts, but also an ideology which delineates 
scientific boundaries, and determines the nature of its theories of explanation 
and even its usage. For these reasons Idris urged Muslim scholars to bring the 
                                                 
358 When writing an article on ―the Islamization of the sciences‖ published by AJISS 
in 1987 Jaafar Sheikh Idris was a professor of ‗Aqidah School of Usul al-Din Islamic 
University of Imam Muhammad Ibn Saud, Saudi Arabia. Originally he is from Sudan. 
359 Information on the date and place of this conference, however, was not 
provided by Sardar. 
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perspective of Islam within their academic domains and work towards the 
evolution of Islamic social sciences (Sardar, 1989: 29-30). 
Then, at another meeting of Muslim intellectuals and academics, Idris 
was said to have argued that the efforts of Muslim academics and professional 
social and natural scientists should be geared towards a specific goal, 
Islamization. Idris defined the process of Islamization as ―organized and 
gradual effort which will culminate in the realization of an (Islamic) society‖ 
(Sardar, 1989: 30). However, Idris was criticized by Daud as not deeply 
―preoccupied with the more fundamental and difficult challenges of 
Islamization of modern sciences and knowledge,‖ because what Idris has 
defined as Islamization is, in Daud‘s view, no more than a ―socio-political 
program.‖ Daud‘s analyzing of Idris is based on his (Idris‘) statement in his 
work The Process of Islamization, delivered in August 1975 at the 13th Annual 
Convention of the Muslim Student Association (MSA) of the United States and 
Canada that says: 
The aim of the Islamic movement is to bring about somewhere in the 
world a new society wholeheartedly committed to the teachings of Islam in 
their totality and striving to abide by those teachings in its government, its 
political, economic and social organization, its relation with other states, its 
educational system and its moral values and all other aspects of its way of life. 
Our organized and gradual effort which shall culminate in the realization of that 
society is the process of Islamization (Daud, 1998: 406).  
 
Idris was criticized by Daud for not explaining how to create such a 
movement and such a society, and for not elaborating on the guiding ideas of 
the movement and society (Daud, 1998:406). This criticism of Daud was 
refuted in Idris‘s article in AJISS in 1987.360 
Idris maintained that what people call knowledge today is ―knowledge 
within the framework of the atheistic materialistic philosophy now prevailing in 
the West.‖ He believed that these philosophical frameworks could influence the 
Muslims‘ concept of truth, of evidence and of facts as well as influence on the 
choosing of priorities etc. In his opinion, this materialistic philosophy was 
based on false assumptions. Therefore, he propagated to replace it by an 
Islamic world-view (Idris, 1987:202). For these reasons, then, Idris desired to 
Islamize knowledge by two ways: ―(a) resting it on the solid foundations of 
                                                 
360 See Jaafar Sheikh Idris, 1987, ―The Islamization Of The Science: Its Philosophy 
And Methodology‖, AJISS, 4:2, pp. 201-208. Listen also to his lecture on ―the 
Islamization of science‖, Audio CD, ―Islamization of Science‖ produced by the Center 
of Islamic Information and Education, JSI-7, Copyright 2002. I bought this copy of 
audio CD by Jaafar Sheikh Idris in the ADAMS center after Friday prayer occasion in 
June 2004. I was lucky because this copy was the last one left at that occasion. In this 
lecture Idris explained that the modern sciences are constructed in secular world-view, 
and, therefore, according to him, the Muslims should be critical to their formula. He 
also viewed the need to Islamize the modern sciences. 




Islam, and thus widen its scope, purge it of falsehoods masquerading as truths, 
discover new facts and see old ones in the light of the new world-view,‖ and 
―(b) abiding by Islamic values in our search for it, in our choice of field 
research, in our priorities, and in the use we make of it.‖ Idris declared that 
Islamized knowledge was not tinted with prejudice that happened to be called 
Islamic. Rather, it was knowledge conducive to man‘s material as well as 
spiritual development (Idris, 1987:202). Idris proposed a program of eleven 
steps to materialize the Islamization of sciences (Idris, 1987: 205-108). The 
program, as summarized by Sardar, includes ―accepting all rationally and 
empirically discovered facts; adding in various fields and relevant places facts 
stated in the Qur‘an and sunnah; researching Qur‘anic and sunnah laws under 
which these facts can be explained, as well as developing new theories; stripping 
off ‗non-Islamic philosophical assumptions and statements of Western 
scientists‘; and placing all these facts, laws and theories in an Islamic 
framework.‖ It is argued that this program will enable Muslims to see a new 
light and infer new facts which otherwise would have no relevance within the 
current Western materialistic framework (Sardar, 1989. p. 35). 
The steps propounded by Idris were somewhat different from the steps 
proposed by al-Faruqi. According to Sardar, Idris‘ plan is much simpler and 
intellectually manageable than the one proposed by al-Faruqi. However, there 
are some shortcomings in it because how the all gathered facts and theories 
should be put within an Islamic framework was not explained by Idris (Sardar, 
1989: 36). 
Another Muslim scholar, Akbar S. Ahmed, examined the discipline of 
Anthropology. When writing his article ―Toward Islamic Anthropology‖ 
published by AJISS in 1986, Ahmed admitted that it was a speculative study 
and concerned a difficult and complex subject. According to Ahmed, this task 
was made more difficult because it defended a metaphysical position, served a 
moral cause and advanced an ideological argument (1986: 181). Ahmed defined 
Islamic anthropology as ―the study of Muslim groups by scholars committed to 
the universalistic principles of Islam, humanity, knowledge, and respectful 
tolerance, and relating micro village tribal studies in particular to the large 
historical and ideological frames of Islam. Islam here is understood not as 
theology but sociology.‖ Thus, the definition, as Ahmed pointed out, does not 
exclude non-Muslims (1986: 217). Merryl Wyn Davies,361 however, rejects the 
notion of ―Islamic anthropology‖. She proposes what she calls ilm al-umran, as a 
discipline which studies both Muslim and non-Muslim societies (Sardar, 1989: 
49).  
In his recommendations Ahmed noticed that Muslims couldn‘t discharge 
Western scholarship. If Muslims are to object to such scholarship, Ahmed 
added, they could do so only by creating their own scholarship rather than by 
                                                 
361 Merryl Wyn Davies is one of Ijmali thinkers. Ijmali is a group of independent 
scholars and thinkers who have championed a future oriented critique of contemporary 
Muslim thought. For further details on the Ijmali see Leif Stenberg, 1996:41.  
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berating Western scholarship (Ahmed, 1986: 227). He also opined that a great 
store of anthropology existed in the writing of the classical Muslim scholars 







Opposition to the notion of Islamization of knowledge 
Fazlur Rahman362 seems to have different opinion in this matter. He 
seems to be pessimistic with the Islamization of knowledge undertaking. 
Although he believed that the modern world has been structured upon 
knowledge which cannot be considered Islamic he viewed that there is nothing 
wrong with knowledge except that it has been misused (Rahman, 1988: 4). In 
his conclusion, Rahman expressed his opposition to the notion of ―making 
maps and charts of how to go about creating Islamic knowledge.‖ Most 
probably this comment was addressed as a response to al-Faruqi‘s work-plan 
for the Islamization of knowledge. Instead, Rahman offered the Muslims to 
invest their time, energy and money in the creation of minds to create thinkers 
who have the capacity to think constructively and positively (Rahman, 1988: 10-
11).  
In reality, however, the notion of the Islamization of knowledge has 
generated a strong opposition. Disagreement to the Islamization of knowledge 
program comes from both Muslim scholars having the social sciences 
background and those with the natural sciences background. Bassam Tibi363, 
who is trained in political science and sociology, for instance, can be singled 
out. Tibi interprets the Islamization of knowledge program as a form of 
indigenization, integrally linked to the cultural strategy of Islamic 
fundamentalism. Tibi states that ―the ‗Islamization of knowledge‘ is a basic 
formula in this fundamentalist agenda.‖ He describes it as the ―revolt against 
the West.‖ This revolt is not merely against Western domination as was the case 
during the decolonization period but the revolt is directed against Western 
norm and values as such. Tibi understands the Islamization of knowledge as a 
―battle against unbelief.‖ It is thought of as a de-westernization, a reassertion of 
the local against the global knowledge and the invading civilization related to it 
(1995: 2, 15, 18).  
                                                 
362 Fazlur Rahman (1919 - 1988) was a well-known scholar of Islam. He got his 
Ph.D. degree from Oxford University where he wrote a dissertation on Ibnu Sina. 
Afterwards, he began a teaching career, first at Durham University, and then at McGill 
University until 1961. He moved to the University of Chicago in 1969. 
363 Bassam Tibi (Syirian-German, born, 1944) is Professor of International Relations 
at the Center for International Affairs, the University of Gottingen. His latest 
publications include The Challenge of Fundamentalism (California University Press, 2002). 




Rejection to the call for the Islamization of knowledge to create an 
Islamized science also comes from Muslim scholars of the natural sciences 
background like, for instance, Abdus Salam364 and Perves Hoodbhoy.365 Salam 
contends that ―[t]here is only one universal science, its problems and modalities 
are international and there is no such thing as Islamic science just as there is no 
Hindu science, no Jewish science, no Confucian science, nor Christian science.‖ 
According to Salam, attempts of Muslim intellectuals for calling for a religiously 
―Islamic science‖ as a great disservice to science in Muslim countries. He shares 
Hoodbhoy‘s contention that Islamic science, as set out by the late President Zia 
of Pakistan, was a fraud and that its practitioners should be ashamed of what 
they have produced in the name of science (Salam, 1992: ix).  
Like Salam, Hoodbhoy rejects any effort to establish Islamic science. In 
his opinion, an Islamic science of the physical world is impossible. Any attempt 
to create this kind of science is seen as wasting energy and will only dishonor 
the religion of Islam. He shares Sayid Ahmad Khan, who argued that the 
purpose of religion is to improve morality rather than specify scientific facts 
(1992: 76). Hoodbhoy (1992: 76-80) views that it is pointless to create a new 
physical science based on religious principle. To support his standpoint he puts 
forward three arguments. (1) Islamic science does not exist. (2) Specifying a set 
of moral and theological principles does not permit one to build a new science 
from scratch. (3) There has never existed, and still does not exist, a definition of 
Islamic science, which is acceptable to all Muslims.  
All opponents of the Islamization of knowledge agree that science which 
is the study of fact, is objective, independent of peoples, cultures or religions, 
and must be separated from values. Al-Faruqi himself as the main advocate of 
the Islamization of knowledge movement was not unaware that there would be 
opposition from other Muslim scholars to such an endeavor. He wrote, 
―[T]here are hundreds of thousands of M.A.‘s and Ph.D.‘s, but few among 
them are those who are even aware of the problem of Islamizing the 
disciplines; and legions are those whose brain-washing by the West has been so 




A paradoxical situation still appears in this matter at the present time. 
There is a growing understanding of the concept of Islamic science, on the one 
hand, and there is a conundrum with regard to executing the concept, on the 
other. In other words, Muslim intellectuals have been trapped in what Adi Setia 
(2007) called ‗operational impasse‘. This deadlock is caused by several reasons, one 
of which is that  the foremost writers on Islamic science (or on the Islamization 
of science) have not engaged closely with the detailed, empirical aspects of the 
                                                 
364 Professor Abdus Salam (Pakistan, 1926 – 1996) is a Nobel Laureate in Physics 
(1979). 
365 Perves Amirali Hoodbhoy (Pakistan, born, 1950) is Professor of Nuclear 
Physics, at Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan. 
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various disciplines of modern science as they are presently taught and practiced 
by Muslim scientists the world over. 
To make it clear, in the Muslim world, authors such as Attas, Nasr and 
Bakar have written and argued against the Darwinian theory of evolution from 
the view point of  philosophy and metaphysics, but they have not offered yet ―a 
concomitant positive counter-theory that is both conceptually and empirically 
rich enough to account for the same observed biological phenomena ostensibly 
accounted for by the mainstream evolutionary theory‖ (Setia, 2007: 25). In this 
regard, a counter empirical theory is needed. Thus, what is needed now in the 
Muslim world is reconstruction of Islamic science. Reconstruction and 
reformulation of Islamic science is intended and projected to replace the 
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Abstract:    Collagen is a kind of proteins which is generally used in various fields such as 
food, cosmetics, and medical. Collagen which was commercialized in the 
market is derived from skin and bones of land-based mammalian. While it 
was being reported that there were many diseases spread by them in the last 
few years. Besides that, pigs are forbidden to be consumed by moslem since 
Islam teaches them to consume halal food as what being stated in QS. Al-
Baqarah 168-173 and QS. Al-An'am 145. Marine organism has a 
potential to be used as an alternative source of halal collagen. One of them is 
sea cucumber. Sea cucumber Stichopus sp has a great potential as a source of 
collagen. Therefore, the purpose of this study was to explore the sea cucumber 
S. variegatus as a source of halal collagen with acid extraction method. The 
extraction of collagen produced yield of 16.40%. Characterization of collagen 
showed that the major components of amino acid were glycine, glutamic acid, 
proline, and alanine with molecular weight was 130.33 kDa. Collagen from 
sea cucumber S. variegatus had similar characteristics to commercial collagen 
so its collagen can be used as an alternative source of halal collagen.  
Keywords:  Collagen, Halal, Sea Cucumber  
 
Introduction 
Collagen is a kind of connective tissue protein in the form of fiber which 
constructs one third parts of the vertebrate body and becomes the main 
component of teeth, muscle, bone, and skin layer. Collagen has an unique 
structure for triple helix-shaped primary structure which means 3 polypeptide 
chains spiral Gly-X-Y where X and Y are usually composed of proline or 
alanine. (Kucharz 1992). Collagen also has an unusual amino acid, namely 
hydroxyproline and hydroxylysine, both formed by the hydroxylation process. 
Collagen divided into 28 types, but  90% of them are I, II, III, and IV types 
(Friess 1998). 
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Collagen is widely used in various fields such as food, cosmetics, 
pharmaceutical and medical. The nature characteristics of collagen are 
biodegradable, biocompatible and high antigenicity so that collagen is often 
chosen as raw material (Liu et al 2012). Collagen that had been commercializing 
in the market is collagen derived from skin and bones of land-based 
mammalian such as pig skin (46%), beef bones (23%), and chicken. While it 
was being reported that there were many diseases spread by land-based 
mammalian in the last few years such as mad cow disease and avian flu 
(Gomez-Guillen et al 2009). 
Islam teaches moslem to consume halal food which is good for man 
health as Allah said in QS. Al-Baqarah 168 and 173, "O Mankind, eat from 
whatever is on earth (that is) lawfull and good and don‟t follow the footsteps of Satan. Indeed, 
He is to you a clear enemy” (168). “He has only forbidden to you dead animals, blood, the 
flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah. But whoever is forced 
(by necessity), neither desiring (it) nor transgressing (its limit), there is no sin upon him. 
Indeed, Allah is forgiving and merciful” (173).   
Awareness of the importance of halal and healthy food in society is 
increasing in the last few decade. It is proved by the attempts of people to find 
the alternative sources of halal collagen. Accordingly, it is necessary to explore 
source of collagen which more safety instead of collagen from pis, chicken, and 
cow. Marine organism has a great potential to be developed as a source of halal 
collagen, such as fish, shellfish, and sea cucumbers. 
Sea cucumber is one of echinoderm (thorn-skined animals), but not all of 
it has thorns. The thorn is actually a skeleton which is composed of lime 
embedded in the skin (Martoyo et al 2000). Sea cucumber has spherical and 
cylindrical shape with body length about 10-30 cm. Sea cucumber has vary 
color from dark, brown, gray, red, dark green and orange. It movement was 
very slow. It is found in the bottom of the sea with a depth of 1-40 m (Widodo 
2011). There are about 23 species that have been identified in Indonesia 
(Sendih and Gunawan 2006). Sea cucumbers wich has highest economic value 
are from genus Holothuria, Muelleria, and Stichopus. Species from genus of 
Stichopus such as Stichopus vastus, Stichopus cloronotus, Stichopus quadrifascinatus, and 
Stichopus variegatus (Setyastuti and Purwati 2015). 
Recent researches reported that sea cucumber has a great potential to be 
used as a source of collagen, including Stichopus japonicus (Park et al. 2012), 
Stichopus vastus (Abedin et al. 2013), Stichopus monotuberculatos (Zhong et al. 2015), 
and Bohadschia Bivitatta (Siddiqui et al. 2013). Collagen from sea cucumber has 
physicochemical characteristics that resemble to commercial collagen. In 
general, collagen which is extracted from sea cucumber uses PSC (pepsin 
solubilized collagen) method. This method needs pepsin enzyme which is obtained 
from porcine (pig). The using of pepsin enzyme on collagen extraction makes 
the gained collagen not halal although it has been derived from halal sources. 
There are 3 kinds of collagen extraction methods, namely acidic, basic, and 
enzymatic. The exact method of collagen extraction from sea cucumber needs 
to be done so that the product can be stated completely halal, either based on 




the source or the extraction method. Therefore, the purpose of this study was 
to explore the potential of sea cucumber Stichopus variegatus collagen by using 
ASC (acid solubilized collagen) method as a source of halal collagen. 
 
Methods 
Equipments used in this research were tweezer, analytical scale, beaker 
glass, erlenmeyer flask, stirrer, sentrifuge (Beckman coulter, USA), cheese cloth 
filter, freeze dryer (christ alpha 1-2 LD, USA), dyalisis tube (Sigma-Aldrich, USA), 
spatula, HPLC (High Performance Liquid Chromatography), and SDS PAGE (Sodium 
Deodecyl Sulphate Poly-Acrilamide Gel Electrophoresis). While materials used were 
fresh sea cucumber S. variegatus, aquades, EDTA, ethanol, tris-HCl, NaOH, 
CH3COOH, and NaCl.        
Sea cucumbers Stichopus variegatus (average body weight 300 g) were 
purchased from local fisherman in Lampung Province, Indonesia. The fresh 
body wall of S. variegatus were dissected free of adherent tissues with tweezer, 
cut into small pieces and stored in polybag at -20 0C until used. The collagen 
were extracted from body wall of S. variegatus according to the procedures 
described by Park et al (2012) with some modifications. All procedures were 
performed at 4 0C.  A hundred gram of sea cucumbers were homogenized with 
1000 ml of distilled water and stirred slowly for 30 minutes. The water was 
replaced and the extraction in water was repeated once for 1 hour. Then the 
water was replaced with 200 ml of 50% ethanol and stirred slowly for 30 
minutes. Samples were replaced with distilled water and then incubated with 
1000 ml of a disaggregating solution containing 0.1 M Tris-HCl pH 8.0, and 4 
mM ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) overnight. The liquid was 
decanted and replaced with 1000 ml of distilled water, in which the samples 
were stirred slowly for 30 minutes.  
The disaggregated collagen fibrils was collected and treated with 1000 ml 
of 0.1 M NaOH for 48 hour in order to remove non-collagenous materials 
effectively and to minimize the effect of endogenous proteinases on collagen 
fibrils. The residue after alkali extraction was thoroughly rinsed with distilled 
water and then soaked in 1000 ml of 0.5 M acetic acid for 48 hour. The 
suspension was filtered through cheesecloth and then filtrate was precipitated 
using 1 M of NaCl overnight. The filtrate was centrifuged at 10.000g for 60 
minutes and then pellet was dissolved in 0.5 M acetic acid. It was then dialyzed 
in 0.1 M acetate buffer overnight. Buffers should be periodically replaced. The 
pellet was finally lyophilized using a freeze dryer (Christ alpha 1-2 LD, USA). 
Amino acid of collagen which was extracted from S. variegatus was characterized 
by using HPLC instrument while its molecular weight was characterized by 
using SDS-PAGE instruments.  
Findings 
Several procedures of collagen extraction from sea cucumber have been 
attempted in this study, such as procedures which was described by Cui et al. 
(2007), Zhu et al. (2012) and Park et al. (2012). Its procedures referred to a 
previous procedures, which was described by Trotter et al. (1995) and Saito et al. 
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(2002). However, those methods gave less result. Based on the result of 
previous researches, this research used extraction procedures which was 
described by Park et al. (2012) with a some modification. 
The yield of the ASC (Acid Solubilized Collagen) isolated from the body 
wall of S. variegatus was 16.40 % (dry weigh basis). Abedin et al. (2013), Liu et al. 
(2010) and Park et al. (2012) reported that the extracting rate of PSC (Pepsin 
Solubilized Collagen) from the skin and connective tissue of sea cucumber 
Stichopus sp were 21.3%, 20.8%, and 26.6% dry weight basis. It can be stated 
that the yield of collagen by using ASC had slight difference with PSC methods. 
ASC can be extracted by damaging the salt linkages and shift base in cross-link 
structure with weak acid. The covalent cross-links are the main factors that 
affect the solubility of collagen. The solubility of collagen can be significantly 
improved by eliminating nonhelical telopeptides (Zhong et al. 2015). Collagen 
from sea cucumber Stichopus variegatus was shown in Figure 1.  
 
Figure 1:  Collagen of Stichopus variegatus 
 
Table 1 shows the amino acid composition of sea cucumber S. variegatus and its 
comparison with sea cucumber S. japonicus collagen (Saito et al. 2002), calf skin 
collagen (Giraud-Guille et al. 2000), and pig skin collagen (Ikoma et al. 2003). 
The major amino acids of sea cucumber S. variegatus were glycine (169 
residues/1000 residues), glutamic acid (111 residues/1000 residues), proline (67 
residues/1000 residues), and alanine (64 residues/1000 residues), which were 
different from calf skin and pig skin but similar with sea cucumber S. japonicus 
collagen. Liu et al. (2010) have been reported that collagen isolated from sea 
cucumber had higher acidic amino acid contents as compared with land-based 
mammalian collagen such as calf, pig, sheep, and buffalo. Amino acid 









Table 1. Amino Acid Composition of Collagen from Sea Cucumber Stichopus 
variegatus Compared with Sea Cucumber S. Japonicus, calf, and pig skin collagen 
(residues/1000residues) 
















Asp 58 59 45 44 
Thr 37 33 18 16 
Ser 26 44 33 33 
Glu 111 109 75 72 
Pro 67 95 121 123 
Gly 169 325 330 341 
Ala 64 112 119 115 
Cys 0 0 0 0 
Val 18 23 21 22 
Met 0 9 6 6 
Ile 15 21 11 10 
Leu 23 18 23 22 
Tyr 12 5 3 1 
Phe 13 3 3 12 
Lys 10 7 26 27 
His 5 4 5 5 
Arg 66 55 50 48 
Source: 1(This research); 2(Saito et al. 2002);   
              3(Giraud et al. 2000); 4(Ikoma et al. 2003) 
 
The lower contents of amino acid were lysine (10 residues/1000 
residues) and histidine (5 residues/1000 residues). No cysteine was detected. 
The distribution patterns of amino acid composition were closer with collagen 
from calf skin, pig skin and S japonicus which indicates that collagen from S. 
variegatus might be classified as type I collagen. Gomez-Guillen et al (2009) 
stated that the primary structure of type I collagen is characterized as 
containing dominant with continuous repeating of Gly-X-Y sequence. Its 
sequence in α1 chain plays an important role in triple helix formation of 
secondary structure. Glycine is the major amino acid in collagen. In this study, 
the major amino content of collagen from sea cucumber S variegatus was 
consistent with collagen from sea cucumber S japonicus, calf skin and pig skin. 
Figure 2 shows SDS-PAGE pattern of collagen from the body wall of sea 
cucumber S. variegatus that has electrophoretic pattern of type I collagen 
consisting of major component α1 of approximately 130.33 kDa. Based on its 
molecular weight, collagen from S. variegatus showed a similar molecular weight 
to α1 chain of collagen from S. monotuberculatos (137 kDa; Zhong et al. 2015), S. 
japonicus (135 kDa; Cui et al. 2007), P. californicus (138 kDa; Liu et al. 2010), and 
Bohadschia bivitatta (138 kDa; Siddiqui et al. 2013). Previous result suggested that 
the collagen from sea cucumber is type I, consisting of an (α)2β heterotrimer or 
an (α) homotrimer (Saito et al. 2002). The addition of mercaptoethanol did not 
affect the SDS-PAGE pattern, suggesting that there was no molecular species 
with disulphide bonds. Type I collagen usually consists of heterologous α1 and 
α2 chains forming triple helix as (α1)2α2, where β and γ component of higher 
molecular weight are dimer and trimer of α chain, respectively (Cui et al. 2007). 
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Liu et al (2001) pointed that collagen from chicken feet consisted of two type 
collagen, one is type I and another is type II, but the major component is type 
I. All collagen types consisted of three polypeptide chain (α-chains) in close 
association. 
 
Figure 2: SDS-PAGE of collagen from 1. sea cucumber Stichopus variegatus (this 
research); 2. sea cucumber Bohadschia bivitatta (Siddiqui et al 2013); 3. calf skin 
(Zhong et al. 2015); 4. Chicken feet (Liu et al. 2001); M = marker 
 
Discussion 
Collagen and its derivatives are currently the intermediate materials 
which are widely used in various industries both medium and large scale. 
Collagen demand of the world continues to grow year by year. Collagen is most 
widely used in cosmetic and medical fields in Indonesia. However, the supply 
of collagen Indonesia still depends on import nowadays. Domestic production 
can not compete with the global market since the amount of production is not 
sufficient to fulfill the demand collagen. Besides, quality of collagen which was 
extracted in our country is still lower than international standards.  
The main source of collagen which is usually used are from land-based 
mammalian such as calf, pig, and sheep. During the past 10 years, many 
emerging issue of animal diseases happened in Asian sountry, such as madcow 
disease and avian flu which attacks cattle and poultry. Even, collagen from cow 
and chicken is plentifully produced in Indonesia. The number of outstanding 
collagen from pig is also increase gradually. That is why the issue of halal source 
of collagen becomes urgent in society. 
Islam teaches Moslem to be careful in choosing food and beverages. 
Islam recommends to consume food which is lawful and good for health. It is 
stated in QS. Al-Baqarah 168 and 173. It is also re-emphasized in QS. An-Nahl 
115. Halal means the souce and manufacturing process in making food and 
beverages are appropriate with what Islam was taught about. Food which was 
derived from unhealthy source is harmful for man health. A lot of reports 
about disease in land-based mammalian the past decade encourages moslem to 
find halal sources of collagen. 
Indonesia has vast areas of oceans beyond the mainland. Based on that 
fact, the potential of marine resources should be able to meet the needs of 
130 kDa 
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collagen over the country. The exploration of marine resources as a source of 
collagen has been actually researched and developed as from squid, skin, bones, 
and swim bladder of fish. Beside those sources, sea cucumber also has great 
potential to be developed since the production of sea cucumber in Indonesia 
per year reach about 184 thousand tons. Sea cucumber is commonly exported 
in fresh and dried form. The resale value of sea cucumber will may be increase 
only if sea cucumber is processed into intermediate materials such as collagen.  
Stichopus variegatus is potentially to be developed as a source of collagen 
based on this research result. Research in Europe and Japan has been widely 
reported that Stichopus sp has a high content of collagen. It is also confirmed by 
this research. Mass production and ongoing exploration will be able to meet the 
needs of collagen in Indonesia so that collagen produced in this country can 
compete with imported collagen. Yet, it takes great effort and cooperation of all 
parties to reach it. 
 
Conclusion 
Collagen of Stichopus variegatus had a yield of 16.40 % dry basis with the 
primary amino acid composition in the form of glycine, proline, glutamic acid, 
and alanine with a molecular weight of 130.33 kDa. It had similar chemical 
characteristics to cow, pig, and chicken collagen. It can be used as an alternative 
source of halal collagen. Researchers suggest that physical properties of 
collagen from sea cucumbers should be tested and compared with commercial 
collagen. In addition, the extraction methods of collagen need to be reviewed in 
order to gain high yield and good quality.  
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Abstract:   Research on the synthesis and application of active carbon fibers from pyrolyzed 
cotton to adsorp fume pollutants has been done. The active carbon fibers from 
cotton were synthesized using an oven with simple heating method at low 
carbonization temperature. The cotton was successfully turned into carbon 
within four hours at carbonization temperature of 250oC. The activation 
process, which used KOH and NaOH, did affect the functional groups, 
morphology, diameter, and porosity of the active carbon fiber. From the 
analysis of FTIR spectrum, it was shown that there were some new peaks at 
the absorption area of C-O, O-C=O and C-O-C after the passing of fume. 
Before being activated by NaOH, the carbon fibers had average diameter size 
of 6.80 μm and average pore size of 179.33. After the activation process 
using NaOH, the carbon fibers had average diameter size of 10.17 μm and 
average pore size of 390.32 nm.  





Active carbon is one of the materials which have an important 
characteristic, i.e. adsorption. Adsorption is a physics or chemical phenomenon 
on the surface of a material between the adsorbent media and the adsorbed 
media. Compared to active carbon powder or granule, the active carbon fibers 
have higher porosity and its smooth fibers constitution will generate fast kinetic 
adsorption in liquid and gas phase (Ma, Yang, Yu, Chen, & Li, 2014; Mangun & 
Daley, 1998). Most of the active carbon fibers have size between 7 to 15 μm. 
Active carbon fibers can be used as an adsorbent agent (Bhakta, Majumdar, & 
Munekage, 2014) and electrode (Nurdiansah & Susanti, 2013).  
Active carbon fibers can be made from various materials which contain 
high enough carbon. Most of the active carbon fibers have been synthesized 




from fossil-fuelled precursor (Ma et al., 2014). However, the lack and rarity on 
the resources of fossil fuel will hinder the production of active carbon fibers. 
Therefore, it is necessary to develop active carbon fibers from some new kinds 
of raw materials which are abundant, obtainable and renewable.  
In recent years, many researches have inclined toward developing active 
carbon fibers from natural materials which can be used to produce active 
carbon fibers with high adsorption capacity. Some natural fibers which have 
been used were hemp (Phan et al., 2006), cotton bar (Tamilselvi & Asaithambi, 
2015), coconut stem (Tani, Setiaji, Trisunaryanti, & Syoufian, 2014), bamboo 
(Ma et al., 2014; Melania, 2012), pineapple leaf (Hastuti, Mawahib, & 
Setyoningsih, 2012), cocoa peel (Tamar Jaya, 2014), durian peel (Nurullita & 
Mifbakhuddin, 2015), and cotton (Chen, Jiang, Sun, & Negulescu, 2006).  
A material containing a lot of cellulose are good enough to be used as 
the raw material since there are active groups of carbonyl, hydroxyl, and ether 
which are potential for adsorption process (Nurullita & Mifbakhuddin, 2015). 
Cotton is an abundant materials on earth, easily available and also economical. 
It belongs to a polymer of natural product whose structure component is 
mainly cellulose (Arnelli, Yoga, & Astuti, 2006). However, the number of 
researches about the use of cotton as the raw material to produce active carbon 
fibers is still limited. 
The method being used for the synthesis of active carbon fiber consisted 
of two stages: carbonization and activation (Chen et al., 2006). The 
carbonization is usually conducted using microwave (Tamilselvi & Asaithambi, 
2015) and furnace (Ma et al., 2014) in temperature of 400-900oC. The activation 
was done to increase the surface area and adsorption power. The type of 
activation was chemical activation since it has some advantages. One of the 
advantages of using chemical activation is that the temperature used can be low. 
In chemical activation, the materials which have been carbonized are soaked in 
chemical solution. Some of the chemical solutions which are usually used as the 
activating agent are KOH, NaOH, ZnCl2, KCl, H3PO4, HCl (Tani et al., 2014). 
KOH or NaOH will react with carbon to form new pores which generate the 
active carbons (Melania, 2012).  
This research aimed to synthesize active carbon fibers from pyrolyzed 
cotton using oven as simple heating method and through chemical activation at 




Synthesis of Active Carbon Fibers 
The synthesis of active carbon fibers was used oven as simple heating 
method at 250oC within certain period of time until the cotton turned into 
charcoal. The material used was facial cotton which was pure 100% cotton. The 
carbonized cotton was then activated using KOH 10% and NaOH 10%. In the 
chemical activation process, the charcoal from cotton was mixed with the 
activating agent of charcoal such as KOH 10% and NaOH 10%. Volume ratio 
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between NaOH or KOH and a mass of cotton charcoal was 10 : 1. After 
activation process, washing and drying were done at temperature of 100oC.  
 
The Making of Adsorption Media 
The basic idea of this adsorption media was to make a tool which was 
able to adsorb and filter the fume, so that the smell would not spread onto the 
surrounding environment. In designing the adsorption media, it was necessary 
to describe general thoughts that underlie the design of this tool.  
1) To adsorb the fume, a fan was attached inside the space. 
2) The filter which was passed by the fume was the cotton-based active 
carbon fibers.  
3) There was a place to store the wource of the fume. 
Subsequently, the adsorption media was made using acrylic with length 
30 cm, width 10 cm, and height 10 cm. The bottom part of the adsorption 
media was beam-shaped as the source of the fume while there was a fan at the 
upper end to pull up the fume through the active carbon fibers. The scheme of 
fume adsorption media shown at Figure 2.  
The characterizations of the active carbon fibers in this research included 
FTIR (Fourier Transform Infrared) and SEM (Scanning Electron Microscope). 
FTIR was used to detect any functional groups inside the active carbon fibers. 
On the other hand, SEM was used to obtain the data regarding the diameter 
size and the morphology of the fibers as well as the porosity of the active 
carbon fibers.  
Figure 1 shows the research scheme of the synthesis and application of active 
carbon fiber produced from cotton. 
 
Figure 2. Research scheme of the synthesis and application of active carbon 
fiber produced from cotton. 
 
Cotton  
Chemical activation uses 
KOH or NaOH for 24 hours
Wash and dry
Actived carbon fiber
The making of  adsorption media
Characterization of  FTIR and SEM
Test of  fume adsorption
synthesis
Pyrolisis carbonzation uses oven 
vacuum at        
Carbon fiber





Figure 3. Scheme of fume adsorption media. 
 
Result and Discussion 
 
Synthesis of Active Carbon Fibers 
 
 
Figure 4. The change of cotton condition during carbonization process at 
varying heating time. 
 
 
Figure 5.  Carbon fibers. a) without activation and b) after being activated by 
KOH c) after being activated by NaOH. 
  
In the carbonization process, the cotton turned into black or charcoal 
within four hours. The change of condition of the cotton after carbonization 
process can be seen in the Figure 3.  
The chemical activation was done for 24 hours until the carbon fibers were 
settled down in the solution. After this soaking process, the carbon fibers were 
washed for several times using aquadest (distilled water) to remove its 
pollutants. After being washed, the active carbon fiber was then dried in the 
oven at temperature of 100oC within one hour until the sample dried up. Figure 
4 shows the difference between the cottons before and after being activated. 
The active carbon fibers had more solid surface structure. 
 
Adsorption Media 
The carbon fibers which had not been activated and also the carbon 
fibers which had been activated were then used as the adsorbent to adsorb the 
Position of  active carbon fiber
Fan 
Fume source
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fume pollutant. The adsorption media functioned as the place of flow for the 
mosquito repellent to reach the active carbon as the fume pollutant adsorption. 
The adsorption media was made can be seen at Figure 5. The adsorption media 
had the shape of a cuboid with the bottom part as the source of the fume while 
there was a fan at the upper end to pull up the fume through the active carbon 
fibers. The active carbon fibers were placed in the middle of the media and 
then passed by the fume for 30 minutes. The used carbon fibers was the carbon 
fibers without activation and also the carbon fibers which had been chemically 
activated using KOH 10% and NaOH 10% as the activating agent. 
 
Figure 6. Adsorption media of the active carbon fibers. 
 
Characterization of FTIR  
The FTIR characterization was used to identify the functional groups existed in 
the active carbon fibers from cotton. The characteristic of the adsorption was 
affected by chemical composition of the active carbon. The capability of the 
active carbon to adsorb was determined by its chemical structures, they were 
the atoms of C, H, and O which were chemically bound to form functional 
groups (Miranti, 2012). 
 
Figure 7. Comparison of FTIR spectrum on the active carbon fiber from 
cotton. 
Figure 6 presents the FTIR spectra  of cotton, carbon fiber, the active 
carbon fibers from cotton which were activated by KOH and NaOH. There 
are differences on the wavenumbers position of the absorptions for the cotton 
before being carbonized, the cotton after being carbonized, and also on the 
cottons which had been activated by KOH and NaOH.  




New absorption area at the wave numbers of 521.30 cm-1 and 613.20 cm-
1 emerged after the carbonization, which indicated the existence of functional 
group of NO2 and C=O, respectively. The peaks at the wavenumbers between 
3700 cm-1 to 2800 cm-1 became widened and there was absorption sharpening 
at the wave number from 1700 cm-1 to 500 cm-1.  
The process of activation affected the functional groups of carbon fibers. 
After the activation by KOH 10%, there are some new functional group of O-
H (3118.09 cm-1), CH3 (2920.90 and 2853.19 cm-1), C-H (707.11 cm-1), COO-
(1429.86 cm-1), C-C=O (515.40 cm-1). But C=C=C (1934.27 cm-1) and NO2 
(521.30 cm-1) of carbon fibers was disappear.  
 Activated carbon fibers by NaOH 10%, bring new functional group of 
O-H (3130.96 cm-1),   C-H (795.00 and 743.68 cm-1), CH2 (865.52 cm-1), COO- 
(1391.21 cm-1), C-CO-C (567.97 cm-1), C-C=O (514.90 cm-1).  
Overall, most of the peaks of carbon fibers after the activation by KOH 
10% and NaOH 10% shifted to higher wavenumber with higher intensity. The 
increase of intensity proved that the atomic structure of the carbon fibers after 
being activated became more compact and the number of atoms inside the 
carbon fibers had increased.  
The absorption area which occurred around the wave number of 1700 
cm-1 showed the existence of C=O function group (Alemdar & Sain, 2008). 
The process of carbonization and activation did bring new functional group 
indicated at the wave numbers of 1718.99 cm-1 and 1673.93 cm-1 which 
constituted the area of C=O function cluster. This was because the process of 
heating and activation of the carbon is a chemical activation which involves the 
chemical reaction inside it. The carbons did react with the activating agent 
(KOH and NaOH) during the activation process which formed new pores and 
generated carbon dioxide that diffused to the surface of the carbon (Melania, 
2012).  
The spectra of FTIR at Figure 7, 8 and 9 showed the difference of 
functional groups in the carbon fibers without activation, carbon fibers 
activation by KOH and carbon fibers activation by NaOH before and after 
passing of the fume. There were new functional groups related to the active 
carbon fibers before and after the passing of the fume. On the carbonized 
cotton fibers, there was an absoption area which indicated the functional group 
of C-C=O at wavenumber of 514.98 cm-1 after being passed by the fume. On 
the other case, also after being passed by the fume, two new peaks did appear 
for the active carbon fibers activated by KOH 10% which were the absorption 
area of a functional group of C-O-C at the wave numbers of 1204.03 cm-1 and 
504.89 cm-1. The other active carbon fibers, which were activated by NaOH 
10%, had three new peaks also after being passed by the fume. They were 
included in the absorption area of the functional  group of O-C=O at wave 
number of  677.26 cm-1 and the functional group of C-O at the wave numbers 
of 1264.18 cm-1 and 1095.07 cm-1.  
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Figure 8.  The comparison of FTIR spectrum of the carbon fibers before and 
after the passing of the fume. 
 
Figure 8.  The comparison of FTIR spectrum of the active carbon fibers by 
KOH before and after the passing of the fume. 
 
 
Figure 9.  The comparison of FTIR spectrum of the active carbon fibers by 
NaOH before and after the passing of the fume. 
SEM Characterization 
The morphological analysis on the surface structure of the active carbon fibers 
was conducted using SEM. The objective of this analysis was to investigate the 
morphology of the surface of the material as a result of carbonization and 
activation. The analysis was very important since the adsorption capability did 
depend on the surface area and the structure of the inner pores (Chen et al., 
2006).  
Figure 10 shows the SEM image of carbon fibers before and after being 
activated by NaOH 10%. There was a difference on the surface structure of 
carbon fibers before and after activation. The carbon fibers before activation 
had smaller diameter and also seemed to be irregular and nonhomogeneous. 




However, after being activated using NaOH 10%, the active carbon fibers had 
larger, regular and homogeneous diameter. 
Figure 11 shows the change in the distribution of the size of carbon fibers. 
Before activation, the average diameter of the carbon fibers was 6.80 μm. 
Nevertheless, after being activated, the diameter of fibers increased with 
average diameter of 10.17 μm. The increase of this diameter was related to the 
chemical reaction of cotton fibers towards NaOH solution. Based on the 
references, active carbon fibers have larger average diameter and increased the 
surface areas of the cotton fiber. While the carbonization process does not 





Figure 10. Surface structure of the active carbon fibers from cotton. a) Before 
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Figure11.  The distribution of the diameter of the active carbon fibers. a) 
Before activation and b) after being activated by NaOH 10%. 
The morphology of the pores on the surface and also the size distribution of 
the pores of the active carbon fibers before and after the activation are shown 
in Figures 10 and 11. The measurement results shown in Figure 11 prove that 
the pore size distribution before activation was dominant at the range between 
0 – 500 nm and only few pores had size between 500-1000 nm with the average 
pore size 179.332 nm. The activation process did enlarge the pore size and 
form new pores. The activation process of NaOH 10% resulted in the average 





Figure 9. The structure of the pores on the surface of the active carbon fibers. 










Figure 10. Pore size distribution of the active carbon fibers. a) before activated 
and b) after activated by NaOH 10%. 
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Abstrak:      Pada bulan Mei 2016 yang lalu,  umat Islam dari beberapa negara 
menggelar even International Hijri Calendar Unity Congress di Istambul 
Turki. Pada akhir kongres diputuskan sistem kalender tunggal (singular 
calendar) berbasis visibilitas hilal. Kalender merupakan ekspresi dari ritma 
aktifitas kolektif dan merefleksikan daya lenting dan kekuatan suatu 
peradaban. Sehingga kehadiran kalender yang akurat dan konsisten 
merupakan suatu tuntutan peradaban (civilization imperative) dan 
sekaligus merupakan syarat bagi suatu peradaban untuk tetap eksis dan 
berkembang. Ciri kebangkitan sebuah peradaban itu ketika peradaban itu 
mampu menjawab tantangan masa lalunya. Peradaban adalah sebuah 
mekanisme dalam organisasi social, sehingga tidak ada masalah yang tidak 
bisa diselesaikan atau dikompromikan kecuali jika masalah tersebut 
ditungganggi oleh kepentingan politik atau ekonomi. Tak ubahnya dengan 
kalender lain, kalender Hijriyah adalah realitas yang diproduk oleh 
segelintir elite (baca: kelompok orang penting yang berkuasa dalam 
masyarakat). Posisi publik umat dalam pertalian ini adalah konsumen 
dari-dan mengamalkan saja–kalender yang dihasilkan oleh elite mereka. 
Wajah kalender hijriyah di suatu negeri, dengan demikian adalah cermin 
bening dari ihwal para elite mereka. Kesatuan kalender hijriyah tiada lain 
adalah buah dari kesatuan otoritas, dan otoritas yang dimaksud dalam 
level Negara tiada lain adalah Ulil Amri. 
 
Kata Kunci: Kalender, Peradaban, Otoritas 
 
A. Pendahuluan 
Embrio kalender hijriyah dimulai sejak Umar bin Khattab 2,5 tahun 
diangkat sebagai khalifah (tahun 17 H)366. Kalender Hijriyah ini berdasarkan 
                                                 
366 Dikisahkan bahwa sejak terdapat persoalan yang menyangkut sebuah dokumen 
yang pengangkatan Abu Musa al-Asy‘ari sebagai Gubernur Bashrah yang terjadi pada 
bulan Sya‘ban. Kemudian muncullah pertanyaan bulan Sya‘ban yang mana? Oleh sebab 
itu, Umar bin Khattab memanggil beberapa orang sahabat terkemuka untuk membahas 
persoalan tersebut. Agar persoalan semacam itu tidak terulang lagi maka diciptakanlah 
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pada peredaran bulan mengelilingi Matahari (qamariyah). Nabi Muhammad telah 
memberikan petunjuk bahwa untuk penentuan awal bulan qamariyah (hijriyah) 
khususnya dalam mengawali dan mengakhiri puasa Ramadlan adalah dengan 
penampakan hilal (rukyatul hilal). Jika pada tanggal 29 itu ada laporan 
penampakan hilal maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 
satu bulan berikutnya, tetapi jika pada hari itu tidak didapati laporan 
penampakan hilal maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari 30 
bulan yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu, Khazin,  (2007, h. xx) 
mengatakan bahwa tidaklah berlebihan apabila untuk pembuatan kalender 
hijriyah hendaknya memadukan  antara Nass dan akal (baca; integrasi agama dan 
sains), yakni tetap memperhatikan petunjuk Rasulullah (rukyat) yang dipadukan 
dengan ilmu pengetahuan (hisab).  
Beberapa waktu yang lalu umat Islam dari beberapa negara menggelar 
even International Hijri Calendar Unity Congress (Kongres Kesatuan Kalender 
Hijriyah Internasional) di Istambul Turki pada 28-30 Mei 2016 dan agenda 
tersebut menjadi perhatian ummat Islam di Indonesia.367Agenda kongres 
terfokus pada dua pilihan sistem kalender Islam: 
(1) Kalender dua zona berbasis Ijtimak (hisab murni), dan  
(2) Kalender tunggal berbasis Imkan Rukyat (visibilitas hilal). 
Walhasil, Pada akhir kongres kemudian diputuskan dengan cara voting 
dan terpilihkan sistem kalender tunggal (singular calendar) berbasis visibilitas hilal. 
Seluruh dunia mengawali awal bulan hijriyah pada hari yang sama (Ahad–
Sabtu), misalnya awal Ramadhan jatuh Senin seragam di seluruh dunia. 
kemudian, kriteria apa yang digunakan? Sistem kalender global menggunakan 
kriteria Imkan Rukyat (visibilitas hilal) dengan catatan awal bulan hijriyah terjadi 
jika imkan rukyat terjadi di mana pun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum 
terbit fajar. 
Mengutip pendapat Thomas Djamaludin (2016) dikatakan bahwa sistem 
tunggal kalender global yang diusulkan ternyata menggunakan kriteria Imkan 
Rukyat yang sangat optimistis (posisi bulan cukup tinggi) yang memungkinkan 
hilal mudah terlihat. Keberlakuan secara global pada dasarnya mengikuti 
pendapat fikih keberlakuan wilayatul hukmi (satu wilayah hukum). Artinya sistem 
                                                                                                                   
kalender hijriyah.  Atas usul Ali bin Abi Thalib maka kalender hijriyah dihitung mulai 
tahun yang didalamnya terjadi hijrah nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah. 
Dengan demikian kalender hijriyah itu diberlakukan mundur sebanyak 17 tahun. 
Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai Tanggal 1 Muharram tahun 1 
Hijriyah jatuh pada hari kamis tanggal 15 Juli 622 M berdasarkan Hisab. Sebab tinggi 
hilal pada hari rabu tanggal 14 Juli 622 M sewaktu Matahari terbenam sudah mencapai 5 
derajat 57 menit. Pendapat lain mengatakan bahwa Tanggal 1 Muharram tahun 1 
Hijriyah jatuh pada tanggal 16 Juli 622 M, ini jika didasarkan pada rukyah, karena 
sekalipun posisi hilal menjelang 1 Muharam sudah cukup tinggi, namun waktu itu tidak 
ada satupun yang didapati laporan hasil rukyat.  
367 Kabarnya peserta yang hadir berasal dari hampir 50 negara. Indonesia diwakili 
oleh Prof. Syamsul Anwar dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan Hendro Setyanto, 
MSi, astronom dari Lajnah Falakiyah PBNU.  




itu bisa diterapkan ketika seluruh dunia menyatu sebagai satu otoritas tunggal 
atau otoritas kolektif. Kalau sistem tunggal kalender ini bisa diterima, artinya 
persyaratan kalender Islam mapan bisa terwujud, yaitu: 
1. Pengakuan seluruh dunia sebagai satu kesatuan dengan otoritas kolektif 
antar-pemerintah. 
Pengakuanpun membutuhkan kesepakatan bersama untuk mewujudkan cita-
cita bersama dalam rangka unifikasi kalender Hijriyah dengan mengacu pada 
kaidah ilmiah yang sesuai dengan syar‘i. 
2. Ada kesepakatan kriteria, yaitu kriteria Imkan Rukyat elongasi 8 derajat dan 
tinggi bulan 5 derajat. 
 Kriteria hisab visibilitas hilal tentu dibangun berdasar pada hasil pengamatan 
jangka panjang sehingga hisab tunduk pada rukyat dan bersifat objektif yang 
dapat dibuktikan di manapun dan oleh siapapun.  
3. Batas tanggal mengikuti batas tanggal internasional. 
 Selanjutnya, Ma‘rufin Soedibyo (2016) juga memberikan komentar atas 
kongres Istambul dengan memberikan beberapa catatan. Kajian tersebut 
memfokuskan pada lima hal:  
a. Kesahihan dan diterimanya kriteria Istanbul 1978368 yang dijadikan basis,  
b. Identitas kalender,  
c. Parameter konjungsi yang dipakai,  
d. Prinsip pergantian hari,  dan  
e. pengertian rukyat hilaal yang digunakan.  
Kriteria Istanbul 1978 terlihat konsisten dengan hilaal kasatmata teleskop 
dalam basis data ICOP yang bersifat global meski tidak demikian dengan basis 
data visibilitas Indonesia. Sehingga kriteria ini relatif sahih dan dapat diterima 
secara ilmiah.  
Persoalan yang mengemuka terkait (usulan kalender Hijriyyah persatuan 
internasional ini adalah belum jelasnya identitas kalender, apakah sebagai 
kalender muamalah (sipil) semata ataukah juga kalender ibadah. Bila sebagai 
kalender ibadah juga maka timbul persoalan di negara-negara dimana awal 
bulan Kamariah sudah terjadi pada suatu hari meski Bulan masih berada di 
bawah kaki langit pada saat ghurub (terbenamnya Matahari) di hari sebelumnya. 
Berikutnya Sudibyo (2016) menambahkan belum jelasnya parameter konjungsi, 
apakah konjungsi geosentrik (jauh lebih populer namun tak rasional) ataukah 
konjungsi toposentrik (yang terbukti pada peristiwa Gerhana Matahari). Padahal 
parameter konjungsi memegang peranan penting dalam penyesuaian, terutama 
terkait waktu fajar di Selandia Baru. Selanjutnya prinsip pergantian hari dalam 
                                                 
368 Kongres Istambul Turki tahun 1978 menghasilkan keputusan perlunya 
penyatuan kalender Islam yang dibicarakan suatu komite khusus (the Unified Hijri 
Calendar Committee), yang terdiri dari wakil-wakil negara Aljazair, Bangladesh, Mesir, 
Indonesia, Kuwait, Irak, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, dan Turki. Dalam konferensi itu 
dihasilkan resolusi yang menerima suatu kriteria Imkan Rukyat sebagai patokan 
penentuan awal bulan di seluruh dunia (tinggi minimal hilal 5 derajat, jarak busur bulan-
Matahari minimal 8 derajat). Baca; Purwanto: 1994, h 127. 
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(usulan) kalender ini berpotensi menimbulkan masalah dengan praktik 
pergantian hari Hijriyyah. Selama ini pergantian hari berlangsung saat ghurub 
dalam pendapat mayoritas. Sehingga ghurub menjadi waqt al-wujub dalam zakat 
fitrah. Sementara dalam (usulan) kalender, pergantian hari terjadi pada pukul 
00:00 setempat. 
 
B. Menggagas Kebangkitan Peradaban369 Islam Melalui Kalender Islam 
Yang Mapan 
Syamsul Anwar (2016, h. 1) menyatakan bahwa peradaban Islam telah 
berumur kurang lebih 14,5 abad hijriyah atau lebih tepatnya 1449 tahun hiriyah 
10 bulan 22 hari terhitung sejak hari senin tanggal 19 Ramadlan tahun 14 
sebelum hijriyah (hari pertama Nabi SAW menerima wahyu) hingga sekarang. 
Dalam usia yang relatif panjang ini, sampai hari ini peradaban Islam belum 
mampu membuat sistem kalender Islam yang akurat dan memenuhi ketentuan 
syar‘i. Ketiadaan kalender pemersatu dan keharusan kita untuk mewujudkannya 
inilah yang disebut sebagai hutang dan tuntutan perdaban yang tentu harus 
segera kita bayar.  
Kalender merupakan ekspresi dari ritma aktifitas kolektif dan dalam 
waktu yang sama berfungsi memastikan keteraturannya. Oleh karena itu, 
berbagai peradaban sejak dari zaman kuno hingga sekarang memberikan 
perhatian serius untuk menata sistem kalendernya sesuai dengan filosofi, 
pandangan hidup dan tradisi peradaban tersebut. Kalender merefleksikan daya 
lenting dan kekuatan suatu peradaban. Sehingga dengan demikian kehadiran 
kalender yang akurat dan konsisten merupakan suatu tuntutan peradaban 
(civilization imperative370) dan sekaligus merupakan syarat bagi suatu peradaban 
untuk tetap eksis dan berkembang (Anwar: 2016, 3). 
                                                 
369 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan dua arti peradaban; 1) 
kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin: bangsa-bangsa di dunia ini tidak sama 
tingkat perdabannya; dan 2) hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan 
kebudayaan suatu bangsa. Lihat Budiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai 
Pustaka, 2005), 25.  
Peradaban dalam bahasa Arab disebut dengan al-hadhârah369 atau al tamaddun, al 
„umrân atau tsaqafah369. Sedangkan istilah ―peradaban‖ dalam bahasa Inggris disebut 
civilization. Istilah peradaban ini sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan 
penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Pada waktu perkembangan 
kebudayaan mencapai puncaknya yang berwujud unsur-unsur budaya yang halus, indah, 
tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya, maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut 
dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Baca: Rohi Baalbaki, al-Mawrida Modern 
Arabic-English Dictionary), Libanon : Daar Al-Ilm lilmalayin, 1995),  400. 
370 ―civilizational imperative‖ (keharusan dan tuntutan peradaban). Oleh karena itu 
semua peradaban besar pasti memiliki sistem kalender yang merefleksikan nilai-nilai, 
pandangan hidup, dan filosofi peradaban tersebut. Peradaban Barat modern memiliki 
sistem kalender Masehi yang kita gunakan sehari-hari sekarang. Bahkan peradaban 
Sumeria yang muncul 6000 tahun lalu telah memiliki suatu sistem penanggalan yang 
terstruktur dengan baik. Akan tetapi yang ironis dan memilukan adalah kenyataan 
bahwa peradaban Islam yang berusia hampir 1,5 milenium hingga hari ini belum 




Secara historis, ada dua fase yang bisa dikategorikan sebagai kebangkitan 
Islam, yakni fase Rasulullah dan fase Dinasti Abbasiyah awal.371 Benang merah 
yang menjadi prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencita-citakan 
kebangkitan Islam (termasuk cita-cita dalam mewujudkan kalender Islam yang 
mapan) adalah: 
1. Ada pijakan kuat yang bersifat transcendental dengan memformulasikan 
nilai-nilai Islam menjadi prinsip-prinsip dasar sebagai ruh kebangkitan. 
Norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur‘an dan 
Hadits harus dijadikan ―prinsip dasar‖ bagi upaya dalam mewujudkan kalender 
Islam yang mapan. Pada saat kondisi Indonesia carut marut, dimana kebenaran 
menjadi barang yang sangat langka, maka sebagian besar orang Indonesia dalam 
menjalani kehidupannya tak dibimbing lagi oleh kebenaran agamanya, tapi lebih 
dibimbing oleh hawa nafsunya yang dikendalikan oleh setan.  
Berkenaan dengan cita-cita umat Islam di Indonesia dalam mewujudkan 
kalender Islam, maka perlu adanya visi misi yang jelas. Apakah keberadaan 
kalender Islam itu dijadikan pijakan untuk kepentingan kepastian waktu ibadah 
atau kepentingan sipil administrasi? Jika eksistensi kalender ini diciptakan demi 
kepentingan kepastian ibadah maka perlu dilakukan perubahan terhadap sikap 
dan perilaku seseorang secara mendasar dengan berwawasan Ulul Albab yaitu 
orang-orang yang pikiran dan perilakunya dibimbing oleh agama seperti yang 
                                                                                                                   
memiliki suatu sistem kalender pemersatu yang akurat. Yang ada adalah kalender-
kalender lokal: kalender Malaysia, kalender Indonesia (takwim standar Kemenag), 
kalender Arab Saudi, kalender NU, kalender Muhammadiyah, dan seterusnya yang satu 
sama lain berbeda-beda. Baca: Syamsul Anwar,  2012, Peradaban Tanpa Kalender 
Unifikatif:Inikah Pilihan Kita?., baca juga, Al-Alwani, ―The Islamic Lunar Calendar as a 
Civilizational Imperative,‖ dalam Ilyas dan Kabeer (ed.), Unified World Islamic Calendar: 
Shari„a, Science and Globalization (Penang, Malaysia: International Islamic Calendar 
Programme, 2001), hlm. 9.     
371 Dua fase yang dimaksud adalah fase Rasulullah dan fase Dinasti Abbasiyah awal. 
Pada fase pertama kebangkitan Islam, faktor pendobrak revolusionernya adalah adanya 
―prinsip-prinsip dasar‖ ajaran hanif  yang dibawa oleh Rasulullah. Ajaran hanif yang 
mengajarkan ajaran-ajaran ketauhidan dengan tetap berusaha mengakomodir dan 
memperhatikan kebutuhan riil masyarakat pada waktu itu, melindungi dan 
memprioritaskan kelompok marginal yang tidak mempunyai dan tidak diberi 
kesempatan untuk mengaktualisasikan diri mereka, ajaran hanif yang mengedepankan 
keadilan dan persamaan, dan menjunjung tinggi HAM tanpa membedakan status, 
ekonomi. 
Adapun fase kedua pada masa dinasti Abbasiyah awal, faktor pendobrak 
kebangkitan Islam adalah concern pada bidang keilmuwan. Islam sangat menekankan 
pentingnya ilmu dengan banyaknya nass yang menganjurkan berfikir dan merenung, 
beri‘tibar dan menuntut ilmu. Kebangkitan Islam pada masa ini ditandai dengan adanya 
kemauan bersikap inklusif dan menghindari sikap eksklusif. Sikap inklusifitas ini 
ditandai dengan kesiapan dan kemauan membuka diri terhadap peradaban dan 
pengetahuan kebudayaan lain dengan menyerap informasi dari kebudayaan lain yang 
lebih maju. Baca: Zainul Mahmudi, Menggagas Kebangkitan Islam dari UIN Malang, dalam 
Memadu Sains dan Agama, (Malang: UIN Malang, 2004), 104. 
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kita jumpai dalam al-Qur‘an surat al-Imron ayat 190-191372. Allah menempatkan 
Ulul Albab dalam konteks Nash al-Qur‘an diharapkan mampu mencermati 
kenyataan sejarah secarah kritis analitis dan objektif dengan dua pendekatan 
dzikir dan pikirnya. Hanya saja para ilmuwan yang hadir belakangan kurang 
menunjukkan sikap apresiatif seperti yang digambarkan dalam karakteristik ulul 
albab itu. Bahkan tidak jarang diantara ilmuwan belakangan yang lebih pada 
pengulangan terhadap produk keilmuwan yang sudah ada. Kesemuanya itu 
berakhir pada suatu pandangan bahwa produk-produk ilmu pengetahuan klasik 
telah dianggap sebagai yang memiliki kebenaran final dan mutlak. Lebih ekstrim 
lagi sikap umat Islam, kurang lebih pasca abad V hijriyah yaitu sejak Al-Ghazali 
menyerang ilmu-ilmu rasional. Tradisi ketika itu lebih berpihak pada satu aspek 
kebenaran dan sejak itu pula ia kehilangan pluralitasnya. Sejak itu kebenaran 
lebih merepresentasikan pada satu anggapan dan pandangan sepihak (Hasan 
Hanafi: 2003, 29). Dengan kata lain pandangan yang eksklusif, menutup diri 
dari pandangan yang datang dari luar. Krisis semacam ini juga melanda umat 
Islam di Indonesia dalam upaya mewujudkan kalender Islam yang mapan, 
kebenaran yang diugemi juga tidak jarang bersifat subyektif. Kebenaran yang 
diterima hanya kebenaran yang menurut keyakinan/organisasi yang dianutnya 
itu benar dengan menutup diri dari kebenaran yang lain, kebenaran berdiri di 
atas kepentingan politik-keagamaan. Dengan dalih‖ perbedaan itu adalah 
rahmah dan bukan sumber konflik‖ kemudian muncul sikap bagaimana lebih 
arif dalam menyikapi perbedaan tersebut dengan lebih melakukan pemahaman 
rasionalitas di balik perbedaan tersebut.    
2. Memperhatikan dan lebih mementingkan kebutuhan local sebelum 
menggarap kebutuhan global. 
Cita-cita besar yang digagas dalam Kongres Turki beberapa waktu yang 
lalu harusnya menjadi renungan kita bersama, bahwa sebelum beranjak pada 
kebutuhan dan kepentingan global maka ada baiknya jika kebutuhan local akan 
pentingnya kalender Islam di Negeri ini dapat disepakati terlebih dahulu. Perlu 
                                                 
372 Qs. Al- Imron: 190-191 
                                      
                                       
                        
190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam 
dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, 
191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 
keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 
berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci 
Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. 
 
 




penyeragaman kalender ditingkat Nasional dahulu dengan mengindahkan 
kaidah yang terdapat dalam fiqih maupun sains. Secara fiqih dikenal dengan 
istilah matla‘ global dan matla‘lokal.373 Begitu pula secara sains astronomi juga 
dikenal dengan kriteria garis tanggal Internasional. 
3. Mengabdi secara total pada keilmuan. 
                                                 
373  Dalam wacana fiqih, terdapat dua (2) teori tentang matla‘, yakni teori ittifaq al-
Matali‟ yang disusun oleh madzhab Hanafi, Maliki & Hanbali dan  teori Ikhtilaf al-
Matali‘ yang dibangun oleh madzhab Syafi‘i. Menurut teori  ittifaq al-Matali‘, peristiwa 
terbit hilal yang dapat dirukyat dari suatu kawasan Bumi tertentu mengikat seluruh 
kawasan Bumi lainnya di dalam mengawali dan menyudahi puasa. Dasarnya adalah 
hadits Nabi ―shuumuu liru‘yatihi waafthiruu liru‘yatihi. Hadits tersebut ditujukan untuk 
seluruh umat secara umum, sehingga apabila salah satu dari mereka telah 
melihat/merukyat hilal dibelahan Bumi manapun ia berada, maka rukyatnya itu berlaku 
juga bagi mereka seluruhnya.  Menurut teori ini, rukyat hilal itu hanya berlaku untuk 
kawasan rukyat itu sendiri dan untuk semua kawasan lainnya yang terletak di sebelah 
Baratnya. Sedangkan untuk sebelah Timurnya, rukyat hilal itu hanya berlaku bagi 
kawasan yang berada di dalam-atau tidak melampaui-batas matla‘. Rukyat di suatu 
kawasan, menurut teori ini, tidak dapat diberlakukan untuk seluruh dunia karena 
pertama, berdasarkan riwayat Kuraib yang ditakhrij oleh Muslim bahwa Ibnu Abbas 
yang tinggal di Madinah menolak berpegang pada rukyat penduduk Syam kendati telah 
di itsbat oleh Khalifah Muawiyah. Ibnu Abbas mengemukakan alasan, hakadza amarana 
Rasulullah (begitulah Rasulullah menyuruh kami). Kedua, adanya perbedaan terbit dan 
terbenam Matahari dipelbagai kawasan di Bumi menyebabkan tidak mungkin seluruh 
permukaan Bumi disamaratakan sebagai satu matla‘.  
Karena ―ajaran‖ perbedaan matla‘nya inilah teori ikhtilaf al-Matali‘  dengan mudah 
dipersepsi sebagai biang terjadinya perbedaan hari dalam memulai maupun mengakhiri 
puasa Ramadlan di berbagai kawasan di Bumi. Bahkan, lebih jauh teori inipun kemudian 
dituding sebagai pemicu perpecahan umat. Tapi persoalannya, logiskah perintah Nabi 
―shuumuu liru‘yatihi..itu dipahami sebagai dalil yang menghendaki berlakunya rukyat 
secara internasional? Untuk menjawab pertanyaan ini maka akan penulis paparkan hasil 
analisis dari Abdussalam Nawawi dengan pendekatan yang proporsional. Pertama, 
kiranya kita sepakat bahwa hadits kandungan di atas adalah petunjuk tentang penentuan 
waktu memulai dan mengakhiri puasa Ramadlan. Karena berkenaan dengan waktu, 
maka pemahaman akan implementasinya haruslah menggunakan logika sistem 
perjalanan waktu, bukan logika pengertian bahasa. Kedua, sunnatullah tentang sistem 
perjalanan waktu di Bumi adalah bersifat setempat-setempat (local) tidak bersifat global. 
Waktu di Bumi mengalir dari timur ke barat sejalan dengan aliran siang dan malam. 
Kawasan di timur mengalami syuruq dan ghurub Matahari lebih dulu daripada kawasan 
di Barat. Semakin jauh jarak barat-timur antar kedua kawasan semakin besar pula beda 
waktu antara keduanya. Baca: Abdussalam Nawawi, Rukyat Hisab di kalangan Nu 
Muhammadiyah, Surabaya: Diantama, 2004), 115 
Dengan begitu, semua waktu yang disebut didalam dalil-dalil syariat logisnya adalah 
dipahami sesuai logika system perjalanan waktu di Bumi yang bersifat setempat-
setempat itu. Kalau pada saat ghurub Matahari di Indonesia hilal belum bisa dirukyat, 
adalah tidak logis kalau kita kemudian mengikuti rukyatnya orang Makkah.  
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Dengan motivasi keilmuan dan tanpa ada intervensi kepentingan politik-
ekonomi maka objektifitas akan dapat mewujudkan kalender Islam yang mapan. 
4. Kemauan untuk bersikap inklusif terhadap peradaban dan kebudayaan yang 
lebih maju dalam bidang keilmuan. 
Ciri kebangkitan sebuah peradaban itu ketika peradaban itu mampu 
menjawab tantangan masa lalunya. Peradaban adalah sebuah mekanisme dalam 
organisasi sosial, sehingga tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan atau 
dikompromikan kecuali jika masalah tersebut ditungganggi oleh kepentingan 
politik atau ekonomi. Kaitannya dengan penetapan kalender hijriyah baik untuk 
penanggalan ibadah maupun sipil menjadi berlarut-larut masalahnya karena 
disadari atau tidak didalamnya sarat akan kepentingan. Tak ubahnya dengan 
kalender lain, kalender Hijriyah adalah realitas yang diproduk oleh segelintir 
elite (baca: kelompok orang penting yang berkuasa dalam masyarakat). Posisi 
publik umat dalam pertalian ini adalah konsumen dari-dan mengamalkan saja–
kalender yang dihasilkan oleh elite mereka. Wajah kalender hijriyah di suatu 
negeri, dengan demikian adalah cermin bening dari ihwal para elite mereka. 
Kesatuan kalender hijriyah tiada lain adalah buah dari kesatuan otoritas, dan 
otoritas yang dimaksud dalam level Negara tiada lain adalah Ulil Amri. Jika kita 
tilik penetapan awal bulan selain Ramadlan/Syawal/Dzulhijah, ketika 
mengalami perbedaan maka tidak berdampak apapun di masyarakat, namun jika 
dikaitkan dengan hari-hari besar agama pasti di dalamnya akan bermasalah jika 
dalam mengawali atau mengakhirinya terdapat perbedaan. Hal itu dikarenakan 
ada faktor ekonomi dan politik yang melingkupinya. Selain itu, mengutip tulisan 
Susiknan Azhari (2016) yang mengatakan bahwa mengapa upaya penyatuan 
kalender Islam hingga kini mengalami kegagalan dan langkah apa yang perlu 
dilakukan sehingga upaya mewujudkan kalender Islam lebih realistis dan 
sistematis. Dalam hal mekanisme perlu dikaji ulang, Ibrahim bin Ham al-
Quayyad dalam bukunya yang berjudul ‖al-asyru li asy-syakhsiyah an-Najihah” 
menyebutkan kunci ―kesuksesan‖ salah satu yang perlu dilakukan adalah 
menentukan ―visi‖. Visi adalah sesuatu yang ingin diwujudkan atau yang ingin 
dicapai oleh manusia. Jika dicermati, pernyataan Ibrahim di atas sangat relevan 
dengan upaya penyatuan kalender Islam. Salah satu sebab kegagalan proses 
penyatuan kalender Islam adalah belum terumuskannya ―visi bersama‖. 
Berbagai kegiatan telah diadakan tetapi bersifat sporadis dan tidak sistematis 
sehingga terkesan ―stagnan/ jalan di tempat‖. Sekali lagi, kepentingan politik 
yang bersifat sporadis masih mendominasi mental umat Islam di Indonesia, 
sulitnya melepas baju kebesaran organisasi keagamaan dan masih kentalnya 
sikap ekslusif. Tiap orang, tiap kelompok, tiap ormas, tiap keyakinan mengugemi 
kebenaran yang diyakininya. Kebenaran menjadi subyektif sehingga kebenaran 
menjadi barang langka. Kalau saja kita secara objektif dan ―legowo‖ dalam 
menerima kebenaran objektif ilmiah, maka sejatinya kebenaran ilmiah itu dapat 
diuji oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. ―Al-haqq min Rabbik” kebenaran 
hanya milik Tuhan, kebenaran tidak berpihak pada ras, atau partai terntentu.  
 




C. Membangun Kesadaran Syar‟iyah Ilmiah Melalui Pendekatan 
Epistemologis 
Secara normative-doktriner, pesan-pesan ajaran Islam baik dalam al-
Qur‘an maupun Sunnah Rasul telah menunjukkan adanya perhatian secara 
khusus terhadap ilmu pengetahuan. Konsistensi para penganut Islam awal 
terhadap makna esensi ajaran, telah membawa Islam pada masanya berada pada 
kemajuan yang signifikan hingga pada masa kejayaannya. Suatu kemajuan yang 
tidak tertandingi oleh kemajuan peradaban manapun. Namun pada periode 
selanjutnya kondisi yang demikian justru terjadi sebaliknya, Islam menurut 
Roibin (2004) mengalami kejumudan dan kemunduran, kurang respon terhadap 
ilmu pengetahuan, tidak ada ruang gerak yang dinamis. Selanjutnya, bagaimana 
membangun kesadaran ilmiah di kalangan umat Islam?  
Ada pertanyaan penting yang patut dijawab: pertama, Bagaimana konsep 
ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan dalam Islam? kedua, Bagaimana 
cara/ metode dan strategi dalam mengembangkan ilmu dalam Islam? Ketiga, 
Sejauh mana dampak pengembangan ilmu agama Islam bagi kemanusiaan.  
Jawaban dari pertanyaan di atas adalah konsep riil ilmu dalam Islam 
selalu meniscayakan adanya dua potensi yang berkembang secara bersamaan 
yaitu potensi dzikir dan fikir. Dzikir berperan untuk menghadapi objek 
transcendental (ketuhanan) dan sementara fikir berfungsi untuk melacak realitas 
empiris yang bersifat material. Dzikir sebagai embrio lahirnya agama dan pikir 
sebagai embrio lahirnya ilmu pengetahuan. Berkenaan dengan upaya 
membangun peradaban Islam melalui kalender maka hal yang bisa diterapkan 
adalah kriteria atau teori apapun yang akan digunakan untuk membangun 
kalender Islam perlu diperhatika rambu-rambu agama sebagai pijakan yang 
benar sehingga bersesuaian dengan kaidah syar‘iyyah. Dan selanjutnya perlunya 
perkawinan antar keilmuan yakni keyakinan agama yang sudah diimani 
kemudian dibuktikan dalam ranah empiris ilmu pengetahuan. Ketika nass 
mengharuskan umatnya untuk mengawali dan mengakhiri Ramadlan adalah 
dengan cara melakukan pengamatan (rukyah) terhadap objek langit berupa hilal 
maka metode itulah yang kemudian diasumsikan sebagai metode yang dianggap 
qat‘i dan shahih. Kemudian pada batasan berapakah hilal akan dapat diamati? 
Maka itulah yang menjadi wilayah kerja ilmu pengetahuan. Kaidah keilmuwan 
yang benar tidak akan berlawanan dengan kaidah syari‘yah yang shahih, justru 
akan saling menguatkan. Jika kedua kaidah ini dipakai secara proporsional maka 
tidak akan ada lagi ilmuwan yang terjebak pada subyektifisme dengan lebih 
mengedepankan ego diri dan kelompoknya sehingga muncul sikap 
eksklusifisme. Sudah saatnya ilmu agama Islam mampu bersilaturrahim antar 
keilmuan. Makna silaturrahim bisa berarti berdialektik secara simultan, yang satu 
jadi objek dan yang lain menjadi subjek, demikian juga sebaliknya. Dengan 
demikian saling curiga dan saling mengkhawatirkan antara satu dengan yang 
lainnya merupakan tradisi yang harus ditiadakan. Mendasar pada pelacakan dan 
pengamatan sejarah, disadari bahwa embrio munculnya kemunduran Islam 
adalah akibat ketertutupan mereka sendiri terhadap pergolaan sejarah peradaban 
dan kebudayaan manusia. Sikap eksklusifisme akan menjamin kestabilan 
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struktur social keagamaan umat Islam, namun disisi lain sikap tersebut 
mengantarkan pada suatu kejumudan dan kebekuan pemikiran umat Islam 
secara berkepanjangan. Umat Islam tidak bisa selalu mempertahankan apa yang 
selama ini dimiliki kemudian disanjung dan dikultuskannya, karena kenyataan 
sejarah telah membuktikan atas kelemahan-kelemahan sikap itu. Sebaliknya 
umat Islam harus mulai membuka diri, mulai berinteraksi terhadap 
lingkungannya baik local maupun global. Dengan sikap inklusifisme 
(keterbukaan) inilah Islam akan Maju.  
Apa yang terjadi di Negeri ini terkait dengan upaya untuk mewujudkan 
kalender Islam telah dilakukan banyak upaya. Banyak ilmuwan yang kemudian 
mengusulkan gagasan demi segera terwujudnya kalender yang mapan. Tiap 
gagasan yang muncul digagas sebagai upaya jalan tengah yang berupaya 
menyatukan dua atau lebih dari kubu yang ada (baca: hisab dan rukyat). Akan 
tetapi, Mustofa (2014) menambahkan kalau ada upaya jalan tengah selalu 
dipandang dengan mata curiga, dan dihadapkan pada opsi kalah dan/menang 
maka sulitlah tercapainya ishlah/ perdamaian. Sebuah tawaran yang ada harus 
mampu menyodorkan argumentasi obyektif baik dari sisi syar‘i maupun sains. 
Rendahkan subyektifitas dengan menjunjung tinggi ―nilai kebenaran‖ maka 
objektifitas sebuah ilmu (baca: termasuk ilmu dalam penetapan kalender Islam) 
akan mudah dipertemukan.  
Pertanyaan terakhir ini lebih mempertimbangkan kemaslahatan manusia 
secara makro. Upaya dalam mewujudkan kalender hijriyah adalah salah satu dari 
upaya umat Islam untuk menghidupkan kembali peradaban Islam yang telah 
lama tertidur-yang pernah mengalami kejayaannya-yaitu sekitar 14 abad yang 
silam. Sebagaimana yang telah kita amati di Indonesia selama ini, bahwa dengan 
keterbukaan maka secara perlahan mereka akan dihadapkan pada kemajemukan 
dan perbedaan-perbedaan. Perbedaan dan kemajemukan itu pada gilirannya 
akan mengantarkan umat Islam menjadi lebih kritis, analitis, dan objektif dalam 
mencermati suatu kebenaran. Saat ini masyarakat kita sudah cerdas, kesadaran 
ilmiah sudah mulai terbangun sehingga masyarakat sudah mampu memberikan 
penilaian mana yang benar dan tidak benar. Sehingga subyektifitas akan mulai 
terkikis dan objektifitas kian diburu oleh umat. Kini, umat dari Muhammadiyah 
tak selamanya sepakat dengan usulan dari pimpinannya dan NU pun juga 
demikian. Kesadaran ilmiah masyarakat yang kemudian akan menentukan 
kriteria apa yang nantinya sesuai dengan logika syar‘i dan sains.  
 
D. Kalender Islam: Integrasi Agama Dan Sains 
Ketika mendengar kata ―sains‖ dan ―agama‖, serta merta orang akan 
berfikir akan sejarah hubungan seru antara keduanya. Dalam catatan sejarah, 
perjumpaan antara agama dan sains tidak hanya berupa pertentangan belaka,  
tetapi juga orang berusaha untuk mencari hubungan antar keduanya pada posisi 
yaitu sains tidak mengarahkan agama kepada jalan yang dikehendakinya dan 
agama juga tidak memaksakan sains untuk tunduk pada kehendaknya.  
Memang, science and religion merupakan wacana yang selalu menarik 
perhatian di kalangan intelektual. Di antaranya Ian G. Barbour mencoba 




memetakkan hubungan sains dan agama  dengan membuka kemungkinan 
interaksi di antara keduanya. Melalui tipologi posisi perbincangan tentang 
hubungan sains dan agama, dia berusaha menunjukkan keberagaman posisi 
yang dapat diambil berkenaan dengan hubungan sains dan agama. Tipologi ini 
terdiri dari empat macam pandangan, yaitu konflik374, independensi375, dialog376 
dan integrasi377 yang tiap-tiap variannya berbeda satu sama lain.  
Menurut Armahedi Mahzar sebagaimana yang dikutip oleh Luthfi Hadi 
Aminuddin (2011), bahwa dalam hubungan integrasi memberikan wawasan 
yang lebih besar mencakup sains dan agama sehingga keduanya dapat bekerja 
secara aktif. Bahkan dikatakan dengan sains dapat meningkatkan keyakinan 
umat beragama dengan memberikan bukti ilmiah atas wahyu.   
Hal ini dapat diterapkan dalam penetapan kalender hijriyah. Perbedaan 
penentuan awal bulan hijriyah secara umum berpokok pada perbedaan metode, 
yakni Hisab378 dan Rukyat379. Kedua metode tersebut tentunya memiliki dasar 
hukum yang jelas dalam Nass. Dan tentu saja tidak mungkin Nass yang terdapat 
                                                 
374 Pandangan konflik ini dipelopori oleh Richard Hawkins, Francis Crick, Steven 
Pinker serta Stephen Hawking pada abad ke -19. Pandangan ini menempatkan sains dan 
agama dalam dua sisi ekstrim yang saling bertentangan. Bahwa sains dan agama 
memberikan pernyataan yang berlawanan sehingga orang harus memilih salah satu 
diantara keduanya. Masing-masing menghimpun penganut dengan mengambil posisi-
posisi yang berseberangan. Sains mengasikan eksistensi agama, begitu juga sebaliknya. 
Keduanya hanya mengakui keabsahan eksistensi masing-masing.  
375 Pandangan ini berpendapat bahwa terdapat pemisahan antara sains dan agama 
dalam dua wilayah yang berbeda. Masing-masing mengakui keabsahan esksitensi atas 
yang lain antara sains dan agama. Baik agama maupun sains dianggap mempunyai 
kebenaran sendiri-sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain, sheingga bisa 
hidup berdampingan dengan damai. Pemisahan wilayah ini dapat berdasarkan masalah 
yang dikaji, domain yang dirujuk, dan metode yang digunakan. Merek berpandangan 
bahwa sains berhubungan dengan fakta dan agama berhubungan dengan nilai-nilai.  
376 Pandangan ini menawarkan hubungan antara sains dan agama dengan interaksi 
yang lebih konstruktif daripada pandangan konflik dan independensi. Diakui bahwa 
antara sains dan agama terdapat kesamaan yang bisa didialogkan bahkan bisa saling 
mendukung satu sama lain. Dialog yang dilakukan dalam membandingkan sains dan 
agama adalah menekankan kemiripan dalam prediksi metode dan konsep. Salah satu 
bentuk dialognya adalah dengan membandingkan metode sains dan agama yang dapat 
menunjukkan kesamaan dan perbedaan.  
377 Pandangan ini melahirkan hubungan yang lebih bersahabat dengan menacri titik 
temu diantara sains dan agama. Sains dan doktrin keagamaan, sama-sama dianggap valid 
dan menjadi sumber yang koherendalam pandangan dunia, bahkan pemahaman tentang 
dunia yang diperoleh melalui sains diharapkan dapat memperkaya pemahaman 
keagamaan bagi manusia yang beriman. 
378 Ahli Hisab (perhitungan) biasanya berdalil (antara lain) kepada Qs. Yunus ayat 5. 
379 Sedangkan Ahli Rukyat (pengamatan) biasanya berdalil pada hadits yang berbunyi 
yang maknanya kurang lebih: ‖shaumlah karena melihat hilal (bulan tsabit baru) dan 
berbukalah karena melihatnya pula. Jika hilal tertutup awan maka genapkanlah (bulan ) 30 hari. 
Baca: kitab Shahih Bukhari III/27-28.  
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dalam al-Qur‘an dan Hadits saling bertentangan, namun akal dan pemahaman 
manusialah yang mempertentangkannya. Kita juga meyakini bahwa nass yang 
shahih tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat, ilmu pengetahuan yang 
benar serta dengan kenyataan fenomena alam yang juga berjalan berdasarkan 
hukum Allah. Maka seharusnya antara hisab dan rukyat tidak perlu saling 
bertentangan. Hanya saja, kita harus dapat mendudukkan setiap hal pada 
proporsinya secara tepat. Disinilah pentingnya pemahaman tentang integrasi 
antara agama dan sains.  
Sesungguhnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh kita 
tolak bahkan sebaliknya umat Islam-lah yang seharusnya memegang kendali 
kemajuan IPTEK tersebut. Di bawah kendali ajaran Islam, kemajuan IPTEK 
dapat lebih mencerminkan Islam sebagai Rahmatan lil „alamin. Perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu terus mengalami 
kemajuan yang pesat, seiring dnegan tingkat berfikir manusia. Dari tahapan 
yang paling mistis, pemikiran manusia terus berkembang hingga sampai pada 
yang supra rasional.  
Secara konseptual sebetulnya bagi orang Islam, ilmu pengetahuan dan 
teknologi merupakan bukan hal yang baru apalagi asing melainkan merupakan 
bagian yang paling mendasar dari kemajuan dan pandangan dunianya (world 
view). Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika ilmu memiliki arti yang 
sedemikian penting bagi kaum muslimin pada masa awalnya, sehingga tidak 
terhitung banyaknya pemikir Islam yang larut dalam upaya mengungkap konsep 
ini. 
Konseptualisasi ilmu yang mereka lakukan nampak dalam upaya 
mendefinisikan ilmu yang tiada habis-habisnya, dengan kepercayaan bahwa ilmu 
tak lebih dari perwujudan ―memahami tanda-tanda kekuasaan Tuhan‖, seperti 
juga membangun sebuah peradaban yang membutuhkan suatu pencarian 
pengetahuan yang komprehensif.  
Sebagaimana kata Rosentall, sebuah peradaban muslim tanpa hal itu tidak 
akan terbayangkan oleh orang-orang Islam abad pertengahan sendiri, lebih-lebih 
pada masa sebelumnya (Anees, 1991:73). Jika umat Islam tidak ingin tertinggal 
maju dengan dunia Barat maka sudah saatnya untuk menghidupkan kembali 
(revitalisasi) warisan intelektual Islam yang selama ini terabaikan dan jika perlu 
mendefinisikan kembali ilmu dengan dasar epistemologi  yang diderivasi dari 
wahyu (al-Qur‘an dan Hadits).  
Bukankah sains dan teknologi adalah juga warisan intelektual umat Islam 
sendiri? Oleh sebab itu kita harus menemukan kembali warisan yang berharga 
itu. Kita harus mengingat sabda Nabi bahwa ilmu pengetahuan (hikmah) adalah 
perbendaharaan orang mukmin yang telah hilang. Barang siapa yang 
menemukannya maka ia berhak atasnya (al-Qardlawi, 1989: 56). Ada beberapa 
pendekatan yang dapat digunakan dalam hubungan integrasi antara agama dan 
sains (Aminuddin, 2011); 
1. Berangkat dari data ilmiah yang menawarkan bukti konklusif bagi keyakinan 
agama untuk memperoleh kesepakatan dan kesadaran akan eksistensi 
Tuhan. 




2. Dengan menelaah ulang doktri-doktrin agama dalam relevansinya dengan 
teori-teori ilmiah, atau dengan kata lain keyakinan agama diuji dengan 
kriteria tertentu dan dirumuskan ulang sesuai dengan penemuan sains 
terkini.  
Keberadaan serta keberlakuan kalender Islam utamanya di Indonesia 
harus terlebih dahulu disepakati. Apakah eksistensi kalender ini akan berlaku 
untuk kepentingan sipil administrasi atau untuk kepentingan ibadah. Ketika 
kalender ini diformat untuk kepentingan sipil administrasi maka kaidah yang 
dapat digunakan berkenaan dengan persoalan selain ibadah (muamalah) adalah 
al-ashlu fil mu‟amalah al-ibahah illa bidaliilittahriim (hukum asal muamalah adalah 
halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Berkenaan dengan upaya mewujudkan 
kalender hijriyah untuk kepentingan sipil maka disinilah peran atau inovasi sains 
dapat dioptimalkan, mengingat tidak ada aturan baku dalam syariat yang 
mengaturnya. Hal ini akan berbeda persoalannya ketika kalender hijriyah ini 
dibuat untuk tujuan kepentingan ibadah. Kaidah yang digunakan-pun akan 
berbeda, al-ashlu fil ibadah attahriim wal batal illa ma ja‟a bihi al-dalil ala awamirihi 
(hukum asal dalam beribadah adalah haram dan batal kecuali ada dalil yang 
memerintahkannya.  
Dalam hal penetapan ibadah tentu harus mengacu pada Nass yang ada, 
baik yang tercantum dalam al-Qur‘an dan/ hadits. Jika kondisinya demikian, 
maka persoalan prospek keberlakuan kalender hijriyah di Indonesia dikaji 
melalui teori tentang otoritas. Otoritas yang dimaksud menurut Nashiruddin 
(2012) adalah otoritas ilmiah dan otoritas politik. Otoritas ilmiah dalam masalah 
prospek keberlakuan kalender hijriyah di Indonesia bisa dirujuk kepada para 
pakar atau ulama ilmu falak dan ahli astronomi di Indonesia. Merekalah ―pihak‖ 
yang dapat dikatakan memiliki otoritas ilmiah dalam mengkaji kemungkinan 
keberlakuan kalender hijriyah. Melalui konsep integratif antara sains dan agama, 
maka kebenaran ilmu pengetahuan dalam penetapan kalender harusnya bersifat 
logis-sesuai dengan nalar ilmiah dan memiliki tingkat kebenaran yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara objektif.  
 
E. Kontribusi Masyarakat Muslim Indonesia Dalam Membangun 
Peradaban Dunia  
Upaya dalam mewujudkan kalender Islam ini harusnya mendapatkan 
dukungan dari semua pihak. Kalender Islam yang digagas hendaknya 
bersesuaian dengan patokan dalam Nass (meskipun secara eksplisit aturan baku 
tentang kalender Islam tidak ada) dan sains. Perlu adanya evaluasi dan dalam 
tiap penerapan kalender Islam. Dalam penentuan awal bulan yang berkaitan 
dengan waktu ibadah sebenarnya tidak ada celah yang dapat menyebabkan 
perbedaan antara hisab dan rukyat, asalkan kedua metode tersebut berada pada 
jalur yang benar.  Menurut Purwanto (1994) mengatakan bahwa diperlukan 
adanya jembatan untuk tercapainya kesepakatan dalam penentuan awal bulan 
kamariyah, bukan hanya untuk Indonesia namun juga untuk dunia, ada butir-
butir yang perlu diperhatikan;  
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1. Dalam menatapkan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah, pengakuan 
rukyat yang dijadikan landasan harus diteliti secara cermat kebenarannya 
berdasarkan ilmu pengetahuan (sains) astronomi modern. Bagaimana 
sesuatu yang tidak dapat diterima ilmiah dapat menenangkan hati untuk 
landasan beribadah? Tidak mungkin ada pertentangan antara sains yang 
shahih dengan nass yang shahih. 
2. Pengakuan rukyat saat hilal di bawah ufuk atau jauh berada di bawah limit 
Danjon380 atau menggunakan limit manapun yang sekiranya tidak 
bersesuaian dengan kaidah ilmiah yang objektif harus ditolak, karena tidak 
sesuai dengan landasan ilmiah. 
3. Pengakuan rukyat hilal pada kondisi kritis (sangat dekat dengan limit Danjon 
atau lainnya) harus diuji benar-benar kesahihannya sebelum pengamatnya 
diminta bersumpah.381 Hal inilah penerapan adanya integrasi antara agama 
dan sains.  
4. Dalam hal tidak berhasil rukyat, meskipun secara hisab hilal sudah dalam 
batas imkan rukyat, maka ahli hisab harus tunduk pada keharusan konsep 
istikmal382, karena Rasulullah memberikan solusi penggenapan bulan 
menjadi 30 hari jika hilal terhalang oleh mendung. Tidak terlihatnya hilal bisa 
disebabkan oleh keterbatasan penglihatan atau karena masih ada kekurangan 
dalam hisab. Hisab berasal dari rukyat, maka hisablah yang harus dievaluasi 
kembali. Pengecualian untuk hal ini adalah jika terdapat keberhasilan rukyat 
di tempat lain atau Negara lain (karena tidak mungkin seluruh dunia tertutup 
awan atau terdapat mendung). 
5. Jika rukyat di tempat lain atau di Negara lain (rukyat shahih) hendak 
dijadikan rujukan, maka harus memperhatikan keberadaan garis tanggal 
kalender kamariyah internasional (international date line). Jika kita berada di 
Barat garis tanggal (pengakuan rukyat) tersebut, maka kita mengawali bulan 
pada hari yang sama, sedangkan jika kita berada di timur garis tanggal 
                                                 
380 Limit Danjon yang diturunkan oleh seorang ilmuwan Prancis berdasarkan 
pengamatan pada bentuk bulan tsabit (hilal). Menurut Danjon, hilal tidak mungkin 
(mustahil) dapat dilihat jika jarak busurnya dengan Matahari kurang dari 7 derajat, 
karena cahayanya habis tidak dapat sampai ke mata kita.  
381 Ironisnya tidak jarang terjadi kejanggalan kesaksian hilal di Negeri ini. Hilal yang 
berdasarkan pengakuan saksi pengamat sering tidak bersesuaian dengan kaidah ilmiah 
dan dengan dalih persaksian maka secara syariat pun dianggap sah, sehingga muncul 
dikotomi terminology yang berkembang di kalangan masyarakat, yakni hilal syar‘I dan 
hilal astronomis. Disebut sebagai hilal syar‘I ketika ada persaksian yang mengaku dapat 
melihat hilal dan dianggap memenuhi persyarat si pelaku rukyatnya maka tidak ada 
alasan untuk menolak  lain atkesaksian tersebut meski tidak sesuai dengan kaidah sains 
(mustahil rukyat). Sedangkan hilal astronomis adalah hilal yang memenuhi syarat-syarat 
tertentu di mana menurut kriteria astronomis hilal tersebut mungkin teramati (imkan 
rukyat) 
382Konsep istikmal merupakan upaya menyempurnakan hitungan umur bulan yang 
sedang berjalan menjadi 30 hari. 
 




tersebut maka awal bulan jatuh pada hari berikutnya meskipun hakikatnya 
pada tanggal kamariyah yang sama.  
Cita-cita besar yang ingin diwujudkan umat Islam untuk merekonstruksi 
peradaban  melalui  dibakukannya kalender Islam dan telah banyak upaya yang 
dilakukan oleh Bangsa dan Umat Islam di Negeri ini, maka yang terpenting dari 
itu semua adalah bagaimana persepsi umat harus diseragamkan terlebih dahulu 
dan sebelum beranjak untuk berupaya menseragamkan persepsi dalam skala 
Internasional maka menurut hemat penulis alangkah bijaknya jika dimulai 
terlebih dahulu merekontruksi peradaban di Negeri Indonesia ini. Indonesia 
yang notabene bukan Negara Islam namun berpenduduk mayoritas muslim ini 
menjadi modal yang besar untuk turut berpartisipasi aktif dalam membangun 
kembali peradaban Islam dunia.  
 
F. Penutup: Harapan &Tantangan 
Perdebatan dalam hisab rukyat termasuk gagasan kalender Islam yang 
mapan merupakan persoalan klasik namun tetap actual. Selanjutnya, salah satu 
problematika dalam aplikasi hukum yang tetap hangat diperdebatkan baik yang 
klasik maupun yang kontemporer adalah tentang tujuan hukum itu sendiri (the 
purpose of law). Ada yang beranggapan bahwa ketika hukum itu dibuat, sudah 
tentu memiliki tujuannya sehingga pada masa selanjutnya aplikasi hukum 
merupakan cause and effect matter (urusan sebab akibat) tanpa perlu lagi melihat 
konteks tujuan awal hukum. Dalam menyelesaikan masalah kontemporer-
semisal persoalan hisab rukyat-satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap 
prinsip-prinsip dasar, makna-makna universal dan tujuan-tujuan yang 
terkandung didalamnya untuk kemudian diterapkan dalam wajah baru yang 
sesuai dengan semangat merealisasikan kemaslahatan umum. Inilah yang 
dinamakan dengan maqashid-based ijtihad.  
Dalam operasionalisasinya, maqashid-based ijtihad ini ada tiga hal pokok 
yang harus dijadikan dasar/pijakan utama; pertama, mufti atau penentu 
hukumnya adalah orang-orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai 
mujtahid. Kedua, mengetahui dengan baik konteks problematika hukum yang 
terjadi (terutama seluk beluk problematika hisab rukyat di Indonesia). Ketiga, 
berpegang teguh pada dalil-dalil yang mu‘tabar (diakui validitas dan 
reabilitasnya). Dalam prosesnya, tiga dasar tersebut dilakukan dalam tiga tahap 
besar, yaitu tasyawwur, takyif, dan tatbiq. Tasyawwur adalah tahapan pengenalan 
hakikat permasalahan dan konteksnya dalam realitas, sementara takyif adalah 
menyusun dalil-dalil yang dianggap sesuai dengan masalah-masalah baru itu, dan 
tathbiq adalah tahapan terakhir penentuan hukum dengan mempertimbangkan 
kemaslahatan, akibat hukum dan tujuan-tujuan hukum itu sendiri (Darwis, 
2012: 387). Kiranya semua prosedur di atas tercermin dalam hal ikhwal 
penetapan kalender Islam, maka kemaslahatan apalagi yang lebih besar yang 
dapat diharapkan selain ukhuwwah Islamiyah.  
Jadi, berbesar hati untuk mengambil Pemerintah sebagai otoritas tunggal 
untuk menciptakan persatuan ummat adalah lebih utama daripada 
mempertahankan kriteria kalender masing-masing ormas. Bersepakat pada satu 
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otoritas pun menjadi bagian mewujudukan cita-cita besar umat Islam, yaitu 
mewujudkan kalender Islam yang mapan.   Semoga cita-cita ini segera 
terwujud… 
اٙرٍّو غّظٚ حِلاا غلاط ٗ١فاٌّ إمفاٛ٠ ْا ٌٝاؼذ الله يْاغٔ 
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Abstract:    This research aims to produce the system of evaluation learning lecturer web 
based in graduate school State Institute for Islamic Studies (IAIN) Salatiga 
and to know the suitability of this system based on five aspects; functionality, 
usability, supportability, reliability and performance. This research use the 
research and development approach (R&D), The data collections techniques 
were documentations, interviews,  focus group discussions (FGD), and 
questionnaires. Limited try out needed 10 students  and 46 students in 
disseminate try out, . The researcher concludes that the credibility of the 
Islamic supervision information system based on web has 5 aspects of system 
testing; functionality aspect (score 4,2 / very good category), usability aspect 
(score 4,3 / very good category), supportability aspect (score 4,3 / the very 
good category), performance aspect with the percentage of success about 97%, 
and reliability aspect with the percentage of success about 92%. 
 
Keywords: Information Systems, Evaluation Learning, Web Based 
 
A. Pendahuluan 
Perkuliahan sebagai proses pembelajaran di perguruan tinggi perlu 
direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara teratur. Perencanaan, 
pelaksanakan, dan penilaian perkuliahan sudah lazim dikerjakan oleh dosen. 
Walaupun demikian, penilaian perkuliahan masih fokus penilaian hasil belajar. 
Evaluasi perkuliahan oleh mahasiswa untuk menilai proses perkuliahan dosen 
masih perlu didorong pelaksaaannya (Wawan S. Suherman, 2003, 106). Dosen 
tidak hanya berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap hasil belajar 
mahasiswa, tetapi juga perlu memfasilitasi evaluasi oleh mahasiswa atas kinerja 
dirinya dalam proses pembelajaran. Setiap dosen memiliki tanggung jawab 
terhadap tingkat keberhasilan mahasiswa belajar dan keberhasilan dosen dalam 
mengajar. Pernyataan ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap suatu mata 
kuliah tidak hanya dilakukan terhadap mahasiswa tetapi juga diterapkan kepada 
dosen (Djemari Mardapi, 2008, 3) 
Menurut Matiru, dan Schlette (1995, 56) menyatakan bahwa dosen dapat 
meningkatkan perkuliahan melalui obervasi yang mendalam, pengumpulan 
umpan balik atas proses belajar mahasiswa, dan pengalian pengetahuan 




bagaimana mahasiswa belajar. Dosen dapat menemukan tanggapan mahasiswa 
terhadap metode, pendekatan dan strategi mengajar. Dengan demikian, 
sebenarnya dosen perlu mengumpulkan data tentang bagaimana penilaian 
mahasiswa terhadap kuliah dan metode yang digunakan selama proses 
perkuliahan. Oleh karenanya penilaian perkuliahan perlu dilakukan pada setiap 
semester 
Evaluasi perkuliahan memberikan keuntungan bagi tenaga pengajar yang 
mengadakannya, seperti dikatakan oleh Jones dan Bray (1986: 3) bahwa 
penilaian memberikan umpan balik yang berguna bagi tenaga pengajar, berupa 
informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan potensi yang ada dalam proses 
pembelajaran. Lebih 
rinci ditambahkan oleh Suharsimi (1991: 7) bahwa dengan diadakan evaluasi, 
tenaga pengajar akan mengetahui apakah materi yang telah diajarkan sudah 
tepat bagi mahasiswa, dan mengetahui apakah metode yang digunakan sudah 
tepat atau belum. Sejalan dengan itu, Wuest dan Lombardo (1994: 250) 
menyatakan bahwa pengajaran 
bisa ditingkatkan apabila tenaga pengajar mendapatkan umpan balik secara 
reguler, khusus, dan konseptual. Informasi yang diperoleh dari evaluasi 
perkuliahan oleh mahasiswa dapat dijadikan umpan balik sebagai dasar 
memperbaiki perkuliahannya 
Kegunaan evaluasi perkuliahan  adalah memonitor dan mengendalikan 
kualitas akadernik. Evaluasi perkuliahan perlu dikerjakan agar perkuliahan tetap 
terjaga mutunya. Matiru, Mwangi, dan Schlette (1995: 284) mengatakan bahwa 
setelah kuliah dilaksanakan, kuliah tersebut perlu diawasi dan diperbaharui 
secara reguler untuk menjaga mutu akademik yang ditetapkan. Dosen dan 
universitas bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi terhadap perkuliahan 
agar mutu bakunya diketahui oleh masyarakat. Universitas yang diketahui 
memiliki mutu baku yang tinggi akan memiliki keunggulan dibandingkan 
perguruan tinggi lainnya. Sebaliknya perguruan tinggi yang tidak melaksanakan 
upaya pemantauan dan pengendalian mutu baku akan terganggu dan diragukan 
kredibilitasnya oleh masyarakat pada jangka panjang 
Selama ini pelaksanaan evaluasi perkuliahan dosen oleh mahasiswa di 
program Pascasarjana Institut Agama Islam  Negeri (IAIN) Salatiga masih 
menggunakan kertas (paper based) dengan cara mahasiswa menilai dosen 
menggunakan intrumen yang menggunakan kertas. Kemajuan teknologi 
informasi saat ini pelaksanaan evaluasi perkuliahan dosen oleh mahasiswa bisa 
menggunakan teknologi komputer berbasis web. Kelebihan-kelebihan yang 
ditawarkan oleh teknologi informasi dalam evaluasi perkuliahan   antara lain: 
lebih efisien dan akurat dalam menilai, bisa dilihat hasilnya dengan cepat (Weiss, 
2004,  2) 
 
B. Sistem Evaluasi Perkuliahan Dosen Berbasis Web  
Menurut Jogianto (2005:2), sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen 
yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sistem ini 
menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti 
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tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Sedangkan 
menurut  Indrajit (2001:2), sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-
komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. 
Pendapat lain dari Murdick, R. G (1991:27), Sistem adalah seperangkat elemen 
yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur atau bagan-bagan 
pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan 
mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk 
menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang. Berdasarakan 
beberapa pendapat di atas maka sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen 
yang beroperai bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran 
Evaluasi adalah measurement, assesment and evaluation are hierarchical. The 
comparison of observation with the criterion is a measurement the interpretation and 
description of the evidence is an assessment and  the judgment of the value of implication of the 
behavior is an evaluation. Sedangkan menurut Joint Committe on Standar 
Evaluation menyatakan bahwa evaluation is the systematic assesment of the worth or 
merit of some object  (Stufflebeam, 1971, 3) 
Menurut Kufman and Thomas menyatakan bahwa evaluasi adalah proses 
yang digunakan untuk menilai. Pendapat lain mendefinisikan evaluasi dapat 
diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar 
objektif yang dievaluasi (Djaali, Mulyono, P dan Ramly. 2000, 3).  Evaluasi 
merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja 
atau produktivitas suatu suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. 
Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam 
proses pembelajaran. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi  tentang apa 
yang telah dicapai dan mana yang belum (Djemari Mardapi, 2008, 19). Evaluasi  
memberikan  informasi  bagi  kelas dan  pendidik  untuk meningkatkan  kualitas  
proses  belajar mengajar. Evaluasi sebagai komponen pengajaran adalah proses 
untuk mengetahui keberhasilan program pengajaran dan merupakan proses 
penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kesukaran-kesukaran yang melekat 
pada proses belajar  (Murshel, 1954, 373). Dari definisi evaluasi di atas dapat 
ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang 
sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam 
rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu 
program.  
Evaluasi perkuliahan adalah proses pengumpulan informasi untuk 
menilai proses dan hasil perkuliahan dalam rangka menetapkan keputusan 
untuk meningkatkan kualitasnya. Dalam evaluasi perkuliahan ada dua jenis 
evaluasi yang dapat dilakukan yakni evaluasi terhadap hasil perkuliahan dan 
evaluasi terhadap proses perkuliahan. Evaluasi hasil perkuliahan dilaksanakan 
oleh dosen, sedangkan evaluasi proses perkuliahan lebih efektif dikerjakan oleh 
orang lain bukan oleh dosen yang bersangkutan. Orang lain tersebut adalah 
orang yang terlibat langsung dengan proses perkuliahan yakni mahasiswa. 
Dengan begitu, mahasiswa dapat diminta untuk mengevaluasi perkuliahan yang 
diikutinya dan berkepentingan dengan proses perkuliahan. Kraus (1983, 403-
404)  menyatakan bahwa untuk mengevaluasi diperlukan kemampuan dari 




observer untuk membuat penilaian yang cerdas, ada beberapa penilaian yang 
dapat digunakan untuk mengevaluasi, yakni praktisinya sendiri, peserta 
program, dan ahli dari luar. Menurut Matiru, Mwangi dan Schlette (1995; 277-
282) bagian perkuliahan yang dievaluasi adalah; 1). Desain perkuliahan, 2). 
Silabus perkuliahan, 3). Isi perkuliahan, dan 4). Bahan-bahan dn metode 
mengajar. Tujuan evaluasi perkuliahan adalah menetapkan nilai, keuntungan, 
kekuatan, kelemahan, efektivitas, dan dampak dari suatu kinerja, proses, atau 
hasil perkuliahan 
Salah satu unsur yang paling umum digunakan dari internet selain e-mail 
adalah world wide web atau disingkat menjadi www. Secara teknis, web adalah 
sebuah sistem dengan informasi yang disajikan dalam bentuk teks, gambar, 
suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah server web internet yang 
disajikan dalam bentuk hiperteks. (Janner Simarmata, 2010, 47). Kesimpulan 
yang dapat diambil untuk pengertian www adalah sekelompok dokumen 
multimedia yang saling terkoneksi menggunakan hyperteks link. Dengan 
mengklik hyperlink, maka bisa berpindah dari satu dokumen ke dokumen 
lainnya. 
Merangkum uraian di atas, definisi sistem evaluasi perkuliahan dosen 
berbasis web adalah sistem pengolah data yang digunakan untuk melakukan 
evaluasi perkuliahan dosen sebagai pendukung kinerja manajerial suatu 
organisasi untuk mempermudah organisasi dalam penyediaan informasi yang 
dibutuhkan dengan memanfaatkan kemudahan teknologi web sebagai alat 
komunikasinya. 
 
C. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam pembuatan SEVADO ini adalah 
penelitian pengembangan (Research and Development). Menurut Sugiyono (2015, 
28), metode research and development merupakan proses atau metode yang 
digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk. Langkah-langkah 
R&D model Sugiyono yang disederhakan digambarkan sebagai berikut: 
 
 
Gambar 1. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan pembuatan 
SEVADO. 
 
Variabel yang menjadi tolak ukur adalah kelayakan produk. Aspek 
kelayakan rekayasa perangkat lunak yang diuji yaitu Functionality, Usability, 
Reliability, Performance dan Supportability atau yang disingkat sebagai FURPS.  
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Functionalitya dalah kemampuan sistem informasi yang dibangun untuk 
menyediakan kebutuhan user. Usability meliputi faktor manusianya, seperti 
estetika, konsistensi dalam user interface dan bantuan yang sifatnya online. 
Reliability, mencakup frekuensi dan tingkat keparahan kegagalan (failure), 
pemulihan (recovery), akurasi, prediksi dan waktu rata-rata antar terjadinya 
kegagalan (Mean Time Between Failure).Performance, menekankan pada kondisi 
persyaratan fungsional seperti kecepatan, efisiensi, ketersediaan, dan akurasi. 
Supportability, meliputi antara lain kemampuan untuk dapat diuji, dapat 
dikembangkan, kemampuan adaptasi, pemeliharaan, serta kompatibilitas. 
Untuk menguji aspek reliability dan performance di atas, penulis 
menggunakan software WAPT Tools (Web Application Perfomance Testing). WAPT 
merupakan alat pengujian beban dan stres yang memungkinkan pengembang 
menganalisis kinerja situs web yang dibangun dengan mudah. Sedangkan untuk 
menguji aspek functionality, usability dan supportability, penulis menggunakan 
angket untuk mendapatkan persepsi pengguna terhadap ketiga aspek dalam 
sistem informasi yang dirancang. 
Populasi penelitian ini adalah wilayah generalisasi yang dapat berupa 
orang, benda, model, ataupun karakteristik dari sivitas akademik  program pasca 
sarjana IAIN Salatiga. Tteknik sampling di dalam penelitian ini menggunakan 
probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan 
peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi 
anggota sampel. Sedangkan jenis probability sampling yang dipilih yaitu 
disproportionate stratified random sampling, yaitu teknik yang digunakan untuk 
mengambil sampel jika populasi memiliki strata namun kurang proporsional. 
(Sugiyono, 2015, 82). Pengumpulan data dalam penelitian dan pengembangan 
ini menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, FGD dan kuesioner. Teknik 
analisis data kuantitatif yang diperoleh melalui uji coba akan dianalisis dengan 
statistik deskriptif kemudian dikonversikan ke data kualitatif dengan skala 5 
untuk mengetahui kualitas produk. (Eko Putro Widoyoko, 2009, 238) 
 
Tabel 1. Konversi data kuantitatif menjadi kualitatif 
Rumus Klasifikasi 
X>Xi + 1,8 x sbi Sangat baik 
Xi + 0,6 x sbi< X ≤ Xi + 1,8 x sbi Baik 
Xi - 0,6 x sbi< X ≤ Xi + 0,6 x sbi Cukup 
Xi – 1,8 x sbi< X ≤ Xi + 0,6 x sbi Kurang 
X ≤ Xi – 1,8 x sbi Sangat kurang 
 
Keterangan: 
X  = Skor yang didapatkan (skor empiris) 
Xi = Rerata ideal 
Xi =½ (skor tertinggi iedal +skor terendah ideal) 
sbi = Simpangan baku ideal    
      = 
 
 
(skor tertinggi iedal +skor terendah ideal) 




Skor tertinggi ideal = ∑butir kriteria x skor tertinggi x jumlah responden 
Skor terendah ideal = ∑butir kriteria x skor terendah x jumlah responden 
 
D. Hasil dan Pembahasan 
1. Tahap Desain Sistem 
Sistem yang ada dan sedang berjalan pada evaluasi perkuliahan dosen di 
program Pascasarjana IAIN Salatiga bersifat paper based dan masih memiliki 
kendala dalam hal penyimpanan dan pengolahan data serta penyampaian 
informasi kepada dosen sebagai bagian dari kegiatan penjaminan mutu 
akademik. Sistem yang dirancang diharapkan dapat membantu dalam evaluasi 
perkuliahan di program Pascasarjana IAIN Salatiga.  
Untuk mewujudkan sistem yang diusulkan di atas, penulis melakukan 
analisis kebutuhan tentang evalusi perkuliahan yang dilakukan selama ini untuk 
membangun sistem. Dari hasil wawancara dan FGD ditemukan hasil bahwa 
sistem evalusi perkuliahan sudah selayaknya dibuat berbasis internet. Langkah 
selanjutnya yang ditempuh adalah dengan membuat desain sistem informasi 
yang meliputi pemodelan sistem, desain database, dan desain halaman antar 
muka. 
2. Tahap Validasi Desain 
Keseluruhan desain, baik dari segi model sistem, desain database, 
maupun desain interface, yang telah dirancang kemudian diuji oleh para ahli 
(pakar). Validasi oleh para pakar ini dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan 
desain sistem telah benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dalam tahap validasi 
desain ini penulis menggunakan 3 ahli; pertama, ahli (pakar) dalam bidang IT, 
kedua, pakar dari praktisi ahli, dan ketiga unsur Lembaga Penjaminan Mutu 
IAIN Salatiga. Validasi desain oleh pakar IT dilakukan untuk menguji 
kemungkinan sistem berjalan dengan baik melalui berbagai desain yang telah 
penulis buat. Sedangkan validasi desain oleh praktisi ahli digunakan untuk 
menguji apakah desain yang dibuat dapat memenuhi harapan praktisi atas 
kebutuhan informasi supervisi. Pengumpulan data dalam tahap validasi ini 
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Tabel 2. Instrumen pengujian perangkat lunak bagi pakar/ahli 
 
Aspek Butir Kriteria 
Skor 
5 4 3 2 1 
Functionality 
(F) 
Desain sistem informasi telah menyediakan informasi 
yang dibutuhkan (F1) 
Desain sistem informasi telah meliputi proses 
pengolahan data (simpan, edit, hapus, dan tampil data) 
(F2) 
Desain sistem informasi telah dilengkapi dengan fitur 
pencarian (F3) 
Desain sistem informasi telah dilengkapi dengan  
username dan password sebagai perlengkapan 
keamanan akun (F4) 
    
Usability 
(U) 
Desain sistem informasi ringkas dan mudah dipelajari 
(U1) 
Desain sistem informasi memiliki desain tampilan 
setiap interface yang menarik (U2) 
Tata letak dalam desain sistem informasi tertata dengan 
sangat jelas (U3) 
    
Supportability 
(S) 
Desain sistem informasi memungkinkan untuk 
dioperasikan dari berbagai searching engine, semacam 
google chrome, mozzilla firefox dan internet explorer 
(S) 
    
 
3. Menentukan Pedoman Konversi Data Kuantitatif ke Kualitatif 
Sebelum analisis data dilakukan, untuk menentukan kualitas produk 
maka diperlukan pedoman konversi data kuantitatif menjadi kualitatif. Rumus 
yang digunakan dalam konversi skor ke nilai untuk menentukan rentang nilai 
kelayakan desain tersebut, sesuai yang telah ditentukan. Atas dasar perhitungan 
di atas, konversi data kuantitatif skala 5 dapat disederhanakan sebagaimana 
tersaji dalam tabel berikut: 
 
Tabel 3.Pedoman konversi data kuantitatif ke data kualitatif dengan skala 5 
 
Nilai Interval Skor Kriteria 
A X> 4,2 Sangat layak 
B 3,4< X ≤ 4,2 Layak 
C 2,6 < X ≤ 3,4 Cukup 
D 1,8 < X ≤ 2,6 Kurang layak 
E X ≤ 1,8 Sangat kurang layak 
 
4. Pembuatan Produk 
Tahap selanjutnya adalah menuangkan keseluruhan desain dan perbaikan 
yang telah dilakukan ke dalam produk. Hasil dari rancang bangun sistem 
informasi supervisi PAI yang dibuat adalah sebagai berikut: 
a. Halaman Muka 
Seluruh aktor (admin, pengawas, guru, dan guest) dapat mengakses halaman 
muka SEVADO. Dengan mengetik alamat dalam internet yakni:  




www.ppsiainsalatiga.ac.di//sevado pada web browser maka aktor secara 
otomatis akan dibawa ke alamat default sistem sebagai berikut: 
Gambar 2. Alamat default SEVADO 
 
Setelah mengetikkan alamat tersebut maka pengunjung akan dibawa ke halaman 
muka SEVADO. Berikut adalah tampilan halaman muka SEVADO. 
 
b. Form Login 
Khusus bagi pengunjung yang telah memiliki akun (admin, pengawas, dan guru) 
dapat masuk ke halaman user masing-masing. Dengan menekan tombol login 
akun maka pengunjung akan dibawa ke form login seperti gambar berikut: 
 
 
Gambar 3. Tampilan form login akun admin 
 
Gambar di atas merupakan form login yang juga merupakan bagian 
kunci keamanan sistem. Untuk menjaga keamanan akun masing-masing user 
terdapat 3 tahap keamanan, yaitu tipe user, username, dan password. Ketiga 
tahap keamanan tersebut saling terintegrasi antara satu dengan lainnya. Setelah 
berhasil melakukan login, dimana ketiga tahap keamanan harus cocok, maka 
pengunjung akan dibawa ke halaman akun yang dimiliki. Namun jika proses 
login gagal, dimana ketiga tahap keamanan tidak cocok, maka pengunjung akan 
mendapatkan peringatan bahwa login telah gagal.  
 
c. Halaman Admin 
Bagi admin yang telah berhasil proses login, maka otomatis akan dibawa ke 
halaman admin yang dimilikinya seperti gambar berikut. 
 
Gambar 4. Tampilan halaman utama admin 
 
Dalam halaman admin ini seorang admin dapat melakukan pengaturan 
sistem seperti yang dikehendaki, misal; data induk dosen, data induk mahasiswa, 
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pangaturan admin, mata kuliah, hasil penilaian, pengaturan modul, manajemen 
mata kuliah, daftar kelas, jadwal kuliah. 
 
d. Halaman Mahasiswa 
Mahasiswa akan melakukan login di wilayah login mahasiswa seperti 
gambar berikut. 
 
Gambar 5. Tampilan form login akun mahasiswa 
 
Setelah mahasiswa berhasil login maka akan ditampilkan wewenang akun 
mahasisa seperti mengupdate data diri, melihat ikon penilaian dan melihat hasil 
penilaian mereka sendiri-sendiri seperti gambar berikut. 
 
Gambar 6. Tampilan halaman utama akun mahasiswa 
 




Gambar 7. Tampilan akun mahasiswa untuk mengupdate data diri 
 
Selanjutnya mahasiswa akan melakukan penilaian evaluasi perkuliahan dosen 
dengan cara memilih mata kuliah yang akan dinilai seperti gambar berikut. 





Gambar 10. Tampilan akun mahasiswa untuk mengambil mata kuliah yang akan 
dilakukan evaluasi perkulihan 
 
Selanjutnya mahasiswa akan masuk di form utama dari SEVADO yakni 
penilaian evaluasi perkuliahan dosen dengan cara mengisi form yang disediakan. 
Bentuk form evaluasi perkuliahan dosen seperti gambar berikut. 
 
 
Gambar 10. Tampilan akun mahasiswa mengisi instrumen evaluasi perkuliahan 
 
5. Ujicoba Terbatas 
Keseluruhan sistem yang telah dirancang, baik berupa tampilan interface, 
tombol, dan database kemudian diujikan secara terbatas terhadap sekelompok 
sampel. Dalam tahap ujicoba terbatas ini penulis lakukan kepada 10 mahasiswa.  
Pengumpulan data dalam tahap validasi ini menggunakan 2 teknik yang 
berbeda, yaitu; teknik kuesioner dan penggunaan software WAPT Tools (Web 
Application Perfomance Testing). Penggunaan software untuk menguji aspek 
reliability dan performance dari sistem informasi yang dibangun. Sedangkan Teknik 
kuesioner digunakan untuk menguji aspek functionality, usability dan supportability. 
Kuesioner yang digunakan seperti yang telah ditentukan sebelumnya, sebagai 
berikut: 
Hasil dari ujicoba terbatas kemudian dianalisis untuk mendapatkan 
kesimpulan mengenai kelayakan sistem. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 
analisis data dari ujicoba terbatas adalah sebagai berikut: 
a. Analisis Data Aspek Functionality, Usability dan Supportability 
Analisis aspek ini dilakukan dengan cara mendata, menghitung jumlah 
dan rata-rata skor per aspek dan membandingkannya dengan tabel konversi 
data kuantitatif ke kualitatif. Hasilnya seperti tabel berikut: 
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Kriteria Aspek Skor per-
Aspek 
Kriteria 
F1 2,6 Kurang Layak Functionality 3,4 Cukup 
F2 3,1 Cukup 
F3 4,1 Layak 
F4 3,7 Layak 
U1 3,3 Cukup Usability 4,2 Layak 
U2 4,3 Sangat Layak 
U3 4,2 Layak 
U4 4,3 Sangat Layak 
U5 4,1 Layak 
U6 4,3 Sangat Layak 
U7 4,3 Sangat Layak 
U8 4,0 Layak 
U9 4,2 Layak 
U10 4,5 Sangat Layak 
S 4,5 Sangat Layak Supportability 4,5 Sangat Layak 
 
Berdasarkan data di atas, masih terdapat beberapa butir kriteria yang 
harus diperbaiki yaitu F1, F2, dan U1. Data kemudian dibandingkan dengan 
komentar yang telah didapatkan dalam tahap ujicoba. Dan disimpulkan bahwa 
aspek yang perlu diperbaiki adalah tampilan halaman muka harus 
mencantumkan data singkat pengwas dan sistem keamanan harus diperbaiki. 
 
b. Analisis Data AspekReliability dan Performance 
Dengan menggunakan aplikasi WAPT didapatkan hasil bahwa 
keberhasilan performance (92 %) dan keberhasilan hits (99 %), maka dapat 
disimpulkan bahwa aspek reliability dan performance sistem yang dibangun 
sudah sangat baik. 
 
6. Analisis Data Ujicoba Lapangan Luas 
Setelah melalui tahap ujicoba terbatas maka dilakukan langkah ujicoba 
lapangan luas dengan 46 mahasiswa  
a. Analisis Data Aspek Functionality, Usability dan Supportability 
Analisis aspek ini dilakukan dengan cara mendata, menghitung jumlah dan rata-
rata skor per aspek dan membandingkannya dengan tabel konversi data 

















Tabel. 5 Analisis konversi data per-indikator tahap ujicoba terbatas 
 
Butir Kriteria Skor per-
Butir 
Kriteria Aspek Skor per-
Aspek 
Kriteria 
F1 4,2 Layak Functionality 4,2 Sangat Layak 
F2 4,3 Sangat Layak 
F3 4,3 Sangat Layak 
F4 4,2 Layak 
U1 4,2 Sangat Layak Usability 4,3 Sangat Layak 
U2 4,2  Layak 
U3 4,2 Layak 
U4 4,2 Sangat Layak 
U5 4,3 Sangat Layak 
U6 4,4 Sangat Layak 
U7 4,3 Sangat Layak 
U8 4,2 Layak 
U9 4,2 Sangat Layak 
U10 4,3 Sangat Layak 
S 4,3 Sangat Layak Supportability 4,3 Sangat Layak 
 
Berdasarkan data di atas maka keseluruhan aspek dinyatakan sangat layak. 
b. Analisis Data Aspek Reliability dan Performance 
Dengan menggunakan aplikasi WAPT didapatkan hasil bahwa 
keberhasilan performance (97 %) dan keberhasilan hits (92 %), maka dapat 
disimpulkan bahwa aspek reliability dan performance sistem yang dibangun 
sudah sangat baik. 
 
E. Simpulan dan Saran 
Aplikasi sistem dosen evaluasi perkuliahan berbasis web di program 
pascasarjana IAIN Salatiga ini sudah memenuhi kriteria kelayakan dalam aspek 
functionality, usability, reliability, performance, dan supportability yang ditentukan 
sehingga layak untuk digunakan. dinyatakan layak dengan melalui 5 aspek 
pengujian sistem yaitu; aspek functionality dengan perolehan skor 4,2 (kategori 
sangat baik), aspek usability dengan perolehan skor 4,3 (kategori sangat baik), 
aspek supportability dengan perolehan skor 4,3 (kategori sangat baik), aspek 
performance dengan persentase keberhasilan sebesar 97 %, dan aspek reliability 
dengan persentase keberhasilan sebesar 92 % 
Sudah selayaknya sistem dosen evaluasi perkuliahan berbasis web digunakan di 
perguruan tinggi agama islam dalam rangka mempermudah pelaksanaan 
evaluasi perkuliahan yang dilakukan setiap semester agar proses perkuliahan 
semakin baik. Selain itu bisa meningkatkan kunjungan ke web perguruan tinggi 
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Abstract:     Lapindo mudflow disaster brings a tremendous impact on the whole order of 
life of the victims that includes physical, psychological, social, and health. 
However, not all victims of such tragedy have a negative impact. Under certain 
circumstances, it is proved that catastrophe survivors become very powerful, 
very strong and able to adjust to reality. They are the survivors of Muslim 
victims of the Lapindo mudflow in Porong Sidoarjo, East Java, which have 
already been 10 years living in the impacted area. This study examines the 
correlation between religiosity, religious orientation, and spiritual well-being 
and the resilience of the survivors of Lapindo mudflow victims. This study 
used survey method with correlational and comparative quantitative approach. 
To uncover each study variable, 4 (four) instrument scales of psychology are 
used, they are Muslims religiosity scale, religious orientation scale, spiritual 
well-being scale, and resilience scale. The result of this study indicates that all 
predictor variables, namely religiosity, religious orientation, and spiritual well-
being either jointly or individually significantly correlate to the resilience of the 
survivors of victims of Lapindo mudflow at the determinant coefficient value = 
0.94 (p <0,05) or 94% of the survivor‟s resilience are affected by religiosity, 
religious orientation, and spiritual well-being. 
Keywords: Resilience, Religiosity, Religious Orientation, Spiritual Well-Being, 
Survivors Of Lapindo Mudflow Victims. 
 
Introduction 
Lapindo mudflow disaster in Porong Sidoarjo has lasted more than 10 
years, since May 28, 2006. The mudflow incident sinking 9 (nine) village and 
forcing 8,200 inhabitants to be evacuated and more than 25,000 people to leave 
their land. As a result of this environmental catastrophe, there were 10,426 
units of houses and 77 units of worship houses submerged in mud. Land and 
livestock affected by the mud are 25.61 ha sugarcane land area in 
Renokenongo, Jatirejo and Kedungcangkring, 172.39 ha. rice land area in Siring, 
Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul, Besuki Jabon and Pejarakan.383 
                                                 
383 The report from Tim Ad Hoc Investigation of Serious Human Rights Violations, 
Lapindo Hot mud disaster dated on June 30, 2011 explained that about 30 factories that 
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Lapindo mudflow disaster has brought a tremendous impact on the 
victims‘ whole order of life that includes physical, psychological, social, and 
health. Not only destroys the residence, this tragedy also eliminates sources of 
livelihood and makes people‘s lives worse off. The findings of various studies 
showed a very significant increase in the variety of physical and psychological 
health problems experienced by the environmental catastrophe‘s survivors in 
the long term.384 Limited sources of personal, material, and social are associated 
with low function and adjustment of individual‘s psychology after the disaster 
in the form of a decrease in the ability of individuals to make self-adjustments 
as they relate to changes in personal, interpersonal, social, and economic lives in 
the post-disaster.385 
Research conducted by Gregor concluded that natural disaster has 
resulted in lose of family and friends, lose of their homes and possessions, lose 
the meaning of life possessed, change of life and a sense of uncertainty for the 
future as a result of lose of orientation as well as personal security.386 While 
Norris‘ research finding found that environmental catastrophe has caused the 
survivors experience poor mental health, including depression, anxiety, post-
disaster trauma, and somatic complaints.387 In addition, several studies showed 
the negative conditions of the survivors who lived in refugee camps. This 
condition further added to their post-disaster psychological stress,388 then 
                                                                                                                   
were flooded were forced to halt production and lay off thousands of workers. It has 
been recorded 1873 workers affected by this disaster. Four government offices are also 
not functioning and the employees also threatened not to work. Non-functioning of 
educational facilities, headquarters of Koramil Porong, as well as damage to facilities 
and infrastructure (electricity and telephone networks). Home or place of residence 
were damaged by mud and the damage are  as many as 1683 units. The details are 
places of residence 1.810 (Siring 142, Jatirejo 480, Renokenongo 428, Kedungbendo 
590, Besuki 170), 18 school buildings  (7 state schools ), 2 offices (Koramil office and 
administrative offices of Jatirejo), 15 factories, 15 units of mosque. 
384 Norris, F. (2005). Range, magnitude, and duration of the effects of disasters on mental 
health: Review update 2005. Retrieved 6 July 2016 from 
http://www.redmh.org/research/general/effects.html. Norris, F., Friedman, M., 
Watson, P., Byrne, C., Diaz, E., & Kaniasty, K. (2002). 60,000 disaster victims speak, 
Part I: An empirical review of the empirical literature, 1981- 2001. Psychiatry, 65, 207-
239. 
385 Brewin,C.R., Andrews, B, & Valentine, J.D. (2000). Meta analysis of risk 
factors for posttraumatic stress disorder in trauma adults. Journal of Consulting and 
Clinical Psychology. 68: 748-766. 
386 Gregor, S. (2005). Resilience after Disaster. The Australian Psychological Society: Inpsych 
Pub. Downloaded from www.psychology.org.au. 
387 Norris, F. (2005). Range, magnitude, and duration of the effects of disasters on mental 
health: Review update 2005. Downloaded from 
http://www.redmh.org/research/general/effects.html. 
388 Killic C. Aydin, I. Taskintuna,N. Ozcurumez, G. Kurt, G. Eren, E. (2006). 
Predictors of Psychological Distress of the 1999 Earthquake in Turkey: Effect of 
Relocation after Disaster. Acta Psychiatrica Scandinavica. 114. 194-202. Najarian, LM. 




displacement or relocation would raise a lot of stress despite this had already 
been planned, anticipated, or handpicked by individuals.389 
However, not all of disasters bring negative impact on the survivors. 
Under certain circumstances, it has been proved that disaster survivors would 
be very powerful, very strong and able to flourish after the tragedy.390 This 
shows that the tragedy survivors in fact have a positive adjustment to the post-
disaster demonstrated by their ability to adjust themselves with various 
shortcomings, limitations, loss and problems that arise in post-environmental 
catastrophe.391 Tang‘s study results showed that 6 months after the earthquake 
and tsunami that hit Southeast Asia, it was found about 34 % of the 267 adult 
survivors in Thailand experienced a positive psychological adjustment.392 
In the perspective of psychology, positive psychological adjustment is a 
term that indicates a positive mental conditions experienced by the individual 
who refers to the ability to act or solve problems effectively in meeting with a 
wide range of pressing environmental demands.393 Individuals who have a 
positive psychological adjustment is called as a resilient individuals.394 People 
who are resilient are those who are able to overcome a difficult situation, 
remain stable in physical and psychological health conditions, and have a  
capacity to gain experience and positive emotions. Resilience is a part of an 
adaptation process, and it can be upgraded throughout the life span.395 
Meanwhile, according to Catuli & Masten, resilient persons are those who are 
                                                                                                                   
Goenjian, AK. Peleovitz,D. Mandel,F dan Najarian, B. (2005). The effect of Relocation 
after Natural Disaster. Journal of Traumatic stress. 14: 511-526. 
389 Sanders, S. Bowie, S.L., & Bowie, Y.D. (2003). Lesson Learned on Forced 
Relocation of Older Adult: The Impact of Huurcane Andrew on Health, Mental 
Health, and Social Support of Public Housing Residents. Journal of Gerontological Social 
Work. 40(4): 23-29). 
390 Anthony D. Ong, A.D  and C. S. Bergeman, C.S, Bisconti, T.L, & Wallac, K.A. 
(2006). Psychological resilience, positive emotions, and successful adaptation to stress 
in later life. Journal of Personality and Social Psychology, 2006, Vol. 91, No. 4, 730–749. 
391 Costanzo, E.S., Ryff, C.D , & Singer, B.H. (2009). Psycholocial Adjustment 
Among Cancer Survivors: Findings From a National Survey of Health and Well-Being. 
Journal of Health Psychology.2009, Vol. 28, No. 2, 147-156. 
392 Tang, C.S. (2007). Trajectory of traumatic stress symptoms in the aftermath of extreme 
natural disaster: a study of adult thai survivors of the 2004 Southeast Asian earthquake and tsunami. 
J. Nerv Ment Dis. 195: 54-9. 
393 Seaton, C.L. in Lopez, SJ. (2009). The Psychological Adjusment Encyclopedia of Positif 
Psychology. Vol 1 A-M. United Kingdon: Blackwell Publishing Ltd. 
394 Wald, J., Taylor, S., Asmundson, G.J.G., et al. (2006). Literature review of concepts: 
psychological resiliency. Toronto (ON): Defence R&D Canada. 
395 Bonanno, G. A., Galea, S., Bucciarelli, A., Vlahov, D. (2004). What Predicts 
Psychological Resilience After Disaster? The Role of Demographics, Resources, and 
Life Stress. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Vol. 75, 671-692. 
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able to adapt positively in conditions that are at risk of misfortune.396 Reivich & 
Shatte suggested that resilient humans are those who are able to survive, rise 
up, and adjust to the difficult conditions.397 Human beings who are resilient are 
demonstrated by the ability to control emotions, and be calm even under 
pressure, and be able to control impulses and evoke thoughts that lead to 
emotional control, to be optimistic about future, and be able to identify the 
cause of the problem accurately, have empathy, have a confidence to success, 
and have competency to accomplish something.398 
Previous studies related to how the resilience of the survivors of disaster 
victims can be explained by İkizer who has explored the factors that influence 
the survivors to be resilient individuals.399 One of İkizer‘s findings is that single 
factor which is very significant to the ability of the survivors‘ adaptability is the 
aspect of spirituality and religiosity. Related research done by Madsen & Abell 
uncover the role of religiosity (such as belief in the transcendent and religious 
observance) affect on the flexibility of the survivors after the trauma.400 
Meanwhile, Smyth & Koenig stated that spirituality and religiosity affect the 
ability to bounce back of the survivors in post-trauma.401 Sossou et al. found 
that the women survivors of Bosnian refugee with their power of spirituality 
and obedience to religious beliefs can make them are still resilient.402 While 
Gillard & Paton proved that spirituality aspect is very important in fostering the 
psychological strength of the victims of tragedy, and conversely those who are 
susceptible are the victims who have low resilience, those who do not put 
religious capacity in facing the temptation in the form of catastrophe.403 
                                                 
396 Bonanno, G. A., Galea, S., Bucciarelli, A., Vlahov, D. (2004). What Predicts 
Psychological Resilience After Disaster? The Role of Demographics, Resources, and 
Life Stress. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Vol. 75, 671-692. 
397 Has been quoted from Lopez, S. J. (2009). The Encyclopedia of Positive Psychology. 
United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd. pag. 837. 
398Reivich , K. & Shatte, A. (2002). The Resilience Factors. New ork: Broad Way 
Books. Pag. 1. 
399 Gözde İkizer. (2014). Factors Related to Psychological Resilience among Survivors of the 
Earthquakes nn Van, Turkey. A Thesis Submitted to The Graduate School of Social 
Sciences  of Middle East Technical University. Not Publicated. 
400 Madsen, M. D., & Abell, N. (2010). Trauma Resilience Scale: Validation of 
protective factors associated with adaptation following trauma. Research on Social Work 
Practice, 20(2), 223-233 
401 Brewer-Smyth, K., & Koenig, H. G. (2014). Could spirituality and religion 
promote stress resilience in survivors of childhood trauma? Issues in Mental Health 
Nursing, 35(4), 251-256. 
402 Sossou, M. A., Craig, C. D., Ogren, H., & Schnak, M. (2008). A qualitative study 
of resilience factors of Bosnian refugee women resettled in the southern United States. 
Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, 17(4), 365-385. 
403 Gillard, M., & Paton, D. (1999). Disaster stress following a hurricane: the role of 
religious differences in the Fijian Islands. Australasian Journal of Disaster and Trauma 
Studies, 3(2). Retrieved from http://www.massey.ac.nz/~trauma/issues/2016-
2/gillard.htm. 




Hansftingl‘s research result found that the aspects of religiosity and spirituality 
significantly affect positive self motiviation, the meaning of life, internal 
regulations, and person‘s psychological toughness.404 The practice and people' 
religion belief also affects on the hardiness of the survivors.405 This was 
supported by Subandi et al. who examined the survivors of Mount Merapi 
eruption‘s victims in Central Java in 2010. It was showed that spirituality, 
patience, and life expectancy significantly affect the recovery process of the 
survivors.406 
The findings of the studies above indicate that religiosity plays an 
important role in supporting the resilience of the survivors of disaster victims. 
Spirituality and religiosity becomes predictors variable toward individuals‘ 
toughness, and it is also become a very important component in the process of 
post-disaster recovery. People who have high levels of religiosity are better able 
to interpret every accidents in a positive way, so that life becomes meaningful, 
and stress or depression can be avoided.407 Conversely, humans whose 
religiosity are low will quickly get despair in facing pressure, not being able to 
accept fate, and often blaming others. Person‘s Religiosity shown in the form of 
religious behavior such as obedience and involvement in religious activities 
plays a crucial part for the improvement of psychological resources in the form 
of optimism, which in turn greatly assist psychological adjustment of post-
disaster‘s survivors.408 This study wants to prove whether the variables of 
religiosity, religious orientation and spiritual well-being affect the resilience of 
the survivors of victims of Lapindo mudflow in Porong Sidoarjo. 
 
Method 
This study aims to demonstrate jointly and individually the variables of 
religiosity, religious orientation, and spiritual well-being toward the resilience of 
the survivors of Lapindo mudflow victims. Therefore, this study used survey 
method with correlational and comparative quantitative approach. The subjects 
of this research were the survivors of Lapindo mudflow victims who still live in 
two villages namely Glagaharum and Gedang Village, Porong, Sidoarjo. 
                                                 
404 Hanfstingl, B. (2013). Ego and spiritual transcendence: relevance to 
psychological resilience and the role of age. Evidence-Based Complementary and Alternative 
Medicine. doi:10.1155/2016/949838. 
405 Javanmard, G.H. (2013). Religious beliefs and resilience in academic students. 
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 744-748. 
406 Subandi, et.al. .(2014).  Spirituality, gratitude, hope and post-traumatic growth 
among the survivors of the 2010 eruption of Mount Merapi in Java. Indonesia 
Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies. 2014 Volume 18, Number 1. 19-26. 
407 Chan, C.S and Rhodes, J.E. (2013). Religious Coping, Posttraumatic Stress, 
Psychological Distress, and Posttraumatic Growth Among Female Survivors Four 
Years After Hurricane Katrina. Journal of Traumatic Stress April 2013, 26, 257-265. 
408 Chan, C., Rhodes, J.E., &Pérez, J.E. (2012). A Prospective Study of 
Religiousness and Psychological Distress Among Female Survivors of Hurricanes 
Katrina and Rita. American Journal of Community Psychology. March 2012, Volume 49, 
Issue 1, pp. 168-181. 
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Subjects were 150 people composed of 64 men and 86 women. Respondents of 
this research were the survivors who are Muslims and have been actively 
involved in teaching activities and group prayers in the local village council. 
To uncover each study variables, 4 (four) instrument scales of 
psychology were used, the scale of religiosity of Muslims (Scale-RM), scale of 
religious orientation (S-OR), scale of spiritual well-being (Scale-SWB) and scale 
of resilience (Scale-Res). Muslim religiosity scale (Scale-RM) was developed 
based on the theory of five (5) dimensions of Muslim religiosity by El-Menour 
& Stiftung.409 Religious orientation scale (scale-OR) was adapted on the basis of 
religious orientation scale, adapted to the Muslim community by Khodadady.410 
Spirituality well-being scale (scale-SWB) was adapted from the scale of spiritual 
well-being developed by Abu-El-Noor and Radwan.411 While to measure 
resilience (Scale-Res), adapted scale of resilience is used based on resilience 
scale developed by Othman et.al.412 RM-scale consists of 25 items with 
Cronbach's alpha reliability coefficient value is 0.892. Scale-OR consists of 20 
items with Cronbach's alpha reliability coefficient value is 0.902. SWB-scale 
consists of 21 items with Cronbach's alpha reliability coefficient value is 0.877. 




To test the hypothesis of this study, quantitative data analysis using 
multiple linear regression analysis test is used. Test of multiple linear regression 
analysis is used to determine whether the three predictor variables; variables of 
religiosity, religious orientation, and spiritual well-being are jointly correlated to 
the criterion variable that is resilience. Based on the results of multiple linear 
regression analysis (results of data analysis can be seen in Table 1. and Table 2.), 
it can be concluded that all three predictor variables in the study (the variables 
of religiosity, religious orientation, and spiritual well-being) are significantly 
correlated to the criterion variable, i.e. resilience, where F is 766.727 with 
                                                 
409 El-Menouar, Y. & Bertelsmann Stiftung, B. (2014). The Five Dimensions of 
Muslim Religiosity: Results of an Empirical Study. Journal of Methods, Data, Analyses. Vol. 
8(1), 2014, pp. 53-78 doi: 10.12758/mda. 2014.003. 
410 Khodadady, E. (2012). Construct Validation of a Modified Religious Orientation 
Scale within an Islamic Context. International Journal of Business and Social Science. Vol. 3 
No. 11; June 2012. Pp. 237-246. 
411 Abu-El-Noor, N.I, & Radwan, A.K. (2015). AnAssessing Spiritual Well-Being of 
Arab Muslim Prostate Cancer Survivors: A Reflection for a New Spiritual Health Care 
Policy. Natural and Social Sciences. IMPACT: International Journal of Research in Applied, 
Natural and Social Sciences (IMPACT: IJRANSS).ISSN(E): 2321-8851; ISSN(P): 2347-
4580 Vol. 3, Issue 8, Aug 2015, 1-14. 
412 Othman, N.B., Hussein, H., & Salleh S.B.M. (2014). Resilience Scale: 
Exploration Of Items Validity And Reliability (First- Order CFA Model). The 2014 
WEI International Academic Conference Proceedings. Bali  Indonesia. The West East Institute 
24. p. 24-33. 




(p<0.05). The results of data analysis also showed that the coefficient 
determinant value (R- Square) amounted to 0,940, which means that 94% 
resilience variable of the survivors is affected by the variables of religiosity, 
religious orientation, and spiritual well-being. 
 





R R Square 
Adjusted R 
Square 





F Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .970a .940 .939 2.21763 .940 766.727 3 146 .000 




Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 11311.991 3 3770.664 766.727 .000a 
Residual 718.009 146 4.918   
Total 12030.000 149    
a. Predictors: (Constant), Spiritual Well-Being, Muslim Religiosity, Religious Orientation 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 16.247 2.178  7.459 .000 
Moslem Religiosity .788 .027 .828 29.567 .000 
Religious Orientation .402 .073 .410 5.507 .000 
Spiritual Welll-Being -.234 .063 -.249 -3.728 .000 
a. Dependent Variable: Resiliensi 
 
According to Table 3., it can be explained that based on the results of 
the partial test analysis, it can be obtained an information about each predictor 
variables individually affect the criterion variable. The level of survivors‘ 
religiosity significantly correlate to the resilience of the survivors that it is 
indicated by the value of t = 29.567 (p< 0.05). While religious orientation of 
survivors significantly correlate to the survivors‘ resilience, it is indicated by t 
value = 5.507 (p< 0.05). Then the spiritual well-being of survivors correlate 










Bound Zero-order Partial Part 
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(Constant) 11.942 20.552    
Moslem Religiosity .735 .841 .960 .926 .598 
Religius Orientation  .258 .547 .700 .415 .111 
Spiritual Well-Being -.358 -.110 .564 -.295 -.075 
a. Dependent Variable: Resilience 
 
Table 4. describes the effective contribution (SE) of each predictor 
variables to the criterion variable. Based on the multiple regression analysis test, 
it can be known that the correlation between the religiosity variables and 
resilience variables is obtained by correlation coefficient value = 0.926, 
coefficient value of (B) = 0.788, cross-product value= 12126.4, regression value 
= 11311.991, and the coefficient determinant value= 0,94. Thus the effective 
contribution (SE) of religiosity variable toward resilience is 78.5%.While from 
the correlation between religious orientation variable and adaptability variable, 
it can be obtained correlation coefficient value = 0.415, coefficient value (B) = 
0.402, cross-product value = 8575.4, regression value = 11311.991 value, and 
the value of the determinant coefficient = 0.94, then effective contribution (SE) 
religiosity variable toward the resilience is 28.6%. Based on the correlation 
between the variables of spiritual well-being and resilience variables, it is  
obtained correlation coefficient = -0.295, coefficient value (B) = -0.239, cross-
product value = 7246, the value of regression = 11311.991, and value of the 
determinant coefficient = 0.94, then the effective contribution (SE) of 
religiosity variable toward resilience is 14.3%. Thus among the three predictor 
variables, the most influence on the resilience of the survivors are variable of 











B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 
1 (Constant) 78.006 1.829  42.660 .000    
Religious belief .214 .073 .145 2.927 .004 .924 .237 .052 
Religious Ritual -.309 .065 -.100 -4.724 .000 -.307 -.366 -.083 
Religious experience .053 .020 .053 2.704 .008 .346 .220 .048 
knowledge of religion 1.688 .106 .790 15.938 .000 .971 .799 .281 
Appreciation of religious 
value 
.016 .056 .008 .288 .774 .679 .024 .005 
a. Dependent Variable: Survivors’ Resilience 
 
 
Table 5. There is a description on the test results of multiple linear 
regression analysis to test each dimensions of the religiosity variables towards 
resilience. Based on the partial test, results are obtained as follows: (1) on the 
dimension of religious beliefs, the value of t = 2,927 (p<0.05), means that there 
is a significant correlation between religious belief and the strength of the 
survivors; (2) on the dimensions of religious rituals, the value of t is obtained = 




-4.724 (p <0.05), means that there is a significant correlation between the 
religious rituals and the flexibility of the survivors; (3) on the dimensions of 
religious experience, it is obtained the value of t = 2.704 (p <0.05) means that 
there is a significant correlation between the religious experience and the 
adaptability of the survivors; (4) on the knowledge dimension of religion, the 
value of t is obtained= 15.938 (p <0.05) means there is a significant correlation 
between the knowledge of religion and the resilience of the survivors; and (5) 
on the dimensions of appreciation of religious values, the value of t is obtained 
= 0.288 (p> 0.05) means there is no significant correlation between 
appreciation of the values of religion and the strength of the survivors. Based 
on the analysis of the partial test on each dimension of religiosity, it can be 
shown that four (4) dimensions are significantly correlated, and only 1 (one) 
dimensions, appreciation of the principles of religion, that does not affect the 






Orientation N Mean Deviation Std. Error Mean Std. 
Survivors’s 
resilience  










Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of 




Interval of the 
Difference 
  



















16.111 96.196 .000 15.16862 .94152 13.29977 17.037
47 
 
Table 6. and Table 7. describe the results of comparative test on the 
resilience of survivors in terms of religiosity orientation. Based on the results of 
t-test analysis, the value of F is obtained = 11.644 with t = 13:00 (p< 0.05), thus 
it can be concluded that there is a significant difference of the survivors‘ 
adaptability in terms of religious orientation. Based on the average value of the 
adaptability of the survivors with intrinsic religious orientation= 111.1416 
greater than the average value of the strength of the survivors with extrinsic 
religious orientation = 95.973. This means that the survivors whose religious 
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orientation are intrinsic are far more influential on flexibility compared to those 















1 (Constant) 64.575 1.953  33.066 .000    
Religious Well-
Being 
.763 .056 .675 13.585 .000 .853 .746 .528 
Existential Well-
Being 
.347 .060 .286 5.746 .000 .707 .428 .223 
a. Dependent Variable: Survivors’Resilience 
 
In the Table 8., there is a description of the test results of multiple linear 
regression analysis to test each dimension on the spiritual well-being variable 
toward resilience. Based on the partial test, the results are obtained as follows: 
(1) on the religious well-being dimension, the value of t is obtained = 13.585 
(p<0.05), this means that there is a significant correlation between religious 
well-being and the resilience of the survivors; and (2) on the existential well-
being dimensions, the value of t is obtained = -5.746 (p<0.05), this means that 
there is a significant correlation between the existential well-being and the 
adaptability of the survivors. 
 
Discussion 
During more than ten years, the survivors of Lapindo mudflow disaster 
victims live in the impacted area since the mud overflow impact on Porong and 
the area surrounding it. They are the Muslim people who had lost their homes, 
possessions, and it forced them to leave their hometown to survive. However, 
over time, the Muslim survivors with existing capabilities are able to adjust to 
reality and even find the spirit that gives them the energy to change things back 
to normal. The self adjustment to these changes make the survivors were able 
to return to normal life as before. The survivors are able to bounce back from a 
disaster to continue a functional and prosperous life. 
The survivors who were able to have a normal life is called resilient 
individual. Viallant defines resiliency as a positive mental state owned by a 
person who has the ability to act or solve problems effectively in meeting a 
wide range of pressing environmental demands.413 While Charney defines 
resilience as a process of adapting to the situation of trauma, tragedy and the 
various situations that affect individual‘s stress.414 According to the American 
                                                 
413 Vaillant, George E., (2008). Positive Emotions, Spirituality and the Practice of 
Psychiatry. Mental Health, Spirituality, Mind, Volume 6, Issue 1, Page 48-62. 
414 Charney, D.S. (2004). Psychobiological mechanisms of resilience and 
vulnerability: Implications for successful adaption to extreme stress.  American Journal 
of Psychiatry, 161, 195-216. 




Psychological Association (APA), resilience is the process of adaptation to be 
resilient in facing trauma, tragedy, or things that potentially lead to the stressful 
condition such as loss of family, serious health problems, loss of property or 
workplace.415 Thus, adaptability is a construct to reach the behavioral and 
psychological manifestations to cope when facing with a problem in life. The 
survivors of Lapindo mudflow victims who becomes the subject of this 
research is them who are resilient. In the real life, they are able to adapt and use 
the psychological capacity in the form of religiosity and spirituality potential in 
facing tragedy. 
The result of this study proves that the three predictor variables; 
variables of religiosity, religious orientation, and spiritual well-being significantly 
influence the resilience of the survivors variable. This study also reinforces 
previous studies that explains factors such as religiosity, religious orientation, 
and spiritual well-being. Chan & Rhodes‘ research result also showed that the 
aspects of religiosity influence on post-disaster recovery of the Katrina 
Hurricane survivors.416 The results of the study point out that four of the five 
dimensions of religiosity; religious beliefs, religious rituals, religious experience, 
and knowledge of the religion significantly impact the toughness of the 
survivors, and only the appreciation of the religion‘s values dimension that does 
not have a significant impact on the ability to bounce back of survivors. 
This means that the confidence and trust of religion (religiosity) of the 
survivors make them are able to adapt to the situation, and live life 
meaningfully. While the resilience of the survivors in the face of a crisis make 
them always have a hope and optimism in the face of tough times in life.The 
ability of survivors to give a positive meaning to an event can be a factor that 
can improve the adaptability of the survivors. The religious beliefs and 
awareness owned by the survivors help them to understand the reality and 
acceptance of the God‘s will. The survivors along with their religious awareness 
able to accept and adapt to conditions that are not desired, then this acceptance 
will affect the level of strength in facing accident. Based on this explanation, 
resilience is strongly associated with religiosity owned by the survivors. 
Religiosity acts as a determinant to the survivors in the face of difficult times. 
This is because religiosity is the main foundation for the survivors to find the 
tranquility of life in a difficult situation. This may present a form of toughness 
in the midst of the difficult life in post-disaster. 
Several other studies have shown that there is a significant positive 
correlation between the practices and religious beliefs and some variables such 
                                                 
415 American Psychological Association (2013). The Road to Resilience. Retrieved June 
8, 2016 from http://www.apa.org/helpcenter/road-resilience.aspxA. 
416 Chan, C.S. and Rhodes, J.E. (2013). Religious Coping, Posttraumatic Stress, 
Psychological Distress, and Posttraumatic Growth Among Female Survivors Four 
Years After Hurricane Katrina. Journal of Traumatic Stress. April 2013, 26, 257-265. 
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as mental health, happiness and family satisfaction,417 and there is a significant 
negative correlation between religiosity, anxiety and depression.418 Ellison et.al‘s 
research also find that the belief and faith in life after death is able to reduce 
stress and increase the sense of comfort, and that is also able to continue to 
further life (be optimistic).419 It shows that the potential of religiosity is very 
important in the recovery process and strength of the survivors. 
This study also found a significant correlation between religious 
orientation and the resilience of the survivors. Based on the important role of 
religiosity, it has an important role in dispels anxiety and fear that occurs as a 
result of the uncertainty in life such as natural disasters. In this context, the 
religiosity as according to Allport and Ross, has two aspects, namely the 
orientation of intrinsic religious orientation and extrinsic religious 
orientation.420 Intrinsic religious orientation refers to how individual lives 
his/her religion whereas extrinsic religious orientation refers to how individual 
‗uses‘ his/her religion. This means that the intrinsic religious orientation saw 
every occurrence through religious perspective to create meaning.421 Extrinsic 
religious orientation is more emphasize on the emotional and social 
consequences.422 
                                                 
417 Jomehri, F., Mojtabaei, M, & , Hadadian, M. (2014). Relationship of religious 
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Studies.Vol.3, No.2, 2014. 
418 Koenig, H. G., McCullough, M. E., & Larson, D. B. (2001). Handbook of religion 
and health. New York: Oxford University 
Press.doi:10.1093/acprof:oso/9780195118667.001.0001. Powell, L. H., Shahabi, L., & 
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Religion, anxiety, and tranquility among US adults. Social Science Research, Volume 38, 
Issue 3, September, Pages 656-667. 
420Has been quoted from Ai, A., & Park, C. (2007). Psychosocial mediation of 
religious coping styles: A study of short-term psychological distress following cardiac 
surgery. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 867-
882.doi:10.1177/0146167207301008.  
 Krause, N., Ellison, C., Shaw, B., Marcum, J. P., & Boardman, J. D. (2001). Church 
based social support and religious coping. Journal for the Scientific Study of Religion, 40, 
637–665. doi:10.1111/0021-8294.00082. 
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Management: A Case Study. Religions. 2015, 6, 1314–1329; doi:10.3390/rel6041314. 
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The results of this study also found that there are differences on the 
survivors‘ resilience in terms of religious orientation in which the adaptability of 
the survivors who have intrinsic religious orientation higher than the survivors 
who have extrinsic religious orientation. This study's findings reinforce the 
results of a research conducted by Seidmahmoodi et.al. that there is a 
correlation between flexibility and religious orientation, and it is very significant 
for predicting post-traumatic growth (PTG) of the survivors of disaster victims. 
Intrinsic religious orientation is significantly has greater effect toward post-
traumatic growth (PTG) of the survivors of disaster‘s victims compared to 
extrinsic religious orientation. Also there is a significant positive correlation 
between intrinsic religious orientation and post-traumatic growth (PTG) of 
natural disasters‘s victims.423 Research of Phillips et.al. also found the same 
thing that there is a significant correlation between religious orientations and 
coping style, there is a significant differences in terms of the ability of coping 
style seen from intrinsic and extrinsic religious orientation. In this case 
individual‘s intrinsic religious orientation is more effective than the extrinsic 
one.424 
In addition, this study also found a significant correlation between 
spiritual well-being and survivors‘ resilience. Religiosity and spiritual well-being 
are the determinant factors of the quality of survivors‘ life. Individual‘s 
spirituality and beliefs are the important components in realizing the 
psychological well-being of the survivors.425 Several previous studies such as the 
studies by Koenig,426 Raholm,427 and Walton428 demonstrate the role of 
spirituality on life quality and physical and psychological health of the survivors. 
Research conducted by Büssing et.al. also found that spirituality factor is 
needed to heal the cancer survivors.429 While Khalsa et.al find a significant 
                                                 
423 Mir-Kheshti, F. (1996). Investigation of relationship between satisfaction with 
marital life and psychological Health. Payam-e-Moshaver Quarterly, fifth year; 8. 
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correlation of spirituality and health, an individual who has high level of 
spirituality tend to be physically and psychologically health.430 
 
Conclusion 
Based on the discussion above, it can be concluded that religiosity and 
spirituality play an important role in supporting the resilience of the survivors. 
Religiosity and spirituality become predictor variables of individual‘s resilience, 
and also a very important component in the process of post-disaster recovery. 
People who have high level of religiosity are able to interpret every event in a 
positive way, so that life becomes meaningful, and this may prevent stress or 
depression due to the tragedy. In the other hand, humans who have a low 
religiosity will easily get despair when facing problems, not being able to accept 
fate, and often blaming others. Persons‘ Religiosity who is shown in the form 
of religious behavior such as obedience and involvement in religious activities 
play an important role for the improvement of psychological resources in the 
form of optimism, which in turn greatly assist survivors‘ post-disaster 
psychological adjustment. This study proved that religiosity, religious 
orientation and spiritual well-being significantly affect the resilience of the 
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Abstrak:   Bangun-bangun geometri dapat dijumpai dengan mudah di sekitar kita, 
misalnya bentuk rumah, pintu, papan tulis, tegel dan sebagainya, sehingga 
bangun-bangun geometri sangat akrab dengan siswa tingkat dasar. Hal ini 
cukup memberikan alasan mengapa geometri merupakan bagian dari bidang 
studi matematika yang penting. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 
materi geometri kurang dikuasai oleh sebagian besar siswa, untuk mengatasi 
kesulitan siswa dalam mempelajari geometri, penulis akan memanfaatkan 
Pembelajaran Geometri Van Hiele. agar dapat diterapkan pada level 
Madrasah Ibtidaiyah yang notabennya adalah lembaga pendidikan yang 
kental dengan nilai ke-Islaman, maka diperlukan suatu modifikasi model 
pembelajaran geometri Van Hiele yang memuat (terintegrasi) nilai ke-
Islaman sebagai ciri dari pendidikan Islam itu sendiri. Modifikasi model 
pembelajaran Geometri Van Hiele yang dilakukan penulis adalah 
mengintegrasikan praktek ibadah dalam tiap langkah dalam pembelajaran 
Geometri Van Hiele. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Modifikasi 
model pembelajaran Geometri Van Hiele dengan mengintegrasikan nilai ke-
Islaman pada proses pembelajaran terbukti secara signifikan dapat 
meningkatkan pemahamaan konsep geometris siswa, selaian itu 
pengintegrasian nilai ke-Islaman menambah pengetahuan siswa tentang 
praktek ibadah yang benar; 2) Peningkatan aspek visualisasi geometris siswa 
lebih baik dari peningkatan aspek deduksi informal dan analisis geometris 
siswa; 3) Peningkatan kemampuan pemahaman geometris siswa berada pada 
kategori sedang.  
 
Kata Kunci:  Pembelajaran Geometri Van Hiele, Pemahaman geometris,                       




Banyak konsep matematika yang dapat ditunjukkan atau diterangkan 
dengan representasi geometris. Bangun-bangun geometri dapat dijumpai 
dengan mudah di sekitar kita, misalnya bentuk rumah, pintu, papan tulis, tegel 
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dan sebagainya, sehingga bangun-bangun geometri sangat akrab dengan siswa 
usia tingkat dasar. Hal ini cukup memberikan alasan mengapa geometri adalah 
bagian dari bidang studi matematika yang penting untuk dipelajari. Tidak hanya 
bisa membina proses berpikir siswa, geometri juga sangat mendukung topik-
topik lain di dalam matematika. Oleh karena itu, siswa tingkat dasar seharusnya 
memahami konsep-konsep dasar geometri dengan baik dan benar. 
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa materi geometri kurang 
dikuasai oleh sebagian besar siswa. Herawati (1994) melaporkan hasil 
penelitiannya, bahwa ―masih banyak siswa tingkat dasar yang belum memahami 
konsep- konsep dasar geometri, di antaranya dalam pemahaman geometri 
datar‖. Dalam pemahaman geometri segitiga dan segiempat, siswa masih 
mengalami kesulitan. Clements & Batista (1992) melaporkan hasil penelitiannya, 
bahwa ‖siswa beranggapan setiap bentuk yang memiliki empat sisi adalah 
persegi, dan sebuah bentuk dapat berupa sebuah segitiga hanya jika bentuk 
tersebut adalah sama sisi‖. 
Nur‘aeni (2002) melaporkan hasil penelitiannya bahwa ‖hampir 95% 
siswa SD kelas V beranggapan bahwa segiempat itu adalah persegi dan segitiga 
itu adalah segitiga siku-siku‖. Sementara Haki (2007) melaporkan bahwa ‖Siswa 
Tingkat dasar kelas V mengalami kesulitan dalam memahami karakteristik 
bangun datar segi empat‖. Kesulitan siswa masih terdapat dalam pemahaman 
geometri, yaitu dalam bangun ruang. Temuan Soejadi (dalam Herawati, l994: 4), 
antara lain sebagai berikut: 1). Siswa sukar mengenali dan memahami bangun-
bangun geometri terutama bangun ruang serta unsur-unsurnya; 2). Siswa sulit 
menyebutkan unsur-unsur bangun ruang, misalnya, siswa menyatakan bahwa 
pengertian rusuk bangun ruang sama dengan sisi bangun datar. 
Untuk mengatasi kesulitan siswa dalam mempelajari geometri, penulis 
akan memanfaatkan Pembelajaran Geometri Van Hiele, karena teori ini sangat 
sesuai untuk memecahkan kesulitan tersebut. Ada dua isu dalam Teori Van 
Hiele , yaitu Level Berpikir dan Tahap Belajar. Van Hiele menyatakan bahwa 
Level berpikir geometri siswa secara hierarkis melalui lima level (tingkat), yaitu 
level 0 (visualization), level 1 (analysis), level 2 (informal deduction), level 3 
(deduction), dan level 4 (rigor). Sedangkan Tahap Belajar Van Hiele terdiri lima 
tahap secara berurutan, yaitu informasi, orientasi terpandu, ekplisitasi, orientasi 
bebas dan tahap integrasi. Van Hiele (1986) mengubah level berpikir dari level 0 
hingga 4, menjadi level 1 hingga 5. Wirszup dan Hoffer (Van Hiele; l986) juga 
tetap menggunakan lima tingkatan 1 hingga 5 seperti yang dilakukan Van Hiele 
Setiap tahap pembelajaran merujuk pada kegiatan pencapaian tujuan 
pembelajaran dan peran guru dalam prosesnya terdapat situasi yang membantu 
siswa dalam memahami konsep dan mengekspresikan konsep secara lisan 
maupun tertulis dengan menggunakan kata-kata sendiri dan pada akhirnya 
sampai menggunakan kosakata yang tepat dan benar dalam pengungkapan 
konsepnya. 
Oleh karena itu, Pembelajaran Geometri Van Hiele sesuai untuk 
mengembangkan kemampuan pemahaman geometris dan kemampuan 




komunikasi matematis. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, siswa 
tingkat dasar dapat terbantu dalam memahami konsep geometri. Problematika 
yang dipaparkan di atas mendorong penulis untuk meneliti pengembangan 
kemampuan pemahaman geometris siswa tingkat dasar melalui Pembelajaran 
Geometri Berbasis Teori Van Hiele. 
Agar dapat diterapkan pada level Madrasah Ibtidaiyah yang notabennya 
adalah lembaga pendidikan yang kental dengan nilai ke-Islaman sesuai dengan 
kurikulum yang telah ditentukan, maka diperlukan suatu modifikasi model 
pembelajaran geometri Van Hiele yang memuat (terintegrasi) nilai ke-Islaman 
sebagai ciri dari pendidikan Islam itu sendiri. Integrasi nilai ke-Islaman yang 
dimaksud di sini adalah berkaitan dengan usaha memadukan keilmuan 
matematika secara umum dengan nilai ke-Islaman tanpa harus menghilangkan 
keunikan–keunikan antara dua keilmuan tersebut. 
Integrasi ini dimaksudkan agar siswa dapat mengimplementasikan 
materi-materi yang didapat dalam pembelajaran sesuai dengan nilai ke-Islaman 
yang dimaksud. Hal ini sesuai dengan visi dan misi dari Direktorat Jendral 
Pendidikan Islam yaitu: "Terbentuknya Peserta Didik yang Cerdas, Rukun, dan 
Muttafaqqih fi al-Din dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Bermutu, 
Mandiri, dan Islami" 
Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman geometris 
siswa melalui model pembelajaran geometri Van Hiele yang mengedepankan 
nilai ke-Islaman, maka dalam penelitian ini penulis akan memodifikasi model 
pembelajaran tersebut pada modifikasi sintaks atau beberapan bagian dari suatu 
langkah yang bertujuan untuk memperbaiki agar sintaks yang ada, baik secara 
rasional teoritik maupun dari sisi empiris agar menjadi lebih baik. 
 
Pemahaman Geometris 
Sumarmo (2006) mengemukakan, ―Secara umum, indikator pemahaman 
geometris meliputi: mengenal, memahami dan menerapkan konsep, prosedur, 
prinsip serta ide matematika dalam geometris‖. Pemahaman dalam geometris 
dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut: 
1. Mengenali, melabelkan, dan membuat contoh serta non-contoh konsep. 
2. Mengenali, menginterpretasikan, dan menerapkan tanda, simbol dan istilah 
yang digunakan untuk merepresentasikan konsep. 
3. Membandingkan, membedakan, dan menghubungkan konsep dengan 
prinsip. 
4. Kemampuan untuk mengolah ide tentang pemahaman sebuah konsep 
dengan berbagai cara. 
5. Mengidentifikasi dan menerapkan prinsip-prinsip. 
6. Mengetahui dan menerapkan fakta definisi. 
Pemahaman geometis khusus dalam geometri tingkat dasar (misal, untuk 
konsep persegi dan persegipanjang) dan disesuaikan dengan tingkat berpikir 
siswa, dapat dijabarkan sebagai berikut: 
Mengenali bangun geometri persegi dan persegipanjang melalui 
tampilannya secara utuh, tidak berdasar ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh 
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bangun geometri tersebut. Misalnya, siswa mengenali persegipanjang karena 
berbentuk seperti pintu. Kemudian siswa dapat menunjukkan contoh dan 
bukan-contoh dari persegipanjang dengan mengenali berbagai bangun geometri 
dalam berbagai ukuran dan berbagai warna. 
Siswa dapat merepresentasikan konsep persegi dan persegipanjang 
dengan cara yang berbeda dan menggunakan bahasa/ kata-kata sendiri. 
Siswa dapat membandingkan, membedakan antara konsep persegi, 
persegipanjang dengan bukan-persegi, dan bukan-persegipanjang dengan 
mengidentifikasi bangun-bangun geometri dalam berbagai ukuran berdasar 
tampilan. 
Pollatsek (1981), menggolongkan pemahaman dalam dua jenis yaitu, 
pemahaman komputasional dan pemahaman fungsional. Skemp dan Copeland 
(dalam Sumarmo, 2006: 3) menggolongkan pemahaman dalam pemahaman 
instrumental dan pemahaman relasional. Copeland menggolongkan 
pemahaman dalam knowing how to dan knowing. 
Pemahaman Dasar Geometri yang dimaksud di dalam bahasan ini adalah 
antara lain: 1) Mengenali, melabelkan dan membuat contoh serta non contoh 
(konsep dasar geometri bangun datar segiempat dan segitiga; 2) 
Membandingkan, membedakan, dan menghubungkan konsep dengan prinsip; 
3) Mengenali, menginterpretasikan dan menerapkan tanda, simbol dan istilah 
yang digunakan untuk merepresentasikan konsep segiempat dan segitiga; 4) 
Kemampuan untuk mengolah ide tentang pemahaman sebuah konsep dengan 
berbagai cara (memahami konsep segiempat dan konsep segitiga dengan tahap 
tahap pembelajaran Van Hiele). 
 
Model Pembelajaran Geometri Van Hiele 
Sepasang suami istri kebangsaan Belanda, yaitu Pierre dan Dina Van 
Hiele, masing-masing berprofesi sebagai guru sekolah menengah di Montessori 
yang mengabdi di negaranya, sangat menaruh perhatian terhadap kesulitan siswa 
dalam mempelajari geometri. Pada tahun 1957, mereka berhasil 
mempertahankan disertasi tentang pengajaran geometri. Berdasar hasil 
penelitian, mereka menemukan beberapa fakta, antara lain: tingkat-tingkat 
berpikir siswa belajar geometri, tahap-tahap pembelajaran dalam geometri dan 
sifat-sifat atau karakter yang berkaitan dengan tingkat-tingkat berpikir siswa 
dalam geometri. 
Pierre dan Dina Van Hiele,(1959), Crowley,(1987: 2-3), Clements dan 
Battista (1992) dan Ikhsan, (2008:13). mengemukakan bahwa dalam belajar 
geometri, seseorang akan melalui lima tingkatan hierarkis. Lima tingkatan 
tersebut adalah level 1 (visualization), level 2 (analysis), level 3 (abstraction), 
level 4 (deduction), dan level 5 (rigor). 
Siswa yang didukung dengan pengalaman pengajaran yang tepat, akan 
melewati lima tingkatan tersebut, di mana siswa tidak dapat mencapai satu 
tingkatan pemikiran tanpa melewati tingkatan sebelumnya. Setiap tingkat 
menunjukkan kemampuan berpikir yang digunakan seseorang dalam belajar 
konsep geometri. Tingkatan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Level 1: 




Visualisasi, tingkat ini sering disebut pengenalan (recognition). Pada tingkat ini, 
siswa sudah mengenal konsep-konsep dasar geometri, yaitu bangun-bangun 
sederhana seperti persegi, segitiga, persegipanjang, jajar genjang dan lain-lain; 2) 
Level 2: Analisis, pada tingkat ini, siswa sudah memahami sifat-sifat konsep atau 
bangun geometri berdasarkan analisis informal tentang bagian dan atribut 
komponennya; 3) Level 3: Deduksi Informal, tingkat ini sering disebut 
pengurutan (ordering) atau abstraksi. Pada tahap ini, siswa mengurut secara 
logis sifat-sifat konsep, membentuk definisi abstrak dan dapat membedakan 
himpunan sifat-sifat yang merupakan syarat perlu dan cukup dalam menentukan 
suatu konsep; 4) Level 4: Deduksi, pada tingkat ini, cara berpikir deduktif siswa 
sudah mulai berkembang, tetapi belum maksimal. Dapat memahami pentingnya 
penalaran deduksi; 5) Level 5: Rigor, pada tingkat ini, siswa sudah dapat 
memahami pentingnya ketepatan dari hal-hal yang mendasar.  
 
Tahap-Tahap Belajar Geometri Menurut Van Hiele 
D‘Augustine dan Smith (1992: 277), Crowley (1987: 5), menyatakan 
bahwa ‖Kemajuan tingkat pemikiran geometri siswa maju dari satu tingkatan ke 
tingkatan berikutnya melibatkan lima tahapan, atau sebagai hasil dari pengajaran 
yang diorganisir ke dalam lima tahap pembelajaran‖.  
Tahap-tahap ini dijelaskan sebagai berikut: 
Tahap 1: Informasi (information): Melalui diskusi, guru mengidentifikasi 
apa yang sudah diketahui siswa mengenai sebuah topik dan siswa menjadi 
berorientasi pada topik baru. Guru dan siswa terlibat dalam percakapan dan 
aktivitas mengenai objek-objek, pengamatan terhadap alat peraga dilakukan, 
pertanyaan dimunculkan dan kosakata khusus diperkenalkan. Siswa terbiasakan 
atau mengenali materi yang mereka telaah (misal, menelaah contoh dan bukan-
contoh). 
Tahap 2: Orientasi Terarah/Terpandu (guided orientation): Siswa 
mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan berbagai hubungan yang berbeda dari 
jaringan yang akan dibentuk dengan menggunakan bahan (misal, melipat, 
mengukur, meneliti simetri, dan sebagainya). Guru memastikan bahwa siswa 
menjajaki konsep-konsep spesifik. 
Tahap 3: Eksplisitasi (explicitation): Siswa menyadari jaringan hubungan 
topik yang dipelajari dan mencoba mengekspresikan jaringan tersebut dengan 
kata-kata mereka sendiri. Guru membantu siswa dalam menggunakan kosa kata 
yang benar dan akurat. Guru memperkenalkan istilah-istilah matematika yang 
relevan (misal, mengekspresikan sifat-sifat khusus/ciri-ciri sebuah bentuk 
geometri). 
Tahap 4: Orientasi Bebas (free orientation): Siswa belajar dengan tugas 
yang lebih rumit, untuk memecahkan soal/tugas yang lebih terbuka dengan 
menemukan caranya sendiri dalam hubungan jaringan (misal, mengetahui ciri- 
ciri dari satu jenis bentuk, menyelidiki ciri-ciri tersebut pada bentuk baru, seperti 
layang-layang). 
Tahap 5: Integrasi (integration): Siswa merangkum/membuat ringkasan 
dan mengintegrasikan semua yang ia pelajari lalu merefleksikannya pada 
Proceeding of the 16
th
 Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 
387 
tindakan mereka dan memperoleh penelaahan gambaran akan hubungan 
jaringan yang baru terbentuk (misal, ciri-ciri gambar yang dirangkum). 
 
Modifikasi Model Pembelajaran Geometri Van Hiele Melalui Integrasi 
Nilai Ke-Islaman 
Model pembelajaran yang dimodifikasi adalah memodifikasi sintaks atau 
beberapan bagian dari suatu langkah yang bertujuan untuk memperbaiki agar 
sintaks yang ada, baik secara rasional teoritik maupun dari sisi empiris menjadi 
lebih baik.  
Modifikasi model pembelajaran Geometri Van Hiele yang dilakukan 
penulis adalah mengintegrasikan praktek ibadah dalam tiap langkah dalam 
pembelajaran Geometri Van Hiele. Sebagai contoh, pada tahap integrasi, yang 
dilakukan oleh siswa dalam belajar materi sudut hanya sekedar merangkum dan 
menggambarkan bentuk-bentuk sudut, yakni: 
 
 
Gambar 1.Hasil tahap integrasi siswa pada Model Geometri Van Hiele 
 
Pada Gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa tidak terdapat hal yang 
istimewa, pada tahap integrasi model pembelajaran Geometri Van Hiele, kecuali 
hanya sekedar menggambarkan dan menyimpulkan dari materi yang telaah 
dijelaskan guru. Modifikasi model Van Hiele melalui integrasi nilai ke-Islaman 
diharapkan siswa dapat menghubungkan materi yang telah dipelajari dengan 
praktek ibadah yang biasa mereka lakukan. Sebagai contoh, siswa dapat 
menghubungkan materi sudut dengan praktek ibadah sholat, yakni: 
 
 




Gambar 2.Hasil yang diharapkan melalui modifikasi Model Pembelajaran 
Geometri Van Hiele 
Pada Gambar 2 di atas dapat dilihat terdapat hal yang sangat menarik 
dari apa yang seharusnya siswa kerjakan. Siswa dapat menghubungkan meteri 
yang dipelajarinya dengan praktek ibadah yang sehari-hari mereka lakukan, hal 
ini terasa lebih bermakna dalam pencapaian hasil akhir proses belajar mengajar.   
 
Metode Peneltian 
1. Desain Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan desain kelompok 
kontrol pretes postes yang menerapkan pendekatan Pembelajaran Geometri 
Berbasis Teori Van Hiele. Penelitian ini menggunakan satu kelompok siswa 
yang diteliti dalam hal kemampuan pemahaman konsep geometri menggunakan 
Model Pembelajaran Geometri Van Hiele termodifikasi. Sebelum diberikan 
perlakuan pembelajaran, kelompok tersebut diberikan tes awal (pretest) 
mengenai kemampuan pemahaman Geometris siswa. Setelah diberi perlakuan, 
kemudian diberi tes akhir (postest) untuk mengetahui kemampuan pemahaman 
Geometris siswa. 
Tes Kemampuan Pemahaman Geometris 
Tes ini berbentuk uraian sebanyak enam soal. Masing-masing soal terdiri 
atas soal kemampuan pemahaman geometris yang dihubungkan dengan 
tingkatan Van Hiele, yaitu visualisasi (P1), analisis (P2), dan deduktif informal 
(P3). Semuanya diberikan pada awal dan akhir pembelajaran dengan tahap Van 
Hiele dan pembelajaran biasa dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan 
pemahaman geometris siswa terhadap materi yang disampaikan. 
Teknik Pengolahan Data 
Setelah diperoleh data skor tes siswa dari hasil pretes dan postes. 
Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan persamaan menurut Hake 
R.R (Vincened, 2005:1172) untuk mengetahui peningkatan kemampuan 




                                
                           
  
 
Setelah mendapatkan hasil gain ternormalisasi, analisis dilanjutkan 
menggunakan uji anova dua jalur dan uji tukey.  
 
Hasil Dan Pembahasan 
 
1. Modifikasi Model Pembelajaran Geometri Van Hiele Melalui 
Integrasi Nilai Ke-Islaman 
Hasil memodifikasi sintaks atau beberapa bagian dari langkah-langkah  
pada model pembelajaran Geometri Van Hiele materi Sudut untuk siswa kelas 
V semester I disajikan sebagai berikut: 
Tabel 1. Tahap Pembelajaran Informasi 
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Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Mengucapkan salam 
Membaca surat pendek 
Meminta ketua kelas membaca doa 
Menyampaikan ayat yang berhubungan 
tentang sholat  
Dialog/ penyampaian pertanyaan untuk 
menggali pengetahun awal siswa 
Memotivasi siswa 
Mengorganisasikan siswa ke dalam 
kelompok belajar yang homogen 
Membagikan LKS  
Menjawab salam 
Mengikuti guru membaca surat pendek 
Mengikuti ketua kelas dalam membaca doa 
Menyimak ayat yang dibacakan guru tentang 
sholat 
Menjawab pertanyaan dalam dialog 
Mengikuti sajian informasi 
Mengelompokkan diri ke dalam kelompoknya 
Menerima LKS yang diberikan  
 
Tahap 2. Tahap Pembelajaran Orientasi Terpadu. 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Meminta salah satu anggota tiap kelompok untuk 
memperagakan gerakan sholat. 
Menyiapkan busur dan penggaris berbentuk segitiga 
siku-siku 
Meminta anggota kelompok yang lain untuk melakukan 
pengukuran besar sudut pada saat temannya 
memperagakan gerakan sholat. 
Memberi arahan bagaimana melakukan pengukuran 
sudut yang benar 
Mengarahkan siswa mengerjakan LKS dengan 
berdiskusi dalam kelompoknya 
Mengecek hasil kerja siswa per kelompok 
Menghimpun jawaban siswa yang masih salah 
Memperagakan gerakan sholat berdiri, suku, sujud, duduk 
diantara dua sujud, sujud dan berdiri. 
Melakukan pengukuran besar sudut pada masing-masing 
gerakan sholat.  
Mencatat hasil pengukuran besar sudut pada masing-masing 
gerakan sholat. 
Menyimak dan mempraktekkan cara melakukan pengukuran 
sudut 
Mengerjakan LKS secara berkelompok dan mendiskusikan hasil 
kerja dalam kelompok 
Mengumpulkan hasil kerja kelompok 
 
Tahap 3. Tahap Pembelajaran Eksplisitasi 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Membantu siswa dalam memahami 
konsep yang dipelajari 
Mendorong siswa untuk mengungkapkan 
hubungan antara konsep yang dipelajari 
dengan gerakan sholat yang telah 
diperagakan. 
Membimbing siswa dalam membuat 
alasan yang relevan sesuai dengan konsep 
yang dipelajari 
Siswa berusaha memahami konsep dalam diskusi 
kelompok  
Mengungkapkan konsep sudut-sudut istimewa 
yang diwakili oleh gerakaan pada sholat. 
Menggunakan istilah matematika yang relevan 
dalam membuat alasan pemahaman geometris 
  
Tahap 4. Tahap Pembelajaran Orientasi Bebas 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Mengarahkan siswa untuk menemukan 
caranya sendiri dalam memahami 
konsep yang dipelajari (misal dengan 
merubah posisi, melakukan pengukuran 
ulang, menggambar dan 
membandingkan) 
Melakukan pengukuran ulang, menggambar, 









Tabel 5. Tahap Pembelajaran Evaluasi 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Mengevaluasi hasil belajar Mengerjakan  tes 
 
2. Analisis Kemampuan  ormalized Gain Pemahaman Geometris 
Hasil analisis peningkatan kemampuan pemahaman Geometris siswa 
tingkat dasar secara keseluruhan setelah dilaksanakan Pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran Geometri Van Hiele secara rinci yang 
meliputi hasil pretest dan posttest, dan besarnya skor gain ternormalisasi (g). 
Skor gain ternormalisasi digunakan untuk mengetahui besarnya peningkatan 
hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan. Deskripsi hasil analisis dapat dilihat 
pada Tabel 6. 
 





N Pretest Posttest g 
P1 































          a) P1:Pemahaman visualisasi ; b) P2:Pemahaman Analisis; c) 
P3:Pemahaman deduktif informal;  
 
Berdasarkan hasil pretest kemampuan Geometris siswa yang akan diberi 
perlakuan Pembelajaran Geometri Van Hiele secara keseluruhan berada pada 
kategori kurang. Argumen itu didukung oleh hasil analisis data pengujian 
normalitas menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (KS), homogenitas 
menggunakan Uji-F, dan uji signifikansi perbedaan rerata menggunakan Uji-t. 
Berdasarkan hasil posttest dan normalized gain dapat dikemukan 
deskripsi kemampuan pemahaman konsep geometri sebagai berikut : 
Secara keseluruhan rerata peningkatan kemampuan geometris siswa 
adalah 32,88 (dari skor maksimum ideal 48). Hal ini menunjukkan bahwa 
peningkatan kemampuan geometris siswa secara keseluruhan termasuk kategori 
sedang. 
Berdasarkan tiga aspek kemampuan geometris siswa yakni P1 
(Pemahaman Visualisasi), P2 (Pemahaman Analisis), P3 (Pemahaman Deduksi 
Informal) dalam pembelajaran Geometri Van Hiele menunjukkan bahwa faktor 
P1 (aspek pemahaman visualisasi) memiliki nilai hasil akhir (Postest) yang lebih 
besar dari kedua faaktor lainnya. Hal ini berarti bahwa  kemampuan 
pemahaman visualisasi geometris siswa tingkat dasar cenderung lebih baik dari 
kemampuan pemahaman analisis dan deduksi informal.  Demikian pula 
kemampuan pemahaman deduksi informal geometris siswa tingkat dasar 
hasilnya lebih baik daripada kemampuan pemahaman analisis. 
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Berdasarkan tiga aspek kemampuan geometris siswa dalam pembelajaran 
Geometri Van Hiele menunjukkan bahwa faktor P1 (aspek pemahaman 
visualisasi) memiliki nilai n-gain yang lebih besar dari kedua faaktor lainnya. Hal 
ini berarti bahwa peningkatan kemampuan pemahaman visualisasi siswa tingkat 
dasar yang memperoleh Pembelajaran Geometri Van Hiele lebih baik dari dua 
kemampuan lainnya. Pada aspek kemampuan deduksi informal (P3) 
peningatannya lebih baik dari pada kemampuan Analisis (P2). 
Dengan demikian aspek kemampuan visualisasi Geometris pada siswa 
tingkat dasar yang memperoleh pembelajaran Geometri Van Hiele lebih baik 
dari pada aspek kemampuan deduksi informal dan aspek kemampuan analisis. 
Peningkatan kemampuan pemahaman geometris siswa tingkat dasar 
secara keseluruhan yang memperoleh pembelajaran Geometri Van Hiele 
menunjukkan bahwa skor n-gain sebesar 0,49. Hal tersebut dapat disimpulkan 
bahwa peningkatan kemampuan pemahaman geometris siswa tingkat dasar 
berada pada kategori sedang. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan di atas, diperoleh 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Modifikasi model pembelajaran 
Geometri Van Hiele dengan mengintegrasikan nilai ke-Islaman pada proses 
pembelajaran terbukti secara signifikan dapat meningkatkan pemahamaan 
konsep geometris siswa, selaian itu pengintegrasian nilai ke-Islaman menambah 
pengetahuan siswa tentang praktek ibadah yang benar; 2) Aspek kemampuan 
pemahaman geometris berbeda secara signifikan dalam meningkatkan 
pemahaman geometris siswa. Peningkatan aspek visualisasi geometris siswa 
lebih baik dari peningkatan aspek deduksi informal geometris dan analisis 
geometris siswa; 3) Peningkatan kemampuan pemahaman geometris siswa yang 
mendapat pembelajaran Geometri Van Hiele berada pada kategori sedang. Hal 
ini menunjukkan bahwa kelas telah mengalami peningkatan kemampuan 
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Abstrak:        Sholat tepat waktu adalah salah satu kewajiban untuk setiap orang muslim  
termasuk ketika tinggal di rumah ataupun sedang dalam perjalanan. Pada 
kondisi dalam perjalanan, seringkali seorang muslim tidak tahu dimana 
lokasi masjid terdekat. Hal ini akan mempersulit seorang muslim untuk 
melakukan sholat tepat waktu. Pemanfaatan teknologi berbasis peta 
memungkinkan pengguna melakukan tracking masjid terdekat dari 
posisinya menggunakan teknologi mobil atau web.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa aplikasi mampu menunjukkan lokasi rute dan 
menavigasi pengguna menuju masjid terdekat dengan menggunakan browser 
di handphone maupun komputer yang terhubung dengan internet..  
Kata Kunci :  Lokasi Masjid, Rute, Navigasi 
 




Saat ini begitu banyak anggapan yang keliru tentang polarisme ilmu 
umum dan ilmu agama(Pendidikan 2016). Sebagian berpendapat bahwa ilmu 
umum atau ilmu sains benar-benar terpisah dan tidak ada interaksi antara dua 
ilmu tersebut. Padahal  Allah sudah memberi tahu bahwa jika kita ingin bahagia 
di dunia maka harus dengan ilmu Jika kita ingin bahagia di akhirat maka juga 
harus menggunakan ilmu, jika kita ingin bahagia di keduanya kita harus 
menggunakan ilmu (HR. Turmudzi). Dimana ilmu disini tidak dijelaskan apakah 
itu ilmu agama ataupun ilmu yang berkaitan dengan dunia. Allah juga 
menjelaskan bahwa manusia lebih tahu tentang urusan dunianya(Musnandar 
2013). Dari dasar inilah perlu diadakan ijtihad untuk menyelesaikan 
permasalahan ibadah dengan penggunaan teknologi yang tepat.  
 Penggunaan teknologi untuk mendukung ibadah sudah dilakukan selama 
bertahun-tahun. Proses transportasi ibadah haji yang pada awalnya dilakukan 
dengan transportasi darat dengan jalan kaki, selanjutnya akan jauh lebih ringan 
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jika menggunakan kendaraan bermotor. Begitu juga transportasi di laut dapat 
menggunakan kapal yang dilengkapi dengan motor. Perkembangan teknologi 
saat ini sudah mampu memudahkan proses pemindahan jamaah dari negara asal 
ke negara Arab dengan menggunakan pesawat terbang(Indonesia 2015). 
Perkembangan teknologi ini telah memudahkan proses perjalanan jamaah 
sekaligus mengurangi resiko kematian dan kelelahan dari Jamaah tersebut 
dengan penggunaan teknologi. Ibadah zakat juga tidak terlepas dari penggunaan 
teknologi. Penggunaan komputer untuk melakukan perhitungan yang harus 
dikeluarkan akan mempercepat perhitungan zakat(Komputer 2016).  
Perkembangan teknologi saat ini juga sudah memungkinkan musafir 
untuk mengetahui lokasi masjid terdekat dari posisinya untuk melaksanakan 
sholat tepat waktu. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi yang memungkinkan 
musafir untuk mengetahui lokasi, rute, dan navigasi menuju masjid terdekat dari 
posisinya memanfaatkan teknologi basis data untuk menyimpan koordinat 
masjid dan menampilkannya ke dalam bentuk peta sehingga rukun Islam yang 




Metodologi yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 5 langkau yaitu 
Tinjauan pustaka, disain sistem, pembuatan aplikasi, pengujian aplikasi, dan 
pembuatan dokumentasi. Detail dari metode ini adalah sebagai berikut. 
 
Tinjauan Pustaka 
Pada tahapan ini dilakukan proses pencarian dokumen tentang integrasi 
sains dan teknologi dengan kegiatan ibadah. Setelah itu dilakukan studi literatur 
mengenai teknologi yang cocok untuk pembuatan aplikasi pencarian lokasi 
masjid terdekat. Hasil dari tahapan ini berupa tinjauan pustaka tentang integrasi 
sains dengan Islam serta teknologi yang akan digunakan untuk pembuatan 
aplikasi. 
 
Desain Sistem  
Pada tahapan desain sistem dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut 
yang pertama adalah pembuatan desain database selanjutnya adalah pembuatan 
desain tampilan selanjutnya adalah pembuatan desain alur aplikasi dan hak akses 
dari masing-masing pengguna. Hasil dari tahapan ini adalah desain database, 
design alur aplikasi, dan desain tampilan. 
 
Pembuatan Aplikasi 
Setelah proses pembuatan desain sistem lanjutnya adalah pembuatan 
database berdasarkan desain sistem yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah 
database selesai dibuat tahapan selanjutnya adalah membuat desain tampilan 
aplikasi. Tahapan selanjutnya adalah membuat aplikasi sesuai dengan hak akses 
yang telah dibuat pada proses desain sistem. 
 
Pengujian Aplikasi 




Aplikasi yang sudah dibuat selanjutnya diuji secara menyeluruh sesuai 
dengan desain sistem. Hasil dari tahapan ini adalah aplikasi yang sudah selesai 
dibuat dan siap digunakan oleh pengguna. 
 
Pembuatan Dokumentasi 
Pada tahapan ini dibuat dokumentasi untuk peneliti dan untuk pengguna.  
Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah laporan pembuatan aplikasi yang 
dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan buku petunjuk untuk 
pengguna baik pengguna biasa ataupun administrator. 
 
Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini di rangkum dalam 5 hal penting yaitu pemikiran 




Sulitnya Mencari masjid seringkali terjadi ketika kita pergi ke suatu 
tempat yang kita tidak tahu atau belum pernah kita kunjungi. Di satu sisi 
pesatnya perkembangan teknologi saat ini sudah memungkinkan pengguna 
mencari rute dari tempat satu ketempat yang lain. Ada beberapa perusahaan 
yang menyediakan layanan peta secara gratis, salah salah satunya adalah Google. 
Layanan Google berbasis peta(Google 2016) adalah Google Map yang memiliki 
fitur untuk mencari lokasi suatu tempat dalam beberapa bentuk. Yang paling 
sering digunakan adalah bentuk peta dan satelit. Sayangnya, Google tidak 
menyediakan data masjid secara lengkap di Google Map sehingga menyulitkan 
para musafir untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Untungnya pihak 
Google mengizinkan pengembang lain untuk memodifikasi Google Map 
dengan data lokasi yang dimiliki pengembang. Dari sinilah penelitian ini fokus 
pada penyediaan daftar lokasi masjid yang akan dimasukkan ke dalam data peta 
di yang sudah dimodifikasi sehingga para musafir dapat mengetahui lokasi 
masjid terdekat dari pengguna aplikasi beserta rute dan navigasinya. 
 
Teknologi yang digunakan 
Teknologi yang akan digunakan pada penelitian ini melibatkan basis data 
MySql dan beberapa bahasa pemrograman diantaranya adalah bahasa 
pemrograman server yaitu PHP(Schools 2015) yang kedua adalah bahasa 
pemrograman client yaitu JavaScript selanjutnya adalah bahasa HTML dan CSS 
(Schools 2015) yang diintegrasikan dengan menggunakan Ajax dengan 
menggunakan api yang disediakan oleh Google. Data koordinat masjid 
disimpan di dalam basis data MySQL selanjutnya data ini dikirim dengan 
menggunakan bahasa PHP (Schools 2015). PHP akan menerjemahkan kedalam 
bahasa HTML agar dapat dibaca oleh komputer client. Javascript selanjutnya 
akan mengambil data peta yang disimpan di server Google serta mengambil 
koordinat yang sudah diproses oleh PHP. Selanjutnya api digunakan untuk 
berkomunikasi baik dari server Google ataupun data koordinat dari basis data 
MySQL. Ajax digunakan untuk melakukan perubahan tampilan aplikasi tanpa 
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harus memuat ulang semua data HTML sehingga dapat mempercepat proses 
pembuatan gambar peta dan arah menuju masjid. 
 
Desain fungsional sistem 
Pengguna dari aplikasi ini ada dua yaitu pengguna secara umum dan 
administrator. Pengguna secara umum memiliki hak akses untuk melihat daftar 
lokasi masjid terdekat sesuai dengan radius yang dipilih oleh pengguna tersebut 
dan memasukkan data nama masjid baru yang ditemukan beserta lokasi 
koordinat nya saat ini. Terdapat 6 pilihan radius: 1 km 2 km 3 Km 4 km 5 km 
dan semua masjid. Jika pengguna memilih semua masjid maka aplikasi akan 
menampilkan gambar masjid terdekat di semua lokasi yang ada di basis data. 
Jika pengguna memilih radius 1 km maka masjid yang ditampilkan hanya masjid 
yang berjarak 1 km dari pengguna. Untuk memperoleh fitur ini pengguna 
diwajibkan untuk mengaktifkan fitur GPS di handphone nya. Pengguna 
selanjutnya adalah administrator yang memiliki hak untuk memasukkan data 
lokasi masjid berupa Latitude and longitude beserta nama masjidnya. 
Administrator dapat menambah menghapus mencari atau hanya melihatnya 
saja.  koneksi internet mutlak dibutuhkan oleh semua pengguna baik pengguna 
secara umum ataupun administrator. 
 
Desain Database 
Basis data yang akan dibuat terdiri dari dua tabel yaitu tabel pengguna 
dan tabel lokasi. Tabel pengguna berisi Kolom nama email dan password. Tabel 
lokasi terdiri dari ide nama masjid latitude longitude dan status. Status masjid 




 Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa PHP dengan diintegrasikan 




Aplikasi selanjutnya diuji dengan perangkat computer desktop dan handphone 
dengan sepsifikasi sebagai berikut 
1. Laptop TOSHIBA Satellite L740-1219U, selanjutnya disebut (A), dengan 















Tabel 2. Spesifikasi laptop yang digunakan 
Processor Inter Core i3 2.53 Ghz 
GPU Intel Graphics HD3000-729MB 
Internal Large Internal Memory 320GB  + 2GB RAM 
WiFi Tersedia 
Bluetooth Ada 
USB USB 2.0 dan USB 3.0 






Storage Micro-SDHC external memory up to 64GB 
Battery capacity Batere 1.900 mAh 
OS Windows 7 
UIM/SIM Slot - 
Network - 
 
2. Handphone Smartfren E2+, selanjutnya disebut (B), dengan spesifikasi 
Tabel 2. Spesifikasi handphone yang digunakan 
 
Processor Snapdragon 212 Quad Core 1.3 GHz Processor 
Cortex A7 
GPU Adreno 304 GPU 
Internal Large Internal Memory 16GB ROM + 2GB RAM 
WiFi Tersedia 
Bluetooth Bluetooth 4.0 with A2DP support 
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USB Micro-USB port Interface 
WiFi Hotspot Wi-Fi Hotspot (tethering) up to 5 users 
Radio FM Radio 
Storage Micro-SDHC external memory up to 64GB 
Battery capacity Batere 1.900 mAh 
OS OS Android Lollipop 
UIM/SIM Slot Dual On Active 4G LTE FDD-TDD+EDGE 
Network CDMA 1x EVDO Rev A 850 MHz, GSM 
900/1800/1900, WCDMA 2100, LTE TDD B40 
FDD B5/B26 
 
Berikut adalah hasil pengujian aplikasi. 
Tabel 3. Hasil pengujuan aplikasi 
 
No Fitur A B 
1 Menampilan semua masjid 
  
2 Menampilan masjid radius 1 km 
  
3 Menampilkan masjid radius 2 km 
  
4 Menampilkan masjid radius 3 km 
  
5 Menampilkan masjid radius 4 km 
  
6 Menampilkan masjid radius 5 km 
  
7 Menampilkan rute ke masjid 
  
8 Menambah lokasi masjid 
  
9 Melakukan login sebagai admin 
  
10 Melakukan verifikasi data lokasi masjid 
  
11 Menghapus data lokasi masjid 
  
Dari Hasil pengujian aplikasi dapat disimpulkan bahwa prototipe aplikasi 
sudah dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat mendukung pelaksanaan 
ibadah sholat waktu. 
 





 Hak akses pada aplikasi dibagi menjadi umum dan administrator.  Pengguna 
secara umum ditunjukkan pada gambar 1 sampai 9 sedangkan pengguna 
administrator ditunjukkan pada gambar 10 sampai 14. 
 
Gambar  1 Tampilan cari masjid radius 1 km 
  
Gambar 1 menjelaskan tampilan yang akan muncul ketika pengguna memilih 
untuk menampilkan masjid dengan radius 1 km dari posisi dia berdiri.  Gambar 
diatas diuji dari posisi UIN Sunan Ampel Surabaya dimana terdapat masjid Ulul 
Albab di dalam kampus.  Aplikasi sudah Mampu menampilkan masjid secara 
akurat. 
 
Gambar  2 Tampilan radius 2 km 
 
Gambar 2 menunjukkan tampilan yang dimunculkan oleh aplikasi ketika 
pengguna memilih untuk menampilkan semua masjid yang berjarak 2 km dari 
tempat dia berdiri. Dari gambar diatas terlihat jelas bahwa hanya ada satu masjid 
yang beradius 2 km  s sehingga pengguna hanya memiliki satu pilihan masjid 
yaitu Masjid Ulul Albab untuk memilih masjid lain pengguna perlu memilih 
untuk mencari masjid dengan radius lebih jauh,  misalnya 3 km atau lebih. 
Percobaan untuk radius lebih jauh akan dijelaskan di  gambar selanjutnya. 
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Gambar  3 Tampilan radius 3 km 
 Gambar 3 menunjukkan tampilan yang dimunculkan oleh aplikasi jika 
pengguna memilih untuk menampilkan masjid dengan radius 3 km dari lokasi ia 
berdiri.  Terlihat ada dua masjid yang dapat dipilih oleh pengguna yaitu Masjid 
Ulul Albab dengan jarak 0,19 km atau masjid nasional al-akbar dengan jarak 
2,34 km dari lokasi ia berdiri.  Jika pengguna ingin memilih lokasi masjid yang 
lain pengguna dapat memilih untuk menampilkan masjid dengan radius lebih 
jauh misalnya 4 km. 
 
Gambar  4  tampilan radius 4 km 
 
Gambar 4 menunjukkan tampilan aplikasi jika pengguna memilih untuk 
menampilkan masjid dengan radius 4 km dari jarak 3 berdiri.  Dari terlihat ada 3 
pilihan masjid yang dapat dipilih oleh pengguna yaitu Masjid Ulul Albab, masjid 
nasional Al Akbar dan Masjid Al Falah. Pengguna mungkin dapat memilih 
masjid Ulil Albab yang paling dekat tato masjid nasional al-akbar yang agak jauh 
atau malah masjid al-falah yang letaknya paling jauh dari lokasi pengguna. 





Gambar  5 tampilan radius 5 km. 
 
Gambar 5 menunjukkan tampilan aplikasi yang akan ditampilkan jika pengguna 
memilih untuk menampilkan rak masjid dengan radius 5 km dari posisi dia 
berdiri.  Terlihat ada 3 masjid dengan radius 5 km.  dengan adanya penambahan 
data dari beberapa contributor diharapkan daftar masjid ini bisa lebih lengkap.  
Jika pengguna ingin menampilkan semua masjid,  pengguna dapat memilih 
pilihan semua masjid yang ada pada menu aplikasi.  Percobaan fitur ini 
ditunjukkan pada gambar 6. 
 
Gambar  6 tampilan semua radius 
 
Gambar 6 menunjukkan tampilan aplikasi jika pengguna memilih untuk 
menampilkan semua masjid yang ada pada basis data.  Pada percobaan 
prototipe aplikasi ini telah dimasukkan 5 lokasi masjid.  Jika pengguna ingin 
menuju ke salah satu masjid,  pengguna cukup melakukan klik pada gambar 
masjid yang diinginkan.  Sebagai contoh dari lokasi  UIN Sunan Ampel,  
pengguna ingin menuju ke masjid Nasional Al Akbar.  Pengguna memilih radius 
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5 km kemudian klip gambar masjid nasional Al Akbar yang berjarak 2 koma 34 
km dari lokasi.  Aplikasi akan menunjukkan rute dari lokasi ia berdiri menuju 
masjid nasional Al Akbar sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 7. 
 
Gambar  7 rute menuju masjid 
 
Gambar  8 Tampilan tambah masjid 
Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambah data masjid.  Caranya 
adalah melakukan klik pada menu tambah masjid kemudian aplikasi akan 
menunjukkan tampilan tambah masjid seperti ditunjukkan oleh gambar 8.  
Selanjutnya pengguna memasukkan nama masjid secara lengkap lalu Klik 
tombol kirim. Selanjutnya aplikasi akan menampilkan pesan bahwa data masjid 
berhasil ditambahkan seperti ditunjukkan pada gambar 9. 




Gambar  9 tampilan sukses menambah 
data masjid 
 
Berikut adalah tampilan aplikasi untuk pengguna administrator. 
 
Gambar  10 halaman login 
 Gambar 10 menunj gambar 10 menunjukkan tampilan yang akan  
 
Gambar  11 form untuk memasukkan username dan password 
dimunculkan oleh aplikasi jika pengguna ingin memasuki halaman admin untuk 
melakukan verifikasi data nama dan posisi masjid.  Pengguna akan melakukan 
klik pada logo login selanjutnya mengisikan username dan password seperti 
ditunjukkan pada gambar 11.  Selanjutnya pengguna menekan tombol enter 
atau kulit pada gambar segitiga untuk melakukan verifikasi data masjid. Jika 
pengguna salah dalam memasukkan username atau password maka aplikasi 
akan menampilkangambar 10 dan mengosongkan username dan password yang 
sudah diisi. Jika username dan password sudah benar, maka aplikasi akan 
menjunjukkan gambar 12. 
 
 
Gambar  12 Tampilan daftar masjid yang belum diverifikasi 
 
Gambar 12 menunjukkan tampilan aplikasi ketika ada data masjid y yang masih 
belum diverifikasi begitu administrator melakukan verifikasi pada data masjid 
tersebut maka tampilan yang dimunculkan oleh aplikasi a adalah gambar 13 di 
gambar ini dijelaskan bahwa data masjid yang perlu diverifikasi sudah tidak ada. 
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Gambar  13 Masjid yang belum diverifikasi 
 
 
Gambar  14 tampilan menu admin 
 
Jika pengguna ingin melihat data masjid yang sudah diverifikasi pengguna dapat 
klik menu di pojok kanan atas seperti ditunjukkan oleh gambar 14 kemudian 
klik pilihan ‗sudah diverifikasi. Tampilan data masjid yang sudah di validasi 
ditunjukkan pada gambar 15. Jika pengguna ingin menghapus data tersebut 
maka pengguna dapat melakukan klik pada Link hapus. Maka sistem akan 
langsung menghapus data tersebut. 
 
 
Gambar  15 Tampilan masjid yang sudah diverifikasi 
 




Kesimpulan dan Saran 
Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa prototipe sistem informasi 
deteksi masjid terdekat berbasis peta multiplatform sebagai pendukung 
pelaksanaan ibadah tepat waktu telah selesai dibuat. Saran untuk penelitian 
mendatang adalah menambahkan fasilitas untuk menampilkan data masjid 
secara lebih detil seperti gambar masjid, nomor telepon  pengurus atau takmir 
masjid,  serta aktivitas atau event yang akan dilaksanakan di masjid. 
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EVALUASI KUALITAS PELAYANAN PROYEK PENGADAAN 
PERUMAHAN DENGAN TINJAUAN MANAJEMEN PROYEK 
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Abstrak:   Permasalahan proyek perumahan bagi masyarakat perlu mendapat penanganan 
dan pemecahan. Kebiasaan bagi pengembang proyek untuk memperoleh 
keuntungan sebesar-besarnya namun banyak merugikan pengguna perlu 
diperbaiki dan diluruskan. Tujuan artikel ini adalah melakukan evaluasi 
kualitas pelayanan proyek pengadaan perumahan Griya Amorf Sawojajar 
Malang Jawa Timur dengan tinjauan prinsip-prinsip syariah Islam dan 
Green Building yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Metode yang 
digunakan adalah Importance Performance Analysis (IPA), Quality 
Function Deployment (QFD), dan regresi linear berganda. Hasil IPA 
memperoleh 12 faktor dengan skor tertinggi tingkat kepentingannya adalah 
Proses konstruksi yang tepat waktu sesuai jadwal proyek. Hasil QFD 
memperoleh 17 respon teknis dengan skor tertinggi adalah Pelayanan dengan 
sistem syariah: pembayaran, akad, perjanjian, dan informasi yang jelas dan 
jujur. Analisis regresi memperoleh tingkat pengaruh faktor pelayanan yang 
kuat terhadap kualitas pelayanan pengadaan perumahan. 
 




Perkembangan Proyek konstruksi di Indonesia diikuti oleh berbagai 
macam permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fasilitas 
fisik khususnya gedung. Permasalahan tersebut banyak menimbulkan konflik 
baik antar sesama manusia maupun dengan lingkungan. Hal ini pada al-Quran, 
“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar Ruum: 41).  
Munculnya perusahaan kontraktor yang banyak berafiliasi menjadi 
pengembang dalam bidang properti menambah persaingan yang mendorong 
perusahaan tersebut untuk berlomba-lomba untuk meningkatkan eksistensinya 
dalam proyek konstruksi. Para perusahaan konstruksi (kontraktor) banyak 
melakukan inovasi dan terobosan dalam mengelola organisasi perusahaannya, 




mulai manajerial kantor, hubungan masyarakat, pemasaran, hingga pelaksanaan 
dan implementasi fisik di lapangan (Sedayu, 2010:47). Persaingan tersebut 
seringkali menambah banyak persoalan yang berdampak merugikan bagi klien. 
Pengusaha konstruksi melakukan manajemen keuangan yang seringkali 
melanggar syariah Islam, dimana proyek konstruksi menguntungkan pihak 
kontraktor namun merugikan bagi customer. Manajemen yang digunakan tidak 
berbasis syariah, namun banyak berbasis liberal dan kapitalistik. Seperti yang 
telah diketahui, sistem perekonomian yang mendominasi di Indonesia adalah 
sistem ekonomi liberal dan kapitalistik. Revrisond Baswir menggambarkan 
posisi laporan pendapatan dari suatu perusahaan yang berlandaskan akuntansi 
kapitalistik. Keberadaan buruh sangat menentukan posisi laba atau rugi 
perusahaan, namun yang terjadi adalah sebaliknya, upah buruh diperlakukan 
sebagai biaya dan dikelompokkan bersama-sama dengan akun-akun harga 
pokok produksi lainnya (Siddiqi, 1991:87). Ketidaksetaraan derajat antara 
pemimpin dan karyawan hanya terjadi pada ekonomi kapitalistik dan sosialis, 
sebagaimana Rasulullah saw mengingatkan di dalam sebuah hadits bahwa 
pelayan kita adalah saudara kita (Abusinn, 2008).  
Permasalahan pengadaan proyek perumahan bagi masyarakat perlu 
mendapat penanganan dan pemecahan. Sistem manajemen dan pelayanan yang 




Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan kualitas kinerja 
pengembang/kontraktor proyek konstruksi dalam mengadakan perumahan 
Griya Amorf Sawojajar Malang Jawa Timur dengan tinjauan syariah Islam dan 
Green Building. 
Batasan kajian pada tahapan pelaksanaan konstruksi dan persyaratan 
teknis yang berkaitan dengan proyek tersebut. Tinjauan yang menjadi pijakan 
kajian adalah green building dan manajemen konstruksi syariah.  
 
Tinjauan Pustaka 
1. Kerangka Konsep Kinerja Fasilitas 
Kerangka konsep penelitian ini mengacu pada Performance Based Design of 
Buildings (PeBBu), Final Domain Report CIBdf (Spekkink, 2005) yang 
memberikan konsep kualitas pelayanan suatu fasilitas fisik berupa gedung yang 
berbasis kinerja dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek teknis 
gedung meliputi fasilitas utama dan penunjang dengan kebutuhan pengguna 
(user needs), sehingga diharapkan ada kesesuaian antara aspek teknis dan aspek 
fungsi menurut pengguna. 
2. Prinsip-Prinsip Green Building 
Kenyamanan bangunan dapat menerapkan bangunan ramah lingkungan 
atau green building. Perencanaan dan perancangan green building harus 
memperhatikan organisasi ruang dan bahan bangunan. Disamping itu, faktor 
sosial, budaya, dan historis menjadi unsur yang sangat penting untuk turut 
ditampilkan dalam desain bangunan.  
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Untuk mengantisipasi segala gangguan terhadap bangunan, maka dapat 
diterapkan konsep green building yaitu konsep bangunan yang berupaya 
meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun manusia 
(Sedayu, 2015). Prinsip-prinsip Green Building meliputi: 
a. Hemat energi/Conserving energy.  
b. Memperhatikan kondisi iklim/Working with climate 
c. Meminimalkan sumber daya baru/Minimizing new resources  
d. Mendukung kenyamanan penghuni bangunan/Respect for user 
e. Merespon  keadaan tapak dari bangunan/ Respect for site 
f. Menetapkan seluruh prinsip green building secara keseluruhan/Holism. 
Sifat – sifat green building antara lain: 
 Sustainable  (Berkelanjutan). 
 Yang berarti bangunan green building tetap bertahan dan berfungsi seiring 
zaman, konsisten terhadap konsepnya yang menyatu dengan alam tanpa 
adanya perubahan – perubahan yang signifikan tanpa merusak alam sekitar. 
 Earthfriendly (Ramah lingkungan). 
Green building mempunyai sifat ramah terhadap lingkungan sekitar, energy, dan 
aspek – aspek pendukung lainnya. 
 High performance building. 
 Konsep Green building adalah “High performance building” yang meminimalkan 
penggunaan energi yang berasal dari alam (Energy of nature) dan dipadukan 
dengan teknologi tinggi (High technology performance). Contohnya : 
- Penggunaan panel surya (Solar cell) dan angin dalam teknologi hybrid 
untuk memanfaatkan energi alam. 
- Penggunaan material yang dapat di daur ulang. 
- Penggunaan konstruksi, bentuk fisik, dan fasad bangunan yang dapat 
mendukung konsep green building. 
 
Aplikasi Azas Syariah dalam Jasa Konstruksi 
1. Manajemen Syariah 
Menurut K.H. Didin Hafidhuddin (2003), manajemen syariah adalah 
perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap 
perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, 
maka diharapkan perilakunya selalu menyadari adanya Allah swt. yang akan 
mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun yang buruk. Hal ini berbeda 
dengan manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas 
dari nilai-nilai tauhid. Setiap kegiatan dalam manajemen syariah diupayakan 
menjadi amal saleh yang bernilai abadi. 
Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn (2006) diantara karakteristik yang 
membedakan teori manajemen Islam dengan teori lain adalah konsentrasi teori 
Islam terhadap segala variabel yang berpengaruh (influence) terhadap aktivitas 
manajemen dalam dan di luar organisasi, dan hubungan perilaku individu 
terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh.  
2. Manajemen Proyek Konstruksi Syariah 
Manajemen konstruksi syariah menerapkan 5 azas (lihat Gambar 1): 




a. Azas Kekeluargaan 
Azas ini memiliki kesamaan dengan prinsip jamaah di dalam konsepsi Islam. 
Proyek konstruksi melibatkan banyak pihak dan stakeholder yang saling 
berinteraksi dalam suatu sistem penyelesaian konstruksi.  
b. Azas Keterbukaan 
Sistem manajemen proyek yang digunakan yakni sistem manajemen terbuka. 
Aspek keterbukaan, kejujuran, dan transparansi menjadi sangat penting dalam 
proyek konstruksi. 
 
Gambar 1. Lima azas kinerja dan pelayanan  
dalam manajemen konstruksi syariah 
 
c. Azas Kepercayaan 
Terjalinnya keterbukaan di antara pihak-pihak yang berkepentingan atau terlibat 
dalam proyek akan memunculkan rasa percaya di antara kedua pihak, karena 
keterbukaan sistem manajemen yang digunakan untuk melaksanakan dan 
mewujudkan suatu pekerjaan atau proyek konstruksi didasari oleh kejujuran.  
d. Azas Keandalan 
Azas keandalan meliputi ketepatan waktu dalam pekerjaan konstruksi sesuai 
dengan rencana dan kesepakatan, ketepatan desain dan hasil pelaksanaan 
dengan spesifikasi material yang ditetapkan, keakuratan hasil pekerjaan yang 
maksimal, hasil yang berimbang dengan biaya yang dikeluarkan, dan pelayanan 
terhadap segala keluhan dan pengaduan dari pihak pengguna. 
e. Azas Berkelanjutan 
Pelaksanaan konstruksi diharapkan konsisten dan berkelanjutan. Konsistensi 
tersebut dilandasi oleh pengelolaan berbasis syariah Islam yang mengharap 
ridho Allah swt. 
 
Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini ditunjang oleh beberapa kajian dan penelitian terdahulu. 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu 
 
No Peneliti Tahun Variabel Penelitian 
Metode 
Penelitian 
Hal yang Diacu 












Variabel disesuaikan dan 
metode penelitian digunakan  
2 Hardiman 2006 
















dikembangkan dan standar 
bahan bangunan yang diacu 
4 Herina 2007 
Elemen bangunan, 
kualitas bangunan, 
pekerjaan perbaikan, dan 
kenyamanan penghuni 






dikembangkan dan standar 
bahan bangunan yang diacu 
5 Sedayu 2010 







Tinjauan pustaka diadaptasi dan 
data penelitian dikembangkan 
6 Wulandari 2010 
Pemahaman pemangku 
kepentingan perusahaan 











Metode dan variabel penelitian 
dikembangkan dan tinjauan 
pustaka diadaptasi 




pekerjaan yang sedang 
dilaksanakan, manajemen 
mutu dan keselamatan 





Variabel disesuaikan dan 
metode penelitian 
dikembangkan 
8 Mardiansyah 2012 
Lokasi, curah hujan, dan 






9 Priyo 2013 Biaya dan teknis 
 Sistem Gugur 
 Sistem Nilai 
(Merit Point 
System). 
Tinjauan pustaka diacu dan 
dikembangkan 
10 Huda 2013 
Appropriate Site 
Development, Energy 
Efficiency and Refrigerant, 
Water Conservation, Material 
Resources and Cycle, dan 









 Variabel penelitian 
dikembangkan 
 Menggunakan metode 
survei dan observasi 
dalam tahapan survei 
11 Syahrozi 2013 
Tata ruang, Bentuk dan 
tampak bangunan, dan 
Penghawaan ruangan 
 Dokumentasi 
 Optimasi dan 
pemodelan 
Metode penelitian digunaka dan 
variabel penelitian disesuaikan 
12 Ervianto 2013 
Environment and Water, 
Access and Equity, 
Construction Activities, 





 Variabel penelitian 
dikembangkan  
 Kajian pustaka digunakan 
13 Komalasari 2014 
Energy Efficiency Measure, 
Natural and artificial  Studi  Variabel penelitian 





Climate Change Impact, dan 







 Memperdalam  tahap dan 
metode penelitian yang 
ada 
14 Muzammil 2014 
Intensitas banjir, mutu air 





Metode penelitian disesuaikan 
15 Sedayu 2015 
Keamanan, Keselamatan 







Daya Tahan bangunan, 
Frekuensi dan Kepadatan, 
Kenyamanan dan 
Keteraturan, Ketersediaan 
dan Kapasitas Fasilitas 




 Statistik  
deskriptif 




Tahapan metode dan analisis terdiri atas : 
1. Kajian Pustaka dan penelitian terdahulu, Tahapan ini untuk menentukan 
instrumen awal survei pendahuluan. 
2. Penyusunan suara pengguna  
Penggalian suara pengguna (voice of user) ini melalui survei pendahuluan. Skala 
pengukuran pada survei pendahuluan ini mencakup: 
 1 = tidak dibutuhkan 
 2 = kurang dibutuhkan 
 3 = cukup dibutuhkan 
 4 = dibutuhkan 
 5 = sangat dibutuhkan 
3. Suara pengguna dikembangkan menjadi instrumen lanjutan 
Instrumen lanjutan disebar kepada 30 responden untuk dilakukan uji coba. 
Disamping itu, dilakukan uji validitas yaitu uji yang berkorelasi kuat apabila 
nilai korelasinya di atas angka 0,6 (Sugiyono, 2009). Untuk keperluan uji 
korelasi, maka digunakan korelasi product moment dari Pearson. Adapun 
persamaannya adalah :  
 
Dimana :  
rxy   =Koefisien korelasi item yang dicari 
X   =Skor responden untuk tiap item 
Y   =Total skor responden dari seluruh item 
ΣX  =Jumlah skor dalam distribusi X 
ΣY  =Jumlah skor dalam distribusi Y 
ΣX2 =Jumlah kuadrat masing-masing skor X 
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ΣY2 =Jumlah kuadrat masing-masing skor Y 
N    = Jumlah subyek 
Uji reliabilitas untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya 
menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan, atau konsistensi alat 
tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu. Untuk menguji Internal 
Consistency dengan menggunakan koefisien konsistensi (Alpha Cronbach). 
Persamaan Alpha Cronbach:  
 
Dimana : r1=Konsistensi instrumen 
     k=Banyaknya butir pertanyaan  
     Σσb2= Jumlah varians butir 
     σb2=Varians total 
Dengan ketentuan bahwa apabila nilai koefisien alpha (koefisien Alpha Cronbach) 
berada di atas 0,60 (Sugiyono, 2009). Alat pengumpul data yang digunakan 
adalah angket atau kuisioner dengan skala pengukuran sebagaimana tabel 
berikut: 
 






Harapan Pengguna (HP) 
Skala 
Pengukuran 
1 = tidak penting 
2 = kurang penting 
3 = cukup penting 
4 = penting 
5 = sangat penting 





4 = memuaskan 
5=sangat 
memuaskan 
1 = tidak diharapkan 
2 = kurang diharapkan 
3 = cukup diharapkan 
4 = diharapkan 
5 = sangat diharapkan 
4. Survei Lanjutan 
Survei lanjutan dengan menyebarkan instrumen lanjutan terhadap responden 
yaitu pihak pengguna atau pembeli rumah. 
5. Importances Performance Analysis  
Analisis IPA ini dilakukan untuk mendapatkan tingkat kepentingan 
pengguna terhadap. Tingkat kepentingan pengguna digambarkan dalam 
diagram kepentingan yang terbagi atas empat kuadran (Gambar 2) sebagai 
berikut: 
 Kuadran A, area yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting 
oleh pengguna tetapi belum sesuai dengan yang diharapkan.  
 Kuadran B, area yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting 
oleh pengguna dan tingkat kepuasan relatifnya lebih tinggi. 
 Kuadran C, area yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang 































 Kuadran D, area yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang 






6. Quality Function Deployment 
Quality Function Deployment (QFD) untuk mengetahui prioritas dan target 
peningkatan kualitas pengadaan perumahan menurut pengguna. Rumah kualitas 
(house of quality) merupakan bagian analisis QFD seperti ditunjukkan pada 
Gambar 3. Responden penelitian adalah pihak pengguna atau pembeli rumah 
di perumahan Griya Amorf Sawojajar 2. Penentuan sampel penelitian dicari 
dengan persamaan Bernoulli: ,  sehingga menjadi  
  →  
Dimana, N = jumlah sampel minimum ; Z = nilai distribusi normal; e = tingkat 
kesalahan ; p = proporsi jumlah kuisioner yang dianggap benar; dan q = 
proporsi jumlah kuisioner yang dianggap salah. Nilai yang dianggap benar 
sebesar 95% dan salah adalah 5%. Untuk menghindari kekurangan data 
diputuskan dipakai 100 orang responden. Tahapan dalam QFD meliputi : 
1. Customer Satisfaction Performance: penilaian pengguna tentang seberapa baik 
pelayanan. Rumusnya adalah: WAP= =   Dimana,  
WAP = Weight average performance 
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TP  = Skala tingkat kepuasan 
N  = jumlah responden 
2. User Expected Performance : bagian dari User Performance yang diharapkan, 
 WAP = =  Dimana,  
EPW  = expected performance weight 
 TH  = Skala tingkat kepuasan harapan 
 N  = Jumlah responden 
3. Gap yang bernilai negatif menunjukkan permasalahan yang dihadapi 
sehingga perlu dilakukan perbaikan. 
4. Goal: seberapa besar tingkat performansi kepuasan yang diharapkan dapat 
dicapai.  
5. Improvement Ratio (IR): suatu ukuran seberapa besar yang harus dilakukan.  
IR = , dimana USP = User Satisfaction Performance 
6. Sales Point mencerminkan kemampuan menjual pelayanan dan produk 
berdasarkan keinginan pengguna. Skala Sales Point:  
 1,0 = tidak ada titik penjualan 
 1,2 = titik penjualan menengah 
 1,5 = penjualan kuat 
7. Raw Weight berisi nilai perhitungan dari data dan keputusan dalam matriks 
perencanaan. Nilai dari Raw Weight untuk setiap User Need adalah: Raw 
Weight = IU x IR x SP.    
  Dimana, RW = Raw Weight 
  IU  = importance to user 
  IR  = improvement ratio 
  SP  = Sales point 
8. Normalized Raw Height (NRH) berisi nilai Raw Weight (RW) dengan skala 
antara 0 sampai 1 atau dalam presentase.  
NRH =   
9. Respon Teknis adalah hasil diskusi peneliti dan pengembang terhadap 
masukan pengguna. 
10. Matriks Hubungan dan Prioritas: seberapa jauh pengaruh respon teknis 
dalam menangani dan mengendalikan kebutuhan dengan kepuasan 
pengguna. 
11.  
Tabel 3. Simbol-simbol matriks hubungan 





















Hubungan Kuat  9 
Sumber : Rauf, 2002 
 
Nilai prioritas : kontribusi dari respon teknis terhadap pemenuhan keinginan 
konsumen.  
Cont = ΣNRH x Nilai Numerik 
Nilai kontribusi atau normalized contribution (NC): prioritas dan respon teknis 
dalam skala 0 hingga 1 menunjukkan prosentase yang didapat dari :  NC = 
, Dimana cont = contribution 
12. Own Performance (OP) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut: OP = , dimana,  
CSP=customer satisfaction performance 
 nv= numerical value 
13. Diagram affinitas: penggolongan faktor-faktor perbaikan pelayanan. 
 
7. Analisis Regresi Linier Berganda  
Analisis Regresi Linier Berganda (Multiple Linear Regression) digunakan 
untuk mengetahui pengaruh antar variabel penelitian terhadap kualitas 
pelayanan pengadaan perumahan. Regresi linier berganda memerlukan uji 
persyaratan yang disebut Uji Asumsi Klasik yang meliputi Uji Normalitas, Uji 
Linearitas Garis Regresi, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji 
Heteroskedastisitas, dan Uji Pengaruh Secara Parsial.   
Penelitian ini terdiri dari 8 variabel bebas (independen) serta satu variabel terikat 
(Dependen). Gambar 4. adalah hubungan delapan variabel bebas terhadap 
variabel terikatnya. 
Gambar 4. Hubungan 
Antar Variabel Kualitas Pelayanan Pengadaan Perumahan 
 
8.  Teknik Analisis Data 
 Model regresi berganda (Multiple Regression Models) dengan fungsi 
berikut:  
Y = a1X1 + a2X2 + ...............+ anXn + e 
Dimana : 
Y =Variabel Terikat pelayanan 
a0 = Intercept  
a1, a2, a3=Koefisien variabel bebas  
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X2= Variabel Bebas ke-2 
Xn= Variabel Bebas ke-n 
 
Hasil dan Pembahasan 
 
1. Hasil Penggalian Suara Pengguna 
Hasil survei pendahuluan terhadap 30 responden (pembeli rumah) 
ditunjukkan pada Tabel 4. 
Tabel 4. Klasifikasi Faktor Pelayanan 
Notasi Faktor Pelayanan Mean Ranking 
P1 Jaminan (assurance) pada akad perjanjian, pembayaran, desain, 
surat/berkas, kondisi force majure, kerusakan bangunan, gangguan 
dan intimidasi 
4,088 2 
P2 Daya tanggap dan keandalan (responsiveness and reliability) 
pengembang dalam hal pemberian perhatian, tanggap terhadap 
permasalahan, sopan dan ramah, menguasai informasi, dan proses 
konstruksi selesai tepat waktu   
4,125 1 
P3 Kinerja  (performance) fasilitas dan utilitas rumah dan kawasan, dan 
kinerja material konstruksi dan non konstruksi 
3,769 6 
P4 Estetika (aesthetics) atau keindahan sesuai dengan desain, biaya, dan 
spesifikasi material yang ditetapkan dan disepakati 
3,743 8 
P5 Kemudahan (easiness) dalam informasi, inspeksi dan evaluasi, 
pelayanan, koordinasi dengan pengembang, pelaksana konstruksi, 
dan perbankan 
3,755 7 
P6 Daya tahan atau keawetan (durability) material konstruksi dan non 
konstruksi dan spesifikasi material sesuai dengan bestek  
3,870 4 
P7 Ramah Lingkungan (eco-friendly) dalam desain, material, energy 
alternatif tenaga surya dan angin, tidak area negatif, pencahayaan 
dan penghawaan alami, view dan arah hadap, dan organisasi ruang 
3,811 5 
P8 Desain Islami (Islamic Design) pada pembedaan ruang wanita dan 
pria, arah hadap KM/WC, lokasi kamar mandi, material bangunan, 
dan tersedia tempat ibadah  
3,922 3 
 
Delapan faktor pelayanan meliputi Jaminan (Assurance), Daya Tanggap 
dan Keandalan (Responsibility and Reliability), Kinerja (Performance), Estetika 
(Aesthetics), Kemudahan (Easiness), Daya tahan (Durability), Ramah Lingkungan 
(Eco-friendly), Desain Islami (Islamic Design). Dari Tabel 3 tampak bahwa faktor 
Daya tanggap dan keandalan (P2) memiliki skor mean tertinggi tingkat 
kebutuhannya sedangkan faktor yang terendah adalah Estetika (P4). 
 
2. Hasil Uji Validitas dan Relibilitas 
Suatu instrumen berkorelasi kuat apabila nilai korelasinya di atas angka 
0,6 (Sugiyono, 2009), sehingga instrumen valid. Untuk tingkat keandalan 
instrumen dengan ketentuan bahwa apabila nilai koefisien alpha (koefisien 
Alpha Cronbach) berada di atas 0,60 (Sugiyono, 2009), maka instrumen demikian 
disebut andal. Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen ditunjukkan pada 
Tabel 5. Proses pengujian dilakukan dengan bantuan SPSS 20.0. Untuk 
keperluan analisis perlu diklasifikasikan 3 variabel penelitian yaitu Tingkat 
Kepentingan Pengguna (TK), Kepuasan Pengguna (KP), dan Harapan 
Pengguna (HP).
Tabel 5. Hasil uji validitas dan reliabilitas 










1 Tingkat Kepentingan (TK) Seluruh item > 0,6 0,965 (>0,6) Valid dan andal 
2 Kepuasan Pengguna (KP) Seluruh item > 0,6 0,972 (>0,6) Valid dan andal 
3 Harapan Pengguna (HP) Seluruh item > 0,6 0,942 (>0,6) Valid dan andal 
 
Dari Tabel 5, tampak bahwa hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen 
dinyatakan valid dan andal, sehingga layak dan memenuhi persyaratan untuk 
dilakukan analisis dan pengujian selanjutnya. 
 
3. Analisis Deskripsi 
Analisis deskripsi untuk memberikan gambaran secara global hasil 
penelitian awal.Hasil deskripsi frekuensi faktor pelayanan dalam tiga variabel 
penelitian disajikan dalam Tabel 6, sedangkan Gambar 6-8 menyajikan 
gambaran frekuensi secara grafik. Tampak pada Tabel 5 dan Gambar 5, bahwa 
Tingkat Kepentingan (TK) memiliki skor rata-rata mendekati  sangat penting 
(skala 4), sedangkan Kepuasan Pengguna (KP) mendekati cukup memuaskan 
(skala 3). Untuk Harapan Pengguna (HP) mendekati diharapkan (skala 4). 
 
Tabel 6. Deskripsi Frekuensi Variabel Penelitian 
Variabel Mean 
Skala Pengukuran 
5 4 3 2 1 
Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 
TK 3,946 458 33,93% 605 44,81% 117 8,67% 96 7,11% 74 5,48% 
KP 3,490 311 23,04% 344 25,48% 475 35,19% 135 10,00% 85 6,30% 




Gambar 6. Grafik Frekuensi 
Tingkat Kepentingan (TK) 
Gambar 7. Grafik Frekuensi 
Kepuasan Pengguna (KP) 
Gambar 8. Grafik Frekuensi Harapan 
Pengguna (HP) 
 
4. Hasil Importance Performance Analysis  
Delapan faktor pelayanan yang disebut faktor utama dikembangkan lebih 
lanjut menjadi 45 rincian faktor pelayanan pengadaan rumah. Hasil perhitungan 
nilai rata-rata (mean) terhadap 45 faktor pelayanan disajikan pada Tabel 7 yang 
mencakup kepuasan Pengguna (KP) dan Tingkat Kepentingan Pengguna (TK). 
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Tabel 7. Skor Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Pengguna 
 
No Rincian faktor Kinerja KP TK 
1 Kejelasan akad dan perjanjian yang jujur, maslahat, dan sesuai syariah 3,603 3,931 
2 Sistem pembayaran sesuai syariah dapat melalui perbankan syariah 3,630 3,947 
3 Menentukan desain dan spesifikasi bangunan rumah 3,952 3,802 
4 Kelengkapan dan kejelasan surat dan berkas pengadaan rumah 3,881 3,860 
5 Kejelasan perlindungan pada kondisi force majure 3,585 3,926 
6 Pelayanan perlindungan terhadap kerusakan bangunan pasca konstruksi 3,614 3,866 
7 Terbebas dari intimidasi, gangguan, dan ancaman 3,819 3,750 
8 Pengembang yang memberikan perhatian atas semua keluhan klien 3,714 3,908 
9 Pengembang cepat tanggap terhadap permasalahan klien 3,729 3,868 
10 Pengembang sopan dan ramah dalam melayani 3,891 3,849 
11 Pengembang memberikan informasi yang jelas dan jujur 3,874 3,774 
12 Pengembang menguasai informasi secara lengkap 3,926 3,817 
13 Pelayanan sesuai dengan kebutuhan klien 3,819 3,729 
14 Proses konstruksi yang tepat waktu sesuai jadwal proyek 3,498 4,074 
15 Keandalan dalam pelayanan seluruh kegiatan pengadaan rumah  3,565 3,967 
16 Berfungsinya fasilitas dan utilitas rumah 3,890 3,865 
17 Berfungsinya fasilitas dan utilitas kawasan perumahan 4,050 3,902 
18 Kinerja material konstruksi dan non konstruksi yang baik 3,648 3,933 
19 Estetika bangunan sesuai dengan item desain yang diminta 3,870 3,745 
20 Estetika bangunan sesuai dengan biaya yang dibayarkan 3,848 3,780 
21 Estetika bangunan sesuai dengan spesifikasi material bangunan 3,990 3,812 
22 Kemudahan memperoleh seluruh informasi pengadaan rumah 3,776 3,766 
23 Kemudahan melakukan inspeksi dan evaluasi konstruksi 3,900 3,858 
24 Kemudahan memperoleh pelayanan selama dan pasca konstruksi 3,842 3,817 
25 Kemudahan untuk berkoordinasi dengan pihak pengembang  3,866 3,711 
26 Kemudahan untuk berkoordinasi dengan pihak pelaksana konstruksi 3,730 3,925 
27 Kemudahan untuk berkoordinasi dengan pihak perbankan 3,825 3,766 
28 Masa ketahanan material konstruksi dan non konstruksi  3,612 3,844 
29 Spesifikasi material yang digunakan baik dan sesuai persyaratan teknis 3,542 3,846 
30 Desain dan material menunjang keamanan dan keselamatan 3,722 3,681 
31 Desain dan material sesuai dengan ergonomi dan kenyamanan 3,799 3,583 
32 Material dan konstruksi yang digunakan ramah lingkungan 3,612 3,789 
33 Energi alternatif bersumber surya matahari 3,482 3,680 
34 Energi alternatif bersumber angin 3,393 3,578 
35 Tidak ada area negatif baik ruang dalam maupun ruang luar 3,916 3,840 
36 Desain dan material tanggap orang cacat, balita, manula, dan wanita 
hamil 
3,596 3,778 
37 Berfungsinya pencahayaan alami (bersumber sinar matahari) 3,897 3,820 
38 Berfungsinya penghawaan alami (sirkulasi angin) 3,880 3,752 
39 View dan arah hadap bangunan terhadap arah angin dan matahari 3,892 3,840 
40 Organisasi dan arah hadap ruang sesuai dengan standar ideal arsitektural 3,979 3,912 
41 Terdapat pembedaan ruang antara wanita dan pria 3,624 3,771 
42 Arah hadap kamar mandi/WC (toilet) tidak menghadap kiblat 3,524 3,717 
43 Penempatan kamar mandi tersembunyi dan tidak mudah terlihat 3,580 3,606 
44 Penggunaan material ruang bangunan yang menutup aurat 3,876 3,735 
45 Tersedia ruang tempat untuk beribadah 3,599 3,673 
 




Selanjutnya nilai mean pada Tabel 6 diplot ke dalam diagram klasifikasi 
kepentingan yang memiliki empat kuadran dengan skor mean total untuk 
Tingkat Kepentingan/TK ( ) =  3,809 dan Kepuasan Pengguna/KP ( ) =  
= 3,752. Hasil plotting tersebut dapat dilihat pada Gambar 9. Tahapan analisis 
ini disebut tahap analisis kepentingan-kepuasan atau Importance-Performance 
Analysis (IPA). 
 
Gambar 9. Diagram klasifikasi kepentingan-kepuasan pengadaan 
perumahan 
 
Klasifikasi faktor pelayanan pada empat kuadran pada diagram klasifikasi 





Tabel 8. Tingkat prioritas perbaikan faktor pelayanan pengadaan 
perumahan 
 
Kuadran Notasi Faktor Pelayanan 
A  : Prioritas tinggi 1, 2, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 18, 26, 28, 29 
B  : Baik 4, 10, 12, 16, 17, 21, 23, 24, 35, 37, 39, 40  
C  : Prioritas rendah 30, 32, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 45 
D  : Berlebihan 3, 7, 11, 13, 19, 20, 22, 25, 27, 31, 38, 44  
 
Dari Gambar 9 dan Tabel 8, tampak bahwa faktor pelayanan yang 
berada pada kuadran A berjumlah 12 dimana 5 faktor yang memiliki skor 
tertinggi tingkat kepentingannya meliputi:  Proses konstruksi yang tepat waktu 
sesuai jadwal proyek (no.14), Keandalan dalam pelayanan seluruh kegiatan 
pengadaan rumah (no.15), Sistem pembayaran sesuai syariah bisa melalui 
perbankan syariah (no.2), Kinerja material konstruksi dan non konstruksi yang 
baik (no.18), dan Kejelasan akad dan perjanjian yang jujur, maslahat, dan sesuai 
syariah (no.1). Dari Tabel 8 tampak bahwa faktor Proses konstruksi yang tepat 
waktu sesuai jadwal proyek (no.14) menjadi faktor dengan tingkat prioritas 
tinggi untuk diperbaiki dan ditingkatka n). Faktor kedua adalah Keandalan 
Y X
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dalam pelayanan seluruh kegiatan pengadaan rumah (no.15). Dalam sistem 
syariah konstruksi yang perlu dilakukan perbaikan adalah faktor Sistem 
pembayaran sesuai syariah dapat melalui perbankan syariah (no.2) dan Kejelasan 
akad dan perjanjian yang jujur, maslahat, dan sesuai syariah (no.1). Untuk 
sebagian faktor yang dianggap baik antara lain Organisasi dan arah hadap ruang 
sesuai dengan standar ideal arsitektural (no.40), Berfungsinya fasilitas dan 
utilitas kawasan perumahan (no.17), Berfungsinya fasilitas dan utilitas rumah 
(no.16), dan lain-lain. 
 
5. Hasil Quality Function Deployment  
Langkah analisis Quality Function Deployment (QFD) adalah menentukan 
nilai beda (gap) antara Kepuasan Pengguna (KP) dan kepuasan Harapan 
Pengguna (HP) seperti Tabel 9.  
 




Nilai Rata-Rata (mean) 
Gap No 
Nilai Rata-Rata (mean) 
Gap 
KP HP KP HP 
1 

















4 3,881 3,985 -0,104 27 3,825 3,750 0,075 
5 











7 3,819 3,736 0,083 30 3,722 3,692 0,030 
8 3,714 3,712 0,002 31 3,799 3,708 0,091 
9 3,729 3,678 0,051 32 3,612 3,575 0,037 
10 











12 3,926 3,911 0,015 35 3,916 3,675 0,241 
13 

















16 3,890 3,822 0,068 39 3,892 3,782 0,110 
17 4,050 3,849 0,201 40 3,979 3,675 0,304 
18 





























23 3,900 4,102 -0,202     
 
Dari Tabel 9, tampak nilai gap yang signifikan akan dijadikan acuan 
dalam menyusun respon teknis dari pihak pelaksana konstruksi. Berikut 
beberapa respon teknis (dinotasikan dengan R), 




1. Pelayanan dengan sistem syariah: pembayaran, akad, perjanjian, dan 
informasi yang jelas dan jujur (R-1) 
2. Pelayanan surat dan berkas pengadaan rumah yang lengkap dan jelas (R-2) 
3. Jaminan perlindungan pada kondisi force majure (R-3) 
4. Jaminan perlindungan terhadap kerusakan bangunan pasca konstruksi (R-4) 
5. Pelaksanaan konstruksi yang tepat waktu sesuai jadwal proyek (R-5) 
6. Pelayanan proyek pengadaan rumah yang andal (R-6) 
7. Menerapkan material konstruksi dan non konstruksi yang baik (R-7) 
8. Memberikan kemudahan melakukan inspeksi dan evaluasi konstruksi (R-8) 
9. Memberikan kemudahan untuk berkoordinasi dengan pihak pengembang 
(R-9) 
10. Memberikan kemudahan untuk berkoordinasi dengan pihak pelaksana 
konstruksi (R-10) 
11. Memberikan jaminan masa ketahanan material konstruksi dan non 
konstruksi sesuai umur rencana (R-11) 
12. Memberikan jaminan spesifikasi material yang digunakan baik dan sesuai 
persyaratan teknis (R-12) 
13. Memberikan inovasi penggunaan energi alternatif bersumber surya matahari 
dan angin (R-13) 
14. Menjamin fungsi yang baik pada pencahayaan alami (bersumber sinar 
matahari) dan penghawaan alami (sirkulasi angin) (R-14) 
15. Memberikan peluang desain dan tata ruang bangunan dengan pembedaan 
ruang antara wanita dan pria (R-15) 
16. Menempatkan kamar mandi tidak mudah terlihat pada tata ruang bangunan 
(R-16) 




Gambar 10. Rumah kualitas penentuan target peningkatan  
pelayanan pengadaan proyek perumahan Sawojajar 2  
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Tujuh belas respon teknis tersebut dimasukkan dalam Rumah Kualitas 
(House of Quality/HOQ) untuk menentukan target peningkatan pelayanan 
pengadaan perumahan oleh pelaksana konstruksi.  
Gambar 10 adalah Rumah Kualitas untuk penentuan target tersebut. 
Rumah Kualitas dapat menentukan urutan target peningkatan pengadaan 
perumahan oleh pengembang sekaligus pelaksana konstruksi berdasarkan nilai 
Own Performance (OP). Nilai OP semakin tinggi, maka semakin tinggi peringkat 
targetnya. Hasil penentuan target berdasarkan OP ditunjukkan pada Tabel 10. 
Dari Tabel 10 tampak bahwa lima respon teknis dengan tingkat target tertinggi 
meliputi Pelaksanaan konstruksi yang tepat waktu sesuai jadwal proyek (R-5). 
Hasil ini memiliki kesamaan yang kuat dengan hasil IPA dimana faktor-faktor 
kinerja atau pelayanan seperti Proses konstruksi yang tepat waktu sesuai jadwal 
proyek (no.14). Hasil ini menunjukkan bahwa faktor kinerja dan respon teknis 
memiliki korelasi yang kuat dan hasil analisis semakin menunjukkan tingkat 
validitas dan reliabilitasnya.  
 
Tabel 10. Penentuan target peningkatan pelayanan pengadaan proyek 
Perumahan Sawojajar 2 
 
Target Respon Teknis OP 
1 Pelaksanaan konstruksi yang tepat waktu sesuai jadwal proyek (R-5) 3,811 
2 Pelayanan proyek pengadaan rumah yang andal (R-6) 3,784 
3 Pelayanan dengan sistem syariah: pembayaran, akad, perjanjian, dan 
informasi yang jelas dan jujur (R-1) 3,774 
4 Jaminan perlindungan pada kondisi force majure (R-3) 3,756 
5 Memberikan kemudahan untuk berkoordinasi dengan pihak pengembang 
(R-9) 3,755 
6 Memberikan peluang desain dan tata ruang bangunan dengan pembedaan 
ruang antara wanita dan pria (R-15) 3,749 
7 Pelayanan surat dan berkas pengadaan rumah yang lengkap dan jelas (R-2) 3,746 
8 Menempatkan kamar mandi tersembunyi dan tidak mudah terlihat pada tata 
ruang bangunan (R-16) 3,744 
9 Menerapkan material ruang bangunan yang menutup aurat (R-17) 3,742 
10 Menjamin fungsi yang baik pada pencahayaan alami (bersumber sinar 
matahari) dan penghawaan alami (sirkulasi angin) (R-14) 3,740 
11 Memberikan jaminan masa ketahanan material konstruksi dan non 
konstruksi sesuai umur rencana (R-11) 3,736 
12 Memberikan jaminan spesifikasi material yang digunakan baik dan sesuai 
persyaratan teknis (R-12) 3,719 
13 Menerapkan material konstruksi dan non konstruksi yang baik (R-7) 3,702 
14 Memberikan inovasi penggunaan energi alternatif bersumber surya matahari 
dan angin (R-13) 3,633 
15 Memberikan kemudahan melakukan inspeksi dan evaluasi konstruksi (R-8) 3,598 
16 Memberikan kemudahan untuk berkoordinasi dengan pihak pelaksana 
konstruksi (R-10) 3,566 
17 Jaminan perlindungan terhadap kerusakan bangunan pasca konstruksi (R-4) 3,430 





5. Diagram Affinitas Peningkatan Kualitas Pelayanan Proyek 
Diagram Affinitas adalah diagram yang menggambarkan penggolongan 
suatu variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Prioritas perbaikan 
pelayanan pengadaan rumah didapatkan dari tahapan IPA dengan mengacu 
pada diagram klasifikasi kepentingan, sedangkan target peningkatan pelayanan 
untuk waktu mendatang dihasilkan dari tahapan QFD dengan mengacu pada 
rumah kualitas. Selanjutnya dibuat diagram affinitas yang terdiri dari gabungan 
antara prioritas (P) perbaikan dan target (T) peningkatan pelayanan proyek 
pengadaan rumah yang ditunjukkan pada Gambar 11) 
 
     
 Jaminan (Assurance): 
 Pelayanan dengan sistem syariah: 
pembayaran, akad, perjanjian, dan 
informasi yang jelas dan jujur (P & T) 
 Jaminan perlindungan pada kondisi force 
majure (P & T) 
 Pelayanan surat dan berkas pengadaan 
rumah yang lengkap dan jelas (T) 
 Jaminan perlindungan terhadap kerusakan 
bangunan pasca konstruksi (P & T) 
 Daya Tanggap dan Keandalan (Responsibility and 
Reliability): 
 Pelaksanaan konstruksi yang tepat waktu sesuai 
jadwal proyek (P & T) 
 Pelayanan proyek pengadaan rumah yang andal 
(T) 
 Keandalan dalam pelayanan seluruh kegiatan 
pengadaan rumah (P) 
 Pengembang yang memberikan perhatian atas 
semua keluhan klien (P) 
 Pengembang cepat tanggap terhadap 




 Memberikan kemudahan untuk berkoordinasi 
dengan pihak pengembang (T) 
 Memberikan kemudahan melakukan inspeksi 
dan evaluasi konstruksi (T) 
 Memberikan kemudahan untuk berkoordinasi 
dengan pihak pelaksana konstruksi (P & T) 
Desain Islami (Islamic Design): 
 Memberikan peluang desain dan tata ruang bangunan 
dengan pembedaan ruang antara wanita dan pria 
(T) 
 Menempatkan kamar mandi tersembunyi dan tidak 
mudah terlihat pada tata ruang bangunan (T) 
 Menerapkan material ruang bangunan yang menutup 
aurat (T) 
  
Daya tahan (Durability): 
 Memberikan jaminan masa ketahanan 
material konstruksi dan non konstruksi 
sesuai umur rencana (P & T) 
 Memberikan jaminan spesifikasi material yang 
digunakan baik dan sesuai persyaratan 
teknis (T) 
Ramah Lingkungan (Eco-friendly): 
 Menjamin fungsi yang baik pada pencahayaan alami 
(bersumber sinar matahari) dan penghawaan alami 
(sirkulasi angin) (T) 
 Memberikan inovasi penggunaan energi alternatif 
bersumber surya matahari dan angin (T) 
   
 Kinerja(Performance): 
 Menerapkan material konstruksi dan non 
konstruksi yang baik (P & T) 
 
     
 
Gambar 11. Diagram affinitas prioritas dan target peningkatan pelayanan pengadaan 
rumah 
 
6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 
a. Penyusunan model regresi untuk kualitas pelayanan pengadaan 
rumah 
Analisis regresi pada dasarnya menganalisis varian-varian terhadap garis 
regresi. Pengujian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi 
garis regresi yang ditetapkan. Melakukan analisis regresi menggunakan program 
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SPSS akan dihasilkan beberapa bilangan statistik yang secara sekaligus dapat 
ditampilkan secara bersamaan, di antaranya adalah harga koefisien F, koefisien 
Durbin-Watson, Koefisien signifikansi (P value) dan masih banyak besaran 
statistik lainnya, tergantung pada pengaturan hasil yang diinginkan. Sebagaimana 
telah disebutkan pada bab sebelumnya persamaan garis regresi gandanya 
dinyatakan sebagai berikut : 
Y = a + a1X1 + a2X2 + a3X3+ a4X4 + a5X5 + a6X6 + a7X7 + a8X8 + a2X2 + e 
dimana, Y = Kualitas pelayanan pengadaan rumah, X1 = Jaminan (Assurance), 
X2 = Daya tanggap dan Keandalan (Responsibility and Reliability), X3 = Kinerja 
(Performance), X4 = Estetika (aesthetics), X5 = Kemudahan (Easiness), X6 = Daya 
tahan (Durability), X7 = Desain Islami (Islamic Design), dan X8 = Ramah 
Lingkungan (Eco-friendly). 
 
Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
 












Jaminan (X1) 8,552 6,655 t hitung > t tabel (signifikan) 
Daya tanggap dan Keandalan (X2) 3,441 2,148 t hitung > t tabel (signifikan) 
Kinerja (X3) 1,098 3,633 t hitung > t tabel (signifikan) 
Estetika (X4) 2,875 5,721 t hitung > t tabel (signifikan) 
Kemudahan (X5) 5,105 8,125 t hitung > t tabel (signifikan) 
Daya tahan (X6) 7,771 4,475 t hitung > t tabel (signifikan) 
Desain Islami (X7) 6,926 6,287 t hitung > t tabel (signifikan) 
Ramah Lingkungan (X8) 4,745 7,901 t hitung > t tabel (signifikan) 
R 
R Square 
α   
=  0,950 
=  0,984 
=  0,05 
   
Keterangan :  - Jumlah data (responden) = 100 
- Variabel terikat (Y) 
 
Hasil analisis memperoleh pengaruh delapan faktor pelayanan yang diwakili 
dengan nilai R Square = 0,984, artinya variasi kualitas pelayanan pengadaan 
rumah oleh pengembang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar 98,4 
% sedangkan sisanya 1,6 % dijelaskan oleh faktor lain di luar persamaan model. 
R sebesar 0,950 artinya pengaruh delapan faktor pelayanan tersebut sangat kuat. 
Dari proses analisis dapat dibuat model regresi sebagai berikut, 
Y = 14,275 + 8,552X1 + 3,441X2 + 1,098X3+ 2,875X4 + 5,105X5 + 7,771X6 + 
6,926X7 + 4,745X8 
 
7. Hasil Uji Asumsi Klasik 
Hasil perhitungan untuk menguji normalitas diperoleh Kolmogorov-Smirnov 
Test Z sudah menunjukkan untuk masing-masing variabel memiliki nilai Asymp. 
Sig. 2 tailed > dari tingkat alpha 0,05, berarti data berasal dari populasi 
berdistribusi normal. Hasil Uji linearitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi 
> 0,05 untuk delapan faktor sehingga model garis regresi adalah linear. Hasil 
perhitungan uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih 
besar dari tingkat alpha 0,05, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan 





bahwa diantara variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. Hasil analisis 
untuk uji Autokorelasi memperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,995. Nilai ini 
dinyatakan mendekati angka dua, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 
autokorelasi di antara data pengamatan. Hasil perhitungan untuk delapan 
variabel didapat nilai signifikansi lebih besar dari tingkat alpha yang ditetapkan 
(0,05), maka dengan demikian tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji 
pengaruh parsial menunjukkan bahwa delapan variabel berpengaruh sangat kuat 
dimana hasil t-hitung > t-tabel. 
 
Kesimpulan 
Evaluasi pelayanan pengadaan perumahan mempertimbangkan persepsi 
pengguna (klien) dengan mengemukakan prinsip-prinsik kinerja proyek 
konstruksi dalam berbagai aspek termasuk prinsip syariah dan green building. 
Survei pendahuluan memperoleh 8 faktor pelayanan yang berbasis prinsip 
manajemen konstruksi syariah dan green building yaitu Jaminan (Assurance), Daya 
Tanggap dan Keandalan (Responsibility and Reliability), Kinerja (Performance), 
Estetika (Aesthetics), Kemudahan (Easiness), Daya tahan (Durability), Ramah 
Lingkungan (Eco-friendly), Desain Islami (Islamic Design).  dari delapan faktor 
tersebut faktor Daya Tanggap dan Keandalan skor mean tertinggi tingkat 
kebutuhannya. Survei lanjutan untuk keperluan IPA memperoleh 45 faktor 
pelayanan dimana faktor pelayanan Proses konstruksi yang tepat waktu sesuai 
jadwal proyek memiliki skor tertinggi tingkat kepentingannya. Sedangkan pada 
tahapan analisis QFD memperoleh 17 respon teknis dengan Pelaksanaan 
konstruksi yang tepat waktu sesuai jadwal proyek memiliki skor tertinggi target 
peningkatan pelayanannnya. Analisis regresi linear berganda memperoleh 
tingkat pengaruh delapan faktor pelayanan yang sangat kuat terhadap kualitas 
pelayanan pengadaan perumahan. Kualitas pelayanan pengadaan perumahan 
tersebut dapat diprediksi dengan menggunakan model matematis Y = 14,275 + 
8,552X1 + 3,441X2 + 1,098X3+ 2,875X4 + 5,105X5 + 7,771X6 + 6,926X7 + 
4,745X8. Ketiga analisis tersebut menunjukkan bahwa delapan faktor pelayanan 
yang menjadi variabel penelitian berpengaruh penting pada kualitas pelayanan 
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 محمد فِعي محمد ؾحس اًفذاخ
 كلَة الصزاساث إلاسلامِة واًـصتَة ٌَحيين باًلاُصت , خامـة الُٔس ص اًشرًف الدِة اًـَمَة






في ُشٍ اًوزكة اًححثَة هفصق تين ٔبظول الصٍن وفصوؿَ, وهحين منهج ٔبئمة الـشاُة في ثياولهم لـا ادُذ َِف فَِ, ؤبن ُؼشٍ 
ثسلاسَي رُحٍَة حى  زسول لػ, مبرسا ٔبمطَة هحؼش اًخـعؼة الـشاُة لؾ ثًضبٔ ؾن ُوى, وٕانما مع مذعلة منهجا وبٓزاء 
ًصٔبي تـَيَ, ودعبٔ من يحكن ؿلى اًياش بإلاثم ٔبو اًضلال ٔبو اًىفص ٔبو اًشرك ٔبو اًفسق لفصذ ٔبنهم ذؼاًفوا مشُحؼَ, مؼا 
مسؼبٔلة مـَيؼة  ذام ألمص ؿلى اًسـة, ؤبن وػَفة الـفتي والصاؾَة جمؽ اًضمي لا اًخفًصق تين اًياش, ؤبن حكن الذاكم في
وٕاًزامَ اًياش تلول ٔبو بمشُة ٍصفؽ الرلاف, ًو َزم الزَؽ ألذش تَ بما لا ًثير تَؼحلة, ٔبو يحؼسج فذيؼة, ًؼيزَط ٕالى ٔبن 
رلع ُو اًفلَ اًعحَح ٌَفذوى في ذلافِؼاث اًفؼصوغ وباًصحؼوغ ٕالى مؤسسؼة ذاز إلافذؼاء الـصًِؼة ًخوزَؼق منهجِؼا في 
الصاز, ٔبو سؤال ٔبمٌاء اًفذوى بالصاز ؾن ُشا الـؼنهج  ؤبثؼٍص في الذفؼاع ؿؼلى إلافذاء ورلع ؾن ظًصق تـغ معحوؿاث 
 زلافة مصِ إلاسلامِة واس خلصاُز ا ثحين ٔبنها نمورح ٔبمثي في ثعحَق رلع الـنهج.
 ملسمة
الطهص ٔبُلا, واًعؼلات السس لؼ الطي ٔبىزل الطهص ؿلى س َسنا محمد صلى الله عليه وسلم ًَحين ٌَياش, ثم حـي من ٔبمذَ وا زين  كاهوا ًِشا 
 واًسلام ؿلى اًعاذق الـعسوق اًِاذي ٕالى صراظ لػ الـس خليم س َسنا محمد وؿلى ب له وحَحَ, وتـس....
في ًوم الازيين ألذير من صِص زمضان من اًـام اًسؼاتؽ واًثلازؼين تـؼس الـائؼة اًصاتـؼة مؼن ألًؼف اًثاهَؼة 
ؤبتم اًدسَيم ٔبمسى اًـالؾ إلاسؼلامس تخوكِؼت مسًيؼة سؼ َسنا زسؼول ٌَِجصت اًيحًو ة الـشرفة ؿلى ظاحبها ٔبفضي اًعلات 
لػ صلى الله عليه وسلم ؿلى فاحـة وهحبٔ ؾؼيم, ظافت تَ وسائي إلاؿلام ٔبزخاء الــموزت فازثـسث اًلَوة ووجمت اًـلؼول؛ ٕار تجؼصٔب 
 ًية ؤبَُِا ثسوء.ٔبحسمض ؿلى مسًية الـععفى صلى الله عليه وسلم وزوَّغ ٔبَُِا, ٔبراة لػ من ٔبزاذ الـس
لؾ ٍىن رلع إلاُز اة ألسوذ ًَحطَّ زحاَله في مسًية اًيوز ًولا ٔبهَ ثمصت فذاوى اًزوز الـوزوزة ؾن تـغ ؾلؼول الزؼوذ 
واًضلال, اًتي كضت مٌش ؾلوذ ٔبو كصون تخىفير الـسَمين وجشرًم الـوحسٍن؛ ومن ثم اس خحَوا ذماء ٔبُي إلاسؼلام 
ى الزؽ, وفصكوا جمؽ الـؤمٌين تحت ًؼواء سوز سمؼي باًخوحِؼس, ولا ًَؼخس الذؼشاء في ومزكوا زوة حلٌؿة الـسَمين تسؾو 
 اًصٔبش وٕان سمي ؾلٌمة.
مٌش ُبص ِص س َف اٍتمسَف في وخَ الرَف, ؤبظَلت زظاظؼة فلؼَ اًسؼ ية ٕالى ظؼسوز الـسؼَمين الـتمؼثلة في مؼوزوج 
ي حسة ُواٍ من اًىذاة واًس ية, مشاُة ٔبؿلامرم, صاؾت فوضى اًفذاوى كل حسة هؼٍص في اًىذاة واًس ية, ت
 واتجَ كل ٍيخعي تلير ٕاذزاك زكاة إلافذاء.
ؤبمام سحص اًفضائَاث وصِوت اًؼِوز واًضِصت قُّصِز جىثير من ناتخة اًـلؿ فذعسوا ٌَفذَا تلير ؿلؿ, وهعق زوًحضة بٓدص 
اًيووي ًُس محسثا, ورلع ٍصمس ٔببا اًزمان باًعـن واًسة واٌَـن لٔكاجص ؿَلٌء ألمة ثصِيحا ٔبو ثَمَحا, فِشا ٍزعُ ٔبن 
حٌَفة تبٔهَ ظاحة زٔبي ُو وى, وثاًر ًلول ٕاهَ يحلؿ باًَوم الطي تهسم فَِ ٔبؾصق مؤسسة ؿَمَة في اًـالؾ إلاسلامس 
تي ؤبكسم خامـة ؿلى وخَ اًخس َعة, ًوو كان ًـني ُسم خسزانها ًكان ألمص في سخافذَ َُيا وفي كدحَ ٌسيرا, ٕالا ٔبهَ 
 حصبى ؿَََ ٔبكاجص الصؿات والـفذين. ًٍصس ُسم منهج 





ٕان س َاق ما مصث تَ ذوز إلافذاء والـفذين من ٔبحساج ؾؼام, وما ؾعف بها من زيح ازثفؽ فيها قحاز مـصنة تين 
ُشا اًس َاق ًًدلي ٔبن ًوضؽ  -اًـَلٌء واًلاشيء من ؾلول ٔبُي اًلامـلول, مسفوؿا بهم من ٔبؿساء ألمة وُظيَّاغ فصكتها 
 نمسم تَجام ٔبكلامٌا ًخـسو فوق ألوزاق باحثة ؾن مٌامش إلافذاء ؤبمطَة مؤسساث اًفذوى في حفغ هعة ٔبؾًٌَا كللٌ
 ألمن الفتمـي في تلاذ إلاسلام.
 منهجَة اًـمي
في ُشٍ اًوزكة اًححثَة ٔبكوم باًخفًصؼق تؼين ٔبظؼول الصٍؼن وفصوؿؼَ, وتَؼان اًي ؼصت اًوسؼعَة اًعؼحَحة ٌَمسؼائي اًؼتي 
اُة اًفلَِة, اًتي ًًدلي ٔبن ًلؼف ؿَيهؼا الـفذؼون , ورلع باًححؼر في نخؼة ٔبظؼول اًفلؼَ وتازيخ ادذَف فيها ٔبئمة الـش
 اًدشرًؽ واًصحوغ ٕالى مؤسسة ذاز إلافذاء الـصًِة ًخوزَق منهجِا في إلافذاء ؾن ظًصق تـغ معحوؿاث الصاز,
ع ؿؼلى زلافؼة مصِؼ إلاسؼلامِة وعمي ذزاسؼة مِساهَؼة ًسؼؤال ٔبمٌؼاء اًفذؼوى بالصاز ؾؼن ُؼشا الـؼنهج  ؤبثؼٍص في الذفؼا
 واس خلصاُز ا, مؽ كصاءت ٔبزص َف ذاز إلافذاء الـصًِة ذزاسة هلسًة.
 الصزاسة والـياكضة
 اًفصق تين اًفصوغ وألظول
 كال ٔبتو حٌَفة زضي لػ ثـالى ؾيَ: " ٕاهيا ؿلى ظواة يحتمي الرعب,ٔ وكيرنا ؿلى دعب ٔيحتمي اًعواة"
الصًَي حى  ًلول باحتمال دعب ٔكول مسزس خَ؟ ٕاهَ سؤال يحخاح ٕالى وكفة ومًزس  ٔبكان ٔبتو حٌَفة كَير وازق مذا مـَ من
 ثبٔمي.
ؾن ٔبي شيء ًخكلم إلامام؟ ما الطي يحتمي الرعب ٔمن ٔبكواله؟ تي وهَف ٍصى احتمال ظواة كول كٍير ؟ من ًؤنس ُشا 
 الاحتمال ٔبو راك؟
 زضي لػ ؾيَ ًخضح ًيا ٔبموز:ًوو بهسوء هؼْصنا وبحَاذًة ثفىَّْصنا في كلام إلامام ٔببي حٌَفة 
 ألول: لا ٍصاذ بهشا اًكلام ما زخت تسًَي كعـّيٍ حلهُّ ٔبو حصمُذَ.
اًثاني: لا ٍصاذ بهشا اًكلام ٔبموز اًـلِست اًثاتخة تسًَي ًلِني, ُو و ما ًلول ؾيَ اًـَلٌء: الــَوم من الصٍن باًضِوزت, وما 
 ظاز حسا فاظلا تين إلايمان واًىفص. 
ٕاضافة اًلواؿس اًكلَة اًتي ُبذشث من اًشرًـة تيط واضح لا ًوخس ما ًـازضَ, ٔبو اسؼ خًدعِا اًـَؼلٌء تـؼس  اًثاًر: تـس
اس خلصاء تام, ؤبجمـت ألمة ؿَيها, ٕالى ما س حق من ألموز اًتي لا ثلدي الرلاف, هسزك من كلام إلامؼام ٔبن الرؼلاف 
 ائي بِلاف كولع.فيما ؿسا رلع يجة ٔبن ًُلدي, ولا ًعح الاؿتراط فَِ ؿلى اًل
ٕان اًحـغ ًلف في كول لػ ثـالى {مٌَ بٓياث محىلٌث ُن ٔبم اًىذاة ؤبدؼص مدضؼابهاث}, وحؼسًر اًيؼبي صلى الله عليه وسلم: "ٕان 
الذلال تين والذصام تين, وتُنهلٌ ٔبموز مضدبهاث" ؾيس الدزء ألول منهلٌ؛ فِجـي ألحكام كلِؼا ثؼنزل في هؼوؿين: حؼلال 
لعوغ بحصمذَ, وألمص ًُس نشلع تؼي ٕان حؼسًر اًيؼبي صلى الله عليه وسلم ًحؼين تَؼانا صؼافِا ٔبن مؼن مسؼائي ملعوغ بحله, وحصام م
الصٍن ما ٔبىزله لػ ؼؼ ثـالى ؼؼ لذكوة ًـَمِا, وهـلؿ ٔبنها لا جض تمي في مضمونها ٕالا ؿلى اًصحْة إلاًَِة اًتي تجـؼي في ذٍؼن 
 خـمَّ كل سمان, وثدسؽ ًكل مكان.إلاسلام ثصاء فىصيا, جس خعَي فَِ فائست الصٍن  ًِ
لا تس ٕارا ٔبن هَلَي اًضوء ؿلى اًفصق تين اًفصوغ وألظؼول, وِمؼْن َثمَّ هـؼصف مؼا يمىؼن فِؼَ الرؼلاف ومؼا لا يمىؼن فِؼَ 
 الرلاف وتـسُا هيؼص هَف كان سَفٌا من اًـَلٌء ًخـامَون مؽ الكخَف فَِ.
 ألظول واًفصوغ:
 الرلاف, ولا ٌُسدََساػ فَِ كولان, ُو شا ٍىون في اًلعـَاث, ومع:ٕان الـصاذ بألظول ُيا ما لا ًلدي 
 ما زخت فيها ذًَي كعـيٌّ باًوحوة ٔبو الـيؽ هوحوة اًعلات وفصضَة اًزكات وحصمة الشص وكذي اًيفس تلير الذق.  -2
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ز حسا فاظلا تين ٔبموز اًـلِست اًثاتخة تسًَي ًلِني, ُو و ما ًلول ؾيَ اًـَلٌء: الــَوم من الصٍن باًضِوزت, وما ظا -0
 كإلايمان بالؼ ثـالى وملائىذَ ونخحَ وزسله واًَوم الٓدص ونحو رلع., إلايمان واًىفص
اًلواؿس اًكلَة اًتي ٔبذشث من اًشرًـة تيط واضح لا ًوخس ما ًـازضَ, ٔبو اس خًدعِا اًـَؼلٌء تـؼس اسؼ خلصاء تام,   -5
, والـضلة تجَة اًخُسير, والــاملاث ظَق حى  ؤبجمـت ألمة ؿَيها, ورلع مثي كاؿست: {ثسزٔب الذسوذ باًض بهاث
 ًثخت الـيؽ}
الفمؽ ؿَََ؛ ٔلهَ ٕارا وكؽ إلاحلٌغ فلا ذلاف في ألكوال ًَخعصق الاحتمال بالرعؼب ٔواًعؼواة ٕالى كؼولع ٔبو كؼول   -2
 سواك,.
ال ٕامؼام والـصاذ باًفصوغ ُيا ما ًلدي الرلاف ولا ًعح إلاىكاز ؿلى من احتهس فوظؼي باحتهؼاذٍ فِؼَ ٕالى كؼول, كؼ -3
ِظ َـ ة الذصمين: "كل حكن ِفي ٔبفـال اًُْمَكلّفين لؾ ًلم ؿََ َ َْ َِ ذَلاَلة ؾلي َوَلا وزذ ِفي حكوَ اًُْمْرَخََِف ِفِ َِ ذَلاَلةٌ سمـَة كَا
 فِو من اًفصوغ", ُو شا في اًؼيَاث:
وزًه ؼة لػ ما يحتمؼي اًي ؼص مؼن الــؼازف اًكلامِؼة ٔكول الــصفؼة ٔبمع باًـلؼي ٔبم باًشرؼغ, وبٓياث اًعؼفاث,  -2
 س ححاهَ وثـالى
في ٔبظول اًفلَ كهعاذز اًدشرًؽ الكخَف فيها تؼين اًـَؼلٌء كاًلِؼاش وعمؼي ٔبُؼي الـسًيؼة ؤبيهؼا ًلؼسم, واًـمؼي  -0
 بالذسًر اًضـَف, وكعـَة ٔبحاذًر الٓحاذ ٔبو ػيُتها.
ين في اًفصوغ اًفلَِة هحـغ سنن اًعلات ُو َئاتها, وتـغ هؼواكغ اًوضؼوء, وحؼكن اًخوسؼي باًيؼبي واًعؼالذ -5
 ذؿاء لػ ثحازك وثـالى.
 الادذلاف في مٌامش حزهَة اًيفوش وظصق ؿلاح اًلَوة وحصكِة ٔبذلاق الفتمؽ, وظصق ثستير صؤون الصهَا. -2
 مـنى كوله صلى الله عليه وسلم (الذلال تين والذصام تين)  ٔبن ألص َاء زلازة ٔبكسام:
ًزؼت واًـسؼي واًسؼمن ًو ؼِبَ مؼبٔهوِل اٌَحؼم, وكؼير رلع مؼن ألول: حلال تين واضح لا يخفى حله كالربز واًفوانؼَ واً
 الـُْع َـ َماِث, ونشلع اًكلام واًيؼص والـشي, وكير رلع من اًخصِفاث فِيي حلال تين واضح لا صم في حله.
اٍ اًثاني: حصام تّينِ لا تخفى حصمذَ كالشص والرٍنزص والـَخة واًحول والصم الـسفوخ, ونشلع اًزنى واًىشة واًلَحة ؤبصؼ ح
 رلع.
اًثاًر: مضدبهاث ًُست تواضحة الذي ولا الذصمة, فَِشا لا ًـصفِا نثير من اًياش, ولا ًؼسزهون حكوِؼا, ؤبمؼا اًـَؼلٌء 
فِـصفون حكوِا تيط ٔبو كِاش ٔبو اس خعحاة ٔبو كير رلع, فٕارا حصذذ اًشيء تين الذؼي والذصمؼة, ولؾ ٍىؼن فِؼَ هؼطٌّ 
فَِ الفتهس فبٔلذلَ تبٔحسُلٌ بالصًَي اًشرؾي, فٕارا ٔبلذلَ بالذؼي ظؼاز حؼلالا, كاظؽ ولا ٕاحلٌغ ؿلى حّلهِ ٔبو حصمِذَ احتهس 
وكس لا ٍىون ذًَله ذاًَا من احتمال الذصمة, فِىون اًوزغ حصنَ, ٍو ىون ذاذلا في كوله صلى الله عليه وسلم فمن اثلى اًضؼ بهاث فلؼس 
 اس خبرٔب لصًيَ وؾصضَ.
ين وحصاما وفق منهج الاحتهاذ لـشُة بٓدص فِو الكخَف فَِ الطي ٔبما ٕارا كان حلالا وفق ب  ً َاث الاحتهاذ لـشُة مـ
 لا حصح ؿلى من ٔبذش تبٔحس اًلًوين ما لؾ ٍىن تاتـا ًِوى في اًيفس.
ت َ َْ َس ٔبنَّ من ثوفصث لصًَ ب  ً َاث الاحتهاذ فاحتهس ووظي ٕالى كول ًزمَ ؼؼ ذون كٍير ؼؼ ألذُش بما ٔبذاٍ ٕاًََ احتهاذٍ, ٕالا في 
اذٍ ٕالى حواس ألذش باحتهاذ كٍير , ًولؼس ذل اًضؼافـي ثلامشثؼَ ؿؼلى ألذؼش باحتهؼاذ ٔببي حٌَفؼة مواكف ًؤذي تَ احته
 وكت الذج ذاظة, في كوله تبٔن مس الـصٔبت ألحٌحَة لا ًيلغ اًوضوء .
ؤبذش ٔبتو ًوسف باحتهاذ الـاًىِة في ظِازت الـاء مؼا تَؼف كَخؼين ؤبهؼَ لا يحمؼي ددثؼا, ورلع في الـسؼبٔلة الـضؼِوزت ؾيؼَ 
ؾيسما ثوضبٔ من ماء تَ ِّف ٔبهَ وكؽ فَِ الدصران, فلال ٕارن هبٔذش تلؼول ٕادواهيؼا الذجؼاًسين:" ٕارا تَؼف الـؼاء كَخؼين لؾ يحمؼي 





ددثا" ورلع ٔلهَ كان كس ثوضبٔ من ُشا الـؼاء وظؼلى باًيؼاش ٕامامؼا واهصِؼف اًيؼاش, فعؼحح اًعؼلات ؿؼلى مؼشُة 
 الـاًىِة ُو و مخاًف لـشُحَ.
وساز في ُشا اًعًصق بهشا اًفِم ُو شٍ اًحعيرت فلس (اسؼ خبرٔب لصًيؼَ وؾصضؼَ) ٔبي حعؼي له فمن وكف ؿلى ُشا الـنهج 
 اًبراءت لصًيَ من الطم اًشرؾي وظان ؾصضَ ؾن كلام اًياش فَِ.
 تازيخ الرلاف اًفلِيي وتَان سلٌحة إلاسلام
لؼي الكخَؼف فِؼَ والـخفؼق ؿََؼَ, تـس ٔبن ٔبًلِيا اًضوء ؿلى اًفصق تين ألظول واًفصوغ, ؤبشرنا ٕالى هَفِؼة ثـامَيؼا في ثَ
 وشرغ في الذسًر ؾن تازيخ الرلاف الـشُبي في اًفصوغ محي الرلاف.
ًلس تسٔب ٔبُي اًفلَ والذسًر من اًعحاتة في تحََق اًياش لصزش اًـلؿ في الـسجس بحَر ٍىؼون واحؼس ًَلؼي واًيؼاش 
 جي في حصجمة ٔببي محمد جن اًخحان.ٌسمـون فحَّق ٔبتو ٍُصصت وؾحُس لػ جُن ؾحاش وكُير لٌ، نلٌ كال اجن نا
وفي ُشٍ اِلذََِق اًـَمَة يخخَف الـخَلُّون في هعَبهم من ثََلِّيهم مؼا يمؼيح لهؼم مؼن اًـعؼايا اًصباهَؼة, فمؼنهم ظؼاحة اًفِؼم 
اًثاكة واًفلَ في الصٍن الطي ٌس خًدط ألحكام مؼن اًيعؼوض, ُو ؼؤلاء ٔبُؼي اًـؼلؿ واًفلؼَ في الصٍؼن, ومض الـصفوؾؼون 
 ورلع فضي لػ ًؤثََ من ٌضاء.ذزخاث, 
واًحـغ لؾ ٍصسق اًفلَ ولا امذلاك ب  ً َاث اًيؼص؛ فِشا يحفغ ًو حَف مٌفشا ٔبمص س َسنا محمد صلى الله عليه وسلم: "تَ ِّلؼوا ؾؼني ًو ؼو بًٓؼة" 
ؿََؼَ اًعؼلات ُو شا اًخوحَِ من الذحُة صلى الله عليه وسلم ًسل ؿلى ٔبن اًـبرت ًُست بحفغ الذسًر ؾيَ ًو ؤنؼس ُؼشا الــؼنى كؼوله 
 واًسلام:" زةَّ مدََّف ٍٔبوؾى من سامؽ", ُو شا اًيوغ لَوذ ٔبًضا ما وكف ؾيس حس اًخحََف الطي ٔبمص تَ.
 واًحـغ لا ًَخفت ٕالى ما سمؽ فلا يحفغ ولا ًُحَ ِّف, ًو خىبر ؾن اًخحََف ُو شا ألذير ُو الطي ًُشم.
نَّ َمثََي َما ت َ َـ ثَؼِنيَ ُلػ ِتؼ َِ َؾؼزَّ َوَخؼيَّ «حِر كال ؿَََ اًعلة واًسلام:  وكس ذً َّيا حسًر اًيبي صلى الله عليه وسلم ؿلى ُشٍ ألكسام
ّ
ا
ِـ ْلؿِ َكهَثَِي قَ َْ ٍر َبَظاَة َبْزًضا، فََكاهَْت ِمْنهَا َظائَِفٌة َظَِّ َحٌة، كَِدََؼِت اًَْمؼاَء فَبَهْح َ
دَؼِت ا ًْؼَكلَ َ َواًْ ُـ ْضؼَة ا ًَْىِثؼَير، ِمَن اًَُِْسى، َواًْ
ه ََّمؼا ْنهَا َبَخاِذُة َبْمَسَىِت اًَْماَء، فٌَََفَؽ ُلػ ِبهَا اًيَّاَش، فََشرِتُوا ِمْنهَا َوَسَلْوا َوَزَؾْوا، َوَبَظؼاَة َظائَِفؼَوَكاَن م ِ
ّ
ًة ِمْنهَؼا ُبْدؼَصى، ا
َوهََف َـ َُ ِتَما ت َ َـ ثَِنيَ ُلػ ِت َِ ، فَ َـ ِلؿَ َوؿَلؿَّ َ ، َوَمثَُي  ِمعَ ِكِ َـ اٌن َلا ثُْمِسُم َماًء، َوَلا ثُْيِخُت َكَلَ ً، فََشِلعَ َمثَُي َمْن فَُل َ ِفي ِذٍِن ِلػ،
 ».َمْن ًَْم ٍَْصفَْؽ ِتَشِلعَ َزِبًسا، َوًَْم ًَْلَدْي  ُ َسى ِلػ الطَّ ِ ي ُبْزِسَُْت ِت  َِ
ظحؼائـِم وؿلى ُشا هلصز وىىصز ٔبن ٔبُي اًيؼص في الصٍن ًُس كل اًياش, تي من زسكَ لػ اًفلؼَ في الصٍؼن, ُو ؼؤلاء 
مخخَفة وكصائحِم مذفاوثة نخلغ ألزط اًتي ص حَ بها اًيؼبي صلى الله عليه وسلم مؼن ًخَلؼى ؾيؼَ اًـؼلؿ مؼن اًيؼاش, فَُسؼت كل ٔبزط 
ثيخت كل ٔبهواغ اًيحاث, فبٔزط مصِ كير ٔبزط الذجاس ؤبزط شرق بٓس َا ثيخت ما لا ًيخت في كُير ا, ولا ًيخت فيها 
اًعة ومذفوق في اًِيسسة وفلَِ في الصٍن وحافغ ٌَحسًر ومتمصش ؿلى اًلضاء اًيرَي, ُو ىشا ٔبُي اًـلؿ فماُص في 
تين اًياش وظاحة مَىة في ثفسير اًلصبٓن اًىؼصيم, وكل رلع ملِؼس ٕباؿؼساذ مسؼ حق مؼن ذزاسؼة اًـؼلؿ ؿؼلى ٔبحَاتؼَ 
 والدَوش في مجاًسَ وثَلي اًوزازة القمسًة من معاذُز ا.
ول لػ صلى الله عليه وسلم, وكس زٔبى عمص جن الرعاة زضي لػ ؾيَ ُشٍ اًسـة ُو شٍ تسٔب الرلاف اًفلِيي في اًفصوغ في سمان زس
 الـساحة اًتي جسمح له باًيؼص والـياكضة, وظحق رلع عم ََا مؽ زسول لػ صلى الله عليه وسلم في ظَح الذسًِخ ة, كان زسول لػ صلى الله عليه وسلم
وله, ًوىن الـشرنين حاًوا تؼين اًيؼبي ؤبحَاتؼَ وتؼين اًحُؼت الذؼصام, كس ٔبذبر ٔبحَاتَ ٔبنهم س َبٔثون اًحُت ًو عوفون ح
ن من تيوذ ؤبزسَوا زسول لػ صلى الله عليه وسلم ٌسبًٔوهَ اًعَح, فوافق اًيبي صلى الله عليه وسلم ؿلى اًعَح الطي اهـلس باسم ظَح الذسًخِة, وكا
ُت, ثم في اًـام الـلدي تخلً لهم كٌصش اًحُؼت فِؼسذَون الاثفاكِة ٔبن ًـوذ الـسَمون ُشا اًـام ذون عمصت ٔبو سيازت ٌَح 
 ًو ـتمصون ًو عوفون.
 ٌسبٔله, ٔبلؾ هؼص س َسنا عمص في ٕادداز اًيبي صلى الله عليه وسلم لهم باًزيازت واًعواف, وؿلى ُشا دصحوا وخاءوا, وخاء عمص ٌَيبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم تؼلى, ثم تؼين له ٔبن اًؼيط كان ؿامؼا, ولؾ ُيخّعِ ؼْئ اًيؼبيُّ صلى الله عليه وسلم عمؼص تخبرنا ٔبهيا س يبٔتي اًحُت وهَُعّوِف تَ, فلال اًيؼبي 
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وفََِْمَ, ولؾ ًَُلؿ اًيبي صلى الله عليه وسلم عمص ؿلى سؤاله, ًىؼن كؼال له: "ٔبٔبذبرثؼم ٔبهؼم سؼ خبٔثََ ُؼشا اًـؼام؟ كؼال: لا, كؼال: "فٕاهؼم 
 س خبٔثََ وثعوف تَ".
ء ًلِني الصلالة وما خاء ػني الصلالة؛ ولطا ػي تـغ اًعحاتة متمسىين بهشا اًفِؼم الطي يحؼتمله ُياك فازق تين ما خا
 اًيط اًيحوي ؤبنهم لا تس ٔبن ًسذَوا مىة.
ػي ألمص ُىشا حى  فذح لػ ؿلى كَؼة ٔبم سؼَمة سوح اًيؼبي صلى الله عليه وسلم ٔبم الـؼؤمٌين تؼسًَي ًًسؼخ ػيَؼة الصًَؼي ألول, 
: "ادصح ؿَيهم ولا حكلم منهم ٔبحسا فاربح ُؼسًم واحَؼق زٔبسؼم {ٔبي تحَؼي مؼن إلاحؼصام}", ففـؼي فلاًت ٌَيبي صلى الله عليه وسلم
م, فترهؼوا اً ؼني اًيبي صلى الله عليه وسلم رلع؛ فَلٌ زٔبى اًعحاتة رلع ؿَموا كعـَة الصلالة تفـِي زسول لػ صلى الله عليه وسلم وتحَُِّله مؼن إلاحؼصا
 وفـَوا اًَلِني.
شٍ الـساحة من اًيلاص اًتي حصوِا اًيبي ٔلحَاتَ, زتت فيهم مَىة اًيؼص والادذلاف وكدؼول الٓدؼص, وٕباضؼافة ُؼشا ُ
ٕالى حسًر "لا ًعَين ٔبحس مٌكن اًـصِ ٕالا في تني كًصؼة" حِر ظلى اًحـغ حين وحدؼت اًعؼلات, وكؼاًوا مؼا كان 
ًىٌَ كان ًٍصس ٔبن وسرؼغ ولا هخؼبٔدص, ووكؼف اًؼحـغ ؾيؼس حؼس ػؼاُص زسول لػ صلى الله عليه وسلم ًٍصس ثبٔذير اًعلات ؾن وكتها, 
اًيط فلؿ ًَُعَُّوا ٕالا في تني كًصؼة, ولـا ؿاذوا ًصسول لػ صلى الله عليه وسلم لؾ يخعؼئ ٔبحؼسا مؼنهم, ونثؼير مؼن ٔبمثؼال ُؼشٍ الـواكؼف 
ًسًيا ؿلى وضبٔت الرلاف اًفلِيي ؼؼؼ  كاحتهاذمض في تحسًس جهة اًلدلة ًَلا, مذا هخج ؾيَ ظلات كل منهم ٕالى جهة, كل رلع
 في مواظن الرلاف ؼؼؼ تين اًعحاتة زضوان لػ ثحازك وثـالى ؿَيهم.
ثم اهخلي اًيبي صلى الله عليه وسلم ٕالى اًصفِق ألؿلى وثفصق اًعحاتة في ألمعاز, وؾصضت ؿَيهم الـسائي, فبٔفى  كل منهم اًيؼاش بمؼا 
, وٕارا لؾ يجس ٔبفى  بما ؾيسٍ من احتهاذٍ ثيفِشا ٕلاكصاز اًيؼبي ًسؼ َسنا مـؼار في كؼوله: "ٔبحتهؼس ؾيسٍ ؾن زسول لػ صلى الله عليه وسلم
 وزٔبيي".
وكان ًسس جن ثاتت من زءوش اًدشرًؽ بالـسًية، وؾحس لػ جن ؾحاش زٔبش اًدشرًؽ بمىة، وؾحس لػ جن مسـوذ زٔبش 
 , وكان ًكل منهم ما ًُؤ له ًِشا.اًدشرًؽ باًـصاق، وؾحس لػ جن عمصو جن اًـاض زٔبش اًدشرًؽ بمصِ
 -صلى الله عليه وسلم-ٔبما ًسس جن ثاتت فِو من كال ؾيَ اًيبي صلى الله عليه وسلم ٔبفصضكن ًسس, وكان يحفغ اًلصبٓن اًىصيم, وكان ٍىذة ًصسؼول لػ 
ف ٔبن ًٍزسوا ؿلً ٔبو ًيلعوا فذـلؿ صلى الله عليه وسلم: "ٕاني ٔبنخة ٕالى كوم فبٔذا-اًوحي واًصسائي. زوي ؾيَ ٔبهَ كال: كال لي اًيبي 
اًسرياهََة"، فذـَمُتها في سؼ حـة ؾشرؼ ًومؼا، وثـؼلؿ اًـبراهَؼة في خمسؼة ؾشرؼ ًومؼا, وكان ٍىذؼة ٔلبي جىؼص وعمؼص في 
ذلافتهلٌ، وولي تُت الـال ًـثمان، وكان كلٌّ ِمن عمؼَص وؾؼثماَن ٌسؼ خزَفَ ؿؼلى الـسًيؼة ٕارا و، ُو ؼو الطي جمؼؽ اًلؼصبٓن 
وعمص، وكال له ٔبتو جىص: ٕاهم صاة زلة لا ىتهمم. ونفى بهشا صِاذت ثُؤ له ٔلن ًخعسز اًفذوى وتجـي  ٕباصازت ٔببي جىص
 اًياش ًَخفون حوله ًو بٔذشون مٌَ.
كال اًضـبي: كَة ًسس اًياش ؿلى ازيدين اًفصائغ واًلصبٓن. وؾن اجن ؾحاش: ًلس ؿلؿ القفوػون مؼن ٔبحَؼاة محمد ٔبن 
 .ًسس جن ثاتت من اًصاسخين في اًـلؿ
 وكال سَيمان جن ٌساز: ما كان عمص ولا ؾثمان ًلسمان ؿلى ًسس جن ثاتت ٔبحسا في اًلضاء، واًفذوى واًفصائغ واًلصاءت.
ؤبما ؾحس لػ جن ؾحاش فِو من ذؿا له اًيبي صلى الله عليه وسلم باًفلَ بالصٍن تـس ٔبن ضمَ الذحُة ٕالى ظسٍز اًشرًف وحٌَّىَ ؾلة 
: "اٌَِم فلَِ في الصٍن، وؿَمَ اًخبًٔو ي". وفي زواًؼة: "ؿَمؼَ الذكوؼة". ونفؼى بهؼشٍ الصؾؼوت ولاذثَ جًصلَ اًشرًف وكال
مُؤ لا له ًَخعسز ٌَفذوى تـس ٔبن خسَّ في ظَة اًـلؿ والذسًر ؾن زسول لػ صلى الله عليه وسلم ؤبحَاتَ, حى  اىتهت ٕاًََ اًصياسة 
 ق.في اًفذوى واًخفسير, وكان ٔبنثر اًعحاتة ٕافذاء ؿلى إلاظلا
ؾيؼس  -صلى الله عليه وسلم-كان يجتهس في تحعَي ما ؾيس اًعحاتة من حسًر وؿلؿ، وكان ًلؼول: وخؼسث ؿامؼة حؼسًر زسؼول لػ 
ألهعاز، فٕاني نيت لٓتي اًصخي فبٔخسٍ نائما ًو صئت ٔبن ًوكغ لي ٔلوكغ، فبٔخَس ؿلى باتَ جسفي ؿلى وجهيي اًصيح 
 ثم ٔبهصِف. حى  ٌسدِلغ مى  ما اسدِلغ, ؤبسبُٔله ؾلٌ ٔبًزس





ًوسـة ؿَمَ وكوت حجخَ وظفاء رُيَ كان عمص ًسهََ ًو ـؼمَ ًو ـخس تَ مؽ حسازة سؼ يَ، ولـؼا كؼال له ؾحؼس اًؼصحْن جؼن 
 ؾوف: ٕان ٔبتياءنا مثله. كال عمص: ٕاهَ من حِر ثـلؿ "ًٍصس: كسمَ ؿَمَ".
ن عمؼص ًلؼول له: ٕاهؼم ٔلظؼحح وكان من ألذة بمكان، فٕارا سبٔله عمص مؽ اًعحاتة ًلول: لا ٔبحكلؼم حؼى  ًخكلمؼوا، وكا
 فذَاهيا وجها، ؤبحس نهم ذَلا، ؤبفِمِم في نخاة لػ.
وكس ػِص اًيحوػ اًـصبي في اجن ؾحاش نشلع تبٔكهي مـاهََ ؿَلٌ وفعاحة ونلٌلا ؤبلــَة، وكان واسؽ الاظلاغ في هؼواخ 
س حاة ىزوله، وحساَة اًفصائغ، ؿَمَة مخخَفة، ًـصف اًضـص، وألوساة، ؤبيام اًـصة، ًو ـلؿ ما وزذ في اًلصبٓن، وب ٔ
 والـلاسي، ًو ـصف صُئًا من اًىذة ألدصى كاًخوزات وإلانجَي.
كال اجن مسـوذ: هـم حصحلٌن اًلصبٓن اجن ؾحاش., وكان اجن عمص ًلول: "اجن ؾحؼاش ٔبؿؼلؿ ٔبمؼة محمد بمؼا ىؼزل ؿؼلى محمد"، 
اة اًلؼصبٓن ؾيؼسٍ، ؤبحَؼاة اًضؼـص وكال ؾعاء: "ما زٔبًت ٔبهصم من مجَس اجن ؾحاش"، ٔبحَاة اًفلَ ؾيسٍ، ؤبحَؼ
 ؾيسٍ، ًعسزمض كلِم من واذ واسؽ.
ؤبما ؾحس لػ جن مسـوذ فِو من اًساتلين ٕالى إلاسلام, ٕار ٕاهَ كان ساذش س خة ٔبسَموا, وكان صسًس الـلاسمؼة نثؼير 
ـؼَ، ثم يجـؼله في رزاؿؼَ ٕارا خَؼس، صلى الله عليه وسلم، ُو و ظاحة سوانَ وَظُِوزٍ وهـله، ًَُْخُسَ ٕاياٍ ٕارا كام ويخَ-الرسمة ٌَيبي 
يمشي ٔبمامَ ٕارا ساز، ٌو سٍتر ٕارا اكدسي، ًو وكؼَ ٕارا نام، ًو َج ؿََؼَ ذاٍز تؼلا حجؼاة حؼى  ًلؼس ػيؼَ تـضؼِم مؼن 
كصاتخَ، ففي اًحزازي ومسلؿ ؾن ٔببي موسى ألصـصي كال: كسمت ٔبنا ؤبخي من اٍين فمىثيا حِيا لا ىصى اجن مسـوذ 
 ًوزومَ له. -صلى الله عليه وسلم-لـا ىصى من نثرت ذدوله وذدول ٔبمَ ؿلى زسول لػ  -صلى الله عليه وسلم- ؤبمَ ٕالا من ٔبُي زسول لػ
هبٔذش ؾيَ، فلال: لا هـلؿ ٔبحسا ٔبكؼصة  -صلى الله عليه وسلم-وكِي لذشًفة: ٔبذبرنا جصخي كًصة ٌَسمت والصل واًِسي من زسول لػ 
ؾحس, فس ْحُلَ في إلاسلام وكصتَُ من زسول لػ صلى الله عليه وسلم وحصُظَ ؿلى ألذؼِش مؼن سمخا وذلا ُو سيا جصسول لػ من اجن ٔبم 
زسول لػ صلى الله عليه وسلم والاكذساء تَ كل رلع ٔبُله ٔلن ًحـَر تَ ٔبمؼُير الـؼؤمٌين عمؼُص جؼن الرعؼاة زضي لػ ؾيؼَ ٕالى ٔبُؼِي 
ا نخة تَ ٔبمير الـؼؤمٌين عمؼص ٕالى ٔبُؼي اًـؼصاق وكؼال ؾؼن اجؼن اًـصاق مـَلٌ ومفذَا لهم, ووٍسصا ًـلٌز اجن ياسز, ُو و م
مؼن ٔبُؼي تؼسز، فاكذؼسوا بهؼلٌ ؤبظَـؼوا واسمـؼوا  -صلى الله عليه وسلم-مسـوذ وؾن ؾلٌز: " ُلٌ من اًيجحاء من ٔبحَؼاة زسؼول لػ 
 كولهلٌ، وكس بٓثصحكن تـحس لػ ؿلى هفسي".
َِا الذسًر واًفلَ، ُو و مـَمِم، وكاضؼيهم ومؤسؼس ظؼًصلتهم، وكس ٔبكام ؾحس لػ جن مسـوذ في اًىوفة ًبٔذش ؾيَ ٔب  ُ
ؤبػِص مٌاحَِ الاؾخساذ باًصٔبي والاحتهاذ حِر لا هط، وثَلى ؾيَ ظًصلذَ: ؿَلمة جن كُس اًيرـي ؤبذشُا ٕاجصاُيم 
 اًيرـي ؾن ؿَلمة وٕاجصاُيم ُو ٔبس خار حلٌذ ص َِخ ٔببي حٌَفة.
باًلصبٓن وباًىذؼة اًسؼلًٌو ة اًسؼاتلة، وكؼس امذؼاس تبٔهؼَ مؼا كان ٍىذفؼي  ؤبما ؾحس لػ جن عمصو جن اًـاض فلس كان ؿالـا
 بحفغ ما سمـَ من زسول لػ صلى الله عليه وسلم، تي كان ٍىذحَ.
في ٔبن ٍىذة ؾيَ فبِٔرَن له, فلال: يا زسول لػ؛ ٔبنخة ما ٔبسمؽ في اًصضا واًلضة؟ كال:  -صلى الله عليه وسلم-وكس اس خبٔرن اًصسول 
 كول ٕالا حلا.هـم فٕاني لا ب ٔ
وكال ٔبتو ٍُصصت زضي لػ ؾيَ: ما كان ٔبحس ٔبحفغ لذسًر زسول لػ مني ٕالا ؾحس لػ جؼن عمؼصو جؼن اًـؼاض؛ فٕاهؼَ 
 كان ٍىذة ولا ٔبنخة.
وكال مجاُس: ٔبثُت ؾحس لػ جن عمصو فذياًوت حََفة تحت مفصوصَ فميـني، كَت: ما نيت تميـني صُئا؟ كال: ُؼشٍ 
ًُس تُني وتٌَُ ٔبحس، ٕارا َس ََِمْت لي ُشٍ، ونخاُة لػ، فلا ٔببالي ؿلى ما  -صلى الله عليه وسلم-ول لػ اًعاذكة، ما سمـت ؾن زس
 كاهت ؿَََ الصهَا.
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وكس صِس مؽ ٔبتََ فؼذح مصِؼ، وادؼذَط بهؼا، وزوى ؾيؼَ ٔبَُِؼا ٔبنؼثر مؼن مائؼة حؼسًر، وكان مؼصحـِم في صؼ ئونهم 
ًٍزس جن حدَة، وثلامِشٍ، كاٌََر جن سـس، ؤبكصاهَ، فِو في مصِ اًدشرًـَة ًفذيهم ًو ـَمِم، وؾيَ ٔبذش مفتي مصِ: 
 وـحس لػ جن مسـوذ باًىوفة، وؾحس لػ جن ؾحاش بمىة.
وبهشا وزج اًخاتـون في كل كعص ما ٔبذشٍو ؾن مفذيهم وؿالـِم من ٔبحَاة زسؼول لػ صلى الله عليه وسلم, ؿََْمؼَ ومنهَجؼَ في اًي ؼص 
 ًىذاة واًس ية, وظًصلة احتهاذٍ فيما ًُس ؾيسٍ فَِ هط.واس خًداظ ألحكام من هعوض ا
ًلول ؾحس اًُو اة ذلاف: " كان زخال اًدشرًؽ في كل مصِ من ٔبمعاز الـسَمين ظحلؼاث؛ وكل ظحلؼة ًـؼس زخاًُِؼا 
من  ثلامَِش ًسَفِم ؤبساثشت لرَفِم، ومن لاسموا الـشرؿين في حِاتهم، ؤبذشوا ؾنهم ؿََمُِم وفلَِِم ثعسوا ٕلافذاء اًياش
 تـسمض، واًلِام بما كان ًلوم تَ ٔبساثشتهم، وبهشا اثعَت حصنة اًدشرًؽ في ألمعاز.
ففي الـسًية ٔبصِص ٔبساثشت اًدشرًؽ من اًعحاتة عمص جن الرعاة، وؿلً جن ٔببي ظاًة؛ وؾحس لػ جن عمص، وسًؼس جؼن 
 ثاتت، ؤبصِص ثلامِش ُؤلاء:
 لـسًية اًس حـة.سـَس جن الـسُة؛ وؾصوت جن اًزتير؛ وسائص فلِاء ا
 ؤبصِص ثلامِش: ُؤلاء محمد جن صِاة اًُز صي؛ ويحيى جن سـَس. ؤبصِص من ذَف ُؤلاء: مالع جن ٔبوس ؤبكصاهَ.
 وفي مىة ٔبصِص ٔبساثشت اًدشرًؽ من اًعحاتة ؾحس لػ جن ؾحاش. ؤبصِص ثلامِشٍ: ؾىصمة، ومجاُس، وؾعاء.
 جن ذالص، ؤبصِص من ذَف ُؤلاء: اًضافـي في حِاثَ ألولى.ؤبصِص ثلامِشمض: سفِان جن ُؾٌَُة، ومفتي الذصم مسلؿ 
وفي اًىوفة ٔبصِص ٔبساثشت اًدشرًؽ من اًعحاتة ؾحؼس لػ جؼن مسؼـوذ، ؤبصؼِص ثلامِؼشٍ: ؿَلمؼة جؼن كؼُس، واًلؼاضي 
 شريح. ؤبصِص ثلامِشُلٌ: ٕاجصاُيم اًيرـي. ؤبصِص ثلامِشٍ حلٌذ ٔبس خار ٔببي حٌَفة ؤبحَاتَ.
ًدشرًؽ من اًعحاتة ؾحس لػ جن عمؼصو جؼن اًـؼاض ؤبصؼِص ثلامِؼشٍ: مفؼتي مصِؼ ًٍزؼس جؼن وفي مصِ ٔبصِص ٔبساثشت ا
حدَة. ؤبصِص ثلامِشٍ: اٌََر جن سـس ؤبكصاهَ من تني ؾحس الذؼكن، ؤبصؼِص مؼن ذَؼف ُؼؤلاء: اًضؼافـي في حِاثؼَ 
 ألذيرت.
ََفة، ٔبو اهخزؼاة ألمؼة, ٕانمؼا ولؾ ٍىدسة زخال اًدشرًؽ من كل ظحلة من ُشٍ اًعحلاث سَعَة اًدشرًؽ من ثـَين الر 
وزق الـسَمون بهم نلٌ وزلوا تبٔساثشتهم من اًعحاتة واظمبٔهوا ٕالى ؿساٍتهم، وضؼحعِم، وؿَمِؼم، وفلِِؼم، فصحـؼوا ٕاٍؼيهم 
ٌسبٔلهم اًولات واًلضات في ألكضَة والرعوماث، ٌو س خفذيهم ألفصاذ في وكائـِم وما ًعصٔب لهم من الذاخاث، وكاهؼت كل 
 َفِا اًـلؿ واًثلة، واظمئيان الـسَمين ٕالى تَانهم اًيعوض وفذاويهم فيما لا هط فَِ.ظحلة حصج من س 
وكان ٔبنثر زخال اًدشرًؽ في ُشا اًـِس ًلومون تخسٌزس اًـَوم اًشرؾَة وزواًة الذسًر، ومنهم من ولي اًلضاء مثي: 
اء وػَفة ًيلعؽ ًِا الـفؼتي وٕانمؼا كان شريح، واًضـبي، ؤببي ًوسف. ومنهم من كان ًخاحص، ٔكبي حٌَفة، فلؿ ٍىن إلافذ
 واحدا ًخعسى ٌَلِام تَ من بٓوس في هفسَ اًلسزت ؿلى ٔبذائَ مؽ اص خلاله توػَفذَ ٔبو تجازثَ ٔبو ذزاس خَ."
ثم اص تهص تين اًياش ألئمة ألزتـة, وثَلؼى اًـَؼلٌء ٔبكؼوالهم ومٌؼامصِم باًخبٔظؼَي والصزاسؼة واًخؼسٍو ن واًخيلؼِح واًخؼسًَي, 
اًفلَِة ؿلى ظوزتها اًتي لا تمثي فصذا تـَيَ وٕان وُِسة مؼشُُة ألحٌؼاف ٕالى ٔببي حٌَفؼة ومؼشُة  فًضبٔث الـشاُة
الـاًىِة ٕالى مالع ومشُة اًضافـَة ٕالى اًضافـي ومشُة الذيؼاتلة ٕالى ٔبحْؼس جؼن حٌحؼي, ٕانمؼا مع ؾلؼول مجتهؼسٍن في 
الٓن, ومن الفتهسٍن من لؾ يجس مؼن يهؼتم  مخخَف ألسمٌة ذزست ُشٍ الـيامش ؤبظَت ٔبظًوِا, حى  اىتهت ٕالى ما ؿَََ
 تبٓزائَ وظًصلذَ فلا ٍصقى كوله ٔلن ٍىون مشُحا فلَِا.
بهشا ىىون كس ٔبظَيا الـشاُة  وضبٔت ادذلافِا, وباًيؼص ٕالى ٔبحَاة ُشٍ الـشاُة من الفتهسٍن ومن سَفِم من 
ثَلي بٓزاء كيرمض, فلا نجس إلامام ماًكا ًخـعة  اًخاتـين واًعحاتة اًىصام نجس اًسلٌحة مع الـنهج الـخفق ؿَََ تُنهم في
ًصٔبًَ, ولا ٔببا حٌَفة ًؤّثمِ الـاًىِة فيما ذاًفٍو فَِ, ولا ٔبحْس ًعـن في إلامام مالع, ُو شا الـنهج ًًسحة ؿلى ما 
ُي ادُذ ََِف فَِ في ٔبتواة اًفصوغ اًـامة وثـسذ الـشاُة اًكلامِة من ٔبصاؾصت وماحًصسًة ؤبُي حسًر, نشلع مٌامش ب ٔ





اًسَوك وتهشًة ألذلاق ثـسذث مٌامصِم تخـسذ هؼصاتهم والـيامش اًتي اس خلوا منها, حِر الزَؽ ٍصذ منهي اًىذاة 
 واًس ية كل من ؿلى صاظئَ, فََت الـللضٍن في الٓزاء ًللضون في اًسلٌحة ٔبولا ًـَيا ُنجّمِ ؽ ولا هُفّصِق.
 ثلََس ألئمة والاًتزام بمشُة
ين اًفصوغ وألظول وؿَميا تازيخ الرلاف اًفلِؼيي ؤبهؼَ تؼسٔب مٌؼش ؾِؼس اًعؼحاتة وزسؼول لػ تـس ٔبن ٔبظَيا اًخفًصق ت
ج ألئمؼة صلى الله عليه وسلم تين ٔبػُِِصمض, وهَف كان ثَليهم ؾن زسول لػ صلى الله عليه وسلم ؤبػِْصنا سلٌحة إلاسلام في ُؼشا اًحؼاة, وهَؼف وز
ة اًيبي صلى الله عليه وسلم في اس خًداظ ألحكام من ٔبذٍتها اًخفعَََة, ؤبنهم لؾ ًخذؼسؾوا ألؿلام ُشٍ الـيامش وسازوا وفق ب  ً َاث ٔبحَا
مٌامصِم ُشٍ, ؤبن بٓزاءمض موظولة اًس يس ثسَسلة من هوز حى  س َسنا زسول لػ صلى الله عليه وسلم ؤبنها وزازة ًسؼس واجؼن ؾحؼاش 
 ول لػ صلى الله عليه وآله وسلم.واجن مسـوذ وؾحس لػ جن عمصو جن اًـاض وكيرمض من ٔبحَاة زس
هلصز وىىصز ٔبن الـشاُة اًتي فُّصِقت فيها ُشٍ الـيامش  وسخت ٕالى واحس من الفتهسٍن ٔكبي حٌَفة ومالع, لؾ ثلف ؾيس 
احتهاذمض ٕانما ثَلاُا ثلامشتهم ومن تـسمض من الفتهسٍن باًخبٔظؼَي واًخؼسًَي, واًلدؼول واًؼصذ, حؼى  اىتهؼت ٕالى اًعؼوزت 
 ة الـوحوذت ؿَيها اًَوم اًتي مع ثمصت ذلاظة ؾلول الفتهسٍن ؿلى مص ؾعوز ألمة إلاسلامِة.اًصائـ
ٕارا ٔبذزنيا ٔبن الاحتهاذ واًيؼص في اًيعوض ًُس ؿاما ولا ًعح ٔبن ًعا ًِة كل مٌا بالصًَي الـحاشر, هلف الٓن مؽ من 
 يجتهس ومن ًللض:
 شروظ الفتهس:
َمام كٍَير ومجتهس ِفي هوغ من اًْـلؿ ومجتهؼس الفتهسون َبْزت َ َـ ة َبكَسام ُمْجته َ
ّ
َمامَ َبو ِفي َمْش َُ ة ا
ّ
س ُمعَق ومجتهس ِفي َمْش َُ ة ا
  زََلازٍَة:ِفي َمْسبََلة ِمٌْ َُ َبو مَسائِي, كال اًخفذاساني:" َوَشرْ ُظ اِلاْحِتهَاِذ َبْن َيحْ ِوَي َبْي َبْن َيجْ َمَؽ اًْ ِـ ْلؿَ ِتبُُموز ٍ
اًُْمَصنََّحؼاِث َوُدُعوَظؼَِا َبْي اًُْلْصبُٓن ِتبَْن ً َ ْـ صِفَ َُ ِتَم َـ اِهَ َِ ًَُلًة َوَشرِ ً َـ ًة َبمَّ ا ًَُلًة فَِدبَْن ً َ ْـ ِصَف َم َـ اِنيَ اًُْمْفؼَصَذاِث و َ اْلَوَّ ُل: ا ًِْىذَاُة 
فَاَذِت فََِْفذَِلُص ٕاَلى اٌََُّلِة َواًصَِّ ْ ِف َواًيَّْحِو َواًَْم َـ اِني َواًَْح ََاِن اٌََّ 
ّ
 ُِمَّ ٕالاَّ َبْن ً َ ْـ ِصَف َرِلعَ ِبحََسِة اًسَّ َََِلِة.ِفي اْلا
َخؼاَء َبَحؼٌس ِمؼٌُْكنْ ِمؼَن اًَْلؼائِطِ}  َوَبمَّ ا َشرًِ َـ ًة فَِدبَْن ً َ ْـ ِصَف اًَْم َـ ؼاِنيَ اًُْمؼَؤث َِّصَت ِفي اْلَْحؼَكاِم َمؼثًَلا ً َ ْـ ؼِصُف ِفي كَؼْوله ثَ َـ ؼاَلى: {َبو ْ
وَْسؼاِن اًَْحؼّيِ , ًـؼلؿ كلَّ رلع ] َبنَّ اًُْمَصاَذ ِباًْ 52[اًًساء: 
ّ
َلائِطِ اًَْحَسُج، َوَبنَّ ِؿلةَّ َ اًُْحؼْكنِ ُدؼُصوُح اًيََّجاَسؼِة َؾؼْن تَؼَسِن اْلا
َشا َذاضٌّ َوَراَك ؿَؼامٌّ ، ْـ َلؿَ َبنَّ   َُِتبَْكَساِم َِ ِمْن اًَْزاّضِ َواًْ َـ اّمِ َواًُْمْضَترَ ِك َواًُْمْجَمِي َواًُْمَفسرَّ ِ َوكَْيرِ َرِلعَ ؿَلٌ ثفعَََا, ِتبَْن ً َ 
 َو َُ َشا َناِسٌِ َوَراَك َمًُْسوٌد ٕاَلى كَْيرِ َرِلعَ .
َواِك ِـ َِؼا  اْلَْحَكاِم, َواًُْم ْـ َخَبرُ  ُ َو اًْ ِـ ْلؿُ ِتم ََوَلا َدَفاَء ِفي َبنَّ  َُ َشا ُمَلا ٌٍِص  ًَِم ْـ صِفَِة اًَْم َـ اِني َواًُْمَصاُذ ِبا ًِْىذَاِة كَْسُز َما ًََخ َـ ََُّق ِتَم ْـ صِفَة ِ
 ِبحَ َْ ُر ًََخَمىَُّن ِمْن اًصُّ ُحوغ ِٕاٍَْيهَا ِؾْيَس َظََِة اًُْحْكنِ َلا اًِْحْفغُ َؾْن َػِِْص اًَْلَِْة.
ًؼُق ُوُظؼوًَِِا ٕاً َ َْ يَؼا ِمؼْن ، َو ُ ؼَو َظِص اًثَّاِني: اًس ُّ يَُّة تلسز َما ًََخ َـ ََُّق ِباْلَْحَكاِم ِتبَْن ً َ ْـ صِفََِا ِتَمْخِنهَا َو ُ َو هَْفُس اًَْحِسًِر َوس َ يَِس َُ ا
 ثََواحٍُص، َبْو ُصَِْصٍت، َبْو بَٓحاٍذ. َوِفي َرِلعَ َم ْـ صِفَُة َحاِل اًصُّ َواِت َواًَْجْصخ َِواًخَّ ْـ ِسًِي.
اًُْمسَّ ِت َوَنْثرَ ِت اًَْوَسائِطِ فَاْلَْوَلى  ًو لول إلامام اًخفذاساني: "ٕالاَّ َبنَّ اًَْحْحَر َؾْن َبْحَواِل اًصُّ َواِت ِفي َسَماِهيَا  َُ َشا َكاًُْمَخ َـ ّشِ ِز  ًُِعول ِ
 كَْيرِ ِمضْ ِمْن َبئِمَّ ِة اًَْحِسًِر".اِلاْنِخَفاُء ِتَخ ْـ ِسًِي اْلَئِمَّ ِة اًَْمْوزُوِق ِبهِ ْم ِفي ِؿْلؿِ اًَْحِسًِر َكاًُْحَزاِزّيِ َوُمْسِلؿٍ َواًَْحَلِوّيِ و َ
 جزماهيا؟!!! ثحاؿس اًزمان في ٔبيام اًخفذاساني, فما باًيا
 اًْ َـ اّمِ َوكَْيرِِمطَا.َوَلا َيخْ َفى َبنَّ اًُْمَصاَذ َم ْـ صِفَُة َمْتَِ اًس ُّ يَِّة ِتَم َـ اِهَ َِ ًَُلًة َوَشرِ ً َـ ًة َوِتبَْكَساِم َِ ِمْن اًَْزاّضِ و َ 
ْنهَؼا َواًَْمؼْصُذوِذ َوُكلُّ َرِلعَ  ًِ ََ ؼَخَمىََّن ِمؼن اِلاسؼ ْ ِخًَْداِظ اًثَّا ًِ ؼُر: ُوُحؼو ٍُ اًِْلَِ ؼاِش ِثَشرَ ؼؼائِِعَِا َوَبْحَكاِمَِ ؼا َوَبْكَسؼاِمَِا َواًَْمْلُدؼوِل م ِ
 اًعَّ ِحَِح.
ْجمَ اغ َِبًًْضا ٕاْر َلا تُسَّ ِمن َمـصفِذ َِ ومـصِفِة مواكـَ  ًِئَلاَّ ُيخَ ا ًَِف َُ ِفي احِتهَاذ ِ
ّ
 ٍ.َوَكاَن اْلَْوَلى ِرْنُص اْلا
ْسَلاِم ثَْل ًََِسا، َوَلا ِؿْلؿُ اًِْفْل َِ ؛ ِلَ ه َّ َُ هَِدَِجُة اِلا َوَلا ٌُْضَترَ ُظ ِؿْلؿُ ا ًَْكلاَ ِم  ًَِجَواِس 
ّ
ْحِتهَؼاِذ الاس ِخسَلاِل ِباَلِذلةَّ ِ اًسم ِـ ََِّة  ٌََِجاِسِم ِباْلا
وغ ِفَ ِييَ َظصًٌِق ٕاً َ َْ َِ ِفي  َُ َشا اًزَّ َماِن، َوًَْم َوزََمَصثُ َُ ، فََلا ًََخَلسَّ ُم َُ ٕالاَّ َبنَّ َمٌِْعَة اِلاْحِتهَاِذ ِفي َسَماِهيَا ٕاه ََّما َيحْ ُعُي ِتُمَماَزَسِة اًُْفص ُ
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َزِضيَ الؽَّ ُ ثَ َـ ؼاَلى  -َرِلعَ َوًُْمِىُن اْلَٓن ُسَُوُك َظصًِِق اًعَّ َحاتَِة  -َزِضيَ الؽَّ ُ ثَ َـ اَلى َؾْنهُْم  -ٍَُىْن اًعَّ صًُِق ِفي َسَماِن اًعَّ َحاتَِة 
 .-َؾْنهُْم 
وَن ُحْكنٍ فَ َـ ََ َْ َِ ه ََّما ِمعَ ِفي َحّقِ اًُْمْجَتهِ ِس اًُْمْعََِق الطَّ ِ ي ًُْفِتي ِفي َجمِ َؽ ِاْلَْحَكاِم، َوَبمَّ ا اًُْمْجَتهِ ُس ِفي ُحْكنٍ ذ ُُثمَّ  َُ ِش ٍِ اًشرَّ َ ائِط ُا ٕ
َماُم اًَْلَزاِليُّ .
ّ
 َم ْـ صِفَُة َما ًََخ َـ ََُّق ِتَشِلعَ اًُْحْكنِ َنَشا َرَنَص ٍُ اْلا
 ذمسبٔلة: تجزُّ ه الاحتها
 ومع مسبٔلة  ُي ًلدي احتهاذ سرط في مسبٔلة مـَية ٕارا ؾصف ذكائلِا ذون الـسائي ألدصى في هفس اًحاة؟
 ًلس ادذَف اًـَلٌء في رلع ؿلى مشُحين.
 الـشُة ألول: ٔبهَ ًلدي احتهاذٍ فيها، ٔبي: ٔبهَ يجوس تجزه الاحتهاذ.
خـَق بها، فٕاهَ يجوس ٔبن يجتهس فيها، ًو ـمي باحتهؼاذٍ. فاًضرط اًـازف لـسبٔلة مـَية ؤبذٍتها، وظصق اًيؼص فيها، وما  ً
 ُو و مشُة جمِوز اًـَلٌء.
الـشُة اًثاني: ٔبهَ لا ًلدي احتهاذٍ فيها، ٔبي: لا يجوس تجؼزه الاحتهؼاذ ...ُو ؼو مؼشُة تـؼغ الذيفِؼة كهؼلا دسرؼو، 
 وتـغ اًضافـَة كاًضوكاني.
 اًخلََس
صوغ تلي ٔبن هخكلم ؾن اًخلََس الطي لا قضاضة فَِ ولا مضكلة, ومن تـس ٔبن كصزنا اس خحالة احتهاذ اًـامة في ؿَوم اًف
 ثم ًخخين ٔبن اًتزام اًياش تواحس من الـشاُة اًفلَِة الكخَفة ًِو الـياض, ؤبهَ مًزة ًِشٍ ألمة.
 اًخلََس ُو: كُدول الـس خفتي كَول اًُْمْفِتي من كير رهص َذ ًَِي.
 ومذا س حق ًخخين ًيا ٔبن اًـَوم هَْوؿَاِن:
، فَؼَلا َيجُ ؼوُس اًخَّْل ََِؼُس ِفِؼ َِ ِلََحؼٍس، ألول: هَْوٌغ ٌَْضَترِك ِفي َم ْـ صِفَِذ َِ اًَْزاظَّ ُة َواًْ َـ امَّ ُة، َوًُ ْـ َلؿُ ِمْن اّلصِ ٍِن ِباًضَِّ ُ ؼوَزِت، َكاًُْمَخؼَواِحص ِ
نَّ  َُ ؼَشا ِممَّ ؼا َلا ٌَُضؼقُّ ؿَؼَلى اًْ َـ ؼاّمِ ّيِ  َن َـ َسِذ اًصَّ َن َـ اِث، َوثَ ْـ َِ ِين اًعَّ َلاِت، َوَتحْ ِصِيم اْلُمَّ َِؼاِث َواًَْحيَؼاِث،
ّ
َواًؼّزِ َنى، َواٌَ ِّؼَواِظ، فَؼا
 َم ْـ صِفَُذ َُ ، َوَلا ٌَْضَلُلهُ َؾْن َبْعمَ اِلهِ .
 َواًثاني: هَْوٌغ ُمْرَخطٌّ َم ْـ صِفَُذ َُ ِباًَْزاظَّ ِة، َواًيَّاُش ِفِ َِ زََلازَُة ُضرُ وٍة: 
 ْم ًَْحَُْف ُزثَْحَة اِلاْحِتهَاِذ.ُمْجَتهِ ٌس، َوؿَاّمِ يٌّ ، َوؿَا ًٌِم ًَ 
َـ اّمِ يُّ اًّصِِ ْ ُف: َواًُْجْمُِوُز ؿََلى َبه َّ َُ َيجُ وُس َلهُ اِلاسؼ ْ ِخْفذَاُء، َوَيجِ ؼُة ؿََ َ َْ ؼ َِ اًخَّْل ََِؼُس 
ِفي فُؼُصوغِ اًشرَّ ِ ًؼ َـ ِة َجمِ َ ِـ َِؼا، َوَلا َبَحُس َُ ا: اًْ
ْجمَ ؼاَغ، َوًَؼْم َيخْ َخ َِؼْف اًْ ُـ َََمؼاُء َبنَّ اًْ َـ امَّ ؼَة ؿَََْيهَؼا ًَْيَف ُـ َُ َما ِؾْيَس ٍُ ِمْن ؿَُُوم َلا ثَُؤّذِ ي ٕاَلى 
ّ
 اْحِتهَاٍذ، َوَحَكَ اْجُن َؾْحِس اًَْبرِّ ِفِ َِ اْلا
ْن ُنْيؼُتمْ لا ثَ ْـ ََُمؼوَن} [ا ً
ّ
] كَؼاَل: َوَبْجمَ ُـ ؼوا ؿَؼَلى َبنَّ 52يحؼي: ثَْل ََُِس ؿَََُماِئهَا، َوَبنهَّ ُْم اًُْمَصاُذوَن ِتَلْوِلهِ : {فَاْسبًَُوا َب ُْ َي اّلطِ ْنؼِص ا
 اْلَْعمَى َلا تُسَّ َلهُ ِمْن ثَْل ََِِس كَْيرِ ٍِ ِفي اًِْلْدَلةِ .
ُىُذؼُة اًُْمَعؼيََّفُة، ِفيهَؼا كَؼْوُل اًصَّ ُسؼ
 وِل َواْدؼِذَلاُف اًعَّ ؼَحاتَة ِوكَاَل َؾْحُس الؽَّ ِ ْجُن َبْحَْ َس: َسبًَْت َبِبي، اًصَّ ُخؼُي ٍَُىؼوُن ِؾْيؼَس ٍُ ا ًْ
س ْ يَاِذ اًَْلِوّيِ ِمْن اًضَّ ِـ َِف، 
ّ
َُ ْي َيجُ وُس َبْن ً َ ْـ َمَي ِتَما َصاَء َواًخَّاِت ِـ َين، َوًََُْس َلهُ تَِعَيرٌت ِباًَْحِسًِر اًضَّ ِـ َِف اًَْمْترُ وِك َوَلا اْلا
ِـ ْلؿِ َعمَّا ًُْؤَذُش ِت َِ م ِ
ْنهَا. كَاَل اًَْلاِضي َبتُو ً َ ْـ َلى: َػا ُِ ُص  َُ َشا َبنَّ فَْصَض َُ اًخَّْل ََِؼُس َوًُْفِتي ِت َِ ؟ كَاَل: َلا ً َ ْـ َمُي َحى َّ ٌَْسبََل َب ُْ َي اًْ
 َواًسُّ َؤاُل ٕاَرا ًَْم ٍَُىْن َلهُ َم ْـ صِفٌَة ِبا ًِْىذَاِة َواًس ُّ يَّة ِ
اًُْوكُوُف ؿََلى َظصًِِق اًُْحْكنِ َوِؿَ َِّخ َِ ، َوَلا ٍَْصِحُؽ ٕاَلى  َوَمٌََؽ ِمٌْ َُ ت َ ْـ ُغ ُم ْـ َتزِ َلةِ تَْلَساَذ، َكاًخَّْل ََِِس ِفي اْلُُظوِل، َوكَاًُوا: َيجِ ُة ؿَََ َْ  َِ
 اًْ َـ ا ًِِم، ٕالاَّ  ًَِخْيِخِيه َِ ؿََلى ُبُظوًَِِا.
ِة َوكَؼْيرُ ٍُ َبه َّؼ َُ َكاًْ َـ ؼاّمِ ّيِ ُن اًَْحاِحؼاًثَّاِني: اًْ َـ ا ًُِم الطَّ ِ ي َحعَّ ؼَي ت َ ْـ ؼَغ اًْ ُـ َُؼوِم اًُْم ْـ َخؼَبرَ ِت َوًَؼْم ًَْحَُؼْف ُزثَْحؼَة اِلاْحِتهَؼاِذ: فَاْدذَؼاَز اْجؼ
 اًّصِِ ْ ِف،  ًِ َـ ْجِز ٍِ َؾْن اِلاْحِتهَاِذ.





ْن َكاَن اْحَتهََس ِفي اًَْواِك َـ ِة فََلا َيجُ وُس َلهُ ثَل ْ
ّ
 ََُِس كَْيرِ ٍِ ِمؼْن اًُْمْجَتهِ ؼِسٍَن ِفيهَؼا, وٕان لؾاًثَّا ًُِر: َبْن ًَْحََُف اًُْمَكلَُّف ُزثَْحَة اِلاْحِتهَاِذ: فَا
ٍىن كس احتهس في الـسبٔلة فِي يجوس له اًخلََس ٔبم لا ادذَفوا فلائي بجواس ثلََس الفتهس ًلؼٍير مؼن الفتهؼسٍن في الـسؼبٔلة 
اًتي لؾ يجتهس ُو فيها, وكائي بميؽ رلع معَلا, وكائي بجواس ثلََس الفتهس ٌَعؼحاتة فلؼط, وكائؼي تؼبٔن اًعؼحاتة في رلع 
ٌَعحاتة واًخاتـين ذون سوامض, وكائي ًللض الفتهس مؼن ُؼو ٔبؿؼلؿ مٌؼَ ..... ٕالى بٓدؼص  ظحلاث, وكائي يجوس ثلََس الفتهس
 ألكوال في رلع.
مذا س حق ًخخين ًيا ٔبن الصؾوت ٕالى اًلامشُحَة ٔبو ما ٌسمى تفلَ الصًَي ًِو ذؾوت ٕالى اًخفًصق لاثسة زوة اًخجمَؽ. ؤبن 
ََّا ؿلى ٔبظول مٌضحعة ًِو ؿين تجمَؽ الـسَمين؛ ٕار اًسير اثحاغ مشُة مـين لاحتهاذ ؿَلٌئَ في فصوؾِم احتهاذا مدي 
 وفق ب  ً َة مٌضحعة ذسمتها ؾلول الفتهسٍن ذير من اًخرحط واًخيلي تين ُشا وراك.
 مشروؾَة اًـمي تبٔحس اًوجهين
ٕارا سبًٔت ٔبحؼسمض ُؼي تجؼس ٔبن ٔببا حٌَفؼة واًضؼافـي ومؼاًكا ٔبدعؼبٔوا ؾيؼسما ادذَفؼوا فٕاهؼَ يجَؼة بحلٌسؼة: {لا؛ فؼٕان 
ذلافِم زحْة} ٔبما ٕارا ادذَفت مـَ في مسبٔلة مرلٌ كان مؼن ثُلؼّلضِ ُ , ومرؼلٌ كان مؼن وافلذؼَ في اًؼصٔبي مؼن اًفلِؼاء حؼصى اد 
ظاحدم ًخـعة ًصٔبًَ ٍو تمسم تبًٓة ٔبو حسًر, متمّسِ كا تبٔن الصًَؼي ٍؼُصذُّ كؼوَل ٔبّي ٕاوسؼان, ُو ؼشا كلام ػؼاُُصٍ الذؼق 
 وباظُيَ اًخفًصق واًىبر.
َم كول اًشرغ, ًىنَّ اًسؼؤال ُيؼا: ٔبيُّ ذًَؼي ُؼو الطي ٍؼصذ ألكؼوال؟ وفي ٔبي شيء ًلاتَؼي اًلؼول هـم لا كية ًلوٍل ٔبما
 بالصًَي؟ ومن يحكن تين الصًَي وتين كول ٔببي حٌَفة ومالع واًضافـي ؤبحْس؟
ٕالى مؼا  والـيعف من ٕادواهيا ؤبتيائيا ُؤلاء ٔبو اًلًصة من إلاهعاف منهم ًلول: ٕان ؿََيا اًترحِح تين الـشاُة ًيعي
 ًلًو َ الصًَي.
ُو يا لا تس من اًخبٔهَس ؿلى مفِوم اًترحِح اًفلِيي ٔبُو حصحِح مشُة ؿلى مشُة ٔبم ُو حصحِح في اًـمي تبٔي الٓزاء 
 من باة اًخوس َؽ فلط؟
 ُي اًلول تترحِح مشُة ؿلى مشُة ُو كعؽ تعحة ٔبحس الـشُحين ٔبم ٔبن اًصاجح اًَوم كس ٍىون مصحوحا كسا؟
تين الـشاُة في ثَلي ألذلة واس خًداظ ألحكام منها ومن ثم ادذلاف مؤسساث اًفذوى في اًـالؾ  ُي ادذلاف الـيامش
ٔبُؼشٍ ػؼاُصت ثفًصؼق ٔبم  -إلاسلامس كل ًبٔذش بما ٍصاٍ مٌاس حا ٔلمذَ وواكـِا من احتهاذاث ٔبحَاة الـشاُة إلاسلامِة
 ة؟ػاُصت ثوسـة؟ ُو ي يجوس اًترحِح تين هدِجخين ظاذزثين ؾن ب  ً َاث مخخَف
ٕان إلاخاتة ؿلى ُشٍ ألس ئلة فيها اًضفاء من كل مـضلة والدواة ؿلى ذؾؼوى فلؼَ الصًَؼي, وتَؼان مشرؼوؾَة اًـمؼي 
تبٔحس اًوجهين فيما وكؽ فَِ ذلاف مـخبر, ًوـي ما س حق من الـحاحر, وما فيها من تَان موكف اًيبي صلى الله عليه وسلم من الرلاف 
 كل من اًفًصلين في حسًر: "لا ًعَين ٔبحس مٌكن اًـصِ ٕالا في تني كًص ؼة", اًفلِيي تين ٔبحَاتَ, وؿسم اؿتراضَ ؿلى
 ًـي في ُشا وكٍير مذا س حق تَاهَُ حوابا ؿلى ُشٍ ألس ئلة.
ًولس كصزنا وىىصز ٔبن الطي ًـلؿ حكن الـدضابهاث تـغ, ًوُس نثيرا, وكس كان اًضازغ ًـؼلؿ حؼكن الـدضؼابهاث ٔبحؼلال 
 َجتهس الفتهسون؛ فذخـس ألكوال.مع ٔبم حصام, ًىٌَ كعس حصوِا  ً
وكَيا ٕان من اًفصوغ ما ادذَف اًـَلٌء فَِ من اًلواؿس اًتي ًخنى ؿَيهؼا اسؼ خرصاح ألحؼكام مؼن ٔبذٍتهؼا, فؼٕارا ادذَفؼت 
 ال ً َاث اًتي وسير ؿَيها فٕان ادذلافا في اًيخائج واكؽ لا محالة.
 ا ٔبن السغ ٕارا ادذَط بماذت كًَو ة ًًذج ؾيَ مَح وماء.فَو ظَة ؿالؾ هيَاء من ظلاتَ ٔبن ًلوموا تخجصتة ًثخذون فيه
فبٔتى كل ظاًة بحمغ مخخَف فٕان الـَح اًياتج س َرخَف هوؿَ, فَُس من اًعواة ٔبن ٔبكازن تين اًياتج من كل تجصتة 
م؟ ٕار اًـياصر مخخَفة والـعَوة ؿام {مدضاتَ}. كاًة ما وس خعَؽ الـلازهة فَِ ُو: مى  ًعَح ُشا الـَؼح في الاسؼ خزسا
 وفي ٔبي شيء ًعَح الـَح الٓدص.
61 ehT fo gnideeecorP
ht
 )SICIA( seidutS cimalsI no ecnerefnoC lanoitanretnI launnA 
 
 934
وتعوزت ٔبوضح: ًو ٔبهم ٔبثُت تيجاز وحساذ, ؤبؾعَت كلا منهلٌ مالا, وظَحت مٌؼَ ٔبن ًعؼيؽ بابا ظؼوله نؼشا وؾصضؼَ 
 نشا.
فعيؽ اًيجاز بابا من الرضة را هلوص فٌَة زائـة, وظيؽ الذساذ بابا من الذسًس را كوت ومذاهؼة؛ فؼلا ًعؼح ٔبن ٔبكؼازن 
حِر اًيلش ولا من حِر اًلوت؛ ٕار ال ً َة مخخَفة وكل ظاهؽ مخخَف فيما ؾيسٍ من اًعاكة الـساؿست له تين اًحاتين من 
 ؾن الٓدص, وظَبي كان {بابا} را مواظفاث ؿامة في اًعول واًـصط.
ٔبنا وؿَََ فكل منهلٌ كس ٔبتى بالـعَوة اًـام ولؾ يخاًف ٔبظول ما ظَحخَ مٌَ, وما ادذَف ٕانما ُؼو اًفؼصوغ واًخفاظؼَي, و 
من حصك ُشٍ الـساحة, كاًة ما يمىن ٔبن ٔبكازن فَِ تين اًحاتين, ٔبن اًحاة الذسًس مثلا ظاحة الـخاهة واًلوت ًوضؼؽ في 
 نافشت اًحاة الرازحِة, واًحاة الرض بي ًعَح في الذجصت الصاذََة, وسبٔؾعي اًـامَين ٔبحَص َُ لٌ ما نيت ؿاذلا.
َِا ٔبو حصمتها, ًخخـسذ وجهاث اًيؼص فيها تخـسذ مٌؼامش اًيؼاػٍصن مؼن ُىشا الـدضابهاث, حصوِا اًضازغ, ولؾ ًفعي في ح ِ
ٔبُي اًيؼص وثـسذ ب  ً َاتهم وكصائحِم وكواؿسمض {ٔكظول اًفلَ واًلواؿؼس اًفلَِؼة والـعؼاذز الكخَؼف حًو ِؼا} فذيؼخج ٔبكؼوال 
س, ًو لؼلض بٓدؼصون في مذـسذت حىون ًٔلمة مدسـا وثصاء ًللض اًياش في مكان كؼولا تخوحِؼَ ؿؼالؾ ٍصاؾؼي ضؼواتط اًخلََؼ
 مكان بٓدص كولا ًلائم حالهم تخوحَِ ؿالؾ نشلع ٍصاؾي ضواتط اًخلََس.
ِـ َِ , ومن اًلواؿس اًتي اس خًدعِا اًـَلٌء باس خلصاء ٔبحكام اًشرغ ٔبهَ لا ٕاىكاز فيما ادذَف فَِ, َلا ًُْيَىُص ٕالاَّ َما ُبْجمِ َؽ ؿََلى َمٌْ 
َرا ثََفؼاَوَث الصَّ ًَِؼُي ًَؼْم ؤبن من اتخلً ثشيء مذا ادذَف فَِ فله ٔبن ًللض
ّ
 من ٔبخاس, ؤبن حكن الذاكم ٍصفؼؽ الرؼلاف, ؤبهؼَ ا
 ًُْيَىْص ثََفاُوُث اًُْحْكنِ .
كل ُشٍ اًلواؿس وكُيرُا ثحين مشروؾَة اًـمي تبٔحس اًوجهين في الكخََِف فَِ تلا ثـعة ًوخَ ٔبو ثبٔزيم لـن ٔبذؼش توخؼَ 
سٍن فلا ًعح الرلاف تين الـللضٍن. ومن ُيا هلول: ٕارا اس خلص الرلاف بٓدص؛ ٔلهَ ما ذام الرلاف كس اس خلص تين الفته
 لؾ ًعّح الرلاف.
 مؤسسة ذاز إلافذاء الـصًِة اٍنمورح ألمثي في ثعحَق ُشا الـنهج
ًلس ثَلِت في ذاز إلافذاء الـصًِة ثسًزحا ؿلى اًفذوى وفلَ اًواكؽ مست ٔبزتـة ٔبصِص اكترتت ذلاًِا من ٔبمٌاء اًفذوى تساز 
ٕلافذاء الـصًِة فوخستها مَتزمة بهشا الـنهج الـيضحط من اًصحوغ ٕالى ٔبكوال الفتهسٍن من ٔبحَاة الـشاُة اًفلَِة ا
وألكوال الــتمست ؾيسمض في الـسائي محي اًفذوى, مذخَىين ناظَة اًترحِح الـنهجي واًوسعَة إلاسلامِة اًتي حافؼت 
, ؤبثصث تسوز هحير في الذفاع ؿلى ٔبمن اًوظن ووحست ٔبتيائَ ؿلى ظَلة اًلصون اًساتلة ؿلى اًًِو ة إلاسلامِة لـصِ
ادذلاف ٔبفكازمض وثوجهاتهم واهتماءاتهم حى  وذياناتهم, حِر ٕان كير الـسَمين ًبٔذشون بالـنهج اًفلِيي إلاسلامس الــتمس 
 في ذاز إلافذاء في مسائي ألحوال اًضرعَة, ُو شا ما كصزثَ القاكم الـصًِة وعمَت تَ.
صحوغ ٕالى ٔبزص َف اًفذاوى في ذاز إلافذاء الـصًِة هَمس ُشا الـنهج واضحؼا, ونؼشلع ثسؼؤال تـؼغ ٔبمٌؼاء اًفذؼوى وباً
 تساز إلافذاء الـصًِة تـغ ألس ئلة كاهت ٕاخاباتهم ثوضح ُشا حِسا, ُو شٍ تـغ ألس ئلة مضفوؿة ٕباخاباتها:
 واًحاحثين اًشرؾَين تساز إلافذاء الـصًِةٔبمض ٔبس ئلة الاس خخِان الـعصوحة ؿلى نَحة من اًساذت ٔبمٌاء اًفذوى 
 ما موكف ذاز إلافذاء الـصًِة من اًخحسياث ألمٌَة الذسًثة والــاصرت، مثي اًصاذٍكاًَة وإلاُز اة؟ .2
ذاز إلافذاء ثـخبر ُشٍ اًعوز من اًصاذٍكاًَة وإلاُز اة فِلٌ مضوصا وجضويها مذـمسا ًٕلاسلام الذلِلي الطي ًلوم ؿؼلى 
لٓدص وباًخالي فموكف ذاز إلافذاء ُو زفؼغ ومجابهؼة ُؼشٍ ألفؼكاز جكافؼة اًوسؼائي اًـَمَؼة واًححثَؼة اًدسامح وكدول ا
 والصؾًو ة.
 ما مسى اؾتماذ الصولة الـصًِة ؿلى اًسَعة الصًًِة الـتمثلة في خاهة منها في ذاز إلافذاء الـصًِة؟ .0
 الصولة ثـخبر الـؤسسة الصًًِة وثًنزِا منزلة لائلة .
 اًضـة الـصِي ٌَفذاوى اًتي ٔبظسزتها ذاز إلافذاء الـصًِة؟ ما مسى كدول .5





اًواكؽ ًثخت كل ًوم ٔبن اًضـة تبٔظَافَ الكخَفة باس خثٌاء تـغ الـخعصفين لا ًثق سوى في الـؤسسة الصًًِة ولا ًبٔذش 
ء ًو عَحون زٔبيهؼا اًفذاوى الـؤثصت في حِاثَ من كُير ا حى  من ٌسمون ٔبهفسِم اًخَازاث إلاسلامِة ًبٔثون ٕالى ذاز إلافذا
 اًشرؾي في ص ئونهم الصًًِة.
 ما مسى نجاخ اًبرامج وألوضعة اًتي كامت بها ذاز إلافذاء الـصًِة؟ .2
الذلِلة ٔبن ٔبنثر ما ثلوم تَ ذاز إلافذاء ذاظة اس خـلٌل وسائي اًخواظي الاحتماؾي في اًفترت ألذؼيرت كان له ٔبثؼص واضح 
 ؿلى الفتمؽ واًض حاة مٌَ تعفة ذاظة.
 الـنهج اًـام الطى سازث ؿَََ ذاز إلافذاء الـصًِة؟ ما ُو .3
الـنهج اًـَمي ُو الـنهج ألُس صي الراًط في اًـلِؼست واًشرًؼ ـة وألذؼلاق، فؼساز إلافذؼاء جسؼ خـين بالـؼشاُة اًفلَِؼة 
تط الــخبرت وتبٓزاء ألئمة الـخحوؿين، ثم مع ثححر ؾن ثعحَح مـاملاث اًياش كسز الـس خعاغ مؽ مصاؿؼات بٓذاة وضؼوا
 اًشرغ الذيَف.
 هَف حافؼت ذاز إلافذاء الـصًِة ؿلى الـنهج اًوسط؟ .4
 بالقافؼة ؿلى اًثواتت واًليم إلاسلامِة وإلاوساهَة مـا في كل مخصخاتها، وبادذَاز من ًيدس حون ٕاٍيها من اًـَلٌء تسكة.
 ما مفِوم اًوسعَة الطي ثحًذَ ذاز إلافذاء الـصًِة؟ .5
ًلصبٓن اًىصيم في كوله ثـؼالى (ونؼشلع حـَيؼاكم ٔبمؼة وسؼعا)) فؼلا ٕافؼصاظ ولا ثفؼًصط، ُو الـفِوم هفسَ الطي خاء تَ ا
 اًثواتت اًـلسًة واًدشرًـَة مصاؿات ًوُست محي هلاص، والـسائي الاحتهاذًة تحتمي اًيلاص والرلاف.
 وهَف ظاقتها في فذاويها؟ .6
 هـتمس في ظَاقخيا ٌَفذاوى ؿلى الـنهج الطي يحتمَ اًححر اًـَمي.
 كسام الـوحوذت لصى ذاز إلافذاء الـصًِة؟ما ال ٔ .7
 لصًيا ؿسذ هحير من ألكسام، فٌحن هلسم الرسمة إلافذائَة جكافة اًس حي الـمىٌة في ؾصِنا
 اًفذوى اًِاثفِة تلسميها الـحاشر والـسجي—اًفذوى اًضفًو ة
 ألبحاج اًشرؾَة—اًفذوى الاًىتروهَة—اًفذوى الـىذوتة
 اًصذ ؿلى ٔبحَاة اًض بهاث والـَحسٍن—اًخسًزة ٌَوافسٍن والـصًِين—َيم ؾن تـساًخـ—اًفصوغ اًفلَِة الدسًست
الـصنز إلاؿلامس وفَِ ؿسذ من ألكسام اًفصؾَة منها مصظس اًفذاوى اًخىفًيرة واًضارت، ومنها {اًسوص َال مِؼسيا} جؼكل 
 ٕالخ ٕاضافة الى ألكسام الــاوهة كإلاذازت اًِيسس َة واًض ئون إلاذاًزة—اًترجمة—اهواؾِا
 ما مسى نجاخ ذاز إلافذاء الـصًِة فى ثلًو ة ألمن اًوظني؟  .22
ٔبؾخلس ٔبهيا حللٌا نجاحا من ذلال فذاوانا وألبحاج اًتي هلسمرا واًتي حىصش وحصسِ لـفاُيم وكيم ٔبظؼَلة مثؼي اًدسؼامح 
 وهحش اًـيف وزفغ كل ٔبصكال اًخعصف وذزخاثَ .
 اًثلافة الـصًِة إلاسلامِة؟ ما مسى نجاخ ذاز إلافذاء الـصًِة فى الذفاع ؿلى .22
من وجهة هؼصي ذاز إلافذاء حللؼت نجاحؼا مَموسؼا تخعؼسًيا لصؾؼوى ثفًصؼف الصٍؼن مؼن مضؼموهَ ونؼشا ذؿؼاوى ظؼحف 
 إلاسلام باًخعصف واًـيف فٌحن هلف ؿلى ٔبزضَة إلاسلام اًعحَح.
س ية وٕاحلٌغ ٕالى بٓدص هَف ثـامَت ذاز إلافذاء الـصًِة مؽ معاذز إلافذاء والاحتهاذ الــصوفة من نخاة و  .02
 ما ُيالع؟
 هخـامي مـِا تـين الاؾخحاز  وسدٌس ٕاٍيها.
 هَف ثـامَت ذاز إلافذاء الـصًِة مؽ اًواكؽ الذالي؟ .52
 ٔبولا: ٕاذزاك اًواكؽ ثاهَا: اًخـامي مـَ ؿلى ٔبسس شرؾَة.
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 هَف ثـامَت ذاز إلافذاء الـصًِة مؽ تحسياث ألمن اًوظني؟ .22
 ا وىصفغ كل ٔبصكال وظوز ُسمرا ٔبو ُسم مؤسساتها.هلف مؽ الصولة ونحافغ ؿلى زواجته
 ما موكف ذاز إلافذاء الـصًِة تجاٍ اًخـسذًة الصًًِة فى مصِ؟ .32
 نحترم كافة الـواظيين وىصفغ اٍتمَيز.
 ما موكف ذاز إلافذاء الـصًِة تجاٍ اًخـسذًة اًثلافِة في مصِ؟ .42
ًخجؼاوس في صؼبٔن زواتدٌؼا الصًًِؼة وكييؼا وزمؼوسنا هلدي الٓدص وىصفغ إلاساءت والاهخلاض من صبٔن ٔبحس ونشا ىصفغ ا
 الصًًِة، وؾيسنا كٌاؿة ٔبن الذًصة ملترهة بالـسؤوًَة.
 ما موكف ذاز إلافذاء الـصًِة تجاٍ الرلافاث اًس َاس َة ذاذي مصِ؟ .52
 ذاز إلافذاء مؤسسة وظيَة تحصض ؿلى الـعَحة اًـََا ٌَحلاذ واًـحاذ ولا تمازش اًس َاسة الذزتَة.
 از إلافذاء الـصًِة تجاٍ اًفذاوى اًضالة؟ما موكف ذ .62
 نحازة اًفذاوى اًضالة.
 ما موكف ذاز إلافذاء الـصًِة تجاٍ اًفذاوى اًضالة ؿلى إلاهترهت؟ .72
 نجابهِا.
ما موكف ذاز إلافذاء الـصًِة تجاٍ اًفذاوى اًعاذزت من الـؤسساث واًَِئؼاث الكاًفؼة، اًضؼ َـَة مؼثلا،  .20
 الـصًِة؟من ٔبخي ثبًَٔس الـعالح اًلومِة 
 نحن هلدي الٓدص ٔبيا كان وهخـاون مؽ الزَؽ ظالـا ُياك كواسم مضترنة.
ما موكف ذاز إلافذاء الـصًِة تجاٍ اًفذاوى اًعاذزت من الـؤسساث واًَِئؼاث الكاًفؼة، مؼن ٔبخؼي ثبًَٔؼس  .20
 الـعالح اًلومِة الـصًِة؟
 ة.نحن هلدي الٓدص ٔبيا كان وهخـاون مؽ الزَؽ ظالـا ُياك كواسم مضترن
ما موكف ذاز إلافذاء الـصًِة تجاٍ اًفذاوى اًعاذزت من اًضرعَاث اًسؼًِة، الـًنزلؼة ؾؼن الدؼاذت، اًلصضؼاوي  -00
 مثلا (فذوى اًِجوم ؿلى الديس وزخال الـن الـصِي؟
 ألساش ؾيسنا في مثي ُشٍ ألمص ُو القافؼة ؿلى اًثواتت اًشرؾَة مؽ مصاؿات الـعَحة اًوظيَة.
 إلافذاء الـصًِة في ثلًو ة اًوحست اًوظيَة؟ ما مسى نجاخ ذاز -50
 ٔبؾخلس ٔبهيا من ٔبنثر الصاعمين ًِشا.
 سمـيا ؾن مصظس اًفذاوى الـخعصفة، ٔبو شيء من ُشا اًلدَي، ُو و تاتؽ لصاز إلافذاء الـصًِة فما ُو؟ -20
يهم وثفٌَؼس ُو فًصق من اًحاحثين الـخرععين ًخددـون باًصظس واًخحََي كل ما ًعسز ؾؼن ذاؾؼش ؤبدواتهؼا ٌَؼصذ ؾؼ
 ٔبكوالهم
 اًيخائج واًخوظَاث
 بالصزاسة اًساتق ظصحها ٔبذَُُط ٕالى هخاَئج ِمْن ٔبمطِِّا:
ٔبنَّ من ٌس خًدط ألحكام من ٔبذٍتها اًخفعَََة مض الفتهسون وفلؼط؛ ٕار ٕان مؼا ًُفِؼم مؼن َكلاَ م اًـََمؼاء ٔبن   -2
ذَزاك اَلحَكام اًشرَّ ِؾََّة اًفص 
ّ
َلى َبْزت َ َـ ؼة َبكَسؼام الاحتهاذ ُو اس خفصاػ الدِس ِفي ا
ّ
ؾَة من ٔبذٍتها اًخفعَََة اًصاحـة كلَاتها ا
ْجمَ اغ َواًِْلَِاش.
ّ
 ا ًْىذاة َواًس ّ ية َواْلا
 ٕان اًياش ًيلسمون باؾخحاز اًفلَ بالصٍن ٕالى زلازة ٔبهواغ:  -0
 اًيوغ ألول: من لصيهم اًلسزت ؿلى اس خًداظ ألحكام من ٔبذٍتها اًخفعَََة, ُو ؤلاء مض الفتهسون.





ًيوغ اًثاني: من لا كسزت لهم ؿلى اس خًداظ ألحكام من ٔبذٍتهؼا اًخفعؼَََة, كؼير ٔبنهؼم ٔبحَؼاة مَىؼة زاسخؼة في اًي ؼص ا
الـس خلي في احتهاذ اًساتلين تحََلا واس خًداظا ًؤذي ٕالى حصحِح تين الٓزاء حصحِحا لا ًلفي ؾن حال اًياش وسمؼانهم 
 لاء مض الـفذون ؼؼ الطٍن لؾ ًعَوا ٕالى مصثحة الاحتهاذ ؼؼومكانهم, وكس ظلَوا مَىتهم بالصزش واًخحعَي, ُو ؤ
 اًيوغ اًثاًر: من لؾ ًعَوا ٕالى ٔبحس اًيوؿين ألًوين ُو ؤلاء مض اًـوام.
إلاحلٌغ ؿلى وحوة اًخلََس ؿلى اًـامس وؿسم حواس اًخلََس في حق الفتهس في الـسؼائي اًؼتي احتهؼس فيهؼا,  -5
لول مجتهس زجحٍو ؿلى كٍير تخلغ الـَىة ٕاما ًلؼوت زٔبُو ؼا في ذًؼَله, ٔبو لاؾخحؼاز ٔبما الـفذون فِم في حق ٔبهفسِم مللضون ً
سمانهم ٔبو مكانهم من حِر الـوافلة ًلول زجحٍو ٔبو ؿسم مواءمذَ ًلول زجحوا ؿَََ, من كير حكن تعؼواة معَؼق ؿؼلى 
 تين الفتهس والـصجح.كول زاجح ٔبو بِعب ٔمعَق ؿلى كول مصحوخ؛ ُو شا اًفازق الصكِق تين اًفذوى والاحتهاذ, ٔبو 
الـفذون مض ذَفاء اًيبي صلى الله عليه وسلم في ٔبذاء وػَفة اًحَان, والـفتي ٕانما ُو اًـالؾ بالـسبٔلة اًتي ًفتي فيها، ثبٔسُسا لا  -2
ثلََسا، مؽ مَىة زاسخة في اًيؼص واًخحََي والاس خًداظ، وكسزت ؿلى اًترحِح واًيؼص الـس خلي في احتهاذ من س حلٍو ، 
 هلي ؾن كلامرم ٔبو حكاًة ٔلكوالهم.لا مجصذ 
يجة ؿلى ٔبُي الطهص ٔبن ًلوموا باًحَان واًفذوى؛ حِر ٔبذش لػ مِثاق الطٍن ٔبوثوا اًىذاة ًخحٌُيَ ٌَياش  -3
ولا حىتموهَ, واثلاء ًوؾَس اٌَـن الـلصز في نخاة لػ:" ٕان الطٍن ٍىتمون ما ٔبىًزيا من اًحٌُاث واًِسى من تـس ما تٌُاٍ 
ذاة ٔبًوئم ًَـنهم لػ ًو َـنهم اًلاؾيون", ووحة ؿلى الـسَمين سؤال ٔبُؼي الطهؼص امذثؼالا ٔلمؼص الذؼق ٌَياش في اًى 
 ثحازك وثـالى.
من ُيا ٔبكيت زاًة مؤسساث إلافذاء ؿلى مس خوى اًـالؾ إلاسلامس, ؤبذش كل تلض من تؼلاذ إلاسؼلام بمؼا  -4
تفذوى مؤسساتها اًصسمَة واثحاغ مؼا كِؼسٍ الذؼاكم مؼن ًلائم ٔبُله ًو خوافق مؽ ظحَـتهم, فوحة ؿلى ٔبُي كل تلض اًخلِس 
 ألذش بمشُة فلِيي ٕاسلامس ًَجمؽ اًياش ؿلى كول واحس.
من ٍصفؽ زاًة فلَ اًىذاة واًس ية لا تخصح ذؾوثؼَ ؾؼن ٔبحؼس مـيَؼين: احتهؼاذ اًؼحـغ في ؾصِؼنا وثلََؼس  -5
 اًحاكين لهم, ٔبو رم اًخلََس ؿلى إلاظلاق.
ٕاهؼَ في ذؾوثؼَ ألولى ًؼسؾو اًيؼاش ٕالى ظؼصخ ٔبكؼوال ألئمؼة ألؿؼلام الـخعؼي مؼنهجِم  ولا يخَو ما فيهلٌ من فسؼاذ؛ ٕار
 باًعحاتة وجصسول لػ صلى الله عليه وسلم نلٌ تٌُا, ومض ٔبحَاة ًلة اًيعين اًشرًفين وكًصحوا ؾِس تفعحائها وجزمان اًدشرًؽ, فٕارا كان
كٍير , فبٔيهلٌ ٔبولى؟ ثلََس إلامام مالع ظاحة اًسَسلة ٔبمُص ؿامة الـسَمين س ًَتهيي ٕالى ثلََس ظاحة ُشٍ الصؾوت ٔبو 
 الطُحَة في اًس ية اًيحًو ة, وساهن مجتمؽ مسًية زسول لػ صلى الله عليه وسلم, الـمخلغ ل ً َة اًيؼص اًوازج لذؼال اًؼوا زين ًـؼلؿ ومؼنهج
 لخَ؟!!!وؾلََة ًسس جن ثاتت, ٔبم ثلََس من ٔبتى تـسٍ تلصون ؿست, فذحاؿس مكاهَ وسماهَ, وضـفت  ً
يجة ٔبن لا هخوخَ تفساذ ؾلًويا وضـف ًلخيا ُو ًزي ؿَميؼا ٕالى اًؼيط في حؼصٔبت ؿؼلى نخؼاة لػ وسؼ ية  -6
س َسنا زسول لػ صلى الله عليه وسلم, حصٔبت ثـمي عمَِا في ٕافساذ الصٍن وضَاغ وفصكة الـسَمين, حصٔبت لؾ ٍىؼن ؿَيهؼا حَاتؼة زسؼول 
اذ واًفلَ وٕافذاء اًياش باحتهاذٍ ٕالا اًلََي من ٔبحَاة س َسنا زسول لػ ظلى لػ ؾَؼَ لػ صلى الله عليه وسلم ٕار لؾ ًخعسز ًلاحته
 وسلؿ
ٕارا كان اًـامس في اًـلؿ اًشرؾي س َللض, فََللض ٔببا حٌَفة وماًكا واًضافـي ؤبحْؼس, ذؼير له مؼن الانحؼساز  -7
ولؾ ًلؼف تـؼس ؿؼلى حلِلؼة مـؼنى  ذَف كيرمض, مذن كس لا ًفصق تين الـصفوغ والـيعوة, ولا مـؼنى اًيؼاسِ والـًسؼود,
الصًَي, حى  ٍصفؽ زاًة الصًَي, ذير له في اًخلََس ثلََس ٔبحَاة اًوزازة الذلِلِة الطٍن ُذِزَست ٔبكوالهم, وُؾصِضؼت ؿؼلى 
 اًىذاة واًس ية مصاث ومصاث, ولا ًلسخ فيهم ادذلافِم, ٕار ادذَفوا فيما كعس اًضازغ ٔبن ًلؽ فَِ الادذلاف اًفصوغ.
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ذؼؼوى اًعؼؼحَحة فَيرحؼؼؽ ٕالى مؤسسؼؼة إلافذؼؼاء في الصولة اًؼؼتي ًـؼؼُش فيهؼؼا فؼؼٕان مٌؼؼامش ُؼؼشٍ مؼؼن ٔبزاذ اًف  -22
 الـؤسساث مٌحثلة ؾن احتهاذ الفتهسٍن الــتمسٍن مؽ مصاؿات فلَ اًواكؽ واًسائي.
حافؼت مؤسسة إلافذاء الـصًِة ؿلى مص تازيخِا ؿلى وحست الفتمؽ الـصِي واس خلصاز اًسلؿ الفتمـؼي, ومع  -22
 خشى تَ في ُشا.نمورح يح 
ٕان الصؾوت ٕالى ما ٌسمى تفلؼَ الصًَؼي, ٔبو فلؼَ اًىذؼاة واًسؼ ية ًَلؼَف ًلؼف كل مسؼلؿ في اًفؼصوغ ٔبمؼام  -02
اًىذاة واًس ية مداشرت ًُس خًدط منها ألحكام, ًـمي بما ٔبذى ٕاًََ احتهاذٍ ُو, ذؾؼوت ضؼلال فسؼاذُا ٔبوضح مؼن ٔبن 
باٍتمِي في الذكن ؿؼلى اًلائؼي تؼَ, كدؼي ٔبن هـؼشٍز بجِؼله, ًـؼله كؼس ًًَُدََّ ؿَََ, وما ًترثة ؿَََ من ضَاغ يجـَيا هعاًة 
 سلط ؾيَ اًخكلَف تفلس ؾلله.
ٕان ُشٍ ذؾوت ًِسم حصاج ٔبمة ًوضَاغ حضازت ذٍن ًوًشر زلافؼة سؼوء ٔبن مؼا وضؼؽ مؼن ؿَؼوم اًشرًؼ ـة,  -52
 من ؿَؼوم ال لة واًلاًؼة كهيامش الـفسرٍن ونخة اًخفسير, وؿَوم الذسًر واًصخال واًخرصيج, واًفلَ وألظول وكير رلع
 ؾحر. 
ٕانها ذؾوت ًِسم مؤسساث اًفذوى في اًـالؾ إلاسؼلامس ًدضؼ َؽ اًفؼوضى اًفلَِؼة ًو يدشرؼ اًضؼلال وألذؼش  -22
باًِوى, وٕاهيا فلط هعَة من ظاحة ُشٍ الصؾوت اًِسامة ٔبن يجَخٌا: لؾ لا هؼترك الدسؼس وؿؼلاح ٔبمصاضؼَ واًفذؼوى في 
ٔبو هعُة, مؼؽ ٔبن الدسؼس ذاظؼة كل مٌؼا؟ لـؼارا هَجؼب ٔذائمؼا ٌَعحُؼة الطي ظًصق ؿلاخَ لاحتهاذنا اًضرصي, نَعئ 
 تمصَّ ش وثـلؿ وحار مَىة اًعة؟
وؾيسما ًلول لي اًعَسلي ٕان ُشا الصواء ًٍزي ُشا الـصط, لـارا لا ٔبكول له ٔبٍؼن الصًَؼي؟ وذؾؼني ٔبه ؼص هَؼف زنَّحَخؼَ, 
اء ؿلى تٌُة؟ ُي حِاثم زدِعؼة ثلؼامص بهؼا؟ ٔبم ٔبن ؤبؾعني الـعاذز اًصئُسة ٌلضواء وذؾني ٔبزى ٔبولا حى  بٓذش الصو 
 الصٍن ٔبُون ؿََيا من ٔبحساذنا؟
 لا اؾخحاز بالرلاف الطي خاء صارا, -32
 الادذلاف الـصفوط ُو كل ادذلاف تُني ؿلى اًخـعة, ٔبو ًؤذي ٕالى اًخفًصق واًدض خُت. -42
اًفؼصوغ سؼائص ٕالى الرعؼب ٔٔبو  كل ما كان ذًَله مترذذا تين إلاخاست والـيؽ, فمحؼله اًفؼصوغ, ؤبن الاحتهؼاذ في -52
اًعواة, فالذكن ًًتهيي ٕالى حلال ٔبو حصام ٕايجابا ٔبو هسبا ٔبو ٕاباحة ٔبو هصاُة ٔبو تحصيما, فٕاظلاق اًىفص وإلايمان واًشرؼك 
واًخوحِس ؿلى اًلائي تبٔحس ألكوال في مسؼائي اًفؼصوغ ٔبو الـلؼلض له ًُـؼسُّ انحصافؼا ؾؼن الـؼنهج اًـَمؼي ألظؼَي, ومخاًفؼة 
 ظول اًـَمَة.صريحة ًل ٔ
َرا َحؼَكنَ فَاْحَتهَؼَس ُثمَّ َبْدَعؼب َفَؼَلهُ «وحسخٌا في ُشا حسًر اًيبي صلى الله عليه وسلم: 
ّ




ج اًيحؼوي الطي ٔبكؼص ويجسز تيا ٔبن هلصز ٔبن الاحتهاذ ادذلاف ظوزت, تَس ٔبهؼَ احؼتماغ حلِلؼي حؼول الـؼنه -62
 ؿَََ مـارا 
ٕان حال ألمة من اًفصكة واًخحاؿس تين ٔبفؼكاز دواظؼِا وؾوامرؼا, بمؼا ًخلؼارف تؼَ ٔبتيؼاء اًلؼدلة اًواحؼست تهؼم  -72
اًخفس َق واًخىفير, ٍو صفؽ فَِ الـخيعـون والـخعصفؼون والـدضؼسذون زاًؼة اًىذؼاة واًسؼ ية ًُسؼ خخِحوا تفِِم ِؼم الـلَؼوِظ 
الرَِق ؤبمواًَِم ؤبؾصاَضِم تلير حق, فُسُئون بجَِِم ٕالى إلاسلام ٕاساءًت ثفوق ما تؼشله ٔبؿؼساء  ٌَيعين اًشرًفين ذماء َ
 إلاسلام ٌَعـن فَِ مٌش جزوػ فجص اًيحوت ٕالى ًومٌا ُشا.
 اًخوظَة





 ٕان ؿََيا ٔبن هسزك حلِلة ما فـله اًساتلون من احتهاذ مٌضحط في اًفصوغ بما ٔبذَّى ٕالى ذلاف اًصحْة فيما تُنهم.
ََيا ٔبن هلف ؾيس حس ألذة مؽ سلاسي اًيوز الـخعلة من ُؤلاء الفتهسٍن حى  زسؼول لػ صلى الله عليه وسلم, وهؼوكن ٔبهؼَ ؿََؼَ ؿ 
اًعلات واًسؼلام ُؼو مؼن كؼصز ٔلحَاتؼَ الـؼنهج الطي ظحلؼٍو في حِاثؼَ صلى الله عليه وسلم فوكؼؽ الرؼلاف في فِؼم اًيعؼوض القؼتملة 
صلى الله عليه وسلم ٔبحَاتََ ؿلى اًيؼص ولا ؿلى الرلاف ؼؼ ما لؾ ًوّزِ ْج ُشا الرلاُف ثـعحا ٔبو ثؼبٔزيما ؼؼؼ ولؾ  ٌَزلاف, ولؾ ًُـيِّف اًيبيُّ 
 يحكن حدَخٌا ؿَََ اًعلات واًسلام ًفًصق باًعواة وبٓدص بالرعب.ٔ
لِؼَ اًـؼصاق, كان ذلافؼا في ٕان الرلاف الطي وكؽ تين فلِاء الـسًية من ٔبحَاة زسؼول لػ صلى الله عليه وسلم وتؼين اجؼن مسؼـوذ ف 
منهج اًيؼص ومن ثم في ألكوال, ُشا الرلاف وكليؼا ًلؼين ٔبن ٔبمؼير الـؼؤمٌين عمؼص زضي لػ ؾيؼَ كان ًـؼلؿ ؾؼن ُؼشا 
الرلاف ًو خاتـَ؛ وهَف لا ُو و الـِتم تعًصق تللة ثـثر في اًـصاق لؾ لؾ يمِس ًِا اًعًصؼق, فىِؼف لا ًخؼاتؽ ظًصؼق الصٍؼن 
ًيىص واحس من ٔبحَاة اًيبي صلى الله عليه وسلم ؿلى من ذاًفَ, ولؾ ًلؽ تُنهم ما ىؼصاٍ اًَؼوم مؼن سؼة وثلؼارف واًـلؿ واًفذوى, ولؾ 
 باًفسق تازت وبالرصوح من الـلة ٕالى اًىفص ٔبو اًشرك تازت ٔبدصى.
 اًيؼصت اًتي بها ًعلً ؿلً جن ٕاهيا اًَوم نحخاح ٕالى هؼصت خسًست ثـوذ تيا ٕالى هؼصت ٔبحَاة اًيبي صلى الله عليه وسلم ٕالى مخاًفيهم, ثلغ
ٔببي ظاًة ؿلى كذلى اًفًصلين ًوَم ِظفِّين, من ًلاثي في َظفَِّ, ومن ادذَف مـَ وكاثَي ضسَّ ٍ ....... ٔبًة سؼلٌحة ُؼشٍ؟ 
 ....ؤبٍن نحن من فىص اًسَف؟؟؟ ..... ٔبم ٔبن ؿََا زضي لػ ؾيَ ًُس من اًسَف؟!!!!!!
ا الذَق لـا ىصى من ثحـثر وثياحص ؿلى سعحَاث من اًفضائي, لا ثلذضي ثؼبٔزيم وٕان الـصازت ٍتمٔل اًلَوة حى  ًفِغ به
تازوِا ولا ثلعؽ تفضي فاؿَِا, فٌجس حلٌسة اًض حاة وضَق اًـلي وكؼلة اًحضؼاؿة والاسؼ خرفاف بجؼُو ص اًـؼلؿ يحمؼي 
  اًفصائغ.تـغ الـسانين مٌا ٕالى هلي مسائي اًفصوغ اًتي ثلدي الرلاف ٕالى باة ألظول وٕاىزال اًسنن منزلة
 ٕاهيا في ٔبمس الذاخة اًَوم ٕالى اًوكوف ظفا واحسا واًصقي لـس خوى ؾؼائم ألموز ًييددَ لذلِلة ما ٍصاذ مٌا وما ٍصاذ تيا.
وٕان ظوث اًـلي اًَوم ُو ما يجة ٔبن ًَُلََّة ًخوحِس جهوذ ٔبمذيا, مؽ اًخبٔهَس ؿلى ٔبن حًصة اًخفىير واًخسٍن مىفولة بما 
 لا ًفصق ألمة.
 ٕاهَ لا ًيلعؽ اًخلٍصص واًخىٍصص واًخبٔهَس ؿلى ٔبن اًياػص في الصٍن لا تس ٔبن ٍىون ٔبُلا ٌَيؼص.نشلع ف
ا فَِا ٕالى اًخجمَؽ وهحش اًفصكة واًخـعة ألعمى, ًو ْيََخَمسَّ ْم ؿلى تعيرٍت بحسًر س َسنا زسول لػ صلى الله عليه وسلم: "حصهت فِكن مؼ
  وسًتي" وزحم لػ من كال:ٕان تمسىتم تَ ًن ثضَوا تـسي ٔبتسا, نخاة لػ
 ٕالاَم الرَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُف ؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلى ري اًفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصوغ 
 وكل ًيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا  ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن مشُحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ
 ًو ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُس اًعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواة بحىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص ؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلى
 فلِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ, ولا ملذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍس تـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ 
 ثـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼّسذث اًعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصق نحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼو اًعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواة 
 فخؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼش مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا جضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاء ولا جضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼددَ
 ومؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼث ِّله تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ (اًىـحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة) الـعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعفا
 ت ونحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن حواٍيهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا {{فاهددؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ}}
 
 وم ذؾوت اًوحست وهحش اًفصكة:ًوَعَق ذؿاثيا ؤبئمخيا وؿَلٌهنا اًَ
حسخٌا اًخلاقي الٓن ؿلى الـخفق ؿَََ مذا ًعير تَ الـسلؿ مسَلٌ, ثم وسير كسما نحو ألفضي والٔكهي بالذكوؼة والـوؾ ؼة 
 الذس ية, بالقحة واًخىصيم لا باًخـعة واًخبٔزيم
 كائمة تبٔمض الـصاحؽ
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يس اًعحَح ذاز ظوق اًيجات (معوزت ؾن ُؼ الدامؽ الـس 0022محمد جن ٕاسلٌؾَي ٔبتو ؾحسلػ اًحزازي  -2
 اًسَعاهَة)
) {حصثُؼة الـؼسازك وثلًص ؼة 5672ٔبتؼو اًفضؼي اًلؼاضي ؾَؼاط جؼن مؼوسى اًَحعؼبي اًعحـؼة: ألولى ( -0
 القمسًة، الـلصة -الـسالع} اًياشر: معحـة فضالة 
خحلِؼق في {ا ً 3222حلٌل الصٍؼن ٔبتؼو اًفؼصح ؾحؼس اًؼصحْن جؼن ؿؼلً جؼن محمد الدؼوسي اًعحـؼة : ألولى ،  -5
 تيروث -ٔبحاذًر الرلاف} ذاز اًىذة اًـَمَة 
ُؼؼ) {ؿؼلؿ ٔبظؼول اًفلؼَ وذلاظؼة تازيخ اًدشرؼًؼؽ} معحـؼة الـؼسني 3552ؾحؼس اًُو ؼاة ذؼلاف (الـخؼوفى:  -2
 »الـؤسسة اًسـوذًة بمصِ«
اًفؼؼصوغ الرلافِؼؼة معحوؿؼؼاث  3772 -ُؼؼؼ4222اًضؼؼ َخ الصنخؼؼوز محمد سكي الصٍؼؼن ٕاجؼؼصاُيم اًعحـؼؼة ألولى  -3
  –اًلاُصت  -ـضيرت القمسًةوزسائي ا ً
 -م {ذًوان اًحلؼايا } معحوؿؼاث وزسؼائي اًـضؼيرت القمسًؼة2220اًض َخ الصنخوز محمد سكي الصٍن ٕاجصاُيم   -4
 –اًلاُصت 
 ٔبزص َف اًفذاوى تساز إلافذاء الـصًِة. -5
ذي الـؼس 2220 -ُؼؼ  0022 -ألس خار الصنخوز ؿلً جمـة محمد ؾحس اًُو اة مفتي الصياز الـصًِة اًسؼاتق  -6
 اًلاُصت -ٕالى ذزاسة الـشاُة اًفلَِة ذاز اًسلام 
 م فذاوى اًض حاة معحوؿاث ذاز إلافذاء.4220ألس خار الصنخوز صوقي ؿلام مفتي الصياز الـصًِة  -7
 اًخواظي مؽ ٔبمٌاء اًفذوى تساز إلافذاء الـصًِة باًلاُصت. -22
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Abstrak:   Cucu sebagai ahli waris tidak disebutkan secara jelas dalam Al-qur‟an. 
Namun ada hadis yang menyatakan bahwa cucu perempuan akan mewaris 
ketika bersama dengan anak perempuan. Para ulama menganggap cucu 
masuk dalam pengertian anak dan menjadikan mereka sebagai ahli waris, 
namun membatasinya pada garis laki-laki saja. Mereka akan mewaris 
kalau anak laki-laki sudah tidak ada. Ketentuan ini dianggap tidak adil 
dan tidak melindungi anak yatim. Qanun Mesir dan beberapa negara lain 
memperbaikinya melalui pemberian wasiat wajibah. Pemerintah Indonesia 
(KHI) menempuh jalan yang berbeda. Cucu akan mengambil hak orang 
tuanya yang  sudah meninggal, yang laki-laki mendapat dua kali bagian 
yang perempuan. Ketentuan ini tidak disertai dalil sehingga mendapat kritik, 
di samping apresiasi. Tulisan ini ingin melihat apakah ada dalil dan metode 
yang dapat digunakan, sehingga ketentuan KHI ini memenuhi syarat secara 
metodologi dan dapat dianggap sebagai fiqih. Sahabat dan ulama 
menggunakan kaidah majas untuk memasukkan cucu (keturunan) ke 
dalam pengertian anak (al-walad). Pembatasan keturunan (yang berhak 
mewaris) hanya pada garis laki-laki, tidak didasarkan pada nash yang jelas, 
karena itu kuat dugaan masih terpengaruh dengan adat Arab jahiliah yang 
bersistem patrilineal. Isyarat Nabi bahwa cucu beliau melalui Fatimah 
termasuk ahl a-bayt (keluarga) dan karena itu merupakan keturunan 
beliau, dipahami sebagai kekhususan Nabi, bukan isyarat bahwa 
keturunan dapat ditarik melalui garis laki-laki dan perempuan. 
Pemahaman Sahabat dan ulama bahwa anak (laki-laki) akan menghijab 
cucu, sedang cucu dari generasi yang berbeda dianggap sebagai satu kesatuan 
(horizontal), dapat digeser menjadi anak dan cucu dipahami jurai perjurai, 
setiap jurai menghijab keturunan di bawahnya tetapi tidak menghijab 
keturunan dari jurai yang lain (vertikal). Pemahaman ini memungkinkan 
cucu yatim mengambil hak warisan yang seharusnya diterima orang tuanya 
dari kakek (nenek) tanpa terpengaruh dengan keberadaan anak yang lain.  
 
Kata kunci: cucu, majas, hajib mahjub. 
 
Pendahuluan 
Dalam  fiqih kewarisan (Kitab al-Fara‟idh), ada tiga prinsip yang 
dikemukakan oleh mayoritas ulama (mazhab). Pertama, seseorang akan menjadi 
ahli waris apabila dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Kedua  ahli 
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waris yang dianggap lebih utama akan menutup (menghijab) ahli waris yang 
kurang utama dan yang lebih dekat  akan menutup yang dianggap lebih jauh.  
Ketiga setiap ahli waris menerima warisan karena dirinya sendiri, tidak ada yang 
karena menggantikan ahli waris (orang) lain. Di pihak lain ahli waris dibedakan 
menjadi tiga kelompok. Pertama, kerabat yang ditetapkan Al-qur‘an sebagai ahli 
waris (anak, ayah dan ibu, saudara serta suami atau isteri). Kedua kerabat laki-
laki (dan saudara perempuan) garis laki-laki yang akan mengambil sisa setelah 
kelompok pertama mengambil haknya. Ketiga kerabat yang tidak menjadi ahli 
waris, yaitu mereka yang tidak masuk dalam kelompok pertama dan kedua.  
Berdasarkan prinsip di atas maka cucu yang ayahnya meninggal dunia 
sebelum kakek, tidak akan menerima warisan dari kakek, apabila si kakek masih 
mempunyai anak (laki-laki). Kelompok cucu (karena berjarak dua derajat dari 
pewaris) akan terhijab oleh kelompok anak laki-laki (saudara ayah si cucu, yang 
berjarak satu derajat dari pewaris), karena kelompok anak dianggap lebih dekat 
kepada pewaris dibandingkan dengan cucu. Cucu baru akan mewaris (menerima 
warisan)i kalau semua anak laki-laki sudah meninggal dunia terlebih dahulu.   
 Di era negara bangsa, mungkin karena para ulama dan penguasa 
muslim telah bersentuhan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan hukum 
Barat, ketentuan kewarisan di atas dianggap tidak adil (lagi) dan tidak 
melindungi anak yatim, sehingga muncul upaya untuk mengubahnya. Namun 
pengubahan tidak dilakukan oleh para ulama melalui kegiatan ilmiah (ijtihadiah), 
tetapi melalui peraturan (qanun) yang disahkan oleh pemerintah (Negara). Mesir 
misalnya, melalui peraturan perundang-undangan di bidang kewarisan dan 
wasiat, melakukan terobosan, memberikan sebagain dari harta kakek kepada 
cucu yang yatim tadi, melalui wasiat wajibah (Qanun Wasiat Nomor 71 tahun 
1946).  Wasiat wajibah adalah wasiat yang dianggap sudah diucapkan seseorang, 
bahwa dia mewasiatkan sejumlah tertentu dari hartanya kepada  cucu 
(keturunan) yang tidak mewaris.  Karena merupakan bagian dari wasiat, maka 
warisan yang dapat diberikan melalui wasiat wajibah paling banyak hanyalah 
sepertiga harta. Jadi cucu yang tidak mewaris akan menerima wasiat sejumlah 
yang seharusnya diterima oleh ayah atau ibunya, selama tidak lebih dari 
sepertiga harta. Kalau hak tersebut lebih dari sepertiga harta, maka dia hanya 
berhak atas sepertiga harta sesuai dengan batas maksimal wasiat. Ketentuan ini 
(ada yang dengan perubahan dan ada yang tanpa perubahan) diikuti oleh 
peraturan perundang-undangan di beberapa Negara lain, seperti Suriah (1953), 
Tunisia (1956), Marokko (1958), dan Irak (1959) yang pada umumnya masih 
berlaku sampai saat ini.ii  
Ketentuan ini mereka dasarkan pada pendapat Ibnu Hazm yang 
menyatakan bahwa setiap orang wajib berwasiat untuk kerabat yang bukan ahli 
waris atau yang karena sesuatu sebab tidak menjadi ahli waris. Dalil yang beliau 
gunakan untuk pendapat ini adalah al-Baqarah ayat 182.iii Sebetulnya Ibnu 
Hazm tidak mengkhususkannya untuk cucu atau kerabat tertentu, dan juga 
tidak menentukan besaran perolehan (wasiat) untuk setiap orang itu. Dengan 
demikian, ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan Mesir 
tersebut hanya mengambil nama dari Ibnu Hazm. Sedang isinya boleh 





dikatakan sudah sangat berbeda, bahkan sama sekali baru, sehingga dapat 
dianggap tidak lagi mengambil pendapat yang ada dalam mazhab, tetapi sudah 
merupakan sebuah ijtihad baru. Coulson menyebut pengambilan pendapat ini 
sebagai quasi ijtihad,iv sedang Yusuf al-Qaradhawi menganggapnya sebagai 
gabungan dari ijtihad intiqa‟i (selektif) dan insya`i (kreatif).v Terobosan ini oleh 
banyak ulama dianggap masih menyimpan beberapa kelemahan, namun tetap 
dipuji dan didukung, karena merupakan terobosan penting untuk membela 
kepentingan anak yatim.vi  
Pemberian hak kepada cucu yang yatim melalui wasiat wajibah, secara 
langsung atau tidak, semakin mengukuhkan ketentuan yang ada dalam fiqih, 
bahwa cucu yang yatim adalah ahli waris yang terhijab oleh saudara laki-laki 
ayah atau ibu mereka (anak pewaris). Menurut jumhur, ketentuan mengenai 
wasiat bukanlah bagian dari ketentuan mengenai kewarisan. Wasiat hanya boleh 
diberikan kepada kerabat yang tidak mewaris (ahli waris yang terhijab atau 
mempunyai mani`). Dengan kata lain, karena cucu tidak berhak mewaris (tidak 
diberi hak melalui pewarisan) maka dia diberi hak melalui wasiat (wasiat 
wajibah) sebagai jalan keluar. Pilihan ini secara langsung atau tidak memberi 
kesan bahwa ketentuan kewarisan yang ada dalam fiqih telah bersifat final 
(qath`i), atau paling kurang  merupakan ketentuan yang tidak mempunyai celah 
untuk diubah atau disempurnakan.  
Berbeda dengan terobosan di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
(KHI, diundangkan tahun 1991), menempuh jalan yang berbeda.vii Dalam Pasal 
185 disebutkan, (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari sipewaris maka 
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 
173.viii (2) Bagian bagi ahi waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris 
sederajat dengan yang diganti. Dengan ketentuan ini cucu yang ayahnya meninggal 
dunia sebelum kakek akan tetap menerima warisan dari kakek, sebesar hak yang 
seharusnya menjadi perolehan ayahnya. Cucu tersebut akan memperoleh hak 
melalui warisan, bukan melalui wasiat.  
Ketentuan ini merupakan pembaharuan atas aturan yang ada dalam 
fiqih mazhab dan aturan mengenai wasiat wajibah yang ada dalam peraturan 
perundang-undangan di berbagai Negara muslim.  KHI tidak menjelaskan dalil 
dan alasan langsung untuk ketentuan yang dipilihnya itu. Dalil dan alasan yang 
digunakan hanyalah alasan umum, yaitu pertimbangan keadilan dan uruf yang 
berlaku di berbagai masyarakat muslim di Indonesia. Mungkin karena sangat 
berbeda dengan apa yang selama ini dipelajari, dan lebih dari itu karena tidak 
didasarkan kepada dalil dan alasan yang jelas, maka ketentuan ini di samping 
mendapat pujian dan penghargaan, juga mendapat kritikan, bahkan penolakan 
dari sebagian ulama dan sarjana.ix  
Tulisan ini ingin mencari dan menelusuri apakah ada dalil yang dapat 
digunakan sebagai landasan bagi ketentuan baru yang diperkenalkan KHI di 
atas. Metode dan pendekatan yang akan dipakai (untuk memahami dalil) pada 
dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah ushul fiqih yang sudah ada, yang akan 
digunakan secara kritis, yang sampai batas tertentu akan  diperkaya pula dengan 
hasil dan capaian pengetahuan ilmiah modern terutama sekali logika dan 
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antropologi. Mengenai asumsi atau perspektif, ada dua buah yang akan 
digunakan. Pertama dilakukan pemisahan yang relatif tegas antara syari`ah 
dengan fiqih, atau antara nash (teks Al-qur‘an dan hadis) dengan hasil ijtihad.  
Nash (syariat) adalah wahyu dalam bentuknya yang masih murni, yang 
kebanyakannya belum dapat diamalkan. Untuk dapat diamalkan nash harus 
dipahami dan ditafsirkan terlebih dahulu. Hasil penafsiran ini yang dirumuskan  
secara sistematis dan praktis disebut fiqih. Namun perlu juga disebutkan dalam 
jumlah yang relatif sangat terbatas, ada nash (syariat) yang dapat diamalkan 
tanpa penafsiran dan pemahaman. Dengan demikian nash adalah ajaran yang 
masih dalam bentuk ideal, abstrak, tunggal dan eternal, sedang fiqih adalah 
upaya untuk menjabarkan syari`ah agar menjadi kongkrit dan sistematis, 
sehingga siap untuk dijalankan. Jadi fiqih merupakan wahyu yang sudah 
bercampur dengan pemikiran manusia (pemikiran manusia yang bersandar 
kepada wahyu), karena itu sudah bersifat relatif, yang di dalam kenyataannya 
hamper selalu beragam. Asumsi kedua, hubungan kekerabatan bahkan isi 
sebuah istilah kekerabatan selalu berhubungan dan terikat dengan budaya dan 
adat tertentu. Dengan demikian, walaupun Al-qur‘an bersifat universal dan 
eternal, pemahaman dan pemaknaan atas berbagai konsep kekerabatan dan 
hubungan kekerabatan yang ada di dalamnya, khususnya dalam hubungan 
dengan kewarisan selalu akan dipahami dalam konteks budaya dan adat 
tertentu. Mungkin ada beberapa istilah (konsep) yang dapat dianggap bersifat 
universal, misalnya ayah dan ibu. Tetapi ketika konsep ini dikembangkan atau 
dihubungkan dengan konsep lain, misalnya siapa yang akan menggantikan ayah 
atau ibu (ketika mereka tidak ada atau sudah meninggal dunia) atau adakah 
orang lain yang dihargai sama dengan ayah dan ibu (misanya ayah dan ibu 
angkat) dalam pengamatan penulis selalu dipahami dalam konteks budaya dan 
adat tertentu, tidak ada yang betul-betul universal.  
Untuk memudahkan, Tulisan ini akan dibagi kepada lima bagian utama. 
Pertama sekali pendahuluan, lalu diikuti dengan pembahasan mengenai 
pendapat ulama mazhab tentang pengertian anak dan hak kewarisannya beserta 
dalil-dalilnya, khususnya cucu yatim yang dianggap terhijab oleh anak laki-laki 
pewaris (saudara ayahnya). Setelah itu dilanjutkan dengan bagian ketiga yang 
berisi pencarian dalil dan upaya pemahaman dalil dengan cara baru, sehingga 
ketentuan (pembaharuan) yang dipilih oleh KHI di atas dapat diletakkan dalam 
kerangka pemikiran fiqih yang lebih luas, dan baru setelah itu disusul dengan 
bagian keempat sebagai penutup.  
 
Kewarisan Cucu dalam Al-qur‟an  
 Dalil utama tentang hak kewarisan anak adalah al-Nisa‘ ayat 11, yang 
mengatur hak kewarisan anak dan orang tua (ayah dan ibu). Terjemahan 
mengenai hak kewarisan anak lebih kurang: Allah mensyariatkan bagimu tentang 
(pembagian pusaka) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan 
bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 
dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 
seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta ….  





Dari isi ayat di atas para ulama menyimpulkan bahwa lafaz walad mencakup 
semua anak,  laki-laki dan anak perempuan, baik yang sudah dewasa ataupun 
yang belum. Anak dari seorang laki-laki adalah semua orang yang lahir dari 
isterinya ataupun dari budaknya. Sedang anak dari seorang perempuan adalah 
semua orang yang lahir dari rahimnya. Hak kewarisan anak, sekiranya terdiri 
dari laki-laki dan perempuan, maka bagi yang laki-laki akan mendapat dua kali 
bagian  anak perempuan.  Sekiranya hanya terdiri dari anak perempuan, kalau 
satu orang maka dia akan memperoleh separuh harta, kalau dua orang atau lebih 
maka mereka akan memperoleh dua pertiga harta. Kalau terdiri dari laki-laki 
saja, mereka akan berbagi rata. Sampai disini tidak ada perselisihan ulama, 
karena ketentuan dalam ayat di atas relatif jelas sekali, sehingga tidak perlu 
bahkan tidak dapat untuk ditafsirkan lain. Tetapi masalah akan muncul ketika di 
samping anak ada ahli waris yang lain, seperti cucu, saudara, dan seterusnya. 
Kelihatannya kasus kewarisan yang melibatkan cucu sebagai ahli waris 
pada masa Rasulullah sangatlah sedikit, karena hanya ada sebuah hadis tentang 
hal itu. Sedang pada masa Sahabat masalah ini menjadi bahan diskusi yang 
relatif luas dan mendalam. Paling kurang ada empat masalah yang telah mereka 
perbincangkan. Pertama apakah cucu masuk dalam pengertian walad (anak). 
Kedua apakah cucu yang masuk dalam pengertian walad tersebut hanya yang 
melalui garis laki-aki saja atau mencakup garis laki-laki dan perempuan. Ketiga 
apakah cucu tersebut dikelompokkan berdasar generasi atau semua mereka 
dianggap sebagai satu kesatuan, walaupun berasal dari generasi yang berbeda. 
Keempat, kapan cucu akan berhak mewaris,  
Untuk yang pertama para Sahabat sepakat bahwa cucu masuk dalam 
pengertian walad berdasarkan arti majaz (majas), bukan haqiqat (hakikat). Untuk 
yang kedua mereka berbeda pendapat apakah cucu dan keturunan tersebut 
dibatasi pada mereka yang melalui garis laki-laki saja atau diperluas sehingga 
mencakup semua keturunan, melalui garis laki-laki dan perempuan.  Tidak ada 
nash yang relatif tegas yang dapat digunakan untuk menjelaskan apakah lafaz 
walad hanya mencakup keturunan garis laki-laki atau mencakup juga kepada 
keturunan garis perempuan. Mengenai pengertian keturunan, kelihatannya 
mereka hanya mengambil alih kebiasaan dan adat yang ada dalam masyarakat 
Arab (Mekkah dan Madinah)  pada waktu itu, yang menarik nasab melalui garis 
laki-laki (patrilineal). Untuk itu ada sebuah syair masa jahiliah yang sering 
dikutip, yang maknanya lebih kurang, “keturunan kita adalah anak laki-laki dari 
anak laki-laki kita dan anak perempuan kita; adapun anak dari anak perempuan kita 
adalah anak bagi laki-laki yang jauh (tidak mempunyai hubungan dengan kita).x  
Mengenai pengakuan Nabi bahwa Hasan dan Husein termasuk dalam 
keluarga beliau (ahl al-bayt, cucu) oleh para ulama dipahami sebagai kekhususan 
Nabi, sebagai pengecualian dari apa yang berlaku pada masa itu. Para Sahabat 
kelihatannya tidak berfikir bahwa apa yang dilakukan Nabi adalah bagian dari 
upaya mengubah adat Arab, dari patrilineal menjadi bilateral.  
Dalam hubungan ini pantas dicatat, ada ulama (sesudah masa Sahabat) 
yang berupaya membedakan makna walad dengan ibn (bani). Dalam walad yang 
yang lebih ditekankan adalah hubungan kelahiran, sedang dalam ibn yang lebih 
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ditekankan adalah hubungan nasab. Karena itu adalah mungkin untuk 
memasukkan ke dalam lafaz walad semua keturunan secara bilateral, sedang 
lafaz ibn hanya dapat menampung keturunan secara patrilineal. Berdasarkan 
pembedan ini ulama Syafi`iah, jumhur ulama Hanabilah dan sebagian ulama 
Hanafiah (Abu Yusuf), berpendapat, kalau seseorang berwakaf kepada walad-
nya, maka wakaf tersebut akan mencakup semua keturunannya garis laki-laki 
dan perempuan, sedang kalau berwakaf untuk bani (ibn)-nya maka hanya 
mencakup keturunannya garis laki-laki saja. Namun ulama Malikiah dan jumhur 
Hanafiah menganggap wakaf kepada ibn (bani) dan wakaf kepada walad 
mempunyai makna yang sama, hanya mencakup keturunan garis laki-laki saja.xi 
Berdasar fakta ini barangkali dapat disimpulkan bahwa  sebagian ulama mazhab, 
sudah merasa ada perbedaan makna antara walad dengan ibnu. Mungkin sekali 
mereka merasa mudah menerapkan makna walad menurut apa adanya dalam 
masalah wakaf, karena wakaf merupakan lembaga baru yang diperkenalkan oleh 
Islam. Sebaliknya mengalami kesulitan psikologis ketika menerapkannya di 
bidang kewarisan, karena mereka sudah mempunyai pengalaman masa lalu 
dalam bidang ini. Seperti kita tahu, banyak Sahabat yang heran dan bertanya 
kepada Rasulullah kenapa warisan diberikan kepada anak-anak dan orang 
perempuan, sedang mereka tidak pergi berperang. Pertanyaan ini memberi 
indikasi bahwa Sahabat, paling kurang sebagian mereka, ketika memahami dan 
menafsirkan ayat-ayat kewarisan, masih membacanya dalam kerangka adat 
jahiliah, (hanya mengubah sebagian adat jahiliah). Mungkin mereka tidak merasa 
bahwa ayat kewarisan telah mengubah adat kewarisan Arab secara relatif 
menyeluruh.  
Mengenai pembedaan walad dengan ibn, Al-Thabathabai, seorang 
mufassir kontemporer bermazhab Syi`zh kelahiran Iran berpendapat bahwa 
pemilihan kata al-awlad dan bukannya al-abna‟ dalam ayat ini, mungkin sekali 
untuk menunjukkan bahwa perbandingan perolehan itu berkaitan langsung 
dengan anak kandung dari pewaris, yang setelah itu dialihkan kepada 
keturunannya dengan perimbangan yang tetap antara laki-laki dan perempuan 
(2:1).xii Dengan kata lain keturunan lebih lanjut dari seorang anak tidak akan 
mewaris dengan hak sendiri, tetapi selalu mengambil hak orang tua yang 
menghubungkan mereka dengan pewaris. 
Mengenai yang ketiga, para Sahabat dan ulama sesudah mereka 
cenderung berpendapat bahwa keturunan di bawah anak (cucu dan seterusnya 
ke bawah) paling kurang dalam masalah kewarisan dianggap sebagai satu 
kesatuan, yang tidak saling menghijab. Kalau sebagian cucu merupakan generasi 
kedua, sebagian lagi merupakan generasi ketiga, bahkan keempat, maka semua 
mereka akan menerima warisan secara bersama-sama, tanpa 
mempertimbangkan perbedaan generasi, karena diri mereka sendiri, yang laki-
laki mendapat dua kali bagian yang perempuan. Jadi berbeda sekali dengan 
pendapat yang diberikan oleh al-Thabathabai di atas. Tentang hal  ini di bawah 
nanti akan diuraikan kembali.  
Mengenai yang keempat, tentang hak dan kedudukan cucu sebagai ahli 
waris, ada hadis yang mereka pedomani. Dalam hubungan ini, dapat disebutkan 





hampir semua hadis tentang kewarisan merupakan penyelesaian (putusan) atas 
kasus-kasus (merupakan praktek pembagian warisan), bukan sebagai peraturan 
yang akan diberlakukan secara umum (memberikan garis hukum). Jumlah hadis 
ini pun relatif sedikit, sehingga tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan baru yang muncul tanpa mengijtihadkannya. Dengan demikian 
setelah Rasulullah wafat, ketika ditemukan kasus yang tidak persis sama dengan 
yang terjadi pada masa Rasulullah, para Sahabat mengalami kesulitan dalam 
menyelesaikannya. Untuk itu, mereka hampir selalu bertukar informasi, 
berdiskusi, mempertimbangkan dalil dan alasan, saling mengkritik, yang 
sebagiannya terkesan sangat tajam, dan setelah itu sampai pada kesimpulan yang 
berbeda, yang mereka terima dengan lapang dada. Sama seperti dalam masalah 
fiqih lainnya, para Sahabat cenderung untuk menyelesaikan masalah yang 
muncul secara kasus-kasus perksus, sehingga ada yang terasa tidak sejalan 
bahkan bertolak belakang.  
 
Kewarisan Cucu dalam hadis 
Diantara hadis yang dijadikan rujukan oleh Sahabat mengenai hak 
kewarisan cucu, ada dua buah yang akan penulis kutip. Satu buah berhubungan 
dengan pembedaan kerabat garis laki-laki dengan garis perempuan dan satu lagi 
tentang kedudukan cucu perempuan yatim ketika mewaris bersama anak 
perempuan.  
Hadis pertama diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, al-Turmuzi, Abu 
Daud, Ibnu Majah, al-Nasa‘i dan al-Thabrani. Hadis ini bermakna lebi kurang:  
Rasulullah Saw. bersabda, berikan bagian faraid (warisan) kepada yang berhak. Adapun 
sisanya adalah untuk kerabat laki-laki yang terutama (terdekat, awla rajulin dzakarin).  
Seperti terlihat, hadis ini merupakan sabda Nabi, bukan perbuatan ataupun 
putusan untuk menyelesaikan kasus (sengketa). Karena itu kedudukannya 
dihargai lebih kuat dari hadis lain yang merupakan riwayat mengenai perbuatan 
Nabi atau putusan Nabi atas sebuah masalah. Karena merupakan sabda Nabi, 
maka isi hadis ini dapat dianggap berlaku umum, menjelaskan sebuah garis 
hukum.xiii Namun begitu ada juga yang beranggapan bahwa hadis ini masih 
berhubungan dengan kasus khusus dan tidak berisi garis hukum. Alasannya, 
dalam hadis ini Nabi mengucapkannya dengan lafaz awla rajulin dzakarin (dalam 
bentuk nakirah bukan ma`rifah), sehingga sesuai dengan kaidah bahasa Arab, 
ucapan ini tidak ditujukan untuk makna yang umum, tetapi berhubungan 
dengan kasus tertentu saja. Dalam kutipan populer istilah awla rajulin dzakarin 
kadang-kadang ditukar dengan lafaz `ashabah. Namun Ibnu Shalah dan al-
Mundziri mengeritik penukaran tersebut, karena lafaz `ashabah pada biasanya 
digunakan untuk menunjuk sekelompok orang, sedang dalam hadis ini 
dimaksudkan untuk menunjuk satu orang  atau satu derajat kerabat saja.xiv 
Mengenai sanad, para ulama menganggap hadis ini bernilai sahih, walaupun ada 
kritik bahwa sebagian jalurnya tidak bersambung (tidak sampai) kepada Nabi 
(munqathi`). Namun karena ada jalur yang bersambung dan bernilai sahih, maka 
kritik atas jalur yang terputus ini dianggap tidak signifikan.    
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 Para ulama menganggap hadis ini sangat penting, karena menjadi 
tumpuan utama setelah Al-qur‘an. Berdasasrkan hadis ini para ulama sepakat 
bahwa warisan, setelah diberikan kepada orang (kerabat, ahli waris) yang 
tersebut dalam Al-qur‘an, yang umumnya perempuan, maka diberikan kepada 
kerabat laki-laki melalui garis laki-laki yang dianggap mempunyai hubungan 
paling dekat dan paling utama dengan pewaris.  Kerabat laki-laki garis laki-laki 
yang dianggap lebih utama akan menutup kerabat garis laki-laki lain yang kurang 
utama dan begitu juga yang lebih dekat akan menutup yang lebih jauh. Bagi 
kelompok ini bahwa Nabi mengucapkannya dalam bentuk nakirah, tidak 
menjadi perhatian utama. Sebagai contoh ekstrim, kalau ahli waris terdiri atas 
seorang anak perempuan, seorang kakek (garis laki-laki) dan seorang saudara 
laki-laki kandung dari ayah (anak kakek), maka anak perempuan akan 
memperoleh separuh harta (sesuai zahir Al-qur‘an), sedang sisanya diserahkan 
kepada kakek (berdasarkan hadis di atas). Saudara laki-laki ayah tidak mendapat 
apa-apa dianggap terhijab oleh kakek. Begitu juga kalau ahli waris terdiri atas 
seorang anak perempuan, seorang saudara laki-laki kandung dan seorang 
saudara laki-laki seayah, maka anak perempuan mendapat separuh harta dan 
separuh lagi menjadi hak saudara laki-laki kandung sedang saudara laki-laki 
seayah tidak mendapat apa-apa, dianggap terhijab.  
Ibnu `Abbas, (Sahabat yang menjadi penutur hadis ini) memahami 
hadis ini secara relatif ekstrim, mengangapnya sebagai sebuah garis hukum 
sehingga dapat menyingkirkan dalil lainnya. Sebagai contoh, sekiranya ahli waris 
terdiri dari anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka 
yang menjadi ahli waris menurut Ibnu `Abbas adalah anak perempuan 
(mengambil separuh atau dua pertiga, sesuai dengan zahir Al-qur‘an) dan 
saudara laki-laki akan mengambil sisanya (asabah, berdasarkan hadis di atas). 
Sedang saudara perempuan tidak mendapat hak warisan, karena berdasarkan 
pemahaman atas hadis di atas,  yang berhak mendapat warisan setelah 
dikeluarkan bagian orang yang disebutkan dalam Al-qur‘an hanyalah kerabat 
laki-laki terdekat. Saudara laki-laki tidak akan menarik saudaranya yang 
perempuan menjadi asabah, karena hadis tidak memerintahkan seperti itu.xv 
Pendapat ini ditentang oleh sahabat lain terutama Zaid bin Tsabit. Menurut 
beliau pendapat di atas masih terpengaruh dengan cara berpikir orang-orang 
jahiliah, yang memberikan warisan hanya kepada laki-laki dan mengabaikan 
orang perempuan.xvi  
Jumhur ulama tidak menganggap hadis Ibnu `Abbas sebagai garis 
hukum, tetapi dihargai lebih tinggi dari hadis lain (akan dimenangkan ketika 
berbeda dengan hadis lain). Menurut jumhur hadis ini hanya berlaku untuk 
kasus yang ahli warisnya adalah saudara ayah, anak saudara atau anak saudara 
ayah. Tiga kelompok kerabat ini tidak akan menarik saudara perempuannya 
menjadi ahli waris. Contohnya kalau ahli waris terdiri atas satu anak perempuan, 
dua orang anak (satu laki-laki dan satu perempuan) dari saudara laki-laki, maka 
anak perempuan akan mendapat seperdua dan sisanya diberikan kepada anak 
laki-laki saudara, sedang anak perempuan saudara tidak akan mendapat 
warisan.xvii Cara pemahaman ini juga tidak bebas dari kritik karena menjadikan 





orang laki-laki saja yang akan menerima warisan dan mengabaikan orang 
perempuan yang sederajat dengannya. Pemahaman bahwa hadis ini hanya 
berlaku untuk kerabat garis sisi, menyebabkan ayah tidak berhak menjadi asabah 
ketika bersama anak perempuan. Sisa warisan tersebut (setelah dikeluarkan hak 
ayah dan anak perempuan) harus diserahkan kepada kerabat laki-laki garis sisi 
(mungkin saudara, saudara ayah atau anak mereka). Karena bagaimanapun cara 
memahaminya selalu menimbulkan kesulitan, maka ada beberapa ulama seperti 
al-Mazari (536/1140), al-Qadhi `Iyad (544/1148) dan Ibnu Daqiq al-`Id 
(702/1302) yang berpendapat bahwa susunan kata awla rajulin dzakarin yang ada 
dalam hadis mengandung semacam kerumitan (isykal) yang dengan cara 
bagaimana pun tidak dapat dijelaskan secara memuaskan.xviii  
Para ulama membedakan saudara dengan saudara ayah atau anak 
saudara. Dalam kasus ahli waris terdiri dari saudara dan anak perempuan, maka 
pemberian warisan kepada saudara didasarkan kepada hadis di atas. Tetapi 
karena dalam Al-qur‘an saudara laki-laki disebutkan bersama dengan saudara 
prempuan, maka saudara laki-laki akan menarik saudaranya yang perempuan 
untuk bersama-sama menjadi asabah dan berbagi dengan perbandingan dua 
banding satu.  Begitu juga ayah yang menjadi asabah ketika bersama anak 
perempuan didasarkan kepada hadis di atas setelah digabung dengan ayat Al-
qur‘an.   
Hal yang menarik, para Sahabat dan para ulama dalam diskusi yang 
mereka lakukan, tidak menggunakan hadis Ibnu Abbas di atas sebagai dalil 
untuk adanya hak cucu laki-laki untuk mewaris, baik ketika masih ada anak 
perempuan ataupun ketika tidak anak sama sekali. Kelihatannya cucu dan 
keturunan di bawahnya tidak dianggap masuk dalam pengertian awla rajulin 
dzakarin tetapi masuk dalam pengertian walad melalui pemahaman secara 
majas.xix  
Adapun mengenai hak cucu perempuan untuk mewaris bersama 
dengan anak, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, al-
Turmuzi dan Ibnu Majah, yang akan dibicarakan sebagai hadis yang kedua. 
Matannya menurut Bukhari bermakna lebih kurang:  
Ditanyakan kepada Abu Musa tentang bagian kewarisan serang anak permepuan, 
seorang cucu perempuan (melalui anak laki-laki yang telah meninggal sebelum pewaris) 
dan seorang saudara perempuan kandung. Beliau menjawab, untuk anak perempuan 
seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Pergilah kepada Ibnu Mas`ud, tentu 
dia pun akan mengikuti aku. Ketika diajukan kepada Ibnu Mas`ud beliau menjawab, 
kalau begitu saya telah sesat dan tidak termasuk orang yang mendaat petunjuk (al-
An‟am 56). Saya akan menyelesaikannya berdasar keputusan Nabi saw. Untuk 
serang anak perempuan seperdua, untuk seorang cucu perempuan seperenam untuk 
menggenapkan dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan. Setelah itu kami (si 
penanya) kembali kepada Abu Musa danmenceritakan penjelasan Ibnu Mas`ud 
tersebut. Jangan tanyai aku selama “orang alim” itu masih ada (ma dama hadza al-
hibr fikum).  
Menurut  Al-Turmuzi sanad hadis ini bernilai hasan shahih, sedang 
rawi lainnya tidak memberi komentar. Hadis ini digunakan secara luas, 
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ditemukan hampir dalam semua buku fiqih kewarisan yang menyertakan dalil. 
Mereka mengutip hadis ini sebagai dalil mengenai hak cucu perempuan untuk 
mewaris bersama anak perempuan dan hak saudara perempuan untuk mewaris 
bersama anak perempuan atau cucu perempuan (ketika tidak ada anak atau cucu 
laki-laki).   
Seperti terlihat, hadis di atas berhubungan dengan sebuah kasus yang 
melibatkan seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan (garis laki-laki) 
dan seorang saudara perempuan (kandung). Kelihatannya Abu Musa tidak 
mengetahui hadis ini, sehingga membuat keputusan berdasarkan rakyu (ijtihad), 
hanya anak perempuan dan saudara perempuan yang akan mendapatkan 
warisan, sedang cucu tidak mendapat apa-apa. Pendapat ini dikoreksi oleh Ibnu 
Mas`ud, yang menyatakan bahwa satu anak perempuan akan mendapat 
seperdua harta, dan satu cucu perempuan akan mendapat seperenam harta, 
guna menggenapkannya menjadi dua pertiga, yaitu bagian untuk dua orang anak 
perempuan. Sedang saudara perempuan akan mendapatkan sisanya yaitu 
sepertiga harta. Beliau mendasarkan putusannya ini pada putusan yang pernah 
diberikan Nabi, tetapi bagaimana persis putusan yang diberikan Nabi tersebut 
tidak beliau sebutkan.  
Menghadapi pendapat Ibnu Mas`ud yang dia dasarkan pada putusan 
Nabi di atas, para Sahabat tidak mempunyai satu pendapat. Namun para 
Sahabat cenderung sepakat (yang kemudian diikuti oleh jumhur ulama), dalam 
keadaan ahli waris hanya terdiri dari anak perempan dan cucu perempuan 
bersama saudara perempuan maka saudara perempuan akan menjadi asabah 
setelah anak perempuan dan cucu perempuan mengambil haknya (mengambil 
sisa, disebut `ashabah ma`a al-ghayr). Pendapat ini ditentang oleh Ibnu Abbas 
karena menurut beliau saudara perempuan (bahkan orang perempuan) bukanlah 
asabah dan karena itu tidak berhak mendapat warisan bersama dengan anak 
perempuan dan atau cucu perempuan. Kelihatannya Ibnu `Abbas menolak 
hadis Ibnu Mas`ud di atas karena beliau berkata, ada satu hal yang tidak kami 
temui dalam kitab Allah dan putusan (qadha‟) Rasulullah tetapi berkembang luas 
di tengah asyarakat, yaitu peberian hak untuk mewaris kepada saudara 
perempuan bersama anak perempuan.xx  
Ibnu Mas`ud cenderung memahami hadis yang dia riwayatkan secara 
harfiah dan dia anggap sebagai garis hukum, sehingga dalam semua kasus cucu 
perempuan selalu dalam kedudukan sekedar menggenapkan hak dua pertiga 
anak perempuan. Sebagai contoh, kalau ahli waris terdiri dari dua anak 
perempuan, satu cucu perempuan dan satu cucu laki-laki, maka dua anak 
perempuan mendapat 2/3, cucu perempuan tidak mendapat apa-apa, karena 
bagian dua anak perempuan telah diambil oleh dua orang anak. Sedang cucu 
laki-laki akan menjadi asabah (mengambil sisa).  Dalam kasus ahli waris satu 
orang anak perempuan, satu cucu perempuan dan satu cucu laki-laki, maka anak 
perempuan mengambil seperdua, cucu perempuan mengambil seperenam (guna 
mencukupkan 2/3) dan cucu laki-laki menjadi asabah.xxi (123)  
Zaid mengeritik pendapat Ibnu Mas`ud ini, sama seperti kritikannya 
kepada Ibnu `Abbas, dianggap meneruskan semangat jahiliah, mengutamakan 





laki-laki dan mengabaikan perempuan.xxii Zaid memberikan pendapat sendiri 
yang lantas diikuti jumhur, yang oleh banyak ulama dianggap sebagai tafsir 
otentik atas ayat di atas, yang maknanya lebih kurang: Cucu melalui anak laki-laki 
menempati kedudukan anak apabila tidak ada anak laki-laki. Cucu laki-laki sama 
dengan anak laki-laki dan cucu perempuan sama dengan anak perempuan. Mereka akan 
mewaris sebagaimana anak mewaris dan akan menghijab sebagaimana anak menghijab. 
Namun cucu tidak berhak mewaris bersama-sama dengan anak laki-laki.xxiii  
Fatwa ini mengandung tiga hal penting yang menurut penulis layak 
untuk didiskusikan. Pertama beliau berpendapat bahwa cucu masuk dalam 
pengertian anak. Mungkin pendapat ini mencerminkan endapat Sahabat, karena 
tidak ada diskusi apakah cucu masuk dalam pengertian anak atau tidak. Kedua, 
beliau membatasi pengertian cucu hanya pada keturunan garis laki-laki saja dan 
yang ketiga menyatakan cucu-cucu tersebut tidak akan mewaris selama masih 
ada anak lak-laki. Seperti terlihat Zaid tidak menyebutkan dalil untuk fatwa yang 
beliau kemukakan, sehingga menurut penulis, tidaklah salah sekiranya ada pihak 
yang beranggapan bahwa fatwa ini masih didasarkan kepada atau paling kurang 
masih dipengaruhi oleh adat Arab jahiliah yang dalam bidang kewarisan ini 
ingin diubah secara relatif menyeluruh oleh Al-qur‘an.  
 
IV Diskusi tentang Cucu sebagai Ahli Waris  
Para ulama yang datang belakangan, kuat dugaan menjadikan fatwa 
Zaid (ditambah dengan hadis Ibnu Mas`ud) di atas sebagai tafsir untuk al-Nisa‘ 
ayat 11, sehingga menjadikan hak kewarisan cucu masuk dalam hak kewarisan 
anak, dengan berbagai pembatasannya, seperti disebutkan Zaid. Sepanjang 
bacaan penulis seperti telah disingung di atas, tidak ada ulama yang berpendapat 
bahwa cucu masuk dalam pegertian awla rajlin dzakarin, yang ada dalam hadis 
Ibnu `Abbas, walaupun cucu laki-laki dan keturunan laki-laki di bawahnya dapat 
juga dicakup oleh makna lafaz itu. 
Para ulama menyatakan bahwa makna lafaz walad secara hakikat hanya 
terbatas pada anak yang dilahirkan, laki-laki dan perempuan. Sedang cucu dan 
keturunan yang lebih rendah masuk dalam pengertian lafaz walad secara majas, 
bukan hakikat. Karena menggunakan kaidah majas untuk memberikan makna, 
ada dua hal yang dapat didiskusikan. Pertama, mengenai penggunanaan makna 
majas secara bersamaan dengan makna hakikat. Kalau makna majas boleh 
digunakan secara bersamaan dengan makna hakikat, maka cucu boleh mewaris 
bersama-sama dengan anak-anak. Sebaliknya kalau makna haikat tidak boleh 
digabung dengan makna majas, maka menjadikan cucu mewaris bersama 
dengan anak akan dianggap menyalahi kaidah.  
Masalah yang kedua apakah cucu dan keturunan di bawahnya akan 
dianggap sebagai satu kelompok ahli waris yang berkedudukan sama, atau akan 
dibedakan menjadi generasi pergenerasi (horizontal), sehingga setiap generasi 
akan menghijab generasi di bawahnya, sama seperti anak menghijab cucu; atau 
mereka akan dibedakan tidak berdasar generasinya, tetapi berdasar jurai perjurai 
(vertical), sehingga keturunan dari setiap anak akan dianggap sebagai satu 
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kelompok yang merupakan penerus dari ayah atau ibunya, dan karena itu tidak 
akan saling menghijab dengan keturunan dari anak-anak yang lainnya.  
Untuk penggunaan (menggabung) makna majas bersama dengan 
hakikat pada satu waktu, ulama Hanafiah cenderung untuk tidak 
mengizinkannya. Menurut mereka para ulama harus memilih salah satu antara 
majas dan hakikat tersebut. Sedang ulama Syafi`iah, Malikiah dan Hanabilah 
cenderung mengizinkannya  penggunaan kedua arti tersebut secara bersamaan 
apabila penggabungan tersebut tidak merusak arti.xxiv  
Mengenai yang kedua, para Sahabat dan ulama cenderung menganggap 
semua keturunan di bawah anak sebagai satu kesatuan dan semua mereka akan 
mewaris karena dirinya sendiri secara bersamaan, walaupun berasal dari generasi 
yang berbeda. Jadi mereka tidak akan saling menghijab walaupun berbeda 
generasi dan perolehan yang akan mereka terima tidak dihubungkan dengan hak 
atau perolehan orang tuanya (bukan sebagai ahli waris pengganti) ataupun 
tingkat generasinya. Sebagai contoh, klau ahli waris terdiri atas dua anak 
perempuan, dua cucu perempuan (generasi kedua) dan dua cucu laki-laki 
(generasi ketiga), maka warisan akan dibagi untuk dua anak perempuan 2/3 
harta, sedang cucu semuanya dianggap setingkat, yang laki-laki mendapat dua 
kali bagian yang perempuan. Dengan demikian sisa harta (1/3) dibagi enam, 
2/6 dari sisa untuk dua cucu perempuan, masing-masing mendapat 1/6 dan 
4/6 untuk dua cucu laki-laki masing-masing mendapt 2/6. Contoh lainnya, 
kalau ahli waris terdiri dari satu anak perempuan, satu cucu laki-laki (generasi 
kedua) dan lima cucu perempuan (generasi ketiga, maka warisan akan dibagi 
untuk satu anak perempuan 1/2 harta dan sisanya (1/2) akan dibagikan kepada 
semua cucu. Semua cucu dianggap setingkat, yang laki-laki mendapat dua kali 
bagian yang perempuan. Dengan demikian sisa harta tersebut akan dibagi tujuh, 
satu orang cucu laki-laki akan mendapat 2/7 harta dan masing-masing cucu 
perempuan (lima orang) akan mendapat 1/7 harta. Contoh lainnya, kalau ahli 
waris terdiri dari tujuh orang cucu yang berasal dari empat orang anak laki-laki, 
misalnya anak pertama meninggalkan satu anak perempuan, anak kedua 
meninggalkan satu anak laki-laki, anak ketiga meninggalkan satu anak laki-laki 
dan dua anak perempuan, sedang anak keempat meninggalkan tiga anak 
perempuan, maka warisan akan dibagi kepada semua cucu dengan 
perbandingan yang laki-laki mendapat dua kali bagian yang perempuan. 
Keadaan bahwa ada anak yang hanya meninggalkan satu cucu, ada anak yang 
meninggalkan lebih dari satu cucu, ada anak yang meninggalkan hanya anak 
laki-laki dan ada anak yang meningglakan hanya anak permpeuan, tidak akan 
mempengaruhi pembagian tersebut.  
Penulis tidak menemukan dalil dan alasan para ulama selain dari hadis 
Ibnu Mas`ud  yang di atas tadi sudah diuraikan. Mungkin karena dalam hadis 
Ibnu Mas`ud di atas Rasulullah menggabungkan anak perempuan dengan cucu 
perempuan, maka keturunan di bawah mereka pun dapat digabungkan menjadi 
satu kelompok, sehingga mereka mewaris besama-sama dan tidak akan saling 
menghijab walaupun berbeda generasi. Adapun pendapat Zaid tidak secara jelas 
menyebutkan cucu sebagai satu kesatuan ketika tidak anak laki-laki. Dalam 





fatwa tersebut dinyatakan bahwa cucu akan menghijab seperti anak, sehingga 
bisa dipahami generasi yang tinggi akan menghijab generasi yang lebih rendah. 
Karena tidak ada dalil yang khusus, maka kuat dugaan kaidah hakikat dan majas 
tadilah yang menjadi tumpuan mereka. Keturunan dibedakan menjadi dua 
kelompok saja, kelompok anak dan kelompok cucu (semua generasi di bawah 
anak).  
Beralih kepada masalah berikutnya, dalam fatwa Zaid di atas, cucu yang 
yatim atau piatu hanya akan memperoleh warisan kalau anak laki-laki pewaris 
semuanya sudah meinggal (tidak ada lagi) sebelum pewaris sendiri meninggal. 
Kalau pada saat pewaris meninggal masih ada anak laki-laki yang hidup, maka 
semua cucu baik yang merupakan anak dari anak yang masih hidup itu, atau 
anak dari anak-anak yang sudah meninggal dunia, semuanya tidak berhak 
memperoleh warisan. Mungkin pada masa Sahabat keadaan ini tidak 
menimbulkan diskusi apalagi kerisauan, karena dalam adat Arab Jahiliah 
sebelumnya anak-anak bukanlah ahli waris. Tetapi setelah masyarakat muslim 
banyak yang menjadi urban, dan mereka mulai terpisah dari keluarga luas, lebih 
dari itu masyarakat dengan adat yang berbeda juga memeluk agama Islam, maka 
aturan di atas mungkin sekali dianggap tidak adil, lantas dipertanyakan dan 
bahkan mulai digugat.  Kalau seorang cucu dianggap terhijab oleh ayah atau 
ibunya sendiri (karena mereka masih hidup) maka hal itu dianggap patut dan 
wajar. Tetapi ketika cucu yang yatim dianggap terhijab oleh saudara ayah atau 
saudara ibunya, maka  keadaan ini dianggap tidak patut dan tidak adil. 
Mesir mengatasi kesulitan ini dengan memperkenalkan lembaga wasiat 
wajibah dengan segala kelebihan dan kekurangannya seperti telah disebutkan di 
atas. Sedang KHI mengatasinya dengan menyatakan bahwa cucu adalah ahli 
waris dan berhak memperoleh warisan sesuai dengan hak yang seharusnya 
diperoleh ayah atau ibunya. KHI kelihatannya merasa jalan ini lebih baik dari 
jalan berputar melalui wasiat wajibah yang ditempuh Mesir.Tetapi seperti telah 
disebutkan, ketentuan KHI ini tanpa dalil,  sehingga menimbulkan keraguan 
pada banyak pihak sampai ke tingkat memberikan penolakan secara relatif 
keras.  
 
Kedudukan Cucu dalam KHI  
Dalam upaya mempertimbangkan ketentuan dalam KHI mengenai hak 
cucu yang sudah yatim atau piatu, ada tiga masalah yang menurut penulis perlu 
diulas dan diuraikan lebih lanjut. Pertama tentang cakupan makna cucu dan 
seterusnya ke bawah, apakah hanya berisi keturunan garis laki-laki atau dapat 
juga mencakup keturunan garis perempuan. Kedua bagaimana cara cucu 
memperoleh hak tersebut, apakah musti karena dirinya sendiri seperti yang telah 
digariskan oleh jumhur ulama, atau ada peluang untuk memperoleh dengan cara 
lain, misalnya mengambil alih hak yang seharusnya diterima orang tuanya. 
Dengan kalimat lain, apakah mereka akan mewaris sebagai ahli waris pengganti 
atau sebagai ahli waris biasa. Masalah ketiga dalam keadaan apa cucu akan 
memproleh hak tersbut, apakah hanya ketika ada anak laki-laki sudah tidak ada 
seperti pendapat jumur, atau tidak terpengaruh dengan keberadaan anak yang 
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bukan ayah atau ibu mereka sendiri. Jadi cucu yang yatim selalu akan mewaris 
(berhak menerima warisan), walaupun tentu dengan memenuhi persyaratan 
umum, dan tidak ada `awaridh atau mani` yang menjadi penghalangnya.  
Mengenai yang pertama, cakupan pengertian cucu atau keturunan, 
seperti terlihat di atas tidak ada nash (Al-qur‘an dan hadis) yang secara jelas 
membatasinya hanya pada garis laki-laki. Jumhur ulama berpendapat bahwa 
lafaz walad seperti dijelaskan Al-qur‘an sendiri mencakup anak yang laki-laki dan 
perempuan, dan setelah itu dapat dipahami sebagai mencakup pula kepada 
semua keturunan mereka. Dalam masalah wakaf jumhur ulama telah memahami 
lafaz walad mencakup semua keturunan baik garis lak-laki maupun perempuan. 
Begitu juga dalam masalah perkawinan, keturunan yang menjadi mahram adalah 
semuanya, meliputi garis laki-laki dan perempuan, tidak dibatasi pada garis laki-
laki saja. Adanya ketentuan nasab yang hanya kepada ayah dan setelah itu 
kepada kakek menurut garis laki-laki, menurut penulis tidak secara serta merta 
menjadikan keturunan yang berhak mewaris menjadi terbatas hanya melalui 
garis laki-laki saja. Fatwa Zaid bahwa keturunan yang berhak mewaris dibatasi 
hanya bagi mereka yang menurut garis laki-laki saja, kelihatannya masih 
dipengaruhi oleh adat Arab masa itu,  yang diterima menurut apa adanya, tanpa 
diskusi dan tanpa sikap kritis. Keadaan ini dapat dimaklumi karena Al-qur‘an 
tidak secara jelas meminta Rasul untuk menginggalkan bentuk patrilineal yang 
ada. Isyarat yang diberikan Rasulullah yang menetapkan anak Fatimah sebagai 
ahl al-bayt (keturunan)-nya, tidak ditangkap sebagai upaya untuk mengubah adat, 
tetapi dipahami sebagai kekhususan beliau. Begitu juga putusan Rasulullah agar 
menyerahkan semua warisan kepada saudara perempuan ketika tidak ada 
saudara laki-laki, tidak dipahami sebagai petunjuk agar Sahabat menyamakan 
kedudukan dan hak saudara laki-laki dengan saudara perempuan dalam 
menghabiskan sisa warisan, tetapi dipahami sebagai kekhususan saudara 
perempuan ketika mewaris bersama dengan anak perempuan. Lebih dari itu, 
para Sahabat mungkin sekali belum menangkap dengan baik perubahan besar 
yang dibawa Al-qur‘an untuk melindungi anak yatim dan meningkatkan 
kedudukan perempuan dalam masalah kewarisan.  
Kuat dugaan para Sahabat juga tidak mempunyai cukup pengetahuan 
mengenai bentuk kekerabatan bilateral bahkan matrilineal dalam masyarakat 
bukan Arab, dalam upaya memahami hidayah Al-qur‘an di bidang kewarisan 
bahkan di bidang kekeluargaan secara umum. Jadi sekiranya tuntunan Al-qur‘an 
tentang hubungan kekerabatan (kekeluargaan) dilepaskan dari adat Arab, maka 
mungkin sekali cucu dalam kewarisan akan dipahami meliputi seluruh 
keturunan garis laki-laki dan perempuan, sama seperti pemahaman para ulama 
tentang lingkup makna walad dalam masalah wakaf dan muhrim (mahram).  
Mengenai yang kedua, pengelompokan keturunan menjadi dua 
kelompok saja, anak dan cucu, kelihatannya sangat bertumpu pada kaidah 
majas, seperti disebutkan di atas. Menurut penulis pemahaman secara majas 
yang ada sekarang bisa dianggap sebagai pemahaman berdasarkan perspektif 
horisontal (berdasarkan generasi), yaitu generasi anak dan generasi di bawah 
anak. Pemahaman ini bisa diubah menjadi majas berperspektif vertikal (jurai). 





Dalam model ini setiap anak dan keturunannnya (anak dan cucu) akan dianggap 
sebagai satu kelompok (satu jurai). Anak yang lain dan keturunannya juga akan 
dianggap sebagai satu kelompok (satu jurai). Hijab menghijab antara anak dan 
cucu hanya berlaku dalam masing-masing jurai. Anak atau cucu dari jurai yang 
satu tidak dapat menghijab anak dan cucu dari jurai yang lainnya. Jadi anak dan 
keturunannya dibedakan berdasar jurai perjurai (vertial) tidak lagi generasi 
pergenerasi (horizontal). Warisan akan dibagi kepada semua anak dengan 
perbandingan yang laki-laki akan mendapt dua kali bagian anak perempuan. 
Kalau anak ini sudah meninggal maka bagiannya tersebut akan dibagikan 
kepada semua anak-anaknya dengan tetap mempertimbangkan perimbangan 
dua berbanding satu antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak kedua, 
ketiga dan seterusnya pun begitu. Jadi cucu akan memperoleh warisan yang 
seharusnya menajdi bagian ayah atau ibunya saja. Dalil untuk ini adalah tafsir 
yang diberikan oleh Thabathabai di atas, bahwa penyebutan walad dalam ayat 
dapat dipahami sebagai isyarat bahwa warisan itu dibagikan kepaa anak yang 
dilahirkan dan bagian mereka inilah yang akan dibagikan kepada anak-anak 
(keturunan)-nya.  
Uraian di atas juga menunjukkan bahwa masalah pengertian cucu, hak 
kewarisan dan keterhijaban mereka oleh anak, merupakan masalah ijtihadiah 
yang sudah didiskusikan para Sahabat. Mereka tidak mempunyai pendapat yang 
sama, yang secara umum terbagi kepada pendaapt Ibnu `Abbas, pendapat Ibnu 
Mas`ud dan pendapat Zaid bin Tsabit. Jadi ketentuan fiqih kewarisan yang ada 
sekarang, mengenai cucu bukanlah ijma‘, tetapi hasil ijtihad para Sahabat. 
Pendapat Sahabat khusunya dalam masalah yang bukan merupakan bidang 
pemikiran (menyalahi qiyas) oleh para ulama mazhab dihargai relatif tinggi, 
dianggap engikat dan harus diterima. Alasannya, para Sahabat tidak akan 
mengeluarkan pendapat berdasar pikiran subjektifnya, tetapi pasti berdasar 
hadis yang pernah dia dengar, yang tidak kita ketahui. Penulis setuju dengan 
pernyataan bahwa Sahabat tidak akan mengeluarkan pendapat berdasar 
pertimbanga subjektif.  Tetapi pernyataan bahwa mereka pasti dibimbing oleh 
(mengikuti bimbingan) Rasulullah, menurut penulis masih perlu kepada 
penjelasan. Pendapat dan kritik yang kita temukan dalam diskusi Sahabat di atas, 
memberi isyarat bahwa mereka terpaksa melakukan ijtihad karena hadis yang 
ada hanya berhubungan dengan sebuah kasus, dan kasus baru yang mereka 
hadapi tidak persis sama dengan yang terjadi pada masa Rasulullah.  Jadi mereka 
―terpaksa‖ melakukan ijtihad yang di samping bersandar kepada hidayah Al-
qur‘an dan teladan Nabi, juga masih berpedoman kepada adat Arab jahiliah, 
khususnya tentang pengertian keturunan yang harus garis laki-laki. Menurut 
penulis, kaidah ushul fiqih yang menyatakan bahwa ―pendapat Sahabat dalam 
bidang yang bukan merupakan bidang pemikiran (menyalahi qiyas) adalah 
mengikat dan harus diikuti perlu ditinjau ulang. Kita harus meneliti, apakah 
pendapat yang diberikan Sahabat tersebut betul-betul berada di bawah sinaran 
hidayah Al-qur‘an, atau masih terpengaruh dengan adat jahiliah. Penelitian 
tentang hal itu mungkin kita lakukan pada masa sekarang, karena kita dapat 
menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai alat bantu. Kalau masih terpengaruh 
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dengan adat jahiliah, apalgi sampai menyimpang ari seangat dan nilai al-qur‘an 
tentu tidak patut kita ikuti, bahkan harus kita ganti.   
 
Kesimpulan 
Sekiranya tafsir dan jalan pikiran di atas dapat diterima, maka ketentuan 
dalam Pasal 185 KHI di atas dapat dianggap berdalil kepada Al-qur‘an dan 
sunnah Rasulullah tetapi dengan pemahaman yang berbeda dari pemahaman 
Sahabat. Pemahaman ini diperoleh melalui kaidah ushul fiqih yang sudah lazim 
digunakan yaitu kaidah majas, yang lantas diperkuat dengan mempertimbangkan 
adat jahiliah yang kuat dugaan masih mempengaruhi Sahabat. Penggunaan 
kaidah majas dilakukan dengan mengubah perspektif dari horizontal ke vertikal. 
Menurut penulis pemahaman ini telah memenuhi persyaratan metodologis, dan 
karena itu dapat dianggap mempunyai kedudukan yang sama kuat dengan 
pemahaman para ulama masa lalu. Bahkan sekiranya dihubungkan dengan 
pengaruh adat jahiliah, pemahaman baru ini dapat dianggap lebih sesuai dengan 
semangat dan nilai Al-qur`an karena memberikan perlindungan yang lebih baik 
kepada anak yatim dan anak perempuan (keturunan garis perempuan). 
Pemahaman Sahabat dapat dianggap masih terpengaruh dengan adat jahiliah 
yang cenderung kurang melindungi anak yatim dan sangat merendahkan 
perempuan.  
Pemahaman secara majas mengenai makna anak, dan perolehan 
warisan yang dikaitkan langsung kepada anak, sehingga cucu (keturunan di 
bawah anak) hanya akan mengambil hak ayah atau ibunya, menurut penulis 
akan sangat baik sekiranya dapat diperluas kepada saudara. Kalau hal ini dapat 
dilakukan, maka maka hak kewarisan anak saudara akan mengikuti model  cucu 
yang mengambil hak ayah atau ibunya. Dengan demikian ketentuan fiqih 
kewarisan akan menjadi lebih sederhana, dan lebih dari itu hak anak yatim serta 
keturunan garis perempuan menjadi lebih terlindungi.  Mudah-mudahan akan 
ada peneliti yang bersedia mengerjakannya.   
Wallahu a‟lam bi al‟shawab, wa ilayh al-marji` wa al-ma`ab.  
  







REKONSTRUKSI NUSYÛZ DALAM HUKUM ISLAM MODEREN  
(Studi Teks Keagamaan dan Peraturan Perundang-Undangan  




Abstrak:  Mainstream fikih klasik mendefinisikan nusyûz sebagai istri yang tidak 
mentaati suami, terutama dalam kebutuhan rumah tangga, sehingga 
menimbulkan ketegangan dan krtidakharmonisan. Akibat hukumnya istri 
harus diberi hukuman mulai dari teguran lisan, pisah ranjang, sampai kepada 
pukulan. Kebanyakan ulama tafsir klasik dan sebagiaan mufassir moderen 
juga memberikan konsep dan akibat hukum yang sama. Konsep klasik inilah 
yang diakomodir dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan 
substansi yang sama dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. 
Konsep ini tentu mendapat penolakan dari feminis muslim, seperti Aminah 
Wadud Muhsin, Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia, yang berpendapat 
semestinya nusyuz dikembalikan kepada konsep keadilan. Label nusyuz bisa 
diberikan kepada suami atau istri. Sesuai kontek ayat tentang kepemimpinan, 
maka makna nusyuz juga harus dikembalikan kepada akar kata semula 
secara lughawi, yaitu membangkang terhadap perintah Tuhan, jadi bukan 
terhadap suami. Oleh karena itu menyakiti hati istri atau suami, bersikap 
angkuh, bersikap kasar, tidak ramah, dan tidak demokratis dalam rumah 
tangga, baik melalui ucapan maupun perbuatan, semuanya adalah adalah 
nusyûz. Prinsip kesetaraan dan keadilan yang diajarkan dalam al-Qur‟an 
memang menggariskan bahwa nusyûz bukan hanya dapat terjadi pada istri 
tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak suami. Konsekuensinya, baik suami 
maupun istri yang nusyûz harus sama-sama diberi sanksi, yaitu nasehat atau 
teguran yang diikuti dengan perdamaian, lalu pisah ranjang, lalu “dharaba” 
yang direinterpretasikan sebagai pengurangan wewenang, pembayaran denda, 
atau perceraian. Otoritas yang berhak memutus kasus nusyuz ini adalah 
hakim pengadilan dan bukan invidu. 
 
A. Pendahuluan 
Ketegangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga harus 
dihindari karena tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Tujuan utama 
pernikahan yang diajarkan dalam Islam adalah membangun sebuah keluarga 
yang sakinah, mawaddah,  warahmah, yaitu keluarga yang dihiasi dengan penuh 
ketenteraman, kecintaan dan rasa kasih sayang (QS. Ar-Rum ayat 21),  dan 
pergaulan yang penuh kebaikan. (QS. An-Nisa‘ ayat 19).  Dengan mendasari 
tuntunan tersebut  maka  Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga 
merumuskan tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 berbunyi 
: ―Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan  dengan 
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seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 juga menegaskan hal 
yang sama bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 
yang sakinah, mawaddah dan rahmat. Jadi sebuah keluarga baru bisa dianggap 
sukses apabila telah mencapai dan memenuhi tujuan yang dimaksud. 
Dalam prakteknya sering terjadi konflik dalam rumah tangga, baik yang 
bersumber dari pihak istri atau suami atau lainnya. Ada suami  yang kurang baik 
dalam memperlakukan istrinya dengan mencelakai, menganiaya, memukuli dan 
menyakiti serta bertindak sewenang-wenang terhadap istri ataupun tidak 
memperdulikan istrinya. Ada pula istri  yang tinggi diri, menolak taat, 
menentang, menjengkelkan dan durhakanya terhadap suaminya.  
Nusyûz dalam pandangan ulama fikih klasik selalu dikenakan kepada 
istri yang bertindak tanpa izin suami atau menentang perintah dan kehendak 
suami. Hal ini selain didasarkan pada ayat-ayat di atas juga bersandar kepada 
hadis Nabi yang menyinggung bahwa “Tidak halal bagi perempuan berpuasa dan 
suaminya ada kecuali dengan izinnya, dan tidak mengizinkan  seseorang masuk rumahnya 
kecuali atas izinnya. (Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Juz III,  h. 260). 
Dengan pemahaman-pemahaman demikian, maka perbuatan nusyûz 
selalu lebih banyak dituduhkan kepada kaum perempuan. Atas dasar itu pula 
maka perempuan pelaku nusyûz harus dijatuhi hukuman sanksi mulai dari 
teguran lisan (nasehat), lalu dipisahkan dari tempat tidur (pisah ranjang) sampai 
kepada hukuman dipukul. Di lain pihak, jika pihak suami yang berbuat 
pelanggaran atau kesalahan, maka hampir tidak ada fuqaha‘ yang 
menyatakannya sebagai perbuatan nusyûz, dan oleh karena itu pula hampir tidak 
ada ada statemen ulama yang menetapkan bentuk hukuman atas suami yang 
nusyûz tersebut.  
Menurut kaum feminis, konsep nusyûz klasik  jelas merendahkan martabat 
perempuan dan mendorong banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. 
Kebanyakan korban kekerasan ini adalaah kaum perempuan dana anak-anak. 
Oleh karena itu konsep nusyûz tersebut  perlu dikaji ulang untuk kemudian 
dikonsep kembali sesuai dengan nilai keadilan dan kesetaraan.  
Oleh karena itu akan dikaji bagaimana pandangan fiqh feminis tentang 
nusyûz dan implikasinya terhadap pembaharuan hukum perkawinan di 
Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan 
terhadap nusyûz antara fiqh klasik dan fiqh feminis. Penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan  manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang 
hukum perkawinan terutama dalam mengungkap konsep nusyûz dan 
implikasinya menurut pandangan fiqh klasik dan kontemporer 
Penelitian ini bersifat desktiptif- kualitatif normatif kepustakaan. Data 
primer, yaitu; al-Qur‘an, al-Hadis, karya-karya tokoh fiqh klasik  terutama fiqh 
„ala madzahibil  arba‟ah dan kitab tafsir klasik, demikian pula kitab tafsir tematik 
karya tokoh fiqh feminis. Data skunder adalah sumber-sumber yang 
mendukung dalam penulisan ini seperti buku-buku fiqh kontemporer, buku-
buku fiqh perempuan, buku-buku fiqh tentang  feminis serta pendapat ilmuan 





kontemporer. Content analisis, analisis gender dan hermeneutika (sebagai teori 
utama) digunakan sebagai alat analisis dalam riset ini. 
 
B. Pembahasan 
1. Nusyûz dalam literatur tafsir klasik dan moderen 
Dalam penafsiran ulama klasik, ayat-ayat tentang nusyuz menunjukkan 
bahwa isteri mempunyai kewajiban untuk patuh kepada suami sebagai 
pemimpin rumah tanggga Jika isteri nusyuz maka suami berhak bertindak dalam 
tiga tahapan sebagiamana ketantuan  ayat 34 tersebut. Menurut imam 
Muhammad Jakfar ath-Thabari, ayat tersebut menjadi landasan ulama dalam 
menetapkan hukuman bagi wanita pelaku nusyuz sebagaimana dijelaskan dalam 
berbagai kitab fikih. Beliau tidak menolak bahwa suami memang memiliki hak 
untuk memukul isteri yang telah diyakini berbuat nusyuz. (Al-Thabari, Jami‟ al-
Bayan, h. 574) 
Mustafa al-Maraghi, sebagai mufassir al-Qur‘an era moderen juga 
menafsirkan ayat 34 tersebut tidak berbeda jauh dengan ath-Thabari. 
Menurutnya, wanita yang shalih adalah wanita yang taat kepada suami dan 
menjaga hubungan-hubungan yang biasa (badaniyah) dan urusan-urusan khusus 
yang berkenaan dengan suami isteri. Isteri tidak diperbolehkan seorang lelaki 
pun untuk melihat kepadanya, meskipun ia kerabatnya, dan lebih-lebih 
hendaknya memelihara kehormatan dari sentuhan tangan, pandangan mata, atau 
pendengaran telinga yang khianat. (Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz IV, hlm. 
28). 
Penafsiran ulama tafsir klasik, seperti at-Thabari dan Ibn Kasir di atas, jelas 
menunjukkan bahwa penafsiran mereka sangat terpengaruh oleh budaya yang 
khas patriarkhi, terutama dalam menafsirkan makna tha‘at (kepatuhan) begitu 
sangat menonjolkan posisi laki-laki (suami) yang sangat dominan dibanding 
perempuan.  
Tafsir tentang kepatuhan dari para mufasir tersebut tampak sangat 
membatasi hak-hak pribadi sebagai seorag wanita dan sebagai manusia. Seakan-
akan pola hubungan antara suami dan isteri seperti hubungan hamba sahaya 
dan tuannya (majikan). Padahal kita tahu bahwa secara fitrah, hak dan 
kewajiban serta posisi antara suami isteri adalah sejajar. 
 
2. Pandangan Fiqh Klasik Tentang Nusyûz 
 Nusyûz dalam konsep ulama mazhab Hanafi adalah ―seorang istri yang 
berada di luar  rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri dari sang suami 
padahal beliau tidak punya hak yang demikian. Sedangkan suami nusyûz yaitu 
rasa benci terhadap  istrinya dengan kasar.‖ (Ibnu Najm, Al-Bahru al-Raiq, 
Juz.IV, h.76) 
Ulama Malikiyah telah  memberikan batasan-batasan. ―Nusyûz adalah 
keluarnya seseorang dari garis-garis taat yang diwajibkan, seperti istri yang 
menolak suaminya utnuk bersenang-senang dengannya atau istri yang keluar 
dengan tanpa izin suaminya kesuatu tempat yang ia tahu sesungguhnya 
suaminya tidak akn mengizinkan  ketempat itu atau istri yang meninggalkan 
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kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT seperti mandi janabat atau sholat 
dan juga istri yang mengunci pintu untuk suaminya (Syamsuddin Ad-Dusuki, 
Kitab ad-Dusuki, Juz.III, h.343).  
Para ahli fikih mazhab Syafi‘i menetapkan Nusyûz sebagai “Keluarnya 
istri dari mentaati suaminya‖.( Ibnu Ruslan, Zubad Ibn Ruslan, tt, h.119). 
Sedangkan nusyûz menurut pendapat Fuqaha‘ Hambali ―yaitu maksiatnya istri 
terhadap apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya dari taat pada suaminya, 
diambil dari kata nusyûz yang berarti tinggi, maka seakan-akan istri merasa 
tinggi dan kuasa atas segala yang telah diwajibkan Allah kepadanya dan taat 
pada suaminya‖. Apabila seorang istri yang nusyûz kepada suaminya, sedangkan 
ia masih dalam keadan mengandung, maka suami tidak berhak memberikan 
nafkah pada istri, tetapi suami wajib memberi nafkah pada anaknya. (Ibn 
Ruslan, 119). 
 
3. Nusyûz dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi 
Hukum Islam di Indonesia 
Menurut UU Perkawinan No.I Tahun 1974 suami dan istri harus saling 
memenuhi kewajiban dan dilarang menyimpang dari aturan. Dengan demikian 
undang-undang perkawinan melarang perbuatan nusyûz ini tidak boleh 
dilakukan oleh istri maupun oleh suami. Bila salah satu dari suami ataupun istri 
melakukan perbuatan  nusyûz maka masing-masing pihak boleh  mengajukan 
gugatan  ke Pengadilan . Hal ini sebagaimana bunyi pasal 34 ayat 3 UU 
Perkawinan No.1 Tahun 1974 : ―Jika suami atau istri melalaikan  kewajibannya 
masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan‖.  
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), label nusyûz  hanya dilekatkan 
kepada istri saja, yaitu perbuatan istri yang melakukan pembangkangan terhadap 
suami. Padahal Al-Qur‘an menyetakan bahwa nusyûz  bisa dilakukan oleh suami 
dan istri (QS. An-Nisa‘, 4: 34 dan 128). Penetapan status nusyuz hanya kepada 
istri ini bisa dilihat dalam  KHI pasal 84 ayat (1) berbunyi ―Istri dapat dianggap 
nusyûz  jika ia tidak  mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam pasal  83 ayat (1) kecuali  dengan alasan yang sah. Pasal 83 ayat 
(1) berbunyi ―kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin 
kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan  oleh hukum Islam‖, dan 
pasal (2) berbunyi ―Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah 
tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya‖. 
Solusi yang ditawarkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
hanya  solusi kepada istri yang nusyuz saja yaitu jika terjadi nusyus maka 
kewajiban suami akan menjadi gugur, sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 7 
yang berbunyi ―Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila 
istri nusyûz . Ayat (5) tersebut berbunyi ―Kewajiban suami terhadap istrinya 
seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin 
sempurna dari istrinya. Ayat (4) tersebut adalah berbunyi ―Sesuai dengan 
penghasilannya suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman 
bagi istri; b biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya perawatan dan biaya 





pengobatan bagi istri dan anak. Dalam kondisi seperti ini maka istri  dapat 
mengajukan  gugatan kepada Pengadilan Agama.(lihat pasal 77 ayat (5) KHI ). 
 
4. Pandangan Tafsir dan Fikih Feminis tentang Nusyûz 
 Kalangan mufassir dan fuqaha‘ feminis memandang bahwa fiqh yang 
berkembang selama ini, adalah fiqh yang men-domestik-kan perempuan. Maka 
pemikiran yang disebarluaskan adalah istri harus di rumah tanpa diiringi seruan 
agar suami juga bertanggungjawab pada rumah tangga, di sinilah letak 
ketidakadilan terhadap perempuan. Dengan kata lain, istri atau perempuan 
dianggap sebagai ―makhluk kedua‖, sehingga wajib menanggung kerja-kerja 
domestik dan posisinya superior, di sinilah ketidakadilan terhadap perempuan 
terjadi. Maka banyak tokoh mufassir dan  fiqh feminis yang menyerukan 
pembaharuan, seperti Aminah Wadud Muhsin, Muhammad Syahrur, Musda 
Mulia, dll 
Aminah Wadud Muhsin mengkritik bahwa penafsiran ulama klasik 
sangat mangabaikan unsur keadilan dan keseimbangan hak antara suami dan 
isteri. Dengan pendekatan metodologinya ia memberikan tafsir yang lebih 
berkeadilan dengan mengupas 3 kata kunci dari surat an-Nisa ayat 34 yang 
menurutnya menjadi pokok persoalan kaitannya dengan persoalan nusyuz, yaitu 
qanitat, dharaba, dan tha‟at.. 
Pertama kata qanitaat, di mana Aminah menguraikan bahwa kata ini 
sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada pihak pihak perempuan saja. Ia 
menunjukkan perbandingan yang tidak begitu jauh antara ayat-ayat yang 
mengandung terminologi qanitaat yang ditujukan untuk kaum perempuan dan 
laki-laki. 
Kedua kata dharaba dalam ayat 34 Amina mencoba menganalisis secara 
gramatical makna dharaba. Dengan mengemukakan bahwa dharaba tidak mesti 
harus dimaknai memukul. bisa diartikan secara simbolik. 
Hal pokok terpenting yang ketiga adalah persoalan ketaatan (tha‟at). Ia 
memberikan penjelasan yang cukup berani, bahwa tidak ada keterangan al-
Qur'an yang secara eksplisit memerintahkan seorang wanita supaya mentaati 
suaminya, al-Qur'an juga tidak pernah menyatakan bahwa ketaatan kepada 
suami merupakan ciri-ciri wanita yang baik (66:5). Juga bukan persyaratan bagi 
wanita untuk memasuki komunitas Islam (60:12). 
Menurut Muhammad Shahrur, dalam ayat ayat  34 surat an-Nisa‘, Allah 
mengaitkan al-qiwamah  (kepemimpinan) dengan kualitas-kualitas yang berbeda-
beda, dan  menjadikan sifat al-qiwamah untuk kaum laki-laki dan kaum 
perempuan sekaligus. (Shahrur, 2004: h.448, dan 1991 h. 376).  
Penafsiran demikian menggugurkan sifat fisik sebagai ukuran dan 
menetapkan kelebihan berdasarkan kemampuan dalam manajemen, 
kebijaksanaan dan tingkat kebudayaan manusia. Sehingga sebagaian kaum laki-
laki terdapat orang-orang yang memiliki kelebihan di atas sebagian kaum 
perempuan. Demikian juga sebaliknya, di antara kaum perempuan terdapat 
orang-orang yang memiliki kelebihan atas sebagian kaum laki-laki. 
Kepemimpinan terpenting adalah dalam keluarga, yang terjadi pada suami istri, 
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laki-laki dan perempuan, dan bahwa  kebaikan sebuah keluarga dan masyarakat 
akan tercapai jika kepemimpinan berada di tangan orang yang memiliki 
kelebihan, baik itu laki-laki atau pun perempuan.  
 Selanjutnya ayat  34 surat an-Nisa‘di atas diteruskan dengan langkah-
langkah apa yang harus kita ambil ketika timbul nusyûz dan prilaku menyimpang 
dari sifat-sifat kepemimpinan: … faidzuhunna wahjuruhunna fi al-madaji‟i 
wadribuhunna…(…maka nasehati,  pisahkan tempat tidur (pisah ranjang) dan (pukullah 
mereka).  
Menurut Syahrur, maksud nusyûz yang dicela dalam ayat di atas bukan 
berarti istri tidak patuh pada suami dan mendurhakainya. Alasannya, pertama, 
karena tema ayat dimaksud bukanlah berkenaan dengan masalah tersebut. 
Menurutnya, nusyûz dalam ayat itu adalah keluar dari garis kepemimpinan yang 
kasih sayang, menjadi otoriter dan kesewenang-wenangan. Lawan kata nusyûz 
adalah qunut yang berarti kerendah-hatian, kesabaran dan berlapang dada. 
Seorang ibu bisa menjadi nusyuz karena tidak memiliki hak kepemimpinan 
seperti bertindak otoriter, sewenang-wenang, tidak sabar, tinggi hati dan tidak 
lapang dada termasuk terhadap anak-anaknya. Dalam keadaan demikian 
penyelesaiannya adalah dengan cara (1) bimbingan nasehat dan perkataan yang 
mulia (2) pisah ranjang, dan (3) “idribuhunna” yakni memblokade kekuasaannya 
dengan menarik hak kepemimpinan darinya.  
Langkah-langkah penyelesaian tersebut, menurut Syahrur, akan tetap logis 
dan normal dengan adanya kepemimpinan di tangan perempuan, akan tetapi 
kesemuanya  menjadi tidak bermakna sedikitpun, jika seandainya kepemimpinan 
baik fisik, intelektual, agama dan kekuasaannya, hanya milik laki-laki. (Syahrur, 
2004: 448) 
 Istilah al-ba‟al dalam ayat al-Qur‘an menunjukkan kepemimpinan 
suami, dan itu mengantarkan kepada kesimpulan bahwa jika seorang isteri 
khawatir terhadap nusyûz suaminya yang akan muncul dua sifat: (1) an-Nusyûz, 
yaitu apabila seseorang suami bertindak dengan angkuh, tinggi hati dan otoriter; 
(2) al-I‟rad, yaitu apabila seorang suami mengabaikan urusan-urusan rumah dan 
anak-anaknya, maka tidak ada pilihan lain bagi perempuan kecuali salah satu 
diantara dua hal berikut : (1) Menerima terhadap apa yang terjadi (2) Menolak 
apa yang terjadi. Ayat tersebut memberikan pedoman yaitu perdamaian antara 
keduanya. Tetapi jika perdamaian tidak terwujud, maka perceraian tidak bisa 
dihindari lagi. Inilah makna QS. An-Nisa‘ ayat 130. (Syahrur: 457)  
Sedangkan nusyûz menurut Musdah Mulia diartikan sebagai sikap 
membangkang atau tidak tunduk terhadap Tuhan. Dalam Islam, tidak ada 
ketundukan selain hanya  pada Tuhan. Tapi pemahaman masyarakat dewasa ini 
keliru. Nusyûz selalu dipahami sebagai pembangkangan  istri terhadap suami. 
Lebih fatal lagi , istilah nusyûz sering dikaitkan dengan urusan  seksual. 
Semestinya nusyûz yang berasal dari akar kata  al-nasyaz secara  lughawi adalah 
membangkang terhadap perintah Tuhan, jadi bukan terhadap suami. Di antara  
perintah Tuhan adalah  keharusan untuk tidak menyakiti hati sesama manusia, 
apalagi menyakiti hati  pasangan yang pada prinsipnya merupakan belahan jiwa. 





Karena  itu menyakiti hati istri atau suami, baik melalui ucapan maupun 
perbuatan adalah nusyûz.  (Musdah Mulia, 2009: 76). 
 Maenstream pemahaman yang salah mengartikan Nusyûz sebagai 
perempuan yang lari atau keluar rumah, tanpa izin suami. Kalau dia lari tanpa 
sebab, sedangkan suaminya pun memberlakukan dia dengan penuh tanggung 
jawab hak-haknya  sebagai istri telah dipenuhi dengan baik, maka dia boleh 
disebut nusyûz. Akan tetapi, jika dia lari karena dianiaya suami atau atau anggota 
keluarga lain di rumah,  berarti dia mengalami KDRT. Dalam konteks ini, justru 
suami yang menelantarkannya itu yang disebut nusyûz.  
 Menurut Musda, penyelesaian nusyûz menimbulkan dampak yang 
merugikan perempuan. Karena pemahaman masyarakat dibangun  dengan 
paradigma yang subordinatif dan memarjinalkan perempuan. Maka harus ada 
perubahan hukum perkawinan di Indonesia. Sekalipun memang ada perintah 
dalam ayat 34 surat An-Nisa‘: wadhribuhunna dari kata dharaba yang diartikan 
pukullah tetapi dalam analisa semantik kata dharaba tidak selamnya  bermakna 
memukul. Kata itu memiliki banyak arti, antara lain: “memberi contoh”, “mendidik”  
bahkan juga dapat berarti “bersetubuh”. Dipilihnya makna memukul karena 
mengandung bias kepentingan pada era tersebut yang dilakukan oleh para 
mufassir. (Musdah Mulia, ibid). 
 
 
D. Rekonstruksi Konsep Nusyûz untuk Pembaharuan Hukum Keluarga 
di Indonesia 
Aturan nusyuz dalam hukum perkawinan di Indonesia, baik UU nomor 
1 Tahun 1974 maupun KHI, hampir tidak jauh berbeda dengan sikap fuqaha‘ 
klasik, yaitu lebih berpihak kepada kepentingan kaum laki-laki sehingga banyak 
merugikan kaum perempuan. Memang aturan undang-undang lebih bernuansa 
egaliter di mana jika salah satu dari suami ataupun istri melakuakan perbuatan 
nusyûz maka masing-masing pihak boleh  mengajukan gugatan  ke Pengadilan. 
Hal ini sebagaimana bunyi pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan No.1 Tahu 1974 : 
―Jika suami atau istri melalaikan  kewajibannya masing-masing dapat 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan‖. 
Ada titik kesamaan sikap antara ulama fiqh dengan  UU No.1 tahun 
1974 tentang perkawinan dan KHI, dimana  para Imam madzhab ataupun 
Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menetapkan nuusyuz sebagai 
tindakan yang dilarang, dan pelakunya terutama dapat mengakibatkan 
digugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah dan keperluan hidup lainnya. 
Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggariskan nusyûz  hanya dilekatkan 
kepada istri saja yang melakukan pembangkangan terhadap suami.  
Ketentuan hukum yang timpang seperti di atas, dalam pandangan fiqh 
feminis harus diubah dan diluruskan. Sebab al-Qur‘an menyatakan bahwa nusyûz  
bisa dilakukan oleh suami dan istri (QS. An-Nisa‘, 4: 34 dan 128). Ketentuan 
KHI pasal 84 ayat (1) yang menetapkan bahwa nusyûz  sebagai perbuatan istri, 
harus dilengkapi den direvisi, dengan cara menambahkan bahwa nusyûz juga bisa 
dilakukan oleh suami dan dapat dikenakan sanksi. 
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Tiga sanksi hukuman atas perempuan yang nusyûz juga harus ditafsirkan 
atau dimaknai ulang sesuai dengan perkembangan kekinian yang 
mengedepankan HAM dan nilai-nilai kemanusiaan. Hukuman ketiga berupa 
―pukulan‖ bukan diartikan secara pukulan fisik yang dapat mencedarai tetapi 
dapat berupa sanksi moral yang diharapkan dapat mengembalikan kepada 
kesadaran awal. 
Akar  dari itu tafsiran ulama fiqh harus direkonstruksi dengan 
berlandaskan kepada beberapa prinsip. Pertama, pluralisme (at-ta‟adudiyah). Tak 
terbantahkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat plural. Pluralitas ini 
terjadi bukan hanya dari sudut etnis, ras budaya dan bahasa melainkan agama. 
Kedua, prinsip nasionalis (al-muwathanah). Telah maklum bahwa  Indonesia 
dibangun bukan oleh satu komunitas agama saja. Indonesia merekrut 
anggotanya bukan disadarkan pada kriteria keagamaan, tapi pada nasionalitas. 
Ketiga, prinsip demokrasi yang melandaskan diri pada asas kebebasan, 
kesetaraan dan kedaulatan manusia. Keempat, prinsip kemaslahatan. 
Sesungguhnya syari‘at Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk 
mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (jalb al-Mashalih) dan menolak 
segala bentuk kerusakan (dar‟u al-mafasid). Kelima, prinsip kesetaraan gender. 
(Musdah Mulia, 2004, h.190). 
 
E. Rekonstruksi Akibat Hukum Nusyûz 
Oleh karena nusyûz  bisa dilakukan suami atau istri, maka akibat 
hukumnya bisa dikenakan kepada keduaanya, tidak hanya salah satunya. 
Pandangan jumhur fuqaha‘ bahwa jika nusyûz dilakukan istri maka sang 
istri dapat dihukum secara fiqik dan psikis. Tetapi jika nusyûz berasal dari pihak 
laki-laki dan istrinya tidak senang dengan perbuatan nusyûz  dari suaminya maka 
istrinya harus mnenerimanya apa adanya  dengan jalan  selalu mengadakan 
perdamaian, namun jika tidak mau mengadakan perdamaian maka suami wajib 
menceraikannya. Selanjutnya jika nusyûz  itu datangnya secara bersamaan dari 
kedua belah pihak suami dan istri maka jalan yang harus ditempuh adalah 
mengadakan islah (perdamaian) dengan mengutus  masing-masing dari 
keluarganya atau saudaranya dan tidak boleh suami langsung menceraikannya 
tanpa suatu kejelasan atau alasan. 
 Dalam pandangan ulama fiqh feminis, sikap tersebut jelas tidak adil 
dan sangat merugikan perempuan. Menurut kalangan feminis, jika suami 
melakukan nusyûz maka istri dapat memblokade kekuasaannya dengan menarik 
hak kepemimpinan darinya. Langkah-langkah penyelesaian tersebut akan tetap 
logis dan normal dengan adanya kepemimpinan di tangan perempuan, akan 
tetapi kesemuanya  menjadi tidak bermakna sedikitpun, jika seandainya 




  Kajian terhadap berbagai perspektif klasik dan moderen tentang 
konsep nusyûz membawa kepada kesimpulan bahwa nusyûz pada dasarnya adalah 





sikap tidak tunduk terhadap aturan, dalam rumah tangga dan lain-lain. Dalam 
kontek relasi suami istri, maka nusyuz adalah tidak memenuhi hak dan 
kewajiban, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Nusyûz tidaklah berkaitan 
dengan pelaksanaan ibadah individual atau pelanggaran etika yang 
mengharuskan diberi pendidikan dan pukulan tangan. Dalam konsep egaliter, 
nusyuz adalah keluar dari garis kepemimpinan dan kasih dan sayang, karena 
telah bertindak otoriter dan sewenang-wenang, tidak sabar, tinggi hati, dan tidak 
lapang dada, baik suami maupun istri termasuk terhadap pasangan dan anak-
anaknya. Jika suami nusyûz maka hak kepemimpinan berpindah kepada istri, 
sehingga pengaturan harta bisa dilakukan istri, demikian pula hak 
kepemimpinan, bahkan salah satu pihak boleh menuntut perceraian. 
  Sanksi bagi pelaku perbuatan nusyuz dapat direkonstruksi sesuai 
dengan perkembangan kekinian dan dilakukan oleh suami maupun istri. Pada 
dasarnya sanksi tersebut adalah saling menasehati atau memeberikan teguran 
baik oleh suami atau istri, lalu pisah ranjang atau tidak memberikan nafkah 
batin. Sedangkan sanksi ―memukul‖ dalam konsep klasik harus diartikan 
sebagai mencabut hak kepemimpinan dalam rumah tangga, baik terhadap suami 
atau istri. Sanksi ketiga ini harus berdasarkan putusan hakim pengadilan dan 
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Abstrak Tulisan ini mengeksplorasi pandangan fikih sosial KH Ali Yafie 
tentang bagaimana pemikiran fikih sosial Ali Yafie merespon kebijakan 
pembangunan pemerintah. Ada dua aspek penting yang penulis kupas secara 
mendalam dalam tulisan ini, yaitu, pertama, Bagaimana pemikiran fikih sosial Ali 
Yafie dalam spektrum pembangunan? Kedua, Apa kontribusi pemikiran fikih 
sosial Ali Yafie sebagai strategi pemaknaan sosial ajaran syariah dan strategi 
pewacanaan kebijakan pembangunan pemerintah?  
Dari uraian ini, penulis menjumpai temuan bahwa pemikiran fiqh sosial Ali 
Yafie berkorelasi dengan konsep pembangunan yang menjadi kebijakan 
pemerintah berangkat dari cita-cita dasar yang terdapat dalam pembangunan 
dan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam ajaran syari‘ah. Untuk merealisasi 
korelasi ini, Ali Yafie mengadopsi ajaran syariah yang kontekstual dan diadaptasi 
sebagai mekanisme penjelasan kebijakan pembangunan pemerintah yang 
mengacu kepada kemaslahatan ke dalam kehidupan masyarakat. Untuk 
menegaskan posisi fikih sosial sebagai sebuah kontribusi pemikiran Hukum 
Islam yang kontekstual, Ali Yafie menggunakan strategi pemaknaan sosial 
terhadap ajaran fiqh dan syariah untuk menjabarkan nilai-nilai syari‘ah melalui 
pendekatan struktural.  
 
Kata Kunci:  Fikih Sosial, Pembangunan, Ali Yafie  
 
A. Pendahuluan 
Pemikiran Hukum Islam yang berkembang secara dinamis di Indonesia 
menunjukkan bahwa gerakan penyegaran cara pandang berfikih menjadi 
keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Hal ini bisa dicermati dari lahirnya beragam 
upaya aktualisasi maupun kontekstualisasi kajian fikih ke dalam konteks 
kekinian dan keindonesiaan yang dilakukan oleh berbagai kalangan intelektual, 
cendekiawan, maupun ulama.1 
Gagasan pemikiran fikih Indonesia yang ditawarkan oleh Hasbi As-
Shiddieqiy yang mengkaitkan pemikiran fikih yang sesuai dengan karakter sosial 
                                                 
1 Juhaya S Praja, ―Dinamika Pemikiran Hukum Islam‖ dalam Jaih Mubarok, 
Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam (Bandung: Roesda Karya, 2001) hlm. 91 





masyarakat Indonesia1, gagasan mazhab Indonesia yang ditawarkan oleh 
Hazairin yang bertitik tumpu pada penyesuaian antara Hukum Adat dengan 
Hukum Islam2, gagasan reaktualisasi ajaran Islam yang ditawarkan oleh 
Munawir Syadzali yang menekankan pada perumusan ajaran Islam yang sesuai 
dengan realitas sosial masyarakat Indonesia3, gagasan agama keadilan yang 
ditawarkan Masdar Farid Mas‘udi yang meniscayakan pendekatan kritis dan 
kemaslahatan dalam memahami ajaran Islam4 menjadi pertanda bahwa 
pemikiran Hukum Islam selalu bergeliat seiring dengan perkembangan zaman 
dan perubahan sosial.5 Demikian pula gagasan fikih sosial yang ditawarkan oleh 
Sahal Mahfudz6 dan Ali Yafie7 yang berupaya menstransformasikan nilai-nilai 
ajaran Islam ke dalam dimensi kehidupan individu maupun kelompok, 
masyarakat, dan negara. 
Berbagai gagasan yang hadir dalam ruang pemikiran Hukum Islam  
tersebut dalam kerangka menjembatani berbagai dilema antara Hukum Islam 
dengan dinamika sosial8 yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Maka, 
beberapa intelektual tersebut, mencoba memberikan kontribusi pemikiran, 
bagaimana merumuskan cara pandang fikih yang mampu merespon realitas 
sosial, perubahan sosial, maupun perkembangan zaman.  
Dalam hal ini, fikih sosial sebagai salah satu rumusan pemikiran fikih 
kontekstual9 ingin mengembangkan ruang lingkup kajiannya tidak hanya pada 
wilayah ibadah saja. Namun, memasukkan nilai sosial yang menjadi landasan 
nilai kehidupan bermasyarakat, perkembangan zaman yang menjadi gejala sosial 
yang selalu berubah, bahkan pembangunan yang menjadi landasan kebijakan 
pemerintah turut serta sebagai proses pengembangan pemikiran fikih sosial.10  
                                                 
1 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqiy, Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1966) hlm. 43 
2 Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum (Jakarta: Bina Aksara, 1981) hlm. 153 
3 Munawair Syadzali, ―Reaktualisasi Ajaran Islam‖ dalam Iqbal Abdurrauf 
Saimina (ed.) Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam  (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 2 
4 Masdar Farid Mas‘udi, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam 
(Jakarta: P3M, 1991), hlm. 76  
5 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga 
Emansipatoris (Yogyakarta: LKiS, 2005) hlm. 62-68 
6 Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: LKiS, 1994) hlm. 3-17 
7 Ali Yafie, Menggagas Fikih Sosial (Bandung: Mizan, 1994) hlm. 23-27 
8 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia….hlm. 15 
9 Muzammil Qomar, NU “Liberal”: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke 
Universalisme Islam‖ (Bandung: Mizan, 2002) hlm. 180-181. Bandingkan pula dengan 
Ahmad Rofiq Fikih Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2012) hlm. 4 
10 Pentingnya respon sinergis pemikiran fikih sosial yang terhadap lingkup 
pembangunan diuraikan pula dalam tulisan Abdurrahman Wahid ―Menjadikan Hukum 
Islam Sebagai Penunjang Pembangunan‖ yang dimuat di jurnal prisma lalu 
dikompilasikan dalam Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolotan: Nilai-nilai Indonesia dan 
Transformasi Kebudayaan (Jakarta: The Wahid Institute, 2007) hlm. 44-62. Dalam tulisan 
ini, Abdurrahman menegaskan penting upaya ini untuk membuat Hukum Islam lebih 
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Integrasi nilai-nilai sosial,1 semangat zaman yang berubah,2 dan kebijakan 
pembangunan pemerintah3 ke dalam fikih sosial merupakan strategi 
pewacanaan untuk membangun pandangan baru bahwa fikih bisa bersinergi 
dengan kondisi dan situasi apapun. Termasuk ke dalam sistem kekuasaan 
pemerintah yang banyak melandasi program kebijakannya dengan 
pembangunan. Namun, keterlibatan pola hubungan yang demikian, bukan 
berarti menutup karakteristik fikih sebagai ajaran agama yang kritis terhadap 
program pemerintah yang tidak memperhatikan kemaslahatan masyarakat. 
Justru, model ini akan memberdayakan pengkayaan kajian fikih sebagai salah 
satu pendorong kesadaran keberagamaan yang kontekstual dalam kehidupan 
masyarakat.4 
Dalam kaitan ini, melalui integrasi pemikiran fikih sosial dengan beberapa 
unsur tersebut, terutama dengan agenda pembangunan pemerintah akan bisa 
memperkuat sendi-sendi pengetahuan fikih yang mempunyai semangat inti 
untuk membentuk kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Melalui cara 
demikian, fikih sosial akan dapat merespon dan mencermati masalah-masalah 
nasional dan sosial mutakhir yang berkembang di level negara.5 
Setidaknya, kerangka berfikir fikih yang digunakan untuk mencermati isu-
isu kontemporer dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan 
dengan kehidupan berbangsa tidak dilihat secara normatif-positivistik semata. 
Namun, unsur dinamis-dialektis yang melingkupi latar belakang hadirnya 
masalah dalam kehidupan masyarakat dan proses perumusan kebijakan yang 
akan diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut harus dilihat 
secara komprehensif. Supaya, kebijakan yang akan ditentukan pemerintah 
sebagai salah satu solusi untuk menangani masalah yang ada tidak hanya 
diserang sebagai upaya pendangkalan ajaran keagamaan maupun distigmatisasi 
                                                                                                                   
peka kepada kebutuhan-kebutuhan manusia masa kini dan masa depan. Dan corak 
pemikiran fikih sosial yang responsif dengan pembangunan banyak dilakukan oleh Ali 
Yafie. 
1 Nilai-nilai sosial yang perlu dirumuskan  dalam kajian fikih adalah, tindakan 
partisipasi sosial, solidaritas sosial, aksi sosial, pengembangan diri sosial, dan pekerjaan 
sosial. Baca, Mustafa Benhamza ―al fiqh al ijtima>‘i fi al Isla>m: Ta‘s}>ilun wa 
Taus>}ifun‖ dalam almaktabah al maqru>ah www.benhamza.net. Baca juga, Tariq 
Ramadlan, Menjadi Modern Bersama Islam: Islam, Barat, dan Tantangan Modernitas, terj. 
Zubair dan Ilham B Saenong, (Bandung: Teraju Mizan, 2003), hlm. 37-38. 
2 Zubaidi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fikih Sosial Sahal 
Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 
92.  
3 Masruhan, ―Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara‖ Jurnal Al-
Qānūn, Vol. 12, No. 1, Juni 2009, hlm. 90. 
4 Cik Hasan Basri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: 
Rajawali Press, 2004), hlm. 42. Bandingkan dengan Roibin, Sosiologi Hukum Islam: Tela‟ah 
Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi‟i (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 6-7. 
5 Djohan Efendi, Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di 
Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 
194-195. 





sebagai agenda penyelewengan Hukum Islam. Namun, harus difahami sebagai 
strategi pemaknaan sosial yang lebih luas.  
Strategi pemaknaan sosial ini menjadi corak pemikiran fikih sosial yang 
berupaya untuk mempertemukan atau membumikan ajaran fikih dan syariah 
Islam1 dengan aspek sosial dan realitas empiris. Melalui strategi ini akan 
memperhatikan nilai-nilai sosial dalam aplikasi ajaran keagamaannya, bisa 
menjelaskan muatan kemaslahatan yang menjadi tujuan-tujuan syariah dan 
muatan keutamaan yang bersifat kontekstual dalam memperlakukan ajaran-
ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Serta menjadi bagian penting dalam 
perumusan hubungan yang sinergis antara ajaran agama dengan kebijakan 
pembangunan negara bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.  
Kajian Fikih sosial yang berkait dengan strategi pemaknaan sosial yang 
merespon aspek pembangunan menjadi bagian instrinsik dalam agenda 
kepemerintahan dalam memperluas ranah epistemologinya. Selain itu, tindakan 
respon fikih sosial ke dalam spektrum pembangunan yang dikendalikan 
pemerintah menjadi strategi struktural untuk menempatkan fikih sebagai salah 
satu pengetahuan agama yang dominan pula dalam sebuah negara, sebagaimana 
ilmu pengetahuan umum lain seperti ekonomi, politik, hukum, budaya, dan lain 
sebagainya. Dengan demikian, maka secara tidak langsung, fikih tidak akan 
dipinggirkan lagi dalam proses-proses pembangunan yang diambil pemerintah. 
Implikasinya, Ummat Islam yang banyak menggunakan fikih sebagai salah satu 
rujukan penting untuk menjalankan kegiatan keagamaannya tidak akan 
terganggu oleh mainstreaming pembangunan yang dikendalikan oleh kekuasaan. 
Karena, nuansa fikih yang demikian akan berjalan seiring dengan kepentingan 
masyarakat secara lebih luas.2 
Dalam hal ini, gagasan fikih sosial Ali Yafie yang berintegrasi dengan cara 
pandang fikih yang kontekstual dalam merespon pembangunan banyak 
dituangkan dalam beberapa karyanya. Melalui beberapa karyanya, Ali Yafie 
banyak mengupas berbagai permasalahan sosial-kemasyarakatan dan persoalan 
kebijakan kepemerintahan melalui cara pandang fikih sosial.  
Bagi Ali Yafie, fikih sosial adalah cara penyajian dan reformulasi materi-
materi fikih klasik yang sudah dilahirkan oleh ulama terdahulu, dan dalam 
menyajikan materi fikih tersebut membutuhkan orientasi pemahaman yang 
berdimensi sosial.  Supaya, fikih tidak terjebak ke dalam kelaziman yang hanya 
berkutat pada dimensi ‗iba>dah mahd}ah.3 Dimensi sosial yang banyak mewarnai 
ruang lingkup kajian fikih Ali Yafie memberikan nuansa fleksibilitas dan suasana 
adaptabilitas dalam mencermati setiap perubahan sosial sekaligus menuntun 
beliau untuk bisa memperhatikan realitas sosial yang sedang berubah. Sehingga, 
                                                 
1 Yusuf Qardlawi, Membumikan Syariat Islam: Keluwesan Aturan Ilahi Untuk 
Manusia, terj. Muhammad Zaki dan Yasir Tajid, (Bandung: Arasy Mizan, 2003), hlm. 
200-210. 
2 Akh. Minhaji, ―Ushul Fikih dan Hermeneutika: Refleksi Awal‖ dalam Muhyar 
Fanani, Ilmu Ushul Fikih di Mata Filsafat Ilmu (Semarang: Walisongo Pres, 2009), hlm. ix-
xxxvi. 
3 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia… hlm. 111. 
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banyak rumusan pemikiran fikihnya yang mengedepankan spirit sosial tanpa 
mereduksi inti ajaran Islam.1 
Dalam beberapa karyanya, Ali Yafie menegaskan pentingnya perluasan 
wawasan keagamaan yang berdimensi sosial agar mengantarkan kepada 
pemaknaan agama sebagai rahmat.2 Supaya, Hukum Islam yang menjadi world 
view3 Ummat Islam bisa menjangkau isu-isu global dan kontemporer seperti 
perdagangan bebas4, pola relasi sosial dengan lingkungan,5 dan sikap seorang 
fuqaha dalam berijtihad.6 
Posisi Ali Yafie yang menempatkan dimensi sosial sebagai wawasan 
pemikiran fikihnya, wajar bila ditempatkan sebagai salah seorang pemikir 
Hukum Islam yang dikategorikan sebagai sosok yang berpikiran modern.7 
Karena peran Ali Yafie yang banyak terlibat dalam fasilitasi penentuan Hukum 
Islam (al istinbat| al hukm) yang lebih menitikberatkan kepada wilayah moderasi. 
Ali Yafie melakukan aktualisasi pelaksanan nilai-nilai fikih dan diserasikan 
dengan tuntutan makna sosial yang berkembang.8 Selain itu, Ali Yafie 
melakukan pemaknaan sosial terhadap konsep fikih yang hanya bersifat statis 
                                                 
1 Hal ini bisa dilihat dari beberapa karya Ali Yafie, di antaranya Ali Yafie, 
Menggagas Fikih Sosial......hlm. 132-142; Ali Yafie, ―Sistem Pengambilan Hukum Oleh 
Aimmatu al Madzahib‖ dalam Muhtar Gundaatmaja, Kontroversi Pemikiran Islam di 
Indonesia (Bandung: Rosda Karya, 1993), hlm.13-20, Ali Yafie, ―Konsep-Konsep 
Hukum‖ dalam Budhy Munawar Rahman, Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah 
(Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 85-95. Bahkan pemikiran Ali Yafie yang sarat dengan 
wawasan sosial mendapat respon dan pengakuan dari berbagai kalangan. Lebih jelas 
baca, Jamal D Rahman, ed, Wacana Baru Fikih Sosial 70 Tahun KH. Ali Yafie (Bandung: 
Mizan, 1997), Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 
hlm. 21-22. Akh. Minhaji, ―Prof. K.H. Ali Yafie dan Fikih Indonesia‖ Jurnal al 
Mawa>rid Edisi VI Desember 1997, hlm. 115-121. 
2 Ali Yafie, Agama dan Pluralitas Bangsa (Jakarta: P3M, 1994), hlm. 23-24 dan 35.  
3 Istilah World view bermakna sebuah pandangan dunia yang komprehensif yang 
mengacu pada kerangka ide-ide dan keyakinan di mana seorang individu, kelompok atau 
kebudayaan menafsirkan dunia dan berinteraksi dengan itu. Dalam hlm ini, Hukum 
Islam menjadi salah satu landasan ide dan keyakinan Ummat Islam dalam menjalankan 
ajaran agamanya. Lebih jelas baca, Heru Nugroho, ―Rasionalisasi dan Pemudaran 
Pesona Dunia: Pengantar Untuk Max Weber‖ dalam Ralph Schroeder, Max Weber 
Tentang Hegemoni Sistem kepercayaan, terj. Ratna Noviani, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 
hlm. v-xii. 
4 Ali Yafie, Fikih Perdagangan Bebas (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 1-10.  
5 Ali Yafie, Merintis Fikih Lingkungan Hidup (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 150.  
6 Hal seperti ini yang muncul dalam berbagai gagasannya tentang konsep ijtihad 
menurut Ali Yafie. Lebih jelas baca, Ali Yafie, ―Posisi Ijtihad dalam keutuhan Ajaran 
Islam‖ dalam Jalaludin Rahmat, ed, Ijtihad Dalam Sorotan (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 
65-83. 
7 Baca, R. Michael Feener, Muslim Legal Thought in Modern Indonesia (USA: 
Cambridge University Press, 2007), hlm. 158-162. 
8 Hal bisa dibaca dalam kata pengantar Ali Yafie, dalam Mun‘im A Sirry, Sejarah 
Fikih Islam: Sebuah Pengantar (Jakarta: Risalah Gusti, 1995) hlm. vii-x 





dan tidak bersinergi dengan kenyataan sosial yang ada untuk memecahkan 
persoalan yang terjadi di dalamnya.1 
Konsentrasi dan kontribusi Ali Yafie dalam mengembangkan kajian fikih 
yang berdimensi sosial tersebut tidak lantas melupakan khazanah fikih klasik 
yang sudah dilahirkan oleh ulama terdahulu. Ali Yafie berupaya membangun 
harmoni antara pengetahuan fikih terdahulu dengan pengalaman masa kini agar 
terjalin langkah yang arif untuk mengembangkan fikih.2 Sehingga, fikih sebagai 
salah satu jantung peradaban ajaran Islam selalu memberikan pesona 
pengetahuan yang berfungsi sebagai rekayasa sosial, kontrol sosial, dan bahkan 
emansipasi sosial.3 
Dalam hal ini, Jejak rekam Ali Yafie yang mengembangkan kajian fikih 
melalui gagasan fikih sosial terhadap persoalan-persoalan sosial, terutama yang 
berkaitan dengan terma pembangunan yang selama ini dikendalikan oleh 
pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya, menjadi alasan utama 
bagi penulis untuk menelitinya lebih mendalam. Karena, kehadiran pemikiran 
fikih sosial Ali Yafie dalam merespon kebijakan pembangunan pemerintah 
menjadi pertanda bahwa kajian fikih di era modern harus terbuka dan bisa 
terlibat dalam serangkaian kebijakan yang dikendalikan pemerintah. Supaya, ruh 
ajaran fikih maupun syariah yang menegaskan nilai-nilai kemaslahatan bisa 
diimplementasikan dalam program-program pemerintah. 
 
A. Strategi Pemaknaan Sosial  
Pada dasarnya seluruh kandungan nilai Islam bersifat normatif. Untuk 
mengembangkan nilai-nilai normatif pada level operasional dalam kehidupan 
sehari-hari membutuhkan dua proses4 yaitu, pertama, nilai-nilai normatif 
diaktualkan langsung menjadi perilaku. Dalam hal ini, fikih dan syariah sebagai 
rumusan penting dari nilai-nilai keislaman memiliki pengetahuan yang otoritatif 
dalam menjabarkan jenis perilaku yang sesuai dengan sistem normatif. Kedua, 
mentransformasikan nilai-nilai normatif itu menjadi teori ilmu sebelum 
diaktualisasikan ke dalam perilaku. 
Dalam hal ini, unsur yang pertama merepresentasikan gambaran 
pendekatan deduktif (istidla>liyah) yang berfungsi untuk menjelaskan persoalan 
kehidupan manusia yang sesuai dengan ajaran fikih dan syari‘ah secara tekstual. 
Sedangkan yang kedua membutuhkan pendekatan induktif (istiqra>iyah) sebagai 
sarana yang lebih leluasa untuk menjelaskan perilaku yang seperti apa yang 
dianggap sesuai dengan nilai-nilai normatif supaya bisa selaras dengan 
perubahan dan perkembangan zaman. Pada titik ini, keduanya harus saling 
bersinergi dan salah satu metode yang berorientasi pengalaman empirik, yaitu 
                                                 
1 Ali Yafie, ―Konsep-konsep Hukum‖ dalam Budhy Munawar Rahman, 
Kontekstualisasi...hlm. 85-95 
2 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia....hlm. 112 
3 Hassan Hanafi, Islamologi:Dari Teologi Statis ke Anarkis, terj. (Yogyakarta: LKiS, 
2003) hlm. 160-161  
4 Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1991), 
hlm. 170. 
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metode induktif harus dijadikan sebagai sarana verifikasi keilmuan untuk 
memperkokoh landasan nilai keislaman supaya bisa responsif terhadap 
persoalan-persoalan yang dihadapi ummat Islam pada masa-masa mendatang.1 
Fikih sebagai formulasi ajaran keislaman yang menjelaskan tentang 
perilaku dan memasukkan perilaku sebagai salah satu unsur kajiannya yang 
berupa ahka>m syar‟iyah „amaliyah. Secara definitif, ahka>m syar‟iyah „amaliyah 
merupakan ketentuan fikih yang berfungsi untuk menata hal-hal praktis dalam 
cara melakukan ibadah  kepada Allah, melakukan hubungan lalu lintas 
pergaulan sehari-hari dengan sesama manusia dalam memenuhi hajat hidup, 
melakukan hubungan dalam lingkungan keluarga, dan melakukan penertiban 
umum untuk menjamin tegaknya  keadilan dan terwujudnya ketenteraman  
dalam pergaulan masyarakat.2 
Jabaran tehnis dan praktis dalam kajian ahka>m syar‟iyah „amaliyah, yang 
dalam perkembangannya dianggap sebagai kajian Hukum Islam yang paling 
dominan,3 menjadi pintu masuk untuk mengsinergikan dua metode deduktif 
dan induktif dalam mengembangkan kajian keislaman, secara khusus kajian 
fikih. Dalam menerapkan metode induktif yang berbasis kepada keilmuan 
membutuhkan formulasi yang berbasis kepada teori sosial. Teori sosial 
berfungsi sebagai sarana untuk mentransformasikan kajian Islam normatif 
menjadi kajian Islam teoretis.4  
Dimensi teoretis sebagai basis transfromasi kajian keislaman, termasuk 
kajian fikih, berkaitan erat dengan mekanisme dan strategi dalam memahami 
berbagai ajaran keislaman yang banyak tertuang dalam al qur‘an5 dan 
dirumuskan dalam syariah dan fikih, sebagai nilai-nilai normativ yang 
menjabarkan tentang perilaku („amaliyah). Untuk memahami ajaran-ajaran 
tersebut membutuhkan landasan objektifikasi untuk mengaktualisasikan ajaran 
Islam secara empiris. Supaya ummat Islam siap menghadapi berbagai bentuk 
tantangan stuktural dari perkembangan masyarakat yang modern. Bahkan, fikih 
sebagai rumusan penting ajaran Islam, akan turut serta untuk merespon 
berbagai persoalan yang terjadi. 
Dalam hal ini, fikih sosial, sebagai salah satu pengembangan kajian fikih 
yang digagas oleh Ali Yafie di tengah kondisi masyarakat Indonesia dan ummat 
Islam yang diliputi oleh laju pembangunan negara, merupakan salah satu upaya 
objektifikasi terhadap bangunan ajaran Islam yang harus diimpelementasikan 
secara empiris dan realistis. Supaya, Ummat Islam bisa memahami dan 
menjalankan setiap ajaran Islam yang ditentukan dalam fikih dan syariah. 
                                                 
1 Ahmad Syafii Ma‘arif, ―Pengaruh Gerakan Modern Islam Indonesia Terhadap 
Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia Dewasa Ini‖ dalam Fauzi Ridjal dan M. 
Rusli Karim, Dinamika Budaya dan Politik Dalam Pembangunan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 
1991), hlm. 359-360. 
2 Ali Yafie, Menggagas Fikih Sosial (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 113. 
3 Ibid..., hlm. 114. 
4 Kuntowijoyo, Paradigma Islam..., hlm. 170. 
5 Ibid..., hlm. 187. 





Objektifikasi kajian fikih yang dilakukan Ali Yafie melalui gagasan fikih 
sosialnya mencoba menterjemahkan nilai-nilai internal yang ada dalam qur‘an 
dan hadis ke dalam kategori-kategori objektif. Dalam hal ini, negara sebagai 
gejala objektif1 yang menerapkan konsep pembangunan sebagai strategi 
perubahan sosial rakyatnya, perlu diimbangi dengan nilai-nilai keagamaan agar 
laju pembangunan yang digerakkan oleh negara tidak keluar dari maksud dan 
tujuan semula, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena, diakui atau tidak pembangunan 
merupakan formulasi garis besar haluan negara (GBHN) yang diinspirasi dari 
UUD 45 dan Pancasila.2  
Di dalam kedua sumber tersebut terdapat nilai-nilai spritual yang 
mengacu kepada nilai-niali keagamaan, dan secara khusus adalah nilai keislaman. 
Maka, menjadi keniscayaan untuk memberdayakan nilai-nilai keislaman dalam 
kehidupan yang empiris dan realistis melalui strategi pemahaman fikih yang 
kontekstual. Pada posisi ini, upaya objektifikasi yang digerakkan oleh Ali Yafie 
melalui gagasan fikih sosialnya mempunyai peranan penting dalam memaknai 
ajaran fikih dan syariah secara kontekstual agar selaras dengan perubahan sosial 
dan perkembangan zaman. 
Secara sosiologis, objektifikasi merupakan salah unsur bangunan sosial 
dalam realitas sosial yang berkaitan dengan interaksi sosial yang terjadi dalam 
dunia intersubjektif yang dilembagakan.3 Objektifikasi menjadi realitas yang 
terbentuk dari pengalaman di dunia obyektif yang berada di luar diri individu.4 
Di dalam objektifikasi terdapat perbuatan rasional-nilai (wertrational) yang 
diwujudkan ke dalam perbuatan rasional sehingga orang lain dapat menikmati 
tanpa harus menyetujui nilai-nilai asalnya.5  
Objektifikasi menjadi landasan teoretis dalam sosiologi untuk 
menjabarkan makna luas dari setiap ajaran Islam yang dirumuskan dalam fikih 
dan syariah. Sehingga, berbagai ketentuan Hukum Islam yang ditegaskan dalam 
qur‘an dan hadis tidak sekedar difahami sebagai literal (lafz}iyah) melainkan 
menangkap makna lain dari ketentuan Hukum Islam tersebut yakni berupa 
kemaslahatan. 
                                                 
1 Kuntowijoyo, Identitas Politik Ummat Islam (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 71. 
2 Ibid..., hlm. 85. 
3 Peter L Berger, Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial, terj. Hartono (Jakarta: 
LP3ES, 1994), hlm. 4-5. Dalam hal ini, tindakan objektifikasi diawali dengan tindakan 
eksternalisasi yang berkaitan dengan penyesuaian diri  atau pencurahan kedirian manusia 
dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia secara terus menerus baik dalam 
kegiatan fisik maupun mentalnya dan diakhiri dengan internalisasi yang berkaitan proses 
di mana individu mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga sosial tempat individu 
menjadi anggotanya. Baca pula, Peter L Berger dan Luckmann Thomas, Tafsir Sosial 
Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, terj. Hasan Basari (Jakarta: 
LP3ES, 1990), hlm. Xx. 
4 Burhan Bungin, Imaji Media Massa: Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan 
Televisi Dalam Masyarakat Kapitalistik (Yogyakarta: Jendela, 2001), hlm. 13. 
5 Kuntowijoyo, Identitas Politik Ummat Islam..., hlm. 68-69. 
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Uraian semacam ini, akan mengarahkan kajian fikih kepada dimensi yang 
lebih luas dan bahkan merumuskan sebuah disiplin pengetahuan fikih kepada 
ruang lingkup yang sinergis dengan tuntutan zaman. Semisal fikih sosial yang 
digagas Ali Yafie untuk meng up date kajian fikih klasik dengan orientasi jabaran 
yang lebih rasional sehingga mampu menjawab berbagai persoalan yang terjadi 
di dalam masyarakat yang modern. Upaya Ali Yafie tersebut mencerminkan 
tindakan objektifikasi yang mengkombinasikan pembacaan fikih secara 
deduktif, berdasarkan refrensi klasik, dengan pembacaan fikih secara induktif, 
berdasarkan perkembangan isu dan studi kasus yang terjadi dalam realitas sosial. 
Pada posisi ini, sangat memungkinkan bagi gagasan fikih sosial Ali Yafie 
untuk melakukan pengkayaan kajian fikih melalui rumusan pembacaan dan 
pemahaman fikih yang adaptable dengan tuntutan zaman. Karena fikih sosial 
melakukan pemaknaan sosial terhadap berbagai ajaran Islam yang termuat 
dalam ketentuan fikih dan syariah. Supaya, ketentuan fikih yang fokus di bidang 
ahka>m syar‟iyah „amaliyah bisa menjabarkan kandungan makna yang ada di 
dalam qur‘an dan hadis universal dengan cara-cara yang kontekstual. Karena, 
secara prinsipil pelaksanaan ketentuan hukum praktis yang termuat dalam fikih, 
sebagai rumusan dari ajaran syariah, tidak akan pernah lepas dari lima 
karakteristik yang berkembang dalam pelaksanaan Hukum Islam, yaitu, pertama, 
Hukum Islam yang bersifat ilahi tetapi manusiawi (wad}‟i) sekaligus. Kedua,  
Hukum Islam bersifat absolut sebagai titah Tuhan tetapi sekaligus relatif dalam 
pelaksanaannya dalam ruang dan waktu. Ketiga,  Hukum Islam bersifat universal 
tetapi sekaligus bersifat lokal. Keempat, Hukum Islam bersifat abadi tetapi 
sekaligus sementara. Kelima, Hukum Islam bersifat harfiyah sekaligus ma‟nawiyah.1 
Namun demikian, fikih sosial yang digagas Ali Yafie tidak membuat 
ketentuan Hukum Islam yang baru dalam bentuk doktrinasi-doktrinasi yang 
berbeda dengan ajaran fikih yang sudah. Karena, secara materiel, fikih yang lalu 
sudah cukup memadai sebagai rumusan ajaran syariah. Tinggal bagaimana 
menyajikan dan mereformulasikannya dalam format pemahaman yang berbeda 
agara lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berwatak 
dinamis.2 
Untuk merespon tuntutan penyajian fikih yang lebih kontekstual 
tersebut, maka Ali Yafie menggagas fikih sosial secara sarana strategis untuk 
melakukan pemaknaan sosial terhadap berbagai ajaran Islam yang tertuang 
dalam fikih dan syariah. Pertama, penjabaran fard}u kifa>yah yang menjadi salah 
satu unsur hukum kewajiban (fard}u) dalam al ahka>m al khamsah secara 
kontekstual-komprehensif. Dengan menggunakan cara pandangnya Imam 
Rafi‘ie, Ali Yafie menguraikan bahwa fard}u kifa>yah mempunyai kedudukan 
yang lebih terhormat dibanding fard}u „ain. Karena fard}u kifa>yah berkaitan 
dengan urusan atau upaya menyeluruh yang berhubungan dengan kepentingan 
                                                 
1 Yudian Wahyudi, Usul Fikih Versus Hermeneutika, (Yogyakarta: Nawesea Press, 
2007), hlm. 78 
2 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga 
Emansipatoris (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 183. 





dan kebutuhan hidup (kemaslahatan) baik bersifat keagamaan maupun bersifat 
keduniaan.1 Dalam hal ini, fard}u kifa>yah dapat menjadi sarana Hukum Islam 
untuk merumuskan pemikiran keagamaan yang berkaitan dengan upaya 
mengatasi kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pembelaan terhadap kaum 
buruh, dan lain sebagainya yang harus ditangani secara kolektif.  
Kedua, penjabaran konsep keimanan dan ketaqwaan dalam membangun 
peradaban manusia modern yang beretika di Indonesia.2 Dalam hal ini, Ali 
Yafie, tidak sekedar menekankan keimanan dan ketaqwaan sebagai landasan 
penguatan ‗iba>dah mahd}ah. Namun, keimanan dan ketaqwaan menjadi basis 
epistemologis dalam mengembangkan bingkai relasional yang lebih universal. 
Supaya, setiap upaya yang dilakukan untuk melahirkan kehidupan yang lebih 
baik, tidak semata-mata berorientasi kepada nilai keduniaan, namun 
berhubungan erat pula dengan nilai transdensi ketuhanan. Secara tegas Ali Yafie 
menyatakan bahwa penuangan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam 
bentuk program-program yang nyata dalam berbagai sektor pembangunan 
nasional, adalah hakekat pembangunan dan pengembangan asas pembangunan 
nasional.  
Ketiga, penjabaran konsep „amar ma‟ru>f nahi> munkar sebagai sarana 
untuk memperoleh nilai-nilai kerahmatan. Supaya, kebahagiaan yang menjadi 
cita-cita ideal bagi semua ummat manusia bisa diperoleh dengan baik.3 Bagi Ali 
Yafie, „amar ma‟ru>f nahi> munkar perlu difungsikan dengan baik, karena ia 
merupakan unsur penting bagi pembangunan demokratisasi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  
Keempat, penjabaran konsep ukhuwah menjadi kesetiakawanan nasional 
guna menunjang pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah guna 
menciptakan persatuan dan kesatuan manusia pada tiap tingkat lingkungan 
sosialnya. Dengan terciptanya semangat solidaritas yang baik dapat 
menghindarkan dari kondisi kerentanan sosial yang bisa mengarah kepada 
terjadinya konflik.4 Maka, semangat tribalisme dalam konsep ukhuwah perlu 
dicairkan ke dalam ruang publik yang lebih terbuka agar terjalin sikap simbiosis 
mutualis antar satu dengan yang lain tanpa harus melihat latar belakang agama, 
ras, dan ideologi tertentu. Dalam hal ini, Pancasila menjadi ruang publik yang 
lebih strategis dalam menciptakan persatuan dan kesatuan hubungan manusia 
yang lebih universal. 
Keempat contoh pemaknaan sosial tersebut merupakan bagian umum 
dari kontribusi pemikiran fikih sosial Ali Yafie yang menjelaskan pentingnya 
orientasi kemanusiaan dan lingkungannya dalam komposisi ajaran fikih dan 
syariah. Dengan penguatan posisi ini, semakin menunjukkan bahwa ajaran 
Islam adalah sumber makna kehidupan yang terus mengalir seiring dengan 
                                                 
1 Pembahasan lebih luas, baca Ali Yafie, Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan 
Agama dan Kemanusiaan (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hlm. 46-48. 
2 Pembahasan lebih luas, baca Ali Yafie, Teologi Sosial..., hlm. 64-68. 
3 Pembahasan lebih luas, baca Ali Yafie, Teologi Sosial..., hlm. 48 dan 89-93. 
4 Pembahasan lebih luas  baca Ali Yafie, Menggagas Fikih Sosial..., hlm.193-196. 
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perubahan sosial dan perkembangan zaman.1 Karena itu, Islam tidak pernah 
membatasi ijtihad untuk memahami ajarannya. Maka, gagasan fikih sosial Ali 
Yafie yang menggunakan strategi struktural dalam menjabarkan pemahaman 
fikihnya, merupakan salah satu upaya ijtihad untuk mendekatkan Hukum Islam 
dalam konstelasi pembangunan serta melakukan perubahan melalui jalur 
kekuasaan.  
 
B. Strategi Pewacanaan Kebijakan Pembangunan 
Secara historis, pemikiran Hukum Islam telah berkembang sejak kurun 
waktu yang cukup lama. Dalam perkembangannya terlihat keragaman yang 
cukup tajam, baik yang berkenaan dengan teori Hukum Islam yang bersifat 
mendasar maupun beberapa aspek khusus yang bersifat parsial.2 Keragaman ini 
menjadi bukti bahwa Hukum Islam mengalami perkembangan dan perubahan 
yang cukup signifikan.3 
Dalam kaitan ini, kehadiran fikih sosial sebagai sebuah gagasan atau 
pemikiran Hukum Islam menjadi salah satu pertanda bahwa Hukum Islam 
menjadi salah satu ajaran keagamaan yang responsif dengan perkembangan 
zaman. Karena, secara deduktif, fikih sosial menjelaskan berbagai aspek fiqhiyah 
yang berkaitan dengan konfigurasi ajaran syariah sebagai panduan dasar dalam 
melaksanakan berbagai kewajiban dan menghindari berbagai larangan. Secara 
induktif, fikih sosial merespon berbagai isu-isu baru yang berkembang dalam 
kehidupan masyarakat dan mengkaitkannya dengan konfigurasi ajaran syariah 
secara realistis dan empiris. Supaya, ajaran syariah bisa menjadi cara pandang 
keagamaan yang inklusif dalam menghadapi perubahan sosial dan 
perkembangan zaman. 
Metode deduktif dan metode induktif yang berkombinasi sebagai 
landasan epistemologi fikih sosial mencoba memperkenalkan bahwa fikih 
bukanlah sesuatu yang kaku sebagaimana dipahami oleh kebanyakan masyarakat 
Islam selama ini. Akan tetapi, fikih bisa menjadi kerangka berpikir teologis-
sosiologis dalam menguraikan ajaran Islam secara kontekstual sekaligus 
merespon perkembangan zaman melalui landasan tekstual.  
Dalam hal ini, perkembangan zaman yang dihadapi masyarakat maupun 
ummat Islam adalah tantangan modernitas. Dalam menghadapi modernitas 
membutuhkan sikap transformatif yang bisa mengeksternalisasi ajaran 
                                                 
1 Zuhairi Misrawi dan Novriantoni, Doktrin Islam Progresif: Memahami Islam Sebagai 
Ajaran Rahmat (Jakarta: LSIP, 2004), hlm. 13. 
2 Dalam khazanah intelektual Islam, usul fikih sebagai teori Hukum Islam 
menjadi sumber rujukan utama dalam mengembangkan kajian Hukum Islam 
selanjutnya. Lebih jelas baca, Muhyar Fanani, Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di 
Dunia Modern (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 1. Baca juga, Amin Abdullah, ―Paradigma 
Alternatif Pengembangan Ushul Fikih dan Dampaknya pada Fikih Kontemporer‖ 
dalam Ainurrofir (ed.) Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Usul Fikih Kontemporer 
(Yogyakarta: Arruz, 2002), hlm. 117-143. 
3 Roibin, Sosiologi Hukum Islam: Telaah Historis Pemikiran Imam Syafi‟i (Malang: 
UIN Malang Pres, 2008), hlm. 31. 





keagamaan ke dalam lingkungan sosial yang bersifat empiris sekaligus 
menginternalisasi realitas sosial ke dalam cara pandang keagamaan kita. Supaya, 
keduanya bisa menjadi kaca mata yang objektif dalam melihat dan mencermati 
setiap persoalan yang ada. Di antara persoalan yang terjadi kadang kala 
disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam menangani masalah-masalah sosial 
serta mensikapi kebijakan yang seharusnya memberikan kemaslahatan kepada 
masyarakat. Maka, untuk mengontrol ruang lingkup kebijakan pengelolaan 
masalah sosial serta perumusan kebijakan yang dapat memberikan mas}lahah 
yang dijalankan pemerintah, di sinilah pentingnya menggunakan fikih sosial 
sebagai strategi pewacanaan keagamaan dalam proses-proses perumusan 
kebijakan agar kebijakan yang diambil dapat memperhatikan masyarakat.  
Demikian pula sebaliknya, fikih sosial menjadi strategi pewacanaan 
kebijakan pemerintah dalam nuansa keagamaan, agar setiap proses kebijakan 
yang ingin dirumuskan dan disampaikan kepada masyarakat bisa diterima 
dengan baik. Karena, secara sosio-historis, cara pandang bangsa Indonesia 
banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran keagamaan yang diperoleh melalui 
jenjang pendidikan formal maupun informal. Selain itu, jumlah penduduk 
Indonesia mayoritas beragama Islam. Maka, menjadi penting untuk 
menggunakan idiom keagamaan sebagai mekanisme dan strategi penyampaian 
kebijakan pemerintah agar dijalankan secara partisipatoris. Karena, program 
pemerintah akan bisa berjalan dengan baik bila didukung oleh semua pihak 
lapisan masyarakat. 
Berbagai idiom keagamaan yang salah satunya dalam bentuk kaidah 
fiqhiyah banyak menjelaskan berbagai tugas dan kewajiban pemerintah yang 
harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Supaya, kehadiran pemerintah 
dalam Negara memberikan manfaat bagi kemaslahatan hidup rakyatnya. 
Gambaran ini dapat dijumpai dalam sebuah kaidah fikih yang banyak dirujuk 
pemikiran fikih sosial Ali Yafie yaitu, 
 
حؽٍظٌّات طِٕٛ ح١ػشٌا ٍٝػ َاِلاا فشظذ1  
 
Dalam hal ini, kemaslahatan yang ditegaskan dalam kaidah fikih tersebut 
menjadi sebuah idiomatika keagamaan yang bisa menyatukan antara pengetahuan 
fikih dengan kepentingan pemerintah. Karena keduanya mempunyai cita-cita 
yang sama yaitu untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang lebih baik. Maka, 
menjadi keniscayaan untuk melibatkan pengetahuan fikih ke dalam kebijakan 
pemerintah agar keduanya bisa saling bersinergi dalam menciptakan kehidupan 
yang bahagia (hasanah).2  
Dalam konteks ini, fikih sosial yang digagas oleh Ali Yafie yang berpadu 
dengan pemerintah untuk ambil bagian secara lebih berarti dalam pembangunan 
                                                 
1 Ibrahim Muhammad Mahmud al Hariri, al madkhal ila> al Qawa>id al Fiqhiyah 
(Yordania: Dar-‗Imar, 1998), hlm. 164. Yang artinya: Kebijaksanaan imam (pemerintahan) 
terhadap rakyatnya bisa dihubungkan dengan (tindakan) kemaslahatan 
2 Ali Yafie, Teologi Sosial..., hlm. 30. 
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masa depan masyarakat Indonesia.1 Namun, posisi ini bukan berarti 
menyiratkan sebuah peluang untuk memperkuat kepentingan sepihak (vested 
interest). Hal ini semata terdorong oleh spirit untuk merumuskan sebuah kajian 
fikih yang bisa bersinergi dengan pemerintah yang mempunyai gagasan yang 
sama (kalimatun sawa) dalam rangka memberdayakan masyarakat dan ummat 
Islam.2 Oleh karena itu, kajian fikih sosial yang digagas oleh Ali Yafie banyak 
merespon ruang lingkup kebijakan pemerintah yang membahas tentang 
pembangunan sebagai sarana pembangunan sosial dan pemberdayaan manusia 
secara utuh. 
Pemberdayaan manusia dan pembangunan sosial yang menjadi visi utama 
dalam arah pembangunan nasional perlu didukung melalui konstruksi 
pemahaman fikih yang moderat. Supaya, Hukum Islam turut serta sebagai 
bagian penting dalam merumuskan konsep-konsep kebangsaan dan 
konseptualisasi pembangunan. Pada gilirannya, Hukum Islam sebagai rumusan 
ajaran keagamaan yang mempropagandakan nilai-nilai amar ma‟ru>f nahi> 
munkar ke dalam perilaku manusia akan bisa berjalan dengan baik. Posisi 
semacam ini, akan menjadikan Hukum Islam sebagai wacana kontemporer yang 
bisa berpartisipasi dalam konstelasi kekuasaan untuk merumuskan agenda-
agenda pemerintah melalui perspektif keagamaannya. Mencairnya pola 
hubungan yang sinergis antara Hukum Islam dengan kekuasaan tersebut, dapat 
menghindarkan Hukum Islam dari cara-cara tertentu untuk dimanipulasi 
sebagai tujuan pribadi.3 Karena, banyak pihak yang menjarakkan posisi Hukum 
Islam dengan kekuasaan, namun faktanya,mereka justru memanfaatkan Hukum 
Islam sebagai sarana untuk mendulang kepentingan dirinya dalam lingkaran 
kekuasaan. 
Gagasan fikih sosial Ali Yafie yang berpadu dengan lingkaran kekuasaan 
pemerintah didorong oleh sebuah keinginan untuk menciptakan kemaslahatan 
yang lebih besar (mas}lahah „a>mmah) bagi masyarakat Indonesia, dan secara 
khusus untuk ummat Islam agar merasakan kue pembangunan secara adil. 
Setidaknya, pembangunan yang selama ini dipersepsikan sebagai sarana 
ketimpangan dan kesenjangan sosial, bukan disebabkan oleh konsep 
pembangunan itu sendiri. Namun, disebabkan oleh oknum-oknum tertentu 
yang menyalahgunakan pembangunan. Sehingga, pembangunan yang sejatinya 
menjadi sarana perubahan sosial masyarakat yang efektif dan konstruktif, 
berubah menjadi sarana pemisahan yang berjarak antara kaya dan miskin. Maka, 
kelalaian oknum tertentu dalam memanifestasikan pembangunan sebagai sarana 
pembangunan sosial dan pemberdayaan manusia, perlu dikritik dan diberikan 
penyadaran melalui pemahaman kegamaan yang moderat. 
                                                 
1 Djohan Effendi, Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di 
Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 
185. 
2 Saifudin Zuhri, Berangkat Dari Pesantren (Jakarta: Gunung Agung, 1987), hlm. 
425-428. 
3 Muhyar Fanani, Fikih Madani..., hlm. 184-185.  





Pandangan Ali Yafie yang tetap merespon pembangunan sebagai 
mekanisme sosial untuk menciptakan kemaslahatan di antara persepsi negative 
tentang pembangunan itu sendiri yang dianggap banyak melahirkan 
kemudaratan terinspirasi dari sebuah kaidah fikih yang berbunyi: 
ٍٗو نشر٠ لا ٍٗو نس ذ٠ لا اِ1  
Kaidah fikih ini memberikan isyarat bahwa, pembangunan yang selama 
ini diyakini sebagai mekanisme dan strategi untuk melakukan perubahan sosial, 
maka harus dikembalikan kepada sprit dasarnya melalui konstruksi pemahaman 
Hukum Islam yang terbuka. Dalam hal ini, Hukum Islam mempunyai landasan 
kaidah fikih, yang diwariskan oleh para ulama terdahulu, sebagai sarana untuk 
menunjang setiap penjabaran kebijakan pemerintah yang dirumuskan ke dalam 
pembangunan dalam nuansa keagamaan. Atau dalam bahasa Soedjatmoko 
agama menjadi motivasi sosial dalam konstelasi pembangunan. Supaya 
pembangunan yang dikendalikan oleh pemerintah berjalan sesuai dengan etika 
dan spirit dasar pembangunan.2 
Dalam hal ini, fikih sosial berupaya menempatkan pemahaman kaidah 
fikih, yang banyak merumuskan ajaran-ajaran syari‘ah, sebagai model 
pembacaan yang kontekstual dan dinamis dalam konteks kekuasaan. Terutama 
dalam konseptualisasi pembangunan sosial yang berbasis kepada pemberdayaan 
manusia. Beberapa unsur dalam konsep pembangunan sosial seperti penguatan 
civil society, pendidikan kewarganegaraan, prinsip demokrasi dan HAM, asas 
konstitusionalisme merupakan isu yang bisa dijadikan sebagai bahan kajian fikih 
sosial yang lebih dinamis dan kontekstual.  
Melalui kajian tersebut, maka kontribusi fikih sosial yang digagas Ali 
Yafie yang bersinergi dengan spektrum kekuasaan bisa memberikan manfaat 
untuk membangun kemaslahatan dan kesejahteraan sosial.3 Karena, fikih sosial 
akan selalu mendorong pemerintah untuk memperhatikan kemaslahatan 
masyarakat melalui indikator tersebut. Indikator itu menjadi sumber rujukan 
penilaian dari pihak lain untuk menyatakan apakah sebuah negara dikategorikan 
berhasil atau tidak dalam mengurus rakyatnya.4 Maka, sebagai landasan pacu 
konsep pengembangan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat, fikih sosial 
mengorientasi kajiannnya pada perspektif-perspektif yang ideal tersebut. 
Hemat penulis, arah fikih sosial Ali Yafie dalam lingkaran kekuasaan 
dalam skema kajian tersebut secara ideal, untuk menghindarkan dari jebakan 
kekuasaan yang bisa mengkebiri gagasan fikih sosial sebagai pemikiran Hukum 
Islam yang responsif. Karena, banyak konstruksi ajaran keagamaan yang masuk 
                                                 
1 Ahmad Al Zarqa‘, asy Syarh al Qawa>‟id al Fikihiyah (Darr Garb al Islami, 
1983), hlm. 16. Yang artinya: apabila semuanya tidak memungkinkan untuk dikerjakan, 
janganlah semuanya ditinggalkan.  
2 Soedjatmoko, Etika Pembebasan (Jakarta: LP3ES, 1988) hlm. 182. 
3 Ali Yafie, Teologi Sosial... hlm. 47-48. Baca juga, Ahmad Rofiq Fikih Kontekstual: 
Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) hlm. 4 
4 Sistem penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah Negara dalam  
menciptakan kehidupan sejahtera, biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga survey 
internasional, yang secara berkala sangat inten menampilkan hasil penilaian mereka 
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dalam lingkaran kekuasaan justru melegalisasi setiap tindak-tanduk pemerintah 
walaupun menyimpang dari koridor utama Hukum Islam. Akhirnya, Hukum 
Islam kehilangan ruh dan spirit untuk menata sendi-sendi kehidupan sosial 
dalam berbagai aspek.1 Bahkan, kondisi ini juga terjadi pada ajaran keagamaan 
yang menjadi cara pandang komunitas-komunitas masyarakat tertentu yang 
menafsirkan dan memahami Hukum Islam sebagai sarana untuk mengkafirkan 
berbagai kelompok lain yang tidak sefaham dengan dirinya.2 
Dalam hal ini, fikih sosial Ali Yafie yang banyak mewacanakan kebijakan 
pemerintah dalam nuansa keagamaan merupakan artikulasi dan pemaknaan 
fikih secara kontekstual untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat 
dengan berpegang pada dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh agama. Supaya, 
kebijakan pemerintah yang dimanifestasikan dalam konseptualisasi 
pembangunan bisa berfungsi secara benar untuk mewujudkan kemasalahatan 
dan kesejahteraan. Dalam hal ini, pola inter-relasi ini bisa menjadi sarana sinergi 
antara ajaran agama dengan negara dalam menciptakan kehidupan yang adil dan 
makmur sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Islam dan UUD 1945, yang 
menjadi dasar konstitusi negara Republik Indonesia.3  
Di samping itu, membebankan upaya merealisasikan kemaslahatan 
bersama (al mas}>alih al „a>m) kepada pemerintah saja tanpa keterlibatan pihak 
lain walaupun dalam bentuk kontribusi pemikiran, tentu tidak cukup.4 Maka, 
keterlibatan fikih sosial yang digagas oleh Ali Yafie ke dalam lingkaran kekuasan 
pemerintah menjadi kewajiban personal (fard}u „ain) melalui perumusan 
pemahaman fikih yang kontekstual. Setidaknya, kehadiran Ali Yafie ke dalam 
konstelasi kekuasaan pemerintah yang disertai dengan gagasan fikih sosialnya 
akan menjadi sarana pembaharuan model pemahaman fikih di era modern.5  
Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh Ali Yafie dalam proses 
pembaharuan pemikiran fikih, sebagaimana yang tertuang dalam fikih sosial, 
menjadi bagian dari penjelasan sebuah hadis sebagai berikut:  
إٙ٠د اٌٙ د ذع٠ ِٓ حٕع جؤِ ًو طأس ٍٝػ سؼث٠ الله ْا6  
                                                 
1 Ahmad Rofiq Fikih Kontekstual …., hlm. 14. 
2 Khaled Abou el Fadl, Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan, terj. Helmi Mustafa  
(Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 173.  
3 Ahmad Rofiq Fikih Kontekstual…, hlm. 4. Dalam buku ini diuraikan pandangan 
Abu Hasan al Mawardi yang menyatakan bahwa pemerintah ditempatkan sebagai 
pengganti pelaksana tugas-tugas kenabian yang mempunyai fungsi utama yakni hara>sah 
al di>n wa as siya>sah al dunya. Dan penjelasan ini ditegaskan dalam sebuah ungkapan 
beliau : 
ا١ٔذٌا حعا١ع ٚ ٓ٠ذٌا حعاشؼ ٝف جٛثٌٕا حفلاخٌ حػٛضِٛ حِاِ لاا 
4 Ahmad Rofiq Fikih Kontekstual..., hlm.  1 5. 
5 Ali Yafie, ―Tajdid: Adakah Suatu Kemestian‖ jurnal Pesantren, P3M – Jakarta, 
No. 1/vol. V/1988, hal. 3-7. Baca pula uraian tajdid menurut Ali Yafie dalam 
Muzammil Qomar, NU “Liberal”: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam‖ 
(Bandung: Mizan, 2002) hlm. 180-181 
6 HR. Abu Dawud. Yang artinya: Sesungguhnya Allah menampilkan pada setiap 
penghujung seratus tahun orang yang memperbaharui pemahaman agamanya 






Hadis ini menjadi sebuah gambaran legitimatif terhadap berbagai upaya 
artikulasi pemikiran Hukum Islam yang dinamis seperti fikih sosial yang digagas 
sebagai respon terhadap berbagai kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat 
sebagaimana yang tergambar dalam kemaslahatan dan kesejahteraan. Untuk 
memenuhi hal tersebut, tentu perlu mengikuti irama yang terjadi dalam realitas 
sosial kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, secara sosiologis, pemerintah 
mempunyai peranan penting dalam menggerakkan kekuasaan dan merumuskan 
kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut melalui rumusan 
pembangunannya. Maka, untuk merespon realitas sosial tersebut tentu fikih 
sosial perlu mengikuti iramanya agar mencapai tujuan yang sempurna. Pada titik 
ini, fikih sosial dapat memberikan kontribusi pemikiran Hukum Islam dalam 
mengartikulasikan pemahaman fikih yang elastis dan kontekstual. Sehingga, 
maksud dan tujuan syariah (maqa>s}id syari>‟ah), sebagaimana yang terangkum 
dalam nilai-nilai kemaslahatan, bisa dimanifestasikan secara sinergis dengan 
maksud dan tujuan pembangunan yang ingin mewujudkan kesejahteraan. 
Pola sinergitas ini menjadi modalitas sosial yang bisa mengatasi setiap 
persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan 
bernegara melalui wacana pengetahuan yang lebih bernuansa religius dan 
berdasar. Sehingga muatan-muatan etika yang berorientasi kepada kemaslahatan 
dapat dibangun dan diwujudkan.1  
Di samping itu, sinergitas tersebut menjadi mekanisme sosial keagamaan 
Ali Yafie untuk mengaktualisasikan dirinya ke dalam ruang lingkup kekuasaan 
agar bisa merealisasikan kemaslahatan umum bagi kehidupan masyarakat. Cara 
ini, menjadi bagian dari kontribusi pemikiran Hukum Islam yang responsif. 
Karena, secara koseptual, fikih sosial pada jalur struktural ini akan banyak 
terlibat dalam proses-proses perumusan kebijakan yang akan dirancang dan 
dikendalikan oleh pemerintah. Sehingga, nilai-nilai keagamaan bisa 
bertransformasi kepada wilayah publik yang modern sekalipun melalui tahap 
pemaknaan sosial yang sangat leluasa. 
 
C. Penutup 
Fikih sosial dalam pandangan KH Ali Yafie sarat dengan nuansa 
strukturalnya. Hal ini, bisa dicermati dari berbagai tulisan-tulisannya yang 
banyak merespon isu-isu pembangunan, penjabaran nilai-nilai keagamaan yang 
bersinergi dengan nilai-nilai pembangunan, serta posisi akomodatifnya dalam 
menerima pembangunan sebagai pintu masuk untuk menciptakan masyarakat 
yang baik atau islami. 
Hemat penulis, alasan mendasarnya adalah Ali Yafie ingin membangun 
mekanisme dan strategi baru dalam mengartikulasikan pemikiran fikih sosialnya 
ke dalam lingkup yang global. Supaya, setiap kebijakan yang ingin dirumuskan 
dan dijalankan oleh pemerintah tidak lepas dari semangat religiusitas dan 
semangat kemanusiaan. Karena, berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, 
                                                 
1 Ahmad Rofiq Fikih Kontekstual… hlm. 16  
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konseptualisasi pembangunan yang diterapkan rupanya banyak berorientasi 
kepada paradigma pertumbuhan yang berkonsentrasi kepada pemberdayaan 
materiel an sich. Sehingga, pembangunan menjadi alat kekuasaan yang timpang 
dan merugikan masyarakat. 
Dalam kaitan ini, pandangan fikih sosial Ali Yafie berkorelasi dengan 
spektrum pembangunan, terutama yang berparadigma berkelanjutan, ingin 
mewujudkan pembangunan sosial yang menegakkan semangat kemanusiaan. 
Cita-cita ini selaras dengan nilai-nilai ajaran syari‘ah yang bermuara kepada 
prinsip-prinsip mas}lahah. Dalam hal ini, prinsip-prinsip mas}lahah yang 
ditegaskan dalam maqa>s}id syari>‟ah dikembangkan oleh Ali Yafie melalui 
gagasan fikih sosialnya untuk mendudukkan kesamaan visi antara keduanya 
sebagai strategi untuk memberdayakan ummat. Sehingga, ajaran syariah bisa 
diterima sebagai cara pandang yang realistis untuk memahami konfigurasi 
kebijakan pemerintah yang dirumuskan dalam semangat pembangunan yang 
berkelanjutan. 
Kontribusi pemikiran fikih sosial Ali Yafi yang bersentuhan dengan 
konsep pembangunan sebagai strategi pemaknaan sosial terhadap ajaran fikih 
dan syariah terletak pada upaya penjabaran nilai-nilai syariah secara kontekstual. 
Karena, menghadapi kehidupan manusia yang kian modern, menuntut adanya 
penyesuaian ruang lingkup kajian fikih yang modern. Supaya, fikih sebagai 
jantung peradaban ajaran Islam bisa tetap hadir di tengah perkembangan zaman 
yang kian laju. Posisi demikian, akan menjadikan fikih sosial sebagai pemikiran 
Hukum Islam yang responsif. Sehingga, nilai-nilai yang ingin ditegakkan oleh 
fikih sosial seperti, internalisasi keimanan dan ketaqwaan, penegakan nilai-nilai 
amar ma‟ru>f dan nahi> munkar, fungsionalisasi nilai-nilai kewajiban (fard}u) di 
wilayah publik secara proporsional, perjalinan semangat persaudaraan (ukhuwah) 
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